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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAI(ANG

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita menjadi bangsa yang Berdaulat, Maju,
Adil, dan Makmur pada tahun 2045. Visi Indonesia 2045 tersebut dibangun di
atas empat pilar utama, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,
pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata
kelola pemerintahan. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu
strategi untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, mendorong transformasi
pembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa, serta mendorong percepatan
pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang
lebih inklusif dan merata.

Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol identitas
nasional unhrk menunjukkan jati diri bangsa dan negara, dan gambaran masa
depan bangsa Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan
dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhkan ekonomi yang lebih inklusif
dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah 'pusat gravitasi'
ekonomi baru di tengah Indonesia. Oleh karena itu, Ibu Kota Negara yang baru
perlu direncanakan dan dibangun dengan standar banr yang lebih tinggi,
berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan,
berkelanjutan, dan bermartabat.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Rrlau Kalimantan didasarkan pada beberapa
pertimbangan. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan
luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada
pemerataan pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu
pusat kegiatan ekonomi nasiona-l. Ibu Kota Negara yang akan dibangun adalatr
Ibu Kota Negara yang mempunyai ciri utama:
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identitas nasional: pusat kegiatan yang menjadi manifestasi dari identitas,
karakter sosial budaya, persatuan, dan kebesaran bangsa Indonesia. Ibu
Kota Negara harrrs mencerminkan keunikan dan keberagaman bangsa
Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal
Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan: kota yang mengelola sumber
daya secara efisien, memberikan informasi secara tepat dan Grbuka, serta
memberikan layanan yang prima kepada warganya. Hal ini dicapai mela-lui
pengelolaan aktivitas sosial budaya dan ekonomi kota secara seimbang
dengan daya dukung lingkungan, penggunaan air dan sumber daya .rre.gi
secara efisien, pengolahan limbah, pengembangan moda transporta-i
terpadu, penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat,
serta sinergi antara lingkungan alami dan buatan;

c' kota yang modern dengan standar internasional: kota yang progresif,
inovatif, inklusif dan kompetitif dari segi pelayanan publik, pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan arsitektur, perencanaan
kota, penataan permukiman dan perumahan, dan pembangunan
infrastruktur, serta terhubung dengan berbagai pusat kota lain di
tataran global;

d. pusat pernerintahan dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan cerdas
(smartl dima.na lembaga-lembaga pemerintahan pusat menerapkan cara
kerja baru yang lebih lincah, profesional, adaptif, dan inovatif dengan
mengoptimalkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);

e. pusat pengembangan ekonomi baru yang mendorong pemerataan ekonomi
di kawasan timur Indonesia dengan mengembangkan industri bersih,
bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan berteknologi tinggi, serta
mendorong penguatan rantai nilai global;

f. kota yang sehat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua
penduduknya (laki-laki dan perempuan), menjamin perlindungan bag,
kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung
atau menJrusui, penyandang disabilitas, orang lanjut usia/lansia), serta
menyediakan fasilitas sosia-l dan fasilitas umum yang responsif gender,
ramah perempuan dan peduli anak, serta inklusif untuk mendukung
aktivitas dan kebutuhan seluruh anggota keluarga dan masyarakat,
termasuk lansia dan penyandang disabilitas;
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,
pembangunan dan pengembangan lbu Kota Nusantara diiencanakan uituk
dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. pengembangari
kawasan dan konektivitas akan terus dilaksanakan pada tahapan berikutnya
untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua.

Dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara telah tertuang Rencana Induk Ibu Kota Nusantarayangmemuat prinsip
dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara dari berbagai bidang pembangunan.
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tersebut dijabarkan dalam
Perincian Rencana Induk Ibu Kota NusantaraymLgditetapkan dengan Peratural
Presiden ini.

I.2 TUWAN DAN SASARAN PEIIYUSUNAN RENCANA INDUK IBU KOTA
NUSAITTARA

Tujuan pen]rusunan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah
rnenjelaskan visi, tujuan, sasaran, prinsip dasar dan indikator kinerja utama
Ibu Kota Nusantara, menguraikan kebijakan dan strategi dalam mencapai visi,
tujuan dan sasaran Ibu Kota Nusantara, menuangkan kebijakan dan strategi
tersebut ke dalam arahan penataan ruang ya:rg terpadu, mendetailkan arahan
penataan rLlang tersebut ke dalam arahan tata bangunan dan lingkungan
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, menjelaskan tahapan persiapan,
pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara, serta
menguraikan kerangka implementasi untuk melaksanakan kegiatan yang sudah
direncanakan.

1.3 RUAT{G LINGKTIP

Wilayah Ibu Kota Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan
sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih
256.L42 hektare dan luas wilayatr perairan laut kurang lebih 68.189 hektare,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1-1.
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Gambar I-l Peta wilayah Ibu Kota Nusantara dan Batas l(abupaten Eksisting

Secara administratif, Wilayah Ibu Kota Nusantara terletak di antara dua
kabupaten eksisting, yaihr di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara
(Kecamatan Sepaku) dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan
Loa Kulu, Loa Jalan, Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-Sanga) serta dibatasi
oleh:

a. bagian utara

b. bagian selatan :

c. bagian timur
d. bagian barat

Kecamatan Laa Kulu, Kecamatan Ina Janan, dan
Kecamatan Sanga- Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam Kabupaten
Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatarr
Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan
Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
Selat Makassar; dan
Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
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Perencanaan Ibu Kota Nusantara terbagi atas dua wilayah perencanaan, yakni:
a. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih

56.180 hektare termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP); din
b. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) dengan luas wilayah

kurang lebih 799.962 hektare.

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

1.3.1.1 Wilayah Ibu Kota Nusantara

Wilayah Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk
Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan
Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Nusantara seluas
kurang lebih 256.142 hektare, saat rencana ini disusun, terdiri atas 54 wilayah
administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam
wilayah Ibu Kota Nusantara dengan perincian 11 desa dan 4 kelurahan di
Kecamatan Sepaku, 4 desa dan 19 kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa di
Kecamatan Loa Janan, 2 desa di Kecamatan Loa Kulu, 8 desa di Kecamatan
Muara Jawa, dan I desa di Kecamatan Sanga Sanga.

1.3.1.2 Kawasan Ibu Kota Nusantara

Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara dengan luas kurang lebih 56.180 hektare
terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara
dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan lbu Kota Nusantara beririsan
dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu. Di
dalam Kawasan lbu Kota Nusantara, terdapat 13 desa/kelurahan eksistingyaitu
1l desa terdiri dari Sungai Payang, Jonggon Desa, Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi
Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Sukomulyo, Tengin Ba:r"r,
Wonosari dan 2 Kelurahan terdiri dari Pemaluan dan Sepaku.

1.3.1.3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

Kawasan Inti hrsat Pemerintahan (KIPP), sebagai kawasan prioritas untuk pusat
pemerintahan, terletak pada sisi selatan KIKN dengan luas kurang lebih 6.67L
hektare saat rencana ini disusun terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa desa eksisting yang
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beririsan dalam area KIPP ini adalah desa yang terletak di Kecamatan Sepaku,
yaitu Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya,

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpad.u
dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan untuk
pen)rusunan rencana tata rLlang dan rencana pembangunan sektoral sebagai
satu kesatuan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Penyusunin
Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara mengacu pada Rencana Induk Ibu
Kota Nusantara yang tercantum di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Substansi yang tertuang dalam Perincian
Rencana Induk Ibu Kota Negara adalah penjabaran, penyempurnaan, dan
sekaligus pemutakhiran dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Perincian
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:
a. Bab I Peudahuluan

Bab ini memuat latar belakang, tujuan, serta ruang lingkup wilayah dan
substansi penlrusunan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

b. Bab II Visi, Tqjuan, dan Hnsip Dasar Ibu Kota l{usantara
Bab ini memuat penjelasan mengenai visi dan tujuan, prinsip dasar, dan
Indikator Kinerja Utama (KeA Performane Indicators/KPl) Ibu Kota
Nusantara.

c. Bab III Prinsip Dasar dan Strategl Penbangunan lbu Kota Nusantara
Bab ini memuat prinsip dasar dan strategi pembangunan dari berbagai
aspek atau bidang pembangunan lbu Kota Nusantarayangmeliputi bidang
pengembangan kawasan, ekonomi, sosiaJ, dan sumber daya manusia (SDM),
pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, infrastruktur,
pemindahan serta penyelenggaraan pusat pemerintahan, pemindahan
perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional,
serta pErtahanan dan keamanan.
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d" Bab tV Arahan Penataan Ruarg dan l(aweaan

Bab ini memuat arahan perencana.an ruang kota dan kawasan di Wilayah
Ibu Kota Nusantara yang dibagi dalam tiga tingkatan wilayah perencanaan
dengan arahan penrntukan khusus yang meliputi Kawasan Pengembangan
lbu Kota Nusantara (KPIKN), Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN), dan
Kawasan Inti Rrsat Pemerintahan (KIPP).

G. Bab V Arahaa Perencangan Tata Bangunaa dnn Ltagkuagan l{awaean Intl
Rrsat Pemerlntahaa Ibu Kota lYusantara

Bab ini memuat arahan perancangan tata bangunan dan lingkungan yang
akan menjadi pedoman pembangunan kawasan di KIPP termasuk arahan
penetapan rencana pengembangan kawasan benrpa Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada sub-kawasan yang diprioritaskan
pentahapan pembangunannya di KIPP.

f. Bab VI Penahapan Pembarguran Ibu Kota Nusantara
Bab ini memuat prioritas pembangunan Ibu Kota Nusantara yang
terbagi atas lima tahap pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu
Tahap 1: 2022-2024; Tahap 2: 2025-2029; Tahap 3: 2O3O-2O94,
Tahap 4: 2035-2039, dan Tahrap 5: 2O4Q-2O45.

g. Bab VII Kerangka Implernentasl
Bab ini memuat arahan dan penjelasan mengenai kerangka implementasi
termasuk penyediaan lahan; penataan kelembagaan; pengembangan
kerjasama antardaerah; skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi;
partisipasi pemangku kepentingan; serta pemantauan dan evaluasi dalam
persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pemindahan Ibu
Kota Negara.
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BAB II
vIsI, TUJUAN, DAr[ PRINSIP IBU KOTA IYUSANTARA

2.I VISI DAIT TUJI'AIY

Visi lbu Kota Nusantara adalah "Kota Dunia untuk Semua". Visi lbu Kota
Nusantara menegaskan bahwa pembangunan dan pengembangan lbu Kota
Nusantara akan menerapkan tata kelola berstandar global, menjadi mesin
Penggerak perekonomian bagr Kalimantan, dan menjadi pemicu penguatan
rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Nusantara
di tengah Indonesia akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih
strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.
Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga akan menjadi percontohan bag
pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan
teknologi terkini. Visi Ibu Kota Nusantara tidak hanya menggambarkan
peradaban baru masyarakatyang alcan tinggal di lbu Kota Nusantara pada masa
depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan, dipertahankan,
dan dilestarikan sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan.

Visi Ibu Kota Nusantara tersebut ditumnkan ke dalam tiga tujuan utama, yaitu:

1. mewujudkan simbol identitas nasional kota yang mencerrninkan jati diri,
karakter sosial budaya, keragaman, persatuan dan kesatuan, serta
kebesaran bangsa Indonesia berlandasakan nilai-nilai Pancasila dan
Bhinneka Tllnggal Ika;

2. mengembangkan kota berkelanjutan di dunia: kota yang mengelola sumber
daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan
pengelolaan tata nrang dan lahan yang tertib, pemanfaatan sumber daya
air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah dan sanitasi yang bersih
dan sehat, pengembangan moda transportasi yang terintegrasi, serta
penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat,
nyaman, aman, dan lestari; dan
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masa depan: kota yang mendorong
lebih progresif, inovatif, dan kompetitif
angem dan pemanfaatan teknologi,

arsitektur, tata kota, dan keragaman sosial budaya. Ibu Kota Nusantara
akan didukung dengan pengembangan ekonomi superhub untuk
memastikan Penguatan rantai nilai ekonomi domestik dan global dengan
mengoptimalkan tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan,
serta memberikan peluang untuk semua dalam meningkatkan nitai
tambah, pendapatan, dan kesejahteraan.

Visi Ibu Kota Nusantara Kota Dunia untuk Semua dirumuskan dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan agenda global dan nasional, a11t-aaalain: (1) Visi Indonesia 2045; (2) Ttrjuan Pembangunan Berkeianjutan
(TPB/ Sustainable Deuelopment Goals atau SDGs); (3) Ag?nda Bam perkotaan
(Neut Urban Agenda/NUA); dan (a) Kebijakan Perkotaan Nasional (KpN) 2045.

Gambar 2-1 Visi Ibu Kota Nusantara
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2.t.L Visi Indonesia 2O+5

Pembangunan lbu Kota Nusantara diarahkan untuk mendukung perwujudan
tujuan nasional dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; mendukung perwujudan Visi
Indonesia 2045, yaitu Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur; serta cita-cita bangsa
Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggr sehingga mampu menjadi
bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Visi Indonesia
Tahun 2045 dibangun dengan + (empat) pilar yang mempertimbangkan
megatren global hingga tahun 2045. Keempat pilar untuk mencapai
Visi Indonesia 2045 tersebut adalah: (1) Pembangunan Manusia dan
Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (2) Pembangunan Ekonomi yang
Berkelanjutan; (3) Pemerataan Pembangunan; (41 Pemantapan Ketahanan
Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pilar Pembangunan Indonesia 2045 menjadi dasar pengembangan Ibu Kota
Nusantara yang diharapkan dapat menjadi standar pengembanguu-t kawasan
masa depan sebagai bagian dari impian Indonesia 2045 yakni: (1) Sumber daya
manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di
dunia; (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya,
religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjad.i pusat
pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (+l Masyarakat dan aparatur
Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; (5) Pembangunan infrastmktur
yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri
dan negara yang paling berpengamh di Asia Pasifik; dan (7) Indonesia menjadi
barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

2.1.2 T\rjuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara mendukung perwujudan TPB yang
mencakup 17 tujuan yang didasarkan dari tiga skala berbeda, yaitu (1) Manusia
Qrcoplel, memenuhi kebutuhan dasar manusia; (2) Tempat Qtlae), lingkungan
manusia yarlg tangguh; dan (3) Bumi Qtlanetl, berkontribusi untuk masa depan
global yang berkelanjutan.

2"L.3 Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda/NUAI

Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Berkelanjutan dan Kota Dunia
untuk Semua sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam Agenda
Baru Perkotaan (NUA). NUA merupakan komitmen global yang digagas United
Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat) bersama delegasi dari
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140 negara untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelaljutan
lsustainableurbanizationl. Berdasarkan Agenda Baru Perkotaarr, p.**usan visiIbu 'Kota Dunia untuk Semua' mengacu pada prinsip-prinsip
pem ai berikut: (1) Inklusif dan Partisipatif; (2) Responsif Genderdan Efisien, dan Produktif; (4) Mudah Diakses dan Terjangkau;
(5) Terpadu; (6) Transparan dan Akuntabel; dan (z) Aman, l.lyaman,- dan
Berkelanjutan.

2.1"4 Kebijakan Perkotaan Nasional (KpN) 2O4S

Perumusan Visi Ibu Kota Nusantara memperhatikan KPN 2O4S sebagai
penjabaran kebijakan perkotaan dalam Agenda TPB/SDGs dan Agenda earu
Perkotaan (NUA) yang sudah diterapkan dalam konteks Indonesia. KpN ini
menjadi payung kebijakan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia, termasukjuga Ibu Kota Nusantara. KPN ini memuat lirna misi pembangunan
sebagai berikut: (1) Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional yang Seimbang,
Menyejahterakan, dan Berkeadilan; (21 Mendorong Kota yang Layak Huni,
Inklusil dan Berbudaya; (3) Mendorong Kota yang Maju dan Menyejahterakan;
(4) Mendorong Kota yang Hijau dan Tangguh; dan (5) Mewujudkan Tata Kelola
Perkotaan yang Transparan, Akuntabel, Cerdas, dan Terpadu.

2.2 Prinslp dan Indlkator KinerJa utana Ibu Kota Nusantara

2.2.L Prinsip Ibu Kota Nusantara

Dengan mengacu pada visi dan tujuan utama, pembangunan Ibu Kota
Nusantara dalam jangka panjang didasarkan pada delapan prinsip, yaitu:
1. Mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan

lindung dan ruang hijau.

2. Menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Pancasila dan
Bhinneka T\rnggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mewujudkan kemudahan akses dan waktu tempuh, serta memprioritaskan
mobilitas aktif penduduk.

4. Mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan
rendah emisi karbon.

5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh.

SK No l4l2l7 A
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6. Menciptakan kota yang aman, ny€unan, dan terjangkau oleh seluruh
penduduknya termasuk anak, perempuan, lansia, dan penyandang
disabilitas.

Menciptakan kota yang efektif dan efisien berbasis teknologi untuk
mendukung tata kelola pemerintatran, kegiatan ekonomi, dan aktivitas
penduduknya.

Menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua,
terwujudnya pendapatan per kapita yang tinggi, dan
kesenjangan ekonomi.

Prinsip tersebut menjadi pedoman kebijakan dan strategi pembangunan dan
pengelolaan Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang seiring dengan d.inamika
sosial, budaya, dan ekonomi. Prinsip tersebut selanjutnya mbnjadi dasar
Pennrsunan indikator kinerja utama (KPI) sebagai tolok ulnrr kemajuan dan
keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan sekaligus sebagai acuan
pengambilan keputusan dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara.

Garnbar 2-2Tema berdasarkan Prinsip KPt Ibu Kota Negara

7

8 sehingga
rendahnya

2.2.2 KPI lbu Kota Nusantara
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lebih cepat, akurat dan efektif; serta penguatan koordinasi dan pengembangan
kerja sama, kemitraan dan kolaborasi 'ang lebih luas antara pemeririt"t , petit<u
usaha swasta, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan media.

KPI digunakan sebagai acuan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam
melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,
serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusaniara.
KPI menjadi sebuah perangkat penilaian untuk:
1. mengukur keberhasilan perwujudan visi dan pencapaian tujuan dan target

KPI Ibu Kota Nusantara;

2, mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
secara efisien dan efektif;

3. mengukur keberhasilan kerjasama dengan pihak ketiga daiam
pembangunan dan pengeloiaan Ibu Kota Nusantara;

4. memberikan informasi dini (earty utaming) tentang hambatan dan tindakan
mitigasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota
Nusantara; dan

5. memberikan informasi dalam pengendalikan dan evaluasi (safeguard.ing)
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara.

2.2.3 Target KPI Ibu Kota Nusantara

KPI Ibu Kota Nusantara yang disusun berdasarkan delapan prinsip Ibu Kota
Nusantara memuat 24 target KPI. Penetapan target dilltukan dengan
memadukan antara perspektif bottom-up, top-d.own, dan komitmen pemerintah.
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Gambar 2-3 Ringkasan Target KpI
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2Xl+5 m4i6 204rt

1. Solarac
dougau AIeo

1.1 >75o/o dan 256.142 hektare
area untuk ruang hijau (65%
area dilindungr dan lO%o area
produksi pangan)

7 5o/o 5Oo/. 5Oo/o

t.2 lOOo/o penduduk dapat
mengakses ruang hijau
rekreasi dalam l0 menit

Strategis LOU/o 100%

1.3 l0O% penggantian ruang hijau
untuk setiap bangunan
bertingkat instihr sional,
komersial, dan hunian

Strategis 100% lOOo/o

2. Bhluncte
ftrnggd ILa

2.t I 0oo/o integrasi seluruh
penduduk

lOOo/o LOOo/o LOtr/o

2.2 100o/o warga dapat
menjangkau layanan
sosial/ masyarakat dalam
waktu 10 menit

Strategis 100% 1O0o/o

2,3 100P/o ruang publik dirancang
menggunakan prinsip akses
universal, kearifan lokal, serta
desain yang responsif gender
dan inklusif

Strategis LOOo/o LQOo/o
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fl"JHil:'ffiffi S;*fi,riffiJx"?feHH
bu Kota Nusantara (KIKN) dan wilayah Ibu KotaNusantara. Wilayah Ibu Kota Nusantara memiliki total luas 256.t42 hektareyaitu total lu ngan Ibu Kota Nusantara (KPIKN),

Kawasan Ibu Kawasan Inti hrsat pemerintahan
(KIPP), Target pkan prinsip dasar pembangunan dan
strategi yang dijabarkan di dalam Bab III.

Tabel 2-1 Target KPI Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Kawasan
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Hrdp Dcrtrlprf KPI

Wthylh
Ibu Eotr
trurutrnr

EII(I rIPP

304U 2046 2o4,S

0.Tcrhubuag,
attlf, daa
audab dlnLsec

3.1 8Oo/o per jalanan dengan
transportasi publik atau
mobilitas aktif

Strategis lOOo/" 80%

3.2 l0 menit ke fasilitas penting
dan simpul transportasi publik

Strategis looo/" lOj%o

3.3 <50 menit koneksi transit
ekspres dari KIPP ke bandara
strategis pada tahun 2O3O

<5O menit <5O menit

4. Roadah emlrl
terton

4,L Inetalasi kapasitas energi
terbarukan akan memenuhi
I00% kebutuhan energi Ibu
Kota Nusantara

too% looo/o lOOo/o

4.2 60% penghematan energi
untuk konservasi energi dalam
gedung

Strategis 70% 70%

4.3 Net zero emrsslon untuk Ibu
Kota Nusantara di 20,45 di
kawasan 256. L 42 hektare

Net-kro Strategis Strategis

5. EtrkulEr den

Itqngguh
5,1 > L Oo/o dari lahan 256. I 42

hektare tersedia untuk
kebutuhan produksi pangan

>lOo/o Strategis Strategis

5,2 60% daur ulang timbulan
limbah padat di tahun 2045

Strategis 600/o 6Oo/o

5.3 IOOVo air limbah akan diolah
melalui sistem pengolahan
pada tahun 2035

Strategis lOO/o lOOo/n

6. A-oe.o dan
tcrJaagleu

6.1 Ranhing 10 besar kota paiing
layak huni di dunia pada
tahun 2045

Strategis Top l0 Strategis

6,2 Permukiman yang ada dan
terencana di kawasan 256.142
hektare memiliki akses
terhadap infrastru ktur pentin g
pada tahun 2045

IOOVI 100% 100%
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Keterangan:
Strategis: menyesuaikan kondisi saat tahun tersebut

Hllh DeaH;gcf XPI

9tlry.h
Ibg trotr

f,nantAre
IIIIUI TUPP

20{,3 ,o45 2046

6.3 Pemmahan layak, aman, dan
terjan gkau yan g memenuhi
rasio hunian berimbang

lOOo/o lOOo/o lOOo/o

7. Ken;nrtralea
d.. cflrlcnal
nctalul
totrolol

7.1 Mewujudkan peringkat sangat
tinggi dalam E-@uemm.ent
Deuelopm,ent Index (EGDI) oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sangat tinggi Sangat tinggi

7.2 l0O%o konektivitas digital dan
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) untuk semua
penduduk dan bisnis

Strategis lOOo/o lOOo/o

7.3 >757o Kepuasan Dunia Usaha
atas Layanan Digital

Strategis Strategis Strategis

la. relueng
cLonoral uutut
rotDut

8.1 07n kemiskinan pada populasi
Ibu Kota Nusantara pada
tahun 2035

Strategis OY" Qo/o

8.2 Pendapatan domestik regional
bruto (PDRB) per kapita
negara (setara ekonomi)
berpendapatan tinggi

Strategis Strategis Strategis

8,3 Rasio Gini regional terendah
di Indonesia pada tahun 204.5

S tra tegi s Terendah di
Indonesia

Strategis
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BAB III
PRII|SIP DASAR PEMBANGI'IIIAIY IBU KOTA NUSANTARA

3.1 PRIIYSP DASAR DAN STRATEGI PEIYGEDIBAITGAN TTAUIASAT{

Pengembangan kawasan dalam Ibu Kota Nusantara didasarkan pada delapan
prinsip pembangunan yang mengedepankan hubungan yang harmonis antara
manusia, alam, teknologi, dan lingkungan sebagai suatu keiatuan yang utuh.
Perencanaan dafi pembangunan Ibu Kota Nusantara didasari oleh kaiaah
penghidupan yang berkelanjutan (sustainable tiuelilwoQ untuk menjaga
keseimbangan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial i"igmengedepankan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk
memastikan semua pihak termasuk perempuan, anak, pemuda, lansia, dan
penyandang disabilitas dapat terlibat dan menerima manfaat dari setiap
program pembangunannya. Selain itu, rencana pembangunan Ibu Koti
Nusantara juga didasarkan pada pengureulgan risiko terhadap perubahan iklim
dan bencana. Prinsip dasar pengembangan kawasan di Ibu Kota Nusantara
memadukan tiga konsep pembangunan perkotaan, yaitu lbu Kota Nusantara
sebagai kota hutan atau forest citg, kota spons atau sponge city, dan kota cerdas
atau smart city.

Pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara memperhitungkan keterkaitan dal
konektivitas dengan daerah di sekitar Wilayalr Ibu Kota Nusantara sebagai
Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara. Keterkaitan dan konektivitas tersebut tidak
hanya dari sisi penyediaan infrastrtrktur, tapi juga menyangkut hubungan dan
ke{a sama sosial antarpenduduk serta hubungan dan kerja sama ekonomi yang
saling mendukung dan menguatkan. Dengan demikian, pembangunan Ibu Kota
Nusantara sebagai kota hutan, kota spons, dan kota cerdas juga harus
mengedepankan kemitraan dan kerja sama yang harmonis dengan Daerah Mitra
Ibu Kota Nusantara tersebut.

3. 1. 1 Kota Hutan (Forest Citgl

3.1.1.1 Kota Hutan: Solusi Berbasis Alam Menuju Ibu Kota Nusantara
Berkelanjutan

Konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan (forest city)
menjadi solusi berbasis alam (nature based solutions). Kota hutan (forest citg)
menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelestarian
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lingkungan dapat berjalan serasi dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi, mengembangkan partisipasi d.an fasilitasi masyarakat, serta
menguatkan kerja sama dan kemitraan berbagai pihak. Hutan jrg^ membuatIbu Kota Nusantara menjadi kota layak huni (liueable cityl. kota hutan
merupakan solusi hemat biaya dan dapat memberikan beragam keuntungan
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat tersebut antara lain berupa kesehJ"r,
penduduk, ekonomi hijau lgreenjobs), tahan terhadap dampak perubahan iklim,
dan konservasi keanekaragaman hayati.

Kota hutan adalah perwujudan konsep kota berkelanjutan dengan
mempertahankan, mengelola, dan merestorasi ekosistem hutan, sebagai soft:si
berbasis alam, untuk mengantisipasi berbagai perubahan sosial dan lirigkungan
seperti dampak perubahan iklim, bencana, kehilangan keanek aragaman fray"ti,
polusi, dan permasalahan kesehatan. Keunggulan penerapan t<ota hutan dlpat
dilihat pada ketiga pilar pembangunan berkelanjutan (Gambar o-1).

Pilar pertama, ekonomi, dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. MeaclptaLaa lapangea pekerjaaa. Pelibatan masyarakat dalam

melindungi hutan, seperti patroli, pengendalian kebakaran, penanaman
pohon, kegiatan wisata alam di sekitar perkotaan pengelolaan lahan secara
berkelanjutan.

b. Meagurangi btaya energi. Solusi berbasis alam jauh lebih hemat biaya
dibandingkan penggunaan teknologi dan infrastruktur, salah satunya
adalah udara sejuk dari kanopi.

c. MenlngLatkan nllal properti. Pohon dan taman meningkatka.r: nilai
estetika dan nilai lokasi. Naungan pohon juga mampu meningkatkan umur
bangunan dan resapan air yang dapat mengurangi limpasan serta
mengurangi beban drainase lingkungan.

d. Mendatangkan wisatawan. Kota yang didominasi dan diketilingi dengan
alam akan meningkatkan potensi pariwisata.

e. Mengurangi biaya penanggulangan bencaaa. Hutan membuat kota lebih
tahan dan tangguh bencana.

f. Mengurangt biaya kesehatan. Hutan mengurangi risiko berbagai penyakit
fisik dan mental yang sangat bermanfaat dalam jangka panjang.

g. Mendapatkan peluang penbiayaaa dari pembayaran jasa ekosistem
seperti perdagangan karbon, nilai keanekaragaman hayati, jasa penyediaan
air, wisata alam, dan beberapa mekanisme pasar ekosistem lainnya.
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Pilar kedua, sosial, dapat dijabarkan sebagai berik't:
a. Hutan dan n.ang terbuka hijau dapatk, dan terjadinya interaksi- berbagai

serta penerapan nilai-nilai dan kearifan

(sustaina ble tiueliltood). 
an penghidupan yang berkelanjutan

b' Meadoroag gaya htdup yang berorientasi liagkungan. Hutan danlingkungal yang asri mendorong warga untuk berkegiatan dan
menjalankan pola hidup yang berinteraksi dengan alam dan berorientasi
melestarikan lingkungan, seperti konsumsi yang berkelanjutan, hemat air,
mendaur ulang sampah, mengkonservasi energi, dan sebagainya.

c' Mengurangi tren penyakit tidak meaular. Gaya hidup yang sehat dapat
mengurangi berbagai jenis penyakit tidak menular, termaiuk p"rryakit
mental (forest healing/bathingl. Pemandangan dan akses ke ruangterLuka
hijau dan hutan memberikan efek positif dan menenangkan pikirln.

Pilar ketiga, lingkungan, dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Meagatasl perubahan iklim. Pohon mampu menyerap karbon dioksida

dan menyimpannya dalam bentuk karbon.
b. Meningkatkan keanekaragaEan hayati. Hutan mampu mendukung

pelestarian berbagai spesies, termasuk yang terancam punah dan bernilai
konservasi tinggi.

c' Meqiaga iktim mikro kota. Pepohonan dan tanaman di kota dapat
mengurangi suhu pa.nas perkotaan. Daun memantulkan banyak sinar
matahari dan menyerap sedikit panas dibandingkan bangunan beton.

d. Mengurangl polusl udara. Proses fotosintesis, pohon akan menyerap
karbon dioksida, sulphur dioksida, nitrogen, dan karbon monoksida.

e. Meqiaga kualttas air. Akar pohon membantu mengurErngi kandungan
nitrogen, fosfor, dan logam berat dalam air hujan. Pepohonan dan tanaman
dapat menahan air hujan, menyaring air yang mengalir, dan menunda
waktu terjadinya limpasan. Hutan margroue juga dapat menahan intmsi
air laut dan abrasi.
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Gambar 3-l Berbagai Keunggulan Konsep Kota Hutan (Forest cityr!
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3"t"1.2 Target, Cakupan, dan prinsip Dasar Kota Hutan

Target kota hutan Ibu Kota Nusantara adalah melindungi, mengelola, dan
merestorasi hutan seluas 65 persen dari Wilayatr Ibu Kota Nusantara.

Gambar 3-2Target Kota Hutan Ibu Kota Nusentara

KOTA HUTAN SEBAGAI
SOLUSI BERBASIS ALAM

Ekonomi Sosial Lingkungan

Sase//ne

Area berhutarl l0!.1O0 hektare arau 43% wrlJyih lbu (ota
Nusantirr

Forcsl Cily

AraJ I'rrhUtrn 148.150 hcktare Jt.tu 589; u,lnynlt lD,l Kota
llu!nolirn
Dthilirn pcnd[]LrollJli i0;in Hill dt.lcvrlop o/co, nrJ[n arL'a

brrrhut.rn 1,71,519 hcklarr- atau 6rr2; wrin,/nh lbJ liotii
Nu5Jntarl
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Prinsip dasar kota hutan Ibu Kota Nusantara adalah: (l) Nol Deforestasi (z.ero
deforestation) mempertahankan hutan dan ekosistem yang ada; (2lKonservasi
Kealekaragaman Hayati (biodiversitg consen)ationl; 

-(3) -Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan (sustainable forest managementl; (4) peningkatan Stok Karbon
{enlwncing carbon stoclc); (5) Petibatan Masyarakat Adat Aan mt16l @ommunity
involuemenfl; (6) Perbaikan Tata Kelola dan Tata Guna Lahan (improving tari
uses managementl"

Dilihat dari rlang lingkup Wilayah Ibu Kota Nusantara, hutan mencakqp:
a. Hutan sekltar kota (Wilayah Pengembangan lbu Kota Nusantara), benrpa

Rimba Nusantara, Rimba Kota, hutan hujan tropis, hutan sekunder, hutal
bakau, hutan konservasi, dan ekosistem lainnya yang berada di sekitar
perkotaan.

b. Hutan dslsE kote (KIKN) seperti Rimba Kota, jalur hijau, taman tematik,
taman vertikal (uerlienl gardenl, atap hijau (green roof topl, dan ruang
terbuka hijau lainnya yang berada di kawasan perkotaan.

Gambar 3-3 Ruang Lingkup Kota Hutan (Forest Citgl
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Hutan schagai grean t:i:.lt clan korid<lr kcanck;ir;rgarnan hayati,
hutan k<rta, kebun raya, kstanical park, riparian park,jalrrr hijarr
dan ruang; terbuka hijau lainnya
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3.1.1.3 Strategi Utama

strategi utama penerapan prinsip kota hutan adalah sebagai berikut:
a' Mempertahankan dan/atau mengurangi deforestasi ekosistem hutan(hutan konservasi, hutan bakau, hutan hujan tropis primer, hutan

sekunder)yang menjadi stok karbon dan mempunyai nilai keanekaragaman
hayati tinggi lOO.OOO hektare.

b' Ivlengelola hutan secara berkelanjutan dan wanatani di area keterlanjuran
40.000 hektare.

c' Merestorasi area terdegradasi (bekas tebangan hutan tanaman, bekas
perambahan, dan bekas tambang) dan pembangunan koridor satwa (alami
dan buatan) 30.000 hektare.

d' Membangun hutan kota dan/atau ruang terbuka hijau (kebun raya, taman
kota, taman botani, taman riparian, jalur hijau, green buildingl di area
perkotaan 29.000 hektare atau 50 persen dari Kawasan Ibu Kota
Nusantara.

e' Mengakui, melibatkan, meningkatkan kesejahteraan termasuk penyediaan
layanan dasar dan pemberian insentif mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan kepada masyarakat adat dan lokal di Wilayah Ibu
Kota Nusantara dengan program wanatani berkelanjutan, ekowisata, dan
potensi pendapatan dari jasa ekosistem seperti perdagangan karbon hutan.

f. Memastikan substansi dan target perrindungan, pengelolaan, d.an
pemulihan hutan terintegrasi dalam Rencana Induk, Rencana Tata Ruang,
dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

g. Melakukan moratorium perizinan usaha dan kegiatan pertambangan,
perkebunan di kawasan lindung (75 persen dari Wilayah Ibu Kota
Nusantara), termasuk kegiatan pertambangan di luar kawasan hutan.
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Gambar 3-4 Program Kota Hutan lbu Kota Nusantara
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3. 1. 1.4 Rancangan Kelembagaan dan
Ibu Kota Nusantara

Pendanaan Pengelolaan Hutan

3.1.1.4.1 Momentum Perbaikan Tata Pemerintahan dan Tata Guna Hutan

Sejalan dengan kewenangan khusus Otorita lbu Kota Nusantara, pembanguncu:
Ibu Kota Nusarttara menjadi momentum dalarn rnendorong desentralisasi
penyelenggaraan kehutanan. Pelimpahan wewenang pengelolaan hutan kepada
Otorita lbu Kota Nusantara rnemungkinkan:

a. Terintegrasinya tata hutan dan rencana tata ruang.

b. Meningkatnya pengakuan dan partisipasi masyarakat adat dan lokal lebih
besar.

c. Menguatkan koordinasi dan kelancaran dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan hutan.

d. Meningkatnya kemampuan adaptasi terhadap komitmen dan tujuan global,
nasional, dan lokal.

3.1.1 .4.2 Transformasi Pengelolaan Hutan (Smart Forestryl

Partisipasi masyarakat adat dan lokal menjadi penting dalam keberhasilan
mewujudkan kota hutan. Pengelolaan sumber daya alam seperti ini juga sering
disebut se bagai pengelolaan adapt it (adaptiue mandg ement) .
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Termasuk dalam pengelolaan hutan UdaI( hanya menilai hutan dari nilai kayu,
tapi lebih pada nilai jasa ekosistem, jasa karbon, wisata, dan keanekaragamag
hayati, yang merupakan rnata uang banr ekonomi kehutanan.

Gambar 3-5 Konsep Pengelolaan Kota Hutan (Forcst Citgl
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3,1.2 Kota Spons (Sponge Citgl

Ibu Kota Nusantara menerapkan konsep kota spons unfuk mengembalikan dan
menjaga siklus alami air yang berubah karena perubahan fungsi dan tutupan
lahan. Kota spons adalah kota yang mampu menahan dan meresapkan air hujan
ke dalam tanah. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanenan
air untuk tambalran ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir, marrfaat
pemurnian air dan pelestarian ekologi, efisiensi sistem sumber daya, serta
manfaat ekonomi, sosial, dan kultural bagi masyarakat,

3.1.2.1 Prinsip Pengembangan Kota Spons

Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan lbu Kota
Nusantara sebagai kota spons adalah sebagai berikut:
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a

3.1.2.2 Strategi Pengembangan Kota Spons
Guna mewujudkan konsep kota spons dan prinsip-prinsip sebagaimana
disebutkan di atas, perlu diwujudkan dalam suatu perencanaan dan
pengendalian pembangunan. Untuk itu diperlukan sebuah ,tr"r, perencanaan
dan peraturan lebih detail serta mekanisme pelaksanaan dag penegakan
aturannya, dengan memperhatikan strategi berikut:
a" Meminimalisirlimpasanpermukaan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara mengubah lingkungan alami menjadi
Iingkungan terbangun yang dapat berdampak pada peningkatan limpasan
permukaan. Untuk itu, harus dipastikan bahwa perubahan limpasan
terjadi seminimal mungkin. Lebih baik lagi, pembangunan memungkinkan
lebih banyak air tertahan dan terserap dibandingkan saat masih kondisi
alami.

Dalam meminimalisir limpasan permukaan, desain perkotaan dan
permukiman pada skala mikro harus sensitif terhadap air. Salah satu
penerapannya adalah atap hijau (green roofi,opl pada bangunan/gedung
untuk menah.ul air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum
menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai.

Adapun salah satu aspek penting dalam meminimalisir perubahan
limpasan permukaan adalah penerapan kebijakanZero Delta Q, yang akan

b

Kota Nusantara (Archipelago City)
Ruang terbuka hijau dan biru menjadi fondasi struktur yang membentuk
kota. Kedua rlrang tersebut akan menghubungkan koia Jer,gan alam,
serta terintegrasi dengan desain kota untuk memelihara dan melestarikan
keanekaragamem hayati.
Kota Berdaya Serap (Absorbent City)
Koridor ruang terbuka hrjau dan biru pada skala perkotaan akan
menangkap limpasan hujan, yang dikumpulkan dan diaiirkal ke taman
kota' Taman-taman tersebut didesain sebagai ruang terbuka hijau yang
dinamis dan bersifat seperti spons, sehingga air hujan dapat diserap dan
mengisi kembali akuifer serta mempertahankan 

-keseimbangan 
dalam

ekosistem.
Kota Terintegr asi (Integrated Cityl
Implementasi konsep kota spons di skala permukiman terkecil hingga pada
skala perkotaal diintegrasikan untuk memperlambat dan mena-han aliran
air, memanen air hujan, dan meningkatkan penyerapan air hujan ke dalam
tanah.

c
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dituangkan pada peraturan lebih lanjut, Di dalam peraturan tersebut, perlu
dipastikan batrwa pelaku pembangunan bangunar gedung dan hunian
harus bisa membulrtikan bahwa keberadaan bangunan tidak menambah
limpasan langsung dibandingkan saat kondisi alami.

Memal<simalkan peresapan air hujan
Desain perkotaan dan permukiman pada skala makro yang sensitif,
terhadap air. I(awasan terbangun di Ibu Kota Nusantara hanrs mampu
meresapkan air hujan ke dalam tanah secara maksimal. Hal ini dapat
dilakukan dengan memperta.hankan dan membangun nr€mg-ruang terbuka
hijau, parit bervegetasi, dan ruang untuk sempadan sungai. Selain itu
dapat diwujudkan melalui jenis perkerasan yang dapat menyerap air
berupa jalan dan trotoar berpori dan sistem bioretensi.

Penampungan air hujan

Penampungan air hujan bempa ruang terbuka hijau dan biru perlu
dilakukan secara tersebar luas dan terdistribusi merata. Adapun
implementasinya dapat dilakukan melalui pemanfaatan ruang seperti
parit/ aeek, alur sungai, dan tampungan air seperti situ, danau, embung,
dan kolam retensi. Ruang-ruang tersebut perlu dirancang dalam
satu-kesatuan sistem hidrologi untuk mampu menahan dan menyimpan
air, Penampungan ini juga akan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan
non-air minum.

Gambar 3-6 llustrasi Komponen Kota Spons
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Adapun beberapa manfaat yang akan diperoleh melalui implementasi kota spons
pada Wilayah Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya pasokan air bersih melalui proses penyaringan vegetasi

dan tanah"

b. Menurunnya biaya lingkungan dan kesehatan akibat peningkatan
kualitas air.

c" Berkurangnya limpasan permukaan akibat semakin luasnya rLlang terbuka
dengan kemampuan menyerap tinggi.

d. Terciptanya rLrang kota yang hijau, sehat, dan menyenangkan untuk
peningkatan kualitas hidup, serta menciptakan estetika lanskap dan area
rekreasi masyarakat.

e. Berkurangnya efek pemanasan kota/lJrban Heat Island (UHI) karena badan
air akan memfasilitasi hilangnya panas melalui penguapan sehingga
mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan.

3.1.3 Kota Cerdas (Smart cityl

3.1.3.1 Konsep Kota Cerdas untuk Ibu Kota Nusantara
Kota cerdas adalah pendekatan yarg memanfaatkan kemajuan teknolog.i
informasi dan komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital
untuk merelrcanakan dan mengelola fungsi inti perkotaan secara efisien,
inovatif, inklusif, dan berketahanan. Keberhasilan dari implementasi kota cerdas
ialah ketika kota tersebut mampu mengarahkan rnunculnya berbagai inovasi
dalam memperbaiki keberlanjutan lingkungan, serta memberdayakan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapar, kota cerdas juga dapat
memperbaiki kualitas demokrasi, tata kelola yang terdistribusi, otonomi
individual dan kolektif, partisipasi masyarakat dalam perencanaan perkotaan,
menjamin perlindungan hak privasi, dan perlindungan dari komodifikasi data.

Manfaat pendekatan kota cerdas adalah: (a) efisiensi, penghematan waktu
perjalanan, biaya hidup lebih terjangkau, penyerapan tenaga kerja lebih optimal;
(b) transparansi, meningkatnya partisipasi sosial dan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah; serta (c) keberlanjutal, kualitas lingkungan yang lebih
baik dengan berkurangnya emisi gas rumah kaca, pemborosan air, serta
timbulan sampah.

SK No 140886 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

Gambar 3-7 llustrasi Penerapan Berbagai Solusi Cerdas dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara
sebagai Kota yang Kompak, Efrsien dan Sirkuler
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3.1.3.2 Prioritas Teknologi yang akan Diterapkan

Penentuan prioritas teknologi yang akan diterapkan didasarkan atas empat
kriteria, yaitu permintaan dari penduduk, manfaat untuk mewujudkan KPI,
kelayakan teknologi serta biaya. Seluruh penerapan teknologi kota cerdas
diperkiralcan dapat terlaksana mulai tahun 2025 saat teknologi 5G telah
matErng.

Berdasarkan hasil prioritisasi, enam kategori inisiatif kota cerdas Ibu Kota
Nusantara yaitu: Sistem Perkotaan, Keselamatan dan Keamanan, Layanan
Pemerintah, Lingkungan dan Keberlanjutan, Akses dan Mobilitas, serta
Kelayakhunian dan Kehidupan Perkotaan. Ruang lingkup tiap-tiap inisiatif kota
cerdas mencakup dan tidak terbatas pada:

a. Sistem Perkotaan

1. Manajemen Aset/Fasilitas/Bangunan Cerdas
2. Pengelolaan Air Cerdas
3. Pengelolaan Limbah Cerdas

4. Penge lolaan Energi Cerdas
5" Pengolahan sampah menjadi energi (smart waste managementl
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Keselamatan dan Keamanan

1. Surveilansteraugmentasi
2. Keamanan Cerdas
3. Penerangan Umum Cerdas (smart lightingl
4. Sistem pengaduan masyarakat
5. Fasilitas rehabilitasimasyarakat
6. Fasilitas lembagapemasyarakatan
7. Layanan masyarakat korban bencana (disaster recouery)
8. Penyediaan aparatur keamanan masyarakat di tingkat RT/RW
Layanan Pemerintah

1, Platform penduduk elektronik (e-Citizenl
2, Basis data publik terpusat
3. Perencanaan perkotaan berbasis data
4. Jaringan internet dari pemerintah untuk area publik
5, Catatan budaya yarg didigitalkan
6. Sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik
7. Sistem pemetaan pemasok makanan
8. Sistem perizinan industri manufaktur dan bisnis baru
9. Sistem pendataan ketenagakerjaan (formal dan nonformal)
10. Fasilitas sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1 1" Pcnyediaan fasilitas perpustakaan umum dan penyediaan

perpu stakaan e lektronik (e -library)
12. Penyediaan akses intemet broadband untuk rumah tangga
13. Fasilitas partisipasi masyarakat secara digital
14. Fasilitas edukasi UMKM (digital dan non-digital)
Lingkungan dan Keberlanjutan
1. Pemantauan kualitas lingkungan tridup terintegrasi
2. Pengelolaan kedaruratan cerdas (smart emergenca man.agement)

termasuk sistem peringatan dini (Early warning sgstem atau Ews),
kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana

3. Pengendalian banjir dan air limpasan cerdas (smart fload and
sto rmw ate r manag e me nt)

4. Penataan wajah kota (penataan taman, rLlang terbuka)

C

d.
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Akses dan Mobilitas

I . Pengelolaan angkutan umum cerdas (smart bus and rail management)

2. Platform mobilitas terintegrasi

3. Pengelolaan parkir cerdas (smart parking managementl
4. Pengelolaan lalu lintas realttme, termasuk smarttrafficright
5. Fasilitas dan manajemen transportasi trdara
6. Fasilitas dan manajemen bandara
7, Fasilitas dan manajemcn pelabuhan (laut/sungai)
Kelayakhunian dan Kehidupan Perkotaan

t. Digitalisasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan
'2" Manajemen pandemi

3. Teknologi kenyamanan perkotaan (urban comfortl

4. Keterjangkauan hunian
5. Revitalisasi permukiman yang sudah ada untuk meningkatkan

kualitas hidup dan kelayakhunian (smart uillages and communities)
6. Fasilitas pemakaman umum
7, Fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit)
8. Fasilitas daring untuk budaya
9. Fasilitas dan amenitas objek pariwisata

10. Fasilitas akomodasi wisata

I l. Penyelenggaraan festival budaya (nasional dan internasional)
12. Fasilitasi literasi digital

13. Fasilitas digital untuk pendidikan (e-pendidikan)

74. Ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD)

15. Fasilitas dan edukasi untuk masyarakat lanjut usia
16. Fasilitas dan edukasi masyarakat berkcbutuhan khusus
17. Fasiiitas pendidikan di bidang science technology engineeing and

mathemalics (STEM)

f.
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3.1.3.3 Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan Kota cerdas

Terdapat tiga pola dasar peran pemerintah dalam penyelenggaraan kota cerdas:
1) mengalihdayaka
2) orkestrator; dan outsourced);

pada tingkat kem 
"T'-,:i.Ta:Pemerintah harus di pemilik data yang dihasilkan dari

penerapan teknologi kota pintar dan pemerintah harus .rrengatur tingkat akses
dan memastikan bahwa tidak ada data sensitif yang dibagikan kJ berbagai
pemangku kepentingan.

3.2 PRINSIP DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKOITOMI

Prinsip Dasar Ekonomr: Pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai
Superhub Ekonomi

Pertumbuhan ckonomi yang lebih inklusif dan merata akan diungkit dengan
pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai superhub ekonomi, ].r,g "ii"r,menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk transformasi etonomi
di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimanlan Timur serta Daerah Mitra di
Pulau Kalimantan. Daerah Mitra didefinisikan sebagai kawasan tertentu dihrlau Kalimantan yang dibentuk dalam ranglia pembangunan dan
pengemb€rngan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama
dengan Otorita lbu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan fepala
Otorita Ibu Kota Nusantara. Rencana Transforrnasi Ekonomi provinsi
Kalimantan Timur dan Daerah Mitra akan dituangkan dalam peta Jalan
Transformasi Kalimantan Timur dan Daerah Mitra, yang menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari Transformasi Ekonomi Indonesia Plsca COVID-l9.
Hasilnya diharapkan dapat mendukung akselerasi pembangunan khususnya di
Rrlau Kalimantan dan sekitarnya, serta menjadi salah satu faktor keberhasilan
utama untrrk merealisasikan Visi Indonesia 2045.

3.2.I.1 Visi Locally lntegrated, Globallg Connected, Uniuersallg Inspired.

Konsep Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dirancang untuk beroperasi
pada tiga tingkatan yang saling terkait ctan diintegrasikan dalam visi Refmagined.
Indonesia: Locally Integrated, Globaltg Connected., Uniuersally Inspired. Visi
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1
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Visi .Locallg Integrated, mengarahkan bahwa Superhub Ibu Kota Nusantara akan
menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi
pemicu yang memperkuat rantai pasok/nilai antara aktivitas ekononri di Pulau
Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia sehingga menjadi lebih inklusif. Visi
ini akan digerakkan melalui strategi kerja sarna Tiga Kota yang kokoh antara lbu
Kota Nusantara, Balikpapan, dan Sarnarinda yang akan membentuk segitiga
pembangunan ekonomi yang saling melengkapi, strategi pengembangan Oierih
Mitra sebagai bagian dari superhub ekonomi, serta stra.tegi peningkat.an
keterkaitan ekonomi dan rantai paso antar-superhub ekonomi Ibu kota Neg".a
dengan wilayah lain di Indonesia. Ibu Kota Nusantara akan menjadi'sarafl (pusat
kendali) dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan barrr, 

'pusat

inovasi dan pusat praktik hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor
baru yang clidorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, proteirr nabati,
nutraceutical, dan energi terbarukan (ET). Ibu Kota Nusantara juga akan menjadi
pusat untuk kota cerdas Can layanan digital, Pendidikan Abad ke-21, serta
pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan. Samarinda akan menjadi Jantung'
(pusat dennrt kehidupan/energi) dari stnrktur Tiga Kota yar,g mentransformaJi
sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah
karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh
manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Tirnur.
Balikpapan akan menjadi btot' (pusat aktivitas) pembangunan ekonomi Tiga
Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah
maparl ttntuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat
peran Superhub lbu Kota Nusantara dalam arLts perdagangan antar dan intra-
regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu
mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjacti berbagai
tumnan petrokimia hilir. Aktivitas dalam kerja sama Tiga Kota diharapkan
untuk mernbangun sinergi dan saling melengkapi dengan sektor-sektor yang
telah berkembang di wilayah lain di Indonesia dalam kerja sama rantai
pasok/nilai yang inklusif dan kokoh. Kerja sama Tiga Kota juga diperkuat
dengan peningkatan peran dari wilayah-wilayah penunjang yang akan
mendukung Superhub lbu Kota Negara, terutama di Kabupaten Penajam Paser
Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi
Kalimantan Timur. Kerja seuna dengan wilayah lainnya di Pr.rlau Kalinrantan
(Daerah Mitra) dan wilayah lainnya di Indonesia juga akan dibangun untuk
memperkuat integrasi perekonomian secara regional dan nasional.

Visi Globally Connected, dimaknai bahwa fiiperhub Ibu Kota Nusantara sebagai
penggerak aktivitas ekont:mi maju dan berdaya saing tinggi yarrg mampu
menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jah.rr perdagangan
dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Sektor ekonomi yang akan
dikembangkan diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk memanfaatkan
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regionalisasi rantai pasokan yang awalnya diperoleh secara global sebagai
respon terhadap dampak pandemi COVID-19.

Visi Uniuersally Inspired, mengarahkan Superhub Ibu Kota Nusantara untuk
dibangun berdasarkan contoh-contoh terbaik dari kota yarrg cerdas, inklusif,
dan berkelanjutan di dunia. Pada saat yang sama, Ibu Kota Nusantara akan
menjadi salah satu inspirasi dunia sebagai kota yang hijau, berkelanjutan,
inklusif serta bertara-f hidup tinggi yang didukung oleh penerapan teknolLgi, di
tengah tantangan peruba.han iklim dan didukung oleh penerapan teknologi.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara menerapkan KPI ekonomi, sosial, dan
lingkungan yang akan menetapkan standar baru yang khas untuk kota-kota
bertaraf hidup tinggi secara global.

Superhub Ibu Kota Nusantara juga direncanakan dapat menggerakkan wilayah
Kalimantan Timur yang lebih lttas yang akan berperan sebagai 'paru-paru'bagi
struktur Tiga Kota dengan dukungan lingkungan dan pertanian. Wilayah
Kalimantan Timur dan Daerah Mitra diharapkan dapat memperoleh manfaat
dari peningkatan produktivitas pertanian dan industri berbasis pertanian
melalui produksi dan pengolahan kelapa sawit dan komoditas potensial lainnya,
serta peningkatan ekowisata dan pariwisata kebugaran terutama di sekitar aset
alam dan budaya yang melimpah di bagian utara Kalimantan. Ke depan, Ibu
Kota Nusantara juga direncanakan menjadi salah satu pusat pariwisata medis
baru di lndcrnesia, yang ditujukan untuk melayani pasien yang saat ini masih
berkunjung ke luar negeri untuk berobat dan mendatangkan pasien asing untuk
berobat di Indonesia. Kehadiran Superhub lbu Kota Nusantara juga diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi Daerah Mitra di Pulau Kalimantan dalam
bentuk pengembangan ekosistem yang kondusif dan klaster-klaster ekonomi
yang akan menjadi sumber pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan. Berbagai
aktivitas yang akan dikembangkan di lbu Kota Nusantara dan Daerah Mitra
menjadi bagian dari agenda transformasi perekonomian di Provinsi Kalimantan
Timur ke depan.

3.2.1.2 Visi Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara: 6 Klaster dan 2 Pemarnpu
(Enabler)

Superhub Ibu Kota Nusantara akan diwujudkan melalui pengembangan
6 klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif dengan dukungan
infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Pengembangan keenam klaster
didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang
di Provinsi Kalimantan Timur serta pengembangan baru sektor-sektor maju yang
berorientasi pada teknologi tinggi dan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan.
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Keenam klaster ekonomi sebagai penggerak utama Qtime mouefl superhab
ekonomi ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa subsektor yani akan
membantrr mewujudkan visi Srzperhub Ibu Kota Nusantara. Keenam klaster
ekonomi penggerak utama adalah sebagai berikut:
a, Klaster Industrl Teknotogi Bersih atau yang dapat disebut sebagainlndustri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan" @ert-@n

Reneutqhles Manufacturlngl akan dikembangkan untuk menyediakan
produk yalg mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan
dengan dukungan penerapan teknologi yang berbasis energi terblruk-an,
yaitu perakitan panel surya (solar photouoltaiclPY) dan kendaraan listrik
roda dua (electric two-wheeler/ E2Wl.

b. Klaster f,'armasi Terintegrasl (Integrated. Phartnaceuttcats Ctusterl
yang akan difokuskan untuk mengembangkan pusat industri farmasi
dengan biaya, termasuk vaksin, yang elisien dan terbaik di kelasnya, serta
mendukung pemenuhan obat-obatan yang lebih baik. Pengembangannya
difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (actiue pharmaieutiiat
ingredient/APII generik, biosimilar, dan biologics guna memenuhi
peningkatau kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional
terhadap krisis kesehatan.

c. I0aster Industrl Berbasis Pertaaian Berketraqjutan (sustclnqble Agrl.
tndustry Clusterl yang akan mencakup pengembangan pusat produtcsi
dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap
menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa depan. Pengembangannya
berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta prcrduk ekstrak
tumbuhan.

d. Klaster Ekowlsata dau Itrlsata Kebugaran yang Inkluslf llnclustw Eco-
tourlsm o,nd Wellness Clusterf yang akan berfokus pada pengembangan
destinasi ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam dan pariwisata
kebugaran dengan identitas khas wilayah Kalimantan Timur untuk menjadi
berkelas dunia. Pengembangan ekowisata akan ditunjang oieh pariwisata
berbasis kota, meetings-incentiues-conferencing-exhibitions (MICE), serta
wisata kesehata:r dan kebugaran.

e. Klaster Industrl Kimia Maju dan TurunaDnya lAdvanced, Chemlcats and
Derlvqtlues Clustefl yang akan dikembangkan melalui pembangunan
pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor
yang berpotensi memil.iki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja
dengan memanlaatkarr sumber daya alam di wilayah Kalirnantan Timur.
Pengembangannya berfokus pada pengembangan industri petrokimia dan
oleokimia yang didukung penyediaan tenaga kerja berketerampilan
menengah hingga tinggi.
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Klaster Energl Readah lhrbon llout cqrbon Energg Clustefl yang akan
dikembangkan dengan mentransformasi industri energi (termasuk
pertambangan) yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan
mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi
masa depan, seperti biofuel, bahan bakar sintetis, gasifikasi batu bara,
pencairan bahr bara (coalliquefactionJ, dan pengembangan batu bara untuk
sumber energi bam lainnya seperti synthetic nahtralgas (SNG) dan amonia.

Keenam klaster ekonomi tersebut juga akan diperkuat oleh dua pem^ampu atau
enabler, yaitu R.rsat Pendidikan Abad ke-21 untuk menyediakan tenaga kerja
terampil sesuai dengan kebutuhan 6 klaster ekonomi, serta Penerapan Kota
Cerdas dan hrsat Industri 4.0 (i4.0) untuk menjadikan kawasan ini sebagai kota
layak huni dan maju dalam melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha
di masa depan.

Gambar'":;HHH?ffiff;',i:'"H:tilL"I'i:"H;;*araMe'tarui

Strategi klaster yang terperinci telatr dikembangkan dan akan dilaksanakan
secara bertahap yang dimulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
Pada periode 2025-2035, pengembangan klaster ekonomi akan difokuskan pada
pembangunan fondasi yang kuat untuk setiap klaster ekonomi. Pengembangan
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klaster ekonomi selanjutnya diarahkan untuk ekspansi serta penguatan daya
saing dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutar.
Serangkaian proyek unggulan dari setiap klaster ekonomi akan dipilih dengan
cermat untuk membantu mempercepat pengembangan Superlub Ibu Kota
Nusantara. Pengembangan proyek-proyek unggulan ini akan melibatkan
investasi yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Dukungan pernerinta]r
dapat diberikan untuk mempercepat penarikan investasi yang difokuskal pada:
a. penyediaan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk

penyediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengas
kebuhrhan klaster ekonomi yang akan dikembangkan;

b. pengembangan ekosistem teknologi digital berupa infrastmktur dan talenta
teknologi informasi;

c. ruang uji peraturan (regulatory sandbox atau testbeQ yang pro-investasi,
pro-inovasi yang memungkinkan uji coba produk, teknologi, dan model
bisnis banu, pro-perdagangan untuk mendukung efisiensi rantai pasok
klaster ekonomi, dan pro-lingkungan; dan

d. perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang holistik dan jangka
Panjang untuk memenuhi kebutuhan yang sEuna dari klaster-klaster
ekonomi, dan memenuhi kebutuhan infrastruktur khusus untuk klaster
ekonomi tertentu.

Gambar 3-9 Keenam Klaster Inovatif, Resilien, dan Strategis Dengan Masing-Masing Perannya
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Kesuksesan penyelenggaraan &tperhub Ibu Kota Nusantara akan ditentukan
oleh faktor-faktor seperti pengembangan infrastruktur, penerapan teknologi,
ketersediaan sumber daya manusia terampil, serta minat para pinanam moaal
atau investor. Infrastmktur yang dibangtrn di Ibu Kota Nusantara perlu bersifat
katalistik untuk mendukung pengembangan aktivitas pemerintahan, sosial, dan
ekonomi. Investasi infrastruktur perlu menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas
produktif yang akan membantu perputaran dan pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Penerapan teknologi di Ibu Kota Nusantara
akan digerakkan melalui penerapan konsep kota cerdas dan pusat industri 4.O,

Penyiapan pasokan talenta masa depan di Provinsi Kalimantan Timur dapat
dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan mengembangkan ekosistern
pendidikan terbaik cli kelasnya agff terus mampu memenuhi kebutuhan di
selunrh klaster ekonomi, dan menarik minat dari talenta-talenta dalam dan luar
negeri untuk pindah, bertempat tinggal, dan bekerja di Provinsi Kalimantan
Timur. Inisiatif untuk memikat talenta agar tinggal dan bekerja di Provinsi
Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi dua bagian
berdasarkan tingkat keterampilan tinggi dan keterampilan menengah. Langkah
pertama dilakukan dengan cara menarik talenta lokal yang siap kerja dari
wilayah iain di lndonesia untuk membantu menutup gap di beberapa kelompok
pekerjaan, serta secara khusus untuk kebutuhan tenaga keda manufaktur
berketerampilan rendah-menengah. Langkatr kedua adalah menarik minat
talenta luar negeri yang siap kerja, terutama untuk peran atau jabatan yang
membutuhkan keterampilan kepemimpinan tinggi di bidang sains, teknologi,
rekayasa, dan manajemen. Pelaksanaan inisia'uif ini memerlukan kerja sama
yang erat antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri.

Tale nta yang terampil dan berpengalaman juga dibutuhkan untuk
menyelenggarakan sebuah ibu kota baru yang menerapkan teknologi kota
cerdas lsmart cityl. Keterampilan dan keahlian yang diperlukan berupa
pengetahuan mengenai internet of things (loT), aduanced analytics. control
parameter, pemrosesan informasi kompleks, rancangan teknologi serta
keterampilan teknologi informasi dan komunikasi lanjutan. Pengembangan
ekosistem pendidikan terbaik akan dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan
kebutuharr sumber daya manusia dan pengembangan kapabilitas penduduk di
Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan ini dilakukan mulai dari pendidikan
anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi, termasuk pendidikan vokasi.

Penyediaan talenta terampil untuk pengembErngan klaster ekonomi dapat
dilakukan lebih cepat rnelalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan
dengan investasi dan kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Langkah ini
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bisa menampung masyarakat yang tidak berpendidikan cukup untuk ditatih
kompetensi teknis yang dibutuhkan industri. Hal yang lebih ideal aclalah
mengupaya-kan investor untuk berkomitmen bersama pemerintah men5.iapkal
tenaga kerja sesuai kebutuhannya melalui pelatihan.

Berkaitan dengan minat investor untuk mendukung pengembangan enam
klaster ekonomi, pen5rusunan kelayakan komersial dari klastei ekononli penting.
Beragam informasi perlu digunakan untuk lebih mendalami kebutuhan investor
di setiap klaster ekonomi. Sumber-sumber informasi yang rligunakan dapat
mencakup pakar industri, survei investor, wawancara langsung dengan investor,
laporan industri atau sektor, serta berita dan analisis desktop, Daya tarik
masing-masing klaster ekonomi bagi investor: terletak pada enarn dimensi yarg
meliputi lingkungan regulasi, infrastruktur, rantai nilai, dukungan (non-
regulasi), permintaan, dan talenta. Berbagai informasi ini dapat digunakan
untuk menyediakan fasilitasi investasi sesuai dengan kebutuhan pe nsahaan
dalam merealisasikan investasinya di Ibu Kota Nrrsantara.

Insentif fiskal dan nonfiskal mengikuti ketentuan peratr:.ran perundang-
undangan dapat disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan
talenta unggul antara lain terkait insentif perpajakan sesuai ketentuan
peraturan perundalg-undangan, dukungan relokasi, sarana dan prasarana kota
yang layak huni, akses kepada lahan dan perumahan yang terjangkau,
kemudahern per2inan, kemudahan pengadaan barang dan jasa, kemudahan
ekspor dan impor, dukungan penciptaan pasar untuk produk-produk barl yang
dihasilkan klaster ekonomi barr, dan lain sebagainya. Skema Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang beragam akan disediakan untuk
membantu pengurangan risiko dari investasi belanja modal yang tinggi untuk
beberapa proyek unggulan yang akan dikembangkan. Berbagai insentif yang
men gikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut juga diharapkan
dapat mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai kota dan pusat superhub yt g
kompetitif dan memiliki daya tarik yang tinggi untuk talenta unggul, khususnya
dari ka-langan generasi muda, untuk datang, menetap dan bekerja atau
membuka usaha di Ibu Kota Nusantara dan menggerakkan pengembangart
klaster-klaster ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur
secara berkelanjutan.

Lokasi dari proyek-proyek unggulan dari keenam klaster direncanakan
untuk mendukung kerja sama Ibu Kota Nusantara dengan wilayah
mitra/penunjangnya baik dalam kerja sama Tiga Kota, maupun dengan wilayah
pendrrkung lainnya. Rencana pengembangan keenam klaster akan difokuskan
di Kawasan Industri di Karia.ngau, Kota Balikpapan dan sekitarnya, dan akan
didukung dengan pengembangan keterhubungannya dengan pemasok di
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wilayah lain di Indonesia. Klaster Farmasi Terintegrasi akan difokuskan di
Kawasan Industri di Kariangau, Kota Balikpapan dan sekitarnya, termasuk
melihat dukungan Kawasan Industri di Buluminung di Kabupaten Penajam
Paser Utara untuk pengembangan farmasi alternatif yang berbasis pangan yang
dapat memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegatran dan
pengobatan penyakit. Kawasan Industri Buluminung juga direncanakan untuk
menjadi lokasi untuk pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian
Berkelanjutan dan Klaster Kimia Maju yang berbasis lemak tanaman dengan
dukungan kolaborasinya dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy-
Batuta-Trans Kalimantan untuk hilirisasi oleokimia dan pengembangan biofuel.
Klaster Industri Kimia Maju lainnya yang berbasis migas akan dikembangkan di
Kota Balikpapan dan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi
pusat bahan baku. Untuk Klaster Energi Rendah Karbon, pengernbangemnya
akan difokuskan di Kota Samarinda dan wilayah lain yang mengampu sektor
pertambangan dan energi. Rencana pengembangan Klaster Ekowisata dan
Wisata Kebugaran yar,g Inklusif tidak saja akan difokuskan di Ibu Kota
Nusantara, tapi juga di wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki
potensi pariwisata unggulan, Pengembangan dua pemampu yang direncanakarr
akan difokuskan di lbu Kota Nusantara.

Gambar 3-10 Rencana Pengembangan Klaster Ekonomi dan Pemampu di Ibu Kota Nusantara dan Sekitam5,a
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3.2.1'3 Proyeksi kontribusi Superhab Ibu Kota Nusantara terhadap Bangkitan
Ekonorni dan Proyeksi Penduduk

Pada tahun 2045, pengembangan Superlutb Ibu Kota Nusantara melalui enam
klaster ekonomi dan dua pemampu ditujukan untuk mentransformasi Provinsi
Kalimantan Timur dari perekonomian berbasis sumber daya alam ke
perekonomian yang berbasis manufaktur dan jasa. Upaya ini diharapkan dapat
memicu peningkatan PDRB Kalimantan Timur per kapita dan pertumbuhan
penduduk. Pengembangan Superlwb lbu Kota Nusantara ini diharapkan dapai'
berkontribusi sebesar 60 persen hingga 70 persen dari pencapaian target PDRB
Kalimantan Timur untuk tahun 2045 yaitu sekitar 180 miliar USD dan juga
akan mendukung percepatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibutuhkan
untuk mencapai target ekonomi lainnya. Strategi pembangunan ekonomi juga
akan mernicu urbanisasi dari tambahan lapangan kerja dan keluarga pekerja,
sehingga berpotensi meningkatkan populasi di Kawasan Tiga Kota dan Provinsi
Kalimantan Timur sekitar l0 hingga 11 juta jiwa pada tahun 2o4s.

Populasi Ibu Kota Nusantara diperkirakan menjadi sebesar 1,7 hingga 1,9 juta
jiwa pada tahun 2045, yang sebagian besar terdiri atas pegawai pemerintah dan
anggota keluarganya, para pekerja konstruksi, pekerja dari sektor tambahan
yang dihasilkan dari sektor-sektor lainnya, serta penduduk setempat.

Gambar 3-11 Visi Provinsi KalimanLan Tirnur 2045 dan Proyeksi Peningkatan PDB,
Lapangan Kerja, dan PDB Per Kapita
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Gambar 3-12 memuat proyeksi jumlah lapangan kerja di tahun 2O4S
berdasarkan klaster sesuai dengan strategi ekonomi yang teiah dirumuskan dan
proyeksi penduduk yang dibagi berdasarkan sektor dan tahapnya sesuai
aspirasi tata waktu Ibu Kota Nusantara. Proyeksi pada tabel teisJbut tidak
menyertakan proyeksi bangkitan penduduk dari kegiatan non-ekonomi seperti
ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesla
(Polri), penduduk setempat yang telah ada, industri yang telah ada seperti
manufaktur dan jasa lanjutan, populasi yang terbawa (induedl serta pekerja
konstmksi,

Gambar 3- l2 Proyeksi Jumlah Lapangan Kerja Berdasarkan Klaster Ekonomi Di Tahun 2045
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3.2.2 Strategi Ekonomi: 6 Klaster dan 2 Pemampu (Enablefi

Bagiarr ini akan menjelaskan strate$ Superhub Ibu Kota Nusantara yang akan
diwujudkan melalui enam klaster ekonomi dan dua enabler sebagai berikut:

3.2.2.1 Klaster Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbamkan-Solar PV

Penggunaan solar PV memiliki potensi besar di Indonesia, Radiasi matahari
yang didapatkan Indonesia setiap tahunnya berkisar antara l.2OO hingga 1.500
kwh/kwp, ymg diproyeksikan sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. Dengan
angka tersebut, Indonesia berpotensi untuk menghasilkan listrik sebesar
208 Gw per tahun atau sekitar 4,8 kwh/m2 per hari, Di samping itu, belanja
modal (upital experuditttrelcapexl yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi
dari matahari terus menurun (sekitar 2 persen per tahun) di Asia, sementara
permintaan energi matahari semakin meningkat (sekitar 12 persen per tahun).

350 Ceo
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Kondisi saat ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan energi surya diIndonesia masih rendah, Kapasitas terpa
Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 20
surya aktual saat ini (201 MWp) masih
dengan target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun 2o2S
(5.000 Mw). Salah. satu faktor yang mempengaruhikondisi ini yaitu biaya untuk
membangkitkan listrik dari tenaga surya yang saat ini masih tergolong tinggi
dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Belanja capexyane tinggi ini
berkaitan erat dengan persyaratan kandungan lokal dan-voluhe proautsi-lang
rendah, sehingga pengembangan proyek energi terbarukan perlu dilakukan
dalam skala besar dan pada tatrap awal difokuikan pada p.r"kit^r, mengingat
pasokan komponen solarPl/dalam negeri masih terbatas.

Ke depan, pen€rngaJtan isu terkait pemanfaatan energi surya akan digerakkan
salah satunya oleh strategi penyediaan energi Ibu Kota Nusantara yang
mencakup lima sumber energi yang dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu
sumber energi terbartrkan primer, sumber energi tambahan, dan sumber energi
cadangan. Sumber energi terbarukan primer direncanakan akan berada di
dalam batas tbu Kota Nusantara untuk memasok lOO persen dari total
kebutuhan listrik tahunan Ibu Kota Nusantara. Sumber ini terdiri atas ladang
panel surya dan atap panel surya. Sementara itu, sumber energi tambahan akan
berasal dari fasilitas atau aktivitas yang menghasilkan energi sebagai produk
sampingan, seperti PV tepi jalan dari instalasi lampu penerangan jalan, PV
terapung yang dipasang di bendungan di area Ibu Kota Nusantara, dan bioenergi
yang merupakan produk sampingan dari insinerator serta energi terbarukan
Iainnya. Terakhir, sumber energi cadangan untuk Ibu Kota Nusantara terbagi
menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya yaitu energi cadangan untuk
mengatasi terputusnya sumber daya energi (misalnya penyimpanan hidrogen,
pembangkit listrik Combined Cgcle Gas Tirbine Plant (CCGT) hidrogen, dan
penyimpanan baterai) dan sumber energi cadangan sekunder untuk
meningkatkan ketahanan sistem.

Hadirnya Ibu Kota Nusantara sebagai proyek greenfteld baru yang menargetkan
produksi dan penggunaan 100 persen energi terbarukan menguatkan peluartg
lndonesia untuk melakukan uji coba energi surya dalam skala besar dan
memproduksi solar PV baru di Ibu Kota Nusantara. Tingkat permintaan di lbu
Kota Nusantara untuk energi surya dapat menciptakan skala yang signifikart
bagi industri ini untuk tumbuh lebih besar dan mengurangi leuelized cost of
energA ECOE), atau biaya rata-rata pembangkitan listrik, secara keseluruhan
agar lebih kompetitif di masa depan.
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Ke depan, klaster solar PV di Ibu Kota Nusantara dapat memanfaatkan peluang
dalam perakitan modul dan structural balance of sgstem (SBOS), kemudian
berkembang ke inuerter sehingga dapat dikembangkan rantai nilai industri
manufaktur solar PV secara end.-to-end. Perakitan modul pada umumnya
membutuhkan tenaga ke{a berketerampilan menengah dan logistik, sementara
SBOS membutuhkan material dan tenaga kerja berketerampilan yang lebih
rendah. Dengan komponen yang diperoleh dari pasokan global, perakitan modul
dan SBOS akan menguntungkan pada skala >500 MW per tahun. Di sisi lain,
inuerter merupakan barang teknis yang membutuhkan industri maju. Dalam
jangka menengah-panjang, produksi inuerter memiliki potensi untuk dilokalkan
melalui penarikan investasi yang didukung tenaga berketerampilan menengah-
tinggi.

Daya saing biaya produksi solar PV secara keseluruhan merupakan faktor
keberhasilan utama bagi pengembangan industri ini di Ibu Kota Nusantara.
LCOE yang tinggi di Indonesia menyebabkan energi surya kurang
menguntungkan jika dibandingkan dengan sumber energi lain seperti gas dan
batu bara. Untuk mengurangi LCOE energi surya, ada beberapa faktor
keberhasilan lainnya yang dapat dipertimbangkan. Faktor yang pertama adalah

Strategi penyediaan energi Ibu Ko
permintaan yang lebih besar di masa
membangun sektor manufaktur solar p
itu, gabungan proyeksi permintaan u

eluang penambahan kapasitas produksi
W setelah tahun 2OgO. Berdasarkan

PU banr layak secara ekonomi jika
per tahun. U n tuk me mastikan kecukupan ;:trtti1#i:,i::"1'iffl"i:3 Htersebut, Ibu Kota Nusantara perlu bekerja sama dengan daerah lain unttrk
memastikan bahwa energi surya menjadi bagian dari rencana kelistrikan
daerah. Strategi penyediaan energi Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan juga
akan mendukung aspirasi pemerintah tentang rencana pembangkitan fistrlt
35 Gw dan peningkatan pangsa energi terbarukan (ET) dalam bluran .rr.rgi
nasional.

Ibu Kota Nusantara dapat menjadi pusat manufaktur dan perakitan solar pV
serta menjadi contoh bagi seluruh Indonesia dalam hal penerapan energi surya.
Namun, kapasitas produksi di Indonesia perlu difokuskan untuk melayani p".^t
domestik karena kapasitas untuk negara Asia Tenggara lainnya sudah
tercukupi. OIeh karena itu, Ibu Kota Nusantara dapaL membangun pusat
perakitan panel solar PVdengan fokus melayani pasar di Indonesia Timur.
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skala dengan kapasitas produksi minimal harus mencapai 3OO MW per tahun,
dengan acuan global berada pada produksi sebesar 5OO UW hingga I GWper tahun. Faktor berikutnya ada.lah teknologi. Saat ini, seUagian besar
manufaktur solar PVberada di Pr.-rlau Jawa. Oleh karena itu, akses ki teknologi
terbaru dan hemat biaya untuk komponen seperti wafer dan solar cett
(monokristalin) akan sangat berpengaruh pada daya saing dan keberhasilan
pengembangan solar PV di Ibu Kota Nusantara serta berpotensi memicu
permintaan di masa mendatang. Selain itu, pelonggaran persyaratan kandungan
lokal pada tahap pengembangan rantai pasok di klaster solar PV mulai dari
perakitan hingga produksi inuerter juga dapat menurunkan LCOE dan menjadi
insentif dengan mengikuti peraturan perundang-undangan untuk memperliuat
konsumsi energi surya, yang selanjutnya dapat menarik investasi.

Penarikan investasi global di perakitan solar PV menjadi langkah pertama
yang akan dilaksanakan. Keterlibatan investor global diharapkan dapat
(1) memastikan terbukanya akses ke teknologi manufaktur terbaru dan akses
ke pasokan wafer dan solar ell terbaru; dan (2) memastikan akses ke skala
produksi global di rantai nilai hulu dan modul, sehingga akan mengurangi biaya
produksi secara keseluruhan dan meningkatkan daya saing industri. Ke depan,
Ibu Kota Nusantara juga bisa merambah teknotogi masa depan seperti thin-fitm
cell untuk meningkatkan elisiensi solar PTdan mengurangi biaya keseluruhan,
serta dapat mempertimbangkan untuk menarik minat talenta-talenta terbaik
untuk mendukung penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi terbaru
untuk manufaktur solar PV.

Untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan proyek energi
surya, Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik regulasi terbaik yang telah
diterapkan oleh berbagai negara di dunia yang disesuaikan dengan kebutuhan
Indonesia. Beberapa contoh yang dilakukan negara lain adalah:

a. dukungan investasi, dapat berupa kebijakan: (1) pinjaman bersubsidi atau
pinjaman dengan suku bunga rendah atau 0 persen dari bank, perusahaarr
utilitas, pemerintah, atau organisasi lainnya; dan (21 fasilitasi untuk
pembebasan lahan; dan

b. insentif berbasis pembangkitan listrik dengan mengikuti peraturan
perundang-undangan, yang dapat mencakup: (1) Feed-in-Tariff (FiT), yang
merupakan pembayaran untuk setiap unit listrik yang dimasukkan ke
jaringan; (21 Solar Reneutable Energy Certificate (SREC), yaitu bukti yang
dapat diperdagangkan bahwa sejumlah listrik diproduksi oleh sumber
energi terbarukan; dan (3) net meteing, yaitu kelebihan daya yang
dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat dimasukkan ke dalam jaringan.
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Selain itu terdapat tiga elemen penting yang harus terpenuhi untuk membangunpabrik pembuatan solar pydi lbu Kota Nuiantara, yaitu:
a' Penyelarasan dan eksekusi pengembangan listrik tenaga surya setidaknya

5,9 GW di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan pabrik pembuatan solar pV
bant di Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan dukungan kecukupan
permintaan di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantarr-Timur;

b. LCOE untuk Solar PVperlu lebih rendah dari harga listrik saat ini. LCOE
solar PV perlu turun sekitar 30-40 persen aga. dapat bersaing dengal
sumber listrik lain seperti gas atau batu bara. Untuk itu, dfiertu[an
dukunga" I.q4?!i terkait pelonggaran persyaratan kandungan lolial untuk
mengur€rngi LCOE energi surya secara keseluruhan sebagai bagian dari
insentif pengembangan pasar mengikuti peraturan p.rurrd"rrg-urrda.,gan
pada tahap awal; dan

c. peningkatan signifikan dalam komitmen PLN untuk meningkatkan
permintaan domestik energi terbarukan. PLN perlu berkomit*.n untuk
meningkatkan pengembangan solar PV sebesar 5 kali hingga 10 kali lipat
dalam 1O tahun ke depan guna memastikan permintaan yang cukup un[uk
kapasitas tambahan yang akan tersedia.

Dukungan infrastruktur juga dibutuhkan untuk meningkatkan jaringan
pemasok energi surya ke Ibu Kota Nusantara da-n kemampuan untuk beralih
dari listrik tenaga surya di siang hari ke daya di penyimpanan di malam hari,
serta akses yang mudah ke pelabuhan untuk memperoleh pasokan bahan baku
solar PV,

3.2.2.2 Klaster Industri Generasi Mendatang yang berbasis energi
terbamkan--Kendaraan Listrik Roda Dua atau Electric 2 Wheelers (E2W)

Kendaraan listrik atau electric uehicle (EV) memainkan peran penting dalam
memenuhi tujuan global terkait dengan perubahan iklim. Elektrifikasi
kendaraan secara luas dianggap sebagai strategi yang dapat mengurangi
ketergantungan pada bahan bakar minyak dan dampak lingkungan dari lalu
lintas transportasi jalan raya.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat EV terkemuka di Asia
Tenggara. Peluang ini dapat dimanfaatkan melalui tiga upaya, yaitu:
a. Membangun ekosistem kendaraan listrik lokal yang berkembang

sepenuhnya dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk mencapai
penetrasi EV yang sebanding dengan pasar internasional. Faktor-faktor
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pendorong yang diperlukarr irr-\tuk membangun ekosistem kendaraa.n listrik
lokal serta rnendula-rng penetrasi EV yang sebanding dengan pasar
internasional adalah.

1. penyediaan insentif 3,ang rnengikuti peraturan perundang-undangan
untuk rDengurangi kesenjangan total cost of ounershp (TCO) antara.
EV yang diproduksi secara lokal dengan kendaraan berbasis internal
combustion enginge (lCE), sehingga EV dapat dipasarkan business to
consumer (B2Cl dengan harga yang setara dengan kendaraan rcda dua
ICE paling cepat tahun 2025 untul< kendaraan roda dua (electric tuo
whe:eler atau E2W), dan sekitar tahun 2O3O untuk kendaraan listrik
roda ernpat (electicJ'our wheeleratau EaW);

2. perilaku konsumen (di luar sensitivitas harga) di Indonesia yang
rnengikuti perilaku pasar EV dengan penetrasi tinggi saat ini, yaitu
Nonvegia sebanyak 300.00O kendaraan, atau 54 persen dari jumlah
kendaraan di tahun 2O2O; dan

3, ekosistem EV yang berkembang sepenuhnya; misalnya, ketersediaan
model EV dan infrastruktur pengisian daya.

Menjadi pusat manufaktur baterai dan kendaraa.n lisrrik di Asia Tenggara
dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong antara lain:
1 tasilitas manufaktur lokal dengan kapasltas yang memadai dan

didukung insentil regulasi dan kemitraan rnengikuti pcraturan
perurrdar:g-undangan, termar:uk kemitraan tekrr.ologi yang mampu
nrelayani permintaan dari kawasan Asia Tengga:a;

2. teknologi dan dar,a saing harga yang disandingkan dengan negara
pengekspor lainnya;

3. kebrjakan ekspor yang mengunt"ungkan bagi pabrikan hiuonesia; dan

4. akses ke bahan baku lclkal dan komponen baterai yang hernat biaya.

Menjadi pemasok global produk setengah jadi berbasis nikel rtntuk
pembuatan baterai EV dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai
berikut:
i. Indonesia dapat menjalankan semua proyek High hessure Acid

Leaching (HPAL) tcpat r,r'aktu dan sesuai anggaran untuk memproduksi
nikel kelas 1; dan

2. kegiatan pen&rrrbangan, pemrosesan, dan pemurnian Ci Indonesia
menyesuaikan dengan permintaan konsumen internirsional untuk
produksi nikel yang berkelanjutan; misalnya menggunaka.n energi
terharukan. mengelola limbah, dan lain-lain.

c
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Terkait dengan peluang Indonesia untuk memasok bahan baku pembuatari
baterai EV, Indonesia memiliki sekitar 25 persen dari cadangan nikel global.
Kapasitas HPAL yang lebih besar untuk memenuhi permintaan nikel baterai
global pada tahun 2030 dapat dipenuhi mengingat sejumlah fasilitas pengolahan
dan pemurnian (smeltefi nikel sedang dikembangkan di Indonesia dengan
menggunakan proses tersebut. Indonesia direncanakan dapat men)rumbang
15 persen hingga 20 persen dari kapasitas yang direncanakan pada tahun 2O3O.

Indonesia sudah memiliki beberapa pelaku industri yang memasuki pasar EV
dengan fokus pada rantai nilai yang beragam, seperti bahan dasar, baterai,
kendaraan, dan jnfrastruktur pengisian daya. Pelaku industri yang ada di
Inctonesia juga perlu memperluas perannya di pertambanBan dan industri
logam, pengembEmgan dan produksi baterai, serta pengembangan dan produksi
kendaraan listrik"

Indonesia memiliki prospek yang baik untuk pengembangan dan ekspor E2W.
Target ekspor E2W dalam waktu 5 sampai 10 tahun dapat dicapai Indonesia
dengan cara (1) menetapkan rencana pengurangan roda dua berbahan bakar
fosil selagi membanggn infrastruktur dan insentif penerapan E2W mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) membangun pusat litbang
komponen EV seperti baterai, dal merancang prototipe dengan cepat; dan
(3) mernbangun kapabilitas produksi domestik di seluruh rantai nilai E2W.
Pemerintah juga bisa menetapkan persyaratan kandungan lokal minimum, yaitu
pada tahun 2019 sarnpai 2023 sebesar 4O persen, kemudian meningkat menja.di
60 persen di tahun 2024 sampai 2025, dan diharapkan naik hingga 80 persen
di tahun 2026 dan seterusnya. Rantai pengembangan dan produksi kendaraan
listrik E2W di Indonesia pada tahap awal dapat ditujukan untuk melayani
pernrintaan regional (bagi Indonesia secara umum) dan di Kawasan Timur
Indonesia (bagi Ibu Kota Nusantara secara khusus). Potensi kontribusi rantai
nilai ini terhadap PDB cukup tinggi.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri EV di
Indonesia dan khususnya di ibu Kota Nusantara adalah, pertama terkait clengan
rantai pasok. Peluang bagi Pulau Kalimantan untuk memproduksi sel baterai
atau merakit baterai Lithium-Nickel-Manganese-Cobalt-Oxide (NMC) ditentukan
oleh pasokan bahan baku dari Provinsi Sulawesi Tengah atau Provinsi Maluku
Utara, sedangkan manufaktur E4W kemungkinan besar berlokasi di Jawa yang
tentunya akan membutuhkan biaya logistik yang mahal. Tantangan yar.g
berikutnya yaitu terkait persaingan ekspor baterai rakitan dan produk E4W
Rencana Indonesia untuk memproduksi sel baterai dan EV secara lokaI, juga
diikuti oleh negara-rregara Asia Tenggara lainnya, seperti Ma.laysia, Th.ailand,
Vietnam, dan Singapura.
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Terlepas dari dua tantangan di a.tas, pengembangan EV di Ibu Kota Nusantara
dapat dilaksanakan dengan fokus pada pembangunan kerja sama produksi
(co-location) khususnya E2W. Ibu Kota Nusantara diarahkan untrrk menjadi
pusat manufaktur dan inovasi E2W di Indonesia berdasarkan empat
pertimbangan, yaitu (1) Indonesia adalah pasar kendaraan roda dua terbesar di
Asia 'l'enggara dan pasar terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India;
(2) rantai nilai E2W bisa dikembangkan di kota yang baru (greenfield); (3) adanya
dukungan kuat dari pemerintah dan keselarasan dengan rencana
Kementerian Perindustrian urrtuk mengembangkan pasar E2W di Indonesia; dan
(4) keselarasan dengan visi Ibu Kota Nusantara untuk menjadi kota yang
berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi seluruh Indonesia dalam
penerapan EV.

Ilasil analisis untuk Provinsi Kalirnantan Timur menunjukkan peh rang dengan
keunggulan kompetitif sedang untuk mengem.bangkan EV. Daya saing sedang
ini dipengaruhi oleh kondisi maaufaktur otomotif dan pemasok komponen
otomotif berpusat di Jawa, dan produksi baterai berpusat di l\rlau Jawa,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara. Untuk menjadi pusat
pengembangan EV, Ibu Kota Nusantara dapat berfokus pacla perakitan E.2W
untuk melayani pernrintaan dari Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Nusantara
juga berpotensi untuk memproduksi komponen pouer train listrik di Ibu Kota
Nusantara, yang merupakan 30-40 persen dari komponen biaya untuk EV (ddak
termasuk baterai).

Untuk mengembangkan pusat perakitan E.2W dan secara bertahap menjadi
pusat manufaktur E2W dengan dukungan rantai nrlai end-to-end, ibu Kota
Nusantara membutuhkan dukungan:

a. kerangka regulasi sesuai peta jalan pengembangan kendaraan listrik
nasional untuk E2W dapat mencakup berbagai bentuk kemudahan fiskal
dan non-fiskal untuk meningkatkan adopsi E2W, misalnya insentif pajak
khusus Ibu Kota Nusantara, serta peraturan untuk menghentikan
kendaraan roda dua berbasis ICE untuk mendorong permintaan bagi E2W;

b. infrastruktur, yaitu akses terjamin ke energi listrik dan utilitas, serta akses
pelabuhan untuk suku cadang dan komponen, termasuk baterai, dan
rantai pasokan untuk produk jadi;

c. rantai nilai, yang meticakup akses ke pemasok suku cada.ng, komponen,
dan baterai E2W, serta lokasi peurasok yang berdekatan guna memperkecil
masalah kualitas;

d. dukungan lainnya, berupa penelitian dan pengembangan bersama
universitas mitra;
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permintaan domestik yang layak, untuk menyerap minimal loo.ooo
kendaraan per tahun; dan

penyediaan m-lenta terampil, yang melingkupi ]ulusan dari SMK dan
pendidikan tinggi yang memiliki keahlian dan kompetensi terkait industri
manufaktur.

3.2"2.3 Klaster Industri Farmasi Terintegrasi

Klaster farmasi Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan sebagai pusat
manufaktur farmasi terbaik di kelasnya, untuk produk bahan obat-obatan aktif
atau Actiue Pharmacaeutical Ingredients (API) generik, biosimilar dan biologics
yang berbiaya efektif dan bernilai tinggi. Pertimbangan utama untuk
pengembangan klaster farmasi di Ibu Kota Nusantara didasarkan pada
kedekatannya dengan pusat petrokimia hulu, yang secara khusus menjadi
sumber bahan baku untuk API. Hasilnya diharapkan dapat menggantikan API
generik yang saat ini masih diimpor. Pengembangan klaster farmasi di Ibu Kota
Nusantara juga akan mendorong pcralihan dari produksi obat generik bermargin
rendah ke bernilai lebih tinggi seperti biosimilar dan vaksin sesuai dengan
perubahan tren kesehatan regional. Klaster farmasi ini juga akan dilengkapi
dengan industri pengemasan farmasi yang juga memiliki nilai tambah tirrggi.
Dengan berfokus pada segmen generik, brosimilar, biologics, serta pengemasan
farmasi, Klaster Farmasi Terintegrasi ini diharapkan dapat mencetak lebih
banyak inovasi sampai tahun 2045. Pengembangan klaster ini juga ditargetkan
untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, regional, dan global.

Pengembangan klaster farmasi di Ibu Kota Nusantara juga mempertimbangkan
kinerja industri farmasi di Indonesia yang saat ini memiliki nilai pasar
sebesar US$9 miliar, dengan segmen generik berkontribusi sebesar 66 persen.
Pertumbuhan industri farmasi diperkirakan sebesar 13 persen antara 2O2O
hingga 2024, sehingga pada tahun 2024 nilai pasar industri farmasi Indonesia
diperkirakan mencapai US$16 miliar. Selama pandemi COVID-19, manufaktur
farmasi Indonesia juga memperlihatkan kapasitas yang besar untuk memenuhi
permintaan dan potensi pengembangan di beberapa bidang lainnya seperti
vaksin, vitamin, dan suplemen. Ke depan, pengembangan lebih lanjut dari
segmen generik, biosimilar, biol.ogics dan pengemasan farmasi di Indonesia,
termasuk Ibu Kota Nusantara, mempertimbangkan tren sebagai berikut:

e

f
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API Generik

Pada segmen obat paten, saat ini industri lokal masih didominasi oleh
produsen obat generik dibandingkan inovator yang membuat obat paten.
Kondisi ini merupakan akibat dari terbatasnya anggaran litbang di industri
lokal, kekurangan peneliti, keraguan mengenai perlindungan penerapan
hak paten, serta rendahnya daya beli masyarakat lokal. Faktor Iain
yang mempengaruhi adalah bahwa sekitar 92 persen obat esensial yang
ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah obat
generik, sedangkan untuk obat paten hanya 2,5 persen. Pada segmen obat
generik, hampir 95 persen bahan API clan bahan perantara masih diimpor
dengan harga yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar,

Ibu Kota Nusantara memiliki peluang untuk mengembangkan pusat
industri farmasi terintegrasi yang dapat dimulai dengan menyediakan
bahan baku untuk segmen API generik di tahap peri.ama dalam
pengembangan klaster farmasi terintegrasi. Terdapat empat alasan yang
memperkuat pehrang tersebut. Pertama, Indonesia dan Ibu Kota Nusantara
pcrlu mengambil peluang dari disrupsi rantai nilai dan pasok global yarlg
disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan dilakukannya
diversihkasi pasokan secara global. Kedua, perubahan regulasi di Indonesia
yang mengharuskan lebih banyak produksi API domestik. Ketiga, industri
obat generik API relatif lebih sederhana dibandingkan biologics/biosimilar
sehingga bisa menjadi platform awal yang baik bagi Indonesia untul<
bermain di produksi API. Keempat, produksi API di Ibu Kota Nusantara
dapat memperoleh manfaat dari kedekatan dengan lokasi sektor petrokimia
yang akan membantu kesuksesan integrasi vertikal para pemain industri
farmasi generik mengingat manfaat yang ditimbulkan dari efisiensi biaya.

Berdasarkan empat alasan tersebut, pengembangan produk API yang dapat
clijalankan pelaku industri farmasi di Indonesia, termasuk di Ibu Kota
Nusantara, melalui dua alternatif model bisnis. Pertama, pelaku industri
farmasi lokal dapat terjun ke produksi API sebagai Lrisnis inti untuk
memasok perusahaan farmasi domestik dan pasar ekspor. Pengembangan
bisnis inti di produksi API dapat dimulai dengan tanpa formula serta
berfokus pada penghematan biaya, dan diarahkan untuk mengembangkan
keunggulan biaya dan operasional terbaik di kelasnya di dua sampai
tiga produk bervolume besar, untuk kemudian memperluas pangsa
pasarnya berciasarkan keunggulan harga. Model bisnis yang kedua yaitu
memfasilitasi pemairr formula beralih ke hulu agar terintegrasi ke produksi
API dan mengganti volume API yang selama ini diimpor. Dalam model bisnis
kedua ini, bisnis inti perusahaan teterp manufaktur formula, namun
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perLrsahaan dapat membentuk unit terpisah untuk memproduksi API dan
mengurangi impor bahan baku utama, serta berpotensi menyasar pasar
ckspor untuk menjual API yang diproduksi. Kedua pilihan model bisnis
tersebut dapat melibatkan kerja sama dengan perusahaan investor global
dari sisi transfer teknologi.

b. Biosimilar

Produk farmasi kedua yang dapat dikembangkan klaster farmasi di Ibu
Kota Nusantara pada tahap pertama yaitu biosimilar atau obat biologis.
Biosimilar diproduksi dari penggabungan protein, hormon dan antibodi
yang berasal dari sel-sel hidup melalui suatu proses rekayasa genetika.
Produksi biosimiar dapat didasarkan pada obat biologis yang sudah ada
atau obat biologis yang sudah habis masa patennya, namun dengan
karakteristik yang tidak identik. Tren penggunaan biosimilar daiam
beberapa tahun terakhir meningkat karena biosimilar diyakini lebih sesuai
dengan proses metabolisme tubuh sehingga lebih cocok untuk mengobati
penyakit degeneratif.

Produksi biosimilar, diperkirakan tumbuh sebesar 10 persen hingga 15
persen di lndonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh (l) banyaknya
perusahaan global yang menyasar negara berkembang dengan kebutuhan
yang belum terpenuhi karena rendahnya tingkat pengobatan secara biologis
(biologic: treatmentl; (2) tren pola kesehatan yang mengarah ke kondisi
peningkatan kasus penyakit degeneratif kronis yang lebih ideal untuk
ditangani dengan biosimilar (seperti diabetes, kanker, auto-i.mmune, darr
sebagainya); dan (3) kebutuhan akan pengadaan dan manufaktur donrestik
untuk obat bernilai tinggi yang membantu pembangunan pusat biosimilar
yang berbiaya rendah.

Jika dilihat dari prosesnya, manufaktur biosimilar merupakan proses
kompleks, unik, dan menarrtang sehingga memerlukan biaya modal
atau cclpex besar dan dukungan transfer keilmuan dari berbagai mitra.
Namun jika dibandingkan dengan produk molekul kecil, biosimilar yang
merupakan molekul besar memiliki margin kotor lebih tinggi, durasi
transfer teknologi yang lebih lama, serta kompleksitas yang lebih unik
mengingat bahwa bahan utamanya berupa kultur sel hidup dari
mikroorganisme, turnbuhan, dan hewan.

Potensi biosimilar di Indonesia dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu
microbial (berbasis bakteri), mammalian (berbasis hewan mamalia), serta
vaksin dan bentuk baru. Berdasarkan teknologinya, biosimilar dibagi ke
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dalam fill finish (FF) dan API atau drug substance (DS). Biosimilar yang
dikembangkan di Ibu Kota Nusantara dapat difokuskan adalah produk
microbial FF bervolume tinggi untuk menyasar masalah kesehatan
masyarakat yang paling utama, yaitu diabetes. Untuk microbial API atau
DS, saat ini kapabilitasnya t.elah tersedia dan prosesnya relatif tidak
kompleks. Kategori ini juga memberikan fondasi yang baik untuk
pengembangan ke depan. Pada produk mammalian FF, Ibu Kota Nusantara
bisa berfokus pada antibodi biosimilar hemat biaya, yang menyasar
penyakit kronis utama di Indonesia dan di negara-negara lain. Untuk
mammalian API atau DS dapat diperluas ke produksi API untuk antibodi
biosimilar yang membantu mengembangkan proses dan teknologi utama
yang ke depan dapat dikembangkan dalam sinergi dengan produksi vaksin.
Mengingat bahwa Indonesia telah memproduksi microbia-l biosimilar, Ibu
Kota Nusantara perlu memperluas produksinya ke produk microbial
baru bervolume besar untuk memenuhi kebutuhan domestik serta
meningkatkan kurva kapabilitasnya untuk mengkaji manufaktur biosimilar
antibodi, termasuk produksi API atau senyawa obat untuk keperluan
yang sama.

Dilihat dari sisi kebrjakan industri farmasi, Indonesia memiliki posisi yarrg
relatif lebih baik dibandingkan negara lainnya. Indonesia telah memiliki
jalur pengembangan farmasi yang jelas dan memiliki data uji.yang diterima
dari negara lain. Namun Indonesia perlu memperbaiki kondisi di sisi
pendorong permintaan, karena saat ini sedikit atau hampir tidak ada
penggantian (reimbursementl BPJS untuk produk biologics dari biosimilar
dan pengadaan yang dilakukan melalui penyedia swasta.

Biologics atau Vaksin

Produk biologics dan vaksin akan dikembangkan pada fase dua di klaster
farmasi melalui sinergi dengan manufaktur biosimilar untuk produksi
antibodi agar meningkatkan kurva kapabilitas dari biosimilar ke vaksin
viral dan vaksin berbasis protein (termasuk untuk COVID-I9). Peluang
peningkatan kapasitas ini dimungkinkan dengan tambahan juga yaitu
untuk memanfaatkan pengetahuan dan kapabilitas good manufacdtring
practices (GMP) yang sudah ada di BUMN produsen vaksin, yaitu
Bio Farma.

(.
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Berdasarkan bahan dasarnya, vaksin dibedakan clari vaksin berbasis
viral, vaksin berbasis protein, serta vaksin berbasis ibonucleic
acid/ deoxyribonucleic acid (RNA/DNA). Sa.ma seperti biosmiljar, teknologi
produksi vaksin dibagi berdasarkan FF dan API atau DS.

Saat ini Indonesia telah mampu memproduksi vaksin berbasis viral darr
protein. Berdasarkan teknologinya, proses hilir FF untuk biosimilar hampir
tidak berbeda untuk vaksin. Perluasan produksi vaksin domestik dapat
difokuskan terlebih dahuiu pada FF, sedangkan kerja sama dengan mitra
strategis dilakukan untuk pengadaan API untuk vaksin viral, protein atau
vaksin RNA/DNA yang lebih mutakhir.

Pengembangan manufaktur biosimilar, khususnya antibodi mammalians
dengan teknologi API atau DS akan memberi manfaat dalann produksi API
vaksin baik berbasis viral maupun protein. Namun untuk va.ksin berbasis
RNA/DNA, saat ini sangat sedikit sinergi antara biosimilar dan vaksin
berbasis RNA/DNA yang lebih mutakhir. Pengembangannya di Ibu Kota
Nusantara dapat dilaksanakan melalui kemitraarr dengan produsen vaksin
kelas regional dari China, Korea Selatan, dan Jepang. Indonesia juga
dapat memanfaatkan kapabilitas manufaktur vaksin yang ada untrrk
mengembangkan aduanced uaccine manufacturing secara domestik di masa
depan.

Pengemasan Produk Farnrasi

Pertumbuhan biosimilar dan vaksin juga akan mendorong permintaan hilir
seperti pengemasan primer. Pengemasan biasanya dialihdayakan oleh
produsen farmasi ke pihak ketiga. Produsen kemasan farmasi lokal telah
ada, namun terdapat peluang ekspansi karena pasar domestik dan ekspor
terus tumbuh.

Manufaktur kemasan farmasi saat ini banyak terpusat di hrlau Jawa,
namun dengan proyeksi pertumbuhan pasar farmasi, terdapat peluang
untuk memperluas manufakturnya di Provinsi Kalimantan Timur atau Ibu
Kota Nusantara. Terdapat dua kategori kemasan farmasi ytlrLg dapat
difokuskan untuk diproduksi di Ibu Kota Nusantara, yaitu kemasan primer
standar seperti botol vial, ampul, sachet, dan sebagainya, serta kemasan
sekunder standar seperti kotak atau karton dan baki injeksi.

Secara umum terdapat delapan faktor pendorong kesuksesan
pengembangan klaster farmasi di lbu Kot.a Negara, yaitu:
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1" Pen]rusunan rencana pengembangan klaster, yang anrara lain
mencakup visi dan peta jalan untuk prioritas klaster farmasi per
segmen produk, termasuk kandidat mitra kerja sama, serta identifikasi
dan penyelarasan pihak-pihak pentir:g dari industn dan pemerintah
(BUMN petrokimia, BUMN sektor kimia, pelopor farmasi lokal, pusat
bioteknologi, badan regulasi, dan sebagainya),

2" Pen5rusunan kerangka regulasi, misalnya terkait keringanan reg.rlasi
terkait investasi asing di sektor farmasi (misalnya persyaratan konten
Iokal dalam suatu produk), kejelasan regulasi mengenai jalur
biosimilar untuk disetujui dan panduan penggunaannya termasuk
regulasi yang mengatur kontrol dampak lingkungan untuk produksi
farmasi kimia, panduan konsisten terkait uji klinis dan prosedur
lainnya serta penyediaan untuk membangun kawasar manufaktur
farmasi di Ibu Kota Negara.

3. Pembangr-lnan infrastruktur, misalnya infrastruktur industri
manufaktur kelas dunia termasuk fasilitas pergudangan logrstik dan
transportasi rantai dingin laboratorium sertifikasi, akses ke terminal
ekspor', fasilitas pengelolaan limbah beracun, serta konektivitas
udara /j alan ray a I laut"

4. Pengemhangan rantai nilai, misalnya sektor kimia halus
lrtne ch.emicalsl dan kimia khusus (specialty chemicals) yang
dikembangkan dengan baik dan berdekatan untuk kebutuhan
produksi API generik, lokasi yang dekat dengan industri petrokimia
hulu yang akan membantu mengefektifkan biaya, dan lokasi dekat
dengan produsen kemasan untuk keterhubungan hilir yang lebih baik,
serta kemampuan trntuk memanfaatkan kapabilitas yang telah ada
saat ini melalui Bio Farma (BUMN).

5. Penyediaan dukungan, seperti kerja sama dengan institusi litbang
terkemuka (yang ada di perusahaan farmasi asing/lokal atau
sebaliknya) untuk menunjang inovasi yang berkesinambungan,
penguatan pendidikan berbasis sains, serta dukungan tasilitas
sertifikasi dan pengujian bersama.

6. Fasilitasi pengembangan permintaan, contohnya kebutuhan API
generik yang cuktrp untuk domestik dan ekspor regional agar
perusahaan farmasi ciapat meraih manfaat biaya dibandingkan impor,
permintaan produk biosimilar/vaksin tertentu yang cukup di wilayah
Asia Tenggara agar perusahaan farmasi dapat mencapai skala yang
dibutuhkan untuk efektivitas biaya, serta potensi peluang baru dalam
htofarmaka atau herbal.
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Penyediaan dan pengembangan talenta, yaitu kapabilitas kuat dalam
manufaktur mutakhir dan unggul, rekayasa proses serta kendali
mutu, keahlian sains mengenai alat-alat kimiawi dan proses biologis
yang kompleks, serta posisi penting seperti teknisi manufaktur, quality
control engineers, dan clemists.

f)ukungan bagi pencapaian target klaster, yang ditandai dengan
tercapainya sejumlah indikator kinerja utama seperti berkurangnya
impor API generik dari 90 persen menjadi 60 persen dalam 3 tahun
melalui produksi lokal dengan masuknya perusahaan selaku contract
deuelopment and manufacfitring organization (CDMO) API, mendorong
produksi mammalia.n biosimilar atau antibodi untuk tiga kondisi
kronis tertinggi di Indonesia (diabetes, onkologi, dan sebagainya), serta
membangun unit litbang lokal bersama perusahaan farrnasi
regional/ global untuk pengembangan vaksin mutakhir.

3.2.2.4 Klaster lndustri Berbasis Pertanian Berkelanjutan

Secara qmum, Ibu Kota Nusantara akan mengalokasikan sekitar 10 persen
lahan dari kawasannya seluas 256.142,72 hektare untuk produksi pangan agar
dapat mencapai KPI Ibu Kota Nusantara. Guna mendorong pertumbuhan
ekonomi, Ibu Kota Nusantara juga akan mendatangkan bahan makanan dari
wilayah-wilayah lain di Indonesia sesuai dengan visi Superhub Ibu Kota
Nusantara yaitu membuka peluang dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan
timur Indonesia melalui kesempatan untuk mengirim pasokan ke Ibu Kota
Nusantara.

Pada saat yang sama, pengembangan Superfutb juga digerakkan dengan
pengembangan pusat produksi dan inovasi makanan nabati, serta
p"ng"r, beikelanlutan dan tangguh di masa depan untuk mendukung
Lesehatan/kebugaran. Hal ini didliari pada aspirasi untuk beralih fokus dari
komoditas pertanian biasa ke proses manufaktur yang memiliki nilai tambah,
dengan memanfaatkan tren pasar mengenai kesehatan dan keberlanjutan, serta
keanekaragaman hayati alami di wilayah Kalimantan Timur. Komoditas yang
akan diperkuat dan sebagian ditingkatkan nilai tambahnya antara lain padi,
sawit, akuakultur, serta berbagai tanaman untuk diolah menjadi ekstrak
tumbuhan, protein alternatif, produk herbal, serta nutrisi dan nutraceuticaL

a. Industri pertanian berkelanjutan: Padi, Sawrt, dan Akuakultur

l)alam rantai nilai komoditas padi, terdapar, input, produksi, perdagangan,
pengolahan, Iogistik dan distribrrsi, serta pemasaran. Dari keenam bagian
[.."ibrt, terdapat tiga fokus prioritas rantai nilai padi yang dapat
dikembangkan dan diperkuat, Yai lu:

7

8
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Input berupa sewa tanah, produksi dan pembelian benih, pupuk,
bahan kimia (benih bersubsidi, ketersediaan pupuk bersubsidi) serta
benih. Tantangan dalam rantai nilai ini adalah terbatasnya benih
berkualitas dengan volume dan kualitas produksi tinggi. Selain itu,
90 persen petani swadaya hanya mengelola lahan kurang dari
t hektar. Kemitraan dapat dilakukan untuk membuka peluang inovasi
guna menghasilkan bibit dengan kualitas lebih baik.

Produksi yang mencakup aspek-aspek yang menunjang proses
produksi seperti penyewaan mesin, pembayaran irigasi, penyemaian,
pembibitan, proses panen padi, dan padi kering yang dijual dengan
harga lebih tinggi. Peningkatan penerapan standar produksi padi
berkelanjutan (pupuk organik, dan lain-lain) diharapkan dapat
meningkatkan nilai tambah output.

Pemasaran yang mencakup penjualan eceran ke pelanggan akhir yang
dapat dilakukan dengan cara memperkuat nilai tambah melalui
merek beras Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan identitas
keterlacakannya"

Pada komoditas sawit, terdapat lima pengungkit yang dapat meningkatkan
produktivitas dan nilai tambahnya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas bibit tanam melalui penelitian dan
pengembangan yang menghasilkan bibit dengan panen lebih tinggi.

2. Meningkatkan kualitas proses pemupukan, terutama oleh petani
swadaya yang masih kurang memanfaatkan pupuk, melalui promosi
praktik pemupukan terbaik, penggantian pupuk mineral dengan
pupuk organik, penerapan pertanian presisi, serta penyediaan skema
pembiayaan yang tepat.

3, Memastikan kecukupan sistern irigasi, mengingat curah htqan di
bawah 2.000mm/tahun atau tidak merata, termasuk salah satunya
melalui dipping systemdi wilayah-wilayah yang membutuhkan irigasi.

4. Mempercepat tingkat repianting dengan cara pemerintah
mengalokasikan anggaran atau memberikan subsidi kredit bagi para
petan i untuk melaJ<uka n replanting.

5. Meningkatkan efisiensi pabrik melalui pengolahan kembali gas buang
panas dari ketel, penggunaan alat sterilisasi tingkat lanjut,
pemanfaatan Palm oil Mitl Lffluent (POME) untuk pembangkit energi,
serta penggunaan lumpur hasil pengolahan POME secara anaerobik
sebagai pupuk.

2

3
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Pengembangan perikanan berkelanjutan selaras dengan perubahan dan
preferensi pangan dari masyarakat di Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur
dapat merespon tren ini dengan berfokus pada komoditas dengan
pertumbuhan tinggi dari perikanan bucli daya (aquaanlfiire) dan perikanan
tangkap. Bebera.pa komoditas ikan air tawar, pelagis (tongkol, tuna,
kembung, selar, teri, dan lainnya), dan demersal (kakap merah atau
bambangan, peperek, manyung, kurisi, kuniran, bawal, dan lainnya) dapat
menjadi komoditas penting untuk pengembangar sektor perikanan, untuk
memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

Provinsi Ka-limantan Timur dapat meningkatkan perikanan budi dayanya
secara berkelanjutan dengan menerapkan Cara Budi daya Ikan yang Baik
(CBIB) dan beralih dengan teknologi atau metode budi daya yang ramah
lingkungan, seperti penerapan Recirailarting AEtaanltttre System (RAS),
offshore aquaculfiire dan Integrated Multi Tlophic Aquaatlhtre (IMTA).

b. Pengolahan Primer: Ekstrak T\:mbuhan
Pasar ekstrak tumbuhzrn adalah $egmen yang tumbuh cepat. Jenis-jenis
ekstrak tumbuhan seperti ekstrak herbal, rempah, minyak esensial, perasa
dan wewangian dan lain sebagainya digunakan di empat sektor, yaitu
Iitofarmaka, obat herbal dan tradisional, suplemen makanan dan minuman
bernutiisi atau nutraceuticals serta perawatan diri dan kosmetik,
Fitofarmaka adalah obat herbal kelas farrnasi yang telah lulus uji klinis
standar untuk manusia. Suplemen makanan dan minuman hrernutrisi atau
nutraceuticals adalah produk suplemen yang mengandung ekstrak
tumbuhan, memiliki khasiat untuk meningkatkan kesehatan, mencegah
penyakit atau sebagai pengobatan.

Sebagai bagian dari ekosistem Superhub lbu Kota Nusantara, Provinsi
Kalimantan Timur harus meningkatkan kapabilitas ekstraksi dan
pemrosesan tanaman untuk merespon pasar yang sedang meningkat.
Upaya ini dapat berfokus pada tumbuhan yang rnembutuhkan kesuburan
tanah yang relatif lebih sedikit dan memiliki potensi permintaan yang tinggi.
Terdapat dua peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur untuk memainkan
sektor ekstrak tumbuhan, yaitu dengan berfokus pada penemuan sumber
ekstrak baru dan mengembangkan tumhuhan bernilai tinggi dan bersifat
khas atau endemik Kalimantan. Dari sisi budi daya ekstrak tanaman
bernilai tinggi, pengembangan spesies seperti kayu putih,
kenanga, rumpr:t laut atau alga, kayu gaharu, serta meranti merah
peluang keunggulan R.rlau Kalimantan. Provinsi Kalimantan
juga dapat memperluas btrdi daya tumbuhan endemi gaharu dan meranti,

SK No 140938 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

serta spesies tumbuhan lainnya di Pulau Kalimantan yang tidak ditemukan
di lokasi lain.

Melihat rantai nilai ekstraksi tumbtrhan, terdapat tiga aktor yang
memainkan peran penting, yaitu petani, perusahaan ekstraksi, dan
perkebunan. Petani kecil menjadi aktor penting, terutama di Indonesia,
karena petani tersebut mengontrol sebagian besar pasokan ekstrak
tumbuhan. Petani biasanya menggabungkan beberapa komoditas tanaman
semusim dengan tanaman primer/sekunder untuk rneningkatkan
pendapatan. Perusahaan ekstraksi dapat bekerja secara langsung dengan
jaringan petani swadaya untuk menjual benih, memberikan pelatihan,
dukungan finansial secara menyeluruh, dan akses pasar. Pembangunan
perkebunan dalam skala besar untuk tanaman tertentu juga dapat
dieksplorasi untuk meningkatkan pengusahaan ekstrasi yang memenuhi
skala keekonomian yang layak. Namun, terdapat tiga keterbatasan yang
menjadi tantangan untuk merealisasikan potensi di sektor ekstraksi
tumbuhan di Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya adalah:

1" Skala produksi. Saat ini, produksi bahan mentah terfragmentasi di
antara petani kecil. Intervensi untuk meningkatkan produktivitas
masih sangat sedikit. Selain itu, hanya sedikit perusahaal yang
bekerja sama dengan petani untuk menerapkan praktik panen atau
pasca-panen yang baik sehingga kualitas panen tidak konsisten.

2. Riset dan teknologi. Peralihan ke teknik ekstraksi alami seperti
ekstraksi COz masih sedikit di Indonesia. Ketersediaan instansi litbang
lokal, selain pemain industri besar, yang mengkaji kemanjuran
rarnuan tradisional selain pemain industri besar masih sedikit. Hasil
penelitian, hilirisasi, dan pemanfaatan produk litbang terkait obat-
obatan herbal belum optimal.

3. Standar dan sertifikasi. Saat ini sangat sedikit sertifikasi organik
dan/atau tindakan untuk menerapkan keterlacakan (traceability\,
yang menrpakan prasyarat prioritas tinggi untuk sebagian besar pasar
ekspor yang menginginkan transparansi produk yang mereka
gunakan.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan menjadi kunci bagi perusahaan lokal,
perusahaan global, serta asosiasi industri dan pemerintah yang memiliki
peran penting dalam menyukseskan pengembangan klaster ini. Kemitraan
antara perusahaan ekstraksi asing dan lokal perlu didorong, sehingga akan
membuka investasi penelitian dan pengembangan yang akan mendukung
transfer kapabilrtas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di masa depan.

SK No 140939 A



FRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A

-6r-

Pcngembangan rantai pasok inCustri ekstraksi tanarnan di Provinsi
Kalimantan Timur direncanakan dapat:
1. meningkatkan mata pencaharian bagi petani swadaya lokal dan

komunitas pertanian yang lebih luas dengan kepastian pembelian
untuk produk yang bernilai tinggi;

2. memanfaatkan kekayaan dan keunikan, serta keanekaragaman hayati
di wilayah Kalimantan Timur serta membuka peluang komersialisasi
baru, terutama untuk tumbuhan endemik;

3. memanfaatkan kearifan lokal dan pengetahuan pengobatan tradisionai
terkait kesehatan dan kebugaran untuk pengernbangan produk
baru; dan

4. meningkatkan penciptaan kontribusi UKM dan pemain lokal melalui
kemitraan strategis dengan pemsahaan global temtama dalam hal
transfer keterampilan dan teknologi.

Berdasarkan potensi dan tantangarr pengembangan rantai pasok industri
ekstraksi tanaman, terdapat delapan prasyarat unttrk pengembangan
industri ekstraksi tumbuhan di Ibu Kota Nusantara yaitu sebagai berikut:
L. Pengembangan rencana pengembangan klaster ekstrak tanaman, yang

antara lain mencakup strategi dan peta jalan pengembanBan sektor,
tanaman yang cocok untuk tanah dan iklim Kalimantan Tirnur, serta
idenLifikasi konsumen dan segmcn aplikasi hilir.

2. Pengembangan kerangka regulasi, yarlg antara lain memberi koridor
pengaturan terkait standardisasi dan pedoman cara produksi dan
penanganan pascapanen yang baik sesuai komoditas yang berbeda,
serta panduan mengenai ketelusuran dan keberlanjutan.

3. Peningkatan dukungan infrastruktur, yaitu infrastruktur aksesibilitas
untuk akses baha-n baku dan pasar, serta infrastruktur dasar seperti
listrik dan air bersih.

4. Pengembangan rantai nilai/pasok. Sebagai contoh, pengembangan
food estate di Provinsi Kalimantan Tengah akan meningkatkan (i) basis
pemasok untuk sumber bahan baku, (ii) fasilitasi petani swadaya di
Provinsi Kalimantan Timur untuk menanam tanaman bernilai tambah
tinggi, (iii) akses ke tenaga kerja pertanian yang memadai, serta
(iv) kedekatan antara pabrik dengan pasokan bahan baku (.:kstraksi
tanaman hanya membutuhkan 1 sampai 2 persen dari berat produk
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sehingga harus dekat dengan sumber
transportasi bahan baku).

guna mengurangi biaya

Penyediaan dukungan ekosistem, seperti (i) rehabilitasi lahan
tambang/regenerasi/perhutanan sosial, (ii) dukungan swasta untuk
pelatihan praktik budi daya, panen dan pascapanen bag, petani,
(iii) fasilitasi kemitraan petani dan industri, (iv) fasilitasi kJrja sama
investasi swasta atau publik untuk penelitian dan inovaii, serta
(v) fasilitasi penelitian terkait ekstrak tanaman baru,
Fasilitasi permintaarr di da-lam ncgeri untuk mendukung industri
tetap produktif' karena se tiap industri ekstraksi biasanya
beroperasi di beberapa portofolio produk dan tidak hanya I atau
2 ekstrak, biasan-ya sekitar 10 sampai I0o tergantung ukura.nnya.
Fasilitasi permintaan dapat disinergikan dengan pengembangan
pariwisata kebugaran.

7. Penf iapan talenta yang sesuai dengan teknologi ekstraksi dan kendali
mutu yang tinggr.

8. Fasilitasi investasi melalui peningkatan (i) investasi dengan pelibatan
pemain ekstrak global yang sudah ada di Indonesia untuk ekspansi ke
Provinsi Kalimantan Timur; (ii) kemitraan antara perusahaan
terkemuka dan UKM lokal; (iii) inovasi, peneiitian, dan pengembangan;
serta (iv) tata kelola antar-asosiasi industri.

Protein Berbasis Nabati atau Daging Alternatif
Industri makanan dan minuman Indonesia berkontribusi 6 persen terhadap
PDB keseluruhan dan 31 persen dari PDB industri di tahun 2Ol9.lndustri
makanan dan minuman didominasi oleh pemain yang berbasis di Jawa,
sehingga peluang untuk mengembangkan industri makanan tradisional di
Provinsi Kalimantan Timur atau Ibu Kota Nusantara terbatas.
Pengembangan industri makanan dan minuman di Provinsi Kalimantan
Timur dan di Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan berdasarkan ceruk
pasa.r yang masih terbuka sesuai dengan empat megatren peralihan
preferensi terhadap pangan di dunia, di antaranya:
1. Makanan sebagai obat pencegahan. Konsumen beralih ke makanan

sehat/*bersih" tanpa aditif buatan di tengah meningkatnya masalah
konsumen terkait kesehatan dan keberlanjutan, serta pertumbuhan di
sub-tren permintaan khusus, mrsalnya, makanan super, organik,
nutrisi kebugaran, dan vegan.

2. Peralihan ke pangan "bernjlai tambah". Pangsa makanan olahan
(kemasan) tumbuh secara global sejalan dengan tren kesehatan.

6
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Konsumen juga beralih ke produk pokok (tcpung, roti) j,ang
diformulasi ulang dengan menambahkan lebih banyak bahan bergizi
(misalnya tepung kaya protein seperti tepung kacang) serta. minuman
bernrrtrisi yang diperkaya (pre- dan pro-biotlk, bahan anti-penuaarr,
dan mrnrlman fortifikasi cannabicliol atau CBD).

Produk pangan inovatif, misalnya berbahan baku alga dan protein
nabati. Tren ini didorong oleh menirrqkatnya kebutuhan akan sumber
protein non-daging (mrsalnya berbasis jamur dan kedelai). protein
alternatif telah mengalami tingkat pertumbuhan vang kuat.
Fokus publik terhadap keberJanjutan, asal, dan keamanan pangan.
Terjadi peningkatan permintaan untuk procuk ber-kelanjLltan,
keterlacakan yang jelas, serta sertifikasinya di seluruh rantai pasok,
didr,'rong oleh preferensi konsrrrnen. Ditambah iagi, konsumerr
semakin mengetahui jenis dan asal bahan dan bersedia membayar
lebih mahal untuk produk bersertifikat.

Berdasarkan keempat tren tersebut, protein alternatif menjadi segmen yang
sangat. menarik dan mendapat manfaat besar setelah segmen irutrisi atau
nrfiraeuticals dan segmen herbal dan tradisional. Ibu Kota Nusantara
dapat memanfaatkan peluang pengembangan pusat produksi makanan
nabati dan berkelanjutan untuk kategori kesehatan atau kebugaran,
dengan potensi untuk mendorong lebih banyak inovasi ke depan. Terdapat
tiga jenis protein alternatif yang dapat clitemukan saat ini, di antaranya
adalah protein berLrasis nabati, protein berbasis mikroorganisme, dan
protein lainnya yang berasal dari serangga dan budi daya. Pasar kedelai
berbasis nabati merupakan sumber protein alternatif yang paling matang
dan telah dikomersialisasikan sejauh ini.

Pasar protein alternatif nabati memiliki beberapa segmen aplikasi makanan
hilir. Indonesia sudah memiliki contoh yang diakui global yaitu tempe,
selain tahu yang diproduksi di beberapa negara lainnya. Salah satu produk
yang bernilai tambah lebih tinggi adalah daging alternatif yang berkembang
pesat meskipun pangsanya yang kecil. Basis pelanggannya semakin
terkonsolidasi dan membutuhkan produk berkualitas premium, Secara
global, pasar daging alternatif diperkirakarr akan tumbuh setidaknya dua
kali lipat menjadi US$32 miliar di tahun 2030 dengan keuntungan yang
signifikan. Kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan mengalami peningkatan
produksi daging alternatif nabati. Hal ini menjadi peluang bagi Ibu Kota
Nusantara untuk menarik dan bermitra dengan perusahaan terkemuka di

SK No 140942 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64-

bidang ini unt-uk rnembangun basis rnanufaktur dan inovasi untuk
kawasan Asia Tenggara di Ibu Kota Nusantara.

Dalam konteks ini, Ibu Kota Nusantara dapat mernainkan dua peran
penting, yaitu bekerja sama dengan pemain hulu untuk inovasi protein
baru, atau menarik pemain hilir untuk memproduksi protein nabati secara
lokal untuk memenuhi pasar domestik. Kemitraan dengan pemasok bahan
protein hulu diarahkan untuk meneliti dan mengernbangkan sumber
protein baru dan lokal guna menyiapkan pasokan berskala besar urrtuk
kebutuhan domestik dan ekspor. Upaya-upaya yang dapat dilakukan
antara lain dengan:

1. melakukan spesialisasi pada sumber tanaman baru yang dapat
ditanam da-lam skala besar di Indonesia (misalnya kacang hijau,
favai kara, rumput laut, biji-bijian asli lainnya);

2. membuat bentuk daging alternatif baru yang lebih cocok dibandingkan
daging babi atau sapi (misalnya telur, ayarn, ikan) unttrk memenuhi
preferensi konsumen di wilayah yang beragam; dan

3. menyediakan pasokan bagi ekosistem hilir secara kompetitif dengan
sumber bahan baku lokal"

Beberapa persyaratan untuk mengembangkan industri protein nabati di
Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut:
1. pengembangan rencana pengembangan klaster, yang antara lain

mencakup peta jalan pengembangErn produk, daftar calon mitra untuk
inovasi atau kemitraan litbang, daftar sumber protein alternatif yang
layak untuk pertumbuhan pasokan berskala besar di Inclonesia, serta
pemahaman mengenai preferensi dan tren permintaan domestik di
sektor daging alternatif;

2. pengembangan kerangka regulasi, misalnya peraturan yang berkaitan
dengan persetujuan untuk produk atau bahan baru (khususrrya
daging alternatif), kemudahan perdagangan untuk impor bahan
protein dan ekspor barang jadi, zona perdagangan yang mapan dan
pe{aniian di dalam wilayah untuk memudahkan arus masuk keluar
barang, serta kemudahan lainnya;

3. peningkatan dukungan infrastnrktur, seperti akses Iogistik atau
pelabuhan dan korrektivitas umum untuk al-ls impor atau ekspor,
saluran ritel dan infrastruktur distribusi untuk rantai pasok di seluruh
Indonesia, serta infrastruktur rantai pasokan berstandar pangan dan
aman;
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4' pengembangan rantai nilai/pasok, seperti kemudahan mendapatkan
bahan merrtah dari pemasok (dalam negeri atau negara tetangga),
bentuk protein lokal yang inovatif yang dapat dikomersialkarr dalam
skala besar, akses ke bahan lain selain dari isolat protein seperti pati,
lemak, minyak, perasa, serta pembentukan kanal ritel baru;

5. dukungan kemitraan, misalnya pe merintah mendukung dan
mendanai kerja sa-Ina penelitian tentang sumber protein ba.ru yang
dapat ditanam dalam skala lokal, atau kernitraan strategis dengan
pemain komodita s Joka_l;

6. fasilitasr pengenrbangan permintaan antara lain melalui
pengembangan kecukupan kebutuhan pasar lokal untuk daging
alternatif, baik dalam jasa katering maupun langsung ke seElmen
konsumen, pemanfaatan tradisi tahu atau tempe dan peningkatan
kebutuhan pasca COVID-19 guna mengakses pasar ekspor di wilayah
Asia'l'enggara, serta kemampuan untuk berinovasi dan komersialisasi
terhadap preferensi dan selera konsumen;

7. penyiapan talenta terkait teknologi pangan, pengolahan pangan, serta
agroekonomi atau komoditas; dan

8. fasilitasi investasi antara lain melalui fasilitasi investasi dari pemain
publik dan swasta untuk berinovasi dalam produk protein baru,
komitmen investasi dari perusahaan global untuk merambah sumber
baru, serta minat pemain hilir untuk membangun basis peng<llahan di
Ibu Kota Nusantara.

Herbal/Nutnsi

Sektor ini memiliki banyak peluang untuk menghasilkan produk nutrisi
baru untuk memenuhi permintaan kesehatan/kebugaran domestik yang
terus meningkat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. produk dalam negeri secara historis memiliki harga yang iebih rendah,

namun masih sedikit inovasi, sehingga peluang diversifikasi masih
cukup besar;

2. peningkatan permintaan untuk rnerek kesehatan internasional dengan
harga lebih tinggi karena daya beli dan kesadaran kesehatan yang
meningkat;

3. pemain trtama di sektor ini menambah peluncuran produk baru dan
inovatif guna memenuhi permintaan yarlg terus meningkat dan
berkembang; dan
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Ibu Kota Nusantara dapat menawarkan basis yang menarik untuk
inovasi dan produksi produk nutrisi baru, dengan memanfaatkan
kedekatannya dengan klaster farmasi untuk obat-obatan, suplemen
kesehatan dan ekstrak tumbuhan untuk nutrisi nabati, serta klaster
pariwisata kebugaran.

Peluang Ibu Kota Nusantara lebih besar untuk memperkenalkan lebih
banyak produk nutrisi baru ke Indonesia, contohnya dapat mencakup
segmen (bebas gluten/bebas strsu/bebas gula), makanan ringan nabati,
makanan siap saji organik, dan sebagainya. Upaya ini ditopang oleh klaster
industri pertanian berkelanjutan dan klaster farmasi, klaster pariwisata
kebugaran, serta didukung sinergi dengan klaster pemampu seperti klaster
digital dan pendidikan"

3.2.2.5 Klaster Ekowisata dan Wisata Kebugaran yang Inklusif

Pengembangan ekowisata di Ibu Kota Nusantara berpusat di sekitar lingkungan
alam dan/atau budaya tradisional cli kawasan alami, yang mendidik dan
meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat tentang konservasi atau
pemeliharaan lingkungan. Ekowisata bertujuan untuk meminimalkan dampak
negatif terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Pengembangannya
diharapka:i membuka lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat
setempat. Beberapa jenis ekowisata ]'ang dapat dikembangkan berdasarkan
bentuk kegiatannva, di antaranya adalah:

a. ekowisata alam dan margasatwa, misalnya taman nasional. tamasya flora
dan fauna, melihat satwa liar, melihat orang utan dan bekantan, safari
mengamati burung, dan lain sebagainya.

b. ekowisata pesisir atau laut, misalnya destinasi pesisir pantai, suaka
kehidupan laut, mengamati paus, menyelam dan snorkeling, dan lain
sebagainya.

c. wisata kesehatan, misalnya pengobatan asli Indonesia;

d. ekowisata petualangan/olahraga. misalnya pendakran gunung, trekking
gunung berapi, arung jerarn, panjat tebing, bersepeda, dan iain sebagainya.

e. ekowisata budaya/masyarakat, misalnya wisata budaya, produk ekonomi
kreatif, penginapan pedesaan imersif, agrowisata, dan lain sebagainya.

f. ekowisata pertanian, rnisalnya kegiatan pertanian organik, retret nutrisi
makanan dan detoksifikasi, dan lain sebagainya; serta

4
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g' ekowisata bekas tambang, misalnya denga:r melihat area bekas galian
tambang dan pengelolaannya menjadi daerah perikanan, rekreasi, dan
pemulihan kembali menjadi lahan yang bisa ditanami.

Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara berpotensi menjadi unik
dibandingkan denga-n destinasi lain di hrdonesia melalui pengembangan
identitas ekowisata berkelanjutan J/ang benar-benar memenuhi semua kriteria.
Terdapat tiga kriteria ekou'isata berkelanjutan yaitu:
a. ekologi, yang mencakup pendanaan konservasi, peningkatan kesadaran

terhadap lingkungan, dan penguatan ketahanan ekologi dalam jangka
panjang;

b. sosial budaya, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dan
UKM yang bersifat responsif gender dan inkiusif, serta mempromosikan
pelestarian budaya masyarakat seternpat; da::r

c. ekonomi, yang mencakup pembukaan lapangan kerja dan penguatan mata
pencaharian dan penghasilan masyarakat setempat.

Pr<:posisi nilai yang dapat ditawarkan oleh Provinsi Kalimantan Tiriur dan
Ibu Kota Nusantara adalah ekowisata dan kesehatan yang dapat mencakup
ekowisata massal di kawasan pesisir pantai, ekowisata premium (resolt pantai
dan hutan lindung), ekowisata budaya atau masyarakat, serta ekowisata
kesehatan. Selain itu, sektor ini 3uga akan didukung oleh jenis pariwisata
lainnya seperti wisata flora dan fauna, pariwisata kota/urban, pariwisata
pertemrtan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (meeting, incentiue,
conuention, and. exhibition tourisml, serta pariwisata keseha.tan dan kebugaran.
Berbagai aset wisata dan pengembangarl daya tarik wisata di Ibu Kcta Nusantara
tersebut diharapkan dapat menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu
destinasi ekowiszrta berkelanjutan kelas dunia.

a. Pariwisata Primer

Pariwisata primer di Provinsj Kalirnantan Timur dan Ibu Kota Nusantara
difokuskan pada pengembangan ekowrsata premium kelas dunia yarrg
berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara
memiliki empat potensi pengembangan ekowisata berdasarkan kategori
destinasinya, yaitu (l) mengembangkan destinasi pantai untuk ekowisata
"Sun and Beaclf; (2) rnengembangkan aset ekowisata premium yang
unik dan berbeda di cagar hut-an dan pantai/pulau; (3) rnenyertal<an
aktivitas kebugaran (spa, rvisata kuliner sehat, retret yoga) ke dalam aset
ekowisata tersebut; serta (4i mengembangkan taman hiburan yangbertema
konserwasi alam/ satrva liar.

SK No 140946 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-68-

Pengembangan ekowisata di wilayah pesisir yang terkendati dan seimbang
perlu dilakukan dengan penerapan pedoman yang ketat untuk menjamin
berkeiarrjutan yaitu:

1. menerapkan zonasi pariwisata yang mematuhi aturan terkait daur
ulang limbah dan pembersihan pantai;

2. menerapkan pengolahan lirrrbah dan rencana konsumsi air yang tepat;
3. memungut pajak lingkungan dan berinvestasi dalam

pengawasan/perlindungan terumbu dan laut;
4. memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan warga iokal dan

meiestarikan budaya lokal; dan

5. menerapkan praktik perrangkapa.n ikan yang berkelanjutan dalam
rantai pasok restoran.

Provinsi Kalirnantan Timrrr dan Ibu Kota Nusantara juga memiliki aset alam
yang dapat menjadi fondasi pengembangarl ekowisata premium kelas dunia
yang berkelanjutan jika dilaksanakan bersarna mitra yarrg tepat. Kerja
sarna dengeu: pengembang resort strategis guna membangun destinasi
ekowisata berkelanjutan yang unggul dan ramah lingkungan, yang
mematuhi pedoman yang ditetapkan dapat menjadi pilihan.

Integrasi antara retret ekowisata dengan proposisi kesehatan yang kuat
akan menarik konsumen atau u'isatawan yang mencari ketenangan di
lingkungan alam dan fokus pada kesehatan pribadi. Provinsi Kalimantan
Timur dapat menarik wisatawan kesehatan "sekunder', atau mereka yang
ingin mencarl pengalaman kcsehata-n sebagai bagian dari perialanan
ekowisats yang tidak terpisahkan. Kekayaan budaya kesehatan tradisional
di Indonesja juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ictentitas
pariwisata kesehatan yang unik, seperti jarnu, kerokan, bek.am, luluran,
dan lain sebagainya.

Untuk mengembangkannya, Provinsi Kalimantan Timur dan lbu Kota
Nusantara dapat membangun ekosistem penunjang .yang akan
menciptakan permintaan di seluruh rantai nilai dan mendorong lebih
banyak kewirausahaan dan inovasi kesehatan lokal. Hal ini juga selaras
dengan peta jalan Indonesia untuk mempromosikan perturnbuhan ekonomi
yang lebih inklusif melalui pariwisata kesehatan sebagai percontohan.
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Empat pilar ekosistem penunjang yang diperlukan untuk membangun
model pariwisata kesehatan yang inklusif dan tangguh, yaitu:

informasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang bisnis
inklusif dalam pemerintah, bisnis dan masyarakat, meningkatkan
keterlibatan sektor swasta dan kolaborasi antara pelaku srr-asta-
publik, serta memperkuat pengetahuan lokal tentang warisan
kesehatan;

regulasi, yaitu kebijakan dar peraturan yang kondusif untuk bisnis
inklusif, meningkatkan penegakan dan kepatuhan, serta memberikan
insentif mengikuti peraturan perundang-undangan untuk promosi
bisnis inklusif;
akses ker:angan, yaitu dengan meningkatkan investasi komersia-l
dalam pariwisata kesehatan, mengkaji manfaat investasi di sektor ini,
memarrfaatkan dana pubik / corporate sociol responsibilitg [CSR) yang
ada, serta mengaktifkan keuangan mikro dan pin jaman berbunga
rendah di tingkat mikro dan UKM; serta

kapasitas, yaitu dengan memperkrrat rantai pasokan lokal untuk
produk makanan dan kebugaran, mempererat hubungan antara
pelatihan kejuruan dan kebutuhan pekcrjaan di bidang
kesehatan / kebugaran, dan memobilisasi lebih banyak partisipasi
masyarakat dan mendorong kewrrausahaan.

Selain ekowisa ta lirrgkungan dan ke sehatan / kebugaran, Provinsi
Kalinrantan Timur dan lbu Kota Nusantara juga dapat menawarkan
ekowisata marga satwa clengan mengcmbangkan taman hiburan khas yang
bertema satwa liar guna rnemanfaatkan aset alam yang melekat di kawasan
tersetrut. Wisatawan saat ini semakin mencari wisata konsenasi satu'a liar
yang menawarkan petualangan unik dan otentik yang akan mernbantu
melindungi lingkungan. Untuk menawarkan konsep ekowisata
margasatwa, kerja sama dengan organisasi swasta, operator tur dan/atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pengampu konservasi margasatwa
diperlukan untuk menciptakan dan meiryajikan penga-laman unik
keanekaragaman hayati Kalimantan. Kesuksesan pelaksanaan model
ekowisata yang inklusif dan berkelanjutan juga membutuhkan intervensi
terarah dari sisi kebijakan, produk, dan infrastrukrur, serta dukungan
pendanaan dari lembaga keuangan, pemerintah, maupun dana konservasi.
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Prasyarat untuk mendukung keberhasilan pengembangal ekowisata di Ibu
Kota Nusantara, yaitu:
1. pengembangan rencana pengembangan klaster, yang antara

mencakup peta jalan pengembangan ekowisata yang dipnoritaskan
pada 1-2 lokasi dengan jenis produk yang dapat melayani segmen
massal dan premium, serta daftar calon mitra dan investor;

2. pengembangan kerangka regulasi, yang terkait dengan penetapan zol:a
ekowisata yang jelas, yang drdukurrg insentif finansial m engikuti
peraturan perundang-undangan untuk menarik investasi,
pembebasan tarah dan perizinan yang sesuai dengan ketentuan
perundaagan, serta proses pengajuan lisensi dan perizinan yang
efisien;

3. pengembangan infrastruktur, yaitu infrastruktur konektivita.s dan
dasar yang mendukung lokasi ekowisata prioritas dalam desain yang
sehat secara ekologis, dan dalam jangka panjang mendukung pilihan
tran sportasi dan akomodasi berkelanjutan;

4. pengembangan rantai nilai/pasok dengan membantu transisi bisnis ke
model bisnis yang ramah lingkungan dan inklusif dengan melibatkan
masyarakat lokal melalui kenritraan ptrblik-swasta;

.5. dukungan tata kelola destinasi rnelaiui pembentukan Ladan tata kelola
ekowisata untuk membantu penerapan aturan dan pemantauan
penerapan praktik berkelanjutan yal1g didukllng kolaborasi erat
dengan LSM dan masyarakat sosial;

6. fasilitasr pengembangan permintaan, yaitu dengan meluncurkan
rencana pemasaran dan komunikasi terintegrasi; menjadikan praktik
keberlanjutan menjadi daya tarlk/trademark Kalimantan Timur,
menyediakan insentif mengikuti peraturan perundang-undaugan
untuk operator tur, petugas perjalanan, platform pemesanan daring,
bermitra dengan organisasi internasional, serta met'aih penghargaan
dan akreditasi bergengsi;

7. penyiapan talenta, yaitu dengan mengadakan pendidikan dan
pelatihan bagi masyarakat lokal untuk bekerja dan tnengembangkan
usaha ekowisata inklusif; serta

8. penguatan branding,.vaitu clengan melrrncurkan p.latform i'Jentitas
pariwisata Kalimantan 'Iimur .uang didrrkung informasi yang jelas
tentang aset dan pengalaman ekowisata yang berkembang dengan baik
dan unik, disertifikasi dengan informasi tentang pemenuhan kriteria
pariwisata berkelanjut:an, serta usaha-usaha ekowisata herbasis
masyarakat di Provinsi Ka.limantan Timur.
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Pengembangan destinasi ekowisata harus dilaksanakan dengan
keterlibatan swasta dan publik yang scimbang. Terdapat empat faltor
pemampLl utama yang menunjang kesuksesan ekowisata di Ibu Kota
Nusantara, yaitu:

1. pembentukan organisasi independen dan profesional untuk mengelola
ekowisata serta bisnis sesuai dengan kriteria alam, budaya dan
komunal yang berkelanjutan, serta pengatur€rn yang ketat untuk
investasi di kawasan konservasi:

2. kerja sama swasta-publik yang seimbang, yarrg mempromosikan
beragam portofolio yang mencakup proyek pariwisata massal tetapi
tetap menerapkan hubungan yarrg berkelanjutan dengan alam,
kemitraan dengan UKM ekowisata, serta kerja sama publik-swasta
yang luas, termasuk pembentukan keiompok kerja gabungan untuk
promosi ekowisata, sertifikasi keberianjutan, pengelolaan air, serta
pendidikan dan pelatihan;

3. keterlibatan komunitas yang inklusif, seperti adanya operator skda
kecil dan menengah secara luas dan eco-Iodge milik masyarakat
setempat dengan pengernbangan skala besar yang dibatasi pada zona
tertentu, program yang menekan dampak negatif pariwisata massal
dengan dukungan masyarakat, serta partisipasi pengusaha dan
seluruh pemerintah kota pesrsir dalarn konservasi pantai; dan

4. tumbuhnya jasa pariwisata terkemuka, misalnya hadirnya penyedia
layanan perjalanan terbaik yang telah diakui secara internasional atas
komitmen mereka terhadap pariwisata ramah lingkungan dan
merupakan pemenang sejumlah penghargaan standar berkelanjutan,
investasi besar dari pemerintah untuk UKM pariwisata guna
mendukung rantai nilai/pasok sccara keseluruhan, serta investasi
berkelanjutan dalam infrastmktur terkait pariwisata (terntasuk taman
nasional, bandara, akomodasi, dan lain-lain).

Pariwisata Sekunder

Sebuah ibu kota biasanya memiliki potensi pariwisata urban yang
signifikan sebagai konsekuensi dan aktivitas ibu kota yang menarik
krnjungan pegawai pernerintah, keluarganya, pelaku bisnis, pendidik,
pekerja jasa-jasa, dan wisatawan umum. Ibu Kota Nusantara akan
menerima manfaat dari fungsinya sebagai platform identitas nasional,
sejarah dan budaya (museum, lnonumen, bangunan pemerintaltan, dan
lain sebagainya) Namrrn, Ibu Kota Nusantara membrrtuhkan upaya lebih
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untuk menunjang pariwisata dengan lebih baik. Belajar dari kota-kota yang
memiliki kontribusi pariwisata tinggi terhadap PDB, berbagai intervensi
tambahan diterapkan guna menarik wisatawan kota dengan lebih baik
seperti kulincr kelas dunia, hiburarr, festival/acara budaya, belanja
tradisional/modern, dan acara olahraga.

Untuk itu, Ibu Kota Nusantara hanrs mengembangkan rantai nilai
pariwisata sekundernya agar tidak hanya berkontribusi pada taraf hidup
kota tetapi juga membantu mendorong lebih banyak pariwisata di ibu kota.
Hal ini dapat tercapai dengan berfokus pada pengembangan beberapa
sub-rantai nilai yaitu (1) biro perjalanan dan pemesanan; (2) transportasi;
(3) akomodasi; (4) makanan dan rninurman; (5) ritel; (6) aset seperti investasi
di gedung, pemmahan dan apartemen dan lain sebagainya; serta
(7) pengalaman berkunjung ke ibr.r. kota. Ibr,r Kota Nusantara juga dapat
menjadi pusat MICE di Provinsi Kalimantan Timur, meskipun aktivitas
MICE drprediksi baru pulih pada tahun 2035 pasca pandemi COVID-19.
Adanya disn:psi dari penerapan teknologi digital yang semakin pesat pasca
COVID- 19 diperkirakan mempengaruhi MICE yang akan beralitr ke
pelaksanaan virtual atau hybrid dengan pengalaman berbasis teknologi.

Dengan melihat clampak COVID-l9 terhadap sektor pariwisata, Ibu
Kota. Nusantara diusulkan untuk memprioritaskan pembangunan
akomodasi dan ruang pertemuan multiguna untuk jangka pendek, yang
dilanjutkan dengan pengembangarr pusat konvensi untuk jangka panjang.
Pembangunan aset MICE jangka pendek perlu didahulukan untuk
memenuhi sub-segmen: 1) neetings, dalam kelornpok kecil-menengah dan
bisa dilakukan satu kali maupun benrlang; 2l incentives, dalam bentrrk
perjalanan liburan non-bisnis sebagai hadiah bagi karyawan, seperti retret
tahunan perusahaan atau perayaan akhir tahun; dan 3) @nferences, yaitu
pertemuan skala kecil-menengah, yang biasanya dihadiri oleh peserta di
bidang yang sama untuk bertukar intbrma.si dengan tujuan tertentu cialarrr
waktu yang terbatas. Pembangunan aset IvIICE jangka panjang diarahkan
untuk exhibitions, yaitu parneran dan konvensi skala besar biasanya
didasarkan pada kalender tetap dengan frekuensi tertentu dan
diselenggarakan oleh kelompok pihak ketiga. Pengembangan aset MICE
jangka pendek dapat dilakukan pada tahun 2025-2035, dan jangka
panjang pada tahun 2035-2045 dengan cara menarik pengembang hotel
multifungsi dan menetapkan standar MICE yang berkelanjutan dengan
dukungan pcnerapan teknologi.
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Untuk kesukses€rn pengembangan segmen MICE, terdapat delapan faktor
pemampu yang dapat diterapkan, yaitu:

1. penlrLlsunan rencana pengembangan klaster MICE, yang antara lain
mencakup perencanazrn pengembangan akomodasi di jangka panjang
dan kriteria MICE untuk Ibu Kota Nusantara, serta daftar calon
pengembang dan investor perhotelan;

2. pengembangan kerangka regulasi antara lain yang berkaitan dengan
pemberian insentif yang dapat berbentuk a) insentif untuk barang
pameran; b) akuisisi lahan, misalnya lahan bebas biaya atau subsidi
di bawah harga pasaran; c) hibah dan insentif tenaga kerja;
d) kontribusi keuangan untuk proyek strategis langsung, baik untuk
belanja modal maupun operasional; e) prosedur perizinan dan lisensi
yang efisien; serta f) bantr:an koordinasi dengan otorilas Pemerintah
Pusat dan daerah lainnya untuk persetujuan konstruksi dan lain
sebagainya;

3. penyediaan infrastruktur berkualitas di dalam lbu Kota Nusantara
dengan kriteria aksesibilitas hotel dan kedekatan dengan bandara,
kedekatan dengan tempat wisata utama lainnya, serta kelayakan
konstruksi lahan yang akan digunakan. Kontribusi pemerintah
diperlukan untuk pekerjaan infrastruktur dan utilitas yang lebih luas
seperti jalan, jembatan, listrik, air dan lain sebagainya. Pengembangan
faktor pemampu tingkat kota juga menjadi penting, yang mencakup
konektivitas teknologi informasi dan komu nikasi (TIK), serta
transportasi dan mobilitas fitur-fitur pendukung kota pintar;

4. pengembangan rantai n ilai/ pasok melalui penyediaan opsi
pembiayaan rantai pasok secara menyeluruh untuk pengembangan
UKM pariwisata, serta insentif yang mengikuti peraturan perundang-
undangan dan stimulasi dalam bisnis lainnya yang berhubungan
dengan parirvisata seperti makanan dan minuman, ritel, platform
pemesanan digital, dan lain sebagainya;

5. dukungan kemudahan akses modal ten-ltama untuk menurunkein
risiko investasi awal melalu kebijakan investasi bersama dengan mitra
lokal atau pemerintah, penyisihan dana pinjaman sektor publik untuk
perhotelan, serta beragam opsi pembiayaan lainnya;

6. fasilitasi pengembangan permintaan dengan mengembangkan dan
menumbuhkan industri dan lingkungan bisnis gu.na meningkatkan
volume dan daya beli pelanggan, memancing permintaar tahap awal
dengan cara mengadakan pertemuan dal acara publik yang diadakan
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oleh pemerintah, serta menJrusun rcncana peratura-n persaingan di
wilayah tersebut;

7. penyiapan talenta dengan standar kompetensi internasional sehingga
bisa mengakses pasar tenaga kerja yang kompetitif; dan

8. fasilitasi produk wisata antara lain dengan memfasilitasi pengembang
dan operator perhotelan terbaik di kelasnya untuk membangun dan
menjalankan propertl hotel serbaguna di ibu Kota Nusantara,
pengakuan Ibu Kota Nusantara sebagai tujuan "bleisure" (bu.siness
leisure atau wisata bisnis) terkemuka yang menggabungkan bisnis dan
berbagai eko-rekreasi, serta penerapan standar dan sertifikasi
berkelanjutan oleh mitra MICE.

c. Wisata Kesehatan atar: Medis

Ibu Kota Nusantara juga dapat menangkap potensi pariwisata kesehatan di
Indonesia. Secara umum, terdapat hampir satu jllta orang Indonesia yang
pergi ke luar negeri untuk melakul<an perawatan medis setiap tahunnya
dengan rata -rata pengeluaran sebesar US$ 1 I miliar. Ha1 ini menjadi
kesempatan bagi Ibu Kota Nusantara untrrk merangkul kembali u'isatawan
medis dalam negeri serta menjadi tujuan alternatif untuk pelarvatan
kesehatan yang nyaman dan berkualitas tinggi.

Terdapat tiga jenis destinasi kesehatan u'isata yang umum, yaitrr destinast
berkualitas tinggi, nyaman, dan/atau rendah braya. Dalam hal ini, Ibu Kota
Nusantara harus membenmk identitas yang filenrprioritaskan kualitas darr
kenyamanan. Ibu Kota Nusantara dapat berfokus untuk memberikan
layanan berkualitas dan perawatan khusus kelas dunia untuk segmen
premium, serta memberikan kenyamanan dengan prosedur efektif di
seiurr:h segmen. Di sisi lain, banyak penyedia layanan u'isata medis yang
memperluas portofolionya ke arah layanan kebugaran. Oleh karena itu,
Ihu Kota Nusantara juga perlu membangun fasilitas kesehatarl berkuaiitas
tinggi di bidang yang paling relevan bagi masyarakat Indonesia, dengan
fokus pada pencegahan/diagnostik dan prosedur sederhana/clektif, yang
kemudial dapat dikembangkan pada tahapan berikutnya dengan layanan
kesehatan menyeluruh.

Ibu Kota Nusantara dapat terlebih dahulu mengembangkan layanan
kesehatan yang bersifat proaktif melalui ker.;a sama dengan satu atau dua
penyedia layanan kesehatan swasta asing terkcmuka untr:k membangun
dan nrenyediakan layanan kesehatan yang relatif tidak kompteks, serta
berkolaborasi dengan pengembang perhotelan untuk menyediakan la1r6n4r,
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kecantikan dan anti-penuaan. Ibu Kota Nusantara harus memikat penyedia
layanan kesehatan swasta asing, dan bekerja sama dengan rumah sakit
setempat untuk mendirikan usaha layanan kesehatan yarrg kredibel di
ibu kota.

Secara umum, terdapat dua kategori besar rumah sakit asing yang dapat
ditarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, yaitu:

i. Rumah sakit asing yang saat ini belum melayani wisatawan Indonesia.
Rumah sakit tersebut memiliki kelebihan ya.itu mereka tertarik untuk
memasuki pasar layanan kesehatan Indonesia tanpa risiko
kaniba-lisasi. Namun, kekurangannya yaitu nama yang relatif kurang
riikenal di kalangan masyarakat Indonesia, serta lebih dikenal sebagai
destinasi medis yang berbiaya rendah, bukan dari kualitas
pelayanannya.

2. Rumah sakit asing yang saat ini sudah melayani wisatawan Indonesia.
Kelebihan dari pemain-pemain tersebut adalah rnereka sangat
terpercaya dan kredibel di ka-langan orang Indonesia, memiliki
pemahaman tinggi mengenai kebtrtuhan perawatan pasien Indonesia,
serta berupaya mernbangun feeder center yang memberikan pelawatan
dasar di Indonesia kemudian mengarahkan ke luar negeri untuk
prosedur yang lebih kompleks. Kekurangannya adalah bahwa pemain
tersebut tidak ingin menyasar turis medis Indonesia yang selama iui
berobat ke luar negeri, sehingga akan cendemng berinvesLasi untuk
merawat pasien premium yang mencari perawatan berkualitas tetapi
tidak mampu ke luar negeri.

lnrplementasi wisata kesehatan yang melibatkan kerja sama dengan rumah
sakit asing, penggunaan teknologi kesehatan dan tenaga kesehatan asing
perlu diu'a.jibkan untuk nrelakul<ar. transfer pengetnhuan (transfer
knowled.ge) dan tra-nsfer teknclogi agar dapat meningkatkan kapasitas
pelayanan kesehatan Can kapasitas tenaga kesehatan Indonesia.

Terdapat delapan iaktor pemampu yang akan menunjang penyclenggaraan
pariwisata kesehatan di Ibu I(ota Nusantara, di antaranya adalah:

1. pen1rusunEm rencana pengembangan klaster wisata medis yang antara
lain mencakup peta jalan layanan kesehatan jangka panjang
(kapasitas rumah sakit, prioritas spesialisasi dan sebagainya), daftar
calon mitra rumah sakjt lokal untuk kerja sama atau joint uenfure,
serta calon investor grup ruraah sakit asing;
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perlgembangan kerangka regulasi yang berkaitan dengan kebutuhan
pelonggaran kebijakan yang melarang investasi asing dalam layanan
kesehatan, sepertj misalnya kepemilikan mayoritas dan kontrol
rnanajemen, kemampuan untuk mengernbalikztn keuntungan dan
membawa investasi yang tidak dibatasi, perlindungan dari litigasi,
serta kemudahan untttk menyewa dan mendapatkan lahan. Selain itu
kelonggaran kebijakan terkait SDM diperlukan, misalnya
kemungkinan pemberian kemudahan untuk menempatkan ekspatriat
di jabatan klinis atau manajemen, atau izin penggunaan telemedicine
untuk memungkinkan dokter asing melakukan praktik secara lokal,
dengan memastikan bahwa setiap tenaga medis asing tersebut
memiliki sertifrkasi praktik medis resmi;

penyediaan infrastruktur berkualitas dan pilihan aksesibilitas dan
mobilitas dari kota pengumpan terdekat, serta ekosistem Teknologi,
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menunjarrg layanan kesehatan
virtual;
pengembangan rantai nilai/pasok dengan merampingkarr kebijakan
layanan kesehatan yang lebih Iuas di Indonesia yang berkaitan dengan
pembiayaan (penerapan harga rendah melalui BPJS), serta
memfasilitasi kedekatan dengan universitas atau institusi penciitian
untuk prosedur layanan kesehatan dengan kompleksitas tinggi;

pemberial kemudahan untuk kemitraan investor dengan rumah saktt
lokal untuk membangun rumah sakit baru, serta menetapkart
a kreditasi/ sertifikasi praktisi dan fasilitas medis 1'ang diakui;

fasilitasi pengembangan permintaan, yaitu dengan menjaga utilisasi
rumah sakit sekitar 70 persen dari minimal 80 sampai 100 tempat
tidur, meningkatkan pengetatruan pelanggan terhadap Ibu Kota
Nusantara sebagai pr.rsat medis rnelalui pemasaran dan promosi,
memperluas perawatan yang tedangkau melalui skerna pembiayaan
publik dan swasta, serta menyediakan ruang kolaborasi untuk
merancang paket komprchensif yang menggabungkan penawaran
medis, penerbangan, transportasi, dan hotel;

penyiapan talenta termasuk yang difasilitasi dengan kemudahan bagi
tenaga kerja asing urrtuk trekerja di beberapa layanan kunci (klinis dan
manajemen) yang belum banyak dikuasai oleh talenta lokal, serta
kemudahan untuk merekrut teknisi peralatarr terampil dan ahli
diagrtosa untuk pengrrjian standar (operator magnetic resonan@
imagittg (MRll I computed tomography (CT) scan, dan sebagainya); dan

7

SK No 140906 A

a

4.

6.



PRESIDEN
REPTJBLIK INDONESIA

-77 -

fasilitasi investasi untuk kerja sama pembangunan proyek rumah
sakit greenfteld (dengan minimal 8O tempat tidur rumah sakit) antara
pemain industri asing terkemuka dan pemain lokal di Ibu Kota
Nusantara, termasuk dalam kaitannya untuk penyediaan tenaga kerja
terampil dari dalam dan luar negeri.

3.2.2.6 Klaster Bahan Kimia dan Turunannya-Petrokimia

Pengembangan industri petrokimia secara khusus diarahkan untuk dapat
dikembangkan dalam enam bagian, yaitu:

a. industri petrokimia hulu, contohnya etilen, propilen, butadien, o-silen,
p-silen, metanol, amonia, benzena, toluen, dan API;

b. industri kimia organik, contohnya carbon black, asam tereftalat, propilen
glikol, etilen glikol, fenol, dan dimethyl ether (DME);

c. industri pupuk, yang mencakup pupuk tunggal dan pupuk majemuk;

d. industri resin dan plastik, contohnya lou.t densitg polgethglene (LDPE), htgh
density polgethylene (HDPE), polypropglene (PP), poliamida, polietilena
tereftalat (PET), akrilik, polyvinylpyrrolidone (PVP), dan polikarbonat;

e. Industri karet sintetik, contohnya butadiene rubber (BRl, stArene butadiene
rubber (SBR), dan engineering natural rubber compound (EPDM); dan

f. Industri barang kimia lainnya, seperti propelan dan bahan peledak.

Terdapat potensi besar untuk mengembangkan basis industri petrokimia
tambahan di Provinsi Kalimantan Timur mengingat keseimbangan volume dan
pengguna akhir potensial di wilayah tersebut. Strategi pengembangan industri
Ibu Kota Nusantara juga telah memposisikan bahan kimia lanjutan seperti
petrokimia sebagai salah satu dari enam klaster ekonomi penggerak utama
Qtrime mouel yang diharapkal dapat membantu mewujudkan visi Superhub Ibu
Kota Nusantara. Klaster unggulan ini juga diharapkan dapat menghasilkan
sinergi yang signifikan berupa penyediaan bahan baku yang akan memperkuat
keunggulan kompetitif lebih lanjut, rnisalnya sinergi dengan sektor farmasi dan
kesehatan, barang konsumen dalam kemasan atau cotlsumer packaged goods
(CPG), serta E2W. Senyawa etilen, propilen, dan aromatik, misalnya, dapat
menjadi bahan baku untuk badan dan ban E2W. Senyawa-senyawa tersebut
juga dapat menjadi bahan mentah untuk pembuatan alat pelindung diri (APD)
serta alat dan bahan kesehatan habis pakai (consumables). Sementara itu, di
sektor CPG, sinergi antara industri petrokimia dapat menempatkan Provinsi
Kalimantan Timur sebagai produsen bahan baku dan kemasan unruk barang

8
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konsumen. T\:runan petrokimia dapat menjadi bahan baku kemasan barang
konsumen seperti botol, wadah plastik, kemasan, drum, dan sebagainya.

Ke depan, Ibu Kota Nusartara juga dapat melakukan ekspansi industri
petrokimia guna menyediakan bahan baku untuk sektor kesehatan dan farmasi.
Untuk sektor kesehatan, sebagian besar tunrnan petrokimia bisa digunakan
sebagai bahan baku pembuatan kemasan alat-alat kesehatan (misalnya botol
obat) serta peralatan, perangkat, dan mesin medis a-ntara lain seperti prostesis
(anggota tubuh dan kulit tiruan), alat bantu penglihatan (kacamata), sarung
tangan bedah, dan perekat medis. Untuk sektor farmasi, turunan petrokimia
dapat menjadi bahan baku pembuatan produk-produk farmasi baik sebagai
bahan aktif maupun bahan non-aktif (eksipien). Contoh produk akhir turunan
petrokimia di sektor farmasi antara lain: adaiah penisilin, aspirin, dan ibuprofen
(sebagai bahan aktif); serta l-rller obat, pencahar, dan hand sanitizer (sebagai
bahan non-aktif).

Keberhasilan industri petrokimia di Provinsi Kalimantan Timur dan di Ibu Kota
Nusantara akan bergantung pada sejumlah faktor kunci. Salah satunya yaitu
bahwa pabrik petrokimia di kawasan ini perlu mencari pembeli akhir terdekat,
bukan hanya untuk menjamin kedekatan dengan sumber permintaan (industri
hilir), namun juga untuk bersaing secara harga. Faktor kunci lainnya berkaitan
dengan strategi pengadaan bahan baku untuk menjamin stabilitas dan
fleksibilitas pasokan. Lebih lanjut, faktor kunci keberhasilan industri petrokimia
di Provinsi Kalimantan Timur dirangkum sebagai berikut:

1, integrasi ke industri hilir yang merupakan kombinasi antara co-location dan
pedanjian offiake. Lokasi yang terintegrasi dengan pelaku industri hilir
merupakan salah satu faktor terpenting bagi sebuah pabrik petrokrmia'
Selain itu, perjanjian offiake dengan pembeli akhir (misalnya industri E2W,
CPG, farmasi, dan kesehatan) diperlukan guna memastikan kapasitas yang
tersedia dapat diserap secara maksimal;

2. kemampuan menarik minat investor untuk membangun pabrik petrokimia
dasar dan pabrik kimia khusus di Provinsi Kalimaltan Tinrur. Perkiraan
capex yang dibutuhkan untuk pengembangan industri petrokimia dasar
adalah sekitar 1-11 miliar IJSD, dan tambahan sebesar l-6 miliar USD lagi
untuk mengembangkan industri bahan kimia khusus (untuk sektor
farmasi). Oleh karena itu, perlu disusun strategi untuk menarik minat
investor untuk membangun pabrik petrokimia dasar dan pabrik kimia
khusus di Provinsi Kalimantan Timur;
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akses ke bahan baku yang stabil dan fleksibel dari pemasok dalam jangka
panjang sangat penting dalam mempertahankan lingkat produksi dan
ketahanan produksi saat terjadi disrupsi; dan

kemampuan untuk bersaing dengan para pelaku ekspor utama untuk
memasuki pasar ekspor mengingat ukuran pabrik petrokimia yang rata-
rata cukup besar. Industri petrokimia di Provinsi Kalimantan Timur mampu
bersaing dengan produsen internasional untuk memanfaatkan peluang
ekspor, terutama dengan mengembangkan kemampuan unluk menjadi
pengekspor petrokimia terdepan di Asia seperti Korea Selatan dan
Singapura.

3.2.2.7 Bahan Kimia dan T\:runannya-Kelapa Sawit atau Oleokimia

Industri kelapa sawit yang terintegrasi secara menyeluruh mencakup beragam
produk sawit hilir, seperti minyak/lemak nabati, biodiesel, serta oleokimia dan
turunan lanjutannya. Investasi di industri kelapa sawit di Provinsi Kalimantan
Timur perlu mempertimbangkan tiga faktor mendasar, yaitu:

a. Produk: Industri kelapa sawit harus dilihat secara lebih luas sebagai pusat
produk sawit terintegrasi yang tidak hanya mencakup oleokimia dan
turunannya, namun juga produk utama Iainnya seperti minyak nabati atau
lemak khusus dan biodiesel. Perhatian juga perlu difokuskan pada
dinamika pasar (szpply -demandl dan kebuluhan pada faktor-faktor
pendorong yang diperlul<an (seperti regulasi, talenta, dan lain-lain) yartg
cenderung bervariasi berdasarkan kategori produk;

b. Paaar easarar: Pilihan pasar akan menentukan keunggulan kompetitif
yang jelas dan berkelanjutan:

1. Paear donestilc Terdapat dua kriteria utama yang digunakan untuk
menilai kelayakan dan potensi ekonomi agar dapat melayani pasar
domestik secara efektif. Kriteria yanB pertama adalah identifikasi
adanya kesenjangan antara supplg dan demand yang jelas di lanskap
pasar, dan kriteria yang kedua yaitu memastikan kedekatan dengan
konsumen akhir agar efisiensi operasional dan biaya dapat dicapai.

2. Paaar ekspor: Kriteria utama untuk pasar ekspor adalah identifikasi
adanya kesenjangan antara supplg dan demand yang jelas. Selain itu,
kriteria penting lainnya adalah kemampuan untuk menunjukkan daya
saing biaya yang lebih unggul dibandingkaa dengan lokasi lain serta
kemampuan untuk memenuhi ekosistem infrastruktur yang memadai
yang diperlukan untuk beroperasi dalam skala besar.

2
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C \f,eKu pengembangaD: Rencana implementasi dan pembahan pasar yang
diperkirakan terjadi di masa mendatang digunakan untuk menentrrkan
waktu terbaik bagi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan
industri kelapa sawit dan bersaing di industri kelapa sawit, serta
menempatkan Indonesia di posisi yang lebih baik dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek sampai menengah, pengembangan industri pengolahan
kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan
domestik perlu dilaksanakan secara terintegrasi antara industri oleokimia dan
CPG. Berbagai turunan oleokimia dapat menjadi bahan baku produk-produk
barang konsumen seperti detergen, produk perawatan diri, pelumas, dan
kosmetik. Untuk biodiesel, kebijakan B30 dan lebih tinggi (misalnya B50 hingga
B1O0) akan memberikan peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi
pusat biodiesel untuk Indonesia Timur dengan memanfaatkan kilang di
Balikpapan.

Untuk pasar ekspor jangka panjang, jika kebutuhan global terus melebihi
kapasitas, Provinsi Kalimantan Timur dapat mempertimbangkan kelayakan
untuk membangun industri produk sawit hilir terintegrasi dengan menjaga
kondisi ideal sebagai berikut:
a. meningkatnya kebutuhan konsumen di pasar ekspor utama. Investasi

pembangunan industri kelapa sawit terintegrasi di Provinsi Kalimantan
Timur akan bergantung pada kebutuhan ekspor yang terus meningkat dan
adanya pasar offiake di seluruh kategori produk sawit. Kondisi saat ini
belum kondusif, misalnya, ekspor minyak nabati ke India diperkirakan
akan turun secara signihkan selama beberapa tahun mendatang karena
perubahan kebijakan impor dan Uni Eropa berencana untuk menghapus
bahan bakar nabati pada tahun 2030 karena peraturan lingkungal;

b. saturasi kapasitas di lokasi saat ini. Investasi di Provinsi Kalimantan Tirnur
harus diarahkan ke pasar ekspor baru. Sebagai contoh, Provinsi
Kalimantan Timur bisa menjajaki pasar yang menggunakan "minyak baru"
yang berasal dari pertumbuhan hulu di Kalimantan daripada sekadar
menangkap pangsa pasar dari pusat kelapa sawit yang ada cli wilayah lain
di Indonesia (Sumatera dan Jawa);

c. peningkatan pasokan hulu lebih lanjut di Provinsi Kalimantan Timur.
Mengingat moratorium izin perkebunan baru yang diberlakukan dan
produksi CPO Kalimantan Timur yang relat-if rendah saat ini, pembangunan
pusat pengolahan hilir akan membutuhkan pasokan minyak sawit hulu
tambahan yang memadai. Pasokan tambahan ini dapat ditingkatkan dan
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dijamin melalui perizinan, peningkatan hasil panen dan produktivitas atau
penanaman kembali dalam jangka oanjang; dan

daya saing biaya yang unggul. Agar berhasil merebut pan.gsa pasa,: ekspor
oan menarik investor, Provinsi Kalimantan Timur perlu rnemiliki ciaya saing
biaya yang berkelanjutzrn dibandingkan d.engan pusat kelapa sawit di
Sumatra. Ini berarti Provinsi Kalimarrtan Timur akan membutuhkan
ekosistem pendukung yang lengkap, seperti infrastruktur dan iogis'Jk,
insentif tanah yang mengikuti peraturan perundang-undangan, fiskal dan
non-liskal, gas alarn yang lebih murah. listrrk yang handal, kawasan
indrrstri dan solusi satu atap, sew.r aLau izin lahan, insentif keuangan atatr
pajak lainnya yang mengiknti peratural perunda-ng-ultdangan, ta.len'ta,
tcknologi, serta penelitian dan pengembangan.

3.2.2.8 Kiaster Energi Rendah Karbon

Provinsi Kalimantar: Timur dan lbu Kota Nusu.rttara dapat menjadi pusat
pengembangan industri energi rendah karbon sesrrai derrga:r visi Ibu Kota
Nusantara untuk rnenjadi kota rendah karbon. Pengembangairnya diarahkan
untuk menjadi teladan bzrgi selu,-tth aktivitas tambang dan migas yang
berkontribusi terhadap pengembangarr industri hilir, menjaga aktivitcs
el<splorasi dan menja-di ccntoh dari praktik berkelanjutan. Tiga langkah besar
yang akan dilaksauakan, yait.u memp(:rluas kegiatan hulu (produksi energi),
mengernbarrgkan kapabilltas produksr hilir, serta mendukung transisi ke
surr.ber energi alternatif dan praktik berkelanir:,tan.

a. Memperluas kegiatan hulu (produksi energi utamanya energi terban-rkan)

Dalam kegiatan eksplorasi migas, terdapat dua jenis skema kerja sama
yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu skema prorluclion shaing contract
(PSCi konverrsional dan skema PSC Gross ,Split. Pemerintah bercncana
memberikarr Ueksibilius antara nrekanisme kouvensional dan gross splr't
untuk menarik lebih banyak investasi rnigas hulu. Skemer ini memiliki
sejumlah mar-rfaa.t, di antaranya:

1 untttk PSC konvensional, risiko hisnis dapat dikurangi melalui
f,emt agian insentif sesuai den gan ketentuan peraturan perr-rnda,n g-
undan gan ("berbagi kesu litan -Lrerbatsi keuntungano) ;

2. untuk PSC Gross Split, persyaratan kartdt-rngan lokal menjadi bagian
dari inser: tif sesuai dengan lietentuan peraturan perundang-undanga.n
ttntuk mengembangkan kapabilitas ctalarn negeri; dau

ci
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mengurangi proses bisnis hingga 2 sampai 3 tahun dengan
menyederhanakan proses persetujuan.

Selain itu, terdapat sejumlah skema insentif yang dapat diterapkan untuk
mendorong eksplorasi dan pertumbuhan produksi antara iain Risk Shaing
Contract (RSC) untuk mendorong pengembangan proyek-proyek marginal
serta skema bagi hasil yang kompetitif.

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu produksi energi yang
perkembangannya meningkat yaitu eksplorasi coal bed methane (CBM) atau
gas metana batu bara. Produksi CBM diperkirakan akan dapat
menggantikan migas konvensional karena CBM termasuk salah satu
sumber energi yang dapat diperbaharui melalui proses pemulihan yang
menggunakan metode microbacterial. Beberapa aspek yang perlu
dipertimbangkan dalam pengembangan CBM, yaitu:

1 . membentuk kemitraan dengan investor luar negeri untuk
pengembangan industri berdasarkan kemampuan teknologi dan
pengembangan, serta perjanjian offiake dari produk yang dihasilkan;

2. menilai dampak lingkungan mengingat bahwa pengembangan industri
ini memerlukan konsumsi air yang besar;

3. menilai pe{anjian kemitraan offtake dengan pihak asing agar tetap
mempertimbangkan keamanan dan pangsa kebutuhan domestik; serta

4. meningkatkan pemahaman mengenai implikasi terhadap pasar gas
domestik secara menyeluruh selain manfaat ekonomi yang akan
diraih.

Mengembangkan kapabilitas produksi hilir
Dari sisi hilir, saat ini Indonesia kekurangan suplai bensin dan solar. Untuk
menutup kekurangan tersebut, Pertamina meluncurkan rencana induk
pengembangan kilang (Refinery Deuelopment Master P/an, RDMP) untuk
menambah kapasitasnya di Balikpapan. Dengan pengembangan dan
peningkatan kapasitas ini, Indonesia diharapkan dapat meng.rrangi
ketergantungal terhadap impor bahan bakar minyak.

Indonesia juga saat ini menjadi net importir metanol dan elpiji dengan
kesenjangan yang cllkup besar antara pasokan dan permintaan. Untuk
mengurangi ketergantungan impor baik metanol maupun elpiji, Pemerintah
mendorong pelaku industri untuk mempercepat pembangunan pabrik
gasifikasi batu bara.

b
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Saat ini, Indonesia menganda-lkan impor metanol untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri yang banyak digunakan untuk proses sintesis
biodiesel (sebagai aditi| dan pembuatan formaldehida. Pemerintatr
Indonesia juga saat ini memiliki inisiatif untuk mengkaji pencampuran
(blendingl metanol dengan bensin melalui program M5 dan A2O. Terdapat
tiga faktor penentu daiam kesuksesan penerapan blending dan metanol
sebagai bahan dasar pencampurannya, yaitu infrastruktur, batasan teknis,
serta penerimaan pelanggan.

1. Dari sisi infrastruktur, pemerintah perlu memastikan kecukupan
kapasitas produksi metanol dan etanol dalam negeri mengingat bahwa
ka.pasitas metanol domestik saat ini tidak akan cukup untuk
memenuhi permintaan baru pasca perluasan blending sehingga akar:
memerlukan fasilitas baru. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa
infrastruktur blending dapat dibangun tepat waktu sehingga
pemerintah dapat menjalankan inisiatif dan melakukan distribusi
sesuai target.

2. Dari sisi batasan teknis, pemerintah perlu bekerja sama dengan
perusahaan pengembang kendaraan (OEM) dan melakukan pengujian
untuk memastikan kompatibilitas kendaraan.

3. Dari sisi penerimaan pelanggan, melalui dukungan kebijakan
untuk memastikan penerapan standar pencampuran metanol dan
penyesuaian harga. Pemerintah juga perlu menyesuaikan harga
satuan mengingat bahwa kandungan energi clari bahan bakar
campuran ini lebih rendah dan berkaitan dengan efisiensi bahan
bakar.

Selain metanol, gasifikasi batu bara juga menghasilka:r DME yang saat ini
masih terbatas penggunaan untuk non-bahan bakar. Indonesia berupaya
untuk menggantikan impor liatified petroleum gas (LPG) dengan DME
sebesar 20 persen di tahun 2025 sehingga dibutuhkan 2,5 juta ton DME
pada tahun 2030. Untuk memastikan transisi dari LPG ke DME, terdapat
empat kebijakan yang perlu diterapkan pemerintah yaitu: 1) memastikan
pasokan bahan baku DME yang kompetitif (misalnya batu bara dan gas
alam) untuk menjaga harga LPG public sentice obligation (PSO);
2) menetapkan standar blending yangjelas untuk DMEILPG; 3) mengelola
ekspektasi pelanggan (konsumsi yang lebih cepat habis atau nilai kalor
yang lebih rendah) dengan menurunkan harga; serta 4) menerapkart
penggantian segel silinder ke elastomer yang kompatibel dengan DME.
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Peningkatan permintaan terhadap methanol dan DME juga akan
berimplikasi pada peningkatan aktivitas pertambangan. Kondisi ini
dapat dikelola dengan lebih baik dengan menerapkaa (1) pertambangan
cerdas-iklim (climate-smart miningl dan memperhatikan dampak sosial
ekonomi masyarakat, serta (2) praktik rehabilitasi lubang bekas tambang.
Penerapan climate- smart mining difokuskan pada investasi dekarbonisasi
yaitu dengan meningkatkan efisiensi operasional, yang dipadukan dengan
investasi untuk beralih ke energi terbarukan, Terdapat tiga langkah
dekarbonisasi yang paling memungkinkan dalam kegiatan pertambangan
di Indonesia, yaitu penerapan elektrifikasi truk, perubahan proses kerja
untuk meningkatkan el-tsiensi energi, serta transisi ke sumber iistrik
rendah karbon.

Untuk rehabilitasi tambang, terdapat dua contoh praktik rehabilitasi
yang berhasil diterapkan, yaitu pengembangan lahan basah serta
penanarnan kembali dan konversi lahan eks tambalg menjadi ekowisata.
Pelaksanaannya didukung kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan
pemangku kepentingan lokal terutama untuk membuka peluang ekonomi
bagi penduduk setempat.

Perkembangan inovasi dan regulasi teknologi juga akan mendorong
peralihan ke jenis energi yang lebih besih, termasuk peralihan ke
energi berbasis hidrogen. Indonesia mempertimbangkan peluang
penerapannya di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan
kelayakan ekonominya.

Terdapat enam faktor kunci keberhasilan untuk kesuksesan
pengembangan klaster energi rendah karbon, yaitu:

1. Penyiapan kerarrgka regulasi untuk (i) menarik lebih banyak investasi
(dalam dan luar negeri) untuk mendorong eksplorasi hulu dan
kemitraan dengan perusahaan asing untuk mengembangkan
kemampuan hilir, (ii) memberi insentif dan disinsentif mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pelaku
pertambangan untuk meningkatkan penangkapan karbon dengan
memberikan pengurangan pajak atau penalti berdasarkan tingkat
emisi karbon, serta (iii) memastikan izin untuk beroperasi dengan
fokus pada keberlanjutan sosial yang melibatkan masyarakat lokal.

2. Pembangunan infrastruktur, yaitu menyediakan akses dermaga dan
jalan dari dan menuju wilayah Indonesia bagian timur untuk
transportasi alat berat, konektivitas inte!:net di lokasi tambang untuk
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6.

penerapan inisiatif digita-l, serta infrastruktur jalan dan pelabuhan
untuk transportasi batu bara di daerah Kalimantan.

Fasilitasi litbang pertambangan untuk inovasi baru pengurangan emisi
karbon dan peluang rehabilitasi, serta litbang migas untuk
memproduksi dan mengembangkan bahan bakar berkelanjutan.

Fasilitasi pengembangan permintaan, yaitu menarik investor dan
offiaker untuk membeli produk hilir yang dihasilkan di Provinsi
Kalimantan Timur dan mempercepat pembangunan infrastruktur gas
nasional untuk membuat cetak biru penyerapan gas alam yang lebih
tinggi.

Penyiapan talenta dengan keterampilan digital untuk mendukung
implementasi industry 4.O, operator hulu dan hilir untuk
pertambangan minyak, gas dan batu bara, serta talenta penelitian dan
pengembangan untuk praktik berkelanjutan.

Fasilitasi penerapan praktik keberlanjutan industri energi secara
keseluruhan sekaligus mempertahankan kontribusi PDRB yang besar
dengan memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan tingkat
produksi minyak, meningkatkan aktivitas di hilir gas, dan memperluas
aktivitas dalam rantai nilai batu bara.

Untuk merespon peningkatan kegiatan hilirisasi energi dan
pertambangan, Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur
dapat memperluas kegiatannya dengan menjadi pusat layanan
pemeliharaan alat berat (OEM) bagi pelaku industri pertambangan
Indonesia bagian timur. Manfaat yang diperoleh yaitu sebagian besar
perbaikan alat berat di bagian Indonesia timur dapat dilakukan lebih
dekat sekaligus meningkatkan penciptaan nilai tambah bagi Provinsi
Kalimantan Timur.

3.2.2.9 Pemampu (Enablefi: Pendidikan Abad Ke-21

Strategi pengembangan talenta di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui tiga
langkah besar, yaitu memaharni kebutuhan talenta Ibu Kota Nusantara di masa
depan, mengidentifikasi kesenjangan pada infrastruktur penyuplai talenta di
wilayah Kalimantan Timur, serta menjembatani kesenjangan dalam kebutuhan
dan suplai talenta melalui pengembangan ekosistem pendidikan terbaik di
Kalimantan Timur dan menarik minat talenta luar negeri dan luar Kalimantan
Timur untuk datang, tinggal, dan bekerja di lbu Kota Nusantara.

3
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1. Memahami kebutuhan telenta untuk
I(ellmaatan Timut lDenurd, Anatysts)

pekerJaan Ea"sa depan dt

Analisis permintaan (demand analysfs) dilakukan untuk melihat potensi
jumlah pekerjaan yang al<an muncul dari terselenggaranya klaster ekonomi
dan pemampu di Kalimantan Timur sampai tahun 2045. Klaster ekonomi
dan pemampu Ibu Kota Nusantara diperkirakan akan menciptakan kurang
lebih 1.070,000 pekerjaan langsung dan tidak langsung di Kalimantan
Timur sampai tahun 2045, dengan jumlah terbesar pada sektor ekowisata
dan kebugaran (350.000 pekerjaan) dan sektor industri pertanian
berkelanjutan (250.000 pekerjaan). Berdasarkan sektor, terdapat empat
kelompok keterampilan pekerjaan yang dibutuhkan yaitu (1) manufaktur;
(2) pariwisata dan perhotelan; (3) manajemen dan bisnis; serta (4) sains,
teknologi, teknik dan matematika (science, teclmologg, engineering, math
atau STEM), Berdasarkan pemetaan berdasarkan tingkat pendidikan,
sebagian dari pekerjaan yang tercipta memerlukan tenaga kerja dengan
kualiflrkasi pendidikan vokasi setingkat sekolah menengah (SMK) hingga
tingkat diploma (D-I-D-III). Berdasarkan pemetaan berdasarkan kelompok
bidang pendidikan, sekitar 90 persen pekerjaan yang tercipta memerlukan
empat jenis bidang pendidikan utama, yaitu teknik dan rekayasa,
pariwisata, bisnis dan manajemen, serta ilmu pertanian'/agribisnis.

2. Meugtdenttfikaci kesenjangea peda talenta dan tenaga kerja di
I(alimantan Tlnut lSupplg Anatysisl

Hasil pemetaan kebutuhan sumber daya manusia di tiap sektor
berdasarkan tingkat dan bidang pendidikan menunjukkan bahwa akan ada
penciptaan sekitar 570.000 pekedaan langsung dan tidak langsung yang
berasal dari lulusan vokasi (SMK-D-III) yang dapat ditampung dalam
klaster ekonomi dan pernampu. Total proyeksi lulusan vokasi di Kalimantan
Timur sendiri selama periode tersebut diperkirakan sekitar 660.000 orang.
Namun, jika dilihat dari program studi yang sesuai dengan tuntutan
pekerjaan sektor baru, hanya ada 150.000 lulusan pendidikan vokasi yang
memiliki derajat atau spesialisasi yang sesuai dengan tunhrtan kebutuhan
talenta sektor-sektor di klaster ekonomi dan pemampu. Hal ini berarti,
terdapat gap sekitar 420.000 lapangan kerja yang membutuhkan lulusan
vokasi di Kalimantan Timur yang sesuai dengan klaster ekonomi dan
pemampu. Lulusan vokasi Kalimantan Timur dengan latar belakang
pendidikan yang tidak terserap oleh kebutuhan pekerjaan baru di masa
mendatang diperkirakan akan terserap di ekonomi dasar ataupun bekerja
di luar daerah Kalimantan Timur, Gap terbesar diperkirakan ada di tingkat
SMK, khususnya di teknologi dan rekayasa.
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3. Menanganl keseuJangan talenta dt tingkat SMK dan pendidtkan tinsgl
mulai dari jeqfang dlploma (D-I-D-IU| hiagga Jeqjang sarjana dan
pascasarJaua (D-IV/ S- 1-S-3)
Untuk menjembatani kesenjangan antara penawaran dan permintaan
talenta, Ibu Kota Nusantara perlu menyLrsun cetak biru untuk
pengembangan ekosistem pendidikan terbaik di kelasnya guna
menyediakan saluran yang andal bagi talenta tangguh di masa depan. Ibu
Kota Nusantara juga perlu meningkatkan sektor pendidikan yang
menerapkan skema education to employment (E2E) agar dapat terus
memenuhi permintaan bakat di semua klaster yang baru dan yang
sudah ada.

Pada pendidikan vokasi, Ibu Kota Nusantara harus berfokus pada
peningkatan kurikulum dan pengajar SMK dengan memasukkan bidang
peminatan yang lebih relevan dengan tuntutan kluster ekonomi dan
pemampu, serta dengan mengembangkan kemitraan antara lembaga vokasi
lokal atau asing terkemuka untuk memperkenalkan sekolah kejuruan yang
lebih khusus untuk sektor-sektor seperti pariwisata dan industri pertanian.
Pada pendidikan tinggi, Ibu Kota Nusantara harus berfokus pada
pengembangan kemitraan dengan universitas STEM terkemuka untuk
menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai mercusuar Pendidikan Abad ke-21
yang menawarkan layanan pendidikan sesuai permintaan kluster ekonomi
dan pemarnpu, dengan dukungan pengajar kompeten kelas dunia.
Penguatan pendidikan 12 tahun juga perlu dilakukan untuk mendukung
pengurangan gap tersebut di atas. Dalam jangka pendek-menengah,
kesenjangan penawaran dan permintaan talenta harus dijembatani melalui
strategi penarikan talenta global dari daerah lain untuk bekerja di Ibu Kota
Nusantara. Langkah ini perlu diperkuat dengan pengembangan kerja sama
lembaga pendidikan dengan pemerintah, pengusaha, dan universitas untuk
memfasilitasi mobilitas talenta terampil dari dalam dan luar negeri untuk
bermigrasi ke Ibu Kota Nusantara. Kontribusi pemerintah dapat diberikal
dalam bentuk penyediaan insentif fiskal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan insentif non-hskal yarig berkaitan dengan akses
mendapatkan tempat tinggal, penempatan pekerjaan, peraturan visa,
beasiswa dan hibah penelitian, program rotasi perusahaan, dan lain-lain.

3.2.2.10 Pemampu (Enablerl: Penerapan Kota Cerdas dan Pusat Industri 4.0

Beberapa kriteria yar,.g diterapkan untuk menentukan ekosistem digital yarlg
paling relevan untuk Ibu Kota Nusantara yaitu: 1) nilai pasar ekosistem tersebut;
2) akses ke pasar di Ibu Kota Nusantara; 3) bukan ekosistem besar di wilayah
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lain di Indonesia; 4) potensi mengangkat masa depan sektor-sektor di Ibu Kota
Nusantara (6 klaster ekonomi); dan 5) keselarasan dengan prioritas nasional.
Berdasarkan evaluasi 12 ekosistem digital dengan lima kriteria di atas, terdapat
lima peluang penerapan ekosistern digital yang dapat untuk dikembangkan di
Ibu Kota Nusantara, yaitu:

a. manufaktur sensor untuk mendukung implementasi kota cerdas dan
Industri a.0 (ia.0);

b. katalisasi penerapan i4.0 yang berfokus pada pertambangan dan migas,
dan memperluas dukungan ke industri yang lebih luas di Indonesia bagian
trmur;

c. penerapan teknologi kota cerdas untuk membantu Ibu Kota Nusantara
mewujudkan KPI;

d. pengembangan infrastruktur pusat data di Ibu Kota Nusantara untuk
memanfaatkan permintaan yang terus meningkat; serta

e. ekosistem kesehatan digitat dari pelacak kesehatan pribadi hingga platform
rekarn medis dan telehealthyang terhubung.

Terdapat dua peiuang yang dapat diprioritaskan untuk Ibu Kota Nusantara,
yaitu ekosistem layanan publik dan layanan perusahaan kelas dunia. Dalam
kedua ekosistem tersebut, Ibu Kota Nusantara dapat menerapkan teknologi kota
pintar yang bukan hanya untuk mencapai KPI tetapi juga meningkatkan
kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga dapat
menjadi katalis penerapan i4.O khususnya di industri pertambangan dan migas,
serta nremperluas dukungan ke Indonesia bagian timur'

a. Visi penerapan teknologi digital di Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara memiliki visi untuk menjadi teladan penerapan i4.0
serta pengadopsian dan inovasi kota pintar yang didukung oleh
pembentukan ekosistem yang kuat. Eksistensi yang kuat dari industri
migas dan pertambangan terkait kesuksesan penerapan i4.0 menjadi salah
satu alasan kuat untuk penerapan teknologi digital di Ibu Kota Nusantara.
Hal ini selaras dengan aspirasi Ib'u Kota Nusantara secara keseluruhan
untuk terinspirasi secara global dan mendukung pencapaian KPI kota.
Terdapat duainisiatif yang dapat dilaksanakan, yaitu solusi kota pintar dan
pusat Industri 4.0 dengan penahapannya sebagai berikut:

1, Solusi kota cerdas" Pada tahun 2025 hingga 2035, klaster ini akan
mengembangkan kemampuan kota cerdas secara menyeluruh dan
akan menjadl mercusuar atau teladan bagi rvilayah lain di Indonesia'
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Klaster ini juga akan menunjukkan transformasi digital secara
keseluruhan dalam rangka meningkatkan kua-litas hidup secara
menyeluruh di Ibu Kota Nusanta.ra. Pada tahun 2035 hingga 2045,
klaster ini akan memperluas contoh penerapan teknologi atau use case
untuk diimplementasikan di kota-kota cerdas yang telah ada
(Brownfield Smart cityl di Indonesia. Pada tahun 2045 dan seterusnya,
klaster ini berupaya mengekspor solusi Brownfi.eld Smart cify secara
Iuas khususnya di Asia Tenggara dan umumnya di seluruh wilayah
Asia; dan

2, hrsat Industri 4.O. Pada tahun 2025 hingga 2035, klaster ini akan
berfokus pada peningkatan adopsi teknologi industri 4.O (i4.0) di
seluruh jenis industri yang ada di Ibu Kota Nusantara dengan
menyiapkan Pusat Inovasi Digital Industri 4.0 (PIDI 4.O) di Wilayah Ibu
Kota Nusantara, misalnya PIDI satelit untuk sektor pertambangan dan
migas. Pada tahun 2035 hingga 2045 dan seterusnya, klaster ini akan
mengembangkan solusi i4.O yang lebih mutakhir misalnya arfificial
intelligence da., machine learning, serta mendukung pelaku industri
dalam menerapkan teknologi dan solusi terbaru. Penerapan i4.0 juga
relevan untuk mendukung klaster industri teknologi bersih, industri
farmasi, industri pertanian, serta industri petrokimia dan oleokimia,
sesuai dengan industri prioritas di dalam Making Indonesia 4.O'

Penerapan Solusi Kota Cerdas

Konsep dan penerapan Solusi Kota Cerdas sebagai enabler mengacu pada

Prinsip Pengembangan Kawasan bagian 3.1.3 Kota Cerdas.

Ibu Kota Nusantara sebagai pusat industri 4.O

Terdapat tujuh faktor kunci kesuksesan dalam pelaksanaan Ibu Kota
Nusantara sebagai pusat industri 4.0, yaitu sebagai berikut:

L pen5rusunan/penyesuaian kerangka regulasi yang berkaitan dengan
penyediaan insentif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan pajak unluk penelitian dan pengembangan (litbang) dan
peningkatan keterampilan yang terkait dengan i4'0;

2. pembangunan infrastruktur, misalnya perluasan pembangunan serat
bptik dan akses internet bagi perusahaan yang mengadopsi i4.0;

3. pengembangan rantaj nilai, misalnya pengembangan kemitraan
a".g"t akselerator dan modal ventura untuk menginkubasi penyedia

teknologi untuk i4.0;
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4. penyediaan dukungan, misalnya dengan peningkatan literasi tentang
peluang dan manfaat adopsi i4.O bagi mitra untuk pelaku industri di
sepanjang rantai nilai mereka, kerja sarna dengan pemerintah untuk
menyusun rencana transformasi i4.O, apresiasi bagi perusahaan
yang berhasil menerapkan i4.O, penyediaan informasi tentang
solusi penerapan i4.O, serta dukungan bagi UKM yang akan
menerapkan i4.0;

5. fasilitasi pengembangan permintaan, misa-lnya Pemerintah mendorong
agar perusahaan BUMN menjadi early adopter atau pelopor penerapan
teknologi industri 4.0 dan meningkatkan permintaan dengan
menampilkan calon perusahaan terkernuka baru yang akan
mendobrak pasar;

6. penyiapan talenta, yaitu peningkatan sumber daya manusia dengan
keterampilan teknologi dalam penerapan Industri 4.O di masing-
masing industri termasuk bagi pelaku UKM; dan

7. perluasan penerapan, misalnya memperkuat Ibu Kota Negara menjadi
contoh penerapan i4.O yang berfokus pada migas, pertambangan, dan
industri maju, misalnya, farmasi dan manufaktur berkelanjutan, di
Indonesia.

Kesenjangan talenta digital di Indonesia

Untuk mendorong penerapan i4.0, Indonesia perlu mengurangi sejumlah
kesenjangan dalam talenta digital di Indonesia yaitu kekurangan jumiah
talenta, keticlaksesuaian aspirasi, serta ketidakcocokan keterampilan.
Metihat kesenjangan tersebut, Pemerintah perlu merancang program yang
akan mencukupi kebutuhan talenta digital di Ibu Kota Nusantara dan
Kalimantan Timur, di antaranya:

1. dukungan untuk mengembangkan keterampilan digital mulai
dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi antara lain
melaiui penyelarasan kurikulum, pelatihan pendidik dan tenaga
kependidit *rr, pemenuhan kebutuhan teknologi, informasi, dan
komunikasi berkualitas; dan

2. dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian digital
melalui pelatihan vokasi antara lain melalui reskilling dan upskilling
keterampilan di sektor digital.
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3.3 PRINSIP DASAR DAI{ STRATEGI PEMBANGI'NAN SOSIAL DAIT
SUMBER DAYA UAITUSIA

3.3.1 Prinsip Dasar Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

3.3.1.1 Prinsip Dasar Pembangunan Sosial

Prinsip dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara mengambil landasan teori
filosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang kemudian dimasukkan ke
dalam rancangan fisik. Prinsip filosofis tersebut diterjemahkan ke dalam KPI Ibu
Kota Nusantara.

Prinsip dasar pembangunan sosial budaya mengakui keragaman komunitas,
baik penduduk lokal maupun pendatang baru, yang akan terhubung dengan Ibu
Kota Nusantara. Dengan demikian, semua masyarakat, baik perempuan
maupun laki-laki yang saat ini tinggal di dalam dan di sekitar lokasi lbu Kota
Nusantara tidak akan dikecualikan dari perencanaan dan pengembangan kota
dan dapat memberikan kontribusi berharga bagi Ibu Kota Nusantara. Sebagai
contoh, masyarakat dapat berbagi kearifan lokal sehingga menciptakan lbu Kota
Nusantara sebagai tempat yang unik untuk dikunjungi. Pendatang baru di Ibu
Kota Nusantara juga akan mendapatkan keuntungan dari strategi sosial budaya
serta prinsip-prinsip perencanaan yang dikembangkan, khususnya pada fase
konstruksi, pengernbangan, dan pertumbuhan kota.

Prinsip dasar pembangunan sosial memiliki tujuan dan keluaran utama yang
diuraikan dalam Gambar 3-13 di bawah ini.

Gambar 3- 13 Tujuan dan Keluaran Utama Strategi Sosial

Iuiuan lGlJarm strategi
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o

t) Strdte{i mnJ< mqrrik talerta baik talenta lokal maupun asing
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Terdapat lima isu utarna keterlibatan masyarakat yang telah menjadi pedoman
dalam konsep sosial, yaitu:

a. penyelesaian masalah tenurial;
b. pelestarian nilai, adat, dan budaya lokal untuk ketahanan kebhinekaan

Indonesia;

c. prioritas pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan sumber daya
manusia (SDM);

d. pengembangan infrastruktur yang masih minim; dan

e. penyelesaian kepatuhan lingkungan.

Upaya pelibatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang berkelanjutan
diperlukan untuk memajukan strategi yang diuraikan dalam betb ini.
Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan untuk menentukan tingkat detail
strategi berikutnya dan memastikan strategi yang dirumuskan mencerminkan
kebutuhan masyarakat lokal dan masyarakat banr setelah Ibu Kota Nusantara
dibangun.

Proses inklusif dan partisipatif merupakan hal yang penting untuk keberhasilan
Ibu Kota Nusantara. Dalam hal ini, upaya untuk melakukan pengembangan Ibu
Kota Nusantara harus mengikuti kaidah yang tidak membahayakan bagi
lingkungan dan memaksimalkan hasil pembangunan. Maka dari itu sangat
penting untuk memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Menghindari atau memitigasi dampak bunrk terhadap manusia dan
lingkungan.

b. Melestarikan atau merehabilitasi keanekaragaman hayati dan habitat alam,
serta mempromosikan penggunaan sumber daya alam dan jasa ekosistem
secara efisien dan a.dil.

c. Mempromosikan kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat.

d. Memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap individu atau
komunitas yang terkena dampak proyek dan memberikan pertimbangan
kepada penduduk asli, kelompok minoritas, dan kelompok rentan,
terutama di lokasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan atau
sebaliknya dalam memastikan manfaat pembangunan secara merata.

e. Mengatasi dampak tingkat proyek terhadap perubahan iklim dan
mempertimbangkan dampak perubahan iklim pada pemilihan, penentuan
lokasi, perencanaan, desain dan implementasi serta penghentian proyek.
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f. Memaksimalkan keterlibatan pemangku kepentingan melalui peningkatan
konsultasi, partisipasi, dan akuntabilitas.

g. Dampak sosial yang dikehendaki dari proses pembangunan itu sendiri
dapal dicapai sejak awat melalui konsultasi yang bermakna dan dilakukan
secara berkelanjutan bersama para pemangku kepentingan dan penduduk
asli yang dilibatkan secara aktif"

h. Tinjauan hasil survei lapangan sebagai masukan aspek sosial dan
infrastnrktur.

i" Tinjauan praktik terbaik di tataran global lglobal best practrces) sebagai
acuan strategi penyediaan infrastruktur dan inklusi sosial.

Strategi spesifik yang akan mengatasi berbagai kemungkinan dampak bagi
keempat kelompok masyarakat"

a. Masyarakat di Dalam Ibu Kota Nusantara yang terkena dampak
pengembangan kawaean pada tahap pertama pembangunan

l. strategi relokasi untuk wilayah inti pemerintah dan pembangunan
infrastruktur dan lainnya.

2, Jika harus direlokasi, kawasan pengganti yang akan menampung
masyarakat harus mampu mendukung, memelihara, dan melestarikan
serta mengembangkan budaya dan program terkait dengan kegiatan
ekonomi dalam memenuhi kebutuhan mata pencaharian masyarakat
yang terpengaruh.

b. Masyarakat dt dalam KII(N yeng lahannya tidak terkena dampak
langsung pada tahap pertama pembangunan

1. Area yang diidentifikasi sebagai situs bernilai sosial, budaya, sejarah,
dan pendidikan tinggi dapat dimasukkan sebagai elemen kota yang
menyatu dengan fungsi-fungsi lain dalam area perkotaan, serta diikuti
dengan program-program yang akan mendukung peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat'

2. Proses pelibatan masyarakat harus berlangsung secara kontinu di
kawasan yang diidentifikasi sebagai sel yang dapat dikembangkan di
setiap tahap Jelanjutnya hingga tahun 2045. Hal ini dilakukan untuk
memastikan integrasi.

3. Proses desain dapat dimulai dengan mengembangkan klaster budaya
sehingga memungkinkan komunitas setempat tetap berada di KIKN.
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c.

4. Selama proses pengembangarr Ibu Kota Nusantara, masyarakat dapat
berpindah atau berkembang dari lokasi saat ini. Keterlibatan
masyarakat yang berkelanjutan sangat penting untuk memahami
kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mengintegrasikannya ke dalam
rencana pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Masyarakat di dalam dan di luar lbu Kota Nusantara
1. Masyarakat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi di dalam

kegiatan perekonomian yang sudah ada, baik yang memiliki potensi
nilai prospektif maupun kegiatan ekonomi baru, seperti kegiatan
perindustrian yang berkaitan dengan pengelolaan makanan dan obat-
obatan herbal.

2. Menghubungkan masyarakat dengan kesempatan ekonomi yang akan
mendukung strategi ekonomi Ibu Kota Nusantara (mengarahkan
industri yang sejalan dengan potensi lokal: pertanian, perikanan,
peternakan, dan pariwisata).

3. Memastikan peningkatan akses terhadap sarana transportasi,
pendidikan, dan kesehatan.

4. Pengembangan kegiatan pertanian dapat meningkatkan produktivitas
pangan dalam KPIKN. Selain itu, elemen-elemen terkait juga perlu
dipertimba:egkan seperti akses jalan, air/irigasi, energi, jaringan
telekomunikasi, dan pendidikan.

d. Masyarakat di Luar Batas Delineasi KIKN
Kelompok masyarakat tersebut harus mendapatkan jaminan untuk
memperoleh akses terhadap infrastruktur dan transportasi da-lam
menjangkau kesempatan yang ada. Hal ini dapat berupa rehabilitasi
lingkungan binaan maupun peningkatan kualitas infrastruktur dan
transportasi.

3.3.1.2 Prinsip Dasar Kerangka Strategi Sosial

Dalam prinsip dasar sosial yang dikembangkan, kerangka strategi sosia-l

dikelompokkan berdasarkan Prinsip dan KPI Ibu Kota Nusantara untuk
menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara secara menyeluruh. Mengintegrasikan kegiatan komunikasi,
kegiatan pembangunan ekonomi, dan strategi spasial dapat memberikan
ga-b.."t'r holistik tentang manfaat yang adil dan setara kepada seluruh
[elompok masyarakat, baik masyarakat yang ada sekarang maupun yang akan
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terbentuk, setelah adanya Ibu Kota Nusantara. Kerangka strategi sosial tersebut
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3- l4 Kerangka strategi sosial Ibu Kota Nusantara

INPUT DAN PRINSIP STRATEGI SOSIAL

Ekonomi untuk semua

3.3.1.3 Prinsip Dasar Integrasi Sosial Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
penting dalam mewujudkan kohesi sosial dan Ibu Kota Nusantara yang inklusif.
Saat ini, strategi pembangunan ekonomi telah dikembangkan untuk membentuk
nilai-nilai sosial yang telatr ada, membangun keterampilan masyarakat, serta
memungkinkan masyarakat lokal menjadi bagian yang kuat pada pembanguna.rr
ekonomi Ibu Kota Nusantara pada masa depan.
Di sisi lain, keberagaman latar belakang penduduk lokal, yang terdiri atas
penduduk asli dan pendatang, menghadirkan tantangan tersendiri bagi Ibu Kota
Nusantara. Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan penduduk lckal yang
perlu ditingkatken keterampilan dan tingkat pendidikannya sehingga dapat
berpartisipasi aktif dalam membangun sektor ekonomi Ibu Kota Nusantara.
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Dengan adanya pengembEulgan klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara, banyak
lapangan kerja yang akan terbuka bagi seluruh lapisan penduduk. Kesempatan
kerja yang bersifat inklusif dan merata dapat mengoptimalkan peluang ekonomi
penduduk lokal.

Gambar di bawah ini menunjukkan contoh dan jumlah sektor beserta lapangan
keqa yang tercipta oleh Ibu Kota Nusantara hingga tahun 2045. Lapangan kerja
dititikberatkan pada tingkat keterampilan rendah hingga menengah untuk
menyesuaikan latar belakang penduduk lokal.

Gambar 3-15 contoh oTo'""'t'*-t""5t:1"';T''ftH1t??* Kerja vang rercipta di

Contoh lopongsn k64a dengan tingkEl ket"rampilan rendah.
menongah y.ng akan dicipt.kan lbu Kolr N!Entara

Scktor bc3c.la lapangan kctia linduccd dan noo.induccdl yang
relayan dlcipt.krn lbu Kot. NuEnt.m hinggr tDhun 2Oa5
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Klaster-klaster yang terbentuk dari sektor ekonomi Ibu Kota Nueantara dapat
mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal.
Di antara berbagai klaster tersebut, terdapat dua klaster yang sudah melekat
dengan penduduk lokat dan memitiki partisipasi yang cukup tinggi. Klaster
pertama adalah klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif. Lapangan
kerja yang tercipta dari pengembangan klaster tersebut antara lain adalah:

a. pengusalra dan pemandu wisata beserta pemandu satwa liar, jagawana,
dan ekowisata berbasis komunitas dan budaya;

b. perajin, pengusaha dan pekeda di toko cendera mata lokal, dan
penyelenggara loka karya kerajinan tangan;

O.orah Mitrs lbu
Kolc l{uranlara

lbo Xota
I{uitrntah drn

Dlorrh Milra lbu
Kolr Nuilnbra
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c. pengusaha dan pekerja di pusat kesehatan kebugaran, spa lokal, klinik
kecantikan, dan penyembuhan tradisional;

d. pengusaha, manajer, dan pekerja di bidang akomodasi dan kuliner;
e. pengusaha dan pekerja di agrowisata ekowisata, koperasi pertanian, serta

pasar pertanian; dan

f. pengusaha dan pekeda di ritel, penyediaan makanan dan minuman, serta
seni dan hiburan.

Klaster yang kedua adalah klaster industri berbasis pertanian yang
berkelanjutan, terutama untuk ekstrak tanaman dan produk herbal. Klaster ini
diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas pertanian yang
dihasilkan penduduk lokal dan membuka lapangan kerja dari proses hilirisasi
pengolahan tanaman dan komoditas pertanian. Lapangan kerja yang tercipta
dari pengembangan klaster tersebut, misalnya adalah untuk ekstrak tanaman:

a. petani tanaman sumber ekstrak;

b. pekerla tanam, panen, pengeringan, dan produksi;

c. pengumpul hasil alam liar;

d. pengusaha, manajer, dan pekerja di industri pengolahan produk pertanian
tradisional lokal;

e. pedagang besar dan kecil; dan

f. pengusaha dan pekeda pengemasan dan pemasaran.

Di luar sektor yang sudah digeluti penduduk lokal, strategi pembangunan
kapabilitas dan peningkatan keterampilan menyeluruh diupayakan demi
memastikan kesempatan kerja yang inklusif dan merata. Ibu Kota Nusantara
j,-,ga diharapkan dapat menggali potensi untuk memperkuat pendidikan dan
pelatihan keterampilan dan vokasi yang terjangkau bagi masyarakat demi
memastikan aksesibilitas dan inklusivitas, terutama bagi anggota masyarakat
yang kurang mampu, tidak bekerja, usia lanjut, penyandang disabilitas, atau
buta huruf.

Berikut adalah uraian inisiatif jangka pendek dan jangka panjang untuk
membuka lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan (upskillingl pencluduk
lokal:
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Tabel 3- I Peran Pemangku Kepentingan Dalam pengembangan Kapabilitas
Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Pemerintah i, Menegaskan kuota pengadaan
atau rekrutmen lokal

2, Pemberian insentif atau
pendanaan bersama untuk
pelatihan korporat bagi sektor
tertentu dengan mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan

3. Mengembangkan pusat
pelatihan keterampilan bag,
penduduk lokal pada sektor
umum

4. Menggerakkan dan
memfasilitasi berbagai jenis
kemitraan beserta model
pendanaan untuk
pengembangan keterampilan

1. Membangun sistem
pendidikan E2E untuk
terus melakukan upskilling
bagr penduduk lokal
sehingga sejalan dengan
keterampilan yang
dibutuhkan di masa kini
dan masa mendatang

2. Mendorong pembiayaan
yang berimbang bag,
program pendidikan untuk
dewasa secara terus-
menerus

l. Memprioritaskan rekrutmen
untuk penduduk lokal sedapat
mungkin

2. Meluncurkan program upskilling
bertarget untuk sektor tertentu
baik bagi tenaga kerja saat ini
maupun yang akan datang

Semua inisiatif tersebut tentunya didukung oleh lembaga dan pemangku
kepentingan lainnya seperti institusi pendidikan, dunia usaha cian dunia
industri, lembaga sosial masyarakat, dan penduduk lokal untuk dapat turut
berpartisipasi atau menjadi bagian dari sektor ekonomi Ibu Kota Nusantara.

Selain dari peningkatan keterampilan formal, Ibu Kota Nusantara diharapkan
menggali potensi untuk memperkuat pendidikan non-formal dengan bantuan
masyarakat demi memastikan aksesibilitas dan inklusivitas. terutama bagi
anggota masyarakat yang kurang mampu, tidak bekeria, usia lanjut,
penyandang disabilitas, atau buta huruf.

Pcran Jrngle Pendeh - Hencngah Jangka Paqfaog

Pemberi keda Memperluas jangkauan
upskilling ke masyarakat pada
umumnya dengan kemitraan
bersama pemerintah termasuk
pemda dan institusi pendidikan
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3.3.1.4 Prinsip Dasar Pemampu (KeA Enablers)

Strategi sosial-spasia-l menjadi panduan untuk mendukung pemerataan akses
ke fasilitas dan ruang publik. Strategi tersebut menghubungkan komunitas satu
dan yang lain dengan warisan budaya komunitas yang ada serta membentuk
identitas Ibu Kota Nusantara dengan komunitas yang kemungkinan akan
rnuncul nanti.

Implementasi strategi ini membutuhkan integrasi yang kuat antara kegiatan tata
ruang, pembangunan ekonomi, dan komunikasi untuk Ibu Kota Nusantara.
Keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan, identifikasi pemangku
kepentingan utama, dan beragam per-wakilan masyarakat akan sangat penting
untuk keberhasilan Ibu Kota Nusantara serta untuk membentuk rencana tata
ruang Ibu Kota Nusantara. Strategi sosial-spasial menyediakan kerangka kerja
untuk desain terperinci yang dalam pen1rusunannya bekerja sama dengan
masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan
representasi yang tepat dari masyarakat yang ada dan yang akan datang. Hal ini
akan menjadi proses yang berkelanjutan.

Kohesi sosial juga sangat terkait dengan pengadaan lahan untuk Ibu Kota
Nusantara dan kegiatan yang terkait dengan pembebasan lahan. Pengadaan
lahan harus memenuhi standar ketentuan yang berlaku di Indonesia yang
ditentukan berdasarkan aturan dan kebijakan atau standar yang ditetapkan
oleh organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi perlindungart
sosial. Direkomendasikan juga bahwa revitalisasi dan penataan karx,asalt
permukiman masyarakat lokal mempertimbangkan keterkaitan dengan mata
pencaharian dan keterikatan warisan sejarah dan budaya dari komunitas
yang ada.

3.3. 1.5 Prinsip Dasar Pembangunan Sumber Daya Manusia

Prinsip dasar pembangunan sumber daya manusia akan mencakup tiga
pembahasan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ketcnagakerjaan.

a. Kesehatan

Prinsip dasar pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya
mewujudkan kota sehat di Ibu Kota Nusantara. Penduduk yang sehat
menjadi elemen penting dalam pembentukan kota sehat. Begitu pula
sebaliknya, kota yang sehat dan menyehatkan akan mendorong
terwujudnya penduduk yang sehat.
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Pengembangan framework kota sehat di Ibu Kota Nusantara perlu
mempertimbangkan tiga komponen, mencakup: 1) individu, 2) masyarakat,
dan 3) lingkungan. Dalam mewujudkan kota sehat di Ibu Kota Nusantara,
terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi pertimbangan:

l. Individu dan masyarakat sehat yang mendorong gaya hidup sehat
merupakan tujuan akhir dari perwujudan kota sehat. Hal ini perlu
didukung dengan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung.

2. Penyediaan lingkungan perkotaan yang bertujuan untuk mencapai
tingkat kesehatan masyarakat yang baik dan terciptanya dukungan
dari berbagai aspek dalam determinan sosial kesehatan serta implikasi
dan hubungan timbal balik yang positif pada iiagkungan perkotaan.

Prinsip kota sehat ini perlu menjadi acuan seluruh sektor pembangunan
dalam merancang ibu Kota Nusantara, sehingga mendukung untuk
terlaksananya upaya kesehatan yang optimal terutama dari sisi promoLif
dan prevenLif.

Gambar 3- 76 Ftdmeuork Kota Sehat di Ibu Kota Nusantara

KOTA
SEHAT
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Selain pengembangan kota sehat, prinsip dasar pembangunan kesehatan
juga difokuskan untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas
dan merata, sebagai berikut:

I . Jaminan kemudahan dan pemerataan akses masyarakat Ibu Kota
Nusantara terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2. Percontohan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui penguatan
upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar @rimary
health carel, dan sistem rujukan disertai dengan dukungan digitalisasi
pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan.

b. Peadidlkan

Pembangunan sektor pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan di
KIKN didasarkan pada konsep pendidikan Abad 21. Konsep ini selaras
dengan visi pendidikan di KIKN, yaitu membangun ekosistem pendidikan
terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi
serta menjadi model penyelenggara pendidikan yang bertujuar untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep, perencanaan, dan
strategi pembangunan pendidikan di KIKN didasarkan pada beberapa
pertimbangan sebagai berikut:

1. Penerapan wajib belajar 12 tahun dengan memastikan pendidikan
dasar dan menengah bagi semua anak, dan penguatan PAUD
(pendidikan K- 12), dikembangkan dengan stardar kualitas yang tinggi
untuk menjadi daya tarik perpindahan penduduk domestik dan/atau
u,arga asing, sehingga Ibu Kota Nusantara dapat berkembang lebih
cepat dan maju pesat;

2. Selain pendidikan umum, dapat dikembangkan pula pendidikan
umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan
vokasi yang mencakup SMK dan Politeknik juga dikembangkan dan
menjadi fokus utama untuk memenuhi kebutuhan talenta dan tenaga
terampil yang diperlukan klaster ekonomi baru, karena sekitar
60 persen dari proyeksi pekerjaan di tahun 2045 menuntut keahlian
vokasional;

3. Penguatan pendidikan tinggi dengan mengembangkan bidang
keilmuan yang paling diperlukan, terutama bidang science, technologg,
engineeing and mathematics (STEM) dan manajemen untuk
mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam klaster ekonomi.
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Enam klaster ekonomi penggerak utama pertumbuhan, sebagaimana yang
tercanfum pada Subbab 3.2.1.2, diperkirakan akan menciptalan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memerlukan pasokan tenaga
kerja terampil dalam jumlah besar. Untuk itu, kemampuan penduduk usia
kerja dan kelompok produktif perlrr ditingkatkan untuk menopang
pertumbuhan di Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan Timur.
Sampai tahun 2045, bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan
mencal<up: industri generasi mendatang yang berbasis energi terbarukan,
farmasi terintegrasi, industri berbasis pertanian berkelanjutan, ekowisata,
kimia dan produk turunan kimia, serta energi rendah karbon. Dengan
memperkirakan karakteristik suplai talenta saat ini di Ibu Kota Nusantara
dan Kalimantan Timur, harus dikembangkan suatu ekosistem pendidikan
terbaik, dan layanan pendidikan perlu dirancang guna menyediakan suplai
talenta unggul dan tangguh di masa depan. Pembangunan sektor
pendidikan di Ibu Kota Nusantara dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga ahli dan terampil di klaster ekonomi penggerak utama.

Untuk itu, pembangunan sektor pendidikan di Ibu Kota Nusantara harus
fokus dan memberi perhatian pada hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk penciidikan vokasi (SMK dan Politeknik), perlu dirancang suatu
kurikulum yang mengadopsi kebutuhan pasar dan industri, juga
memperhatikan bidang spesialisasi yang lebih relevan dengan
tuntutan klaster baru. Lembaga pendidikan vokast di Ibu Kota
Nusantara perlu bermritra dengan lembaga pendidikan vokasi lokal
dan,/atau asing terkemuka, dan industri/ swasta, terll tama untuk
mengembangkan bidang keahlian spesifik dan sesuai sektor unggulan,
seperti pariwisata dan agribisnis.

2. Penyediaan layanan pendidikan tinggi di Ibu Kota Nusantara secara
prinsip memenuhi aspek: (i) ketersediaan (auailabilit$-pemenuhan
sesuai kebutuhan, (ii) keterjangkauan (accessibflifu)-dapat diakses
oleh seluruh masyarakat usia pendidikan tinggi yang memenuhi
persyaratan akademik, (iii) keterkaitan strategis (connectiuityl-
terkoneksi dengan pusat industri, pusat aktivitas lbu Kota Nusantara,
dan kawasan pemukiman, (iv) relevansi-adaptif terhadap kebutuhan
aktual sumber daya malusia di pasar kerja, serta (v) efisiensi
interna-l-meminimalisir angka putus kuliah. Selain kelima aspek
tersebut di atas, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Ibu Kota
Nusantara dilakukan dengan dukungan kemitraan, baik
antarperguruan tinggi dalam negeri, maupun dengan perguruan tinggi
luar negeri yang bereputasi dunia.
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KetenagakerJaan

Pembangunan sektor ketenagakerjaan ditandai dengan dua indikator
utama, yaitu penciptaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran terbuka.
Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara direncanakan menjadi penggerak
utama sekaligus faktor pengungkit dalam pembangunan ketenagakerjaan.
Langkah yang diambil adalah dengan:

1. perincian kebutuhan tenaga kerja;

2. perincian jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan;

3. investasi pelatihan yang dibutuhkan;

4. pendataar calon tenaga kerja dari masyarakat lokal yang memerlukan
pelatihan; dan

.5. pemanfaatan instn:men koordinasi ketenagakerjaan antar-pemangku
kepentingan di daerah.

Pada tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara, penciptaan Iapangan
kerja akan bertumpu sepenuhnya pada sektor konstruksi. Kebutuhan
pembiayaan dan sumber daya pendukung untuk nrenunjang sektor
konstruksi akan mendorong adanya investasi pada wilayah Kaiimantan dan
sekitarnya yang akan meningkatkan roda perekonomian. Pada tahap awal
pembangunan Ibu Kota Nusantara, penciptaan lapangan kerja
diproyeksikan akan bertumpu pada sektor-sektor seperti konstruksi (75
persen), pemerintahan (20 persen), serta layanan pendukung (.5 persen).

Dalam jangka menengah dan panjang, pemindahan Ibu Kota Negara akan
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerak
ekonomi untuk pulau Kalimantan dan sekitarnya. Sektor-sektor ekonomi
dengan keungg:lan komparatif dan kompetitif yang dikembangkan di Ibu
Kota Nusantara akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi,
penciptaan lapangan kerja, dan dapat menumnkan kesenjangan.
Penciptaan lapangan kerja baru akibat berkembangnya sektor jasa dan
sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi akan menciptakan lapangarl
kerja yang memadai, serta dapat mengurangi ketimpangan antar-kelompok
pendapatan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat
inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat
setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Pada konteks
pembangunan Ibu Kota Nusantara, masyarakat setempat tidak hanya
sebagai penonton tetapi sebagai pemain utama. Strategi untuk melibatkan
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tenaga kerja dari masyarakat lokal dapat dilakukan dari kegiatan
pemetaan karakteristik tenaga ke{a lokal, pemetaan kuota alirmasi
tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal (daiam bentuk
pembekalan keterampilan (skillingl dan alih kompetensi (reskflling). Untuk
meningkatkan keahlian dan/atau membuat masyarakat sekitar
memperoleh keahlian barr agar dapat berkontribusi dalam pembangunan
Ibu Kota Nusantara, maka transformasi Balai Latihan Ke{a (BLK) di sekitar
Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu faktor penting di dalam penyerapan
tenaga kerja nrasyarakat sekitar,

3.3.2 Strategi Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

3.3.2. 1 Strategi Pembangunan Sosial

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam lingkup pembangunan sosial dan
budaya di antaranya adalah:

a. Strategi 1: Mempertahankan aset yang memiliki nilai-nilai budaya yang
stgniflkan dan dapat diakses oleh tnasyaraLat setenpat.
Komponen inti Rencana Induk menitikberatkan pada pemberian manfaat
kepada masyarakat yang sudah ada, termasuk penduduk asli, dengan
mempertahankan mata pencaharian dan memperluas peluang sosial dan
ekonomi. Strategi ini telah dirancang untuk melindungi, melestarikan, dan
meregenerasi sumber daya alam serta menghormati nilai tanah bagi
masyarakat setempat. Penghormatan atas aset sumber daya alam ini juga
dilakukan sebagai bagian dari keunikan identitas Ibu Kota Nusantara.
Adapun prinsip yang diacu dalam strategi ini adalah prinsip I dalam target
KPI, yaitu selaras dengan alam.

Adapun strategi spasial dan strategi lain yang mengelaborasi strategi 1

adalah sebagai berikut:

1. Strategi Spasial

a) Pengaturan kegiatan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam tata
ruang.

b) Penataan zonasi untuk mendukung konservasi kawasan lindung
yang bernilai penting.

c) Pelestarian bentang alam yang signifikan bagi pembentukar:
identitas Ibu Kota Nusartara (sungai, gunung, bukit, dan hutan).
Selain itu, beberapa strategi konservasi hutan telah diusulkan,
seperti konservasi flora dan fauna, konservasi in-situ (salah
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satunya adalah rehabilitasi hutan dan rehabilitasi mangrove), dan
konservasi eks-situ. Rincian strategi ini disqjikan di Subbab
Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Penataan ?,orla budi daya (perkebunan, pertanian, dan perikanan)
yang terintegrasi dengan permukiman masyarakat.

e) Alokasi zona baru yang mendukung kegiatan budi daya
hortikultura.

0 Melestarikan aset, termasuk situs yang memiliki niiai budaya
yang tinggi (registrasi aset penting sebagai cagar budaya).

2. Strategi ekonomi (pelengkapl

a) Mengembangkan sumber lapangan pekerjaan alternatif bagt
tenaga kerja setempat sesuai dengan keterampilannya.

b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis hortikultura komoditas
unggul daerah, strategis, maupun prospektif yang bertujuan
untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pelaku usaha
perkebunan.

3. Strategl komunikasi (pelengkapl

a) Mendorong lembaga terkait untuk meningkatkan ketertiban tata
ruang dan penindakan pelanggaran tata rtlang.

b) Meningkatkan kapasitas masyarakat terkait konser:vasi hutan
dan lingkungan.

c) Meningkatkan kapasitas terkait kegiatan hortikultura dan
intensifikasi lahan yang berwawasan lingkungan.

b. Strategi 2z Mendesain lbu Kota Nusantara sebagel kota
mendukung terbentuknya perpaduan budaya yatrg dapat dlterima
masyarakat

Strategi untuk mendulrung integrasi penduduk lokal dengan pendatang
baru di Ibu Kota Nusantara dirancang dengan memadukan perlindungan
sosial (socral safegaard) dan promosi budaya (social promotion). Strategi
yang dirancang juga sejalan dengan kebijakan perlindungan sosial dari
praktik terbaik global, seperti UN Srzsfainable Deuelopment Goals (SDGs)

Nomor 11-kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan kriteria
peminjaman etis (ethicat lendingl dari lembaga pendanaan multilateral dan
lembaga pendanaan lainnya, Secara khusus, target UN SDGs 11c bertujuan
untuk meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta
kapasitas perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia yang
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partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan di semua negara pada
tahun 2030.

Menghormati hak dan tradisi masyarakat yang ada, sekaligus merayakan
keragaman Indonesia dapat dicapai melalui penggunaan ruang terbuka
yang hati-hati, dan desain arsitektur. Strategi kearifan lokal dengan
mengintegrasikan praktik desain vernakular asli dalam desain dan
perencanaan kota disusun untuk memastik€u-r semua kelompok budaya
Indonesia diwakili secara kreatif dan tepat.

Prinsip yang dapat diacu dalam strategi ini adalah prinsip 2 Bhineka
Tunggal Ika, terutama pada KPI butir 2.1 100 persen integrasi seluruh
penduduk dan KPI butir 2.3 1O0 persen ruang publik dirancang
menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang
responsif gender dan inklusif.

Adapun strategi spasial dan strategi iain yang mengelaborasi strategi 2
adalah sebagai berikut:

1. Strategi spaeial

a) Menyediakan ruang untuk menghormati kebudayaan Iokal dapat
berupa pengembanga.n pusat kebudayaan, balai adat, museum,
monumen, dan sebagainya.

b) Menggunakan langgam arsitektur vernakular atau simbol-simbol
tradisional sesuai dengan wilayatr adat yang diwakilinya dalam
desain pembangunan Ibu Kota Nusantara.

c) Menggunakan toponimi yang mencerrninkan kearifan lokal untuk
nama jalan, lokasi, bangunan penting, ruang terbuka publik, dan
sebagainya.

d) Mengidentifikasi dan memetakan wilayah-wilayah yang dianggap
mengandung hak ulayat suatu masyarakat hukum adat.

e) Mengintegrasikan permukiman yang sudah ada dalam
perencanaan struktur Ibu Kota Negara yang baru, termasuk
masyarakat dalam area terbangun KIKN dan yang berada di
sekitar delineasi. Usaha ini dapat dilakukan, antara lain dengan
memastikan rencana jalan terhubung dengan permukiman lokal
dan menempatl<an fasilitas publik dan jaringan transportasi
publik di area tepi delineasi pengembangan Ibu Kota Nusantara.
Hal ini dilakukan untuk menyediakan aksesibilitas bagr
komunitas di luar batas pengembarlgan Ibu Kota Nusantara.
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f) Mendorong terciptanya integrasi yang baik antara lokasi yang
teridentihkasi memiliki nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta
sejarah yang tinggi dan area yang direncanaka-n akan
dikembangkan.

2. Strategi ekonoml lpelengkap)
a) Menyediakan variasi lapangan kerja yang beragam dan dapat

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan
keterampilan dan tingkat pendidikannya.

b) Mengembangkan area pusat budaya sebagai desrinasi vrisata yang
bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal.

3. Strategl komunlLasi (pelengkapf

a) Membentuk lembaga yang mengelola isu terkait lahan.

b) Meningkatkan kapasitas sosial budaya terkait lahan.

c) Menyusun acara yang berkaitan dengan kegiatan wisata berbasis
budaya.

d) Meningkatkan akses lapangan kerja bagi kelompok rentan melalui
pelatihan keterampilan dan peningkatan jenjang pendidikan.

e) Memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam memperoleh hak
ulayat atau hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat.

Strategl 3: Membentuk slmpul yang kuat antera ruang publik tiagkat
lokal, reglonal, den nasloual yang inkluslf untuk aenua'

Dengan mengacu pada prinsip 2 Bhinneka Tunggal Ika pada target KPI Ibu
Kota Nusantara, strategi ini mengakui peran kota dalam menyediakan
tempat untuk konvergensi dan kolaborasi, serta mempromosikan
pertukaran nilai-nilai budaya antar-kelompok yang beragam. Strategi
untuk mendukung kenyamatran dan kemudahan akses terhadap
infrastruktur sosial (pusat budaya, ruang publik, dan tempat ibadah)
dibuat untuk meningkatkal kelayakan huni kota dan mempromosikan
interaksi dan kohesi komunitas, serta mengurangi dampak negatif yang
dapat ditimbulkan oleh kota-kota di luar Ibu Kota Nusantara'
Dimasukkannya fasilitas budaya yang menghormati dan menyediakan
ruang bagi masyarakat adat untuk berbagi kearifan lokal merupakan
strategi penting untuk mencerminkan trudaya lokal dan mendukung
berbagai suku di Indonesia untuk terwakili secara kreatif dan tepat serta
sejalan dengan UN SDGs Nomor 11.
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Gambar 3-17 Hierarki Fasilitas Umum

Skala Melropolilan

lnfrastruktur budaya dan sosial yang

secara nasional penting, disediakan
oleh pemerintah pusat

Skala pelayanan setare
Kecamatan

Fasilitas yang memerlukan sumber
daya banyak melayani jumlah
populasi yang leblh besar

Skala pelayanan Betara Kelurahan

Pelayanan yang mendukung
jaringan fasilitas umum dan akses
masyarakat

Skala pelayenan setara Rukun
Warga

Pelayanan dan fasilitas yang
m€mbutuhkan akses di tingkat lokal
secara langsung

Fasilitas umum ini akan didistribusikan secara merata melalui konsep
Kota 1O Menit dan penanamern prinsip desain akses universal dan inklusif.
Akses universal dianggap sebagai hak asasi manusia oleh organisasi global
terkemuka seperti Bank Dunia dan Program Pembangunan PBB dengan
demikian sejalan dengan praktik standar global di kota-kota maju.

Demografi Ibu Kota Nusantara akan berubah dari waktu ke waktu, oleh
sebab itu menyediakan ruang untuk belajar, berkr.rmpul, bertukar (barang
dan ide) akan menjadi unsur yang penting di masa mendatang. Ruang
umurn tersebut juga menjadi cerrninan bagi berbagai suku dan budaya,
menyediakan tempat untuk berkembang, dan mewujudkan Ibu Kota
Nusantara sebagai sebuah tempat untuk tinggal, bekerja, dan bermain.
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Adapun strategi spasial dan strategi lain yang mengelaborasi strategi 3
adalah sebagai berikut:

1. Strategi spasial

a) Membangun taman dan ruang/ fasilitas publik sepert.i, taman,
tempat ibadah, pasar, sekolah, sarana kesehatan, dan lain-lain
yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

b) Merancang ruang publik dengan akses yang setara dan
bermartabat untuk semua kelompok terrrrasuk penyandang
disabilitas, muda, tua, wanita, tuna netra, dan orang-orang dari
latar belakang budaya yang berbeda.

c) Menyediakan ruang publik berskala regional dan nasional yang
berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa (alun-alun,
taman nasional, taman budaya, museum, dan perpustakaan)
dengan penempatan lokasi ruang publik yang akan memperkuat
kebhinekaan seperti di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral
Jakarta.

d) Memanfaatkan aset budaya yang ada sebagai pusat komunitas.

e) Menyediakan rLlang komunitas yang fleksibel dan memungkinkan
terbangunnya tata guna yang mendukung berbagai fungsi sehari-
hari dan sepanjang pengembangan Ibu Kota Nusantara.

f) Menyediakan ruang untuk pelatihan, baik formal maupun dibuat
bersama komunitas, untuk mendukung jalur pembelajaran
komunitas, termasuk populasi yang sudah ada.

2, Strategi ekononl lpelengkapf
Mengembangkan kawasan sentra budaya yang dapat menjadi
destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan
kesej ahteraan masyarakat setempat.

3. Strategi konunltasi(pelengkap)
Melibatkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, tim ahli
cagar budaya, dan lembaga adat terkait ctalam proses identihkasi dan
registrasi aset cagar budaya.
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d. Strategt 4: Menycdle&aa kesetarean akses ke infrastnrhur utama dan
tipologl perumahan yang beragan

Pertimbangar utama da-lam desain Ibu Kbta Nusantara mengacu kepada
kesetaraan serta prinsip 6 (aman dan terjalgkau), secara spesifrk pada
KPI butir 6.2 (permukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142
hektare memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045) dan 6.3
(perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian
berimbang). Fokus akan dipusatkan pada akses yang adil terhadap
kebutuhan dasar yang paling mendesak, akses terhadap perumahan yang
terjangkau dan berkelanjutan, serta mendorong pembangunan yang
mewadahi penghasilan masyarakat yang berbeda-beda untuk menekankan
prinsip-prinsip inklusi sosia-l dan pembangunan ekonomi yang inklusif,
seperti yang diuraikan dalam Agenda Perkotaan Baru UN Habitat.

Memperkenalkan beragam tipologi hunian yang didistribusikan secara adil
di daerah perkotaan akan menghasilkan bauran penduduk yang lebih
besar, mendorong semangat dan keragaman sosio-ekonomi dalam
masyarakat, dan memastikan akses yang terjangkau ke lapangan
pekerjaan. Kerangka regulasi di tanah air akan berupaya untuk
memastikan sernua warga negara Indonesia memiliki akses ke perumahan
yang arrran dan layak di Iingkungan yang berimbang.

Unsur ruang yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki (walkabilitg) dan
aksesibilitas yang baik telah ditanamkan ke dalam Perincian Rencana
Induk sehingga status sosial ekonomi tidak akan menjadi penentu yang
diskriminatif bagi layanan, fasilitas, atau peluang yang dapat diakses warga
di Ibu Kota Nusantara.

Adapun strategi spasial dan strategi lain yang mengelaborasi strategi 4
adalah sebagai berikut:

1. Strategl Spastal

a) Perencanaan sarana dan prasarana umum dan sosial yang merata
di seluruh Wilayah Ibu Kota Nusantara, tidak hanya berfokus pada
KIPP, tetapi juga di KIKN, KPIKN, dan wilayah perbatasan sesuai
dengan populasi yang dilayar,inya.
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b) Perbaikan sarana dan prasarana umum dan sosial yang ada
dengan mempertimbangkan kebutuhan hingga Tahap 5 (detail
dijelaskan pada bagian Infrastruktur). Perbaikan termasuk akses
listrik dengan koneksi ke jaringan (gidl, akses air dengan koneksi
ke jaringan air minum, akses air limbah yang dilayani oleh sistem
terpusat/desentralisasi. Strategi transportasi juga akan
menyediakan akses ke moda transportasi umum dan waktu
tempuh 10 menit menuju fasilitas kesehatan primer dan fasilitas
umum"

c) MenSrusun panduan perencanaan dan desain untuk mencegah
intensifikasi permukiman di luar area yang dikembangkan.

d) Menyedrakan akses yang adil untuk perumahan dengan
meningkatkan target pemerintah saat ini yaitu penyediaan
perumahan layak, aman dan terjangkalr 5rang memperhatikan
rasro hunian berimbang.

e) Menyediakan perLrmalran yang mewadahi beragam pendapatan
masyarakat (mixed-income housingl di Ibu Kota Nusantara,
khususnya di wilayah-wilayah yairg berdekatan dengan titik transit
sebagai a-lternatif permukiman baru.

0 Menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

2. Strategi ekonomi (peteagkapl

a) Melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam pembangtlnare
Ibu Kcta Nusantara.

b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggul daerah,
strategis, maupun prospektif yang bertujuan untuk meningkatkan
nilai.

Sttategi 5: Membangun Easyarekat yang tangguh terhadap Perubahan
Iklim
Sebagai salah satu target UN SDGs (SDGs Nomor 11), ketahanan kota
diakui sebagai isu perkotaan yang penting. Oleh karena itu, beberapa
strategi disusun dan dieksplorasi untuk mendukung masyarakat di dalam
Ibu Kota Nusantara dalam menghadapi guncangan dan tekanan dari
dampak perubahan iklim.

Adapun strategi spasial dan strategi lain yang mengelaborasi strategi 5
adalah sebagai berikut:
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Strategi Spasial

a) Mengatur kegiatan dal peman faatan kawasan DAS serta
mengatur manajemen air untuk menjaga fungsi dan
keberlanjutan kawasan lindung, mengurangi dampak
lingkungan, dan risiko polusi

b) Mengawasi dan mengendalikan pembangunan di wilayah DAS
untuk mencegah intensifikasi pembangunan melalui program
rehabilitasi maupun pilihan untuk relokasi. Desain rumah hijau
(green housingl yang memanfaatkan energi baru terbarukan
(reneuable energgl.

c) Menyediakan sarana pengolahan sampah (waste management),
seperti titik-titik pengumpular dan daur ulang sampah di sekitar
pemukiman.

Strategi ekonomi (pelengLap)

a) Menyediakan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan resilien
terhadap perubahan iklim bagi seluruh masyarakat Ibu Kota
Nusantara.

b) Mendorong kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggul daerah,
strategis, maupun prospektif yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai.

Strategi komunlkasl (pelengkapl

Memfasilitasi wilayah-wilayah di ibu Kota Nusantara yang rentan
terhadap perubahan iklim dengan mencanangkan program yang dapat
dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administrasi yang
setara dengan tingkat lingk-ungan hingga kelurahan sebagai upaya
untuk meningkatkan penyesuaian terhadap perubahan iklim.

3.3.2.2 Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada strategi pembangunan sumber daya manusia di Ibu Kota Negara terdapat
dua sektor penting untuk menciptakan sumber daya yang berdaya saing dan
taagguh. Pertama adalah sektor pendidikan dan pelatihan yang dalamnya juga
mencakup ketenagalerjaan, dan yang kedua adalah sektor kesehatan untuk
mendukung Wilayah lbu Kota Nusantara yang sehat dan menyehatJ<an bagi
penduduknya.

1

2

3
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Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam lingkup pembangunan sumber
daya manusia yakni sebagai berikut:

a. Menyediakan layanan pendidilran yang merata, berkualitas, dan
inkluslf
Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikaa dasar,
dan pendidikan menengah mencak'up aspek akses layanan yang dapat
mencakup seluruh anak usia sekolah, pembelajaran dan pengajaran
berkualitas, penjaminan mutu, dan tata kelola pendidikan. Pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
dikembangkan dengan standar kualitas yang tinggi untuk menjadi daya
tarik perpindahan penduduk domestik dan/atau warga asing, sehingga Ibu
Kota Nusantara dapat berkembang lebih cepat dan maju pesat. Penvediaan
layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif dapat dipenuhi
antara lain melalui strategi berikut ini:

1. Pemenuhan akses pendidikan di berbagai jenjang pendidikan secara
merata:

a) Penyediaan satuan pendidikan yang memadai untuk
SD/MI/Paket A/sederajat, SMP/MTs/Paket B/sederajat, dan
SMAi MA/ Paket C / sederajat.

b) Penyediaan satuan pendidikan ienjang menengah dapat berupa
pendidikan vokasi (SMK), dengan kompetensi keahlian yang
dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan di Ibu Kota
Nusantara, terutama untuk memenuhi kebutuhan talenta dan
tenaga terampil yang diperlukan klaster ekonomi baru di Ibu Kota
Nusantara.

c) Penyediaan satuan perrdidikan yang memadai untuk anak dengan
disabilitas (pendiclikan khusus dan pendidikan inklusii).

d) Penyediaan bantuan pendidikan bagi anak yang berasal dari
keluarga tidak mampu, dan anak berprestasi/berbakat.

2. Penyediaan secara memadai layanan satu tahun pra-sekolah dengan
mendorong penerapan Pengembzu'rgan Anak Usia Dini-Holistik
Integratif (PAUD-HI).

3. Penerapan pembelajaran dan pengajaran berkualitas:

a) Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi
dan kompetensi sesuai standar.

b) Penerapan kurikulurn dan model pembelajaran yang berorientasi
pada penguasaan keterampilan Abad-2i, dengan fokus pada
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pembelajaran berbasis pada penguasaan cara berpikir tingkat
tinggli (higher orrier thinking skills), serta penguatan so/, skills dan
It'e skills, termasuk kemampuan digital.

c) Pengembzmgan model pembelajaran yang sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan anak, serta dapat secara optimal
mengembangkan potensi, minat, dan bakat anak.

d) Penguatan pendidikan karakter, kewargaan, dan agama.

e) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kualitas
pernbelajaran, termasuk dalam peningkatan pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi.

0 Penyediaa.n akses bahan bacaan memadai dan berkualitas, dalam
rangka mendukung budaya gemar membaca dan meningkatkan
literasi dengan optimalisasi pemanfaatan platform pembelajaran
digital.

g) Perluasan pendidikan inklusif di satuan pendidikan umum
mencakup kapasitas pendidik dan model pembelajaran yang
sesuai, terutama untuk anak dengan disabilitas.

h) Memastikan terciptanya lingkungan belajar yang yang non-
diskriminasi, tidak bias gender, serta mengupayakan hak dan
perlindungan anak dari penrndungan dan perlakuarr salah, serta
lingkungan belajar yang aman, bersih, sehat, dan berbudaya
lingkungan hidup.

4. Penerapan budaya mutu baik di satuan pendidikan dan pemangku
kepentingan pendidikan di Ibu Kota Nusantara, termasuk penguatan
penjaminan mutu, peningkatan kualitas peta mutu, dan pelaksanaan
akreditasi.

.5. Peningkatan kualitas tat.a kelola pendidikan, mencakup pendataan
pendidikan yang valid dan berkuaiitas, pelaksanaan perencanaan
pendidikan sesuai data, kondisi dan kebutuhan, serta pemanfaatan
berbagai sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan.

b. Mengembangkan Best ln Class Teachlng Unlversl@ dan Research
Unluersity

Salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing
dan tangguh di Ibu Kota Nusantara adalah dengan mewujudkan praktik
batk (good practicel dalam per-wujudan diferensiasi misi perguruan tinggi di
Ibu Kota Nusantara yakni Teaching Uniuersitg dan ResearchUniuersity. Best
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in Class Teaching Uniuersitg akan didorong melalui peningkatan kualitas
pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Sedangkan Best rn Class
Research Universitg al<an berfokus pada peneli[ian unggulan serta
didukung oleh komposisi sumber data riset yang didonrinasi oleh
mahasiswa jenjang 52 dan 53. Pengembangan dua fungsi perguruan tinggi
tersebut dilakukan dengan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi
secara utuh. Perg-rruan Tinggi (PT) di Ibu Kota Nusantara perlu
dikembangkan melalui beberapa strategi sebagai berikut:
l. Penguatan kemitraan berpola konsorsium dengan PT terkemuka

dalanr negeri untuk mengembangkan bidang STEM.

2. Rintisan kerja sama kelembagaan dengan perguruan tinggi kelas
dunia, untuk mengembangkan suatu bidang ilmu spesifik,
multi/ trans-disiplin sesuai kebutuhan kontekstual Ibu Kota
Nusantara dan Indonesia pada umumnya.

3. Peningkatan daya tampung melalui penambahan infrastruktur,
fasilitas pendidikan, dan sumber-sumber pembelajaran, serta
alternatif program studi di luar kampus utama (PSDKU).

4. Pemfokusan program studi dan bidang keilmuan yang dikembangkan,
diselaraskan dengan potensi unggulan wilayah Kalimantan dan
kebutuhan industri setempat, dengan menjadikan PT sebagai center of
excellene (CoEl.

5. Perluasan jaringan antar-lembaga dan antar-tenaga akademik (dosen,
peneliti) melalui berbagai skema program dan kegiatan seperti
professorial felloutship, riset & inovasi, publikasi, dan forum konferensi
ilmiah untuk meningkatkan intemational expose bagi ilmuwan dan
akademisi Indonesia.

6. Pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia dapat menjadi peluang
pengembangan kerja sama kelembagaan dalam rangka peningkatan
kapasitas perguruan tinggi domestik. Perguruan tinggi asing
berkualitas yang akan dibangun di Indonesia menjadi benchmark bagi
perguruan tinggi dalam negeri dalam penyelenggaraan pendidikan
tinggi berstandar internasional. Adapun program srudi perguruan
tinggi asing diarahkan pada bidang keilmuan strategis, yang
berpotensi sebagai faktor pengungkit dalam pengembangan iptek,
inovasi, dan daya saing perguruan tinggi Indonesia.
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Menyiapkan sistea pelatihan daa penyaluran tenaga kerJa secara
inklusif dan aflrmatif eesuai kebutuhan pembangunaa lbu Kota
Nusantara

Pelatihan vokasi di lokasi Ibu Kota Nusantara akan berbasis permintaan
(demand driuenl sesuai dengan potensi pasar dan arah pembangunan
ekonomi di Ibu Kota Nusantara dengan orientasi difokuskan pada
pembekalan Kompetensi Ker.la (skillingl; alih Kompetensi Kerja (reskillingl;
dan peningkatan Kompetensi Kerla (upskillino) sesuai dengan kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan berwirausaha berdasarkarr
Standar Kompetensi Kerja. Meskipun pada tahap awal pembangunan Ibu
Kota Nusantara a.kan didominasi penciptaan lapangan kerja di sektor
konstruksi, pembangunan Sistem Inforrnasi Pasar Kerja (SIPK) yang andal
perlu segera disiapkan untuk sektor lainnya dalam rangka memastikan
kesesuaian (link and matchl antara permintaan tenaga kerja dengan
keahlian yang dimiliki para tenaga kerja, khususnya dan warga setempat
yang memerlukan afirmasi.

Selain menerapkan afirmasi untuk pelibatan warga lokal (termasuk
masyarakat adat), penjaringan peserta pelatihan vokasi pada konsep y{Lg
inklusif dan pelibatan secara luas mengacu pada pengarusutamaan
perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial atau gender
equalitg, disability, and social inclusion (GEDSI).

Konsep, alokasi kuota, kriteria ahrmasi, dan mekanisme seleksi jug, akan
disusun bersama dengan perwakilan masyarakat setempat di Ibu Kota
Nusantara dengan memperhatikan kearifan lokal serta konteks yang tepat
secara budaya dan kemampuan setempat. Beberapa langkah awal dialog
sosial dalam rangka penjangkauan dan identifikasi afirmasi meliputi
pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Perwakilan masyarakat adat suku Kutai, suku Paser, suku Dayak, dan
masyarakat pendatang yang bermukim sejak lama (Jawa, Bugis,
Banjar, serta lainnya),

2. Perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan yang berlatar belakang
wilayah, etnis, agarna, maupun penanda sosial (social marker) lainnya
seperti organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pemerhati isu
sosial/perwakilan kelompok rentan lainnya.

3. Per-wakilan pemangku adat kesultanan.

4. Perwakilan dunia usaha dan industri dan asosiasi profesi/sektor
usaha lainnya, termasr:k bisnis rintisan (start-upl, koperasi, dan
UMKM.
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5. Perwakilan akademisi, ilmuwan, cendekiawan, dan peneliti setempat,

mencakup lintas disipiin termasuk sosial-humaniora (antropologi,
sosiologi, ilmu budaya).

d. Menganrsutamakan Aepek Kesehatan dalam Pembangunan Ibu Kota
Nusantara

Dalam pembangunan kesehatan, diperlukan perspektif determinan sosial
kesehatan dan pengarusutamaan kesehatan ke dalam setiap tahapan
perencanaan, perancangan, pembangunan, serta pengelolaan kota.
Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
memerlukan koordinasi teknis dengan berbagai sektor, terutama dalam
memastikan tersedianya ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang
mendukung, seperti sarana transportasi yang menghubungkan
antar-fasilitas kesehatan untuk mendukung proses rujukan pasien secara
lebih cepat, menjamin faktor keamanan, tersedianya sarana telekomunikasi
yang mendukung layanan telemedicine, pembangkit listrik, air bersih,
hingga sarana pengolah lirnbah cair, padat, dan limbah medis E}3 (bahan
berbahaya dan beracun).

e. Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh
masyarakat secara merata tanpa kendala baik jarak, waktu, dan finansial,
diwujudkan melalui:
1. peningkatan kapasitas pelayanan kesehalan existing di Wilayah Ibu

Kota Nusantara dengan peningkatan jumlah puskesmas, rumah sakit
(RS), dan laboratorium kesehatan, pembangunan minimal 1 RS
berstandar internasional, pemenuhan SDM, Sarana, Prasarana, dan
Alat (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang
berlaku;

2. pengembangan sistem rujukan yarLg berjenjang dengan tetap menjaga
fleksibilitas bagi masyarakat daiam pemenuhan kebutuhan pelayanan
kesehatannya dan mempertimbangkan faktor lokasi/jarak fasilitas
pelayau an kesehatan terdekat;

3. perluasan sistem pelayanan kesetratan dan sistem informasi
kesehatan yang terintegrasi publik dan swasta;

4. pengembangan layanan unggulan yang dapat menjadi center of
excellences;

5. pengembangan pengobatan tradisionai;
6" perencanaan SDM kesehatan di Ibu Kota Nusantara dan dukungan

Pemerinta-h Pusat maupun daerah sebagai katalisator untuk
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terwujudnya kerja sama antara fasilitas kesehatan dengan lembaga
pendidikan tenaga kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan SDM
kesehatan;

7. memastikan kecukupan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan
mendorong berkembangnya industri farmasi dan alat kesehatan dalam
negeri;

8. penyediaan dukungan pembiayaan yang memadai untuk membangun
sarana prasarana dan menyediakan peralatan medis dan non medis
yang dibutuhkan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan; dan

9. pengawasan obat dan makanan untuk memastikan ketersediaan akses
terhadap pangan sehat dan jaminan obat dan makanan aman dan
bermutu.

Memperkuat sistem kesehatan termasuk untuk kesiapan penangaDen
pandemi penyaklt

1, Pencegahan penularan penyakit Qreuentl, mencakup penyediaan akses
masyarakat atas informasi komprehensif dan terpercaya bersumber dari
pemerintah dengan pemanfaatan tekn<,rlogi; pemberdayaan masyarakat
secara luas untuk dapat berperilaku hidup sehat; penyediaan vaksinasi
fiika pandemi penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi); penguatan
pintu masuk negara dalam deteksi kasus dan kekarantinaan kesehatan.

2, Deteksi kasus penyakit (detectl, mencakup pengembangan sistem
surveilans yang terintegrasi dan real time; pemenuhan standar tingkat
keamanan hayati (Bio-Safety Leuell minimal tingkat 3 dan dapat
ditingkatkan minima-l tingkat 4 untuk penguatan fungsi surveilans dan
ketahanan negara; pembangunan .jejaring laboratorium; pemenuhan
logistik, dan sarana prasarana serta SDM yang memadai; dan
penguatan upaya atau tindakan melakukan tes (testingl, penelusuran
kontak erat (tracingl, dan perawatan (treatment) untuk memutus rantai
penyebaran penyakit dan manajemen data dalam sistern infcrrmasi yang
dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

3. Penyediaan pelayanan kesehatan di masa pandemi (respondl,
mencakup penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai
dengan kecukupan ruang isolasi dan ruang perawatan, pelatihan SDM
dan penyediaan alokasi anggaran yang mencukupi; pengembangan
early waming system sebagai aiat bantu pengambilan keputusan
pengadaan dan pendistribusian kefarmasian termasuk vaksin dan alat
kesehatan secara cepat.
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PRINSIP DASAR DAN STRATEGI PERTANAIIAIY

Prinsip Dasar Penyediaan dan Pengelolaan Pertanahan

Penyediaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara didasarkan pada
prinsip pengelolaan lahan milik negara secara optimal dan penghorma.tan hak
atas tanah. Pada tahap awal, pembangunan lbu Kota Nusantara diutamakan di
lahan yang tidak ada pemilikan maupun perrguasaan tanah oleh masyarakat.
Dalam kondisi tertentu apabila pembangunan Ibu Kota Nusantara akart
dilakukan lokasi yang terdapat pemilikan maupun penguasaan tanah, maka
proses pengadaan tanah akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan
dengan tetap menghormati hak atas tanah.

Penyediaan atau perolehan tanah untuk pembangunan dilakukan melalui
dua mekanisme: plrubahan peruntukan dan/atau pelepasan kawasan hutan,
dan mekanisme pengadaan tanah. Mekanisme pembahan peruntukan kawasan
hutan dijelaskan secara terpisah pada sub bab berikut. Sementara, rnekanisme
penyediaan tanah dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi
pembangunarr untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara
langsung.

Selanjutnya, tanah baik yang berasal dari mekanisme pengadaan tanah maupun
kawasan hutan di Wilayah Ibu Kota Nusantara akan dikelola dan/atau dalarn
penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

3.4.1.1 Prinsip Dasar Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Ibu Kota
Nusantara mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara. Pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundangan tersebut
telah memperhitungkan prinsip kehati-hatian, pemberian ganti kerugian yang
memadai dan adil dengan bentuk ganti kerugian yang disepakati melalui
musyawarah, serta kejelasan tahapan dan waktu penyelesaian yang temkur.
Apabila ada keberatan dari pihak yang berhak (pihak yang memiliki atau
menguasai tanah), maka pemberian ganti kenrgian akan dititipkan di pengadilan
(konsinyasi) sehingga pembebasan tanah tetap diiakukan dan pembangunan
dapat tetap berjalan.
Guna memastikan kelancaran pengadaaan tanah, sebelum Otorita Ibu Kota
Nusantara terbentuk atau 

- melaksanakan tugas secara penuh,
kementerian/lembaga yang melakukan pembangunan di lokasi Wilayah Ibu
Kota Nusantara bertindak sebagai instansi yang membutuhkan tanah. Tahapan
pengadaan tanah pada Wilayah Ibu Kota Nusarrtara adalah sebagai berikut:
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Garnbar 3- 18 Ketenhran Peraturan Perundang-undangan untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum di Wilayah Ibu Kota Nusantara

ATi/8Pi,l d.n
lEt!nrl TarLlt

. lnvcnlairsa!i ddn ld.ntrfrlay:

. PeniEian ol?h AppciFl;

. PelepMn dsn P?mberian
Ganti Xeru8lrn

l(ffiterl.n ATR/BPW
. Perryerahan hasrl kegada

rnslann yrng rcmbuluhken
ten.h lVL.teu Olorita lbu
Xota N@ntaral

. Sertiflkasr lenih hrsil
Pengrdaan Tanah

ffi6'dFtl)@..

!Fnvrnilr I r{.\i +nilrurqnr

Pembangunan Ibu Kota Nusantara sedapat mungkin tidak melakukan retokasi
penduduk setempat dan mengutamakan revitalisasi kawasan permukiman
masyarakat. Jika tidak terhindarkan, relokasi penduduk setempat dilakukan
secara adil dan partisipatif, Apabila relokasi akhirnya perlu dilakukan, strategi
relokasi dan program perlu disusun sejak tahap perencanaan yang dapat
menjamin kehidupan masyarakat akan lebih baik dari sebelumnya. Pemberian
ganti nrgi yang layak dan adil, serta pemukiman kembali penduduk yang
daerahnya terkena dampak pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang
tidak hanya mengganti rumah dan tanah, tetapi juga dengan pemulihan
kehidupannya.

Seluruh proses/tahap pengadaan tanah harus menerapkan prinsip konsultasi
yang bermakna untuk menyelaraskan kesepahaman antara pihak-pihak yang
berkepentingan. Oleh karena itu, pemetaan pemangku kepentingan harus
dilalnrkan dengan seksama untuk melibatkan semua pihak tanpa terkecuali
dengan memperhatikan perlindungan kelompok rentan terutama anak-anak,
kaum perempuan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, dalam proses
pengadaan tanah juga perlu melakukan transparansi informasi secara konsisten
dengan prinsip keterbukaan pada setiap tahapan kunci, seperti hasil pendataan
pihaJ< yang berhak mendapatkan ganti n-rgi dan aset yang terkena dampak.

Mekanisme pengaduan keberatan dan langkah-langkah penanggulangannya
hanrs jelas, dan jika jalur hukum harus ditempuh, seluruh prosesnya juga perlu
dijelaskan dengan baik. Dalam mendukung proses pengadaan tanah, harus
disediakan anggaran yang memadai untuk biaya pengadaan tanah yang layak
dan adil, sehingga tidak meninggalkan isu pertanahan yang tidak terselesaikan
dan akan mengganggu proses pembangunan dan operasional Ibu Kota

Penyerahan
Hasil

Pelaksanaan

PersiapanOlwil. lhr Xotr
Nusntan terbentut;
Xeme.{.rld/LmD.ga

S€tel.h OtDrit lb{ Xotr
Nuenla6 te.bentrdal
Otdita lbu 7ot ltuFntan

. Ookuhen Permcrnain
Pengadaan Tenrh

Perencanaan
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Nusantara di masa mendatang. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi juga
perlu dibangun untuk menjamin agar semua proses senantiasa taat asas dan
prosedur, serta diterapkannya prinsip penggantian yang layak dan adil.

Pihak yang berhak mendapat ganti kerugian adalah pihak yang menguasai atau
memiliki objek pengadaan tanah, dan dijelaskan melaiui Gambar 3-19 sebagai
berikr.rt:

Gambar 3- 19 Subjek yang Berhak Mendapat Ganti Rugi

pcnr€8an8 Hak Atas Tanah

1

Ipemilik bangunan, tanaman, atau benda

lein f.nB bcriaitan dengan tanah
pemegang Hak Pengelolaan

tanah wataf

alat buhitenulls hak lama

Ruang atas tanah dan
bawah tanah

pemegang dasar pentuasaan

atas tanah

pihak yang menguxai Tanah

Negara dengan itikad baik

masyarakat hukum adat
dtFhDr@t

trl6tuan padur.n rrund.rE
i ,rg.trrt

Sumbcr: Pasal 18-28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara memperhitungkan objek
pengadaan tanah dan besaran ganti kerugian yang didasarkan pada penilaian
bidang per bidang tanah, yang meliputi enam objek pengadaan tanah, dan
dijelaskan melalui Gambar 3-2O sebagai berikut:

Gambar 3-20 Objek Pengadaan Tanah

Tanah

nrler ttat p.op?t1l tl,a

Btnd. h^ yang
barka{rn drngtn txah

Bangunan

Tanaman

Sumber: Pasal l8-28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Penyelcnggaraan
Pengadaan Tanah bagi Fembangunan untuk Kepentingan Umum

subjek

objek
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Perkiraan ganti kemgian sebaiknya sudah diperoleh sejak tahap perencanaan.
Selanjutnya proses penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pertanahan perlu
dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan keberatan pihak yang berhak.
Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai-
Pertanahan bersifat final dan mengika.t dan dijadikan dasar musyawarah untuk
menetapkan bentuk kemgian.

Selain melalui pengadaan tanatr bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
pengadaan tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara juga dapat melalui pengadaan
tanah secara langsung (business-to-busrness) seperti jual beli, hibah, tukar
guling (ruislag), pelepasan secara sukarela, atau bentuk-bentuk lain yang
disepakati.

3.4.1.2 Prinsip Dasar Penyediaan Tanah Kawasan Hutan

Status tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagian besar merupakan
kawasan hutan, yaitu mencapai sekitar 70 persen. Bahkan, untuk area KIPP
dan KIKN kawasan hutan mencapai sekitar 90 persen. Namun, kawasan hutan
di Ibu Kota Nusantara tidak semuanya berwujud hutan. Saat ini, sudah terdapat
beberapa penguasaan atau tumpang tindih baik legal maupun ilegal, yang
luasannya mencapai 50 persen dari Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Kawasan hutan juga merupakan salah satu aset negara, dan dapat digunakan
dan/atau diubah untuk kepentingan pembangunan. Terlebih salah satu tujuan
Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan adalah dengan tetap menjaga tutupan
hutan minimal 65 persen. Dengan demikian perubahan status kawasan hutan
dilakukan dengan tetap mempertahankan dan menambah fungsi hutan di
Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Oleh karena itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara juga dapat menjadi
momentum untuk menata kembali kawasar hutan. Sejalan dengan konsep
pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai kota hutan, maka penataan
kawasan hutan yang terintegrasi dengan tata ruang menjadi sangat diperlukan.

Mempertimbangkan kondisi di atas, perubahan status kal,'asan hutan menjadi
area penggunaan lain mempunyai tujuan utama untuk penataan kembali hutan
di Ibu Kota Nusantara. Beberapa wilayah yang statusnya bukan kawasan hutan
tetapi mempunyai fungsi penting bagi keanekaragaman hayati akan
dilestarikan. Pembargunan Ibu Kota Nusantara juga sangat memperhatikan
koridor satwa dan karbon stok sebagai wujud kota berkelanjutan.
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Saat ini, terdapat ernpat mekanisme pelepasan dan penggunaan kawasan hutan:
a. Pembahan status kawasan hutan atau pelepasan satu Wilayah Ibu Kota

Nusantara,
b. Perubahan status kawasan hutan atau pelepasan parsial,

c. Penggunaan kawasan hutan,
d. Kerja sama dengan pengelola atau pemegang konsesi.

Adapun tata cara keempat skema di atas dapat dijelaskan melalui gambar
berikut:

Gambar 3-21 Tata Cara Mekanisme Pelepasan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
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3.4.1.3 Prinsip Dasar Pengelolaan Pertanahan

Pengelolaan tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Otorita Ibu
Kota Nusantara didasarkan pada prinsip peningkatan nilai tambah dari tanah
secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengelola tanah dan diberi hak pakai
dan/atau hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pemberian hak pakai dan/atau hak
pengelolaan tersebut dilakukan dengan menghormati hak atas tanah
masyarakat dan ha-k atas tanah masyarakat adat. Di atas hak pengelolaan dapat

Dnlam ian{ii;r pfn{il:k Forili}ilaguniln IKN dilFill oxlnij(,uEiii,,Jn E(*an ii 3, d;.trr.':

Aspok
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diberikan hak atas tanah kepada orang perseoranga.n dan pihak lain dengan
perjanj ian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan.

Di Wilayah Ibu Kota Nusantara, pengalihar: hak atas dilaksanakan melalui
persetujuan dali Otorita Ibu Kota Nusantara, sebelum selanjutnya
diadministrasikan proses jual beii oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Meka.nisme tersebut tidal< dimaksudkan
untuk merrghilangkan hak keperdataan kepernilikan tanah. Otorita Ibu Kota
Nusantara diutamakan sebagai pembeli atas tanah yang akan dijual di Wilayah
Ibu Kota Nusantara"

3.4.2 Strategr Penyediaan dan Pengelolaaa Pertanahan

3.4.2.1 Strategi Penyediaan Tarrah Kawasan Hutan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota l.Iegara,
kawasar: hutan di Wilayah Ibu Kota Nusantara rnerupakan aset yang akzur
dikelola dan dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Oleh karena itu, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, diperiukan strategi
perolehan tanah dari kawasan hutan, baik dalam jangka pendek mal-lpun jangka
panjang. Dalam jangka perrdek (sampai dengan akhir tahun 2C,24lr, strategi
perolehan tanah dari kawasan hutan adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di kawasan hutan dapat menggunakan
skema pelepasan parsial, penggunaan kawasan hutan, atau kerja sarla
dengan pengelola.

b" Pengajuan permotronan penggunaan kawasan hrrtan dapat dilakukan oleh
pihak-pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Percepatan proses penggunaan atau pelepasan kawasan htrtan dengan
pendampingan dan fasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan melakukan dalarrr pengajuan perrnohonan ataupun
penyusunan izin lingkungan.

Sedangkan dalarrr.iangka panjang strategi perolehan tanah dari kawasan hutan
adalah sebagai berikut:

a. Pelimpahan wewenarg dari Pemerintah hrsat ke Otorita Ibu i'^ota

Nusantara dalarn penyelenggaraan kehutanan termasuk perubahan
peruntukan dan pen-rbahan fungsi kawasan hutan.
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Perubahan status kawasan hutan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang
tertuang dalanr RTR KSN dan RDTR menjadi Rimba Nusantara. Kategori ini
dapat dimasukkan dalam kawasan lindung rl'i dalam rencana tata luang.

Percepatan perubahan pcruntukarr kawasan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, baik untrrk satu lvilayah Ibu Kota Nusantara dart
parsial maupun dalam memfasilitasi penyusunan izin lingkungan yang
diperlukan.

Pemhentukan unit khusus di ba,vah Otorita Ibu Kota Nusantara dalam
pengclolaan kawasan hutan termasuk koordinasi penyelesaian
permasalahan kawasan hutan dan restorasi hutan.

3.4.3 Strategi Pengadaan Tanah

Terdapat beberapa opsi bentuk ganti kcrugian dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dalam bentuk- ualg, tanah
pengganti, kepemilikan saham, permukiman kcmbali dan bentuk lain yang
disepakati bersama antar-pihak. Apabila pada Iokasi pembangunan di Wilayah
Ibu Kota Nusantara terdapat tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat,
maka perlu disusun strategi pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota
Nusantara yang memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Petrgadaan Tanah (DPPT) yang nJ<urat,
andal, dan komprehensif. Dalam praktik pengadaan tanah di Indonesia
kesiapan dan keandalan DPPT menjadi faktor yang sangat menentukan
keberhasilan proses pengadaan tanah sekaligus pel'cepatan perolehan
tanahnya. DPPT disusun berdas:rrkan studi kelayakan yang mencakup
(i ) survei sosial ekonomi; (2) kelayaka^r lokasi; (3) analisis biaya dan
manfaat pen:bangunan bagi wilayah dan masyarakat; (4) perkiraan nilai
tanah; (5) dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat
pengadaan tanah; dan studi lain yang diperlukan sesuai denga.n situasi dan
kondisi yang ada. Dr-rkumen ter,sebLrt kemudian disampaikan kepada
Pemerintah Provinsi (Gubernur) apabila Otorita belum terbentuk atau
belum melaksanakan tugas secara penuh, atau kepada Otorita setelah
terbentuk dan melaksanakan tugas secara penuh, agar proses konsultasi
publik dengan warga yang terkena dampak dapat berjalan dan potensi-
potensi penolakan dapat diantisipasi sehingga Proses penetapan lokasi
dapat berjalan sesuai rencana.

b. Perumusan strategi pengadaan tanah sejak awal. Proses pengadaan tanah
perlu disusun sejak tahap perencanaan pengadaan tanah, di mana salah
satu muatal r wajib Dokumen Perencarraan Pengaciaan Tanah (DPPT)'
adalah "preferensi bentuk ganti kerugian"' Oleh karena- itu, pengadaan

b

c

d
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tanah dapat dikaji darr direncanakan sejak tahap perencanaan, sebagai
bagian dari upaya untuk menyerap preferensi bentuk ganti kerugian.

c. Memberikan opsi-opsi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Strategi
pengadaan tanah perlu disusun dengan matang dan sedini mungkin, serta
melibatkan penduduk sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian
dengan prinsip konsultasi yang bermakna.

d. Menjamin pengakuan dan perlindungan tanah Masyarakat Hukum Adat
(MHA). Apabila terdapat keberadaan MHA, maka sebelum Otorita Ibu Kota
Nusantara terbentuk atau belum melaksanakan tugas secara penuh,
Pemerintah Daerah melakukan pengakuan dan perlindungan MHA melalui
penetapan peraturan daerahfperaturan kepala daerah/surat keputusan
terkait MHA yang dilengkapi dengan delineasi wilayah adatnya.

Setelah Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan tugas secara penuh,
pengakuan dan pelindungan MFIA dilakukan oleh Otorita Ibu Kota
Nusantara melalui penetapan peraturan Otorita lbu Kota Nusantara.
Pengakuan dan perlindungan dilakukan nrelalui tahapan: identifikasi,
verifikasi dan validasi, dan penetapan MHA. Selanjutnya berdasarkan
penetapan pengakuan dan perlindungan MHA tersebut, tanah adat/ulayat
dapat didaftarkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan MHA
ditakukan melalui pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar
tanah.

e. Meiibatkan seluruh pihak yang terkait dalam proses pengadaan tanah.
Proses pengadaan tanah harus melibatkan koordinasi yang baik dari
berbagai pihak, yaitu pihak yang melakukan pembangunan, Pernerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, maupun
kementerian/lembaga lainnya, sehingga anggaran yang akurat untuk
pembebasan tanah oleh instansi yang memlrutuhkan tanah dan SDM yang
memadai dapat terpenuhi.

f. Menyelenggarakan sistem pemanfauan dan evaluasi secara berkala. Selama
proses pengadaan tanah berlangsung, sistem pemantauan dan evaluasr
perlu dijalankan untuk menjamin semua warga menerima hak mereka dan
memastikan pencapaian tujuan pengadaan tanah'

g. Sertifikasi tanah transmigrasi dan tanah masyarakat. Dalam ralgka
rnendukung proses pengadaan tanah, perlu dilakukan percepatan
sertifikasi tanah milik masyarakat clan transmigran yang belum
bersertifikat. Hal ini untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah
dan memberikan keadilan bagi pemilik tanah yang berpotensi terdampak
pengadaan tanah bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara'
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Dalam upaya untuk merrgetahui status lahan termasuk kawasan hutan di
Wilayah lbu Kota Nusantara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
telah melakukan Inventarisasi Pemilikan, Penguasaa.n, Pemilikan, Penggunaan,
dan Pemanfaatan Tanah (lP4T) pada tahurr 2019-2020. lP4T adalah kegiatan
pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. yang
diolah dengan sistem rnformasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan
informasi mengenai pemilikan, penguasaan, penggunaan, clan pemanfaatan
tanah.

Sebagai acuan awal, pihak yang terkena dampak dari pembangunan Ibu Kota
Nusantara diidentilikasi menggunakan data IP4T pada lokasi Ibu Kota
Nusantara yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional pada tahun 20l9-2O2O.

Pihak yang te:'kena dampak dapat diklasitikasikan dalarrl pemilikan dan
penguasaan. Pemilikan diartikan adalah pada bidang tanah tersebut sudah ada
sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan. Sementara penguasaan diartikan
bahwa bidang tana.h tersebut telah dikuasai, baik ada sertihkat tanah ataupun
tidak. Untuk bidang-brdang atau wilayah yang beium ada hak atas tanah di
atasnya dan belum ada penguasaan secara fisik diatasnya, rnaka dinyatakan
sebagai Lidak terdapat pemihkan dan penguasaan.

Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang lehih mendalam terkait pihak yang
terdampak dan besaran ganti kerugian, akan disusun Dokr:men Perencanaan
Pengadaan Tanah (DPPT) oleh instansi ),ang membutuhkan tanah dan clilakukan
penilaian oleh Penilai Pertanahan.

Dalam upaya rrrengetahui perkiraan ni.lai tanah untuk mendul$Jng proses
pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional telatr menyusun Zota Nilai Tanah (ZNT)
pada tahun 2019. ZNT adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari
sekumpulan bidang tanah didalamnya. yang batasannya bisa bersifat imajiner
ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan
nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengarr
metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nila.r
Tanah dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Penilaian ZNT dilakukan
pada kawasan non hutan, atau disebut Area Penggunaan Lain (APL). ZNT
sifatnJ,a sebagai referensi, di mana penilaian ganti kerugian dalam pengadaan
tanah nantinya akan dilakukrrn oleh Penilai Fublik. Hal tersebut karcna ZNT
hanya nremperkirakan nilai tana-h saja, behrm bcsarnya ganti kerugian yang
melipuli Ruang Atas Tanatr dan Ruang Bau'ah Tanah, bangunan, tanaman,
benda yang berkaitan dengan tanah, da,n/atau kerugian la"in yang dapat dinilai.
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3.4.3. 1 Strategi Pengelolaan Pertanahan

Dalam rangka pembangunan pada Wilayah lbu Kota Nrrsantara, Otorita lbu Kota
Nusantara diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau hak pakai. Otorita
Ibu Kota Nusantara sebagai pemegang Hak Pengelolaan diberikan kevienangan
untuk menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah llak
Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerja samakan dengan pihak lain;
dan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai
dengan perjanjian.

Di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara, dapat diLrerikan hak
atas tanah kepada orang perorangan atar: badan hukum sesuai ketentuan
peraturan pemndangan. Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang melakukan
penyerahan dan/atau penggunaan atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan
kepada pihak lain dengan perjanjian pada Wilayah Ibu Kota Nusantara. Hak atas
tanah yang berada dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara wajib dimanfaatkan
sesuai dengan tu"iuan pemberian haknya.

Hak atas tanah yang diberikan kepada orang perol'angan maupun y^ng
diberikan berdasarkan perjanjian kepada pihak lain dan tidak dimanfaatkan
sesuai dengan sifat dan fungsinya serta tujuan perunt,ukannya dapat diusulkan
oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional untuk dibatalkan. Pemegang Hak Atas Tanah di
atas Hak Pengelolaan yang sengaja tidak Ciusahakan, tidak dipergunakan, tidak
dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah
Terlantar oleh Menteri Agraria .Jan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional.

Di Wilayah Ibu Kota Nusantara diterapkan pengendalian pengalihal hak atas
tanah. Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkarr hak keperciataan
terhadap kepemilikan tanah, namun untuk mengendalikan pengalihan hak atas
tanah yang bertujuan mengrlasai tanah secara berlebihan, tidak wajar dan
terindikasi spekulatif. Pengerrdalian pengalihan hak atas tanah 1,ang diterapkart
merupakan pengendalian pengalihan yang dilakukan melalui rnekanisrne jual
beli.

Pengendalian pengalihan hak atas tanah di Irru Kota Nusantara diterapkan pada
perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas tanah
dengan mekanisme jual beli melalui: 1) akta Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2) akta perjanjian pengikatan jual bcli; 3) surat.lual beli di bawah tangan yang
dilegalisasi atau waarrnerking oleh Notaris; dar:/atau 4) surat jual beli di barvah
tangan lainnya. Pengalihan hak atas tanah daJlat dilakukan rnelalui persetujuan
Otorita Ibu Kota Nusantara
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3.5 PRINSIP DASAR DAN STRATEGI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERLINDUNGAN DAN

3.5.1 Prinsip Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara mengacu pada Prinsip Dasar
PPLH yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Menjaga dan sekaligus nremperbaiki Da1,a Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup (DDDTLH) ;

b. Menghirrdari risiko dan kerusakan lingkungan hidup;

c. Mengoptimalkan kinerja layanan ekosistem;

d. Memanfaatkan potensi sumber da1;a alam secara efisien;

e. Mengurangi kerentanan wilayah terhadap clampak penrbahan iklim dan
sekaligus membantu upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

t. Memperbaiki dan mempertahankan sumber ciaya keanekaragaman hayati

Kebijakan, rencana, dan program dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara yang
diselaraskan dengan ke enam Prinsip Dasar PPLH di atas, juga diintegrasikan
ke dalam bentuk kebijakan srrategi da.n rencana pola rlrang dan penataan mang
yang mengadopsi alokasi penataan ruang Go cian No Go Area sebagaimana yang
direkomendasikan dalam Kajian Lingktrngan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara.

Adapun ruang lingkup dari matra PPLH daiam pelaksanaan pembangunan Ibu
Kota Nusantara meliputi aspek:

a. Air, meliputi perlindungan dan pengelolaan air permukaan, air tanah dan
air laut;

b. Udara ambien, meliputi perlinclungan dan pengelolaan kua.litas udara dan
cuaca iklim mikro;

c. Tutupan lahan, meliputi perlindungan dan pengelolaan fungsi ruang hijau
(tutupan hutan dan tutupan pangan);

d. Tanah, meliputi meliputi perlindungan dan pengelolaan kondisi terrestrial
landscape permukaan tanah;

e. Atmosfer, meliputi pengelolaan aspek perubahan iklim; yang diarahkan
pada terselenggaranya Ibu Kota Nusantara )'ang herstatus Net Zero
Emission.
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t. Keanekaragarran hayati, meliputi aspek perlindungan darr pengelolaan
keanekaragaman hayati.

Keselumhan aspek dalam prinsrp dasar dan ruang lingkup PPLH nrerupakan
elemen utama dalam mendukung terc;apainva seiuruh KPI Ibu Kota Nusantara.

3.5.2 Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungarr Hidup

Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting sumber daya alam dan
lingkungan hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang sangat bervar:iasi, di
mana sebagian ekosistem sudah terdegradasi (termasuk di area lokasi Kawasan
konservasi yang berstatus tetap), serra masih terdapat berbagai aktivitas
kegiatan yang berpotensi rreningkatkan risiko ker-r-rsakan lingkungan dan
deplesi Sumber Daya Alam (SDA), menimbr.rlkan potensi efek GRK dan berakiba.t
pada hilangnya potensi keanekaragaman hayati, diterapkan Strategi PPLH
sebagai berikut:

a. Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem terdegradasi di seluruh Wilayah Ibu
Kota Nusantara khususnya pada wilaS,ah No Go Area.

b. Mempertahankan dan nreningkatkan upaya konservasi ruang hijau pada
wilayah No Go Area.

c, Membangun sarana dan prasararra yang bertujuan untuk inengurangi
potensi kerusakan lingkungan, mendukung penerapan sirkular ekonomi
dan selaras dengan pencapaian target net 'zero emission"

d. Pemantauan dan evaluasi secara berkala tcrhadap 6 matra ruang lingkup
PPLH, termasuk pendetcksian potensi bencana alam (slou.t dan rap'iid onsetl.

3.5.2.1 Strategi Rehabilitasi dan Pemuliha.n Ekosistem Terclegradasi di Seluruh
Wilayah Ibu Kota Nusantara Khususnya Pada Wilayah No Go Area

Rehabilitasi dan pemulihan ekosistern terdegradasi ineliputi wilayah kawasan
hutan, mangroue, lahan beka.s tambang (terrnasuk lubang tambang) dan Area
Penggunaan [,ain (APL) yang berpotensi untuk berubah meujarli Kawasan
Konservasi. Dengan meningkatnya tutupan lahan dan hutan di Ibu Kota
Nusantara diharapkan kondisi iklim mikro menjadi lebih nyaman dan asri,
serapan emisi GRK menjadi lebih tinggi serta koridor satwa dapat terbangun
sehingga habitat spesies satwa menjadi lebih luas. Seluruh wilayah rehabilitasi
dan pemulihan ekosistem pada.Wilayah lbu Kota Nusantara difokuskan u'ilayah.
No Go Area dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Penataan Ruang
secara keselunrhan. Strategi rehabilitasi dan pemulihan Ekosistern terdegradasi
pada Wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi:
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a Restorasi dan Pemulihan Ekosistem di Kawasait Ifutan
Upaya merestctrasi hutan akan memulihkan kondisi habitat bagi flora dan
fauna yang ada (baik asii dan endemik) di Wilayah Ibu Kota Nusantara
(konservasi in-srtu). Disamping itu, upays restorasi tersebut juga akan
menghubungkan koridor satwa yang sekarang ini terfragmentasi. koridor
satwa tersebut akan menghubungkan ekosistem penting di Ibu Kota
Nusantara, yakrri Tatrura tsukit Soeharto, kawasan Nilai Konservasi Tinggi
(NKT 1 dan 3;, Hutan Lindung Sungai Wain, Kawasan Konservasi BOS
Semboja Lestari, Hutau Produksi lnhutanr, dan area mangroue terutama
yang berada di Teluk Balikpapan dan Muara Jau,a.

Disamping itu, upaya restorasi hr:tan tersebut juga tentunya mernulihkan
berbagai jasa ekosistem lainnya, seperti untuk pengaturan kualitas udara,
pengaturan jklim, pengaturan air, serta perlindunga-rr dan pemhentukan
tanah.

b. Wanatani/Agrolorestri untr.ik I(awasan Hutan Terdegradasi yang Saat Ini
Terlanjur Digr.rnakan Masyarakat;

Terdapat sekitar 40.000 hcktare kawasan hutan di Wilayah Ibu Kota
Nusantara yallg sudah terlanjur digunakan oleh masyarakat. Upaya
tersebut akan mengembalikan berhagai iungsi ekosistem seperti untuk
pcnyediaan bahan pangan, siklus nutrisi, dan keanekaragaman hayati.
Area keterlanjuran tersebut, disamping kawasan pertanian eksisting, dapat
dirnanlaatkan untuk memenuhi target KPI 10 persen Wila',rah Ibu Kota
Nusantara difungsikali untuk produksi pangan. Hal ini akan mendukung
upaya ketahanan pangan di Wilayah lbr.t Kota Nusantara.

Upaya ketahanan pangan ditekankan pada upaya intensifikasr dan
penguatan sistem pertanian berkelanjutan. Intensifikasi pertanian
dilaksanakan melalui Praktik BuCi daya Pertanian yang Baik untuk
mendorong peningkatan produktivitas pertarrian, serta Cara Budi daya Ikan
yang Baik (CBIB) di sektor perikanan rlntuk mendororrg produktivitas
perikanan budi daya yang berkelaniutan.

Dengan adanya keterbatasan luas lahan untuk pertanian produktif di Ibu
Kota Nusantara, produksr pertarrian lebih diarahkan sebagai
penyanggal buffer terhadap potensi irrstabilitas sistem pangan regional.
Untuk mempertahankan mata perrcairarian dan produktivitas dari tahan
produksi pangan yang harrs direlokasi karena terdampak rencana spasial
Ibu Kota Nusantara, diperiuka:: rencana pembangunan Kawasan Sentra
Produksi Pangan (KSPP) di Kalimantarn Timur. KSPP rnerupakan konsep

I.)i
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pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup
pertanian, hortikultura, perkebunan, dan peternakan cii suatu kawasan.
Pengembangan KSPP dilaksanaka.n dengan: (i) pertimbangan agroekologi
dan ketersediaan petatri, (ii) menggunakan pendCkatan kon.ie*aJi, rendalr
karbon dan sirkular, pertanian presisr dan regeneratif, perrnakultur dan
pertanian organik di antaranya clengan pestisida nabiti dan produksi
ramah lingkungan, (iii) ketersambungan dengan aspek pasar (dukungan
j3lan, gudang penyimpanan, dan toko dan basis logistik panga.n), "..t"(iv) pengembangan ekonomi sirkular dalam menjadi produkii pangan
beragam dan aman secara berkelanjutan dan rnenekan limbah p-r.rglarr.
Produksi pangan dalam bentuk produk pangan bernilai tambah, termaiuk
perikanan akan memberdayakan petani lokal melalui kor:porasi petani,
nelayan dan pembucti daya, melibatkan BUMN, dan badan usaha lainnya
untuk memastikan keterkaitan huhr hilir dari agribisnis pangan.

Restorasi Mangroue

Restorasi mangroue dilakukan pada ate a manqroue yang berada disekitar
lokasi Kawasan Inti h,:sat Pemerintaharr (KIPPI dan serta bagian muara
sungai di wilayah teluk Balikpapa:r. Hal ini merupakan implementasi dari
pembangunan forest city, dan mendtrkurrg upaya untuk menjadikan Ibu
Kota Nusantara menjadi area Net Zero En"i.ssion Wilayah Huta.n Mangroue
yang telah di restorasi diarahkan menjadi wilayah konservasi yang bersifat
tetap (No Go Area), area untuk wisata alam dan tujuan khusus serta habitat
bagi spesies endemik el<osistem Ibu,, Kota Nusantara.

Pembangunan Hutan Kota cian Ruang Terbuka Hijau Khususnya di
Wilayah KIPP

Pembangrrnan hutan kota da-n mang terbuka hijau di wilayah KIPP
bertujuan untuk memba.ntu merryerap karbon dioksida, menambah
oksigen, menjadi area. untul.l resapan air, menurunkan suhu (teduh dan
sejuk), dan rneredam kebisingan.

Selain melalui penanarrran pohcn-pohon dan pembangunan lanclscape kota
yang bernuansa hijau, salah satu strategi yang didorong untuk
meningkatkan hutan dan ruang terbuka hijau serta sekaligus
meningkatkan ketahanan pangan adalah penerapan urban farming di Ibu
Kota Nusantara. Urbanfarming adalah sekruah industri yang memproduksi,
memproses, dan merrlAsarkan 1lrodu[< dan baharr bakar nabati, tcrutama
dalam menanggapi kebutuhan har!.arr konsumen di dalam perkotaan,
Adapun teknokrgi urban farming yang dapat menjadi upaya penyediaan
bahan pangan lbrr Kota Nusantara diarrterarlya adalah hidroponik, roof

d
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garden, akuaponik (kombinasi tanaman dan ikan) dan aeroponik (ruang
tertutup berkabut dengan sedikit tanah/air).

Reklamasi Bekas Tambang

Strategi reklamasi tambang yang didorong untuk dilakukan, antara lain
melakukan penanaman ulang (revegetasr/reboisasi), mengurangi derajat
keasaman air pada bekas lubang tambang (meningkatkan pE), *"it"
mengurangi sedimentasi tanah dan erosi pada lahan bekas tambang. Untuk
bekas lubang tambang masih bisa direhabilitasi (tidak asam), area kolam
bekas lubang tambang tersebut berpotensi climanfaatkan seperti budi daya
perikanan, sumber air, lokasi pembangunan infrastruktur eneigi
(Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS terapung, PLT energi terbarukan
lainnya, infrastruktur penyimpanan energi, infrastruktur Lridrogen, dan
sebagainya), dan wisata. Hasil reklamasi area bekas tambang juga dapat
dirnanfaatkan untuk mendukung perlindungan keanekaragarnan hayati di
Wilayah Ibu Kota Nusantara. Sementara untuk area yang sulit untuk
direhabilitasi, area tersebut dapat dikelola sebagai rawa asarrl dengan
menutup akses publik.

Rehabilitasi bekas tambang dilaksanakan oleh instansi atau badan usaha
sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Khusus untuk area
tjin pertambangan, dilakukan oleh perusahaan pemegang rjirr melalui
mekanisme kewajiban reklamasi dan kegiatan paska tambang. Selain itu,
dalam pemenuhan keu,ajiban rek:lamasi perlu didorong kerja sama antar
pemegang rjin.

Untuk kegiatan pertambangan berizin yang sudah ada diarahkan untuk
menerapkan prinsip pertarrrbangan berkelanjutan dengan konsep
pe rtam ban gan cerdas - iklirn (climate - smrzrl m ining) yan g me n guran gi j ej ak
karbon dan dampak perubahan iklim, hingga masa berlaku izin berakhir
dengan tetap menjalankan kewajiban rehabilitasi, serta peninjauan kembali
ijin pertambangan yang tidak berkegiatarr untuk selanjutnya diputtrskan
status perijinannya. (termasuk me:lalui perrciutanlrelingu.ishment total luas
ijin pertambarrgan) melalui forum koordinasi lintas kernenterian.

Dalam rrr€nJrusun prograrn pemulihan lubang tambang menggunakan
5 skema yaitu:

1. Penataan kemba-li pelaksanaan reklamasi dan pascatambangt

2. Rehabilitasi DAS;
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Peninjauan kembali
pertambangan;

perizinan usaha d.an /atar: kegiatan

Penanganan lahan terlantar;
Penanganan pertambangan tanpa izin di konsesi;
Penegakan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan pertambangan
yang tidak melakukan kewajiban reklamasi, pascatambang aart
pemulihern lingkun gan-

3,5.2"2 Mempertahankan dan meningkatkan upaya konsenasi ruang hijau
pacia wilayah No Go Area

Pada. Wilayah terrestriat Ibu Kota Nusantara, terdapaL vrilaya.h Kawasan
Konservasi (seperti Taman Hutan R.aya Rukit Suharto) dan Kawasan Ekosistem
Escnsial lainnya yang kondisi ekosistemnya masih terjaga dengan baik. Upaya
mempertahankan, menjaga dan bahkan meningkatkan upaya konservasi perlu
dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan stok karbon yang aaa bait< di
dalam tanah maupun yang berada dalam bionrass di atas tanah, menjaga iklim
rnikro, rnengtrra.ngi limpasan air dan sekaligus rnenrbantLt penyerapan air ke
dalam tanah, serta sebagai rurnah dan habitat bagi spesies yang hidup di
Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Pada wilayah pesisir dan laut khususnya perairan teluk Balikpapan juga perh-r
dipertahankan dan ditingkatkan kondisi ekosistemnya agar keragarnan spesies
keartekaragaman hayati di laut meningkat r.!.an sekatigus meningkatkan jasa
ekosistem perairan teluk Balikpapan untuk jasa penrijahan ikan serta tempat
perlindungan bagi spesies laur. Iangka.

Secara lebih spesifik, strategi mempertahankan dan meningkatkan upaya
konservasi di Wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi:
a. Menetapkan bahwa Proses Pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota

Nusantara tidak boleh merusak dan mengganggll habi.tat hutan konservasi,
hutan lindung, ekosistem marlgrouq padang lamun dan terumbu karang,
serta perairan teluk Balikpapan yang masih teq'aga dengan baik. Seluruh
kegiatan pembangunan sara:ra dan prasarana u'ajib menghindari dan
mencari solusi teknologi terbaik agar wilayah hutan. mangroue serta
keanekaragErman hayrrti yang berada di dalapnya serta ekosistem perairan
teluk Balikpapan tidak terganggu.

b. Pengembangan area konservasi eks-situ diantaranya dan tidak terbatas
pada: taman kehati, pusat penyelan:atan satwa, pusat- rehabilitasi satwa,

3.

4.

5.

6.
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c

kebun botani, herbarium, dan arboretum, menjadi strategi utama menjaga
Kawasan konservasi di wilayah terrestnal Ibrr Kota Nusantara.
Menetapkan hutan mangroue Teiuk tSalikpapan dan Sungai Flitam Kuala
Sambc.rja sebagai Kawasan lindung.

3'5'2.3 Ivlembangun Sarana dan F'rasarana ).ang Rertujuan untuk Mengurangi
Potensi Kenrsakan Lingkungan dan Selaras dengan Pencapairrif'"rg.t
Net Zero Ernission Dan Ciranlar Citg

Sarana dan prasarana yang dibangrn di Kawa.san ibu Kota Nrrsantara rvajib
mempertimbangkan 6 prinsip dasar, 6 roatra rLrang lingkup, d,an 4 strategi ppLH
dalam dokumen ini agar membantu tercapainya Net kro .b)missir:n danproses
sirkular dalam pembangunan dan operasionalisasi Ibu Kota Nusantara. Adapun
strateginya meliputi:
a' Seluruh bangunan (permukiman, perkant.oran dan kluster industri)

didirikan dan dioperasionalisasikan dengan pendekatan green bilcling
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumbei' daya, scperti bahan
bangunan, air bersih dan errergi, serta meminirnal limbah clan buan gan d.ari
proses kontsruksi dan operasional dari bangunan. Hal ini sejalan derrgan
pencapaian t-arget Net Zero.Emission dan Kota Sirkular.

b. Seluruh sarana dan prasara-na air khususnya untuk meningkatkan
penyediaan air baku, direkomendasikan dan dikemhangkan un1.uk
mempertahankan fungst hidrologi alami dengan prirrsip kota spons mela-lui
pembangunan drainase ramah. lingkungan (pembangurran bak tamputrg,
Iubang pori dan sumur serapan berdasarkan potensi pemanenan air hujanJ,
membuat atau mentpertahankan fungsi wiiayah resapan pada wilayah
pembangunan ibu Kota Nusantara. serta rnengembangkal waduk alami
dan buatan untuk meningkatkan potensi srrmber air baku dan sekaligus
mencegah terjadinya peningkatan air limpasan. Potensi pemanfaatan
sumber air baku dari sumber air lar.tt mela.lui system reuerse osmo.sis dan
pengambilan sumber air baku di luar Wilayah ibu Kota Nusantara
(misalnya dari Sungai Mahakamf dapat menjadi alternatif sepanjang
memenuhi prinsip keekonomian. Tidak direkomendasikan untuk
memanfaatkan sumber air tanah mengingat rendahnya muka air tanah,
potensi risiko penurunan muka air tanah dan rendahnya kualitas air.

c. Pengelolaan air limbah meliputi pengelolaan air limbah domestik dan
pengelolaan air limbah industri. Pengelolaan air limbah domestik diiakuka-rr
derrgan sistem perpipaan yang diolah secara terpusat pada sebuah lnsta]asi
Pengolahan Air Limbah Domestik. Ha:sil keluirran dan pengelolaan air
limbah dapat dimanfaatkan untuk keperluan nonkonsumsi seperti
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penyiraman, pembilasan, sumber air pemad.am kebakaran, dar: lain-lain,s-esuai penerapan prinsip kota Sirkulai' di seluruh Wilayah Ibu KotaNusantara. Untuk air iimbah yang berasal dari kluster industri dikelolasecara mandiri oleh kawasan industri dengan penerapan prinsippengelolaan terpadu (o/Fsite seuter sqsfem) dan on_s ite wa*ste treatmentuntuk air limhah yang ber.sifat khusus.
Seluruh infrasruktur energi secara bertahap di arahkan. menrrjupenggunaan 100 persen energi terbarukan parta tahun 2O4S di seluruhwilayah Ibu Kota Nusantara. Sumb*r .rr.rgi terbamkan di 2o4s berasal.
dari dalam Wilaya.h Ibu Kota Nusantara dar, i-mpor energi dari sistem ;;;Ai
Kalimantarr. Pada 2045, Sumber Energi terbarukan rlihasilkan melalui
kombinasi dari Surnber Energi Pembangtit t istrit Tenaga Air (pLTA), energl
surya pengembangan ladang parrel sulya (solar farntl, PLTS atap, PLT-S
terapttng, bioenergi dari kelapa sawit, serta potensi sulnbei energ,i
t-erbarukan lainnya seperti hrdrogen hijau lgreen hycirogen). pemanfaatan
gas sebagai sumber energi dapat menjadi bagian dari proses transisi energi
secara bertahap. Sumber energi terbarukan dipergunakan sebagai sumber
energi untuk kegiatan di wilayah permukrman. perkantoran, industri dan
transportasi. Khusus di sektor transportasi, penggunaa.n kendaraan listrik
dan perrhangunan infrastnrktur pendukungn5,a juga rnenjadi bagian dari
strategi pembangunan energi terbarukan di Ibu Kota Nusantara.
Keselumhan kombinasi sumtler energi terbarukan rli Wilayah Ibu Kota
Nusantara menjadi bagian dari upaya pencapaian target Net kro Emi.ssfon.

Pembangunan sarana dan prasarana serta manajemen sisteil pengelolaan
sanrpah di upayakan dikelola seca-ra terintegrasi dari hulu (sumber
sampah) ke hilir (tempat pemrosesan akhir) dengan menerapkan prinsip
sirkular di setiap aspek pada rantai pengelolaan persampahan. Prinsip
pengurangan dan pemilahan sampah di sumber serta pengumpularr dan
transportasi sampah yang terpilah dan terjadwal menjadi prinsip utama
pengelolaan sarnpah yang dilakukan di hulu. Sampah yang telah terpiiah
didaur ulang sesuai dengan jenis sampah dan menjadi input dari berbagai
proses industri, pertanian, dan bahan produk lainnya yarlg dapat
diperjualbelikar:. Sampah residu dari hasil proses daur ulang diolah pada
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan meng$rnakan teknologi
yang ramah lingkungan dan sekaligus mampu mengurangi potensi
keluarnya emisi GRK dari proses pengolahan residu sampah. Terkait
dengan manajemen persampahan, ditetapkan bahwa manajemen
persampahan dikelola oleh setruah Badan Layanan Umum (BLU) yang
berada di bawah pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan
prinsip Polluters Pay Principle, sclrrrutr ar:ggota. masyarakat dan kegiatan
dunia usaha serta perkantoran wajib mengcluarkan dana retribusi yang

e
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nilainya sesuai dengan keekonomian pengelolaan persampahan pada
Wilayah Ibu Kota Nusarttara. Retribtrsi peisampahin yani terkumpul
I00 persen digunakan kembali seluruhnya unruk kegialan-pengelola.an
persampahan cleh BLU Persarnpahan Ibu Kor.a Nusantara"
Khusus untuk limbah 83 yang berasai ,lari berbagai aktivitas nrasyarakat,
industri dan rumah sakit, dibangun sei-ruah sarana pengolahan limbah 83
secara terpadrr. Seluruh sumber penghasil limbah BS, diwajibkan
melakukan pemilahar, mandiri clarr diangkur. secara terjadwal oleh sistem
transportasi pengumpui limbah 83 secara khusus (terpisah clari sistem
Penglrmpulan sampah domesLik) ilenr:ju sarana pengoiahan limbah 83
terpadu untuk Wilayah ibu Kota Nusantara. Penghasil limbah 83 yang
berasal ciari kcgiate^n trsaha, perkantora rr dan Rumah Sakit wajiS
melakukan pembayaran secara terpisah dari sistem retribusi *r-plh
domestik untuk jasa pengelolaan limbah 83. BLU laya.nan pe.sarnpahar.,
domestik ditetapkan pula sebagai Lembaga pengelola limbah 83 terpadu
agar seluruh pengelolaa sampah oan li:nbah n:eujadi satu kesatuan utuh
yang dapat merlangkap berbagai aspck marrajernen persampahan tlan
limbah secara lerpadu.

3.5.2.4 Pemantauan dan Evaluasi Seca.ra Rerkala Terhaciap 6 Matra Ruang
Lirrgkup PPLH, Termasuk Pendeteksian Potensi Bencana Alam
(Slour clarr Rapid Onset)

Untuk metna.stikan agar 6 prinsip dasar pacia 6 matra PPLH ),ang dijalankan
melelui strategi PPLII dapat berjaian dengan baik, rliperhr.kan 'Llpaya
pemantauan kua-litas lingkungan secara komprehensif dant real time dengarr
memanfaatkan berbagai teknologi observasi sumt'rer daya darr lingk\rngan hidup
yang terkini. Adapun beberapa rincian strategi terkait dengan sistem
pemantauan dan evaluasi meliputi beberapa hal sebagai berikut:
a. Kegiatan inventarisasi dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan

status terkini kondisi dari 6 matra lingkurrgan hidup. Pengumpulan data
terkini terkait dengan potensi ketersediaa.n air baku dan kualitas air,
kondisi tutupa:: lahan dan hutan, kualitas udan'a, kualitas tanah, emisi darr
serapat] GRK serta keberadaan spesies keanekalagaman hayati dilakukan
untuk mengupdate data tcrakhir yang telah dikumpulkan melalui Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (I(LHS) Rerrca-na Induk lbu Kota Nusantara.
Hasil dari kegiatan inventarisasi diharaokarr merrjadi sebuah baseline bagi
kegiatan pemantauan dan evaluasi secara:'eal time dan berkala di seluruh
Wilayah Ibu Kota Nusantara unttrk ke 6 rnaLra dan pencapalan KPI Net Zero
Emrssion, T\rtupan Ruang Hijau dan Kota Sirkular.

-137-

f
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Sistem perflantauan kualitas lingku;1gan hictup untuk 6 Matra secara realt'ime akan dibangun denga.n memaniaatkan Lknologi digital darr remote
egahan dan rnitigasi clampak
sia yarrg hidup di daiam dan htar

dilakukan secara cepat dan tepat.
b,-ralr cornntand centre yang khususdibentuk sebagai satuan tugers khusus penFamanan lingkr.rg"., hidup ciibawah pengelolaan otorita ib,.r Kota Nusantara dan tertubu"ng iangsung

dengan sistern dan mekanisme pe'egakan lrukum yang ada.
Untuk meminimalkan potensi risiko bencana di Wilayah Ibrr Kota
Nusantara, diperlukan penerapan ikut: (1) penguatan
kebijakan dan kelembagaan: (2) dan pererrcanaan
terpadu; (3) peningkatan efektiviras n roitigasi bencana;
(4) perkuatan kesiapsiagaan pcmenntah dan masyarakat. SeJalan dengan
keempat -strategj tersebut, khususnya strategi ke empat, akln dibanf,rn
sarana dan prasarana sistetn pintar peringatan dini multi ancaman
bencana, meliputi gelnpa, tsunami, cuacer eksLirn, serta kebakaran hutan
dan lahan untuk n:endeteksi potensi ber:ar.ra y'ang tla;;at terjadi di Wilayah
lbu Kota Nusantara. Sistem ini harus dikemtrangkan dan dikelola secara
terintegrasi dengan sistenr peringata.n'dini nrulti ancaman Nasional yang
telah dikembangkan sebeiurnnya. Convrtanrl. eentre sysfem pcringatarr dini
multi acaman bencana akan dibangun khusus untuk Wilayah Ibu Kota
Nusantara di bawah pengelolaan Otorita Ibu Kota. Nusantara bekerja sama
dengan kementerian dan lembaga lainnya terkait dengan pengelolaan risiko
bencana.

c

3.6 PRINSIP DASAR DAN STRATEGI ITVFRASTRUKTUR

3.6.1 Perumahan dan Kau'asan Permukimair

3.6.1.1 Prinsip Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan memegang peranarr penting terhadap kesejarhteraan masyarakat
perkotaan, seperti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Perurriahan perlu
dipandang sebagai entitas yang akan menarik investasi dan menumbuhkan
ekonomi pcrkotaan dengan efek multiptier yang sangat besar. Dalam kaitannya
dengan menempatkan sektor perumahan sebagai episentrum da-ri
pembangunan perkotaan, khususnya di Kanvasan Ibu Kota Nusantara,
pembangunan perumahan bukan sekadar membangun unit rrmah melainkan
juga memastikan kerangka sistem penyeciiaan perurnahan (housing cleliuery
system) agar dapat trerjalan.
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Dalam mewujudkan Prinsip 6, Kpl 6.3 (Aman dan 'rerjangkau), premberngunan
perumahan perlu memasti.kan bahrva selumh penauJuk memiliki akses
terhadap tipe hunian yang beragam melalui p"nerapar, skeme hunian
herimbang dan sesuai dengan kebuttrhan serr-a menekankan keterjanglcauan
harga untuk berbagai kelompok pendapatan rnasyarakat, merespons
pengatnran tempat tlnggal yang berbeda-beda, dan menurunkan operasional
yang umumnya dias<rsiasikan dengarr irunian yang kompak dan memilikr akses
terhadap infrastntktttr penting pada tahun 2045. Dengan demikian,
pembangunan perumahan dan permukimarr bam perlu menciptaka.n sistem
penyediaan perumahan yang memenuhi kriteria kclayakart, keamanan
bermukim, dan keterjangkauan r:ntuk mewr:jurdkan kota yang inklusif dan layak
huni, serta mencegah tumbuhlrya permukimarr kumuh.

Upaya mewr:judkan Prinsip 6, KPI 6.3 (Aman dan Terjangkau), ini sejalan
dengan upaya pencapaian Prinsip 2 (Bhinneka Tunggal Ika), yang akan
mengintegrasikan sel.uruh penduduk, bcik pe'ncluduk setempa.t maupun
pendatang. Untuk itu, pembangunan perumahal perlu rnemperhitrrngkan
dimensi sosial. Perumahan di Ibu Kota Nusantara diCorong agar tidak membuat
area perkotaan tumbuh menjadi tempat yang eksklusif, tetapi tetap menjadi
tempat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk seluruh kalangan (inklusif). Dengan terbukanya kesempatan tersebut,
penyediaan akses perumahan akan mengeclepankan manusia dan pemenuhan
akan hak asasi manusia dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan:
hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, clan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konsep hunian akan sejalan dengan arah pengembangan Wilayah Ibu Kota
Nusantara untuk menjadi "Kota I O Menit". Oleh karena itu, kebutuhan hunian
dan fasilitasnya akan terintegrasi dengan bcrbagai layanan dalarn satu
bangunan dalam bentuk rumah Susurl atau apartemen, yang tetap
meriperhatikal stand.ar kenyamanan yang bet'laku, standar minimal bagi tiap
kebui.uhan fiabatan dan jumlah a,ggota rumah tangga). dan merterapkan
prinsip desain universal.

Beberapa kerangka dasar penyetenggaraan perumahan daa kawasan
perrnukiman adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan perumahan ter:diri atas perumahan ASN dan perumahan

non-ASN (masyarakat uurum). Penyediaan dan akses penrmahan ASN akan

difasilitasi oteh pemerintah dengan mernbuka- kesempatan keterlibatan
pengembang. Senrentara itu, penyediaan perumahan rnasyarakat akan
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mengguna-kan mekaltisme pasar yang disediakan oleh pengembar:g sesuai
dengan proses bisnis yang ada tii pasar perumahan setemprl da., didukung
dengan sistem pembiayaan perumahan yartgefisien. Penglmbangan sistem
perumahan untuk puhlik melalui penl,eciiaan r-umah umum ying terdiri
atas hunian sewa dan krunian milik dengan hak terbatas, baik pasar
perumahan primer rrlaupun sekunder, diatur dan dikelola oleh pengelola
perumahan dan permukiman (estate manuger) di bawah Otorita Ibu Kota
Nusantara, baik untuk perumahan ASN maupun penrmahan non-ASN
(masvaral<a.t umum). Otorita Ibu Kota Nrrsantara juga bertanggung.iawab
untuk melaksanakan sinergi pendanaan dan merrgoptimalkan skema
pembiayaan eksisting dalarn pemb{rngunan perLlmahau seperti FLPP dan
Tapera. Pembangunan pen:mahan diiakukan dengan mematuhi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik fungsi (SLF), dan
Serti{-rkat Bangunan Gedung Hijau (SBGH) sesuai perahrran dan ketentuan
yang berlaku.

Konsep pembangunan penrmahan mengikuti rencarra furrgsi tata ruang
yang meliputl kawasan fungsi carrpuran (m.*ed-use) dan heterogenitas
demografi di Ibu Kota Nusantara. Kau'asan fungsi campuran rrenga(:u pada
penciptaan berbagai kegiatan dan fungsi dalam satu area lingkungan
binaan (built enuironmen!. Heterogenitas demografi mengactr pada
penciptaan percampuran penduduk berdasarl<an karakteristik seperti usia,
pekerjaan, pendapatan, etnis, cian ras.

Pembangunan perumahan juga menerapkan konsep transformasi
bermukim, di antaranya dengan per-ubahan cara pandang dalam berhuni
di lahan )rang lebih efektif clan efisjen, deirgan cara sebagai berikut:

1) Tinggal di hunian vertikaL sehingga akarr tercipta hunian dengan
kepadatan ideal. Tanm.ngan tr:rletak pada perneliharaan hubungan
sosial J/allg ha-rus dapat di.iawab oieh desain hunian.

2l Tinggal di kawasan kompak serrrua kcbutuhan terlayani dan dapat
diakses dengan cepat dan mudah drjangkau.

3) Menerapkan teknologi cerdas dalam kehidupan (srnart liuing) untuk
meningkatkan kenyamanan penghuni sekaligus menerapkan prinsip
hidup berkelanjutan.

Kei:iga ha-l tersebut akan berirnplikasi positif pada tersedianya ruang-ruang
terbuka untuk publik ataupun lingkungan yang lebih luas jika
dibandingkan kondisi di kota-kota besErr saat ini

c.
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d Penyediaan rumah negara/rumah di
Lembaga Negara
kenyamanan serta
dengan spesifikasi

Tabel 3- 2 Spesifikasi Rurnah Negara/Rumah Dinas Bagi Pejabat Negara, ASN, TNI dan polri

uo. Foruo,tulaa Eudrn Tlpe Ruarb Lurl Urtt (ne|

I Menteri/ Pejabat Ttrggi Negara Rumah Tapak 580

2 Pejabat Negara Rumah Tapak 490

3. JPT Madya/Eselon I Rumah Tapak 390

4 JPT Pratama/Eselon II Rumah Susun 290

5 Administrator/ Eselon III Rumah Susun 19C

6. Pejabat Fungsional dan staf
lainnya

Rumah Susun 98

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kapasitas daya tampung
perumahan di lbu Kota Negara, tipe rumah dan luasan unit hunian akan
memperhatikan jumlah anggota rumah tangga, Untuk itu, khususnya pada
tahap awal pembangunan penyediaan rumah negara/rumah dinas dapat
dioptimalkan salah satunya dengan menggunakan pemecahan unit dari
tipologi hunian yang ada. Sebagai contoh, untuk hunian peruntukan
pejabat fungsional dan staf lainnya sebesar 98 m2 dapat menjadi tiga unit
hunian untuk yang berstatus lajang atau menjadi dua. unit untuk yar:g
sudah berkeluarga.

Penyediaan perumahan dinas bagi pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri
memperhatikan proses transisi pegawai dan keiuarganya, terutama pada 5
tahun pertama. Pada tahap awal penyediaan perumahan dinas (rumah
negara) untuk pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri dimulai pada tahun 2022
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hingga 2024. Pengembangan ukuran unit didorong untuk mengikuti
ukuran kelipatan modul unit rumah susun pada desain dasar (baslc d.Zsignl
untuk meningkatkan efi siensi penggunaan ruang.

3,6"t.2 Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Ibu Kota
Nusantara secara umum terbagi tiga, yaitu strategi untuk penyelenggaraan
rumah negaraf rumah dinas bagi ASN, TNI, dan polri, pengembangan-iumah
umum Qrublic rental/ outned housing), serta pengembangan perumahan swadaya
dan komersial. Adapun penjelasan masing-masing strategi dapat dilihat sebagai
berikut:

a. Rumah Negara/Rumah Dinas bagi ASN, TNI dan polri

Penyelengga.raan n-rmah negara diutamakan dibangun di area KIPP, namun
dapat meluas ke area non-KIPP sesuai dengan kebutuhan. ASN, TNI, dan
Polri diberikan pilihan untuk menempati hunian negara yang disediakan
pemerintah atau opsi lainnya yang disediakan oleh masyarakat dan dunia
usaha. Penyediaan hunian negara mengikuti kelas jabatan serta sistem
karir perumahan (housing career sgsteml yang memperhatikan pendapatan
dan jumlah anggota rumah tangga. Penyelen ggaraan rumah negara sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi pendanaan dan pembiayaan mmah negara/rumah dinas bagi ASN,
TNI, dan Polri akan bertumpu pada APBN yang didukung kemitraan dengan
badan usaha yang memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.
Sementara, untuk pengalokasian mmah negara didasarkan pada housing
queueyang disusun oleh lembaga pengelola rumah negara di bawah Otorita
Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tahapan pemindahan ASN/TNI/Polri.
Rumah negara ASN, TNI, dan Polri di kawasan Ibu Kota Nusantara
merupakan barang milik negara, sehingga pengelolaaan dilakukan oleh
lembaga pengelola nrmah negara di bawah Otorita Ibu Kota Nusantara
dan berpedoman pada ketentuan pengelolaan rumah negara yang berlaku.
Rumah Umum (Public Rentat/ Owned Housingl

Penyelenggaraan rumah umum yang terdiri atas rumah sewa dan rumah
dengan kepemilikan berjangka akan dilakukan di KIPP maupun di
kawasan luar KIPP. Rumah umum dapat disediakan untuk kalangan tenaga
kerja konstruksi pada tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara, yang
selanjutnya dapat dikembangkan menjadi hunian bagi masyarakat yang
bertempat tinggal di Ibu Kota Negara. Penyediaan dan pengelolaan rumah
umum dilakukan oleh housing authoritg yang dibentuk oleh Otorita Ibu

b
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Kota Nusantara dan sekaligus dapat berperan sebagai off-taker penyediaan
perumahan yang dibangun oleh dunia usaha. Untuk mempertahankan
inklusifitas kawasan, pengelolaan (estate managementl serta pasar
perumahan primer dan sekunder nrmah umum mengikuti ketentuan
regulasi yang ditetapkan oleh housing authority. Housing authoitg juga
menerapkan pengalokasian rumah umum yang didasarkan pada housing
queue serta sistem karir perumahan (housing career system) yang
memperhatikan kebutuhan dan keterjangkauan rumah tangga. Penyediaan
lahan untuk rumah umum dengan kepemilikan berjangka dapat
menggunal<an skema hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan
(HPL) yang memiliki durasi kepemilikan cukup lama, seperti selama 70
tahun.

Rumah Swadaya dan Rumah Komersial

Rumah swadaya dan rumah komersial dikembangkan di kawasan non-KIPP
dengan pelaku utama masyarakat dan dunia usaha mengikuti tata ruang
serta tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan KPI dalam Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara. Pengembangan hunian komersial dapat
diintegrasikan dengan sistem transportasi melalui pengembangan kawasan
Transit Oriented Deuelopment (TOD). Pengembangan pola hunian, skema
kepemilikan dan skema pembiayaan agar dapat sejalan dengan housing
career sgstem, yang memperhatikan kelompok umur, jumlah anggota
keluarga dan keterj angkauan masyarakat, serta memperhatikan penerapan
konsep hunian berimbang.

Strategi yang perlu didorong dalam penyelenggaran Rurnah Swadaya antara
lain:

Mengembangkan sistem penyediaan pembangunan perumahan
swadaya yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar
permukiman serta pemenuhan terhadap pedoman teknis yar:g
berlaku;

Memfasilitasi penyelenggaraan rumah swadaya dengan pengembangan
dan penataan kawasan baik melalui pembangunan baru maupun
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada
(upg rading, rede uelo pment, dan rese ttlement) ;

Mengembangkan penerapan sistem pembiayaan perumahan swadaya
yang inklusif dan berkelanjutan, seperti kredit pembangunan rumah
swadaya, kredit pemilikan rumah, serta kredit perbaikan rumah;

Memfasilitasi pembangunan dan perbaikan perumahan dan
permukiman masyarakat setempat termasuk komunitas adat/lokal.

1

2

3

4
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Strategi yang perlu didorong dalam penyelenggaraan Rumah Komersial
antara lain:

1. Penyediaan hunian yang dilakukan oleh pengembang mengikuti
peraturan spasial dan turunannya serta sistem pembinaan dan
pengendalian da-lam pembangunan lingkungan binaan permukiman
yang berlaku;

2. Menciptakan pasar perumahan yang efisien dan kompetitif termasuk
kemudahan berusaha bagi pengembang serta memastikan
perlindun gan konsumen ;

3. Mengembangkan penerapan sistem pembiayaan perumahan yang
inklusif dan berkelanjutan untuk kredit pembangunan rumah
komersial serta kredit pemilikan rumah komersial.

3.6.2 Prinsip Dasar Infrastruktur Persampahan

Ibu Kota Nusantara menargetkan 100 persen sampah ditangani dan diolah serta
mengacu kepada KPI 5.2 yaitu 60 persen semua timbulan limbah padat
(sampah) diolah pada tahun 2045 sehingga memenuhi pengelolaan sampah
komprehensif, terpadu dari hulu ke hilir, berwawasan lingkungan, dan
memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi. Sampah dipisahkan pada
sumbernya dan dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara untuk diolah
secara terpusat. Fasilitas daur ulang sampah sebagai fokus utama dari sistem
pengelolaan sampah akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat
pemrosesan akhir (TPA). Hal ini akan memperpanjang umur TPA, mengrrrangi
penggunaan lahan untuk TPA baru serta mengurangi gangguan dan aspek
lingh:ngan. Di samping itu, barang hasil daur ulang dapat digunalcan sebagai
bahan balar untuk menghasilkan produk baru. Diperlukan kesadaran
masyarakat dan seluruh pihak untuk menjamin keberhasilan daur ulang
dimulai dari pemilahan sampah di sumber dan kepastian off taker. Kerangka
keda pengelolaan sampah di lbu Kota Nusantara dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
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Gambar 3- 22 Kerangka Kerja Pengelolaan sampah Ibu Kota Nusantara
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Pusat pengelolaan sampah (wastelub atau neksus) merupakan fasilitas
terintegrasi antara pengelolaan sampah dan air limbah yang terdiri atas Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
(IPALD), serta pengelolaan dan operasi terpadu dari kedua fasilitas tersebut.
Wastelub (neksus) ditempatkan di suatu area pengembangan untuk
mewujudkan sinergi ekonomi, mengurangi biaya transportasi dan operasi, serta
memberikan kendali atas masaiah lingkungan. Stasiun peralihan sampah akan
berlokasi di setiap kawasan untuk memfasilitasi pengumpulan dan pemindahan
Bampah. Pembangunan fasilitas pengelolaan persarnpahan direncanakan untuk
ditempatkan di luar kawasan lingkungan terlarang (nogo qreal untuk
menghindari dampak pada flora dan fauna sensitif serta area dengan nila-i
konservasi tinggi. Mengingat risiko tinggi pencemaran dari fasititas
persampahan, diperlukan penyiapari dokumen lingkungan sesuai peraturan
yang berlaku sebelum pembangunan untuk meminimalkan dampak yang
ditimbulkan oleh pusat pengolahan sampah terhadap lingkungan dan
sekitarnya. Selain itu, diperlukan juga studi lanjutan dan investigasi lapangan
yang lebih spesifik guna menetapkan kecocokar lokasi untuk semua fasilitas
pengelolaan persampahan.
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3.6.2.1 Proyeksi Sampah

Proyeksi volume sampah sebesar O,7O kg/kap/hari (mengikuti rata-rata volume
timbulan sampah dari kota metropolitan) pada Tahap 1 dan tingkat kenaikan
tahunannya sebesar 1,1 persen untuk memperkirakan volume total sampah
yang dihasilkan sebagai bagian dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Volume
total sampah yang dihasilkan sesuai dengan proyeksi populasi Rencana Induk
Ibu Kota Nusantara ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 3-3 Angka Timbulan Sampah Berdasarkan Proyeksi Populasi Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

lttrp f Trtrp 3 Tahap 3 Tehrp 4 faLrp 5 Batuaa

Tlabulaa
Sampah per
Kapita

o.70 o.79 0.84 0.89
kg/hari
/ orang

Asumsi yang digunakan adalah balrwa komposisi sampah pada kategori
komersial dan industri serta sampah domestik adalah sama, narnun sampah
domestik tidak dikategorikan sebagai sampah yang berbahaya. Rurnah tangga
menimbulkan sampah berbahaya dalam bentuk produk kebersihan dan
perawatan pribadi, secara statistik volumenya masih dapat diabaikan jika
dibandingkan dengan volume sampah keseluruhan yang akan muncul dari Ibu
Kota Nusantara.

Tabel 3-4 Komposisi Sampah Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Sumber Dan Jenis (Dalam Persentase)

Jedr Banpah Ltnbah Bg Ltabah Non-Bi!

Sampah domestik (termasuk pasar) -0o/o -7Oo/o

Sampah komersial dan industri (termasuk
sekolah)

- Io/o -29Vo

o.74
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3.6.2.2 Sistem Pengelolaan Sampah

a. Penahapan

Untuk dapat mengelola proyeksi timbulan sampah yang dihasilkan, fasilitas
pengelolaan sampah perlu mencapai kapasitas pengoperasian minimal dan
perkiraan pengambilan lahan yang diperlukan.

b. Lokasi Fasilitas Persampahan

Secara umum, wastehub (neksus) terdiri atas lahan urug saniter, Iahan
urug lirrrbah 83, fasilitas pengolahan sampah melalui proses termai (Waste
to Energy) dan/atau pengolahan sampah menjadi barang (Waste to hoductl,
fasilitas pengomposan, fasilitas daur ulang, dan fasilitas pengolahan
persampahan industri.

Penentuan fasilitas persampahan di dalam utastehub (neksus) bisa
memberikan kontrol yang lebih baik terhadap masalah lingkungan terkait
pengelolaan sampah dan dikelola secara terpusat.

Tabel 3-5 Fasilitas Terpusat dan Fasilites lokal

hrsat Peagcloleen Eanpah Fasllltar Pcugclolaeu
. Pcrraalnhen I.oLeI

Traaeportasl 1. lnkasi umum untuk
pernbuanga:r sampah

2. Jarak tempuh lebih jauh
untuk sampah yang
dihasilkan di luar
wastehub (neksus)

3. Jarak tempuh lebih dekat
dari fasilitas pengelolaan
satu ke fasilitas lain

1. Diperlukan koordinasi untuk
masing-masing fasilitas
pengolahan.

2. Jarak tempuh lebih jauh antar-
fasilitas persampahan

3. Jarak tempuh yang lebih dekat
dari sumber sampah ke fasilitas
pengelolaarr

f,'asilitas 1. Berbagai fasilitas pengolahan
skala kecil

2. Fasilitas baru yang akan
dibangun jika diperlukan

3. Fasilitas tersebar di seluruh
kota

]. Fasilitas berukuran lebih
besar yang dapat
diperluas sesuai
kebutuhan (fasilitas
tertentu dengan jumlah
lebih sedikit)

2. Dekat dengan fasilitas
persampahan lainnya
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Eflslensl l Efisien dalam
memindahkan sampah
yang diolah

2, Fasilitas yang lebih besar
biasanya memiliki
efisiensi pengoperasian

.yang lebih baik
3. Persampahan dapat

dengan mudah
dipindahkan antar-
fasilitas jika tiba-tiba
te{adi lonjakan timbulan
sampah yang lebih besar
dari kapasitas fasilitas
pengolahan itu sendiri

c.

Penentuan lokasi pusat pengelolaan sampah beserta pertimbangannya
menggunakan standar yang berlaku dan juga standar yang dapat
dikembangkan kemudian apabila dibutuhkan.
Lokasi Fasilltas Pengelolaan Peraanpahan di Kawasan Permuldman
Fasilitas pengelolaan persarnpahan lainnya juga akan dibangun di kawasan
Ibu Kota Nusantarayang lebih luas untuk melayani permukiman yang ada
dengan prinsip yang sama sesuai dengan penjelasan pada poin
sebelumnya,

3.6.2,3 Strategi Infrastruktur Pengelolaan Persampahan

Strategi pengelolaan persampahan dalam rincian rencana induk ini
dikembangkan untuk menciptakan ekonomi sirkuler pada aliran sumber daya
Ibu Kota Nusantara untuk memenuhi target KPI 60 persen daur ulang dalam
jangka yang lebih panjang. Oleh karenanya, dalam waktu dekat diperlukan
kepastian investasi dan off-taker yang sesuai untuk pengelolaan persampahan
yang diperlukan.

Sistem pengangkutan sampah yang akan dikembangkan yaitu sistem
pengangkutan sampah melalui pneumatic dan pengangkutan manual terjadwal
dengan pemilahan dari sumber. Kedua sistem tersebut akan memfasilitasi
pengumpulan sampah organik, daur ulang, dan sampah umum terjadwal dan
sejak dari sumbernya.
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Strategi lain yang juga akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara addah daur
ulang sampah. Sampah daur ulang tersebut akan dikumpul dan dipilah
menggunakan kombinasi metode manual dan mekanis. Bahan-bahan daur
ulang tersebut kemudian akan dipulihkan dan digunakan kembali di fasilitas-
fasilitas daur ulang. Keseluruhan strategi pengelolaan sampatr di lbu Kota
Nusantara yang ditetapkan tersebut hanya dapat tercapai dengan adanya
komitmen dari pemerintah, industri, dan konsumen serta selunrh pihak terkait
lainnya.

3.6.3 Infrastmktur Pengelolaan Air Limbah

3.6.3.1 Prinsip Dasar Infrastruktur Pengolahan Air Limbah

Untuk mencapai KPI 100 persen pengelolaan air limbah pada tahun 2035, air
limbah diolah secara terpusat di instalasi pengolahan air limbah. Instalasi
pengolahan air timbah akan mengolah air limbah domestik yang melayani Ibu
Kota Nusantara yang juga dimungkinkan untuk melayani area di luar Ibu Kota
Nusantara. Pemilihan teknologi pengolahan air limbah yang tepat bergantung
pada sejumlah faktor fisik dan nonfisik. Teknologi yang paling tepat adalah
teknologi yang memberikan tingkat layanan yang paling dapat diterima secara
sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Gambar 3- 23 Proses Skema Air Limbah Ibu Kota Nusantara
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Pengolahan air limbah domestjk dan pengolahan air limbah industri
direkomendasikan dilakukan terpisah di Ibu Kota Nusantara. Hal ini dengan
memperhitungkan efisiensi jarak antara sumber air limbah, karakteristik air
limbah, dan lokasi pengolahan serta memanfaatkan aliran dengan sistem
gravitasi yang terpisah dengan drainase. Air limbah yang diolah didaur ulang
untuk keperluan air non-konsumsi.

3.6.3.2 Strategi Infrastruktur Pengolahan Air Limbah

Strategi pengelolaan air limbah akan dikembangkan dengan melakukan:

a. Identifikasi volume air limbah dan karakteristiknya;

b. Melakukan pengelolaan air limbah secara holistik, dengan mengutamakan
pemilihan penanganan yang efektif dan el-rsien dalam mendukung
pengendalian pencemaran lingkungan serta dapat diperbaharui sesuai
kebutuhan;

c. Secara bertahap mengalihkan pengelolaan air limbah eksisting yang masih
menggunakan sistem setempat (SPALD-S, Sistern Pengolahan Air Limbah
Domestik-Setempat) menjadi pengolahan terpusat (SPALD-T, Sistem
Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) di mana seluruh air limbah
domestik yang dihasilkan baik blackwater maupun greywater harus
dipastikan terolah dan tidak masuk ke saluran drainase sebelum melalui
proses pengolahan;

d. Integrasi pengelolaan air limbah dengan pengelolaan sampah di wastehub-
neksus.

3.6.3.2.1 Timbulan Air Limbah

Air limbah dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Air limbah domestik ada-lah air limbah'1'ang berasal dari usaha dan/atau
kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen,
dan asrama;

b. Air limbah yang dapat diasirrrilasi dengan air limbah domestik adalah air
Iimbah yang berasal dari kegiatan komersial atau bisnis yang berkaitan
dengan layanan di mana pencemaran airnya utamanya berasal dari
konsumsi air, perarvatan diri dan kebersihan, serta pembersihan dan
kenyamanan fasilitas, akan tetapi beberapa layanan lain, seperti restoran
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(kecuaii untuk kedai makan tradisionai kecil), binatu, tempat cuci mobil,
POM bensin, dan bengkel mekanik, terutama bengkel mobil memerlukan
izin pembuangan dan perangkat atau fasilitas pra-pengolahan sebelum
disalurkal ke dalam jaringan perpipaan air limbah domestik;

Air limbah Industri atau air iimbah berkarakteristik non-domestik yang
dihasilkan dari kegiatan industri atau sejenisnya yang karakteristiknya
tidak serupa dengan air limbah domestik tidak dapat disalurkan dan diolah
bersama dengan air limbah domestik, sehingga harus memiliki pengolahan
tersendiri. Jika karakteristik air limbah domeslik tersebut dapat dijamin
memiliki karakteristik sesuai dengan batas kualitas dan kualtitas influen
yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku dan/atau telah mengalami
pengola-han pendahuluan sampai dengan kualitas dan kuantitas tersebut,
maka dapat dipertimbangkan untuk diolah bersama dengan air limbah
domestik di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD);

Perhitungan volume air limhah domestik yang digunakan sebagai asumsi
pada penetapan strategi dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,
didasarkan pada perhitungan minimal sebesar BO persen da:i konsumsi air.

iJ.6.3.2.2 Konsep Pengelolaan Air Limbah Domestik

IPALD di Ibu Kota Nusantara akan terbagi meniadi Lreberapa zona peia5ranan.
Pembagian zonasi IPALD ini mempertimbangkan kondisi geografis, saiah
satunya untuk mengoptimalkan aliran dengan sistem gravitasi, di mana jaringan
perpipaan akan dibangun dengan memanfaatkan kontur alami di sepanjang
riparian sungai. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir jumlah pompa yang
naltin5za akan berpengaruh dalam kebutuhan operasional dan pemeliharaan'
Beberapa lokasi IPALD, akan berada di uastehub (neksus) untuk nantinya
diolah secara terintegrasi.

Penempatan lokasi IPALD ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal,
di antaranya:

a. ditempatkan pada ketinggial rendah untuk memfasilitasi sistem gravitasi
dalam penyaluran air limbah domestik;

b. ditempatkan di daerah hilir dari sumber air untuk mengurangi risiko
pencemaran air; dan

c, mempertimbangkan potensi gangg'.ran akibat bau, kebisingan, dan polusi
visual di dalam kota.
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Kualitas influen air limbah yang diolah di IPALD harus diatur untuk
memungkinkan pengolahan yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah/lembaga
yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan di Ibu Kota Nusantara
berkewenangan untuk menetapkan standar kualitas untuk influen dan efluen
IPALD yang diperbolehkan. Standar ini akan berlaku untuk semua
pengembangan da,lam KIKN. Segala aktivitas yang menghasilkan air limbah
perlu dipastikan bahwa air limbah yang dibuang memenuhi ketentuan saat ini
serta standar yang dapat dikembangkan kemudian.

Efluen dari IPALD kemudian akan dialirkan ke reservoir untuk nantinya
dilakukan pengolahan lanjutan menjadi air daur. Pengelolaan lebih lanjut
tentang daur ulalg air yang akan didistribusikan dan digunakan di KIKN akan
diatur dan dikaji pada tahapan selanjutnya.

3.6.4 InfrastrukturAir

3.6.4.1 Prinsip Dasar Infrastruktur Air

Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk menyediakan akses air minum,
air untuk kebutuhan ekonomi dan lingkungan, perlindungan sumber air dari
polusi-termasuk melalui sanitasi (air limbah domestik dan persampahar) yang
aman dan berkelanjutan, serta pengurangan risiko banjir dalam satu sistem
pengelolaan air terpadu.

Prinsip pengelolaan sumber daya air-di dalamnya termasuk penyediaan
infrastruktur--dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan melalui proses
konservasi dan pendayagr:naan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak
air, yalg didukung oleh partisipasi masyarakat dan sistem informasi yang
handal.

Prinsip pengelolaan air keberlanjutan bertumpu pada tiga elemen: (i) ketahanan,
yaitu sistem air dapat beradaptasi dengan iklim dan pertumbuhan kota pada
masa depan serta mengurangi risiko; (ii) efisiensi, yaitu penggunaan air dengan
bijak dan investasi yang tepat; serta (iii) kualitas, yaitu perlindungan terhadap
kesehatan masyarakat dan lingkungan. Elemen tersebut dapat dilakukan
melalui prioritas penggunaan sumber air permukaan, pengolahan air limbah
dan daur ulang air, serta mengadopsi pendekatan terintegrasi antara sistem
pengelolaan air secara konvensional dan pengelolaan berbasis alam. Langkah
tersebut seperti terlihat pada Gambar 3- 24.
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Gambar 3- 24 Siklus penyediaan dan pengelolaan kualitas air perkotaan
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Dalam hat prinsip keterpaduan dan keberlanjutan, dari sisi intervensi
infrastmktur, sistern sumber daya air di Ibu Kota Nusantara akan
mengedepankan kombinasi antara infrastruktur hijau seperti kolam retensi
alami, hutan mangroue, datr lahan basah buatan lconstruded wetlandl dan
infrastmkhrr abu-abu seperti bendungan, bendung dan tanggul. Hal ini
merupakan bentuk kesatuan sistem tata air dan jaringan vegetasi, melalui
koridor hijau dan biru, berdasarkan prinsip kota spons lsponge crty) dan kota
hutan (forest eitfl.
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[.€bih lanjut tagi, prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu didasarkan
pengelolaan pada satu kesatuan wilayah sungai maupun daerah aliran sungai
(DAS). Prinsip tersebut yang mencakup aspek konservasi, pendayagunaan, dan
pengendalian daya rusak, seperti yang telah dijabarkan di atas. Dalam konteks
Kawasan Ibu Kota Nusantara, sebelum adanya keputusan pembangunan Ibu
Kota Nusantara, DAS yarg terletak di dalam Kawasan lbu Kota Nusantara
mempakan bagian dari wilayah Sungai Mahakam di mana pengelolaannya
dalam kewenangan Pemerintah hrsat. Terdapat 3 DAS yang secara utuh terletak
di dalam Wilayah lbu Kota Nusantara, yaitu DAS Samboja, DAS Sanggai, dan
DAS Dondang, serta 2 DAS yang sebagian wilayahnya terletak pada Wilayah lbu
Kota Nusantara, yaitu DAS Mahakam dan DAS Wain (Gambar 3-25).

Gambar 3-25 Daerah Aliran Sungai di Dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan berbagai pengaturan khususnya,
memberikan peluang implementasi dan menjadi model peningkatan pengelolaan
sumber daya air terpadu. Dalam konteks pengeloiaan ini, perlu dilakukan
pendetailan pembagian dan hubungan kerja antara Otorita Ibu Kota Nusantara
dengan institusi pusat dan daerah yang saat ini melaksanakan pengelolaan
sumber dayaair seperti Balai Wilayah Sungai, Balai Pengelolaan DAS dan dinas-
dinas pada Pemerintah Daerah. Pembagian tugas, terutama kewenangan Otorita
Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan dengan merujuk pada aspek Pengelolaan
Sumber Daya Air, sebagai berikut:

,5 ',,r
tl !,
T{ryrh DfH

Legenda
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a Aspek Konservasi Sumber Daya Air: dilaksanakan secara penuh oleh
Otorita Ibu Kota Nusantara di DAS-DAS dalam Ibu Kota Nusantara dan
mendukung konservasi di DAS-DAS sekitar Ibu Kota Nusartara dalam
rangka optimalisasi peiaksanaan kota spons, pengendalian atas kualitas air
dan sejalan dengan pengelolaan hutan (forest ci@t).

Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air: Otorita Ibu Kota Nusantara
berwenang melaksanakan pendayagunaan, termasuk investasi untuk DAS-
DAS dalam lbu Kota Nusantara serta melaksanakan penyediaan air untuk
Ibu Kota Nusantara dari DAS di luar wilayah ibu kota melalui koordinasi
dengan Pemerintah Pusat dalam rangka menjamin penyediaan air untuk
Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitar, serta dapat melaksanakan siklus
penyediaan air perkotaan secara utuh mulai dari penyediaal air baku, air
minum, pengelolaan limbah dan daur ulang air.

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air: dilaksanakan secara penuh oleh
Otorita Ibu Kota Nusantara di seiuruh Wilayah Ibu Kota Nusantara dalam
kerangka pengelolaan risiko banjir secara terpadu dan pelaksanaan prinsip
kota spons.

3 .6,4 .2 Strategi Infrastruktur Air

Strategi pengeiolaan sumber daya air di Ibu Kota Nusantara akan
menggabungkan infrastruktur hijau dengan infrastruktur konvensional (grey
infrastrucfirel untuk memberikan ketahanan pada sistem air dan mencapai
tujuan pembangunan, termasuk ketahanan air, pengurangan risiko bencana,
dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, strategi penyediaan air
juga perlu didukung dengan penjagaan atas sumber air baik secara kualitas
maupun kuantitas.

3.6.4.2.L Strategi Penyediaan Air Baku

Strategi penyediaan air bal<u di Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan dengan
tujuan sebagai berikut:
a. Untuk menyediakan sumber air baku yang mencukupi kebutuhan sekitar

1,7 hingga 1,9 juta penduduk pada waktu pembalgunan Ibu Kota
Nusantara tahap akhir.

b. Mengidentifikasi sumber air yang memiliki kehandalan dengan tetap
memperhatikan aspek kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

b
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Mengidentifikasi neraca air untuk sumber yang diusulkan agar mampu
memenuhi proyeksi akan total kebutuhan air, termasuk untuk kebutuhan
industri dan pertanian.

Memaksimalkan sumber air alternatif, seperti penampungan air hujan dan
daur ulang air.

Seluruh permintaan air akan bersumber dari sistem pengumpulan air sebagai
berikut:

a. Intake Sungai Sepaku;

b. Bendungan Sepaku Semoi;

c. Potensi Bendungan Batu Lepek;

d. Potensi sistem perpipaan dari Sungai Mahakam untuk memenuhi
kebutuhan air baku Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya;

e. Potensi lain yang telah diidentifikasi namun memerlukan investigasi
lanjutan berlandaskan protokol berkelanjutan dalam aspek kelayakan dan
detaii desain, termasuk sumber air alternatif;

f. Memaksirnalkan dari Bendungan Samboja yang telah dibangun.

Gambar 3-26 Sumber Air Baku lbu Kota Nusantara

I trxc- nr{.d dr. hdrh:hrr
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3.6.4.2.2 Strategi Sistem Penyediaan Air Minum

Strategi pengelolaan air minum dikembangkan dengan tujuan:

a. kualitas air minum yang dihasilkan memenuhi standar kualitas air minum
aman.

b. Memastikan bahwa air minum dapat disuplai dengan pasokan yang ada
dan sesuai kebutuhan (memenuhi 3K-kualitas, kuantitas, dan kontinuitas).

c. Mengrdentihkasi besaran faktor kehilangal air (non-reuenue utatel dan
faktor keamanan lainnya untuk mengakomodir kemungkinan volume air
yang tidak dapat dihitung langsung.

d. Mengidentifikasi fasilitas instalasi pengolahan air yang memadai dan dapat
memenuhi standar kualitas air minum aman.

e. Mengidentifikasi potensi teknologi yang dapat diterapkan untuk
mendukung pasokan air termasuk penggunaan teknologi yang hemat air'

Pada Tahap 1, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang merupakan satu
kesatuan sistem hsik (teknik) dan non frsik dari prasarana dan sarana air minum
akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan non-domestik.
SPAM ditujukan untuk memenuhi air minum aman dal memenuhi prinsip 3K'
Sedangkan strategi penyediaan air untuk kebutuhan industri dan pertanian
akan dilaksanakan sejalan dengan rencana pengembangan kawasan industri
dan pertanian di dalam Ibu Kota Nusantara. Paramater yang digunakan dalam
menghitung kebutuhan air adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan air domestik minimum 150 liter/orang/hari

b. kebutuhan non-domestik/perkotaan 3O persen dari kebutuhan domestik

c. Memperhitungkan faktor kehilangan air sebesar 5 persen dari kebutuhan
domestik.

untuk melayani Ibu Kota Nusantara maka air baku akan diambil dari sumber
air baku yang dijelaskan dalam sub-bab 3.6.4.2.1 dan disalurkan melalui pipa
transmisiair baku menuju instalasi pengolahan air. Dari instalasi ini air minum
akan disa-lurkan mela_lui pipa transmisi air minum menuju reservoir induk, yang
kemudian dialirkan melalui jaringan distribusi secara gravitasi ke area
pelayanan. Untuk daerah yang tidak dapat ddangkau dengan pelayanan air
minum secara gravitasi maka akan dibangunkan reservoir pembagi untuk
mendistribusikan air minum menuju area pelayanan (penerima manfaat)'
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3.6.4.2.2.1 Jaringan Transmisi

Rancangan teknis unit transmisi harus mengopLimalkan jarak antara unit air
baku dengan unit produksi. Selain itu unit produksi ke jaringan distribusi harus
sependek mungkin. Dua jenis pipa transmisi yang dipertimbangkan, yaitu
transmisi air baku dari waduk ke IPA dan sistem transmisi distribusi dari IPA ke
pengguna melalui reservoir layanan.

IPA agar diletakkan pada lokasi yang memiliki perbedaan ting$ head minimum
dari sumber air, namun hal tersebut tidak mungkin untuk diaplikasikan dengan
sistem gravitasi untuk mengalirkan air menuju IPA di sebagiar besar sumber
air. Memompa air baku menuju IPA akan dibutuhkan pada IPA yang lokasinya
lebih tinggi dari sumbernya. Jaringan pipa perlu dirancang untuk memenuhi
kebutuhan aliran maksimum harian dasar (Q max dagl.

3.6.4.2.2.2 Instalasi Pengolahal Air

Instalasi Pengolahan Air Minum (lPA) bertujnan
mengolah pasokar air minum aman. Prinsip
pembangunan IPA adalah sebagai berikut:

a. Lokasi IPA dioptimalkan dengan operasional dan pemeliharaan SPAM.

b. Memastikan interkoneksi antar-lPA sehingga produksi air minum dapat
tetap berjalan ketika salah satu instalasi sedang tidak beroperasi.

3.6.4,2.2.3 Jaringan Distribusi

Untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi air minum serta
mengakomodir kegiatan pemeliharaan/perbaikan pipa trarsmisi air minum,
maka diperlukan reservoir induk yang berfungsi sebagai tempat penampungan
air minum. Air minum dari reservoir induk akan didistribusikan ke daerah
pelayanan. Rancangan teknis untuk jaringan distribusi memperhitungkan
beberapa aspek seperti kondisi topografi, jangkauan pelayanan, kecepatan
aliran air dalam pipa, tekanan air dalam pipa, sisa tekan pada area pelayanan
terjauh, dan kapasitas air yang akan didistribusikan.

untuk
yang

menyediakan dan
digunakal dalam
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3.6.4.2.3 Strategi Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air

Sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan terpadu sumber daya air dalam
Wilayah Ibu Kota Nusantara, strategi pengendalian daya rusak air khususnya
Tahap 1 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Sistem utama didesain dengan menggunakan kala ulang Q100 tahun.

b. Memperhitungkan aspek risiko dan semua jenis banjir yarlg mungkin
terjadi, termaJuk lokasi-lokasi kejadian.banjir eksisting dan potensi lainnya
sebagai dampak perubahan tata guna lahan, proyeksi penduduk, dan
dampak perubahan iklim.

c. Sistem didesain dengan memperhatikan keseluruhan rencana
pengembangan kawasan dengan mengintegrasikan sistem drainase baik
paaa kawasan permukiman, infrastruktur transportasi dan sistem sungai,
termasuk muara sungai.

d. Mempertimbangkan aspek erosi lahan dan sedimentasi yang dapat.

mempengaruhi kapasitas pengaliran drainase dan sungai.

e. Memilih infrastruktur dengan nilai multiguna tinggi, seperti bendungan,
kolam retensi, dan infrastruktur lainnya sesuai dengan konsep Kota Spons.

f. Mengadopsi dan mengembangkan infrastruktur pendukung dan upaya
,ron-itruktural p..rg"rd"lian daya rusak seperti sistem peringatan dini
banjir sebagai ."t t 

""atuan 
konsep smart cttg, pemantauan debit dan

tinggi muka air yang memadai, peilltanda risiko banjir, rencana tindak
darurat, dan penataan sempadarr sungai.

9.6.4.2.4 Strategi Infrastruktur Hijau untuk Implementasj Kota Spons

Infrastruktur air juga dibangun dengan fokus pada konsenrasi air, untuk
mcndukung prinsip kota 

"po.rs. 
Tabel 3-6 menyajikan jenis infrastruktur hijau

untuk konservasi air dan pingelolaan limpasan permukaan pada berbagai jenis
penggunaan lahan.

Tabel 3- 6Implementasi Pengelolaan Limpasan Permukaart

Pardsipan Pemsrintah & SwastE Induetri Perlotaan Ptrrgira! Kota

Ferkantoran
Sckotah
Bisnig

TtsJruN IGtA
Perkgbunan

Gudang
IkDtor
Moss

Fertanian,
Ferkebunan

Perumahan Fasifftae Pcrtanian
f€hsrx
oembut

Kolam
Retensi

.i ri .t ./
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Adapun salah satu prioritas pembangunan akan ditekankan pada kolam kolam
retensi tampungan air yang bersifat multifungsi untuk penyediaan air,
pengend.alian banjir, konservasi air, vista kota, serta pengurangan urban heat.

3.6.5 Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

3.6.S.1 Prinsip Dasar Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Seca.ra umum pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial menggunakan

prinsip skala pelayanan, pencapaian dengan bedalan kaki, serta integrasi

dengan kawasan. prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

fasilitas umum dan sosial bagi penduduk yang dilayaninya. Adapun untuk

bangunan fasilitas bersama memiliki prinsip umum perancangan yang meliputi:

a. aksesibilitas;

b. konektivitas;

c. infrastruktur hijau;

d. pengelolaan;

e. keamanan;

Pardsipan Pcmerintah & gwasta Industri Perkotaan Pingirar, Kota

hrkantoran
Sckolah
Btsnis

Tahan Kota
Ferhebuaan

Oudang
IGntor
Megs

Fertanian,
Petkebunart

Ferumahan Fasititas Pertanian
Lohen
Gtrnbut

Sumur
Resapan
(Soalk Well)

.i ./ ./ rl

Saluran
dengan
resaPeJr
(Soak Drain)

./ a, a, .i

Lahan
basah

.i { v

Pemanenan
Air Hujan

n ./ ./ .J .l n
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f. tanggap bencana; dan

g. responsif gender, ramah perempuan, peduli anak, dan inklusif.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah fasilitas umum dan
sosial juga perlu ditambah dari yang sudah diperhitungkan untuk kondisi saat
ini untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Asumsi kebutuhan untuk fasilitas
yang digunakan untuk menentukan angka kebutuhan fasilitas, ada-lah sebagai
berikut:

a. Penyesuaian yang dilakukan untuk menciptakan tata guna lahan yang
lebih efisien, misalnya dengan mengkombinasikan fungsi pelayanan publik
dan pemerintahan dalam satu bangunan, adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik dan Pemerintahan

a) Kantor administratif setara dengan rukun warga (RW)

dikombinasikan dengan ruang serbaguna dan perpustakaan
untuk memungkinkan efektivitas laha-n dan memastikan fasilitas
tersebut dapat diakses dengan berjalan kaki dari area hunian.

b) Kantor administratif setara dengan kelurahan dikombinasikan
dengan ruang serbaguna untuk memungkinkan efektivitas lahan
dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan I O menit
berjalal kaki dari simpul transportasi massal sekunder.

c) Kantor administratif setara dengan kecamatan dikombinasikan
dengan ruang serbaguna untuk memungkinkan efektivita s lahan
dan memastikan fasilitas tersebut dapat diakses dengan 10 menit
berjaJan kaki dari simpul transportasi massal utama.

d) Perkiraan kebufuhan lahan untuk kom binasi fasilitas ini
diasumsikan berdasarkan koefisien dasar bangunan (KDB)

dengan ketinggian bangunan.
e) Kantor polisi dan pemadam kebakaran dipisahkan dari kombinasi

fungsi pelayanan publik dan pemerintahan karena karakter
pelayanannya

2. Pelayanan Kesehatan

a) Pelayanan kesehatan dipisahkan dari kombinasi fungsi pelayanan
umum dan pemerintahan karena karakter pelayanannya. Hal ini
dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit
terhadap fasilitas pelayanan lain beserta Penggunanya.
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b) Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.

c) Fasilitas kesehatan mudah diakses oleh masyarakat diharuskan
berada dalam capaian I O menit berjalan kaki dari halte
transportasi umum.

d) Fasilitas kesehatan disarankan ditempatkan berdekatan dengan
ruang terbuka umum dan fasilitas keagamaan, sesuai dengan
skala pelayanannya.

e) Fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama),
fasilitas kesehatan tingkat ianjut (rumah sakit) dan laboratorium
kesehatan dikembangkan dengan prinsip dasar Yaitu:

1) Penyediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama termasuk
Puskesmas di Ibu Kota Nusantara didasarkan pada standar
nasional yaitu minimal 1 Puskesmas per skala pelayanan
setara Kecamatan. Jumlah minimal tersebut dapat
bertambah dengan memperhatikan pada tingkat kepadatan
penduduk serta beban penyakit di wilayahnya;

2\ Penyediaan Ruma} Sakit (RS) di Ibu Kota Nusantara
didasarkan pada jumlah tempat tidur minimal I tempat tidur
(TT) per 1.000 penduduk (rasio minimal menurut standar
WHO). Sebagai kota berstandar Internasional, perlu
dipertimbangkan untuk meningkatkan standar ketersediaan
tempat tidur RS hingga mencapai minimal 2 TT per 1.OOO

penduduk. RS tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria,
sebagai berikut: i) jaminan mutu, ii) pusat rujukan nasional,
iii) academic heolth sgstem (AHS), iv) green hospital, vl smart
hospitd., vil secuitg sAstem, vii) disaster preparedness, dan
v iill disabled friendlY;

3) Penyediaan pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara
dirujukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan, menjadi
pusat pengembangan pelayanan kesehatan tradisional,
percontohan pengembangan telemediane dengan
pemanfaatan sistem informasi dan pelayanan kesehatan
robotic; pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan
berjenjang dengan pengaturan yang fleksibel disesuaikan
dengan kebutuhan dan efektivitas pelayanan kesehatal; dan
digitalisasi pelayanan kesehatan dengan didukung
digitalisasi sistem informasi pelayanan kesehatannya;
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4\ Penyediaan minimal I RS dikembangkan dengan standar
internasional;

5) Penyediaan laboratorium kesehatan di Ibu Kota Nusantara
perlu memastikan pemenuhan standar tingkat keamanar
hayati (Bio-Safetg Leuet) minimal tingkat 3 dan minimal
tingkat 4 untuk Penguatan fungsi surveillans dan ketahanan
negara.

f) Fasilitas publik untuk mendukung upaya penguatan promotif dan
preventif (sarana aktivitas fisik, :-uang terbuka publik, fasilitas
multifungsi sebagai tempat interaksi dan pelaksanaan upaya
kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)). Salah satu
bentuk UKBM yang perlu dikembangkan di Ibu Kota Nusantara
adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan syarat
pembentukan minimal 1 per skala pelayanan wilayah setara RW.

g) Penentuan lokasi penyediaan pelayanan kesehatal di Ibu Kota
Nusantara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. FasilitasPendidikan

a) Kebutuhan lahan untuk satuan pendidikan perlu memperhatikan
standar kualitas sarana-prasarana berdasarkan jenjang dan
jumlah rombongan belajar peserta didik, sesuai peraturan vang
berlaku.

b) Dalam rangka mengurangi kebutuhan lahan, satuan pendidikan
dapat menggunakan perhitungan bangunan dua atau lebih lantai
bangunan, dengan memperhatikan prinsip sekolah ramah anak.

c) Satuan pendidikan dapat berupa sekolah berdasarkan jenjang
(PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan PT),
ataupun terpadu antar-beberapa jenjang pendidikan.

d) Satuan pendidikan setingkat PAUD dan SD/sederajat perlu
diupayakan sedekat mungkin dengan klaster pemukiman
penduduk.

e) Jumla-l. peserta didik untuk perhitungan kebutuhan satuan
pendidikan mengikuti kebutuhan pengembangan dan penahapan
Ibu Kota Nusantara.

Validasi dari distribusi fasilitas umum utama (taman kanak-kanak, sekolah
menengah, dan puskesmas/klinik) berada dalam radius perjalanan
10 menit mobilitas aktif.
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c. Fasilitas pendidikan hingga sekolah menengah atas untuk mendukung
seluruh populasi KIKN,

d. Area retail (pasar rakyat atau pasar tradisional) dihitung menggunakan
standar nasional.

3.6.5.2 Strategi Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Penetapan strategi pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada
di lbu Kota Nusantara perlu mengacu kepada prinsip 3 (terhubung, aktif, dan
mudah diakses) dari target KPI Ibu Kota Nusantara, secara khusus pada KPI

Butir 3.2 (10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik). Adapun
klasifrkasi yang dapat digunakan tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar 3-27 Klasifikasi Fasilitas Rrblik Terhadap Jarak dan Walchr Tempuh
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3.6.5.2.1 Cakupan KPIKN

Perhitungan kebutuhan penambahan fasilitas dari bertambahnya jumlah
penduduk dapat menggunakan perhitungarr SNI 03-1733-2004 tentang Tata
Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tabel 3-7
menunjukkan kebutuhan penambahan fasilitas sosial dan fasilitas umum
dengan memuat perhitungan kebutuhannya untuk cakupan KPIKN sampai
tahun 2045.

Tabel 3-7 Penambahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Cakupan KPIKN

Faellltas Raslo Junleh Orarg por
Uott

Bebutuhan Ponerbthga
Faellltrs

TK/RA/BA/PAUD Minimal 1

TK/RA/BA/PAUD di
setiap wilayah setingkat
desa/kelurahan atau
tersedia minimal I
TK/RA/BA/PAUD untuk
27O anak usia 3-6 tahun

Menyesuaikan dengan
jumlah penduduk
berdasarkan rentang usia di
KPIKN sampai dengan tahun
2045

SD/MI Minimal 1 SD/MI untuk
672 anak usia 7-12 tahun

SMP/MTs Minimal 1 SMP/MTs
untuk 1.056 anak usia
13-15 tahun

SMA/SMK/MA Minirnal 1 SMA/SMK/MA
untuk 1.296 anak usia
l6- I 8 tahun

Posyandu
Mirrimal 1 per skala
pelayanan wilayah setara
RW

Menyesuaikan dengan
jumlah penduduk di KPIKN
sampai dengan tahun 2045

Puskesmas

Minimal t hrskesmas per
skala pelayanan setara
Kecamatan dapat
bertambah dengan
memperhatikan pada
tingkat kepadatan
penduduk

Menyesuaikan dengan
jumlah penduduk di KPIKN
sampai dengan tahun 2045

Rumah Sakit Standar ketersediaan 1 TT
per 1000 Penduduk dapat
ditingkatkan hingga

Minimal I RS

SK No 140861 A
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hrllttg Rrrlo.runlab Onug pcr
udt

trObutUh8n Porrrmtr lrrn
nrrilttes

mencapai minimal 2 TT
per 1.000 penduduk

Laboratorium
Kesehatan

Minimal I laboratorium
terstandar minimal tingkat
keamanan hayati (Bio Sa[etY
LevellBSLl 3 dan daPat
ditingkatkan sampai dengan
minimal BSL 4

Peningkatan kapasitas
fasilitas pelayanan
kesehatan

Fasilitas pelayanan
kesehatan yang ada

Menyesuaikan dengan
jumlah pelayanan kesehatan
yang ada

Pertokoan 2.500 Menyesuaikan dengan
jumlah penduduk di KPIKN
sampai dengan tahun 2045Pusat Pertokoan 30.000

Pusat Pertokoan +

Pasar Lingkungan
30.000

Pusat Perbelanjaan dart
Niaga

30.000

Balai Pertemuan 2.500

Balai Serbaguna 30.000

Taman dan Lapangan Olahraga

3.6.5.2.2 Cakupan KIKN

Adapun kebutuhan fasilitas yang terjadi akibat pengembangan KIKN dapat

dij abarkan sebagai berikut:

Tabel 3-8 Penambahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di KIKN

Llngkup Layanat Ferllltat Rasto tltrrrla[
Oilry 1rcr Udt

Kebutuhen
Psnarnbgh&a

Fartrltes

Skala
Komunitas

Kantor
danr

Balai Warga
2.500

Menyesuaikan
denganPos Keamanan

SK No 140862 A
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30.000

Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengal tahun
2045

Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045

Llngkup Laya.nan Fasllttar

Gardu Listrik

Rarlo Junlah
Osaag per Unlt

Kcbutuhan
Peaarabahan

Fretlttas
Masyarakat
(setara RW)

Layanan
Gabungan

jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045

Pengumpulan
Sampatr
Aula Komunitas
Perpustakaan
Komunitas
Parkiran Umum
(1 SRP = 25 m2)

Skala
pelayanan
setara
Kelurahan

Kantor
dan
Layanan
Gabungan

Kantor
Administrasi

30.000

Pos Keermanan

Kantor Pos

Kantor
Pelayanan Air
Kantor
Pelayanan Listrik
Pengumpulan
Sampah
Gedung
gslfaguna,
Gelanggang
Remaja
Parkiran Umum
(l SRP :25 mzl

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Skala
pelayanan
setara
Kecamatan

Kantor
dan
Layanan
Gabungan

Kantor
Administrasi

120.000

Kantor Pos 120.000

Kantor
Telekomunikasi

120.000

Balai Nikahi KUA 120.000
Pengumpulan
Sampah

120.OOO

Gedung
Serbaguna

120.000

Pa.rkiran Umum
120.000

(1 SRP = 25 m2l
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Pendidikan

Fasilitas
Kesehatan

SMA/SMKi MA

Posyandu
Minimal I per skala
pelayanan wilayah
setara RW

Minimal I
Puskesmas per
skala pelayanan
setara Kecamatan
dapat bertambah
dengan
memperhatikan

Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045

Kebutuhen
Peaambahaa

Ibollltes
Fesllttar

Reslo JuEIsh
Otaag lrcr UBttLfnSLup l,eyanro

Kantor
Polisi

Kantor Polisi 120.000

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

. 120.000

Minimal 1

TK/RA/BA/PAUD
di setiap wilayah
setingkat
desa/kelurahan
atau tersedia
minimal 1

TK/RA/BAi PAUD
untuk 27O anak
usia 3-6 tahun
Minimal I SD/MI
untuk 672 anak
usia 7-12 tahun

TK/RA/BA/PAUD

SD/ MI

SMP/MTs

Minimal 1

sMA/SMKIMA
untuk 1.296 anak
usia 16-18 tahun

Menyesuaikan
dengan
jumlah
penduduk
berdasarkan
pembagian
rentang usia
di KIKN
sampal
dengan tahun
2045

Minimal I
SMP/MTs untuk
L056 anak usia
13-15 tahun

Menyesuaikan
dengan
jumlah
pencluduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045

SK No 140864 A
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Fedlltas

30.000Fasilitas
Keagamaan

Komersial
Menyesuaikan
dengarr
jumlah
penduduk di
KIKN sampai
dengan tahun
2045

Lfngkup Leyaasa
Rarlo Jtrnlah
Orang pcr Udt

Kebutuhan
Penaabehan

Easllltas

Rumah Sakit

pada tingkat
kepadatan

Standar
ketersediaan I TT
per 1000 Penduduk
dapat ditingkatkan
hingga mencapai
minimal2 TT per

Minimal 1RS

1.000

Peningkataa kapasitas
fasilitas pelayanan kesehatan

Fasilitas pelayanan
'kesehatan yang ada

Menyesuaikan
dengan
jumlah
pelayanan
kesehatan
yang ada

Musala/langgar 250
Masjid Warga 2.500

Masjid Kelurahan
Masjid Kecamatan 120.OOO

Fasilitas Keagamaan [.ainnya 60.000

Toko/warung 250

Pertokoan
Pusat Pertokoaan+ Pasar
Lingkungan

Pusat Perbelanjaan dan Niaga

6.000

30 000

120.000

Sarana
Ruang
Terbuka,
Taman,
rap.
Olahraga

Taman Radius Pencapaian
iOO m

250

Taman Radius Pencapaian
1000 m

2.500

Iapangan Olahraga
Kelurahan

30.000

120.000
Lapangan Olahraga
Kecamatan

Area Hljau
Pemakaman Umum 120.000
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3.6.5.2.3 Cakupan KIPP

Adapun kebutuhan fasilitas yang ditimbulkan akibat pengembangan KIPP dapat
ddabarkan sebagai berikut:

Tabel 3-9 Penambahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di KIPP

Llaglup layanen FrrlUtar Rerio.Iunlah
Orrag por Ualt

Kcbutrrban
Pcrrobrben

FrrlHtar

Skala
Komunitas
Masyarakat
(setara RW)

Kantor dan
Layanan
Gabungan
RW

Balai Warga

2.500

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Pos Keamanan
Gardu Listrik
Pengumpulan
Sampah
AuIa Komunitas
Perpustakaan
Komunitas
Parkiran Umum
(1 SRP = 25 mzl

Skala
pelayanan
setara
Kelurahan

Kantor dan
l,ayanan
Gabungan
Kelurahan

Kantor
Kelurahan

30.000 Menyesuaikan
denga-n jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Pos Keamanan
Kantor Pos

Kantor
Pelayanan Air
Kantor
Pelayanan Listrik
Pengumpulan
Sampah
Gedung
Serbaguna,
Gelanggang
Remaja
Parkiran Umum
(1 SRP = 25 m2l

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

30.o00
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tlrytup kyaua Farllltac RarlO 1l2rntrh
Otaag pcr Untt

f,obutubra
Pcaanbthan

Eeslltter

Skala
pelayanan
setara
Kecamatarr

Kantor
Kecamatan

120.000

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Kantor Pos
Kecamatan

120.000

Kantor
Telekomunikasi

120.000

Balai Nikah /KUA r20.000
Pengumpulan
Sampah

120.000

Gedung
Serbaguna

120.000

Parkiran Umum
(l SRP = 25 m2l

120.000

Kantor
Polisi

Kantor Polisi
Kecamatan

120.000

Stasiun
Pemadam
Kebakaran

Stasiun
Pemadam
Kebakaran
Kecamatan

120,000

Pendidikan

TK/RA/BAlPAUD

Minimal 1

TK/RAi BA/PAUD
di setiap wilayah
setingkat
desa/kelurahan
atau tersedia
minimal I
TKlRA/BA/PAUD
untuk 27O anak
usia 3-6 tahun

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk
berdasarkan
pembagian
rentang usia di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

SD/MI
Minimal 1 SD/MI
untuk 672 anak
usia 7-12 tahun

SMP/MTs

Minimai 1

SMP/MTs untuk
1.O56 anak usia
13- 15 tahun

SMA/SMK/MA

Minimal 1

SMA/SMK/MA
untuk 1.296
anak usia 16-18
tahun
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LI4Lup llyenen Frrilltm Rmlo.Iuatah
Orut pr Unlt

Eobutuhrn
Ponnnbe.han

Farllltar
Posyandu Minimal 1 per

ska-la pelayanan
wilayah setara
RW

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Puskesmas Minimal I
hrskesmas per
skala pelayanan
setara Kecamatan
dapat bertambah
dengan
memperhatikan
pada tingkat
kepadatan

uk

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045

Rumah Sakit Standar
ketersediaan 1 TT
per 1OO0
Penduduk dapat
ditingkatkan
hingga mencapai
minima,l 2 TT per
1,000

Minima-l 1 RS
berstandar
internasionalFasilitas

Kesehatan

Laboratorium Kesehatan Minimal 1

laboratorium
terstandar
minimal
tingkat
keamanan
hayati (^Br'o

Safety
LeuellBSLl3
dan dapat
ditingkatkan
sampai dengan
minimal BSL 4

Musala/langgar 250

Masjid RW 2.500

Masjid Kelurahan 30.000

Masjid Kecamatan 120.OOO

Fasilitas
Keagamaan

Fasilitas Ibadah Iainnya 60.000

Menyesuaikan
dengan jumlah
penduduk di
KIPP sampai
dengan tahun
2045
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3.6.6 Mobilitas dan Konektivitas

3.6.6.1 Prinsip Dasar Mobilitas dan Konektivitas

Mobilitas transformatif dan terintegrasi yang berfokus pada kualitas hidup
digunakan sebagai pendorong ekonomi utama dan faktor pembeda untuk lbu
Kota Nusantara, melalui penyediaan tempat dan jaringan yang terhubung
dengan baik, mudah diakses, tangguh dan berorientasi pada masa depa:e.
Sementara itu, prinsip dasar penyediaan transportasi dirancang untuk
memenuhi semua KPI yang berkaitan dengan prinsip yang terhubung, aktif dan
mudah diakses.

Aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah dampak pada
lingkungan hidup dan sosial, integrasi tata guna lahan, strategi ekonomi, dan
pertimbangan kelayakan dalam pengembang€rn infrastnrktur. Dengan demikian,
pertimbangan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konsep, prinsip, dan
pedoman transportasi yang bersifat holistik, terfokus, dan dapat memberikan
hasil yang sepadan dengan investasi yang dikeluarkan (ualue for money), serta
dapat memfasilitasi dalam pencapaian tujuan pembangunan Ibu Kota
Nusantara secara menyeluruh. Prinsip utama mobilitas dal konektivitas
mengedepankan inovasi dan fleksibilitas serta memperhatikan berbagai
kemungkinan pada masa mendatang. Adapun keenam strategi mobilitas adalah

LfaShp Lryoua Farllttas Erulo.Iurnfeh
Oraag por Urlt

Ilabututrtr
Pcrrnbahan

Farllltar

Komersial

Toko/warung 250

Pertokoan 6

Pusat Pertokoan+Pasar
Lingkungan

30.ooo

Pusat Perbelanjaaan dan Niaga 120.000

Sarana
Ruang
Terbuka,
Taman,
Lap.
Olahraga

Taman Radius
100 m

Pencapaian 250

Taman Radius Pencapaian
10OO m

2,5

La,pangan Olahraga Kelurahan 30.000
Lapangan Olahraga Kecamatan 120.000

Area Hijau
Pemakaman Umum 120.O00

SK No 141230 A
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membentuk (1) kota yang terhubutC, pl kota yang kompak dan mudah
dikembangkan, (3) kota yang berkelanjutan dan mudah diakses, (4) kota yang
aktif dan ramah pejalan kaki, (5) kota yang efisien, aman, dan resilien, serta
(6) kota yang siap menghadapi masa depan.

3.6-6.1. 1 Kota yang Terhubung

Jaringan transportasi akan dikembangkan sesuai dengan strategi pembangunan
ekonomi jangka panjang melalui konektivitas antara pusat ekonomi dan
infrastruktur transportasi utama, seperti bandara dan pelabuhan
(Gambar 3-28).

SK No l4l229A

Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi
dengan akses langsung di dalam Ibu Kota Nusantara dan kawasan tiga kota
serta akses ke jalur nasional dan internasional. Prinsip utama strategi
transportasi Kota yang Terhubung meliputi:

a. konektivitas eksternal mengutamakan keterhubungan dengan jaringan
layanan penumpang dan logistik yang cepat dan langsung dari/ke Wilayah
Ibu Kota Nusantara dengan kota-kota di sekitamya dengan layanan
domestik dan internasional ;

b. konektivitas internal mengutamakan koneksi angkutan umum massal yang
cepat dan langsung antara subpusat Ibu Kota Nusantara untuk
memastikan konektivitas internal aglomerasi yang kuat dan pemanfaatan
serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi; dan

c. pintu gerbang memanfaatkan pengembangan serta integrasi gerbalg udara
dan laut yang ada, serta mendukung pengembangan kawasan tiga kota.
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Gambar 3-28 Konsep Keseluruhan Transportasi dan Sektor Ekonomi

(l '*.r]=.4-

EE
F.[.rh4rnlfltrr@d

xr,tr0rNrdb$aE
rlstrrrrnh+trr*r

Md.Mldtu
*nfitu&!.rioc

S ,*" ***"---"-,,-
i'q -ix.,"8-,{-r,*6

:",11 -.r r*-" r."-

tr €il ril.da B?*

a ddrh,eren 
',rry,

o'***,*-
@ **,En*d

s
6

Penilaian pada tingkat konsep mengenai potensi koridor kereta api dari
Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara telah mempertimbangkan aspek-aspek
penting, seperti di bawah ini.

a. Pertimbangan lingkungan, sosial, dan rekayasa teknis. Alinyemen koridor
pada tingkat konsep telah disempurnakan untuk menghindari atau
memitigasi kendala lingkungan dan sosial.

b. Konektivitas sistem transit menghubungkan pelabuhan, bandara, Kota
Balikpapan, KIPP, dan KIKN, KPIKN unflrk mengintegrasikan pusat-pusat
kegiatan di tiga kota.

c. Konektivitas jaringan berbasis rel juga melayani transportasi barang antara
simpul transportasi dengan kawasan-kawasan industri.

SK No 141783 A
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Gambar 3-29 Preferensi Rencana Koridor Rel
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Konektivitas berbasis rel akan didukung dan terintegrasi dengan layanan
angkutan umum massal berbasis jalan, seperti layanan bus antarkota dalam
Wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. HaI ini menjamin tersedianya
pilihan moda transportasi umum dan memungkinkan keterjangkauan yang
lebih luas ke penduduk setempat serta yang terpencil. Meskipun rencana rute
angkutan umum massal berbasis jalan dianggap cukup fleksibel untuk
ditetapkan secara operasional setelah KIKN beroperasi, strategi teknis ini
mengusulkan pembangunan terminal antarkotal jarakjauh dalam area KIKN.
Terminal ini akan terintegrasi dengan stasiun kereta api dan akan
dikembangkan sebagai hub atau 'pusat' mobilitas utama yang memungkinkan
pertukaran moda transportasi antara jalur kereta api dan koridor transportasi
umum primer dan sekunder di KIKN.

Pembangunan infrastruktur jalan sebagai strategi transportasi terpadu,
ditujukan untuk mendukung strategi pengembangar jaringan jalan pada
kawasan tiga kota dan Provinsi Kalimantan Timur, memperkuat koneksi

SK No 141782 A
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penumpa.ng dan logistik di tingkat regional antara pusat-pusat kegiatan utama
dan pintu gerbang (pelabuhan dan bandara), menjawab kebutuhan transportasi
umum berbasis jalan dengan mengakomodasi koneksi bus di dalam kawasan
tiga kota, dan menghubungkan Ibu Kota Nusantara dengan pusat kegiatan
utama di sekitarnya di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengal konsep
koridor kereta api, strategi pengembangan jaringan jalan juga menyediakan
korreksi transportasi barang utama ke pusat kegiatan terkait dan infrastruktur
transportasi utama serta gerbang (bandara dan pelabuhan).

Gambar 3-30 Preferensi Rencana Koridor Jalan Strategis
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Estimasi utama jarak dan wakhr tempuh untuk asal dan tujuan utama dengarr
moda transportasi penumpang di jalan raya dihrnjuldran pada Tabel di bawah
ini.

r
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Tabel 3-10 Jarak Tempuh Kendaraan Penumpang dan Waktu Tempuh Dengan Transporlasi Darat

KIKN lGerbang pemberheatlanf KIPP

Jarak ltkml trIaktu tempuh ltmenltf

51

64

Jarak lttm) trIalrtu tempuh (*mentt)
Bandara
Balikpapan

61

80

67

57

47 30

108

44

Bandara
Samarinda

135

Kota
Balikpapan

53 55

Kariangau

Buluminung

46 40 32

56 4560 48

Asal/Tqluaa

Keterangan: asumsi kecepatan kendaraan penumpang rata-rata 60-80 km I jam

Sebagaimana pada konsep koridor kereta api, strategi pengembangan jaringan
jalan juga menyediakan koneksi transportasi barang utama ke pusat kegiatan
terkait dan infrastrrrktur transportasi utama serta gerbang (pelabuhan dan
bandara). Estimasi utama jarak da:r waktu tempuh untuk asal dan tujuan
utama angkutan angkutan barang adalah sebagai berikut.

Tabel 3-11 Estimasi Jarak Perjalanan Barang dan Wallu Tempuh Dengan Transportasi Darat

Karlangau Bulumlauag

.larak
(rkEl

Wottu terupuh
(taenltl

Jarat
(rkD) Waktu teapuh (toeattf Jarek

(rkm)

Watrtu
tempu.h
(*meult)

Bandara
Balikpapan

64 77 20 24 94 113

Bandara
Samarinda

Pelabuhan
Kuala Samboja

80 96 r20

60 42

t+4 182 2ta

50 50 103 124

68 75 90

Pelabuhan
Semayang

Pelabrrhan
Palaran

75 90 18 22 100 120

92 110 101 r27 155

Aeal/T\rJuaa

Keterangan: asumsi kecepatan kendaraan penumpang rata-rata 50 km/jam

Pelabuhan
Kariangau
Terminal

57

SK No 140874 A
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KIKI{ (Gerbeng
peaberhentlaa)
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Gerbang udara dan laut merupakan simpul pentirrg bagi Ibu Kota Nusantara
dalam menyalurkan sumber da5ra dan manusia untuk perjalanal nasional dan
internasional. Gerbang ini terletak di dekat perkotaan dan berperan penting
untuk mendorong konsolidasi dan peftumbuhan ekonomi Ibu Kota Nusantara.
Ibu Kota Nusantara terhubung dengan jalan atau rel ke gerbang utama serta
memastikan jaringan transportasi yang terintegrasi. Kapasitas pelabuhan yang
ada dirancang untuk memenuhi permintaan kota baru pada masa depan.

a Bandara

Bandara Balikpapan dan Bandara Samarinda berperan penting dalam
menunjang infrastruktur konektivitas untuk Ibu Kota Nusantara. Evaluasi
mengenai strategi bandara harus mempertimbangkan pertumbuhan
seluruh wilayah Ka-limantan Timur karena claya serap bandara harus
menjangkau seluruh provinsi. Proyeksi penduduk menunjukkar bahwa
pertumbuhan penduduk terjadi secara signifikan antara tahun
2025-2045. Selanjutnya, untuk lebih menghubungkan jumlah penduduk
dan perjalanan penumpang tahunan, analisis studi banding telah
dilakukan untuk melihat total penduduk jika dibandingkan dengan
penumpang per tahun sebagai tolok ukur kota-kota di seluruh dunia.

Tabel 3-12 Kapasitas Bandara Balikpapan dan Samarinda

Brtrdrra frDr.tt r y.n8 ad.
(P.*/t butr)

Rcncr.E tnprrttr!
roe lPer./tetual

Bandara Sepinggan Balikpapan 1 1.000.000

Bandara
Samarinda

APf Pranoto 1 .500.000

12.500.O00

7 700 000

Total 28.O00.OO0

Sumberi Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura, 2o2l

Perlu diperhatikan juga bahwa Ibu Kota Nusantara dapat membantu
mempromosikan keterhubungan wilayah Kalimantan Timur yalg bertqiuan
untuk menambah pengunjung masuk secara signifikan dan meningkatkan
potensi perj alanan wisata.

Pelabuhan

Pelabuhan utama yang terletak di sekitar area lbu Kota Nusantara akan
berdampak besar untuk memungkinkan strategi ekonomi Ibu Kota

b
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Nusaatara. Dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara, terdapat dua pelabuhan
penting untuk dipertimbangkan dalam strategi konektivitas regional.
Pelabuhan tersebut adalah:

1. Pelabuhan Semayang terletak di Teluk Balikpapan, rnerupakan
pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional serta
melayani rute penumpang jarak jauh; dan

2. Pelabuhan Kariangau (KKT), merupakan pelabuhan peti kemas yang
melayani angkutan logistik internasional.

Semua proyek infrastruktur transportasi yang diusulkan akan memerlukan
kaj ian terperinci yang melingkupi aspek teknis memitigasi dampak pada
lingkungan dan kondisj sosial masyarakat.

3.6.6.1.2 Kota vang Kompak dan Mudah Dikembangkan

Tujuan utama dari rencana Ibu Kota Nusantara adalah menciptakan kota masa
depan yang tidak bergantung pada kendaraal pribadi dengan konsep
pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented deuelopment
(TOD). Tujuannya adalah agar komunitas dapat tinggal, bekerja, dan bermain
dengan layak; sebuah komunitas yang memungkinkan lebih banyak pejalan
kaki, pesepeda, dan pengguna transit, serta dapat mengurangi kebutuhan
perjalaran harian dan kota yang kompak. Dengan demikian, prinsip utama dari
strategi mobilitas kota yang kompat dan mudah dikembangkan meliputi:

a. memastikan pengembangan terpadu dan terhubung yang mendekatkan
masyarakat dengan pusat-pusat kegiathn termasuk kawasan bisnis;

b. memusatkan pembangunan transportasi terpadu dan perencanaan tata
guna lahan melalui TOD untuk mengurangi kebutuhan untuk bepergian;

c. mempertimbangkan Ibu Kota Nusantara sebagai serangkaian area
pengembangan (deuelopment cell) terpisah yang harus tumbuh secara
organik dari waktu ke waktu dengal menerapkar konsep TOD sebagai
kerangka utama untuk menghindari pertumbuha-rr tak terkendali di
seluruh area; dan

d. menyediakan layanan untuk mendukung konsep tinggal, bekerja, dan
bermain di tingkat area pengemhangan serta memastikan jaringan transit
yang berkualitas sejak awal guna mewujrrdkan misi kota yang tidak
bergantung pada kendaraan pribadi.
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Ruang lingkup untuk Strategi Kota yalrlg Kompak dan Mudah Dikembangkan
meliputi:

a. modul yang kompak dan mudah dikembangkan sebagai "blok/area
pembangun' kota yang dapat dilalui dengan berjalan kaki;

b. transportasi terpadu dan perencanaan tata guna lahan, khususnya melalui
TOD; dan

c. pengurangan kebutuhan untuk melakukan perjalanan jauh.

Ibu Kota Nusantara direncanakan terdiri atas lingkungan kompak dan
berdensitas/kepadatan tinggi yang berfungsi sebagai blok pembangun kota.
Adapun lingkungan ini menerapkan konsep tata guna lahan campura.n (mixed-
use) untuk mendukung pengurangan kebutuhan akan perjalanan dan
menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk memastikan akses lO menit
ke semua fasilitas dasar dan umum serta ruang terbuka hijau yarg dapat
ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan
otonom (menggalakkan gaya hidup aktif dengan berjalan kaki, bersepeda, dan
menggunakan angkutan umum).

a. Transit-Oriented Deuelopment (TOD)

Perlu ditekankan bahwa TOD tidak semata-mata terbatas pada proyek
properti yang berdekatan dengan simpul transit. Sejumlah prinsip TOD
tercantum di bawah ini untuk menunjukkan bagaimana konsep TOD
diintegrasikan.

Tabel 3-13 hinsip Pembangunan Berorientasi Transit unhrk Ibu Kota Nusantara

Hnslp Pembangunaa Berorlentasl
Traaelt

Contoh llustrarl Rencaua Itonrep

1. Mengembangkan lingkungan yang
menggiatkan berjalan kaki;

2. Mengutamakan jaringan mobilitas
aktif;

3. Menciptakan jaringan jalan/jalur yang
padat;

4. Mengutamakan lokasi pembangunan
di dekat simpul transportasi umum
berkualitas tinggr;

5. Merencanakan penggunaan lahan,
tingkat pendapatan, dan demografi
multifungsi;
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6. Mengoptimalkan kepadatan dan
menyesuaikan kapasitas transit;

7. Menciptakan wilayah dengan
perjalanan transit singkat; dan

8. Meningkatkan mobilitas dengan
mengatur parkir dan penggunaan
jalan.

Men gurangi Kebutuhan Perjalanan

Tljuan utama dari kerangka pengembangan Ibu Kota Nusantara adalah
mengurangi kebutuhan perjalananr mewujudkari visi TOD sejak awal, dan
menciptakan komunitas dinamis yang memungkinkan perjalanan dengan
kendaraan pribadi yang lebih sedikit, waktu tempuh yang lebih pendek, dan
perjalanan dengan moda berkelanjutan yang lebih banyak. Hal itu dapat
memberikan manfaat bagi Ibu Kota Nusantara seperti:

1. memastikan pengembangan yang lebih kompak dan terhubung;

2. mengurangi kebutuhan infrastruktur sehingga dapat menekan biaya
modal;

3. mendukung kota tanpa emisi; dan

4. mendukung perubahan periiaku perjalanan.

Kota yang Kompak

Untuk mendemonstrasikan prinsip pengurangan kebutuhan untuk
bepergian secara lebih rinci, beberapa analisis transportasi utama telah
dilakukan terhadap rencana penggunaan lahan untuk melihat perkiraan
perjalanan dalam setiap Zona lbu Kota Nusantara (berdasarkan informasi
yang tersedia pada tahap ini).

Konsep lal:.an mixed-use dan strategi yang bertahap direncanakan untuk
meminimalka-n pedalanan antara kawasan dan penyediaaa fasilitas umum,
seperti sekolah dan kawasan komersial yang cukup untuk kebutuhan
dalam setiap kawasan. Rancangan penggunaan lahan dan strategi
transportasi saat ini menunjukkan bahwa persentase perjalana-n internal
yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 80 persen, dimungkinkan selama jam
sibuk. Hal itu berarti setiap kawasan berfungsi mandiri dan terkoneksi
dengan baik ke bagian lain KIKN sehingga memungkinkan kepadatan dan
tingkat keterjangkauan yang tinggi yang ditujukan untuk mengurangi
kebutuhan perjalanan, mengurangi beban infrastruktur dan biaya

b
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tingkat keterjangkauan yang tinggi yang ditujukan untuk menguralgi
kebutuhan perjalanan, mengurangi beban infrastruktur dan biaya
bertransportasi, dan menghemat waktu serta dukungan yang lebih baik
untuk angkutan umum dan mobilitas aktif.
Kota yang Mudah Dikembangkan

Gagasan kota yang kompak dal mudah dikembangkan untuk Ibu Kota
Nusantara merupakan sebuah upaya yang seiring rlan sej aian serta
memungkinkan penahapan yang fleksibel dan berkelanjutan untuk ibu
kota.

1. Setelah sebuah kawasan TOD sudah dihuni secara penuh dan dilayani
secara efektif oleh layanan transit dan fasilitas umum, barulah area
pengembangan di sekitar kawasan TOD akan mulai difungsikan.

2. Dari perspektif mobilitas, hal ini memungkinkan jaringan transportasi
untuk ditambahkan atau diperpanjang secara bertahap yang
diselaraskan sepenuhnya dengan tata guna lahan sehingga
menciptakan jaringan transportasi yang dapat dikembangkan sesuai
dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Gagasan
tersebut juga menunjukkan penyediaan transportasi yalg bersifat
mandiri di setiap tahap perkembangal, tidal< harrya dari segi
kebutuhan mobilitas, tetapi juga sejalan dengal strategi penahapan
untuk konsep ualue for moneA.

3. Konsentrasi lalu lintas yang ditimbulkan berkat tata kota yang kompak
akan menghasilkan kebutuhan transportasi yang cukup untuk
penyediaan layanan transit berfrekuensi tinggi dengan konsep berjalan
kaki, bersepeda, dan pema-nfaatan transportasi umum dibandingkan
dengan penggunaan kendaraan pribadi.

3.6.6.1.3 Kota yang Berkelanjutan dan Mudah Diakses

Memprioritaskan transportasi umum dan mobilitas rendah emisi guna
menciptakan kota yang berkelanjutan dan menyediakan sistem transportasi
yang adil bagi masyarakat. Prinsip utama dari strategi mobilitas Kota yang
Berkelanjutan dan Mudah Diakses meliputi:

a. penyediaal angkutan umum massal berkualitas tinggi sebagai tulang
punggung semua layanan mobilitas;

b. penyediaan hierarki dan opsi moda transportasi umum secara terintegrasi,
mulai dari koridor strategis hingga koneksi jarak jauh, yang dapat diakses
secara merata oleh semua penduduk;

d
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c. target sebesar 80 persen dari semua perjalanan dilakukan dengan
transportasi umum atau mobilitas aktif di seluruh kawasan Ibu Kota
Nusantara, bahkan hingga 90 persen untuk simpul-simpul kepadatan
tertinggi;

d. target bagi semua masyarakat Ibu Kota Nusantara berada dalam radius
1O menit dari transportasi umum;

e. penekanan prinsip tanpa emisi untuk transportasi umum dan kendaraan
pribadi;

f. penyediaan lebih banyak nrte langsung dan prioritas untuk transportasi
umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi;

S. pusat-pusat atau hub mobilitas, yakni titrk-titik integrasi yang ditempatkan
seca.ra strategis guna mendukung inovasi mobilitas pada masa mendatang;

h. penetapan langkah-langkah kebijakan atau peraturan pendukung seperti
pemberian subsidi yang besar (atau tanpa pungutan biaya) untuk pengguna
transportasi umum;

i. penyediaan sistem pembayaran terpadu termasuk antara angkutan umum
massal berbasis jalan dan rel; dan

j. penyediaan kerangka kerja terpadu untuk merencanakan, membangun,
mengelola, dan memantau sistem transportasi kota.

Untuk mewu-iudkan kota yang berkelanjutan dan mudah diakses, hierarki
transportasi umum yang terintegrasi diusulkan untuk memprioritaskan
angkutan umun massal berkualitas tinggi dan dapat menjadi tulang pung€+lng
semua layanan mobilitas. Hirarki transportasi umum terdiri atas berbagai jenis
layanan yang menangani kebutuhan mobilitas tertentu.

SK No l4l745A



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-185-

Gambar 3-31 Hierarki Transportasi Umum

Hirarki transportasi umum akan mendukung renca.na tersebut dan membantu
memaksimalkan pilihan mobilitas melalui berbagai moda dan konektivitas tanpa
batas yang mencakup:

a. koridor regional, yaitu koneksi regional langsung dan ekspres yang
menyediakan konektivitas eksternal dari dan ke stasiun pintu gerbang
regional Ibu Kota Nusantara;

b. koridor primer, yaitu angkutan umum massal yang menghubungkan
kawasan-kawasan dalam Ibu Kota Nusantara yfiig berkepadatan tinggi,
pusat aktivitas terbesar, pinhr gerbang, dan hub transit utama. Koridor
utama berpusat di sekitar Jalur Ibu Kota Nusantara Utara-Selatan dan
Jalur Ibu Kota Nusantara fimur-Barat. Teknologi hanrs didasarkan pada
kebutuhan dan tata guna lahan sesuai dengan penahapan pembangunan
yang dapat berupa kereta kota, angkutan cepat massal, hingga kereta
ringan atau teknologi lainnya. Adapun prioritas akan diberikan pada
kendaraan otonom dan tanpa emisi;
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koridor sekunder, yaitu transportasi r:mum berkualitas tinggi yang
menghubungkan modul kepadatan menengah ke jaringan utama. Teknologi
hanrs didasarkan pada kebutuhan dan tata guna lahan pada tahap rencana
induk yang terperinci, tetapi dapat berupa trem/trem listrik dan bus rapid
transit (BRT) hingga koridor bus berkualitas atau teknologi lainnya. Adapun
kendaraan beremisi rendah dan tanpa emisi akan diprioritaskan; dan

koridor tersier, yaitu meskipun tidak ditampilkan secara detail untuk skala
kota ini, koridor tersier akan membantu memenuhi kebutuhan tingkat lokal
dan intrakomunitas dan memungkinkan konektivitas antara tujuan awa-l
dan akhir lfirst/ last mile\ ke jaringan primer dan sekunder. Koridor ini
termasuk bus pengr.rmpan, angkutan kendaraan yang terhubung dan
otonom atanr connected autonomous uehicle (CAV), layanan ftrst/ last mile
kendaraan tidak bermotor lainnya, dan ;aringan moda lainnya dalam
mendukung peningkatan mobilitas atau teknologi lainnya.

Untuk mencapai target KPI sebesar 80 persen untuk pedalanan yang dilaktrkan
dengan moda transportasi umum dan mobilitas aktif KIKN (mode- sharirLgil,
usulan rencana tralsportasi dan tata guna lahan terpadu telah dianalisis untuk
menentukan prakiraan perjalanan dan pembagian moda pada jam sibuk
tertentu. Analisis awa-l menunjukkan bahWa KPI dan sasaran kebijakan yang
dicapai dalam setiap zona di KIKN menunjukkan bahwa tingkat perjalanan
dengan transportasi umum dan mobilitas aktif adalah sebesar 8O persen atau
lebih. Hal itu menunjukkan bahwa koridor primer dan sekunder yang diusulkan
berfungsi secara efektif dengal distribusi tata guna lahan dan konsep kota
ramah pejalan kaki yang dijelaskan kemudian untuk menjadi pilihan mobilitas
yang lebih menarik daripada kendaraan pribadi berbasis jalan raya.

Agar transportasi umum menarik animo masyarakat, jaringan transportasi
umum harus dapat dijangkau dengan mobilitas aktif. Jika dibandingkan dengan
jaringan tersier yang dibangun sangat luas untul< menjamin konektivitas
jirst/ last mile, sistem transportasi umum perlu menyediakan layanan
berfrekuensi tinggi dan berkapasitas besar yang dapat mengakomodasi potensi
lonjakan penumpang selama jam sibuk seraya tetap memelihara aspek
kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan.

Jaringan bus, sebagai salah satu moda transportasi umum diarahkan untuk
melayani penumpang dari jaringan jalan raya sekunder ke pusat transportasi
umum primer dan sebaliknya. Jaringan tersebut juga menghubungkan koridor
tersier ma sa depan sebagai penyedia layanan jarak jauh first/ last mile. Jaingan
dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang membagi area KIKN

c
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menjadi tiga bagian untuk menciptakan area layanan yang lebih terfokus dengan
panjang rute yang nyamErn untuk perjalalan bus perkotaan.

Dalam studi awal ini terdapat sekitar 29 trayek bus dengan rata-rata panjang
trayek 18 km. Identilikasi tersebut dapat disesuaikarr berdasarkan kebutuhan
cakupan transit berkualitas tinggi dan kebutuhan di masa depan. Dengan
strategi hub-and-spoke, penumpang dapat melanjutkan perjalanan baik dengan
bus maupun kereta api dengan memanfaatkan hub mobilitas yang juga
berfungsi sebagai terminal untuk setiap rute bus.

Da-lam rencana transportasi umum, rekomendasi utama lbu Kota Nusantara
adalah diterapkannya hierarki hub mobilitas sehagai titik-titik integrasi yang
ditempatkan secara strategis. Hub-hub mobilitas ini akan memungkinkan Ibu
Kota Nusantara untuk menyelenggarakan penyediaan kebutuhan mobilitas yang
lebih terintegrasi, tanpa kendala, dan siap untuk menyongsong masa depan
dengan menggabrrngkan inovasi-inovasi utama. Komponennya dapat terdiri
atas:

a. transportasi umum, yaitu angkutan umum rnassal, buslshuttle
interchange, fasilitas ruang tunggu yang disempurnakarr, informasi jadwal
secara real-time, dan layar transit dinamis;

b. mobilitas aktif, yairu fasilitas pejalan kaki, kenda.raan mobilitas pribadi
(Personal Mobility Deuices /PMD), fasilitas parkir sepeda, fasilitas
reparasi/penyimpanan sepeda, penyewaan sepeda, dan informasi rute yang
dinamis;

c. parkir, yaitu sentra parkir bersama, lokasi antarjemput khusus Qtick'up
drop-off atau PUDO), trotoar fleksibel, tulnpangan bersama (rideshaingl
sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kendaraan pribadi bersama
(carshaingl, sistem parkir cerdas, pengisian daya kendaraan listrik, dan
CAV; dan

d. logistik, yaitu pusat pengiriman paket serta ekspedisi last-mile.
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Gambar 3-32 Hierarki dan Tipologi Pusat Mobilitas
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Di sisi lain, meskipun angkutan umum merupakan moda yar:g berkelanjutan
dari sudut pandang kesehatan dan lingkungan hidup, Ibu Kota Nusantara juga
mengadopsi inisiatif untuk memastikan bahwa penyediaan transportasi
memprioritaskan prinsip rendah emisi (netzero emission). Beberapa aspek kunci
untuk mendukung prinsip net zero emission mencakup:

a. transportasi umum bertenaga listrik atau bahan bakar berbasis hidrogen.
Sistem rel diharapkan dapat dioperasikan sepenuhnya dengan tenaga
listrik. Demikian pula armada bus akan menggunakan tenaga listrik.
Namun, dalam tahap selanjutnya dapat dikembangkan armada bus
bertenaga hidrogen atau teknologi lain yang lebih efisien;

b. sistem berkemampuan digital untuk memastikan penggunaan sumber daya
yang dioptimalkan dan efisiensi yang menuntut tindakan responsif untuk
meminimalkan konsumsi energi dan sumber daya;

c. prioritas pada penggunaan material bangunan dengan konsumsi energi dan
jejat< karbon yang rendah (low embodied carbonl untuk konstruksi atau
peralatan yang sedapat mungkin berasal dari sumber-sumber lokal atau
hasil daur d*g;
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d. penggunaan bahan dan teknologi dcngan dampak lingkungan yang positif
atau dengan tingkat kerugian minirnu.rr., contohnya berupa material
pengerasan jalan alternatif yang dapat mengurangi efek urban heat island
atau yang dapat mengurangi konsumsi energi kendaraan; dan

e. pengelolaan sumber daya yang cermat, termasuk energi, material, da,n
peraJatan/ kendaraan yang mengadopsi pendekatan siklus lnrdup (life qlcle)
dan mendorong ekonomi sirkular yang mempertimbangkan penurunan
produksi limbah secara optimal dan mendorong pemulihan nilai.

Dalam strategi kota yang berkelanjutan dan mudah diakses ini, penduduk iokal
yang sebagian besar tinggal di lokasi l,ang berdckatan dengan kawasan utama
bagian selatan dapat mengakses KIKN dan KIPP melalui perluasan jaringan jalan
primer dan sekunder. Adapun perluasan jaringan ini memungkinkan layanan
bus sekunder dan tersier, seperti rute bus regular, untuk memenuhi kebutuhan
komunitas lokal dengar menghubungkannya ke lokasi utama atau pusat
mobilitas di KIKN dan KIPP.

3.6.6. 1.4 Kota yang Aktif dan Ramah Pejalan Kaki

Kota yang aktif dan ramah pejalan kaki didesain untuk mengutamakan pejalan
kaki daripada kendaraan. Ibu Kota Nusantara dibangun untuk menyediakan
kawasan pej ala-n kaki sehingga menjadikan lbu Kota Nusantal a sebagai t€rmpat
yang layak untuk tinggal, bekerja, dan bermain. Prinsip utama dari strategi kota
yang aktif dan ramah pejalan kaki mencakup, tetapi tidak terbatas pada,
hal-hal berikut ini:

a. Koridor jalur hijau: menggabungkan jar"ingan koridor jalur hijau strategis
untuk mobilitas aktif yang melengkapi dan memamerkarr aset alam Ibu
Kota Nusantara;

b. lnisiatif wilayah bebas kendaraan: memungkinkan inovasi dengan jalan dan
area bebas kendaraan di kota;

c. .Iaringai mobilitas aktivitas dengan konektivitas tinggi: menyediakan
jaringan mobilitas aktivitas yang luas, khususnya konektivitas first/ last
mile, dengan kualitas tertentu ke jaringan transit (dengan berjalan kaki,
bersepeda, dan personal mobilitg deuie (PMDll yang akan diintegrasikan
secara penuh dengan jaringan transportasi umum;

d. Lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki dan mengutamakan
manusia: memfa-silitasi tempat-tempat dinamis dengan Iingkungan yang
dapat dilalui dengan berjalan kaki dan peka terhadap iklim tropis serta
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menenc€rnaka-n jalan yang mengutamakan manusia sebagai begian dari
konsep mouement and plae;
Iklim mikro yang mendukung: membantu menggerakkan mobititas aktif
pada iklim tropis; faktor iklim mikro akan dimasukkan ke dalam
perencanaan dan desain Ibu Kota Nusantara;

Desain universal: guna mendukung akses, semua prinsip Ibu Kota
Nusantara didesain menggunakan desain universal sehingga dapat
menghilangkan hambatan antara nrang fisik dan komunitas. Penerapan
desain universal akan sangat membantu para lansia, penyandang
disabilitas, dan mereka yang memiliki masalah mobilitas di kota.

Pada tataran strategis, jalur hrjau fiaringan hdau), koridor ekologi, jalur pejalan
kaki, dan jalur sepeda tidak hanya menawa-rkan peluang besar untuk mobilitas
berbasis rekreasi, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan transportasi umum di
berbagai titik yang secara signifrkan meningkatkan konektivitas antar-moda.

Gambar 3-33 Jalur Hijau dan Transportasi Umum Primer
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Adapun pada tataran yang lebih mikro, jalan bebas kendaraan bermotor
merupakan koridor akses mendasar sebagai penunjang kehidupan masyarakat
yang dinamis (Gambar 3-34). Jalan bebas kendaraan bermotor ini menawarkan
lingkungan aman berkecepatan rendah untuk pejalan kafti dan moda aktif,
seperti sepeda dan PMD, untuk berbagi ruang jalan dan secara aktif berinteraksi
dengan fasad bangunan. Ruang-ruang ini juga akan terbuka untuk layanan
transit tersier, seperti CAV yang menyediakan koneksi lokal atau transit. Pada

tingkat desain, faktor iklim mikro akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam
r".can" Ibu Kota Nusantara untuk membantu menstimulasi mobilitas aktif di
iklim tropis.

Gambar 3-34 Contoh Penampang Jalan Ibu Kota Nusantara - Jalan Bebas

Mobil/Jalan Bersama

Jalan KhJSUS
Peiahn Kaki

3.6.6. 1.5 Kota yang Efisien, Aman dan Tangguh

Sistem koridor tralsportasi baru yang mewujudkan desain berbasis prinsip yang

digabungkal dengan j"f"r, al<an 
-membentuk 

ekosistem yang tidak membebani

Koridor
PMD

sJ
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lingkungan. Prinsip utama dari lapisan strategi mobilitas kota yang efisien,
aman, darr tangguh meliputi beberapa hal berikut:

a. mewu_iudkan hierarki transportasi beru dan ekosistem jaian yang
mengutamakan manusia dan menyeimbangkan kembali prioritas terhadap
transportasi umum, tumpangan bersama (ridesh.aring), pesepeda, dan
pejalan kaki;

b. menerapkan strategi pengangkutan inovatif yarrg mernisahkan lalu lintas
kargo dan penumpang, melakukan lalu lintas kargo strategis di pinggiran
kota, mengatur persebaran pusat-pusat konsolidasi, menggalakkan solusi
ramah lingkungan, dan mengadopsi solusi teknoiogi baru;

c. mendesain koridor jalan utama yang akan rnenjauhkan lalu lintas yang
sibuk dan strategis dari lingkungan hurrian masyarakat, memprioritaskan
rute yang lebih cepat untr-rk transportasi umum, dan menawarkan banyak
pilihan dan titik masuk dan kelr-rar kota demi membangun resiliensi;

d. mengadopsi intelligent tran.sport systems (ITS) dari solusi teknoiogi baru
y".tg arpht berdampak positif pada masyarakaf.' lingkungan, dan ekonrrmi
Ibu Kota Nusantara;

e. menyecliakan lapisan kebijakan pendukung dengan opsi yan-g dapat
mentakup penetapan harga jalan secara elektrooik (elcctronic road picingl,
kontrol kipimitika, kendiraan, dan pusat parkir bersama yang berlokasi
strategis (tidak ada tempat parkir pribadi);

f. memasukkan pendekatan baru untuk persimpangan jalan yang

menyeimbangkan prioritas untuk keDdaraan bermotor dengan transportasi
umum, tumpangan bersama (ideshaingl, pesepeda, dan pejalan kaki'

Jaringan jalan Ibu Kota Nusantara didaszu'kan pada pemisahan antara lalu
lintas- strategis dan lingkungan masyarakat, pengutamaan rute transportasi
umum yang lebih cepat, aan penjaminan keterjangkauan di tingkat regional dan
kota. Berikut ini adalah uraiarr jaringan jalan dalam kawasarr perkotaan:

a. Jaringan jalan utama menghubungkan herbagai area pengembaagan untuk
meterigkapi arah koridor tfansportasi umum utama. Hal ini dilakukan
untuk memastikan bahwa rute transportasi umum menyedial<an koneksi
ya ng lebih iangsung. Jalan utama juga akan dilalui beberapa rute
transportasi umum sekunder.
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Koridor jalan sekunder tidak ditunjukkan karena fleksibilitasnya yaig lebih
tinggi. Adapun hal ini akan disajikan dalam tata letak lingkungan binaan
pada penahapan rencana yang lebih terperinci; dan koridor jalan dirancang
sebagai ruang multimoda untuk semua jenis kendaraan.

Integrasi Ibu Kota Nusantara dengan komunitas lokal juga menjadi
pertimbangan penting untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses
ke KIKN dan KIPP. Jaringan jalan direncanakan menurut kesesuaian hierarki
dan spesifikasi yang dapat mendukung strategi transportasi umum secara
keseluruhan di kawasan KIKN, yaitu masyarakat lokal akan dilayani oleh
layanan bus sekunder dan tersier.

Penyediaan jaringan jalan untuk Ibu Kota Nusantara mematuhi prinsip-prinsip
praktik baik hierarki jalan internasional seperti yang terlihat pada
Gambar 3-35. Adapun hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan
penggunaan fungsional jalan, keterjangkauan yang memadai, penyelarasan
dengan konsep daerah cakupan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki, serta
jarak persimpangan yang tepat dari perspektif efisiensi dan keselamatan lalu
lintas. Rencana yang terperinci dan desain jaringan transportasi yang dilakukan
pada tahap berikutnya akan mencerminkan pedoman jarak jalan khusus untuk
KPIKN.

Gambar 3-35 Ilustrasi Hierarki Jalan
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"'" Jalan Akes Lokal

' Koridor Kota Sekunder
Koridor Kota Primer

4O0rh

Koridor kota sekunder dengan jalur bus diperuntukkan khusus untuk ssfoagian
jaringan transportasi umum sekunder dan layanan pengumpan tersier. Koridor
ini mengakomodasi perjalanan perkotaan di dalam KPIKN dan menghubungkan

b
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ke jalan akses lokal, Ja-lur lalu lintas ini dapat digunakan oleh semua kendaraan
termasuk taksi, baik konvensional maupun digital (e-hait), dan kendaraan kecil
lainnya yang menuju ke area ritel dan komersial. Jalur seped.a khusus dan jalur
kendaraan mobilitas aktif tersedia dengan jelas pada kedua sisi jalan demi
menciptakan sirkulasi dan ruang publik yang aman bagi pejalan kaki. Kendati
serupa dengan koridor perkotaan prirner, koridor sekunder memiliki ruang
khusus yang lebih luas untuk menyediakan layanan angkutan transit
berkualitas tinggi sebagai bagtan dari jaringan transportasi umum sekunder.
Koridor ini rnengakomodasi lalu lintas perkotaan yang memfasilitasi perjalanan
antar-area pengembangan (Gambar 3-38).

Gambar 3-36 llustrasi Penampang Ibridor JaLan Perkotaan Arteri Sekunder
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Gambar 3-37 Ilustrasi Penampang Koridor Jalan Perkotaan Arteri Seknnder Dengan Transportasi Massal

*
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Koridor kota primer akan mengakomodasi kendaraan berat (terutama barang)
dan hanya diperuntukkan bagi perjalanan antar-kota (Gambar 3-38). Jalan
tersebut akan digunakan oleh bus transportasi umum tanpa jalur transit
khusus. Mobilitas aktif tidak diprioritaskan dalam jenis jalan ini karena lebih
difokuskan di wilayatr perkotaan, sehingga mobilitas aktif dan taman hijau
direncanakan terpisah.

Gambar 3-38 Ilustrasi Penampang Melintang Koridor Perkotaan Jalan Arteri Primer

fft6s{i/,
io'o

&it{'s

Datam hal penerapan teknotogi, sistem transportasi cerdas (lTS) dapat
mendorong efisiensi untuk memastika-n sistem transportasi Ibu Kota Nusantara
yang ama;, andal, dan berkelanjutan dengan menggabungkan- aplikasi cerdas
irrr- pemiliiran teknologi digitat yang tepat di berbagai moda transportasi.
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Beberapa strategi ITS yang akan disediakan daiam Ibr.r Kota Nusantara, antara
lain, informasi perjalanan dan lalu lintas rnukimoda real-time, tinclakan
manajemen insiden, dan sistem manajemen parkir. Langkah-langkah ITS akan
diperlukan untuk rrreningkatkan sistem transportasi umum, seperti tiket pintar
yang terintegrasi, tindakan prioritas, data analisis real-time, dan manajernen
yang akan dibutuhkan. Strategi logistik kota akan memanfaatkan sistem
manajemen loading bag da.n sistem operasi armada untuk memaksimalkan
efisiensi. Ada banyak elemen ITS yang dapat dirnanfaatl":ei:, Ibu Kota Nusantara
dalam rencana masa depannya, dua bidang utarneL dijr:laskan lebih lanjut di
bawah ini:

a. Sistern dan operasi: ITS mernbantu Ibu Kcta Nusantara dalam nrencapai
tujuan untuk rneningkatkan keselarnatan, mengoptimalkan infrastruktur
atau ruang jalan yang tersedia, mcningkatkan pilihan transportasi,
memberikan perbaikan lingkungan, dan mengelola peristiwa yang
direncanakan dan tidak direncanakan.

b. Penetapan Harga Mobilitas: sistem ITS dapat rrre ndr-tku-i:Ig penerapan harga
mobilitas dan inisiatif utama lainnya untuk lbr.r Kota Nusantara jika
diperlukan pada masa mendatang.

Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga perlu rnernperttlrbany,I:an aspek resiliensi
clalam desain sistem infrastruktur perkotaan, te rutanra dalam aspek
transportasi sehingga kota dan penduduknya mampu mengelola gangguan
lingkungan, bencana alam, gLlncangan sosia.l dan ekonorJ li, sel'ta tekanan pacia

masadepan}'angkompleksdanterusbertrhah.Strateg.imobilitaslbuK-ota
Nusantara mencakup sistem mobilitas yang tangguh yang dapat memberikan
layanan multimoda yang beroperasi dengan lancar (seamless), siap dengan
sistem redundansi (redundancy), andal, efisien, lr:k.'i'l-r,;1, c';-i'r tanggap terhadap
guncangan dan tekanan tersebut. Sehubr:ngan deng,:rn si'iat resiliensi yang
ierintegrasi, Ibu Kota Nusanrara harus dipahami sei:a;1rri sistem hoUstik yang
menghubungkan strategi transportasi dengetn aspr:l< ta.in, seperti strategi
ekontmi, air, energi, infrastruktur limbah dan jaringan t'e;rg terkait, serta akan
saling bergantung dengan sisterrr lainnya dan riengErtt rler'r'ik.an rnenjadi suatu
landasan bagi perlunya sisterrr yang tangguh.

Strategi parkir yang menyeluruh untuk Ibrr Koi.a l,Iusan+.ar:a- diusulkan untuk
mendukung targel- pangsa moda dalam kota, vaitu 83 nersen e^ngkutan umum
dan mobilitas aktif dan hanya 20 persen perla.la.nan der-;gan kendaraan pribadi.
Oleh karena itu, pertimbangan utama dari stratesi t.:rsebr-'r- mencakup:

a. semua fasilitas parkir akan digr-inakan or-i:S&fira ,-,:clalui konsep parkir
bersama (shared parkingl yang disediakan dalatn hub rnohilitas;
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b. jumlah ruang parkir di dekat kawasan beri<epadatan tinggi akan jauh lebih
sedikit dibandingkan .rang berkepadatan sedang clan rendah;

c. strategi digital dan TIK yang memungkinkan pengeiolaan kebutuhan parkir
akan diterapkan untuk memastikan kenyanranan dan efisiensi penyediaan
parkir;

d. mang parkir akan dilancang untuk kemampuan be,-adaptasi sehingga
ruang parkir dapat digunakan kemba,li trntuk keperlrran lain seiring dengan
berkurangnya pedalanan mobil pribadi se.; alan dengan peningkatan
penBguna angkutan umum, berbagi tumpangan, dan peningkatan kerja
jarak j auh (telemmmuttng).

Pada tataran strategis, Ibu Kota Nusanta-ra dapat membantu penerapan strategi
logistik atau pengangkutan yang inovatif. Strategi te':-sebut berupaya untuk
mewujudkan hal-hal berikut:

a. memisahkan lalu lintas barang dengan penurnparlg iieL:ii keselamatan di
j alan raya dan manfaat elisiensi;

b. memusatkan lalu Iintas barang strategis di pinggiran kota dalam koridor
transportasi yang melayani gerbang eksternal utama Cara ini ciapat
menrbebaskan daerah pusat dan va.ng berkepadata-n t.inggi dgri kendaraan
angkutan berat serta meningkatkan pemanfaatan rute, waktu operasional,
dan protokol keamanan;

c. menempatkarl pusat-pusat konsolidasi tingkat rrLakro di jalur-jalur
pengangkutan strategis;

d. menerapkan sistem hub-and-spoke untuk mendukung operasi
terkonsolidasi pada tingkat pengembarrgarri dan

e. menggalakkan solusi logistik yang ramair lirigkungan dan mengetdopsi
teknologi baru yang rrrendukung inovasi pengrriman iarak jaul-r seperti
sepeda motor listrik, drone, datr automo'tic ueh-i.:te (A\r\ '

Kondor angkutan strategis mcrupakai', bagieLrr dari stiategi
pengangkutan/logistik berla.pis unfuk Ihu Kota l,luszLntara. Konsep strategi
pengiriman barang/logistik bertujuan untr;k rrrencipl-a1.ran sjsr-em loBistik ]r'ang
ifisiln dan berdampak rninim terhadap lalu lintas kota cran meningkathan
keselamatan dari aspek tran$portasi. Strategi tersei:",t*, t,-ri',jiri atas hierarki yang
telah ditentukan_ re.,langnya mnlai dari tingkat regional hingga sampai ke tujuan
alhir (Gambar 5-39).
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Gambar 3-39 Strategi Sistem togistik
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Tingkat regional sebagai tataran tertinggi meliputi bandara kargo, pelabuhan
kargo, rel barang, dan angkutan truk besar. Selanjutnya, muatan logistik
tersebut akan dikelola ke dalam pusat konsolidasi primer untuk didistribusikan
ke moda tralsportasi yang lebih kecil dan lebih ramah lingkungan dan
kemudian dikirimkan ke tingkat kota KIKN. Langkah selanjutnya adalah
melakukan konsolidasi dalam skala y{tg lebih kecil, yaitu pusat konsolidasi
komunitas, yang bangunannya diintegrasikan di kawasan perkotaan. Terakhir,
barang pada tahap final akan didistribusikan ke tujuan akhir dengan
menggunakan transportasi first/last mile. Pertimbangan utama lainnya untuk
pusat konsolidasi mencakup hal berikut:

a. Lokasi: lokasi pusat konsolidasi harus terhubung dengan jaringan jalan
raya dan terintegrasi dengan kebutuhan baik untuk distribusi maupun
layalan pengiriman sesuai dengan persyaratan operasional kota atau
operasi rantai pasokan industri lbu Kota Nusantara.

b. Ukuran: skala pusat konsolidasi ditentukan oleh volume dan penyebaran
lalu lintas yang diproses setiap harinya, Pr.rsat korrsolidasi umumnya akan
mencakup area yang digunakan unhrk pemindaian keamanan,
penyimpanan di luar lokasi, fasilitas barang yang didinginkan dan
dibekukan, tempat bongkar muat, fasilitas untuk pengemudi dan
pengangkut barang, dan aktivitas lainnya.

Tra nlportrsi
Rcgional
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c. Jenis Kendaraan: pengiriman yang dilakukan oleh kendaraan kecil lalu
diganti dengan kendaraan yang lebih besar dan sebaliknya. Jenis armada
khas yang digunakan dalam model hierarki taj'ah hub-and-spoke'

Keberhasilan strategi pengangkutan barang/logistik sangat terkait dengan
kebutuhan togistik bisnis dan industri. Sebagai kota yang masih hijau, Ibu Kota

Nusantara menawarkan kesempatan untuk secara hotistik mengembangkan
peralatan standar dan perangkat pendukung, prosedur operasional standar,
pro"." p..g..akan, dan konsolidasi dalam hubungan dan integrasinya dengan
terbagai industri yang dibangun dan dikembangkan di dalam Ibu Kota
Nusantara.

3.6.6. 1.6 Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan

Strategi ini mendorong inovasi dan prioritas untuk menghadapi masa depan,
serta membantu mengelola PrinsiP:

a. tempat masa depan, yaitu tempat untuk mewujudkan konsep tinggal,
bekerja, dan bermain yang nyata melalui penggunaan lahan terintegrasi,
mobilitas dan pembangunan tempat dengan ruang yang dapat disesuaikan,
pembalgunan yang kompak dan terhubung, dan pemberian insentif yang
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pada moda mobilitas
aktif;

b. perjalanan masa depan, yaitu perjalanan yang merangkul inovasi untuk
meningkatkan perjalanan melalui mobility as a seruice (MaaS), pencarian
rute dinamis dan mode mobilitas masa depan, termasuk kendaraan listrik
atau electic uehicle (EY), serta CAV untuk transportasi umum;

c. data masa depan, yaitu data yang memungkinkan investasi yang lebih tepat
sasara-n, berdampak nyata, dan efisien daiam layanan dan infrastruktur
transportasi dengan memanfaatkan data taya (big data) untuk lebih
memahami perilaku dan pergeralan pengguna ke, dari, dan sekitar Ibu
Kota Nusantara;

d. jalan masa depan, yaitu jalan yang memprioritaskan moda dan pola
mobilitas di seluruh Ibu Kota Nusantara agar mengutamakan transportasi
umum dan mobilitas aktif serta membuat jalan yang lebih fleksibel dan
mudah beradaptasi;

e. parkir masa depan, yaitu parkir yang mengelola kebutuhan perparkiran
(manajemen supplg and demandl, sentra parkir bersama, dan
memungkinkan struktur parkir yang dapat disesuaikan untuk digunakan
kembali sebagai bukti penerapan CAV di masa depan; dan
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logistik masa depan, yaitu logistik yang mengadopsi pengiriman pintar dan
logistik yang terkonsolidasi, terpisah, dan ef-rsien.

Tabel 3-14 Contoh Hasil Dan Strategi Masa Depan yang Siap Untuk Ibu Kota Nusantara

f

Stretcgt Strp
Dcprl

Ih.ll ut:nr ustut Ibu
Ilotr f,uraltrn

Contoh pcaguhrnl untulr lbu
Nota

TEUPAT MAAA
DPPAIT

Mewujudkan
pengembangan konsep
tinggal, bekerja,
bermain, serta tata kota
yang kompak,
terhubung, dan adaptif
dengan tempat-tempat
yang dinamis yang
mengutamakan manusia
daripada kendaraan

1. Area bebas kendaraan bermotor -
''Menuju kota bebas kendaraan
bermotor';

2. Pembangunan berorientasi
transit;

3, Integrasi mobilitas aktif dengan
pariwisata; dan

4. Ruang publik yang multi-guna
dan pemandangan jalan yang
dinamis untuk memungkinkan
tata guna yang fleksibel serta
untuk melengkapi mobilitas aktif.

PER^'ALAI{AN
MASA DEPAN

Perjalanan dan
pengalaman perjalanan
yang lebih baik melalui
makin beragamnya opsi
moda transportasi yang
mengedepankan solusi
alternatif yang lebih
berkelanjutan

1. Kendaraan dan angkutan otonom
(CAV) tanpa emisi yang diizinkan
memasuki kawasal perkotaan
Ibu Kota Nusantara (diterapkan
bertahap menuju 2045 net zero
emission);

2. Informasi rute yang dinamis dan
personal; dan

3. Sistem berteduh dinamis dan
desain rekayasa iklim mikro
untuk mobilitas aktif yang
nyaman.

DATA MASA DEPAN Investasi yang lebih
tepat sasaran dan efektif
dalam layanan dan
infrastruktur

l. Mobilitg as a Seruice (MaaS);
skema ride sharing, bikes hartng,
dan insentif yang mengikuti
ketentuan peraturan pemndang-
undangan terkait;

2. Penggunaan big dalauntuk
meningkatkan kualitas
perjalanan; dan

3. Sistem transportasi cerdas (ITSf .
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JALIUT UASA
DEPAN

Memprioritaskan moda
dan pola mobilitas di
seluruh lbu Kota
Nusantara yang
menyeimbangkan antara
fungsi penting bagi
bisnis dan kemudahan,
kenyamanan, dan
keamanan bagi
masyarakat

1. Moda mobilitas aktif lebih
diutamakan;

2. Trotoar/jalan fleksibel;
3. Smad mobilitg untuk manajemen

jalan dan penegakan hukum
yang lebih baik; dan

4. Jalan yang siap untuk
menyongsong masa depan untuk
mobil otonom (AV) dan mobil
listrik (EV) dengan fasilitas
penunjangnya.

PARI(IR MASA
DEPAT{

!itJa

Memungkinkan adaptasi
struktur dan pusat
parkir di masa depan
yang meningkatkan hasil
komersial ketika pola
mobilitas berubah

1. Pembatasan dan efisiensi ruang
parkir;

2. Sentra parkir bersama;
3. Infrastruktur parkir yang dapat

disesuaikan;
4. Pusat mobilitas/parkir siap masa

depan; dan
5. Pengisian daya untuk mobil

Iistrik di wilayah parkir.

LOGISTIK UASA
DEPAr{

Mengelola pergerakan
kargo dan barang di
seluruh Ibu Kota
Nusantara dengan cara-
cara yang mengurangi
konllik dengan
transportasi penumpang,
meningkatkan
pemanfaatan ruang, dan
menghasilkan
keuntungan komersial

1. Simpul konsolidasi logistik dan
simpul logistik parsel;

2. Truk kontainer elektrik untuk
melayani simpul konsolidasi
logistik di luar kawasan
perkotaan;

3. Truk elektrik dua gandar dengan
beban < 10 ton untuk melayani
simpul logistik parsel di dalam
kawasan perkotaan; dan

4. First/last mile seruiceyarrg
berkelanjutan (sepeda logistik
electic, drone, loker logistik, dan
sebagainya);

5. Pembatasan waktu pergerakan
truk logistik

Strategi-strategi diatas akan membantu Ibu Kota Nusantara dalam mewujudkan
prinsip-prinsip Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Untuk mendemonstrasikan
strategi di atas, beberapa proyek percontohan mobilitas masa depan untuk Ibu
Kota Nusantara dapat mencakup:
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Gambar 3-40 Proyek Percontohan Mobilitas Masa Depan Untuk Ibu Kota Nusantara

contoh Utrrn. Mobllitlt M.3t otp.n IKN

t'lIr

3.6.6.2 Strategi Mobilitas dan Konektivitas

3.6.6.2.1 Strategi Kota yangTerhubung

Penyempurnaan input KPI berikut ini dapat dicapai melalui Strategi Mobilitas
Kota yang Terhubung dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3-15 KPI Wakh: Tempuh Dengan Moda Berkelanjutan Antara Pusat Kota dan Bandara

Internasional Terdekat (Balikpapan)

Input KPI Ifattr toaglh delSrn aode bcrhclaqfuten anttre hut
Kotr dra Brndrtr Intcraertroaal Tcrdctrt lDelllpepeaf.
Input KPI ini terhubung ke Target KPI 3.3 "<5o menit Koneksi

transit ckspres dari KIPP ke bandara stratcgis pada tahun 2030".

Target untuk input
KPI

Waktu tempuh maksimal selama 45-50 menit melalui moda

transportasi berkelanj utan.

Tujuan Moda angkutan massal harus kompetitif untuk konektivitas
yang penting secara strategis dalam Ibu Kota Nusantara

lqti] ld:l frF '

...fi$a"r,ii#S i'i rP$t

MNNIANAN MdSA U{PAM

,rtt *i484 $,ct te.,t dffi., il, r,.irj I,i.i r' r'.--|:,l,r-.j f r -,.,i..r;,1

; t ;1 !,::,. t);,;, ! ;JrN:/';r!!ri!

tfra.fitri ! *fr{;if,r,}$9J
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lt:d 6r&{rrr , l-{d #$r6i
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Tabel 3-16 Kpl Komunitas Dapat Mengakses Pusat Kota (KIPP) Dengan Transportasi Umum

demi menjamin perjalanan yang cepat dan efisien dan

memastikan moda tersebut dilakukan slecara berkelanj utan.

Metode PencaPaian
KPI

Trase jalan bebas hambatan dengan waliitu tempuh rata-rata

dari KIPP ke Bandara Intemasional Balikpapan <50 menit

Input KPI Eouur Lonrultar uertrlrE aG pB.rt ltIPPf
rtcugra trrllDottrlrt uaul[
Input KPI irrt terhubung ke Target KPI 2. t alOW/o integraai

selumh pendudul/

Target untuk inPut
KPI

Akses yang merata bagi seluruh penduduk

Tujuan Konektivitas regional tersedia di luar batas KIKN dan

berbagai opsi transportasi tersedia bagi masyarakat yang

ke Ibu Kota Negara.

Metode Pencapaian
KPI

1 Koneksi ja-lan regiona-l tidak hanya meluas ke utara
(menuju Samarinda)dan selatan (menuju Penajam Paser

Utara), tetapi juga barat laut dan barat daya untuk
menghubungkan ke komunitas lain di Kalimantan
Timur. Jaringan jalan di KPIKN saling berdekatan dan

terhubung ke semua komunitas dan permukiman lokal'

Jaringan jalan memungkinkan tersedianya layanan bus

regional/jarak jauh yang dapat terhubung ke pusat

kegiatan utama di KPIKN dan wilayah kota Ibu Kota

Nusantara.
2. Strategi tersebut memastikan bahwa:

a. Jaringan jalan melayani semua pusat kegiatan baru

dan yang sudah ada; dan
b. Sistem perkeretaapian dan bus saling terintegrasi,

disertai fasilitas perpindahan multimoda
penumpang yang handal menuju berbagai kawasan

di Ibu Kota Nusantara.
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3.6.6.2.2 Strategi Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan

Input KPI untuk Ibu Kota Nusantara dicapai melalui Strategi Mobilitas-
Kota yang Kompak dan Mudah Dikembangkan, sebagai berikut:

rabel3-I7 KPI Persenta*.[:;.jfff 
iil":r..l."Yuk 

Dalam Jarak Berjalan Kaki

Input KPI Fancutrc lolart put t altMtrr peldudul drlartr
Jugtrurn porfdenea Lrtl drn ntru tedatcgrarl dongel
rnrpul trrrsportert utoun.
Input KPI ini terhubung ke Target KPI 3.2 nlo menit ke

fasilitas penting dan simpul transportasi publik"

Target untuk input
KPI

100 persen lokasi pusat aktivitas dan residensial di kawasan
ramah pejalan kaki terintegrasi dengan simpul transportasi
umum

Tujuan Menjamin keterjangkauan transportasi umum bagi semua
orang dan memastikan bahwa simpul transit berada dalam
jarak tempuh berjalan kaki dalam KIKN.

Metode
KPI

Pencapaian KPI ini dapat dicapai dengan perencanaan kota yang

berorientasi terhadap simpul transportasi (TOD), mixed use,
dan hunian vertikal, agar seluruh penduduk mzrmpu

mencapai simpul transportasi umum dengan mudah
(maksimum 10 menit), sehingga lalu iintas transportasi
umum menjadi optimal dan berkesinambungan.

Tabel 3-18 I(PI Persentase Lingkungan Dengan Kepadatan Pendukung Transit

Input KPI hrrratere ltagfirrgtr d.rga! fiwaltapportlu datts{,tg
Input KPI ini terhubung ke Target KPI 3. | "EOo/o ffiatanan
dengan tranaportasi publik atau mobilitas aktif

Target untuk input
KPI

Semua lingkungan memiliki tingkat kepadatan yang
didukung layanan transit (transit-supportiue densitgl.

Tujuan Semua lingkungan memiliki kepadatan yErng mendukung
tersedianya layanan transportasi umum yang iayak,
Kepadatan adalah fitur utama dari kota yang kompak.
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Metode Pencapaiart
KPI

Kepadatan kota dengan orientasi terhadap simpul
transportasi (TOD), mixed use dan hunian vertikal menjadi
relatif tinggi guna meningkatkan kelayakan operasional

sistem transportasi dengan radius cakupan perjalanan kaki
1O menit.

3.6.6.2.3 Strategi Kota yang Berkelanjutan dan Mudah Diakses

Input KPI untuk lbu Kota Nusantara berikut ini dicapai melalui strategi Kota
Berkelanjutan dan Mudah Diakses dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-19 KPI Jumlah Simpul Transportasi Umum di Semua Lingkungan Kota

Input KPI JuEfrh LotGlrl t I uDuE ll rcaur ltryLungra
ail LotE

KPI 3.1 "$Ooh Perjalanan
bilitae aktil"

Target untuk input
KPI

Lebih dari dua simpul transportasi umum primer dan
sekunder dalam setiap lingkungan berkepadatan tinggi dan
setidaknya satu simpul transportasi umum sekunder di
lingkungan dengan kepadatan sedang dan rendah'

T\rjuan 1. Sebuah simpul primer mengacu pada sebuah halte
transportasi umum di sepanjalg koridor transportasi
umum primer (Iayalan dengan kecepatan yang lebih
tinggi dan berkapasitas lebih besar) dan sebuah simpul
sekunder adalah sebuah halte transportasi umum untuk
layanan transportasi umum sekunder (kecepatan sedang,
kapasitas medium pada frekuensi yang relatif tinggi).

2. Gagasan utama dari KPI ini adalah untuk memastikan
bahwa semua lingkungan memiliki akses ke transportasi
umum primer dan sekunder yang berfungsi sebagai
simpul utama untuk konektivitas dengan bagian kota
Iainnya. Layanan tersier, seperti halte bus pengumpan,
diabaikan dalam perhitungan ini karena diperlakukan
sebatas konektivita s first/ Iast mile.

3. L€bih banyak simpul diperlakukan sebagai halte multi
transit dari sejumtah trayek berbeda sehingga penduduk
dapat menikmati akses yang lebih luas ke bagian kota
yang lain. Demikian juga untuk setiap simpul multimoda
akan dihitung sebagai dua simpul atau lebih karena hal
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Tabel 3-2O KPI Waktu Tempuh Kompetitif Dengan Moda Berkelanjutan
Untuk Rencana Perjalanan

tersebut mencerminkan persilangan trayek yang juga
menjamin keterjangkauan yang lebih luas.

4. KPI ini hanya berlaku untuk KIKN seraya dibangunnya
lingkungan baru, tetapi maksud utama dari KPI juga
dapat tercermin dalam setiap perencErnaan dan desain
rute transportasi umum baru untuk area KPIKN yang
lebih luas.

Metode Pencapaian
KPI

1, Pada tahap Rencana Induk, KPI ini ditentukan dan
tercermin hanya dalam tataran strategi teknis.

2. Seluruh lingkungan berkepadatan tinggi akan dilayani
oleh koridor transportasi umum primer dan stasiun di
lokasi ini sebagai hub mobilitas utama yang menjamin
persilangan beberapa rute dan keterjangkauan ke semua
bagian kota lainnya.

Input KPI Wrttu tanpuh toapctttlf dengea Eodn bcrtclr4futea
urtnt porJalraan ytnf t€lif, dltontulra rctolunn5n
Input KPI ini terhubu.ng ke Target KPI 3.1, "8@/o perjalanan
dengan transportasi publik atau mobilitas aldif'

Target untuk InPut
KPI

Untuk mencapai tujuan KPI, kani melakukan perbandingan
waktu tempuh melalui moda berkelanjutan jalan darat,
traasportasi umum, dan moda aktif.

Tujuan Moda berkelanjutan harus bersaing dengan perjalanan
dengan kendaraan pribadi untuk dapat menangkap
persentase p€ngguna tiap-tiap moda (mode'sharel yang
signifikan.

Metode Pencapaian
KPI

Waktu tempuh yang kompetitif dapat terwujud melalui:
1, Adanya pembatasan lalu-lintas di dalam kawasal

perkotaan KIPP untuk kedaraan pribadi berbahan bakar
fosil.

2. Adanya pembatasan lokasi parkir di dalam kawasan
perkotaan KIPP,

3. Adanya pembatasan waktu lalu-lintas di dalam kawasart
perkotaan KIPP untuk kendaraan logtstik.

4. Adanya larangan kendaraan logistik dengan tonase >10

ton dan atau dengan jumlah gandar lebih dari dua
memasuki kawasan perkotaan di KIPP
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Tabel 3-2 I KPI Transfer Transportasi Umum Diperlukan Untuk Perjalanan Terencana

Tabel 3-22 KPI Tingkat Operasi Transportasi Umum yang Menghasilkan Net kro Emrsston

Input KPI Tmportnrt Uuuu, dllnrlulrrr Eotul ;lorJrlialn
tcrclcrne,
Input KPI ini terhubung ke Target KPI 3.l, "EOo/o pedalanart

dcngan tran$portasi publik atau mobi[tac eltif

Target untuk InPut
KPI

Hitungan jumlah transfer (tidak boleh lebih dari dua) yang

mempertimbangkan baik untuk jaringan utama maupun
sekunder.

TIrjuan 1. Jaringan dan strategi transportasi harus memaksimalkan
konektivitas langsung untuk jumlah perjalanan
terbanyak yang dimungkinkan demi menjamin
pengalaman transportasi umum yang mulus dan koneksi
tercepat; dan

2. Sebaliknya, jumlah transfer transportasi umum harus
diminimalkan karena penambahan titik transfer akan

menciptalcan persepsi negatif dan berdampak pada daya

tarik transportasi umum.

Metode Pencapaian
KPI

1. Perencalaan rute transportasi umum yang marnpu
melayani dan menghubungkan satu kawasan perkotaan
dengan jumlah transfer antarmoda maksimum dua kali.

2. Perencanaan jaringan transportasi umum yang mampu
menghubungkan seluruh kawasan perkotaan di Wilayah

Ibu Kota Nusantara.

Input KPI fl op.nrl trurportert unEE yirS dGtltherlltan
lkt ffi lDrrtrdoa
Input I@I ini terhubung ke Target KPI 4.3 "Net zero emigsian

untuk tbu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256-142
hektare".

Target untuk Input
KPI

Seluruh moda transportasi umum di Ibu Kota Nusantara
ditargetkan untuk mencapai Net Zero Emission (saat

beroperasi) pada tahun 2045.

T\rjuan Transportasi adalah salah satu sektor utama yang

bertanggung jawab atas pengeluaran emisi; tindakan yang

ditargetkan untuk sektor ini dapat membantu memastikan
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Tabel 3-23 KPI Persentase Peningkatan Emisi GRK Transportasi Menggunakan Emisi
Transportasi Per Kapita Jakarta/Indonesia Sebagai Dasar

bahwa jaringan transportasi umum tanpa emisi direncanaka-n
sejak tahap perancangan.

Metode Pencapaian
KPI

1. Seluruh angkutan umum akan menggunakan moda
dengan teknologi yang berkelanjutan dan atau berbahan
bakar ET secara bertahap (50 persen angkutan umum
menggunakan listrik dan atau hidrogen tahun 2O35) guna
menepati net zero emission KIKN tahun 2045.

2. Kebijakan tersebut diikuti dengan pambangunan
infrastruktur seperti charging facilitg kendaraan, baik di
depo maupun di area publik, disertai dengan
pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi
yang berkelanjutan"

Input KPI Fcnorrtrrc D€rhgtrtrn Gtrdsl ORI( traarportad
E6rgutrlen 6alrl trrurpcrtarl por Laplt!
Jafat'te/Indoncrl,a rcb& rI drrer
Input KPI ini terhubung ke Target KPI 4.3 "Net z.ero emr'ssion
untuk Ibu Kota Nueantara di 2045 di kawasan 256.142
hektare'.

Target untuk Input
KPI

Emisi berbasis transportasi dari Ibu Kota Nusantara menuju
pencapaian net zero emission pada tatrun 2045.

T\:juan Ttansportasi adalatr salah satu sektor utama yang
bertanggung jawab atas emisi GRK; tindakan yang
ditargetkan untuk sektor ini dapat membantu memastikan
kegiatan/operasi intensif GRK dirancang sejak awal.

Metode Pencapaian
KPI

Pengurangan GRK di sektor transportasi akan dicapai
melalui:
1. l,arangan masuk kendaraan pribadi memasuki

perkotaan dengan teknologi combustion.
2. Seluruh transportasi umum akan menggunakan

teknologi non combustion.
3. I-arangan kendaraan logistik memasuki perkotaan

dengan teknologi combustion.
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4. Penyediaan charEng IacalitA pad,a area publik, depo
transportasi umum, depo kendaraan logistik, simpul
konsolidasi logistik, dan permukimal.

5. Penyediaan jalur hijau dan jalur sepeda.

3.6.6.2.4 Strategi Kota Yang Aktif dan Ramah Pejalan Kaki

Input KPI untuk dicapai dengan Strategi Kota yang Aklif dan Ramah Pejalan
Kaki, sebagai berikut:

Tabel 3-24 KPI Persentase JarinBan Jalan Yang Mendukung Mobilitas Aktif
Di Tingkat Lingkungan

tnput KPI Pcr|6ltrr. Jrfhgul ltoDllltrr iftdf F 1g
berlcdlruborge! drrl tGrhlbuat
hput KPI ilri tcrhubung ke Target KPI 3.1 "8O% perjalanan
dengan transportasi publik atau mobilitas aktif d"an 3,2 .10

menit ke faeilitas penting dan simpul traneportasi publiH.

Target untuk Input
KPI

Ketersambungan 100 persen untuk jalur pejalan kaki dan
jalan pengendara sepeda

T:rjuan Semua lingkungal memiliki ketedangkauan tanpa batas bagi
pejalan kaki dan pesepeda- Saat ini hanya ditetapkan untuk
KIKN. Namun, setiap perkembangan baru di dalam Wilayah
Ibu Kota Nusantara harus sejalan dengan KPI ini.

Metode Pencapaian
KPI

Jaringan mobilitas alrtif strategis dalam bentuk jaJur hijau
dan koridor utama terhubung dan dapat memfasilitasi
perjalanan antaja pasangan titik awal-tujuan utama dalam
KIKN dengan hanya menggunakan moda aktif. Adapun
jaringan ini akan dikombinasikan dengan penyediaan
jaringan jalan raya dengan desain untuk mobilitas aktif dan
dipastikan untuk rerhubung tanpa hambatan dengan jaJur
hijau untuk menjamin keterjangkauarr. Di tempat-tempat di
mana konektivitas tidak memungkinkan, seperti di medan
yang tak sebidang [misalnya, di persilangan jala-n tol dengan
jalur hijau atau penyeberangan jalan) yarrg ditinggikan atau
digali-timbun (a)t-and-couer), maka fasilitas perlintasan perlu
disedial<an.
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3.6.6.2.5 Strategi Kota Efisien, Aman dan Tangguh

KPI input untuk dicapai melalui Strategi Kota Efisien, Aman, dan Tangguh

sebagai berikut:
Tabel 3-25 KPI Persentase Jaringan Jalan di Tingkat Lingkungan

yang Bebas Mobil/dengan Trolfic Calming

Input KPI PorrcnteroJrdryeaJdudttln$atU a5nngbebrr
tondanan bcilotor/petllnbrtra lrlu Uattt lffqtfic
co,lmlstg)
Iaput KPI ini terhubung ke Target KPI 6.1 "Ranking 1o besar

kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045*.

Target untuk lnput
KPI

Semua jalan dengan hierarki yang lebih rendah memiliki
volume lalu lintas yang rendah atau bebas kendaraan
bermotor.

T\rjuan Semua jalan kolektor dan jalan lokal beroperasi pada

kecepatan yang lebih lambat dan dirancang untuk semua

kendaraan (mobil, bus, sepeda, dan lainnya) dan pejalan kaki
agar tidak hanya mewujudkan tujuan hidup berdampingan

dengan arnan, tetapi juga memastikan hierarki yang

mengutamakan orang ketimbang jalan.

Metode Pencapaian
KPI

1 Semua penampang desain ruang milik jalan (rumija/RoW)
yang diusulkan dalam strategi teknis ini mencakup desain
rumija untuk mobilitas aktif termasuk pejalan kaki dan
pesepeda, serta memberikan sebuah gambaran tentang
tampilan jalan bebas kendaraan bermotor. Desain
penampang melintang tipikal ini akan berfungsi sebagai

kerangka desain aktual dan konstruksi jaringan jalan

dalam KIKN dan jaringan jalan baru dalam Wilayah Ibu
Kota Nusantara.
Lingkungan 10 menit didefinisikal menjadi lingkungan
bebas kendaraan bermotor yang dapat diakses dengan
berjalan kaki atau bersepeda ke jalanan yang terletak di
pinggiran kota, transPortasi umum, dan sentra parkir
(terintegrasi dalam pusat mobilitas) dalam rentang waktu
10 menit.
Jaringanjalan di daerah perkotaan yang lebih padat akan
menerapkan desain yang memfasilitasi perlambatan lalu
lintas, yaitu dengan trotoar yang diperluas, halte bus yang
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menganjur ke badan jalan (bus bulbl, strategi desain ruang

bersama, atau polisi tidur berjenis speed table. Penampang

rumija tipikal untuk ja-lan dengan hierarki lebih rendah
yang akan mendorong interaksi yarrg lebih besar dengan

pergerakan manusia, sudah memperhitungkan strategi

penyempitan jalal dalam rangka pengendalian kecepatan

lalu lintas.

Tabel 3-26 KPI Koneksi Kargo langsung dari Koridor Strategis dan Pintu Gerbang

yang terhubung ke Ibu Kota Nusantara

Input KPI Bonclrl tangeung darl Eorldor Strrt Sr. drl
Gatcvry yang tcrbubuag LG Ibu Kote lfurrntrra
Input KPI ini terhubung ke Target KPI 8'2 uPendapatan

domestik regional bruto (PDRBI per kapita negara (eetara

ekonomi) berpendaPatan tinggi'.

Target untuk InPut
KPI

Memastikan bahwa jalur langsung angkutan barang, baik
melalui jalan darat maupun kereta aPi, tersedia dan

direncanakan dalam jaringan dan strategi transportasi.

T\rjuan Koneksi langsung disediakan untuk memungkinkan
pergerakan barang yzu-1g aman dan efisien untuk memenuhi
kebutuhan kota, tetapi juga untuk memungkinkan barang
yang diproduksi di industri sekitar Wilayah lbu Kota

Nusantara diangkut ke hilir secara efektif. Hal ini penting

untuk menjaga biaya logistik tetap rendah dan

menguntungkan sektor ekonomi di dalam lbu Kota

Nusantara.

Metode Pencapaian
KPI

I' KPI ini dicapai lewat adanya koneksi langsung serta

strategi kargo yarrg mengoptimalkan pergeraJcan barang
dan mengusulkan pusat konsolidasi dan distribusi
sehingga terdapat pemisahan dengan lalu lintas
penumpang.

2. Hierarki pusat konsolidasi juga ditampilkan dan

dijelaskan dalam bagian ini untuk memfasilitasi desain
dan operasi yang sesuai dalam tahap pengembangan

desain hilir.
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Tabel 3-27 KPI Sistem Transportasi Pintar Diaktiftan Untuk Menjamin Mobilitas
Yang Aman dan Efisien

Input KPI EIrtGE tr.ltt ortrd TIX .llr.hltlrs urtEl ocqrr.ElE
EoDElt r Flg aans dr! Gfi.lc[
Input KPI ini tcrhubung ke Target KPI 6.f 'Ranldng l0 besar
kota paling layak huni di dunta pada tahun 2045'.

Infrastruktur Transportasi ditunjang dengan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) yang menggunakan semua
praktik terbaik industri saat iru..

Tujuan

Metode Pencapaian
KPI

1. KPI ini dicapai lewat strategi teknis sebagai serangkaian
pertimbangan utama TIK yang harus dimasukkan ke

dalam pengembangan desain di hilir dalam spesifikasi ITS

dan kriteria desain. Semua jaringan transportasi utama
(koridor transportasi umum primer serta jalan) diusulkan
saat ITS diaktilkar.

2. Mengoptimalkan sinyal lalu lintas jaringan jalan, jalur
pnoritas untuk bus, BRT, penyeberangan pejalan kaki,
sistem informasi dan penunjuk dinamis, dan
pemantauan CCry di lokasi yajlg strategis.

3. Untuk jaringan transportasi umum, hal ini atan
mencakup manajemen operasional kereta perkotaan,
sistem komunikasi, serta perangkat lain untuk
memastikan keselamatan, ketahanan, dan manajemen
keadaan darurat.

4. Walaupun TIK dapat memungkinkan efrsiensi dan
mengurangi kesalahan manusia, pralrtik desain yang
aman dan sistem 'redundansi" dalam jaringan
transportasi dan manajemen operasional dapat
mengurangi paparan risiko secara signilikan dan
menjamin keandalan dan ketahanan.

SK No l4l816 A

Target untuk Input
KPI

TIK dapat membantu menyediakan operasi yang aman dan

efrsien dari semua sistem transportasi termasuk manajemen
lalu lintas, informasi rute, dan penyediaan informasi dinamis
kepada pengguna.
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3.6.6.2.6 Strategi Kota yang Siap Menghadapi Masa Depan

Input KPI untuk dicapai melalui Strategi Kota siap Masa Depan, sebagai berikut:

It r!o8t .c p.!tgu!r.rr ,.dut r parEr Dcnrt[r yug
tctlct t dt lot .t DCrHr totlu.rt (put.t roblllterl
Input KPt ini terhubung Target KPI 3.f "80% pe{alanan
dengan trensportasi publik atau mobilitas aktif.

Target untuk Input
KPI

100 persen kendaraan parkir di sentra parkir bersama yang

terletak di pusat mobilitas, sehingga tidak ada lagr kendaraan
yang parkir di pinggir jalan.

T\rjuan Menerapkan paradigma baru sePerti parkir masa depan
untuk memastikan bahwa strategi ini mendorong penggunaan

transportasi umum dan moda transportasi bersama
ketimbang penggunaan kendaraan pribadi, Sebaliknya'

tujuannya adalah untuk mencegah jumlah tempat parkir
yanB terlalu banyak, kepemilikan kendaraan pribadi, darr

perjalanan denga-n kendaraan pribadi.

1. KPI ini berada di tataral strategis yang dimungkinkan oleh

konsep Parkir Masa Depan yang dijelaskan sebelumnya
Pusat mobilitas yang diusulkan akan mencakup fasilitas
parkir bersama yang melayani kebutuhan komunitas.
Fasilitas ini dapat disesuaikan untuk memungkinkan
perubahan mobilitas yang mencakup pengisian mobil
listrik (Ev), perubahan desain dan tata letak parkir agar

sesuai dengan konsep EV/CAV yang iebih tinggt, perluasan
fungsi prclc-up/ drop off (sejalan dengan penggunaan
ridesharingl, atau ruang untuk penggunaan di masa

depan;
2. Selarn penyediaan parkir, pusat mobilitas bersifat

multimoda dengan menggabungkan inovasi dan fasilitas
masa depan utama seperti fasilitas pejalan kaki, PMD dan
parkir sepeda, bengkel reparasi, fasilitas penyimpanan,
informasi rute yang dinamis, logishk untuk perjalanan last
mile, serla pengalaman retail; dan

3. Rumija perlu ditujukan sepenuhn-va untuk ranah publik.

SK No l4l815A
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di Lokasi Parkir Terpusat (Pusat Mobilitas)

Input KPI

Metode Pencapaian
KPI
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3.6.7 InfrastrukturEnergi

Transisi energi menjadi upaya penting dalarn mencapai KPI 1OO persen energi

terbarukan daJl net zero emission pada tahun 2045 di Ibu Kota Nusantara.
Transisi energi dalam penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui:
(a) pengembangan pembangkit listrik terbarukan di wilayah Ibu Kota Nusantara
besirti sistem penyimpanan energi da]1 tenaga listrik; (b) pemanfaatan pasokan

tenaga listrik dari Sistem Ketenagaiistrikan Kalimantan berbasis pembangkit
terbarukan; dan (c) penerapan sistem jaringan cerdas (smart gidl. Selain itu,
untuk kebutuhan non listrik, pada tahap awal akan dipenuhi dari gas bumi yang

tersedia di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, secara bertahap,
akan didorong pengembangan hidrogen hijau untuk memenuhi kebutuhan gas

tersebut. Adapun uraian prinsip dasar dan strategi secara lebih rinci dapat
dilihat pada sub bab berikutnYa.

3.6.7 .1 Prinsip Dasar Infrastrukrur Energi

3.6,7.I.1 Pasokan Energi Listrik

Rencana Induk lbu Kota Nusantara mengusulkan kebutuhan listrik tahunan di
wilayah Ibu Kota Nusantara akan dipenuhi melalui pembangkjt listrik
bersumber dari energi terbarukan, antara Iain pembangkit listrik tenaga surya
berupa panel surya atap dan ladang surya (solarforml. Hal ini akan dilakukan
secara bertahap menuju tercapainya pasokan listrik yang bersumber dari energi
terbarukan mencapai seratus persen pada tahun 2045' Potensi energi
terbarukan lainnya, seperti air, biomassa, dan sebagainya juga dapat menjadi
pertimbangan dalam penyediaan listrik 100 persen dari energi terbarukal di
Wilayah Ibu Kota Nusantara. Penggunaan hidrogen hijau dapat dikembangkan
untuk menyediakan pasokan energi listrik. Selain untuk memenuhi kebutuhan
listrik, pernanfaatan hidrogen hijau juga dapat dipertimbangkan sebagai solusi
penyimpanan energi bersama dengan baterai. Selama periode puncak, produksi
dari pembangkit energi terbarukan setempat yang beriebih akan disimpan pada
sistem penyimpanan energi tersebut. Pembangkit-pembangkit listrik yalg akan
dibangun di da,lam Wilayah lbu Kota Nusantara akan ditempatkan secara
tersebar dan di luar wilayah no-go untuk menghindari dampak pada flora dan
fauna serta area y€rng sensitif dengan nilai konservasi tinggi.

SK No 14l814A
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Gambar 3-41 Sistem Ketenagalistrikan di lbu Kota Nusantara
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Selain dipasok melalui pembangkit listrik dari energi terbarukan setempat,
Sistem Ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara juga akan terhubung dengan
Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan untuk memenuhi sebagian kebutuhan
tenaga listrik ai IUu Kota Nusantara dan mengatasi variasi pasokan listrik dari
energi setempat. Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan didorong untuk
meningkatkan pangsa energi terbanrkan dalam bauran pembangkitannya.

Pada masa konstruksi jangka pendek, kebuh:han listrik Ibu Kota Nusantara
akan dipenuhi melalui infrastnrknrr ketenagalistrikan eksisting yang sudah ada
dan berlokasi dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara serta akan dibangun
infrastnrktur mobile beserta fasilitas pendukung untuk memberikan pelayanan
ketistrikan yang handal. Kemudian setelah masa konstruksi jangka pendek,
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energi listrik lbu Kota Nusantara akan disediakan dari pembangkit listrik
terbarukan setempat di daiam kawasal Ibu Kota Nusantara melalui sistem

ketenagalistrikan Ibu Kota nusantara dan juga dipasok melalui pembangunan
infrastruktur baru dari sistem ketenagalistrikan Kalimantan'

sistem transportasi Ibu Kota Nusantara memadukan penggunaan kendaraan
berbasis listrik dan hidrogen. Berdasarkan hasil perhitungan, total kebutuhan
listrik untuk sistem transportasi tersebut dapat dipasok oleh sistem
ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara yang teiah direncanakan'

sistem ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara akan menerapkan sistem jaringan
pintar (smarl gnd), termasuk penggunaan smart meter di konsumen dan sistem
iistribusi otomatis, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
digital yang memungkinkan terjadinya aiiran listrik dan data dua arah antara
p.odu"in dan konsumen. Ha1 ini ditujukan agar pengeiolaan sistem menjadi
iebih efisien, efektif, dan handal. Selain itu, smart grid juga memungkinkan
pemakaian tenaga listrik dari sumber energi terbarukan berskala besar dan
ierdistribusi. pengembangan sistem ini perlu dira,cang dengan tingkat
keamanan tinggi untuk menghindari kendala akibat serangan siber.

Untuk jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di lbu Kota Nusantara
direncanakan semua kabel berada di bawah tanah dalam jaringan utilitas
terpadu. Hal ini ditujukan agar jaringan dapat lebih terlindungi dari cuaca
buruk, sabotase, memudahkan perawatan, serta meminimalkan dampak visual
untuk estetika perkotaan yang lebih baik'

3.6.7.1.2 Pasokan Energi Gas

Ibu Kota Nusantara akan menggunakan bauran gas bumi dan gas

hidrogen sebagai sumber untuk gas kota dengan tetap berpedoman pada
prinsip Ibu Kota Nusantara yang mencapai net zero emission pada tahun 2045.
Ibu Kota Nusantara direncanakan untuk menggunakan gas bumi sampai waktu
tertentu dengan memanfaatkan ketersediaan gas bumi dari wilayah sekitar Ibu
Kota Nusantara. Selanjutnya, secara bertahap kebutuhan energi gas akan
dipasok pula dengan gas hidrogen yang dihasilkan dari dalam wilayah Ibu Kota
Nusantara untuk mendukung kebutuhan penyediaan energi yang lebih bersih.
Pentahapan penyediaan pasokan gas bumi dan peningkatan pasokan hidrogen
mempertimbangkan optimalisasi biaya.

SK No 141812 A
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Terkait dengan keperluan infrastruktur gas, perlu dipertimbangkan karakter
infrastruktur jaringan dan infrastruktur pendukung lainnya yang mampu
mendukung plntahapan kombinasi penggunaan gas bumi dan gas hidrogen
hingga tahun 2045. Selain itu, karakter infrastruktur ini juga perlu
mempertimbangkan penggunaan jalgka panjang atau setelah tahun 2o4'5

untul menjadi iaringan gas kota berbasis 100 persen hidrogen yang terintegrasi
dalam satu sistlm. Adapun suplai hidrogen dapat berasal dari hasil produksi di
dalam wilayah Ibu Koti Nusantara, maupun di luar/tokasi sekitar wilayah Ibu
Kota Nusantara.

3.6.7 .2 Strategi Infrastruktur Energi

Strategi penyediaan energi dirancang untuk memenuhi target net zero emi.ssion
paaa fei. Strategi energi dirancang dengar pendekatan pentahapan, untuk
mendukung proyeksi pertumbuhan populasi dari Ibu Kota Nusantara'

3.6.7 .2,1 Strategi Pasokan Energi Listrik

KPI dalam penyediaan tenaga Iistrik adalah instalasi kapasitas energi
terbarukan untuk memenuhi 100 persen kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara
pada tahun 2045. Perkiraan kebutuhan listrik yang digunakan untuk
p.."."r.rrm penyediaan listrik lbu Kota Nusantara pada tahun 2045 adalah
sebesar 4 MWh/tahun f orang.

Guna memasok kebutuhan listrik di KIPP (termasuk istana negara), dibangun
gardu induk berisolasi gas (gas insulated substationf Gls) dengan transmisi
[abel bawah tanah (underground cableltJGC)' Pe mbangunal jaringan dan gardu
induk serta infrastruktur ketenagalistrikar lainnya di Kawasan Ibu Kota
Nusantara dilakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan permintaan
kebutuhan tenaga listrik.

Gardu induk akan didistribusikan ke seluruh KIKN dan KPIKN, di dekat lokasi
di mana terdapat beban permintaan tenaBa listrik. Secara umum, gardu induk
harus dibangun dekat dengan jalan agar ada cukup ruang untuk memasang
kabel. Direncanakan dan diupayakan di KIKN dan KPIKN untuk menggunakan
transmisi kabel bawah tanah sebagaimana di KIPP dengan mengikuti desain
jaringan utilitas terpadu.

Pengelolaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara
akal dilakukan dengan cara khusus yang dilaksanakan oleh pemegang wilayah
usaha. sistem usaha pengelolaan investasi khususnya dari sisi pembalgkitan

SK No 141811 A
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akan melibatkan partisipasi investasi badan usaha milik negara, swasta atau
lainnya serta dukungan pemerintah. Penyediaan tenaga listrik di Ibu Kota
Nusarrtara juga membutuhkan kebijakan tarif tersendiri secara khusus.
Kebijakan Lersebut untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan dan
kesinambungan penyediaan tenaga listrik dapat memenuhi kriteria cerdas,

hijau, dan indah (smart, green, and beautifutl serla terjaga dengan baik. Untuk
memastikan tercapainya KPI Ibu Kota Nusantara dengan energi terbarukan
100 persen dan net-zero emission pada tahun 2045, kapasitas dan kualitas
sistem Kalimantan pertu ditingkatkan dan didorong agar memiliki bauran
pembangkit listrik dari energi terbarukan yang tinggi. Perbaikan bauran
pemUangkit terbarukan dapat diupayakan dengan memanfaatkan potensi energi
hidro di sekitarnya.

3.6.7.2.2 Strategi Pasokan Energi Gas Skala Kota

Sebagaimana disebutkan dalam strategi penyediaan tenaga listrik, Ibu Kota
Nusantara memiliki target 100 persen produksi listrik yang dihasilkan di Ibu
Kota Nusantara seluruhnya berasal dari energi terbarukan pada tahun 2045.
Namun, pernenuhan kebutuhan energi lbu Kota Nusantara (listrik dan non-
listrik) masih tetap akan mengandalkan pasokan dari Sistem Kalimantan. Hal
ini tak hanya berlaku untuk listrik, namun juga untuk gas. Gas skala kota
direncanakan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energi untuk rumah
tangga, perkantoran, komersial, jasa, dan fasilitas lainnya.

Perkiraan rata-rata kebutuhan gas kota untuk Ibu Kota Nusantara sebesar
2.324MJ ltahun/orang. Proyeksi total kebutuhan gas skala kota disajikan pada
Tabel berikut.

Tabel 3-29 Proyeksi Kebutuhan Gas Kota

Trbrg I trfrp 2 tatrp I Trhrp4 Trfrp t Betura

Kobutuhan G'ar Kota
TqhuDan

L.574 2.753 3.474 4.541 5.225 TJ/tahun

Dalam menentukan strategi pasokan gas, telah dipertirnbangkan beberapa opsi
jenis gas kota untuk memenuhi kebutuhan di Ibu Kota Nusantara, meliputi gas

bumi, gas hid.rogen, darr elpiji. Dari hasil kajian yang dilakukan, opsi sistem
pasokan gas kota yang dipertimbangkan adalah gas hidrogen dan gas bumi. Opsi
gas Elpiji, seperti yang sekarang banyak digunakan di Indonesia, tidak
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dipertimbangkan dalam strategi pasokan karena opsi pemakaian elpiji tidak

membutuhkan p.rrrUrogU.ran i-nfiastruktur khusus berupa jaringan pipa gas

dan dapat disediakan higsung kepada konsumen oleh BUMN yang melakukan

bisnis gas elpiji (LiArcfied Petroleum Gas)'

Tabel3-30PerbandinganopsiGasUntukDigunakandilbuKotaNusantara

Kqrcmrlan lutartruLtur Ylag
dlporlutra

Jaringan gas

hidrogen
perkotaan
(Hydrogen-
bosedl

/ Opsi bagi Ibu Kota Nusantara untuk

mencapai visi kota dengan net zero emission'

/ Memanfaatkan sumber daya matahari untuk

memproduksi hidrogen hijau melalui proses

elelctrotsis

./ ftu Kota Nusantara memiliki kondisi yang

khusus karena a.kan dipasok l0O persen dari

gas kota berbasis hidrogen - Ibu Kota

Nusantara tidak harus menghadapi tantangan

untuk mengganti infrastrulirtur gas kota yang

berbasis gas bumi (NG) seperti kebanyakan

kota yang ingin beralih ke hidrogen

X Opsi mahal, terutama dalam jangka pendek

Solar farm (untuk
memproduksi hidrogen
melalui energi
terbarukan hidrogen)
Electrolyzer Hidrogen
Fasilitas penyimPanan
hidrogen
Distribusi jaringan
pipa gas

1

Jaringan gas

kota berbasis
gas bumi
(Natural Gosl

,/ Opsi sebagai energi Yang bersih

dibandingkan BBM yang digunakan s€cara

tradisional di Indonesia

J Opsi sebagai sumber gas yang murah

t. Transmisi PiPa gas dari
Bontang atau sumber-
sumber gas bumi di
sekitar lbu Kota

Nusantara.
2. Jaringan PrPa

distribusi gas kota

Gas Elpiji (LPGI X Pengiriman tabung menambah beban

transportasi
X lebih mahal dibandingkarl gas kota yang

berbasis gas bumi

1. Terminal/fasilitas
impor

2. Fasilitas PenYimPanan
LPG

Untuk memfasilitasi pentatrapan peningkatan pasokan hidrogen, KIKN akan

dibagi menjadi tiga klaster. Setiap klastei akan- memiliki proporsi hidrogen dart

t"" 6,rmi yattg bJrbeda dalam campurannya' Klaster pertama dan kedua terdiri
Itas sel-slt pEng"*bangan yang akan dikembangkan hingga tahun 2038 dart
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akan disuplai oleh 20 persen hidrogen dan setidaknya 80 persen gas bumi' sel-

sel ini ditagi menjadi dua klaster guna memfasilitasi transisi pada masa

mend.atang menuju c€rmpuran gas dengan
ketiga terdiri atas sel-sel pengembalgan ya

2038 hingga tahun 2045 dan akan disuplai
wilayah di luar xrxN yang masih termaiuk kawasan Ibu Kota Nusantara, seperti

kawasan militer, kawasan industri, dan beberapa pemukiman yang lebih 9ad1t

"f."r, 
dilayani ol,eh jaringan gas kota mandiri. Proporsi p_as9ka1 untuk wilayah

ini adalah zo persen hidiogei dan 80 persen gas bumi. Usulan klaster pasokan

gas kota diuraikan sebagai berikut'
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Gambar 3-42 Usulan Klaster Pasokan Gas Kota di KIIC'I

K-IKN akan
dipasok lewat

laringan gas tiga
kota

Klaster 3

2

'SOOOruflEhtAgOatelahlerh!ilrgdengaFnrEilgakola JarrngahaGdipslBsunltr(lrelayillslsp€mukiMeltsslitE

Dalam dua klaster pertama, hidrogen tidak akan ditambahkan ke dalam

."*p,rt"n dari Tahap t hingga Tahap 2. Hidrogen akan ditambahkan ke dalam

"r*prrr*r, 
dimulai dari S-persen pada tahun 2o3o dan secafa bertahap

meningkat menjadi sebanyai ZO peri"n hidrogen pada Tahap 5. Klaster ketiga

akan memiliki sebanyak 80 persen hidrogen dalarn calnpurannya (dapat

meningkat secara bertahap) dan biaya produksi hidrogen berkurang. Dengan

cara in-i, total pasokan gas liota Ibu Kota Nusantara akan terdiri atas 75 persen

gas bumi lNatural Gas) dan 25 persen gas hidrogen pada Tahap 5.

Usulan pentahapan mempertimbalgkan optimalisasi biaya' Gas hidrogen

merupakan opsi yang paling mahal saat ini, biaya produksi hidrogen (leueliz.ed

cost oyngdrogenlLco-H) dipJrkirakan akan menurun seiring berjalannya waktu'
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penggunaan sistem pemisahan klaster sejak arval akan membantu memfasilitasi

tranllsi ini pada **"" depan. Sifat fleksibel dari jaringan distribusi gas kota ini
lam menElmpung gas bumi dan gas

ipa
ain
aju

aupun gas hidrogen (melatui sistem

kontrol). Usulan penahapan dirincikan seperti gambar di bawah ini'

Gambar 3-43 Usulan Linimasa Konversi 100 Persen Hidrogen

Gas bumi untuk lbu Kota Nusantara dapat diperoleh dari lapangan gas di sekitar

Wilayah Ibu Kota Nusantara, termasuk dari lapangan-lapangan gas yang

memasok kawasan industri Bontang (LNG dan petrokimia). Sementara ini
terdapat beberapa lapangan gas bumi di sekitar rWilayah Ibu Kota Nusantara
namun dalam volume y"ng relatif kecil-kecil. Sedangkan gas bumi yang selama

ini memasok LNG eaaai, Pupuk Kattim dan sekitarnya perlu dipastikan
alokasinya untuk dapat memasok KIKN. Alternatif tain di masa depan adalah

gas bumii dapat dipeioleh dari LNG Badak yang telah bertransformasi menjadi
tnf O Hub, yang mengimpor LNG dari berbagai tempat di dunia,
meregasifikasinya-d"., *"iy.iurkannya untuk memenuhi permintaan gas bumi
di Katimaltan Timur, termasuk Ibu Kota Nusarttara.

Linlnca
Pengffi$grgpn

Scl
LininaEo f\frsrErsi

yarECtnkSel

Psda Tahsp ?

Pada Tah6p 3

Pada Talrap 5

Kav,'asan lndu$1ft
di tuar K-lKN
Permukrrflan

E ksis[nn

SK No 141897 A



Gas bumi dapat disalurkan melalui jaringan pipa gas bumi- yang dibangun

*.nrirkhususkelbuKotaNusantaraataudenganmemanfaatkanjaringan
transmisi dan distribusi pipa gas bumi Trans-Kalimantan yang juga akan

dikembangkan atau moda trlnsmisi/ distribusi lainnya, seperti pipa gas selain

TransKalimantan atau CNG/ LNG Trucking'

Dalam rangka menyeimbangkan penggunaan gas bumi sebagai sumber energi

tidak terba"rukan dingan pencapaian KPI 100 persen energi terbarukan secara

bertahap, energi terbarukan (tlrmasuk surya) yang digunakan- di Ibu Kota

Nusantara didorong setara dengan jumlah energi yang digunakar dari gas bumi'

Gas hidrogen akan diproduksi melalui proses elektrolisis dengan listrik yang

dihasilkarioleh energi iurya atau energi terbarukan lainnya yang potensial, baik

diproduksi di dalam-wilayah Ibu Kota Nusantara ataupun di luar wilayah Ibu
Kota Nusantara, Gas tlrsebut akan disimpan dalam tangki bertekanan

lpressurized tanlQ, sebelum digunakan untuk pembangkitan listrik maupun
iisalurkan ke jaringan gas koti. Penyimpanan ini diukur untuk memastikan
pasokan hidrogen yang: cukup untuk variasi cuaca sehari-hari dan untuk
memastikan keiahanan jika terjadi keadaan darurat. Estimasi ukuran fasilitas
yang diperlukan mendufung pinyediaan hidrogen di Ibu Kota Nusantara pada

i^nr]n ZO+S dengan asumsilumber energi dari surya, dapat diiihat pada tabel

berikut.
Tabel 3-31 Estrmasi Ukurar Fasilitas Penyediaan Hidrogen

Fasllltae Satuan

Kapasitas PLTS 205 MWp

Kapasitas
hidrogen

elektroliser 79.757
Nm3/hr

Area elektroli ser hidrogen o,48 helrtar

Area penyimpanan unfuk gas

hydrogen fiangki
bulat/spherical pressurised
tanks b€rdiameter 13,6 m)

2,44

Dibutuhkan lahan ladang surya (solar /arm) seluas 49O helrtare untuk
mendukung produksi hidrogen untuk kebutuhan gas kota pada tahun 2045' hal
ini menun]ukkan beberapa infrastruktur dan pengambilan lahar- yang

diperlukan Lntuk pasokan gas kota. Pertimbangan untuk menempatkan ladang

surya (solar /arm) dan fasilitas penyimpanan hidrogen untuk gas.kota serupa

dengan pertimbangan yang dijelaskan dalam strategi penyediaan listrik. setiap
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klaster pemasok akan memiiiki fasilitas produksi, penyimpanan, dan -gasuork
hidrogen untuk meminima-1kan risiko pasokan campuran gas yang tidak tepat

ke seluruh klaster.

Meskipun preferensi tersebut diperuntukkan untuk fasilitas agar ditempatkan
di dekat klaster, fasilitas untuk klaster 3 akan ditempatkan di dekat fasilitas

klaster 2. Meskipun sangat memungkinkan untuk menempatkan fasilitas di

dekat klaster 3 untuk melayani klaster tersebut, penempatan ini akan

membutuhkan pemompaan air dari instalasi pengolahan air - yang

membutuhkan jumlah aii yang jauh lebih besar untuk menghasilkan jumlah gas

yang meskipurlebih sedikit dibandingkan dengan memompa gas kota'

Kebutuhan infrastruktur gas akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan

kajian kapasitas yang diperlukan bagi setiap periode waktu dan lokasi
potensialnya.

Permasalahan Iain yang perlu diselesaikan adalah saat ini terdapat beberapa

wilayah konsesi et sptorisi dan eksploitasi minyak da, gas bumi yang berada di
dalam atau beririsan dengan wilayah Ibu Kota Nusantara. Perlu dipastikan ke

depan bahwa di dalam Witayatr Ibu Kota Nusantara tidak terdapat kegiatan

*ig"" y".rg berbahaya atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan
qn[mngari hidup untuk Ibu Kota Nusantara. Transformasi atau renegosiasi

perlzi.,a-n kegiaian migas mungkin perlu dilakukan untuk mengatasi

permasalahan ini.

3.6.8 InfrastrukturTeknologi, lnformasi, dan Komunikasi

3.6.8.I Prinsip Dasar Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

3.6.8. I . I Jaringan Telekomunikasi

Penyediaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berh-rjuan untuk
memenuhi prinsip ;K.nya*"nrn dan Efisiensi melalui Teknologi" dalam

mendukung tr.gei KPI terkait: (i) ketersediaan 100 persen konektivitas digital
dan TIK bagi ieluruh warga dan bisnis melalui penyediaan infrastruktur
konektivitas ilK, (ii) peringk al uery high dalam e-gouernment deuelopment index
(EGDI) oteh pBB; dar(iii) lJbin dari 75 persen kepuasan bisnis dengan peraagkat

i.yu.r"., digital melalui penyediaan infrastruktur dasar bagi konektivitas TIK
gr.r" *..t r.gkinkan diierapkannya inisiatif kota cerdas' Untuk mendukung

fencapaial KPI tersebut, konsep pembangunan infrastruktur TIK

iirekomendasikan melalui penggelaran jaringan telekomunikasi dan
pembangunan pusat data. Keterhubungan ini akan didukung oleh jaringan
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tulang punggung telekomunikasi nasional' Pembangunan pusat data ditujukan
untuli menjadi sarana bagi instansi pemerintah dalam berbagi pakai data

pemerintah dalam kerangki Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

ian Satu Data Indonesia 1sot1. pembangunan pusat data di Ibu Kota Nusantara

akan menjadi bagian dari satu sistem pusat data nasional'

Jari angkaian perangkat. telekomunikasi dan

kele untuk mendukung kegiatan di lbu Kota

Nus nis, pendidikan, kesehatan' sosial dan lain

sebagainya. pembangunan infrastruktur iIK antara lain akan diiakukan sebagai

berikut.
a. Ftber Broa.d.band adalah koneksi broadbandyang menggunakan.kabel serat
- 

optik untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi menuju kawasan
perumahan dan bisnis.

b. Fiber Backhaul adalah jaringan penyangga yang terhubung pada internet
global.

c. Jaringan 5G atau jaringan generasi terbaru adalah jaringan pemancar sel

makro dan mikro dengln k"m.mpuan komputasi edge yang diperlukan
untuk fungsionalitas yang memiliki standar teknologi generasi kelima atau
generasi terbaru pada sebuah jaringan seluler'

d.Pusatdatadanjaringanadalahfasilitasuntukmendukungkonektivitas
yangmemusatkante-giatanoperasionaldanperalatanteknologiinformasi
i.t!"t tujuan untuk penyimpanan, pemrosesan, serta penyebaran data

dan aplikasi.

Di Ibu Kota Nusantara direncanakan dibangun infrastruktur l-rsik yang

Jiperlukan untuk mendukung jangkauan 5G .atau 
jaringan generasi terbam

untuk KIKN secara progresif setelum mencapai jangkauan penuh untuk wilayah

Uerpinauduk pada'Ta-hap 5. Sistem 5G atau jaringan generasi terbaru akan

dikembangkan secara beitahap yang sejalan dengan tahap ekonomi dan tata

rrrang.

3.6.8.1.2 Pusat Data

Rencana penggunaan dua jenis Pusat Data guna melayani Sistem Data dan

Teknologi Info?nasi, yakni Pusat Data Pemerintah dan Pusat Data Tepi seperti

pada Gambar 3-44 dan Gambar 3-47. Pusat-pusat data tersebut akan dirancang
sebagai Tier III dengan server bertenaga ganda, kapasitas penyimpaaan data'

tautJn-tautan jaringan, dan sejumlah komponen MEP lainnya seperti Generator,

UpS, CRAH, it Coot"a Chiltei, Cooling Tower, dan lain-lain. Komponen Tier III
dapat dikelola secara bersamaan, dan salah satu atau beberapa komponennya
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dapat dinonaktifkan untuk sementara waktu tanpa mempengamhi layanan

komputasi yang sedang beroperasi'

Gambar 3-44 Konsep Umum Pusat Data Pemerintah
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Gambar 3- 45 Konsep Umum Pusat Data Tepi
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Pusat Data Pemerintah di dalam KIPP dan Pusat Data Tepi disarankan agar

beriokasi di sekitar zona tematik KIKN untuk mendukung kegiatan utama
perekonomian yang membutuhkan latensi rendah. Untuk area KPIKN yang

terada di luar area KipP dan KIKN, direncanakan ruang server kecil yang

dirancang dengan komputasi tepi (edge computing) untuk menyediakan sumber
daya komputaii dan konektivitas bagi fasilitas pembangkit dan penyimpanan
enlrgi sepirti pembangkit tistrik, ladang surya (solar /arm) dan penyimpanan
hidrogen.

3.6.8.2 Strategi Infrastruktur Teknotogi Informasi dan Komunikasi

semua Pusat Data Tepi dan rlrang server kecil untuk komputasi tepi akan
terhubung ke Pusat Data Pemerintah (lihat Gambar 3-46 dan Gambar 3-47).

Jaringan Area Pemerintah yang luas (frber optik wAN) yang aman dibangun
khusus untuk membawa lalu lintas data Pemerintah. wAN akan dikonhgurasi
menggunakan Multi-Protocol Label switching (MPLS) yaxg mengarahkan data
aari ?tu simpul ke simpul berikutnya menggunakan label jalur terpendek
dibandingkan alamat jaringan yang panjang, sehingga menghind6ai pencaria:r
yang kompleks da_lam tabel rute dan mempercepat arus lalu lintas. Fiber optik
WaN "Ui, dilengkapi dengan cadangan jaringan 5G untuk mengantisipasi
terjadinya kerusakan fi ber.

penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai
data dan informasi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses

data dan informasi, da]1 pemenuhan standar interoperabilitas data dan
informasi. Dalam kerja sama penyelenggaraan keamanan sistem elektronik
menggunakan pusat data pemerintah dan / atau pusat data tepi dengan penyedia

teknologi dan iolusi, pemerintah perlu memastikan penjaminan kerahasiaan,
keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber
daya terkait data dan informasi, infrastruktur, dan aplikasi. Adapun strategi
yang dapat dilakukan adaiah sebagai berikut:

a. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi
keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya'

b. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi'

c. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan
pemulihan.

d. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifrkasi

dan validasi.
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penj aminan kenirsangkalan {nonrepudiationl dilakukan melalui penerapan

tanda tangan digital d.an jaminan pihak ketiga terpercaya melalui

penggunaan sertifikat digital.

Gambar 3-46 Rencana umum Infrastruktur TIK untuk KIPP dan KIKN

e.
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Gambar 3-47 Rencana Umum Infrastmktur TIK untuk KPIKN
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Strategi Teknologl Peadukung Kota Cerdas

satu jaringan fisik dapat menggunakan teknik pembagian menjadi

beberapa jaringan virtual dengan peningkatan signifikan pada 
^lebar 

pita

lbandwidil) dan latensi. Setiap jaringan virtual yang dihasilkan dari
pembagian jaringan 5G akan m sah yang utuh

isnis tertentu.dan dioptimalkan untuk digr
.laringan-jaringan virtual tersebut layanan dan

aplikisi, yang terUagi dalam tiga kategori umum seperti pada gambar di

bawah ini:
1. Broadband seluler yang ditingkatkan (eMBB), yaitu layanan

konektivitas dengan banduidth dan throughprtt yang tinggi dari
jaringan dengan kecepatan data tinggr (h@h data rate) seperti suara,
video, darr augmented rcalitY;

2, Komunikasi ultra-aldat dengan latensi rendah (URLCC), yaitu layanan
konektivitas untuk aplikasi yattg membutuhkan waktu respon yang
sangat cepat, seperti aplikasi manajemen lalu lintas cerdas dan sistem

transportasi cerdas; dan

3. Komunikasi mesin yang masif (mMTC), yaitu layarran konektivitas ke

sejumlah besar peiangkat digital yang memungkinkan mesin untuk
berkomunikasi satu sama lain seperti pada aplikasi manajemen
timbah cerdas dan lampu jalan cerdas.

Contoh penerapan lapisan teknologi kota cerdas ditunjukkan pada Gambar
dibawah ini:

Gambar 3- 48 Pembagian Jaringan 5G untuk Teknologi Kota Cerdas
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b Strategi Kota yang dldukung Jadngan 5G

Infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara akan dibangun untuk mendukung
jangkauan 5G untuk wilayah KIKN secara

pro"gresif sebel untuk wilayah berpenduduk
pad-a Tahap 5. secara bertahaP'

Pada tahap akhir, cakupan 5G akan diperluas ke semua wilayah

berpendudukdiKIKN.rtallniakanmemungkinkansemuapendudukdi-Ibu
Kota Nusantara dan KIKN memiliki jaringan gigabit broadband perumahan

dan pengalaman pengguna seh-rler generasi masa depan' serta

meningkaikan ekosistem pemsahaan dan industri digital'

3.7 PRINSIP DASAR DAN STRATEGI PEMIITDAHAN SERTA

PENTELENGGARAAN PUSAT PEMERINTAHAT{

Salah satu inti dari pemindahan Ibu Kota Negara adalah pemindahan pusat

l.-..i"Lir"" yang metiputi kekuasaan eksekutif'
iegislatif, yudikatiidan eksa itu, pemindahan Ibu

XJta ruegara tidak terlepas dahan ASN yang bekerja di instansi
pemerinii.h pusat (kementerian/ iembaga). pemindahan Ibu Kota Negara akan

-""i"ai momentum reformasi tirokrasi melalui upaya perbaikan 
_ 
tata kelola

pemlrintahan pada tingkat pusat yang efektif, efisien dan cerdas melalui
terbagai rencana sebagaimana tertuang pada uraian di bawah ini'

3.7.1 Pemindahan Ibu Kota Negara dan Momentum Penerapan Smart

Gouernance di Ibu Kota Nusantara

Pemindahan kementerian/iembaga dan ASN ke Ibu Kota Nusantara merupalan
momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiea dan cerdas

lsmart gouimancil dalam penyelenggaraan pusat pemerintahan sebagai

p"rrop^rig p"t ..pr]"n visi pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai 1Eota

bunia untut Semua,. penerapan smart gouemance di Ibu Kota Nusantara
menjadi semakin relevan jika dikaitlan dengan perkembangan d-inamika

straiegis berupa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta

digital'.isasi, -""ifrry. tingkit penetrasi internet, serta munculnya pandemi

CSV1O-tS yang telah mengubah wajah dan cara kerja pemerintahan menjadi
berbasis fleksibilitas serta konektivitas digital.

Penerapan konsep smarl gouemance didukung oleh nilai-nilai partisipasi,
transparansi, dan elisiinsi, baik dalam pengambilan kebijakan,
peny;lenggaraan pelayanan publik, maupun penyelenggaraan pemerintahan
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gouef7,,ance meliputi (i) kelembagaan dan proses ui9{s

6h"r, yang fleksibel dan cergas (agitel; (ii) partisipasi publik
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Gambar 3-49 Kerangka Penerapan SmartGouemane

Pengembangan jejaring institusiPenyederhanaan pnoses bisnis

dan urugan pemerintahan

Ekosistem digital sebagai

strategi ra nsformasi multisehor
Fenataan manajrmen ISN di KA
melalui pengembangan kompetens i,

pembedan in*entif rnon€t€r dan non'
mofl0ter

Dalam hal ini, diperlukan arah kebijakal dan strategi yang mampu menjadi

landasan sekaligus mempercepat penerapan smart gouernance di Ibu Kota

Nusantara. Visi -l 
ndonesi a 2045 telah menggariskan " Reformasi Kelembag aan

dan Birokras? sebagai salah satu bagian dari pilar "Pemantapan Ketahanan

Nasional dan Tata Xilota Kepemeintalnrt , dengan arah kebijakan:

a. Struktur kelembagaan yang adaptif, efektif, dan kolaboratif;

b. Tata kelola yangterbuka, partisipatif, dan berbasis TIK; dan

c. SDM ASN yang profesional dan berintegritas'

Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Talrun 2OOS-2O25 ditetapkan sasaran pembangunan Bidang Aparatur yakni
terufuudnya tata kepemerintahnn yang baik, bersih dan berutibauta Aang
berdisarkan lulanm Zena birokrasi Aang profesional dan netral. Lebih lanjut,
sasaran tersebut diterjemahkan d,alam Rencana Pembangunan Jangka
Menengalr Nasional (RPJMN Tahun 2O2O-2O24 melalui kebijakan reformasi
birokrasi dan tata kelola dengan strategi sebagai berilmt:

T'
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Peuguataa hnplementasi manaJeuen ASN, dilakukan melalui penerapan
manajemen talenta nasional ASN, peningkatal sistem merit ASN,
penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;

Penatasn kelembagaan dan proses blsnis, dilakukan melalui penataan
kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;

Reforoasl siotem akutrtabllltas klaerJa, dilakukan melalui perluasan
implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi
dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan
dan penganggaran; dan

Traasforaasl pelayanan publtk, dila-kukan melalui pelayanan publik
berbasis elektronik (e-seruicel, penguatan pengawasan masyarakat atas
kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan
pelayanan terpadu.

3.7.2 Strategi Penerapan Smarl Gouemancc di Ibu Kota Nusantara

Terdapat beberapa strategi untuk penerapan prinsip smart gouernance yang
dapat diterapkan di Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai berikut:

a, Simpltlikasi Proses Bisnls dan Penguatan Koordlnasi

Simptikasi proses bisnis dan penguatan koordinasi akan diselenggarakan
dan diakselerasi melalui proses transformasi cara kerja baru yang akan
diterapkan di Ibu Kota Nusantara' Perubahan cara kerja ini menjadi satu
rangkaian transformasi yang didorong di Ibu Kota Nusantara bersamaan
dengan transformasi berbangsa dan berbudaya, bermobilisasi, bermukim,
dan melestarikan alam.

Dalam implementasinya, perkaltoran pemerintahan di lbu Kota Nusantara
akan dibangun dalam konsep kantor bersama {shared-offices) yang
mengedepankan konektivitas fisik dan digital antar-kementerian/lembaga'
Hal tersebutjuga akan diperkuat dengart pengaturan kerja fleksibel (fleible
working arrangemenfl yangakan membentuk cara kerja yang lebih informal,
interakLif, kasual, dan tidak terbatas pada ruang-ruang kantor.

Maka kemudian, fleksibilitas dan konektivitas gerak pemerintahan tersebut
juga perlu didukung dengan transformasi kelembagaan pemerintah dari
se-ri^ berbentuk organisasi berbasis hierarki menjadi lebih agile' sejalan
dengan upaya penyederhanaan birokrasi yang tengah digalakkan saat ini-
Perumusan strategi dan pengambilan keputusan yang terlalu detail dalam
mekanisme pelaporar yang berjenjang akan diubah da-lam model organisasi
'squad team' yang berfokus pada aksi, bukan pada 'kotak atau garis'
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komando. Pembagian peran ketua dan anggota tim
wat perencanaan pelaksanaan tugas serta manajemen
g, aiiringi dengan partisipasi aktif seluruh anggota di

dalamnya.

Gambar 3- S0 Transformasi Organisasi Instansi Pemerintah
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Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birolcasi,202 1

Dalam hal ini, dibuhrhkan adanya dukungan tata kelola digital, penataan

p-""r bisnis dan akuntabilitas kinerja serta Pengawasan yang.dituangkan

ialam strategi pelaksanaan organisasi. Model manajemen kinerja akan

dilakukan secara akuntabel yang meliputi penetapan dan Penajaman
ekspektasi kinerja, pengembangan kinerja melalui pemberian umpan balik

lfeidbackl berkala,- evaluasi kinerja, dan tindak lanjut ke depan yang

diiringi dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksana€Ln tugas,

Selain itu, fleksibilitas tidak bisa dilakukan tanpa adanya kelengkapan dan

kejelasan proses bisnis di tiap unit organisasi, sehingga ke depan akan

dilakukan upaya akselerasi untuk melengkapi proses bisnis dan tata

hubungan f<L{a internal di tiap kementerian/lembaga, -te-rmasuk 
di

dalamnya proses bisnis antarsasalarl pembangunan lintas bidang/sektor
dan antar-kementerian/lembaga. Kemudian, dukungan tata kelola digital

diselenggarakan melaiui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektro-n-ik (SPBE) yang akan dijabarkan pada bagian selanjutnya'
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Pemerintehss Dfgitsl

Upaya mewujudkan pemerintahan digital akan diselenggarakan lewat arah
t<eUiiatcan din stratigi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2Ot8 tentang

Sistern pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (SDI)

yang dijabarkan d.alam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2Ol9 tentang

Satu Data Indonesia.

Untuk mewujudkan penerapEmnya yang optimal ke depan, dilakukan
beberapa upaya antara lain (i) penguatan layanan dan infrastruktur SPBE,

yang iisetlnggarakan melalui penetapan arsitektur SPBE nasional,
p"r.Et.prrt ap-ti-tasi umum SPBE, dan inisiasi layanan publik tematik
Lerbasis SPBE. HaI ini menindaklan uti berbagai uPaya penguatan tata
kelola SPBE melalui penetapan berbagai perahrran turunan terkait SPBE

dan SDI.

Gambar 3- 51 Akseterasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 202I

Setelatr layanan dan infrastmktur matang terselenggara, upaya
pembangunln dan pengembarLgan SPBE mcndukung penerapan smart
gou"*oin akan dilaksanakan melalui strategi (i) penerapan penuh

i^y** publik berbasis SPBE secara nasional, (ii) pemanfaatan maha data
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c

dan kecerdasan artifisial dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan
(iii) penguatan cara kerja baru berbasis d
2024 gona mengawali proses pemindahan
penyelenggaraan SPBE akan dilaksanakan
i"rblt"" !-ada relasi Gouemment-to-Gouentment (G2G) dan Gouernment-to-

nmplogei lOZe'1, melainkan juga Gouenlment-to-Atizen (G2Cl serta

Gouemment -to-Busfness (G2B)'

Penatasn Maaqiemen ASN

Penataan manajemen ASN diselengg arakan untuk memperkuat kompetensi

dan profesiona-titas eSN yang mendukung roda pemerintahan pusat di Ibu
Kota Nusantara, yang dilakukan meialui tiga strategi utama, yakni
(i) pemetaan dan penilaian kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke Ibu
i{oL Nusa.,trra; dan (ii) pengembangan kompetensi ASN terkail smart
gouemance; dan (iii) pemenuhan kesejahteraan ASN'

Pertama, pemetaan dan penilaian kompetensi ASN yang akan dipindahkan
ke Ibu Kota Nusantara yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian

Negara (BKN) menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi
eks*isting dan menjadi acuan penting sebagai penentu pindah-tidaknya ASN

ke Ibu Kota Nusantara. Di samping itu, upaya ini juga menjadi instrumen
peiaksanaan right-sizing organisasi guna menjadikan birokrasi yang

iamping dan profesional berbasis kompetensi serta keahlian. Upaya-upaya
akselerasi akan dan tengah dilakukan terkait hal ini, antara lain seperti

penajaman instrumen pimetaan dan penilaian kompetensi yang spefisik
pada kompetensi smart gouemance, dan pelaksanaan pemetaan serta
penilaian kompetensi secaia daring untuk menjangkau lebih banyak ASN.

Kedua, pengembangan kompetensi ASN terkait smart gouetnance yaflg
dikoordinasikan otLfr Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjadi
momentum penguatan kapasitas, kompetensi, dan mental ASN dalam
menyongsong penerapan smart gouemance di Ibu Kota Nusantara' Upaya

ini menJadi 
- slrategi tindak lanjut pasca pelalsanaan pemetaan dan

penilaian kompetensi yang menghasikan asesmen kelebihan dan

kekurangan dari tiap ASN yang perlu diisi dengan strategi pengembangan

kompeteisi yang tepat. Dalam pelaksanaa[nya ke depan, substansi smarf
go**onn y^ng akan diberikan pada ASN tidak meluiu memajukan narasi
femajuan TiK, melainkan juga mendorong kemampuannya sebagai pelayan
publil yang mampu beradaptasi dengan dinamika strategis dan global serta
Lo*p.i..r.i mas; depan yang dibutuhkan sektor publik' Cara-cara baru
pun akan dilakukan dalam 

- 
metode pelaksanaan kegiatan ini, melalui
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pembelajaran dairlg (e-leaming) berbasis proses ko-kreasi dengan para
pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti perguruan tinggi'
organisasi think-tank, dan organisasi masyarakat sipil.

Ketiga, pemenuhan kesejahteraan ASN baik berbentuk moneter mauPun
non-moneter menjadi hal krusial untuk dilakukan mengingat peran
pentingnya untuk memenuhi kebutuhan dasar ASN, serta di saat yang

iama menjadi faktor kunci retensi dan kesuksesan pencapaian tujuan
organisasi. Dalam hal ini, konsep manajemen penghargaan semesta (total
reward) ASN menjadi upaya akselerasi yang dilakukan untuk menjamin
keadilan pemenuhan kesejahteraan tidak bagi ASN yang dipindahkan ke
IKN, melainkan juga pada seluruh ASN yang ada. Bentuk-bentuk
kesejahteraan seperti foundational reraards dan mottuational reuards akan
dilengkapi dengan benefit and allotuance, uorking enuironment, dan gt'owth
opporfinifu untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan yang bersifat
material maupun immaterial.

9.7.3 Kerangka Perencanaal Tahapan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dan

Unit Organisasi Kementerian ll*mbaga ke Ibu Kota Nusantara

Pemindahan kementerian/lembaga dan ASN merupakan inti dari pemindahan
Ibu Kota Nusantara yang diselenggaralan untuk menggerakan roda tata kelola
pemerintahan pusat menuju pencapaian visi pembangunan lbu Kota Nusantara
sebagai Kota Dunia untuk Semua', serta pencapaian tujuan pembangunan
nasional.

Secara umum, pemindahan Kementerian/Lembaga dan ASN ke Ibu Kota
Nusantara mengikuti kerangka perencanaan yang terdiri atas tiga tahapan,
yakni (i) menetapkan skenario unit organisasi yang disusun oleh
kementerian/lembaga yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara;
(ii) menetapkan skenario ASN yang disusun oleh kementerian/lembaga yang
akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusafltara; dan (iii) menetapkan skenario
keluarga, yang disusun oleh tiap ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota
Nusantara dengan ilustrasi pada Gambar 3- 52-
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Gambar 3- 52 Kerangka Perencanaan Tahapan Pemindahan Kementenan /l-embaga dan ASN

ke Ibu Kota Nusantara

3.7.4 Koridor Asesmen Unit Organisasi Kementerian/Lembaga yang Akan

Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

Pelaksanaan asesmen unit organisasi kementerian/lembaga yang akan

dipindahkan ke Ibu Kota Nusantaia dilakukan oleh setiap kementerian/lembaga

dengan mempertimbangkan koridor sebagai berikut:

a. Adanya visi transformasi cara kerja ba.rr. di Ibu Kota Nusantara melalui
penerapzrn konsep kantor bersama (slured-officel 9* p-"ttgaturan kerja
y"rg fleksibel $bnble utorkirrg arangem,entl dalam kerangka smart
gouefnance;

b. Tingkat kepentingan/urgensi unit organisasi yang dipindahkan pada

klaster awal memPertimbangkan :

1. keterkaitan langsung dengan mandat perumusan kebijakan; dan

2. mend,ukung langsung tugas dan fungsi pimpinan instansi.

c. Unit organisasi yang berfungsi sebagai unit pelayanan prrblik berpotensi
tidak dlpindahkan ke Ibu kota Nuiantara (mempertimbangkan jumlalt
layanan yang masih berpusat di Daerah Khusus lbukota Jakarta).

3. Tetapkan
skenario

Keluarga oleh
ASN

'l. Tetapkan
skenario Unit

Organisasioleh
K/L

2. Tetapkan
skenario ASN

oleh IVL
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3.7.5 Koridor Asesmen ASN yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

setelah dilakukan asesmen terhadap unit organisasi kementerian I lembaga,
dilanjutkan dengan pelaksanaan asesmen ASN yang akan dipindahkan ke lbu
Kota Nusanta." oleh setiap unit yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di
kementerian / lembaga dengan koridor sebagai berikut.

a- ASN dengan tingkat pendidikan minimal Diploma 3 (D-III);

b. memperhatikan batas usia pensiun (BUP);

c. memperhatikal data kinerja ASN dengan mempertimbangkan kinerja
20 persen merepresentasikan kinerja 80 persen pegawai;

d. mempertimbangkan data penilaian potensi dan kompetensi ASN'

sebagai catatan pertimbangan, unit organisasi dengan mandat perumusan
kebiiakan akan lebih efektif jika dekat dengan pimpinan kementerian/lembaga'
dengal jumlah ASN lebih sedikit dari unit organisasi yang memiliki tugas dan
fungsi pitayanan. Selain itu, unit organisasi yang terkait pelayanan publik akan
lebii eiektif iika dekat dengan penerima layanan (masyarakat dan dunia usaha)
yang membutuhkan ASN dalam jumlah yang lebih banyak.

SK No 141153 A

3.7.6 Rencana Pemindahan Kementerian/ Iembaga ke Ibu Kota Nusantara

Pemindahan kementerian/lembaga yang dapat mendukung peran Ibu Kota
Nusantara sebagai pusat pemerintahan mempertimbangkan tata urutan
keiembagaan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun i945, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 20b8 tentang Kementerian Negara, serta efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan pada tingkat pusat yang terbagi dalam lima klaster. sementara
itu, pemindalian pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik
dilaksinakan sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan berlaku
yang mengatur Lembaga Negara Independen/Badan Publik dimaksud, dengan
tetap memperhatikan prinsip dasar dan strategi pemindal'ran serta
penyelenggaraan pusat pemerintahan. Berdasarkan asesmen skenario yang

disusu.r, terdapat beberapa lembaga yang belum diprioritaskan untuk
dipindahkan dengan mempertimbangkan peran, tugas, dan fungsi yang diampu'
Namun demikian, penentuan a,khir pemindahal akan dikemba-likan pada hak
prerogatif Presiden. Adapun rincian asesmen skenario pemindahan
kementerian/ lembaga dapat dilihat dalam Gambar berikut;
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Gambar 3-53 Asesmen Skenario Pemindahan Kementeriar/Lembaga ke Ibu Kota Nusantara
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3.7.7 Rencana Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara

Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dituangkan ke dalam rencana yang
disusun dengan pertimbangkan bahwa selain sebagai penggerak tata kelola
pemerintahan pusat, ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara juga
berperan sebagai pelopor pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di lbu Kota
Nusantara.

Berdasarkan asesmen awal yang telah disusun, total jumlah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara sampai dengan tahun 2045
sebanyak 1OO.(}23 orang, dengan rincian (i) Pejabat Negara sejumlah 956 orang;
(ii) Pejabat Pimpinan Tinggi sejumlah 3.264 orang; dan (iii) Pejabat Fungsional
sejumlah 95.803 orang. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa data dan asesmen
ini tertatas pada data PNS, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian
Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non-PNS/tenaga kontrak belum
termaktub dalam data dan asesmen serta akan dimatangkan dalam proses
berikutnya.
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Adapun gambaran profil demografi PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota

Nusantara berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan dijelaskan
sebagai berikut:

Gambar 3- 54 Profrl Demograh PNS yang Akarr Dipindahkan Ke Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jika diperhatikan pada gambar di atas, mayoritas PNS yang akan dipindahkan
ke lbu Kota Nusantara berjenis kelamin laki-laki (54 persen), dibandingkan
dengan perempuan dengan proporsi 46 persen.

Gambar 3- 55 Prohl Demograh PNS Yang Akan Dipindahkan Ke Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Usia

16O th;
3.50%

50-60 th, 19.83%

40-49 th, 28.81%

th,34.54%

20-29 th;

13.32tr

Berdasarkan data PNS yang al<an dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara,
mayoritas PNS berada dalam kelompok usia 30-39 tahun sebesar 34,5 persen,

disusul dengan kelompok usia 40-49 tahun sebesar 28,8 Persen, 1"t
selanjutnya fada kelompok usia 50-60 tahun sebesar 19,8 persen, kemudian
kelompok usia 20-29 tahun sebesar 13,3 persen, dan terakhir pada kelompok
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usia di atas 6O tahun sebesar 3,5 persen. Besarnya mayoritas PNS dari generasi

milenial (kelahiran tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia 24-39 tahun) yang

akal dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara menjadi nilai tambah dalam rencana
penerapan smart gouemanoe di lbu Kota Nusantara yang berbasis fleksibilitas
dan konektivitas digital, sekaligus sebagai modal dasar penataan manajemen
ASN guna rnewujudkan prinsip 'millenial serve millenials' dalam birokrasi,
sejalai dengan makin bertumbuhnya jumlah penduduk Indonesia dari generasi

milenial, yakni 25,87 persen dari 270,2 juta jiwa (BPS,2O21l.

Gambar 3- 56 profrl Demograli PNS yang OU"" 
Lt:iljffi" 

ke Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Tingkat

c lt

1.69%

s-2;
26,7296

S-1;

51,39%

D-ilt
14.82%

Jika diperhatikan, mayoritas PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
berpendidikan akhir S-1 sebesar 51,3 persen, disusul dengan pendidikan akhir
S-2sebesar 26,7 persen, selanjutnya pendidikan akhir D-III sebesar 14,8 persen,
kemudian pendidikan akhir D-lV sebesar 5,39 persen, dan terakhir pendidikan
akhir S-3 sebesar 1,69 persen. Kondisi tersebut di satu sisi menjadi modal dasar
yaflg cukup kuat dalam penerapan smart gouefiLan@, narnun di sisi lain juga
menjadi tantangan yang perlu dijawab ke depan guna meningkatkan taraf
pendidikan PNS ke tingkatan yang lebih tinggi.

3.7.8 Rencana Pemberian Fasilitas (Benefifl bagi ASN yang Dipindahkan ke

Ibu Kota Nusantara

Untuk meningkatkan kesejahteraeLn dan kenyamanan ASN yang dipindahkan ke

Ibu Kota Nusantara, telah dirumuskan rencana pemberian fasilitas {benefttl
dalam bentr.rk moneter dal non-moneter, dengan rincian sebagai berikut:

SK No l41151A
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a. Fasllltat rumah negara/rumah dlnas dt IflPP lbu Kota Nussatara

Rumah negara/ rumah dinas bagi ASN diberikan dalam dua bentuk seperti
yang telah dijabarkan pada Subbab 3.6. 1, yaitu dalam bentuk rumah tapak
yang diberikan bagi (i) Menteri/Kepala Lembaga (580 m'?), (ii) Pejabat Negara
(49O m2), dan (iii) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (390 m'?), serta kedua,
da-lam bentuk rumah susun yang diberikan bagi (i) Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama (29O m'), (ii) Pejabat Administrator/ Koordinator (190 m2), dan
(iii) Pejabat Fungsional (98 m'!).

b. Pemenuhan biaya ptndah

Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemindahan ASN ke Ibu Kota
Nusantara akan ditanggung oleh pemerintah sesuai aturan yang berlaku,
meliputi I orang ASN, I pasangan, 2 orang alak, dan 1 orang Asisten
Rumah Tangga (ART), dengan komponen yalg ditanggung, yaitu: (i) uang
harian yang diberikan selama proses pemindahan, (ii) biaya pengepakan
dan angkutan barang pindahan; (iii) biaya transportasi mencakup tiket
pesawat 'one-utag', biaya tralsportasi dari bandara ke lokasi, dan sewa
mobil satu bulan pertama, serta (iv) biaya tunBgu dalam bentuk biaya
penginapan transit di kota sekitar Ibu Kota Nusantara.

c. Pemborlan tunJa[ga[ kemahalan

Selain komponen gaji pokok, ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
akan diberikan tunjangan kemahalan yang diberikan sesuai dengan tingkat
kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-
masing. Maka, sebagai pemerintahan daerah khusus setingkat Provinsi,
akan disusun Indeks Kemahalan Wilayah khusus bagi Ibu Kota Nusantara
yang tidak sama dengan besaran yang telah ditetapkan sebelumnya bagi
Provinsi Kalimantan Timur.

d. Pengaturan fasilitas yang fletslbel
Pengaturan pemberian fasilitas/benefit yangf fleksibel bagi tiap ASN-
khususnya yang bersifat non-moneter-akan diselenggarakan sesuai
dengan kebutuhan tiap ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara,
antara lain seperti akses terhadap fasiiitas pendidikan, kesehatan,
kesejahteraal (uell-betngl, rekreasi dan hiburan, optimalisasi cara kerja
lewat pengaturan kerja yang fleksibel, ataupun akses terhadap
pengembangan kompetensi bagi ASN.
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3-7.9 Pelibatan ASN Pemerintah Daerah Sekitar Ibu Kota Nusantara dalam
Penyelenggaraan Pusat Pemerintahan di [bu Kota Nusantara

Antusiasme pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya terjadi di
tingkat instansi Pemerintah Pusat, melainkan juga terjadi ASN pemerintah
daerah sekitar Ibu Kota Nusantara, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, Pemerintah Daerah
Kota Samarinda, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pengaturan
pelibatan agar semangat pelibatan dan partisipasi tersebut tetap sejalan dengan
visi penerapan smart gouertlance di Ibu Kota Nusantara, dengan rincian sebagai
berikut:

a. Opsi Pelibatan: Pelibatan ASN pemerintah daerah sekitar lbu Kota
Nusantara dapat diarahkan dalam dua opsi, yakni (i) pelibatan dalam
penyelenggaraarl Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) yang
berkedudukan di Ibu Kota Nusantara, dan (ii) pelibatan dalam
penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara (Pemerintah Daerah Khusus).

b. Bentuk Pelibatan: Mengacu pada dua opsi pelibatan di atas, maka bentuk-
bentuk pelibatan yang dapat diambil yakni (il magang pada instansi
Pemerintah h-rsat ataupun Otorita Ibu Kota Nusantara, (ii) mutasi dari
Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) yang
berkedudukan di Ibu Kota Nusantara, (iii) mutasi dari Pemerintah Daerah
ke Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bentuk mutasi ke/antar pemerintah
daerah provinsi, dan (iv) seleksi terbuka Jabatan Pimpirran Tinggi di
kementerian/lembaga atau Otorita Ibu Kota Nusantara.

c. Prasyarat Pelibatan

1. Akselerasi penilaian kompetensi ASN pemerintah daerah sekitar Ibu
Kota Nusantara

Diperlukan adanya akselerasi percepatan penilaian kompetensi
menyasar ASN pemerintah daerah sekitar ibu Kota Nusantara melalui
langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a) percepatan persiapan pelaksanaan penilaian kompetensi daring
(uirtual assessmenf) yang digagas Badan Kepegawaian Negara
(BKN) untuk menjangkau ASN yang lebih luas;

b) kerja sama pemanfaatan unit penilaian kompetensi yang ada di
tingkat daerah sekitar Ibu Kota Nusantara, antara lain (i) UPTD
Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, (ii) UPT Seleksi Calon dan Penilaian
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Kompetensi Pegawai ASN BKN, Kota Balikpapan), dan
(iii) Assessment Center Kepolisian Daerah Kalimantan Timur; dan

c) kerja sama dengan lembaga asesmen kompetensi lainnya yang
telah terakreditasi BKN.

d. Penajaman pemetaan kebutuhan SDM ASN

Diperlukan adanya penajaman pemetaan kebutuhan SDM ASN di tingkat
Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) dan Otorita Ibu Kota Nusantara
(Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara) melalui Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja, guna mengetahui:

1. unit orgarisasi dalam Kementerian / Lembaga dan Otorita Ibu Kota
Nusantara mana saja yang memeriukan SDM ASN baru, yang dapat
diisi dari ASN Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara melalui oroses
mutasi;

2. kompetensi apa yang dibutuhkan ASN pemerintah daerah sekitar Ibu
Kota Nusantara jika akan bergabung di dalam kementerian/lembaga
dan Otorita Ibu Kota Nusantara.

e. Prioritas pengembangan kompetensi ASN pemerintah daerah sekitar Ibu
Kota Nusantara

Pentingnya prioritas pengembangan kompetensi yang menyasar ASN
pemerintah daerah sekitar Ibu Kota Nusantara sejalan dengan visi
penerapan smart gouernance di Ibu Kota Nusantara, melalui:

L penyelenggaraan diklat (kepemimpinan maupun teknis substantif
jabatan fungsional) yang menyasar ASN pemerintah daerah sekitar Ibu
Kota Nusantara dalam mendukung visi penerapal smart gouemance;

2. penguatan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait pengembangan sumber daya manusia di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota mitra Ibu Kota Nusantara dengan Lembaga
Administrasi Negara;

3. kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi
tangki pemikir lthink-tank), dan organisasi masyarakat sipil dalam
mendukung upaya pengembangan kompetensi ASN pemerintah
daerah sekitar Ibu Kota Nusantara.
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3.8 PRII{SIP DASAR DAIT STRATEGI PEMINDAHAN PERWAIIIL/TN
ilEGARA ASING DAN PERWANJLJ\II ORGANISASI/LEMBAGA
INTERNASIOT{AI HE IBU KOTA NUSANTARA

3.8.1 Prinsip Dasar Pemindahan Perwakilan Negara Asing dan
Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara merupakan pusat pemerintahan Indonesia yang baru,
termasuk pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Pemindahan Perwakilan Negara
Asing (setanjutnya disebut PNA) dan Organisasi/ Lembaga Internasional
(selanjutnya disebut OI) merupakan salah satu elemen penting bagi
pembangunan lbu kota Nusantara sebagai pusat diplomasi pemerintah yang
baru, serta merepresentasikan simbol pengakuan atas kedaulatan Indonesia.
Perpindahan tersebut akan mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang
strategis dan optimal meliputi pelaksanaan hubungar luar negeri dengan negara
mitra, kerja sama internasional pada lingkup bilateral, regional dan multilateral,
serta pelayanan publik kepada PNA dan OL Dengan demikian, kedudukan PNA
dan OI yang sebelumnya berada di Jakarta, akan berpindah ke Ibu Kota
Nusantara.

Pemerintah Indonesia perlu mendorong pemindahan PNA dan OI sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara Bab VI Pasal22 ayat (41 bahwa "Perwakiian negara asing dan perwakilan
organisasi/ lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara
berdasarkan kesalggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan
perwakilan organisasi/lembaga intemasional tersebut'. Prinsip dasar
pemindahan PNA dan OI merujuk kepada peraturan perundang-undaagan serta
prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 mengenai
Hubungan Diplomatik lVienna Conuention on Diplomatic Relations IYCDR) yang
telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, dan dengan
mempertimbangkan asas kesetaraan, kedaulatan antar-negara, dan
kesepakatan bersama (mutual consent). Konvensi Wina 1961 juga mengatur
bahwa negara penerima perlu memfasilitasi kebutuhan misi diplomatik dari
negara pengirim (Pasal 21 ayat (1)) dan berkewajiban melindungi keamanan dari
premis misi diplomatik (Pasal 22).

Pemerintah Indonesia mendorong misi diplomatik untuk menyelenggarakan
fungsi dasarnya di Ibu Kota Nusantara sebagaimana tertuang pada Konvensi
Wina 196 1 pada Pasal 3 ayat ( 1) yakni mewakili (representing\, melindungi
$trotectingl, menegosiasikan (negotiating\, melaporkan (reportingl, dan
mempromosikan lpromotingll.
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Pembangunan Ibu Kota Nusantara berpotensi mendorong pemerintah asing
yang belum memiliki kedutaan besar di Jakarta untuk dapat iangsung
me;bangun misi diplomatik/kedutaan ataupun perwakilannya di Ibu Kota

Nusantara. Hal ini nantinya dapat berdampak pada perluasan kerja sama

bilateral dengan negara mitra baru serta pengembangan hubungan dan kerja
sama internisional. Sementara fagi pemerintah asing yang akan berpindah
namun sebelumnya telah memiliki kantor perwakilan di Jakarta, dapat
memanfaatkan kantor perwalilan tersebut untuk fungsi diplomatik lainnya atau
dikembalikan ke pemelintah Indonesia bilamana disyaratkan sesuai atas hak
yang mengaturnya.

Perpindahan PNA dan ol ke lokasi Ibu Kota Nusantara akan memberikan
dampak dan kontribusi yang posiLif bagi pengembangan kawasan di wilayah
Ibu Kota Nusantara antara lain melalui berbagar kerja sama internasional, baik
investasi, perdagangan, jasa dan kerja sama pembangunan kota'. Keberadaan
pNA dan Oi iuga atan mindorong pembangunan sektor lain seperti pendidikan,
kesehatan, teknologi, darr kesempatan kerja.

3.8.2 Strategi Pemindahan Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan
Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara

Perpindahan kedutaan besar pemerintah asing ke Ibu Kota Nusantara akan
menempati komplek diplomatik dan OI di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
(KIPP). Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara bagi PNA dan ol diharapkan
6erlangsung dalam jangka waktu i0 tahun setelah penetapan Ibu Kota
Nusantara. Mempertimbangkan bahwa upaya relokasi PNA dan Oi akan sangat
dipengaruhi oleh prioritas kebijakan serta kemampuan masing-masing PNA dan
Oi, maka pemerintah Indonesia perlu menyiapkan proses transisi dan
mekanisme pelayanan publik bagi PNA dan OI di Ibu Kota Nusantara. Strategi
pemindahan PNA dan OI ke Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan pendekatan:

a. PNA dan oI memindahkan kantor perwakilannya ke Ibu Kota Nusantara

PNA yang telah mempunyai kantor kedutaan besar di Jakarta akan
didorong untuk memindahkan kantor perwakilannya ke Ibu Kota
Nusantara, serta mengaJihkan fungsi premis kedutaal besar di Jakarta
menjadi fungsi diplomatik lainnya. Perwakilan oI khususnya yang berlokasi
di Jakarta ikut didorong untuk memindahkan kantornya pada komplek
diplomatik dan OI yang terletak di KIPP-
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PNA dan OI membuka kantor perwakilan sebagai fungsi representasi di
Ibu Kota Nusantara

MemperLimbangkan kesanggupan masing-masing PNA dan OI serta masa
transisi khususnya pada i0 tahun pertama setelah penetapan Ibu Kota
Nusantara, PNA dan OI akan didorong dapat segera membuka kantor
perwakilan sebagai fungsi representasi. Keberadaan fungsi representasi
PNA dan OI di lbu Kota Nusantara akar semakin menguatkan pengakuan
dunia internasional terhadap pemindahan ke Ibu Kota Nusantara.

Beberapa fasilitas dan dukungan dapat diberikan guna memastikan kelancaran
proses pemindahan PNA dan OI. Ha1 ini meliputi penyediaan tanah untuk
komplek diplomatik dan OI bagi PNA dan OI, pengaturan mekanisme
pemindahan PNA dan OI terutama di masa transisi, serta pembangunan sarana
dan prasarana Ibu Kota Nusantara yang berdampak sebagai penarik
pemindahaan PNA dal OI.

3.8.2.1 Karakteristik PNA dan OI

Faktor kepentingan, besaran aset, karakteristik, maupun fungsi pelayanan yang
berbeda-beda dari sejumlah negzrra pengirim yang telah memiliki kantor PNA di
Indonesia dapat menjadi pertimbangan bagi skenario pemindahan PNA dan OI
ke lbu Kota Nusantara. PNA dan OI yang akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara
dapat dipengaruhi oleh kecenderungan aktivitas tiap negara maupun OI.

PNA dan OI yang aktivitasnya didominasi oleh kerja sama antar-pemerintah
negara (gouemm.ent to gouernment) memiliki potensi besar untuk dapat segera
memindahkan kantor perwakilalnya. Sedangkan bagi PNA dan OI yang
aktivitasnya iebih banyak berinteraksi dengan masyarakat sipil tertentu, maka
perpindahannya dapat dipengaruhi oleh lokasi di mana masyarakat atau
pemangku kepentingannya dapat mudah untuk dijangkau. Sementara itu, bagi
PNA dan OI yang aktivitasnya dominan pada kerja sama dengan pelaku bisnis
atau mitra lokal/asing, kemungkinan untuk melakukan perpindahan dengan
segera dapat memiliki kecenderungan yang lebih rendah. Dengan demikian,
Pemerintah Indonesia dapat mengakselerasi negosiasi untuk mendorong
pemindahan kepada negara mitra yang memiliki kepentingan secara politis atau
negara mitra strategis Indonesia.

b
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Di sisi lain, Pemerintah dapat mendorong pemindahan PNA dan OI dengan
secara berkesinambungan menyampaikan tahapan pembangunan Ibu Kota
Nusantara sebagai kota dunia yang terhubung secara global dan merupakan
superhtb ekonomi yang memiliki aktivitas ekonomi maju, berdaya saing tinggi
dal berperan strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan
inovasi teknologi.

Perbedaan karakteristik kepemilikan aset dapat menjadi faktor determinan
pemilihan skenario perpindahan PNA dan OI ke Ibu Kota Nusantara' Terdapat
PNA yang memiliki area khusus diplomatik di Jakarta, ada pula yang telah
membangun premis baru. Beberapa negara lain dalam proses finalisasi
pembukaan Kedutaan Besar di Jakarta. Hal ini akan mempengaruhi
pengambilan keputusan untuk berpindah ke Ibu Kota Nusantara, sehingga
kepindahannya ke Ibu Kota Nusantara akan mempertimbangkan pengelolaart
atas asetnya di Jakarta. Pemerintah akan memberikan kepastian hukum terkait
premis di Jakarta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perllndang-
undangan, serta asas resiprositas, ketentuan hukum internasional dan hukum
kebiasaan internasional, sebelum kantor PNA dan OI berpindah ke Ibu Kota
Nusantara.

Sejaian dengan hal tersebut, OI juga memiliki ragam karakteristik yang
mempengaruhi strategi pemindahannya ke Ibu Kota Nusaltara. Pemindahan
sejumlah OI perlu mempertimbangkan dua hal utama sebagai berikut:

a. Bisnis Proses OI

Kedudukan OI bergantung kepada keterkaitan tugas dan fungsi, serta
karakteristik kementerian/ lembaga mitra, dan pemangku kepentingan
lainnya yang menjadi target program keda, proyek dan pelayanannya.
Sebagai contoh, OI yang bergerak pada bidang pelindungan dan bantuan
kepada pengungsi semestinya berada di wilayah yang dapat memudahkan
koordinasi dengan titik-titik yang menjadi pintu akses para pengungsi,
pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan, dan pengungsi
internal. Oleh karena itu, pemindahan OI akan dipengaruhi akan
pertimbangan keterkaitan antara wilayah dengan optimalisasi tugas dan
fungsinya.

b. Host Country Agreement (HCA) dan status OI

Pemindahan OI periu mempertimbangkan HCA yang telah berlaku.
Perubahan terhadap pengaturan tersebut menandakan diperlukannya
penyesuaian terhadap HCA yang telah ditetapkan' Penyesuaian atau
renegosiasi HCA dilakukan dengan persetujua-rr OI yang bersangkutan.
Status OI juga akan mempengaruhi pemindahan OI ke Ibu Kota Nusantara.
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Selain kedutaan besar dan organisasi internasional, terdapat pula
perwakilan pemerintahan asing lain yaitu Konsul Kehormatan dal Misi
ASEAN. Kedudukan Konsul Kehormatan ini tidak perlu dipindahkan ke Ibu
Kota Nusantara. Sedangkan Misi Diplomatik untuk ASEAN, termasuk
representasi dari negara mitra wicara hingga mitra pembangunan ASEAN
dan sektoral ASEAN, dapat tetap beraktivitas di Jakarta karena
mempertimbangkan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta.

3.8.2.2 Proyeksi Populasi PNA dan OI

Jumlah populasi diplomat dan sta-f asing, staf lokal, serta keluarga PNA dan OI
akan berpengaruh kepada proyeksi jumlah populasi dalam penahapan
pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Sebagian besar dari jumlah diplomat, staf
asing dan keluarga dari PNA dan OI yang berada di Jakarta dapat berpotensi
pindah apabila kantor PNA dan OI telah berpindah ke lbu Kota Nusantara. Akan
tetapi jumlah yarrg berpindah belum dapat diprediksi karena
memperLimbangkan kesanggupan dari masing-masing PNA dan OI untuk
berpindah ke Ibu Kota Nusantara.

3.8.2.3 Strategi Pendorong Pemindahan PNA dan OI

Guna mendukung kelancaran proses perpindahax PNA dan OI ke Ibu Kota
Nusantara, perlu dila-ksanakan strategi pendorong sebagai berikut;

a. Pendekatan bilateral oleh Presiden

Pendekatan bilateral oleh Presiden kepada kepala negara/kepala
pemerintahan asing dilakukan guna mendorong perpindahan. Pendekatan
dan sosialisasi bilateral dilakukan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan pada saat kunjungan kenegaraan oleh menteri dan
delegasi Indonesia lainnya.

b. Pendekatan kerja sama dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pendekatan dilakukan dengan memanfaatkan forum bilateral atau forum
kerja sama intemasional guna mendorong kerja sama da-lam rangka
Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sosialisasi dan promosi Ibu Kota
Nusantara juga dilaksanakan melalui berbagai forum promosi terintegrasi
di dalam negeri maupun di iuar negeri.
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c Sosialisasi dan terbukanya akses informasi pembangunan lbu Kota
Nusantara sejak tahap persiapan

Sosialisasi dan pembukaan akses informasi pembangunan Ibu Kota
Nusantara sejak tahap persiapan hingga pembangunan menjadi salah satu
kunci yang dapat mendorong ketertarikan PNA dan OI untuk pindah ke Ibu
Kota Nusantara.

3.8.3 Mekanisme Pemindahan Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan
Organisasi / Lembaga Internasional

PNA dan OI yang akan membangun premis di Ibu Kota Nusantara telah
disediakan area khusus pada KIPP. PNA dan OI yang akan mengajukan
penggunaan tanah dan bangunan di lbu Kota Nusantara dilakukan dengan
mengikuti mekanisme berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku:

a. Mekanisme Pengajuan Hak Pakai atas Tanah di KIPP

Dalam hal pengajuan hak pakai atas tanah di KIPP, diperlukan dokumen
nota diplomatik permohonan pengajuan kepada Kementerian Luar Negeri
untuk dilakukan verifikasi usulan serta gLlna mendapatkan rekomendasi.
Hasil rekomendasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada Otorita
Ibu Kota Nusantara untuk dilakukan perjanjian pemanfaatan tanah,
sebelum diproses lebih lanjut oleh Kementerian Agaria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait pendaftaran hak sebagaimana
a-lur berikut.

Gambar 3- 57 Mekanisme Pengajuan Hak Pakai Atas Tanah di KIPP
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Mekanisme Teknis Lainnya terkait Pemindahan PNA dan OI

Pengaturan teknis terkait pemindahan PNA dan OI akan diahrr Lebih lartjut
dalam peraturan perundang-undangan, Beberapa hal yang akan diatur
dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain meliputi
mekanisme pemanfaatan/pembangunan gedung, serta ketentuan fasilitas
teknis dan logistik bagi PNA dan OI terkait proses pembangunan gedung.

Pelayanan terkait dengan pendirian fasilitas dan pendirian bangunan oleh
PNA dan OI akan mengikuti syarat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian Luar Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.

Keamanan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggzrraan operasional
kantor PNA dan OI akan dijamin oleh Pemerintah Indonesia, berdasarkan
ketentual peraturan perundang-undangan dan memperhatikar Konvensi
Wina 1961. Upaya pemindahan PNA dan OI dapat didukung dengan
pemberian insentif non-material dengal mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan, terutama pada masa transisi 10 tahun sejak
penetapan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara. Pemberian insentif non-
material tersebut antara lain PNA dapat memilih lokasi yang tersedia di
komplek diplomatik dan OI. Skema pembelian tanah di komplek diplomatik
dan OI merujuk kepada pengaturan yang ditentukan oleh otoritas yang
berwenang terhadap pengelolaan tanah di Ibu Kota Nusantara. Proses
pelaksanaan jual beli akan mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas. Pemerintah juga akan menjamin kepemilikal aset di Jakarta
merujuk kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, hak pakai bangunan PNA dan OI di komplek diplomatik dart
OI merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan PendaJtaran Talah' Hak Palai
diberikan kepada PNA darr OI dalam jangka waktu yang tidak ditentukan
selama diperuntukan bagi keperluan misi diplomatik. Hak ini mencakup
antara lain kantor PNA dan OI serta kediaman Kepala Perwakilan.
Pemerintah Indonesia menjamin aset kepemilikan premis PNA dan OI di
Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama
premis diperuntukkan bagi keperluan misi diplomatik.

Ketika kedutaan melalukan relokasi kantor perwakilannya ke Ibu Kota
Nusantara, maka terdapat beberapa pilihan yang akan dimiliki oleh PNA
dan OI terkait aset yang diperoleh dari pembelian, yaitu:
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l Mengalihfungsikan aset di Jakarta untuk fungsi misi diplomatik
lainnya, seperti konsulat atau pusat pendidikan dan kebudayaan;

2. Menjual/mengembalikan aset di Jakarta dengan terlebih dahulu
mengajukan permohonan izin penjualan darr melakukan pelepasan
Hak Pakai atas aset kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundalg-undangan.

Dalam rangka memastikan pemberian layanan publik bagi PNA dan OI
tidak mengalami kendala pada tahapal pemindahan dan pembangunan
maka akan diberlakukan langkah transisi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Pada tahap awal, dilakukan langkah persiapan transisi pelayanan publik
melalui kajian guna mengidentilikasi strategi transisi pelavanan publik bagi
PNA dan OI dengan prinsip pelayanan publik yang terdigitalisasi, cepat,
berkeadilan, dan reliabel. Dilakukan penglratan sistem digitalisasi
pelayanan guna memastikan kesiapan operasionalisasi pelayanan publik
tahap awai di Ibu Kota Nusantara. Pada fase ini juga dapat diinisiasi
evaluasi darl penyempurnaan proses bisnis dan mekanisme kerja pada unit
organisasi yang akan melakukan kegiatan secara parsial pada tahap
selanjutnya, serta percobaan transisi pelayanan publik di Ibu Kota
Nusantara.
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Pada tahap selanjutnya, sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan
publik yang akan beroperasi secara parsial, terbagi di Jakarta dan Ibu Kota
Nusantara. l,ayanan publik secara parsial tersebut mencakup antara lain:
pemberian fasilitas diplomatik berupa fasilitasi perolehan rekomendasi
perizinan terkait tanah dal barrgunan PNA dan OI, perizinan senjata api
dan alat komunikasi pada saat kunjungal tamu negara dari negara sahabat
ke Indonesia, ID-Card, fasilitasi kunjungan daerah, importasi barang dan
minuman, kendaraan bermotor, fasilitas pembebasan pajak, pembebasan
bea dan cukai importasi dan eksportasi barang dan minuman, dan
kendaraan bermotor. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas diplomatik
tersebut berdasarkan asas resiprositas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketika sebagian besar PNA dan Ol telah berpindah ke ibu Kota Nusantara,
fokus layanan publik yang disediakan telah bergeser dari Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara yang mencakup seluruh kebutuhan layanan bagi PNA dan
OL Pada periode ini, layanan publik telah beroperasi optimal di Ibu Kota
Nusantara serta terus dilakukan berbagai peningkatan operasional layanan
publik. Pembukaan unit pelayanan perwakilan dapat menjadi salah satu
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alternatif sebagai wujud keberlanjutan pemberian fasilitas dan pelayanan
publik, antara lain mencakup Konsulat Jenderal dan Misi ASEAN yang
bertempat di Jakarta dan kota lainnya.

3.9 PRINSIP DASAR DAN STRATEGI PERTAIIAIVAN DAN KEAMAXAIT
IBU KOTA T{USAI|TARA

Letak geograis Ibu Kota Nusantara, dinilai sangat strategis bagi sistem
pertahanal dan keamanan negara. Namun di sisi lain, lokasi tersebut juga
masuk ke dalam peta jangkauan rudal negara-negara di dunia seperti Rusia,
Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, Korea Utara, dan India. Sehingga gelar
pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara harus mempunyai efek daya
gentar tinggi guna mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

Perumusan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara bidang Sistem dan
Strategi Pertahanan dan Keamanan di Ibu Kota Nusantara diawali dengan kajian
yang melibatkan para pakar pertahanan dan keamanan, yang selanjutnya
dikoordinasikan dan dikonsolidasikan bersama Kementerian Pertahanan, TNI,
Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara serta
lembaga pertahanan dan keamanan lainnya. Rencana Induk Sistem dan Strategi
Pertahanan dan Keamanan bertumpu pada pilar Pertahanan, Keamanan,
Keamanan Siber dan Intelijen.

Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan disusun dengan menyesuaikan
dan mengacu pada Undang-Undang tentang Pertahanan, Undang-Undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Tentara
Nasional Indonesia, Undang-Undang tentang Intelijen Negara, Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang'Undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Presiden tentang Kebijakan
Umum Pertahanan Negara, dan Kebdakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

3.9.I Perspektif Geostrategis Pemindahan Ibu Kota Negara

Konsepsi geostrategis Indonesia pada awalnya digagas oleh Sekolah Sta-f dan
Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung pada tahun 1962. Konsep
geostrategis Indonesia saat itu dimaknai sebagai strategi untuk
mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan
gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Pada tahun 1965-an
Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategis Indonesia
yang lebih maju dengan rumusan "bahua geostrategi Indonesia hants berupa
sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daga tahan, juga
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pengembangan kehtatan nasional unhlk menghadapi dan menangkal ancaman,
tantangan, hambatan dan garLgguan baik bersifat tnternal maupun eksternal."
Pada tahun 7972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian
tentang geostrategis Indonesia yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia.
Pada era itu konsepsi geostrategis Indonesia dibatasi sebagai metode untuk
mengembangkan potensi ketahanan nasional daiam menciptakan kesejahteraan
menjaga identitas bangsa dan negara serta integrasi nasional. Selanjutnya pada
tahun 1974 geostrategis Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan
ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan
nasional.

Geostrategis Indonesia didasarkan pada kondisi atau cara untuk
mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan
dan penjagaan keutuhan kedaulatan negara Indonesia serta antisipasi terhadap
kemungkinan gangguan yang datalg dari dalam maupun dari luar negeri.
Perspektif geostrategis pemindahan Ibu Kota Negara dapat dilihat dalam dua
konteks baik secara global maupun secara nasional. Geostrategis dalam konteks
nasional bagi bangsa Indonesia merupakan metode atau strategi pembangunan
nasional, konsep geostrategis Indonesia tidak dikhususkan pada aspek militer
semata, melainkan geostrategis yang dikembangkan untuk tujuan nasionalisme
yang bersifat mulia yakni untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran
dalam kehidupan bersama. Corak geostrategis Indonesia dianggap sebagai cara
atau metode dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia dalam
menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan
seluruh bangsa dengan berdasar pada asas kemalusian dan keadilan sosial.
Geostrategis dalam konteks global merupakan hubungan keterkaitan antara
letak geografis dan strategi perang suatu negara yang di dalamnya menjelaskan
tentang perencanaan dan manajemen perang dalam konteks geografis, fisik, dan
buatan manusia sebagai bagian dari karakteristik kawasan operasional militer.
Dalam perkembangannya, perspektif geostrategi tidak hanya tentang aspek
p€nggunaan kekuatan militer saja, tetapi juga semua operasi yang dimiliki oieh
suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini termasuk di
dalamnya yaitu operasi dalam konte ks diplomasi, intelijen, ekonomi, dan
hubungan antar-manusia.

lokasi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju hrlau Kalimantan
dinilai sangat strategis bagi sistem pertahanan dan keamanan negara. Terlihat
dari matra darat, lokasi tersebut berdekatan dengaa perbatasan darat dengan
Malaysia dengan jxak 2.062 kilometer, terdapat kejahatan transnasional atau
Trans-National Crime, konflik horizontal, dan berdekatan dengan lima kekuatan
pertahanan negara multilateral antara Britania Raya, Australia, Selandia Baru,
Malaysia, dan Singapura atau Ftue Pouer Defence Arangements (FPDA) dalt
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peianjian keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika
serikat (AUKUS). Dari matra laut terdapat jalur ALKI ll dan choke Point serta
berdekatan dengan jalur perdagangal dan ekonomi program china atau disebut
One Bett One Road (OBOR BRI China). Dari matra udara mendekan FIUht
Information Region (FIR) negara tetangga (Singapura FIR, Kinabalu, Maniia FIR)

serta da]am radius jelajah Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) dan Rudai
Hypersonic negara te rtentu.

3.9 .2 Urgensi Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan ibu Kota

Nusantara sebagai Salah Satu Center of Grauity (CoG)

Center of Grauitg (CoG) merupakan konsep multi aspek, yang dapat berupa
wilayah geografis, pada tingkat kenegaraan merupakan pusat pemerintahan dan
pusat perekonomian, narnun dalam tingkat militer merupakan pusat kekuatan,
seperti militer dan objek vital strategis. Bahkan dalam konteks demokrasi, COG
dapat benrpa legitimasi politik. Bentuk COG bisa berupa fisik (tangiblel dan non-
fistk (intangibl@. Ibu Kota Nusantara berada di Kalimantan akan menambah
COG, yang semula hanya Jakarta menjadi bertambah Jakarta dan Ibu Kota
Nusantara. Diversifikasi COG ini menurup kerawanan hancurnya dua fungsi itu
sekaligus dengan satu kali serangan.

Ibu Kota Nusantara sebagai salah satu COG dan sebagai pusat pemerintahan
serta seringkali menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kritikal
kenegaraan dan kegiatan yang bersifat internasional, kemudian memiliki arti
strategis dalam pembangunan Postur pertahanan dan gelar kekuatan TNI'
sehingga membutuhkan sistem dan strategi pertahanan dan keamanan yang
dapat melindungi lbu Kota Nusantara dari berbagai ancaman pertahanan dan
gangguan keamanan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu didukung oleh sistem dan strategi
pertahanan dan keamanan yang tangguh, terintegrasi dan modern. Sistem dan
strategi p€rtahanan secara utuh bersifat semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumber daya nasiona-l serta menyelenggarakan
pembangunan postur pertahanan negara, pembangunan sistem pertahanan
negara, dan pembalgunan kelembagaal, adapun dukungan untuk sistem
pertahanan udara dengan Air Defence Identification Zone (ADIZ). Sistem dan
strategi keamanan laut upaya untuk untuk mengidenLifikasi segala bentuk objek
terapung ataupun objek bawah air yang melintasi Selat Makassar menuju Ibu
Kota Nusantara melalui konsep Virfual Maritime Ibu Kota Nusantara. Sistem dan
strategi keamanan cerdas diharapkan menjadi pilot project terhadap kota cerdas
yang didukung peranti perlengkapan keamanan canggih. Sistem dan strategi
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keamanan siber sebagai upaya dalam menjaga data dan informasi dalam
pemerintahan dengan konsep Seanitg Operation Center (SOC).

3.9.3 Sistem dan Strategi Pertahanan

Pembangunan pertahanax di Ibu Kota Nusantara tidak terlepas dari kebijakan
pembangunan pertahanan negara. Untuk menangkal, menyangkal, dan
menghancurkan ancarnan pertahanal, sistem dan strategi pertahanan berlapis
ditempuh dengan pertahanan cerdas (smart defensel yaitu sinergi antara hard
defense berupa pertahanan militer dan soft defense berupa pertahanan nir-
militer. Selanjutnya pertahanan cerdas ini disinergikan dengan diplomasi total
sebagai wujud dual strategi sistem pertahanan. Pembangunan pertahanan
negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nir-militer diselenggarakar
secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat
semesta.

a. Pembangunan Postur Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara dilakukarr untuk meu'ujudkan
pertahanan militer dan pertahanal nirmiliter menuju kekuatan maritim
regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif
(actiue defense) dan berlapis (lagered) dalam rangka menjamin kepentingan
nasiona-l. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan
postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewrrjudkan
kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer
diarahkan pada pemenuhan Kekuatal Pokok (Essential Forcel komponen
utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sementara
itu, pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada
peningkatan peran kementerian dan/atau lembaga dalam menghadapi
(a) ancaman, (b) kemampuan pengelolaan sumber daya nasional, serta
(c) sarana prasaraJra nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

b. Pembangunan Sistem Pertahanan Negara

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas
pertahanan militer dan pertaharan nirmiliter yang diarahkan untuk
mewujudkan sinergi dan meningkatkan efektivitas serta elisiensi koordinasi
dalam penyelenggaraarl pertahanan negara.

c. PembangunanKelembagaan

Pembangunan kelembagaan pertahanan militer ataupun pertahanan nir-
militer diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi
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dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan
ulang serta restrukturisasi kelembagaan.

Untuk melindungi wilayah udara nasional di Ibu Kota Nusantara, sistem
pertahanan negara ditopang dengan sistem informasi udara nasional
meialui penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ZIPU\ atau Air
Defense ldentification Zone (ADIZ) dalam rangka penegakan kedaulatan dan
hukum di wilayah NKRL Penerapan ZIPU IADIZ ditujukan sebagai upaya
identihkasi setiap pergerakan pesawat udara asing, khususnya untuk
pesawat negara lain bila akan memasuki wilayah udara NKRI, untuk
menjamin terlindunginya objek vital nasional, termasuk Ibu Kota Negara.
Penegakan ZIPU lADIZberada di bawah koordinasi Komando Operasi Udara
Nasional (Koopsudnas) dan selanjutnya akan dibentuk Komando Sektor
baru untuk mengendalikan ruang udara nasional di Ibu Kota Nusantara.

3.9.4 Sistem dan Strategi Keamana;t Cerdas (Smart Seatritgl

Selain sistem pertahanan, di Ibu Kota Nusantara akan dikembangkan juga
sistem keamanan yang canggih dan modern. Sistem keamanan Ibu Kota
Nusantara akan didukung oleh keamanan cerdas yang mengusung konsep
sistem keamanan terpadu, terintegrasi, dan mampu memprediksi bahaya,
bencana, dan tindak pidana di lokasi melalui pemanfaatan peranti perlengkapan
keamanan (securitg sgstem supportl. Konsep keamanan cerdas yang akan
dibangun di Ibu Kota Nusantara pada tahap awal ini akan menyas at pada
terwujudnya kota yang aman dan terjamin (safe and seafie citAl.

Konsep keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara secara garis besar dibagi menjadi
dua, yaitu (l) pelayanan kepolisiaa dan (2) pencegahan kejahatan (reducing
crime/ preuentionl, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
(KTP/KTA). Pelayanan kepolisiarr dibagi menjadi (1) Sistem Pengamanan
(Sispam) Kota Modern; (2) Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran
Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) Modern; (3) Layanan tanggap darurat
(emergencg and response); serta (4) layanan administrasi kepolisian, Adapun
aspek pencegahan kejahatan dibagi menjadi (1) surveilans dan (2) keterlibatan
masyarakat dan berbagai mitra terkait lcommunitg and partner engagementl.
Lebih lanjut, konsep keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara dideskripsikan pada
gambar di bawah ini.
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Gambar 3-58 Konsep Keamanan Cerdas Ibu Kota Nusantara

Pengendalian sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara akan didukung oleh
beberapa komponen, di antararya adalah (1) pusat komando atau command
enter keamanan cerdas, yang merupakan sistem terpadu berbasis teknologi
informasi dan data raya (big datal (bersumber dari internal maupun kepolisian)
untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan
masyarakat, utamanya bagi kepala satuan keda atau kepala operasi untuk
melakukan pengkoordinasian tindak lanjut pada situasi darurat maupun
antisipasi situasi yang dapat menimbulkan atau meningkatkan eskalasi
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); 12) seanritg
operation center (SOq dan/atau monitoring enter sistem aplikasi peiayanan
kepolisian yang melakukan pengawasan/ monitoring keamanan jaringan dan
aplikasi terkait pelayanan kepolisian pada pusat data (data entefl Polri di Ibu
Kota Nusantara; serta (3) computer seanitg incident resporlse team (CSIRT)
keamanan cerdas atau tim siber khusus yang handal dengan tugas menjaga
keamanan siber, mencegah serangan siber, serta memulihkan sistem digital
(apabila serangan siber tidak berhasil dicegah) pada seluruh infrastruktur digital
yang terkait dengan sistem keamanan cerdas. Penjelasan mengenai masing-

Sosoran: Safe 8r Secure CiQr

Surveilans

SMART

Menangani Komplekslt:s o Meningkatkan Efisiensi a Mengurangi Biaya o Meningkatkan Kualitas
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masing komponen dalam sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara adalah
sebagai berikut:

a. Layanan Tanggap Darurat (Emergencg and Responsel

Pada layanan tanggap darurat, sistem keamanan cerdas akan menyediakan
berbegpi upaya untuk dapat memberikan respons cepat dalam menghadapi
insiden dan situasi darurat yang dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi.
Situasi darurat tersebut dapat berupa peristiwa kejahatan, gangguan
kamtibmas, bencana, serta situasi darurat lainnya yang berpotensi
menyebabkan atau meningkatkan eskalasi gangguan kamtibmas.
Dukungan sistem pada layanan tanggap darurat dapat berupa:

1 . Pusat panggilan atau call center (Layanan Poiisi I 10) merupakan
saluran via telepon bagi masyarakat untuk melakukan pelaporal
ataupun pengaduan untuk dikoordinasikan melalui pusat komando
untuk langkah tindak lanjut.

2. Tombol panik atau panic button adalah sistem yang dapat membantu
memperingatkan personel Polri terdekat dalam situasi darurat tempat
terdapat ancaman terhadap orang atau properti dengan pengawasan
melalui pusat komando. Beberapa alternatif lokasi tombol panik dapat
berupa aplikasi pada smartphone ataupun instalasi tombol panik pada
lokasi tertentu f rawan.

3. Sistem peringatan dini atau earlg u.nming sgstem merupakan rantai
sistem komunikasi informasi yang dapat memperkirakan dan memberi
sinyal gangguan yang mungkin berdampak buruk terhadap stabilitas
keamanan kota.

b. Keamanan, Keselamatan, Keterliban, dan Kelancaran La-lu Lintas
(Kamseltibcarlantas) Modern

Salah satu komponen sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara adaiah
sistem kamseltibcarlantas modern dengan sasaran mewuiudkan dan
memelihara kamseltibcarlantas, meningkatkan kualitas keselamatan dan
menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya
tertib lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas kepada
masyarakat Ibu Kota Nusantara. sistem kamseltibcarlantas modern Ibu
Kota Nusantara melibatkan otomalisasi beberapa maupun seluruh fungsi
kepolisian di bidang lalu lintas, diantaranya adalah penyekatan dan
pengalihan lalu lintas, penegakan hukum, dan respons cepat (quick
responsel bidang lalu lintas.
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Keseluruhan layanan lalu lintas di Ibu Kota Nusantara akan
dikoordinasikan melalui trafic management center (TMC). TMC merupakan
pusat komando pengendalian, komunikasi, koordinasi, dan informasi guna
memberikan respons cepat di bidang lalu lintas serta manajemen
keselamatan jalan (road, safetg management). Terdapat dua alternatif
pilihan untuk operasiona.l TMC. Pertama, TMC dapat bergabung atau
meletakkan fungsi-fungsinya pada pusat komando Ibu Kota Nusantara
dengan beberapa penyesuaian berdasarkan fungsi yang perlu dimiliki TMC.
Kedua, TMC dibangun secara terpisah dari pusat komando, tetapi peranti
kelengkapan surveilans yang dimiliki bersifat satu kesatuan ataupun
terintegrasi dengan perangkat surveilans pusat komando. Contohnya
kamera CCTV, identifrkasi pelat rrorflor (plate number identificationl,
pengenalan wajah (fae recognition), dan berbagai teknologi surveilans
lainnya yang dilengkapi dengan AI bidang 1a1u lintas (lantas) untuk dapat
mendeteksi pelanggaran, kecelakaan lantas, dal kemacetan, serta
otomatisasi skenario pengaturar lantas (penyekatan dan pengalihan) untuk
menjaga kelancaran ataupun menghadapi situasi daruratfemergencg
routing (memfasilitasi pergerakan tim tanggap darurat, misalnya polisi,
pemadam kebakaran, atau ambulans dengan memberikan alternatif rute
berdasarkan lalu lintas terkini). Dukungan sistem untuk mendukung
sistem kamseltibcarlantas modern di Ibu Kota Nusantara adalah sebagai
berikut:

l. Seatitg and safetg center rrlen)pakan sebuah sistem yang terintegrasi
antar-pemangku kepentingan di bidang lantas untuk mendukung
keselamatan laiu lintas melalui sistem pemetaan titik rawan
kecelakaan/ b lackspot dan sistem pendataan kecelakaan lalu lintas
darr pelanggaran. Komponen sistem ini akan didukung oleh
e-manajemen penyidikan (untuk tindak pidanal, electronic traffic law
enforcement fETLE (untuk pelanggaran), sistem speed management,
dan szsfem traJfic accident earlg utarning (TAEW).

2. Electronic regi.stration and identification (ERI) merupakan sistem
pendataan registrasi dan identihkasi kendaraan bermotor secara
elektronik. ERI merupalan basis data untuk pelayanan administrasi
kepolisian di bidang lantas, misalnya pembuatan dan perpanjangan
SIM, STNK, dan BPKB. Selain itu, database ERI juga dapat digunakan
untuk kepentingan penyidikan, surveilans kota, identifikasi identitas
pelanggar lantas, manajemen poin pelanggaran, dan sebagainya. Lebih
Ianjut, pangkalan data (databasel ERI juga akan menjadi bagian dari
pusat komando data raya (big data command centet) keamanan cerdas
yang juga memerlukan komponen data eksternal, misalnya data
kependudukan, data pajak kendaraan, atau data ETLE.
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5 Intelligent traffic analgsis sysfem (INTAN) merupakan sistem informasi,
komunikasi, dan solusi kamseltibcarlantas yang dirancang untuk
menghasilkan berbagai alternatif keputusan dalam menyelesaikan
permasalahan di bidang lantas dal pelayanan di bidang lantas,
misalnya pengalihan arus, sistem buka tutup, dan/atau alternatif rute
yang tersedia dalam menghadapi situasi darurat. Pengoperasian
INTAN perlu didukung oleh teknologi maupun SDM yang mampu
melakukan pengumpulan data raya (big data mining). Program yang
tersedia pada INTAN terdiri atas ( 1) sistem informasi yang berisi
informasi kepadatan arus, jalan alternatif, situasi dan kondisi;
(2) kepentingan, waktu tempuh, solusi dan situasi darurat; (3) Sistem
komunikasi; (4) pola-pola penempatan petugas dan pemangku
kepentingan antara kantor belakang (back officel dan warga, pengguna
jalan, petugas, dan siapa saja yang ada di lapangan; (5) sistem
komando pengendalian yaitu waktu respon rala-ratalE)ick response
time (QRT) dan sistem ring; (61 sistem koordinasi; serta (7) pelayanan
terpadu lintas wilayah, fungsi dan pemangku kepentingan.

Traffic attitude record (TAR) merupakan sistem manajemen poin
pelanggaran lalu lintas. Mela.lui sistem ini, pengemudi yang telah
mencapai batas maksimum nilai tertentu akan kehilalgan haknya
untuk mengemudi (pencabutan SIM). Sistem tersebut diharapkan
mampu meningkatkan keselamatan di jalan dan budaya berlalu lintas'

Safetg driuing center (SDC) merupakan sebuah pusat pendidikan dan
pelatihan keielamatan dalam berlalu lintas. Tujuan dari SDC adalah
untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan
pengemudi daiam berkendara di jalan raya, sehingga budaya tertib lalu
iintas dapat terbentuk serta peningkatan keselamatan berkendara
dapat terealisasi. SDC didorong untuk dapat dibangun pada satu area
yrttg tam. dan terintegrasi dengan gedung Pusat Pelayanan Kepolisian
ie.p1ar. Hal itu disebabkan SDC perlu dimanfaatkan sebagai
mekanisme dalam sistem uji SIM ataupun menjadi bagian dari
mekanisme yang harus ditempuh dalam penerbitan SIM ataupun
dalam upaya pengemudi untuk mendapatkan kembali hak
mengemudinya.

Sispamkota Modern

Sispamkota modern merupakan sebuah prosedur sistem pengamanan kota
yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pedoman bagi personel
k.poti"iu..r, instansi terkait, dan kesatuan pendukung dalam
penanggulangan gangguan kamtibmas. Prosedur yang diatur dalam
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sispamkota termasuk pola pengamanan yang bersifat kontijensi jika
menghadapi perubahan situasi kamtibmas di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
Beberapa potensi gangguan yang dimaksud antara lain di antaranya adalah
konflik sosial, kerusuhan massa anarkis, pendudukan paksa terhadap
simbol negara, Lembaga Negara, perwakilari asing, dan infrastruktur kritis
Ibu Kota Nusantara lainnya, bencana alam atau non-alam (situasi tanggap
darurat bencana dan pasca-bencana), serta terorisme.

Prosedur, mekanisme, serta cara bertindak pada situasi tersebut di lbu
Kota Nusantara akan diatur dalam dokumen terpisah. Namun, secara
umum sispamkota Ibu Kota Nusaltara akan dipe rkuat dengan peranti
perlengkapan keamanan cerdas (securitA sAstem support smart seanritg)lbu
Kota Nusarrtara dan menjadi bagian dari pelaksanaan operasional sistem
keamanan cerdas itu sendiri. Prosedur dalam sispamkota lbu Kota
Nusantara akan memanfaatkan data raya, AI, dan IoT sehingga alternatif
penanganan dan keputusan yang dibuat dalam bertindak dapat lebih
temkur dan mempertimbangkan berbagai jenis kerugian daripada
m€ngambil keputusar dengan cara manual. Selain itu, sispamkota Ibu Kota
Nusantara yalg telah memanfaatkan peranti perlengkapan keamanan
(seatrity sgstem supporq ini juga akan meningkatkan kecepatan respons,
baik dalam pengambilan keputusan, maupun pengerahan
personel/pasukan. Seluruh pemangku kepentingan terkait akan terhubung
dengan sistem yang ada dan pengoordinasiannya akan dilakukan dengan
lebih mudah dengan bantuan sistem tersebut.

Peranti perlengkapan keamanan (seatritg sgstem supportl yarlg akan
berperan besar da.lam sispamkota Ibu Kota Nusantara adalah teknologi
surveilans, terutama analisis video cerdas (smart uideo analysis) untuk
memprediksi volume kerumunan, deteksi pergerakan mencurigakan,
deteksi material/barang berbahayafterlarang yang dibawa oleh orang
dalam kerumunan, pengenalan wajah (face recognition), menampilkan
alternatif/saran tindak lanjut yang perlu dilakukan oieh pihak kepolisian
dan pemangku kepentingal terkait, serta sistem lainnya yang dapat
mendukung pengamanan kota.

Pelayanan Kepolisian Terpadu

Pelayana-n kepol-isian terpadu merupakan salah satu komponen sistem
keamanan cerdas yang utama dalam pelayanan kepolisian ya-ng dapat
dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-
sehari.
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Selama ini, Polri memiliki fasilitas sentra pelayanan kepolisian terpadu
(SPKT) yang merupakan beranda terdepan dari layanan kepolisian. Adapun
pelayanan SPKT mencakup laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan
polisi (STTPLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penldikan
(SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat
keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat tanda terima pemberitahuan
(STTP), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian, surat
rekomendasi izin usaha jasa pengamatzrn, dan surat izin mengemudi (SIM),
dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). Selain itu, SPKT juga
berfungsi untuk pengoordinasian dan pemberian baltuan serta
pertolongan (penanganan TKP, turjawali, dan pengamalan), pelayanan
masyarakat melalui berbagai media, serta penyajian informasi umum yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan
pelayanan kepolisian terpadu sebagai bagian sistem keamanan cerdas Ibu
Kota Nusantara akan dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan
kepuasan masyarakat dalam mendapatkan seluruh komponen layanan di
atas.

Terdapat dua model pelayanan kepolisian terpadu yang akan tersedia di Ibu
Kota Nusantara. Pertama,layanan pada gedung pusat pelayanan kepolisian
terpadu yang dilakukan secara tatap muka. Kedua, layanan pada aplikasi
pelayanan kepolisian terpadu yang dapat diakses secara daring' Sasaran
jangka pendek dan jangka menengah yang akan disasar oleh pelayanart
kepolisian terpadu di Ibu Kota Nusantara diantaranya adalah:

l. data me ngalir/ integrasi penuh seiuruh data yang dibutuhkan daiam
pelayanan (terdapat beberapa peiayanan yang bisa dilakukan
sepenuhnya tanpa tatap muka dengan petugas);

2. ketepatan wal<tu pelayanan sebagaimana komitmen yang
diperjanjikarr;

3. tidak ada pungutan liar;

4. kelancaran dan kemudahan dalam mengakses layanan ataupun
informasi terkait layanan;

5. penyediaan fitur/informasi bagi masyarakat untuk mengetahui
status/ progres dari dokumen yang sedang diajukan; dan

6. penyediaan fitur/mekanisme yang aman ba$ masyarakat untuk
meiaporkan ketidakpuasan/ penyelewengan yang terjadi serta tindak
lanjut atas laporan tersebut yang dapat dia-kses oleh pelapor.
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Untuk mendukung hal tersebut, pelayanan kepolisian terpadu pada sistem
keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara akan didukung oleh mekanisme yang
lebih mudah, data raya, monitoring enter/SOC dan CSIRT yang bekerja
7x24 jam untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem, SDM
yang humanis dan memiliki kompetensi pelayanan, aplikasi yang
memiliki antarmuka pengguna aplikasi (user interfae/ user
experiencel yang mudah digunakaa untuk berbagai kalangan / umur, tim
pengkajian dan pengoordinasian yang bertugas untuk meningkatkan
pengalaman/kepuasan masyarakat dalam menerima layanan, serta gedung
pelayanan yang layak serta ramah anak dan penyandang disabilitas.

e. Surveilans

Sistem surveilans pada sistem keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara dapat
dikategorikan sebagai garda terdepan sistem dalam mendeteksi
pelanggaran, kejahatan, dan gangguan kamtibmas. Hampir seluruh
komponen sistem keamanan cerdas Ibu KoLa Nusantara bergantung pada
sistem surveilans.

Keterlibatal Masyarakat dan Berbagai Mitra terkait (Communitg and Partner
Engagembnt)

Penerapan keamanan cerdas Ibu Kota Nusantara tidak dapat terlaksana
hanya dengan pembangunan teknologi dan infrastruktur saja. Sistem
keamanan cerdas perlu didukung dengan kerja sama dan keterlibatan
masyarakat dan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk (i) meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada polisi dengan komunikasi kreatif dan
kolaborasi antara kelompok masyarakat, kelompok bisnis, dan pemerintah;
(ii) melakukan intervensi dini dengan bekerja sama dengan kelompok
masyarakat untuk mencegah dan mengurangi eskalasi gangguan
kamtibmas; serta (iii) memperkuat ketahanan masyarakat, khususnya
pada kelompok rentan, melalui inisiatif keam anao (seanritg initiatiuel.

Tugas pokok dari komponen sistem ini berbenfuk preemtif, prevenLif, dan
strategi proaktif dalam mencegah kejahatan. Secara umum, sistem ini
dapat dibagi ke dalam dua komponen kegiatan, yaitu sistem keamanan
lingkungan (neighbourlnod watch) dan kolaborasi dengan masyarakat dan
pemerintah. Bentuk kerja sama atau strategi yang dilakukan dapat berupa
pengembangan strategi inovatif dalam penyebaran informasi dan
menumbuhkan pariisipasi masyarakat; pemanfaatan media sosial sebagai
sumber informasi waktu nyata (real time\ dalam identifikasi strategi
pelayanan kepolisian yang dibutuhkan oleh masyarakat; kolaborasi dengan
berbagai pihak untuk mendukung berbagai acara masyarakat; kolaborasi

f.
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untuk mencegah dan mengurangi residivisme, mencegah viktimisasi
berulang, dan melindungi kelompok rentan; dukungan dalam strategi
deteksi dan pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak;
dukungan terhadap inisiatif program keamanan dan keselamatan yang
dibentuk masyarakat; serta kolaborasi dengan berbagai sektor pemerintah
yang terkait dengan pencegahan kejahatan,

3.9.5 Sistem dan Strategi Keamanan Siber

Dalam penerapan model lndustri 4.0 pada Ibu Kota Nusantara, model digitalisasi
dalam penerapan electronic gouernment menjadi tujuan yang akan di
implementasikan di Ibu Kota Nusantara. Peran digitalisasi ini membutuhkan
pengkajian yang mendalam terhadap kebutuhan sumber daya baik dari segi
infrastruktur perangkat jaringan, SDM, sistem yang akan dimanfaatkan, serta
aspek keamanan di ranah siber. Berkaitan dengan perpindahan Ibu Kota Negara
ini setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi
pemerintah, dalam hal penataan tata kelola teknologi informasi, di antaranya
yakni:

a. Peralihan sistem legacg milik kementerian/lembaga (baik dari aspek
infrasmktur, aplikasi, keberlangsungan layanan publik).

b. Strategi pengalihan sistem legacy milik kementerian/lembaga ke Pusat
Data Nasional atau Pembangunan lnfratsruktur Teknologi Informasi baru
pada Ibu Kota Nusantara.

c. Arsitektur tata kelola teknologi informasi pada lbu Kota Nusantara (apakah
melalui konsep sentralisasi atau desentralisasi).

Tantangan lain yang timbul dari perpindahan Ibu Kota Negara ini adalah konsep
kota cerdas yang diusung pada lbu Kota Nusantara yang akan menjadi pembeda
dengan kondisi saat ini. Secara umum konsep kota cerdas merupakan upaya
bagaimana membangun layanan yang efektif, efisien dan berkelanjutan yang
memenuhi kebutuhan dari penduduk yang tinggal pada suatu kota sehingga
kualitas hidup pada kota tersebut semakin meningkat. Konsep kota cerdas yang
memungkinkan berbagai infrastruktur dan aset dapat saling terhubung dan
dapat dikeiola secara terpusat, akan membutuhkan dukungal teknologi baik
Information technologg (ITl dan Operational Technology (OTl seperti sensor,
kamera, Intemet of Things (IoT) dan perangkat lainnya dengan jumlah yang relatif
besar. Selain itu akan terdapat data yang didistribuskan dan ditransaksikan
yang perlu dilindungi keamanan dan keotentikannya untuk mencegah gangguan
terhadap layanan yang mendukung keberlangsungan kota cerdas.
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Perlindungan terhadap aset dan infrastruktur Informasi khususnya yang
bersifat vita.l terutama terhadap risiko kegagalan fungsi atau seralgan siber
perlu menjadi fokus perhaLian, mengingat infrastruktur informasi yang terdiri
atas IT dan OT akan menjadi pemampu keberlangsungan selunrh layanan kota
cerdas. Kegagalan atau gangguan terhadap fungsi tentunya akan menimbulkan
risiko terganggu atau terhentinya layanan, baik layanan telekomunikasi,
transportasi, sumber listrik/energi, Iayanan publik, layanan pemerintahan dan
layanan lain yang memiliki ketergantungan infrastruktur Informasi.

3.9.5.1 Tantangan pada Keamanan Siber Kota Cerdas

Kota cerdas kerap kali dikaitkan dengan akses informasi yang mudah
dimanapun dan kapanpun yang dimungkinkan dengan adanya keterhubungan
antar-seluruh perangkat sensor/loT, perangkat komputasi, sistem layanan
berbasis cloud, data, infrastruktur, dan aplikasi. Semakin meningkatnya
hiperkonektivitas dan digitalisasi layanan pada kota cerdas, disatu sisi hal ini
memberikan dampak yang positif, salah satunya dengan peningkatan kecepatan
layanan kepada masyarakat, narnun di sisi lain hal ini menimbulkan akselerasi
potensi ancaman keamanan siber apabila tidak direncanakan dengan baik.
Untuk mengatasi permasalahan ini maka seluruh pemangku kepentingan
terkait, harus menjadikan keamanan siber sebagai bagian integral yang harus
direncanakan sejak awal sehingga tidak terpisahkan dari tata kelola, desain, dan
operasional kota cerdas yang akan dibangun.

Keamanan siber tidak terbatas hanya pada isu-isu teknikal seperti malu-tare dan
serangan denial-of-seruice tetapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan
faktor manusia seperti kesa-lahan malusia (human effoi d,an kecurangan
(tnsider deception). Meski ruang siber berada pada jaringan fisik yang terdiri atas
elektron, transmisi, dan komputer, ruang siber merupakan ruang yang
diciptakan dengan sengaja oleh manusia yang "runduk' pada kekuatan
penemuan manusia. Dengan kata lain, faktor manusia dalam isu keamanan
siber masih menjadi faktor utama ya-ng menentukan intensi dari serangan siber,
apakah serangan ditujukan sebagai bentuk disrupsi politik atau murni aktivitas
kejahatan siber seperti penipuan (fraud), spam, pengelabuan @hisingl,
ransomu)are, dan lain sebagainya. Beberapa faktor risiko yang dapat menjadi
faktor kunci dalam mempertimbangkan risiko keamanan siber pada konsep kota
cerdas antara lain:

a. konvergensi antara IT dan OT;

b. interoperabilitas antara sistem lama dengan sistem baru;
c. integrasi layanan dan dependensi layanan mela-lui IoT dan teknologi digital.
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Konsep Ibu Kota Nusantara merupakan proyek pengembangan kota yang
memanfaatkan perkembangan di berbagai bidang dalam menyelesaikan
masalah fisik, sosial, dan ekonomi demi meningkatkan kua-litas hidup.
Pembangunan lbu Kota Nusantara ini tentunya akan sangat bergantung pada
teknologi informasi. Kebergantungan pada teknologi informasi ini menimbulkan
efek positif yaitu kemudahan dalam berbagai aspek baik pemerintahan maupun
sosial, namun demikian pengelolaan kota cerdas Ibu Kota Nusantara juga
menimbulkan tantangan, seperti:

a. Keananar operaslonal lOperatlonal sec-z.tf,tylt, Iayanan kota cerdas
umumnya membutuhkan ketersediaan data yarlg tinggi. Tantangannya
adalah menghadapi serangan terhadap ketersediaan data.

b. Privasi Data (Ilata prhncgll, beberapa layanan kota cerdas mengelola data
yang bernilai. Tantangannya adalah bagaimana mengamankan data
tersebut.

c. Penambalaa Perangtat Lunak (Sofiuare Patchlrtgl, jumlah perangkat
yang banyak dan tersebar, memberikan tantangan berupa bagaimana
melakukar updating sealifu patching.

d. Identitas lldentltg oJ thbtgsl, dengan belum ada standar, mal(a
tantangannya perlu pendekatan tertentu untuk mengelola identitas untuk
otentikasi.

e. Logglng, bagaimana mekanisme pencatatan euent'log yang efisien untuk
perangkat yang banyak dan tersebar.

3.9.5.2 Analisis Implementasi Keamanan Siber pada Kota Cerdas

Keamanan dalam pelaksanaan kota cerdas adalah sebuah upaya dalam menjaga
data dan informasi dalam pemerintahan. Keamanal infrastruktur dan
keamanan informasi sangat dipertimbangkan dalam pelaksaan kota cerdas
karena akal memaksimalkan pelayanan pemerintah. Hal ini merupakan
tantangan bagi BSSN, selaku institusi pemerintah yang bertugas
mengoordinasikan keamanan siber nasional, dalam mewujudkan keamanan
siber bagi Ibu Kota Nusantara yang selaras dengan konsep kota cerdas. Respon
ideal yang dilakukan pemerintah daiam mewujudkan hal tersebut adalah
dengan memberikan jaminan pengamanan dan pelindungan menyeluruh
dimulai dari deteksi dini, monitor, respon, hingga pemulihan serangan.
Pendekatan holistik terhadap penerapan keamanan muflak diperlukan,
mengingat pendekatan teknologi semata tidak akan menyelesaikan seluruh
per-a"ilahan keamanan. Diperlukan dukungan dengan pendekatan terhadap
aspek SDM dan aspek proses yang menyertai aspek teknologi, di mana
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pembangunan lbu Kota Nusantara melibatkan seluruh pemangku kepentingan
terkait baik pada sektor pemerintah, pelaku industri, penyedia atau pemasok
teknologi/ layanan, kontraktor atau pihak ketiga serta masyarakat itu sendiri.

Keamanan siber yang akar dibangun di Ibu Kota Nusantara akan mengacu pada
cyber seatritg frameutork atau kerangka kerja keamanan siber, dalam hal ini
menggunakan qber security frameworkNlST, yang menggambarkan lima fungsi
dalam siklus keamanan siber yaitu identify, protect, detect, respon-d, dan recouer.
Adapun definisi untuk masing-masing fungsi adalah sebagai berikut:

a. Identifrkasi (Identiful: Mengembangkan pemahaman organisasi untuk
mengelola risiko keamanan siber terhadap sistem, aset, data, dan
kemampuan.

b. Perlindungan (Protectl: Mengembangkan dan menerapkan perlindungan
yang sesuai untuk memastikan pengiriman layanan infrastruktur penting.

c. Deteksi (Detectl: Mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang sesuai
untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa keamanan.

d. Menanggapi (Respond): Mengembangkan dan mengimplementasikan
kegiatan yang sesuai ketika menghadapi peristiwa keamanan yang
terdeteksi.

e. Pemulihan (Recouel: Mengembangkan dan menerapkan kegiatan yartg

sesuai untuk ketahanan daIr untuk memulihkan kemampuan atau layanan
apa pun yang mengalami gangguan karena peristiwa keamanan tersebut'

Terkait fokus utama perlindungan pada tata kelola cerdas yang merupakan
salah satu dimensi kota cerdas merupakan gambaran dari tata kelola

pemerintahan yang dilaksanakan secara cefdas, yaitu tata kelola pemerintahan
y"rg -"*p, mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga

merighasitkan proseJ bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan
selalu melalukan perbaikan. Pembangunan keamanan tata kelola cerdas dalam
kota cerdas diarihkan selaras dengan kebijakan keamanan dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun dalam kota cerdas, siklus kerangka kerja keamanan siber dapat
diteiapkan pada periindungan setiap proses. Terdapat 4 kategori ya,g akan
diidentifikasi dalam kota cerdas yaitu kategori Tata Kelola, Layanary CitA OS,

dan Aset yang diktasirrkasikan ke dalam 2 (dua) aspek yaitu aspek manajemen
dan aspek teknis.
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Kategori Tata kelola

Kategori ini menca-kup upaya seluruh kota cerdas, penetapan arah
tindakan, perurnusan aturan dan kebijakan dasar, serta pembangunan
struktur organisasi. Dalam konteks keamanan, perlu dirumuskan
kebijakan dasar tentang keamanan kota cerdas secara keseluruhan,
membuat aturan untuk langkah-langkah keamanan dalam situasi
biasa/ darurat, dan mernbangun organisasi yang mengontrol langkah-
langkah keamanan. Beberapa hal yang per)u dipertimbangkan dalam
keamanan siber pada kategori ini antara lain:

1. Penetapan kebijakan dasar tentang keamanan di organisasi dan rantai
pasokan dengan mempertimbangkan penilaian risiko dan siklus hidup
data, tentukan standar ukuran keamanan, ruang lingkup tanggung
jawab, tingkat toleransi risiko, dan dibagikan dengan tepat di antara
berbagai pemalgku kepentingan.

2. Pengembangan peran dan tanggung jawab keamanan, sistem
marrajemen informasi, dal metode berbagi informasi di organisasi.

3. Pengembangan aturan yang mempertimbangkan undang-undang dan
peraturan domestik dan internasional seperti undang-undang
mengenai perlindungan informasi pribadi, peraturan perundang-
undangan untuk untuk promosi pemanfaatan data publik-swasta,
serta peraturan perundang-undangan mengenai bisnis dan pedoman
industri di masing-masing bidang.

Kategori Layanaa

Kepentingan dan informasi yang ditangani berbeda tergantr:ng pada
layanan dan model bisnis, maka perlu untuk diidentikasi fungsi dan
informasi yang akan dilindungi dalam layanan dan mengambil langkah-
langkah keamanan untuk melindunginya dengan tepat.

Terkait dengan keamanan siber, hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan
pada kategori ini antara lain:

1 . Identifikasi fungsi dan informasi yang harus dilindungi sehubungan
dengan layanan yang diberikan.

2. Penghapusan kerentanan yang terkait dengan pelanggaran konten
Iayanan dan kerentanan lainnya dari layanan pada fase perencanaan,
desain, dan pengembangan.

3. Pemeriksaan atau monitoring command dan request ilegal ke aplikasi.
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Kategori Citg OS

Kategori ini diposisikan sebagai inti dari selumh sistem kota cerdas,
kategori ini juga memiliki fungsi platform yang mengklasihkasikan dan
menyimpan informasi yang dikumpulkan oleh kategori Aset dan
menyediakan data ke Layanan atav CitA OS lainnya.

Karena Citg OS secara umum diasumsikan menggunakan infrastruktur
cloud, lr:,aka diperlukan penerapan langkah-langkah keamanan cloud
umum dari sudut pandang keamanan piatJorm itu sendiri. Selain itu,
mengamarrkan distribusi data di dalam Citg OS, melindungi data yang
ditangani, konstruksi/operasi dengan sedikit kesalahan pada titik koneksi
dengan kategori lain, dan pemeriksaan dan penerapan langkah-langkah
keamanan untuk perlindungan data diperlukan peran dalam kategori ini.
Beberapa yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Enkripsi komunikasi dengan pihak luar yang melalui jalur Internet.

2. Penerapan kontrol akses yang sesuai pada komunikasi dari luar ke OS
Kota.

3. Penerapan otentikasi untuk akses oleh operator pemeliharaan OS Kota
untuk memverifikasi identitas mereka.

4. Penanganan informasi penting seperti informasi pribadi dengan baik
seperti menyimpannya dengan enkripsi dan menghapus informasi
yang tidak per1u.

5. Pembaruan versi OS seruer, middleluare, perangkat lunak, dan iain-
lain secara berkala.

6 dan mendeteksi terjadinya kesalahan

7. Pemantauan status perangkat dan mendeteksj terjadinya kelainan
pada perangkat.

Kategori Aset

Kategori Aset adalah area yang memiliki koneksi langsung dengan area
fisik, dan merupakan kategori yang menghasilkan data yang diperlukan
untuk memecahkan masa.lah regional dan mengirimkannya ke Citg OS.
Dalam kategori ini, perlu mempertimbangkan keamanan perangkat fisik,
jaringan, dan perangkat relai untuk mendistribusikan data ke Oly OS.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam keamanan siber pada
kategori ini antara lain:
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1 . Pembaruan versi firmutare dan perangkat lunak perangkat secara
berkala.

2. Enkripsi komunikasi dengan pihak luar melalui internet.

3. Perlindungan perangkat secara fisik.

3.9.5.3 Rencana Penerapan Strategi Keamanan Siber

Dalam penerapan kota cerdas di Ibu Kota Nusantara, infrastrukfur TIK akan
menjadi buslness enabler bagi keberlangsungan Ibu Kota Nusantara.
Kebergantungan pada teknologi informasi yang sangat tinggi membutuhkan
perencanaErn dan strategi yang matang khususnya terkait dengan strategi
keamanan dan ketahanan siber yang menjaga keberlangsungan proses bisnis
Ibu Kota Nusantara.

Terdapat tiga indikator yang menopaig keberhasilan implementasi strategi
keamanan dan ketahanan siber yaitu SDM (people), kebijakan, dan tata kelola
(process) dan teknologi (teclnologgl yang harus bersinergi safu sama lain. Dalam
membangun kapasitas dan kapabilitas keamanan siber di Ibu Kota Nusantara,
landasan awal yang perlu dipersiapkan adalah infrastruktur penunjang yang
terkait dengan sarana dan prasarana esensial yang mendukung kinerja SDM
dan teknologi sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana pendukung kinerja SDM keamanan yang
dibutuhkan diantaranya adalah lahan dan gedung yang memiliki letak
strategis dan didukung oleh infrastnrktur jaringan telekomunikasi yang
baik;

b. Untuk infrastruktur teknologi yang diperlukan adalah infrastruktur
jaringan telekomunikasi, infrastruktur teknologi pemantauan ancaman
siber, perangkat serta infrastuktur perimeter keamanan baik dalam ruang
Iingkup keamanan fisik maupun non-Iisik; dan

c. Untuk menjamin ketersediaan informasi dan layalan yang tinggi
diperlukan infrastruktur yang menunjang Pusat Rekam Cadang Data
Strategis Nasional di Ibu Kota Nusantara.

Sebagai langkah impiementasi dari strategi keamanan dan ketahanan siber di
Ibu Kota Nusantara, BSSN akal membentuk Special Seanritg Operation Center
(SSOC) atau disebut juga sebagai Pusat Operasi Keamanan Siber Khusus Ibu
Kota Nusantara dan Computer Seanitg Incident Response leam (CSIRT) Khusus
Ibu Kota Nusantara. Ttrjuan pembentukan SSOC dan CSIRT Khusus Ibu Kota
Nusantara adalah adalah membangun kesiapan pemantauan, pengelolaan
insiden serangan siber dan meningkatJ<an integrasi dan shaing data informasi
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antar-para pemangku kepentingan terkait (baik pe merintah, swasta, darr
komunitas siber lainnya) di ruang lingkup Ibu Kota Nusantara. SSOC perlu
dibentuk sebagai wujud dari kehadiran negara dalam melindungi bangsa
Indonesia dalam konteks melakukan monitoring keamanan ruang siber dalam
ruang lingkup Ibu Kota Nusantara. SSOC Ibu Kota Nusantara akan memegang
operasi keamanan siber di Ibu Kota Nusantara yang meliputi pemantauan
keamanan siber, pusat kontak siber, serta tata kelola keamanan informasi dan
infrastruktur. Selain SSOC perlu dibentuk juga Computer Secuitg Incident
Response leam (CSIRT) Khusus Ibu Kota Nusanta-ra sebagai pelaksana
keamanan siber dalam nrang lingkup pengelolaan insiden keamanan siber di
Ibu Kota Nusantara. CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung
jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas
insiden keamanan siber. Keberadaan CSIRT Ibu Kota Nusantara sangat
dibutuhkan guna mengelola insiden keamanan siber secara cepat dan tepat.
CSIRT Khusus Ibu Kota Nusantara akan memberikan layanan yang meliputi
aspek manajemen insiden keamanan siber yang meliputi triase inside n,
koordinasi insiden, dan resolusi insiden.

Aspek Keamanan Siber pada kota cerdas Ibu Kota Nusantara diformulasikan
dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang
dihadapi sehingga penyusunan strategi berorientasi pada hasil dan diharapkan
dapat diimplementasikan dalam proses pembaagunan kota cerdas di Ibu Kota
Nusantara. Keberhasilan penerapan konsep keamanan siber pada kota cerdas
di Ibu Kota Nusantara tergantung dari komitmen, konsistensi, sinergi, dan
kolaborasi yang baik antara instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, darr
sektor terkait untuk mengimplementasikaanya. Adapun komponen aspek
keamanan siber yang akan diimplementasikan dalam kota cerdas Ibu Kota
Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola (Gouernancel

a) Pembentukan Organisasi: Pembentukan Dewan Tata Kelola
Keamanan Siber Ibu Kota Nusantara atau Pembentukan Tim
Persiapan Seanre Smart Capital Citg yang terdiri atas BSSN serta
antar-kementerian/ lembaga terkait.

b) Peny'usunan kebijakan dan Grand Desain Keamanan Siber Ibu
Kota Nusantara:
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1) Grand desain arsitektur keamanan jaringan intra-
pemerintah, gerbang internet, mekanisme berbagi data,
aplikasi, layanan cloud pada Ibu Kota Nusantara.

2l Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi pada Ibu Kota
Nusantara.

3) Kriteria penerapan keamanal siber dan panduan keamalan
pada data, teknologi, layanan, infrastruktur, sensor yang
diterapkan pada lbu Kota Nusantara sebagai berikut:

a) Standar Keamanan: Network Secuitg, Industial Control
Securifu Sgstem, Cloud Seanity, Cgbersecurity, Seanre
Interoperabilitg Sgstem, Searitg by Design Architecture,
Seanre Blockchain, &cure IoT, Secure Artificial
Intelligence (AJ), Seatre Big Data, dan lainnya.

b) Standar Tata Kelola Keamanan Siber pada
Kementerian/ Lembaga Ibu Kota Nusantara.

c) Standar Keamanan Jaringan pada Kementerian/
l.embaga Ibu Kota Nusantara.

d) Standar Keamanan Aplikasi pada Kementerian/
Lembaga Ibu Kota Nusantara.

e) Standar Keamanan Pertukaran Data pada
Kementerian/ Lembaga Ibu Kota Nusantara.

0 Standar Keamanan Perlindungan Data pada
Kementerian/Lembaga Ibu Kota Nusantara.

g) Standar Pusat Data dan Jaring Komunikasi.

h) Pengujian Keamanan terhadap Layanan sebelum dan
setelah Go Liue.

i) Kriteria Tingkat Kematangan Keamanan Siber Ibu Kota
Nusantara.

j) Rancangan Arsitektur Sistem Keamanan pada Cloud
Seruice Ibu Kota Nusantara.

Penyiapan SDM

a) Penyiapan strategi penyiapan sumber daya manusia keamanan
siber pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kota
cerdas Ibu Kota Nusantara merujuk pada Peta Okupasi Nasional
Keamanan Siber.
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b) Sertifikasi SDM pengelola SPBE dan kota cerdas Ibu Kota
Nusantara.

c) Penyiapan strategi pembangunan kesadaraa keamanan
pemangku kepentingan.

d) Edukasi dan literasi budaya kesadaran keamanan siber pada
pemangku kepentingan.

Identifikasi (Identifu )

a) Penyusunan kebijakan pengelolaan aset, risiko, dan ancaman.

b) Melalukan penilaian risiko secara menyeluruh mengenai
teknologi, layanan, aplikasi, dan rancangan konsep kota cerdas
dan SPBE pada Ibu Kota Nusantara.

c) Pengelolaan aset dan risiko keamanan siber pada Ibu Kota
Nusantaja.

d) Melakukan evaluasi keamanan pada teknologi dan aplikasi yang
digunakan pada layanan pemerintahan maupun layanan kritikat
lainnya di Ibu Kota Nusantara.

e) Melakukan penilaian tingkat kematangan keamanan siber pada
kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya pada
Ibu Kota Nusantara.

Pelindungan (Protectl

a) Penyusunan kebijakan terkait pelindungan.

1) kriteria penerapan keamanal siber dan panduan keamanan.

2l kebijakan terkait perlindungan data pribadi/privasi melalui
seanitg privacA bA design.

3) Kebijakan penerapan sertifikasi keamanar perangkatf
devbe.

b) Pembangunan infrastruktur intra-pemerintah pada Ibu Kota
Nusantara, seafie netu)ork g ouernment.

c) Membangun gerbang internet (one door policy), di mana koneksi
internet yang masuk ke dalam Ibu Kota Nusantara harus masuk
melewati gate yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

SK No 141 140 A



5

PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-275-

Deteksi (Detectl

a) Pen5msunan kebijakan terkait deteksi.

1) Kebijakan pengendalian informasi'

2l Kebijakan dalam mengantisipasi serangan siber bersifat
sosial melalui monitoring dan profiling yang terkait dengan

penyebarart informasi iiegal tentang lbu Kota Nusantara'

b) Percepatan UPT Sertifrkasi Kelaikan dan Sertilikasi Trustmark

Dseruie dan sistem elektronik pemerintah.

c) Membangun platform berbagi informasi dan alih pengetahuan

terkait dengan keamanan siber antar-pemangku kepentingan di

d)

Ibu Kota Nusantara.

Menlrrsun Rancangan Arsitektur Sistem Keamanan dan

Monitoring Keamanan pada Pusat Data Nasional.

Membangun Spesial Seatitg Operation Center (SSOC), dalam
rangka Monitoring Serangan Siber yang khusus ditujukan kepada

Ibu Kota Negara yang akan terkoneksi dengan National Security

Operation Center (NSOC) untuk melakukan sinkronisasi terkait
Cgber Threat Inteligence lCTll.

Membangun infrastruktur pengendalian informasi.

Pengembangan kemandirian teknologi keamanan siber untuk
komunikasi pemerintah, seperti sealre messanger dar. uideo

conference karya mandiri untuk seanre channel' Pengembangan

kemandirian teknologi keamanan siber untuk komunikasi
pemerintah, seperti seafie messdnger dan uideo conference karya

mandiri untuk secure channel'

Monitoring keamanan siber dari ancaman dan serangan siber
pada layalan pemerintahan dan kota cerdas.

Monitoring ancarnan siber bersifat sosiai melalui monitoing dan
profiting yang terkait dengan penyebaran informasi ilegal tentang
Ibu Kota Nusantara di masYarakat.

e)

f)

c)

h)

il
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Respon (Response)

a) Penyusunan kebijakan terkait respon.

b) Pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber pada
Pemangku KePentingan.

c) Peningkatan kapasitas GovtCSIRT dengan penanganan insiden
seafie smart buildin4 gouerment dan pelayanan pemerintah
berbasis elektronik (ego uerment seruice s ).

d) Pengelolaan insiden keamanan siber secara efektif, melalui
penerapan endpoint lifecyde, termasuk simulasi simuiasi
manajemen krisis (BCP/DRP).

e) Cgber exercise terhadap seluruh pemangku kepentingan di Ibu
Kota Nusantara.

f) Forensic digital.

Pemulihan (Recouer)

a) Penyusunan kebijakan terkait Pemulihan

Da-lam hal ini yang akan diperlukan kebijakan keamanan
informasi pusat data dan pusat data cadangan strategis yang
terdiri atas pengErmanan ruang server, pengamanan data center
(lingkungan data center, konstruksi fisrk data center, fasilitas
pendukung data enter, akses ke dalam data center, pengarnanan
di dalam data center, pengamanan koneksi perangkat ke data
center, pengendalian operasional dan layanan) dan pengamanan
remouable media di dalam data center.

b) Membangun pusat data cadangan strategis dalam rangka
menjamin ketersediaan jaringan komunikasi yang aman di Ibu
Kota Nusantara yang terbentuk dalam kota cerdas, sehingga tidak
mengganBgu komunikasi yang sedang berjalan di pemerintahan.

3.9.6 Sistem dan Strategi Keamanan l,aut

Sistem keamanan laut di Ibu Kota Nusantara diperkuat dengan gerbang
maritim virtual. Gerbang maritim virh-ral menrpakan sebuah gerbang modern
dengan memanfaatkan elemen-eiemen pembangun gerbang berupa sistem
teknologi modern dengan arsitektur imajiner untuk memastikan pergerakan
orang, barang, atau instrumen lainnya, seperti kapal baik di permukaan

6
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ataupun bawah laut dapat terkuantifikasi dengan tepat. Posisi gerbang maritim
virlual Ibu Kota Nusantara Indonesia akan diletakkan di Selat Makassar, yang
diapit oleh dua pulau besar yaitu Kalima-ntan dan Sulawesi. Fungsi dari
Gerbang Maritim Virtual Ibu Kota Nusaatara di Selat Makassar adalah untuk
mengidentifikasi segala bentuk objek terapung ataupun objek bawah air yang
melintasi Selat Makassar menuju Ibu Kota Nusantara.

Arsitektur gerbang maritim virtual Ibu Kota Nusantara di Selat Makassar
dibangun dengan menggunakan elemen-elemen sistem teknologi modern yang

ada saat ini. Elemen-elemen teknologi terdiri atas sensor, platform buoy, sistem
komunikasi, ground data termin al, soJtuare ana-lisis data, dan human tnterface
untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Elemen sistem teknologi gerbang
maritim virtual Ibu Kota Nusantara di selat Makassar terdiri atas dua modul
sistem deteksi dini terapung, yaitu dua modul ground data terminal, dan pusat
kendali informasi. Modul sistem deteksi dini terapung merupakan sistem
deteksi yang mampu mendeteksi pergerakan objek di permukaan dan bawah
laut serta yang mampu mengirimkan data-data digital ke pusat kendali
informasi. Selain itu sistem deteksi dini terapung juga mampu menyediakan
catu daya yang independen. Elemen teknologi sistem deteksi dini terapung
terdiri atas platform buoy, catu daya, sensor aktif dan pasif , receiver,
trdnsmitter, dan micromntroller. Modul ground data terminal adalah sistem
teknologi yang berfungsi untuk menangkap semua data yang berasal dari
sistem deteksi dini terapung. Ground data termtnal merupakan sistem yang
berada di daratan daerah terdekat dengan sistem deteksi dini yang masih
memungkinkan untuk melakukan komunikasi intemet dengan memanfaatkan
jaringan te lekomunikasi yang telah ada. Data yang telah diterima oldn ground
d.ata terminal selanjutnya diteruskan ke pusat kendali informasi' Jenis data
yalg ditenma ini diklasifikasikan berdasarkart sensor yang menerima data
tersebut.

3.9.7 Dukungan Intelijen Negara

Lingkungan strategis berubah dengan sangat cepat, negara secara umum dan
Ibu Kota Nusantara secara khusus akan menghadapi tantangan dan ancaman
yang semakin kompleks dan tidak jelas. Dukungan intelijen akan tetap fokus
dalam menghadapi tantangan konvensional dari musuh negara, kemajuan
teknologi telah mendorong perubahan secara evolusioner dan revolusioner di
lintas medan dan sektor. Badan Intetijen Negara (BIN) sebagai ujung tombak
intelijen negara di Ibu Kota Nusantara hams menjadi lebih tangkas, inovatif, dan
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tangguh dalam berurusan dengan ancannan tersebut' lbu Kota Nusantara

seUilai pusat pemerintahan akan jadi magnet untuk pembangunan dan

pertrimbutran elonomi Indonesia di luar Pulau Jawa, akan membutuhkart
Lesiapan dalam mencari dan mengolah informasi intelijen. Informasi-informasi
intelijin ini nantinya akan dikumpulkan oleh BIN melalui sistem dan sensor

yang akan dibangun dan dikelola oleh BIN di Ibu Kota Nusantara

Antisipasi terhadap ancaman yang dapat mengganggu stabiiitas keamanan

menlaai prioritas dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, termasuk Ibu
Kota Nusantara. Sebuah sistem deteksi dini (early tuatning systeml ancaman

dibangun melalui dukungan intelden negara di Ibu Kota Nusantara untuk
memitigasi risiko ancaman keamanan yang dapat mengganggu proses

pembangunan dan kehidupan negara. Dukungan intelijen ditujukan untuk
mencegah, menangkal, serta menanggulangi secuitg threat di Ibu Kota

Nusaniara. Hal tersebut dilaksanakan melalui analisa dan rekomendasi intelijen
yang disampaikan kepada Presiden dan perangkat keamanan negara lainnya.
-BlN-sebagai 

operator intelijen negara akan fokus untuk membangun kantor
satelit beserta teknologi pendukung intelijennya pada Tahap 1 pemindahal Ibu

Kota Nusantara.
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BAB TV

ARAHAN PENATAAN RUANG DAN I(AWASAN

Arahan penataan ruang kota dan kawasan di wilayah Ibu Kota Nusantara
disusun untuk mencapai visi Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk
Semua. Penataan ruang di seluruh Wilayah Ibu Kota Nusantara mengacu pada
prinsip dan KPI yang telah disusun. Dalam pencapaian KPI tersebut, arahan
penataan ruang akan mengatur penempatan alokasi ruang pada skala kota
maupun kawasan di Wilayah lbu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan
konsep dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang meliputi skenario
proyeksi ekonomi dan penduduk, kondisi sosial budaya masyarakat, kesesuaian
lahan, perhitungan daya dukung dan daya tarnpung lingkungan, efektivitas
infrastruktur dan konektivitas, kebijakan penyelenggaraan pusat pemerintahan,
serta strategi pertahanan dal keamanan.

Arahan penataan ruang dan kawasan yang diatur dalam rencana induk ini
menjadi kerangka arah kebijakan strategis yang bersifat makro sebagai dasar
pen)rusunan rencana umum tata ruang Ibu Kota Nusaltara maupun rencana
rinci tata ruang Ibu Kota Nusantara yang lebih detail dan teknis.

Arahan penataan ruang dan kawasan di wilayah Ibu Kota Nusartara terbagi ke
dalam tiga tingkatan wilayah perencanaan dengan arahal peruntukan khusus
yang mengutamakan jenis kegiatan tertentu, yakni:

1. Kawasan Pengenbaugan Ibu Kota Nueantara (KPIKNI akan didominasi
oleh tutupan hutan sebagai wujud konsep pengembangan kota hutan
(forest atgl dan diarahkan untuk penguatan pengamanan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan sebagai ekosistem penopang kawasan lbu
Kota Nusantara, pengembangan kegiatan ekonomi baru dan kegiatan
lainnya yang sudah ada secara berkelanjutan, pendukung ketahanan
pangan, serta dukungan terhadap penempatan se'luruh infrastruktur
pendukung Ibu Kota Nusantara, termasuk infrastruktur pertahanan dan
keamanan;

2. Kawasan lbu Kota Nusantsra IKIKNI akan diutamakan pada
pengembangan riset (pusat penelitian dan pengembangan serta inovasi
agroindustri maju, energi rendah karbon, dan farmasi terintegrasi),
pariwisata (ekowisata, wisata perkotaan, wisata MICE, wisata medis, dan
kebugaran), dan pendidikan abad ke-2 1 dengan tetap menjaga kondisi alam
dan menciptakan ruang terbuka hijau di perkotaan; serta
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Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPPI dengan kegiatan difokuskan
untuk urusan pemerintahan nasional dan kegiatan pendukungnya.

Pengembangan penataan ruang di Wilayah lbu Kota Nusantara memperhatikan
r"rr"*nr. kegiatan dan sektor ekonomi dan kebutuhan ruang yang perlu
ditampung pada setiap witayah. Selain pengembangan Wilayah Ibu Kota
Nusantara, arahan penataan ruang juga memperhatikan pengembangan Daerah
Mitra Ibu Kota Nusantara yang berada di sekitar Wilayah tbu Kota Nusantara.
Rincian pembagian kegiatan dan sektor ekonomi yang perlu ditampung pada
setiap tingkatan wilayah perencanaan dapat ditihat pada Tabel 4- 1 berikut.

Tabel 4-1 Pembagian Kegiatan dan Sektor Ekonomi Berdasarkan Kawasan

Ecglatrn d+n Scltot Dlrouorl

Lotarl

NIPP tmor rcIBlT
Droteh llltrr

Itu llotr
IYuuuten

Pemerlutahan a a a

Pendidlkan tlnggi a a a

Industri Alat Angkut (Kendaraan
Lietrlk Roda 2!

o-)

Industri Energl Terbarukan o*)

Industrl4.O l,einuya o')

Kawasan Industrl Mauufaktur a

Industri Farmasi lBio similafl o') a

Industri Farmasi (Vaksin) ot) o

Industri Farmasi (Actiue
Phannoc aeutic al Ing re di ent sl

l') a

Industri Farmasi (Herbal) o') a

Agro Industri o'l o

Pertaaian a a o

Ekowlsata a a a

MICE a o a a

Wleata kesehatan dan Lebugaran a a a a

Konetruksl a a a a

Tambahan Bam a a a a

Keterangan: *) pusat riset dan perkantoran

3
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Pembagian kegiatan tersebut mempertimbalgkan potensi, batasan, dan
keterkaitan di antara kegiatan, masyarakat, dan karakteristik ruang yang
diperlukan. Untuk kegiatan ekonomi, khususnya industri akan terdiri atas
berbagai jenis kegiatan seperti perkantoran, riset, dan manufaktur. Pemisahan
kelompok manufaktur karena kegiatan tersebut memiliki karakteristik yang
khusus, seperti:

1. memerlukan kedekatan dengan jalur transportasi regional;

2. memiliki potensi dampak lingkungan berupa polusi udara, suara, dan
limbah; dan

3. memerlukan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan minimal dalam
jumlah yang cukup besar.

Sehubungan dengan karakteristik tersebut, kawasan industri direncanakan
dikembangkan di Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara, khususnya di sekitar
Pelabuhan Kariangau (Kota Balikpapan) dan Pelabuhan Buluminung
(Kabupaten Penajam Paser Utara) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1, kemudahan pembangunan pada tahap awal pengembangan Ibu Kota
Nusantara;

2. potensi integrasi dengan jaringan infrastruktur utama khususnya
pelabuhan, jalan primer, dan bandar udara (bandara);

3. tidak berada pada kawasan lindung;

4. lahan yang relatif datar dan luas untuk pengembangan kawasan di masa
depan;

5. tidak berada pada kawasan pertanian;

6. dekat dengan potensi angkatan kerja, khususnya penduduk setempat dan
Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara; dan

7. ketersediaan lahan cukup besar untuk pengembangan di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan lokasi tersebut, pengembangan kegiatan industri
akan terdiri atas kelompok kegiatan perkantoran dan riset yang berlokasi di
Wilayah lbu Kota Nusantara dan kawasan industri manufaktur yang berlokasi
di Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.
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Selanjutnya untuk mencapai KPI diidentilikasi kebutuhan peruntukan ruang
dan arahan kriteria persyErratan lokasi sebagaimana diuraikan pada Tabel4-2.

Tabel 4-2 Identifikasi Kebutuhan Peruntukan Ruang dan Arahan Kriteria Persyaratan l,okasi

Arpck Kebutuhau nreag Perryeratan lotacl RqluLan lokarl

Sosial Area relokasi untuk
masyarakat di dalam
KIPP yang terkena
dampaI<
pembangunan

1, Berada pada wilayah
adatnya fiika masyarakat
adat)

2. Memiliki potensi
pengembangan kegiatan
ekonomi terutama yang
berkaitan dengan kegiatan
pada saat ini

Di luar KIPP

Tempat tinggal untuk
masyarakat yarg
sudah ada di KIKN
yang tidak perlu
direlokasi

Diidentifikasi sebagai situs
bernilai sosial, budaya, dan
sejarah sebagai elemen kota
yang menyatu

KIKN

Pengembangarr
kegiatan pertanian
atau hutan dalam
kota

l. Diutamakan di kawasan
pertanian yang sudah ada

2. Kawasan pertanian yang
berada pada kawasan
transmigrasi

3. Kawasan bekas tambang
yang sudah berakhir masa
berlaku izinny a, termasu k
Iahan bekas tambang yang
terlantar

4. Memenuhi persyaratan
kesesuaian lahan dan
berpotensi dilayani jaringan
irigasi

5. Keterlanjuran lahan garapan
di kawasan hutan

KIKN dan KPIKN

Pengembangan pusat
kegiatan yang
bertemakan budaya

1. Dekat dengan komunitas
2. Diutamakan di wilayah adat

komunitas tertentu

Di luar KIPP

Lingkungan Internalisasi area
dengan
keanekaragaman
hayati tinggi
termasuk koridor
satwa ke dalam tata
ruang

Berdasarkan hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Ibu Kota
Nusantara
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65% area hijau Diutamakan di kawasan

lindung yang sudah ada
KIKN dan KPIKN

LOoh atea pertanian Diutamakan di kawasan
pertanian yang sudah ada

KIKN dan KPIKN
(di luar KIPP)

Transportasi Pembangunan
jaringan kereta api

1. Menghubungkan KIPP
dengan Bandara Sepinggan
di Balikpapan

2. Menghubungkan Tiga Kota
(Ibu Kota Nusantara-
Balikpapan- Samarinda)
dan Daerah Mitra Ibu Kota
Nusantara

KIKN, KPIKN, dAN
Daerah Mitra

Pembangunan jalan 1. Menghubungkan kawasan
Tiga Kota (Ibu Kota
Nu santara- Balikpapan-
Samarinda) dan Daerah
Mitra Ibu Kota Nusantara

2. Menghubungkan KIPP
dengan Bandara Sepinggan
di Balikpapan

3. Menghubungkan kawasan
industri di Daerah Mitra
Ibu Kota Nusantara dengan
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

KIKN, KPIKN, dan
Daerah Mitra

Titik transit regional Berada pada simpul
transportasi antarmoda

KIKN dan KPIKN

Jalur transportasi
umum yang
terintegrasi

1. Terhubung dengan rencana
koridor regional

2. Terhubung dengan rencana
koridor transportasi umum
perkotaan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara dan
Daerah Mitra

Energi l.adang panel surya 1. Tidak terletak pada no go
area

2. Terintegrasi dengan
jaringan transportasi

3, Area dengan kemiringan
relatif landai

4. Tidak berada pada kawasan
rimba

5. Berada di kawasan terbuka
6. Diprioritaskan pada lahan

tidak produktif

KIKN dan KPIKN
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Panel Surya Atap 1. Dapat diletakkan pada
atap, dinding atau bagian
lain dari bangunan

2. Untuk I kWp Panel Surya
Atap membutuhkan lahan
minimal 10 m2

KIKN

Pembuatan dan
penyimpanan
hidrogen (elektrolisis)

1. Dekat dengan sumber air
2, Di luar kawasan rawan

bencana kebakaran
3. Pembangkit ditempatkan

dekat dengan tempat
penyimpanan energi untuk
mengurangi transmisi gas

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Pengelolaan
Sumber Daya
Air

Infrastruktur
Pengelolaan Air

1. Instalasi Pengolahan Air
(lPA) berada dekat dengan
sumber air baku

2. Reserwoir berada pada area
yang lebih tinggi dari area
pelayanan

3, Tidak berdekatan dengan
fasilitas pengelolaan air
limbah dan sampah

4. Jalur perpipaan
disesuaikan dan
terintegrasi dengan
perencanaan jalan dan
kawasan

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Sistem pengendali
banjir dan sedimen

1. Bangunan pengendali
sedimen berada di alur
sungai/ saluran alam untuk
melayani area sumber erosi

2. Tanggul banjir berada
sempadan sungai

3. Bangunan pengendali
banjir pesisir dibangun di
sekitar muara sungai dan
area pantai

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Konservasi Sumber
Daya Air dan
penerapan kota spons

1. Waduk/tampungan
pengendali banjir dibangun
pada area dengan potensi
tampungan tinggi serta
mempertimbangkan aspek
geologi dan risiko kegagalan
konstruksi

Wilayah Ibu Kota
Nusantara
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Persampahan TPST 1. Di luar kawasan rawan
kebakaran

2. Berjarak minimal 500 m
dari permukiman terdekat

3. Luasan minimal 20.0O0 m2

4. Terletak di lokasi Yang
terjantkau dari daerah
layanan

5. Minimal mengacu kePada
standar yang berlaku dan
juga standar yang
dikembangkan kemudian
apabila dibutuhkan

KIKN dan KPIKN

TPA KIKN dar KPIKN
(di luar KIPP)

SK No 141938 A
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2. Kolam retensi dan embung
diutamakan di lokasi Yang
bisa menjadi multifungsi
penyediaan air,
pengendalian banjir,
konsewasi air, vista kota,
serta mengurangi urban
heat

1. Sesuai tata ruang kota dan
wilayah terkait

2. Memenuhi Persyaratan
kondisi geologi dan
geohidrologi

3. Jarak dari lapangan
terbang 1500 m

4. Kondisi curah hujan kecil
5. Kecepatan angin rendah

dan kecenderungan arah
angin yang tidak menuiu
ke rencana daerah
permukiman

6. Tidak dibangun pada bukit
dengan lereng yang tidak
stabil, daerah berair,
lembah yang rendah, dekat
dengan air permukaan

7. Kemiringan slarni <20%
8. Tidak berada pada daerah

banjir 2O tahunan
9. Bukan laha.n produktf

atau kawasan lindung
10. Mempertimbangkan

kemudahan operasi,
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pemeliharaan, dan aspek
lingkungan

1 1. Minimal mengacu kepada
standar yang berlaku dan
juga standar yang
dikembangkan kemudian
apabila dibutuhkan

Fasilitas Pengolahan
Limbah E}3

1. Daerah bebas banjir atau
daerah yang dapat
dilakukan rekayasa dengan
teknologi untuk
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup

2. Berada di kawasan industri
dal /atau daerah yang
diperuntukan sebagai
daerah industri sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan, bagt
Pengolah Limbah 83

KIKN dan KPIKN
(di luar KIPP)

Fasilitas Pengolahan
Limbah 83 Medis

Dekat dengan TPA KIKN dan KPIKN
(di luar KIPP)

Air Limbah 1. Berdekatan dengan area
pelayanan

2. Berdekatan dengan badan
air permukaan di luar area
sempadan

3. Terdapat akses jalan
4. Bukan di dalam kawasan

genangan dan/ atau banjir
5. Bukan berada pada

kawasan patahan
6. Bukan berada pada

kawasan rawan longsor
7. Mempertimbangkan

potensi gangguan akibat
bau, kebisingan, dan
polusi visual di dalam kota

KIKN dan KPIKN
(di luar KIPP)

4.1 Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (I(PIKI{I

Untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan, disusun arahan perencanaan ruang
di Wilayah Ibu Kota Nusantara maupun daerah sekitar yang berbatasan
langsung dengan merujuk pada kebijakan yang dihasilkan dari kajian berbagai

SK No l4l939A
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aspek. Setiap aspek kebijakan diterjemahkan ke dalam dengan strategi penataan
ruang seperti tercantum pada Tabel 4-3 berikut:

Tabel 4-3 Penjabaran Prinsip dan KPI Ibu Kota Nusantara dalam
Strategi Penataan Ruang pada KPIKN

Haelp DerLrlp:l I(PI KeblfaLau Stntcgl
Pcnrteel Rueag

l. Selaras
dengan Alam

1.1 >75Yo dari 256.L42
hektare area
untuk ruang hijau
(65% area
dilindungi dan
107o produksi
pangan)

Lingkuugan:
Pencegahan
deforestasi

1. Moratorium izin baru
usaha perkebunan dan
tambang pada kawasan
hutan dan area
berhutan.

2. Mencabut atau tidak
memperpanjang izin
eksisting penggunaan
kawasan hutan
(perkebunan dan
pertambangan).

Llugkr,rugau:
Konservasi
keanekaragaman
hayati

Mengakomodasi koridor
satwa dan kawasan
dengan nilai
keanekaragaman hayati
tinggi ke dalam penataan
ruang.

Llngkungan:
Konservasi in-situ
eksisting dan yang
direncanakan di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Mengakomodasi kawasan
konservasi in-situ ke
dalam penataan ruang,
antara lain: kawasan
hutan (termasuk Taman
Hutan Raya Bukit
Soeharto), kawasal hutan
bakau, koridor satwa, dan
taman.

Lingkungan:
Konsenzasi ex-situ
eksisting dan yang
direncanakan di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

1. Meningkatkan peran
konservasi ex-situ
seperti yayasan Borneo
Orangutan Survival
(BOS) Samboja Lestari
(BOSP), Yayasan Jejak
Pulang, dan Pusat
Suaka Orangutan (PSO)
Arsari.

2. Mengembangkan
konservasi ex-situ y ang
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potensial di Wilayah Ibu
Kota Nusantara, antara
lain:
a. Pusat penyelamatan

satwa;
b. Pusat rehabilitasi

satwa.

Ltugkungan:
Rehabilitasi hutan
yang terdegradasi

Penghutanan kembali dan
penetapan sebagai
kawasan lindung (Rimba
Kota atau Rimba
Nusantara).

Llngkungan:
Reklamasi lahan
bekas tambang.

l. Mengurangi derajat
keasaman air pada
bekas lubang tambang
(meningkatkan pH).

2. Mengurangi
sedimentasi tanah dan
erosi pada lahan bekas
tambang.

3. Melakukan penanaman
ulang (revegetasi/
reboisasi).

Llagkungan:
Menahan/
membatasi
perluasan
eksplorasi pada izln
usaha
pertambangan yang
masih berlaku
(relirquishmentl.

l. Renegosiasi dengan
pelaku usaha tamban.

2. Penerapat climate-
smart miningyang
mengurangi jejak
karbon dan dampak
perubahan iklim.

Llngkungan:
Konversi kawasan
budi daya menjadi
kawasan lindung.

1. Mengembangkan ruar1g
terbuka hijau di dalam
KIKN.

2. Mengonversi lahan budi
daya dengan nilai
keanekaragaman hayati
tinggi selain pertanian
menjadi kawasan
Iindung.
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Llngkungaa:
Pengurangan risiko
perubahan iklim
dan bencana

1. Mengatur kegiatan dan
pemanfaatan kawasan
DAS, serta mengatur
sistem pengelolaan air
untuk menjaga fungsi
dan keberlanjutan
kawasan lindung,
mengurangi dampak
lingkungan, dan
mitigasi risiko polusi.

2. Mengawasi dan
mengendalikan
pembangunan di
wilayah DAS.

3. Melakukan rehabilitasi
kawasan mangroue.

Llngkuugau:
Penerapan kota
spons

l. Memaksimalkan
pengurangan limpasan
permukaan dan
penampungan air hujan
dengan ruang terbuka
biru dan kolam
tampungan.

2, Mengembangkan ruang
terbuka hijau dan biru
yang saling
berhubungan.

3. Memaksimalkan
peresapan air hujan ke
dalam tanah melalui
intervensi desain
berpori di seluruh kota.

Soelal:
Pelibatan
masyarakat dalam
konservasi dan
restorasi hutan.

l. Mengatur kegiatan dan
pemanfaatan kawasan
lindung secara
partisipatif.

2. Menata zonasi untuk
mendukung kawasan
dengan
keanekaragaman hayati
tinggi.

3. Menata kawasan budi
daya yang terintegtasi
dengan strategi
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keanekaragaman
hayati.

4. Penataan ulang
kawasan kampung
nelayan yang
berdekatan dengan
hutan mangroue.

t.2 lOOo/o penduduk
dapat mengakses
ruang hijau
rekreasi dalam 10
menit

Soslal:
Penyediaan mang
publik yang mudah
diakses.

1. Menyediakan ruang
rekreasi di pusat
kegiatan yang dapat
diakses dalam 10
menit.

2. Menyediakan akses
menuju ruang hijau
rekreasi dari lokasi
permukiman
penduduk.

1,3 100% penggantian
ruang hijau untuk
setiap bangunan
bertingkat
institusional,
komersial, dan
hunian

Liagkungan:
Penyediaan
tambahan ruang
hijau untuk setiap
bangunan >4 lantai

Mengatur mekanisme
pembatasan intensitas
pemanfaatan ruang
dengan teknik pengaturan
zonasi melalui pemberian
imbalan (kompensasi)
terhadap bangunan >4
lantai.

Llngkungan:
Mempertahankan
siklus alami air
dengan penerapan
prinsip kota spons

1- Mengurangi limpasan
permukaan skala
lingkungan
permukiman hingga
skala kawasan, di
mana lOOo/o bangunan
dan gedung
menerapkan kebijakan
Zero Delta Q.

2. Memaksimalkan
pemanenan air hujan
dalam skala rumah,
gedung, dan kawasan,
termasuk penerapan
green roofiop.
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2. Bhinneka
Tunggal Ika

2.t LOO% integrasi
seluruh penduduk

Mobllitas dan
Koaektlvitas:
Seluruh lapisan
dan golongan
masyarakat dapat
mengakses dengan
transportasi umum

1. Mengembangkan
jaringan jalan yang
akan menyediakan
akses ke semua pusat
kegiatan baru dan
kawasan permukiman
penduduk setempat.

2. Mengembangkan
simpul transportasi
untuk angkutan umum
berbasis rel danjalan
dalam area KIKN dan
KPIKN.

3. Mengembangkan
angkutan umum
berbasis rel danjalan
dalam area KIKN dan
KPIKN beserta
angkutan feeder-nya.

4. Mengembangkan
kawasan sekitar simpul
transit dengan prinsip
inklusif.

Soelal:
Integrasi nilai-nilai
kearifan lokal dan
penghidupan
masyarakat dalam
perwujudan ruang

1. Menyediakan ruang
untuk mengakomodasi

. kebudayaan lokal,
dapat berupa antara
lain: pengembangan
pusat kebudayaan,
balai adat, museum,
dan monumen.

2. Menggunakan langgam
arsitektur vernakular
atau simbol-simbol
tradisional sesuai
dengan wilayah adat
yang diwakili.

3. Menggunakan toponimi
(nama rupa bumi)yang
mencerminkan kearifan
lokal untuk nama jalan,
desa, lokasi atau
bangunan penting,
ruang terbuka publik,
dan sebagainya.
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4. Mengidentifikasi dan
menjamin keberadaan
hak ulayat suatu
masyarakat hukum
adat.

5. Mengintegrasikan
permukiman eksisting
ke dalam perencanaan
mang,

6. Mendorong terciptanya
integrasi yang baik
antara lokasi yang
teridentifikasi memiliki
nilai budaya, ilmu
pengetahuan, serta
sejarah yang tinggi
dengan rencana area
yang akan
dikembangkan.

2.2 1007o warga dapat
menjangkau
layanan
sosial/masyarakat
dalam waktu 10
menit

Sosial:
Penyediaan
layanan sosial yang
mudah diakses
sesuai dengan
standar yang
berlaku

1, Membangun taman dan
ruang-ruang publik,
dapat berupa tempat
ibadah, pasar, sekolah,
dan sarana kesehatan
di tingkat lingkungan
setara RT, RW,
kelurahan/desa,
maupun kecamatan
yang bisa diakses
seluruh lapisan
masyarakat sebagai
wadah untuk
menciptakan asimilasi
positif antar warga.

2. Menyediakan ruang
publik berskala regional
dan nasional yang
berorientasi pada
persatuan dan
kesatuan bangsa (alun-
alun, taman nasional,
museum, dan
sebagainya) dengan
penempatan lokasi
ruang publik yang akan
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memperkuat
kebhinekaan.

3. Melestarikan dan
mendaftarkan aset
budaya menjadi caga-r
budaya.

4. Menyediakan ruang
komunitas dengan
fungsi campuran lmixed
use) guna mendukung
integrasi aktivitas
masyarakat.

5, Menyediakan ruang
pembelajaran dart
pelatihan baik formal
maupun informal.

2.3 1007o ruang
publik dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal, kearifan
lokal, serta desain
yang responsif
gender dan
inklusif

Sosial:
Perwujudan simpul
yang kuat dan
inklusif antara
ruang publik
tingkat lokal,
regional, dan
nasional

Merancang ruang publik
dengan akses yang setara
dan bermartabat untuk
semua kelompok, antara
lain: penyandang
disabilitas, anak-anak dan
remaja, lansia, wanita,
dan orang-orang dari latar
belakang budaya yang
berbeda.

3. Terhubung,
Aktif, dan
Mudah
Diakses

3.1 807o perjalanan
dengan
transportasi
publik atau
mobilitas aktif

Mobllitae dau
Koaektlvltaa:
1. Pengembangan

angkutan
massal yang
terintegrasi
antar sub-pusat
Ibu Kota
Nusantara.

2. Mengembangkan
lebih dari 2
simpul
transportasi
publik skala
primer dan
sekunder di
setiap kawasan
dengan

1. Menyediakan
transportasi umum
multimoda di wilayah
yang memiliki
kepadatan tinggi untuk
menghubungkan
Wilayah Ibu Kota
Nusantara dengan
sekitarnya.

2. Menyediakan
transportasi umum
berbasis bus yang
menghubungkan antara
pusat lingkungan
dengan kawasan
berkepadatan
menengah dan rendah
di KIKN dan terintegrasi
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kepadatan tinggi
dan setidaknya I
simpul
transportasi
publik skala
sekunder di
kawasan dengan
kepadatan
rendah dan
sedang.

3. Waktu tempuh
moda
transportasi
berkelanjutan
yang kompetitif
dibandingkan
kendaraan
pribadi

dengan jalur pejalan
kaki dan sepeda,

3, Menyediakan simpul
transportasi publik
(stasiun, terminal, dan
halte) sesuai kebutuhan
dan sesuai dengan
standar pelayanan
minimal angkutan
umum Ibu Kota
Nusantara.

3.2 10 menit ke
fasilitas penting
dan simpul
transportasi
publik

Mobilltas daa
KoneLtlvltae:
Penyediaan
transportasi publik
yang mudah
diakses

Menyediakan simpul
transportasi umum untuk
seluruh pusat Iingkungan
dengan jarak 1O menit
untuk halte perhentian
primer dan 5 menit
berjalan kaki untuk halte
perhentian sekunder.

3.3 <50 menit Koneksi
transit ekspres
dari KIPP ke
bandara strategis
pada tahun 2030

Mobilltas dan
Konektivitag:
Transportasi
umum yang
menghubungkan
KIPP ke bandara
strategis

Menyediakan transportasi
umum berbasis jalan atau
rel yang menghubungkan
KIPP dan bandara
strategis (<50 menit).

4. Rendah
emisi karbon

4.1 Instalasi kapasitas
energi terbarukan
akan memenuhi
LOO% kebutuhan
energi Ibu Kota
Nusantara

Euergl:
Pasokan listrik
dengan berbagai
jenis pembangkit
listrik energi
terbarukan,
misalnya solarfarm
dan panel surya
atap di dalam
Wilayah Ibu Kota

1. Menyediakan lahan
untuk pembangunan
pembangkit listrik
terbarukan beserta
jaringan transmisi dan
distribusinya, serta
terkoneksi ke Sistem
Ketenagalistrikan
Kalimantan.
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Nusantara, serta
terhubung dengan
Sistem
Ketenagalistrikan
Kdimantan.

2. Menyediakan lahan
untuk gardu induk dan
distribusi untuk
interkoneksi dengan
Sistem
Ketenagalistrikan
Kalimantan.

3. Menyediakan lahan
untuk penyimpanan
energi, termasuk
hidrogen dan baterai.

4. Menyediakan smaft gid
untuk mengalirkan
listrik dan data dua
arah.

Energi:
Penyediaan gas
kota dari hidrogen
untuk
menggantikan gas
alam secara
bertahap.

1. Menyediakan lahan
untuk elektrolisis dan
penyimpanan hidrogen.

2. Menyediakan jalur pipa
gas'

4.2 60% penghematan
energi untuk
konservasi energi
dalam gedung

Lingkungan:
Penerapan
perangkat aturan
mengenai desain,
konstruksi, dan
cara pemeliharaan
bangunan yang
hemat energi

1. Menyediakal regulasi
mengenai desain,
konstruksi, dan
pemeliharaan
bangunan yang hemat
energi.

2. Melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan
bangunan gedung yang
hemat energi.

3. Mengimplementasikan
penyelenggaraan
bangunan gedung yang
hemat energi.
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4.3 Net zero emission
untuk Ibu Kota
Nusantara di 2045
di kawasan
256.142 hektare

Mobilltas dan
Konehlvltes:
Perwujudan
angkutan umum
dan moda
transportasi
berkelanjutan
bebas emisi pada
2045

1, Menyediakan moda
transportasi yang
berbasis listrik.

2. Menyediakan Stasiun
Pengisian Kendaraan
Listrik Umum (SPKLU)
yang memadai.

3. Menyediakan
infrastruktur
pendukung moda Power
Train lair:nya, misalnya
Hgdrogen hrcl Station.

5. Sirkuler dan
Tangguh

5.1 >lOYo dari lahan
256.142 hektare
tersedia untuk
kebutuhan
produksi pangan

Soslal:
Peningkatan
kapasitas petani
dan kelembagaau
sektor pertanian

1. Memberikan
penyuluhan kepada
petani.

2. Memperkuat kelompok
tani,

3. Mengembangkan sektor
pertanian berbasis
korporasi.

Sosial:
Pengembangan
kegiatan perikanan

1. Memberikal
penyuluhan kepada
nelayan khususnya
penerapan teknologi
untuk meningkatkan
nilai tambah.

2. Memperkuat kelompok
nelayan.

3. Mengembangkan
kegiatan perikanan
tangkap dan perikanan
budi daya.

4. Memberdayakan
UMKM pengolahan
hasil perikanan.

Lingkungau:
Intensifikasi
pertanian
berkelanjutan

1. Menetapkan lahan
pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B).

2. Melakukan intensifikasi
pertanian pada
kegiatan pertanian,
perkebunan,
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Hnstp Doskrlpcl IIPI Keb{iaLan Btratogl
Penataan Ruang

peternakan, dan
perikanan.

Llagkuagan:
Relokasi lahan
produksi pangan di
luar LP2B ke
Kawasan Sentra
Produksi Pangan

Memanfaatkan rencana
pembangunan Kawasan
Sentra Produksi Pangan di
Kalimantan Timur.

5.2 607o daur ulang
semua timbulan
limbah padat di
tahun 2045

Lingkuagan:
Penerapan
pemilahan, daur
ulang, dan
pengolahan
sampah

1. Memberikan imbauan
untuk mendaur ulang
sampah sejak dari
sumber.

2. Menerapkan pemilahan
sampah rumah tangga
berdasarkan jenisnya.

3. Menyediakan instalasi
daur ulang yang
dimanfaatkan oleh
seluruh kawasan lbu
Kota Nusantara.

4. Menyelenggarakan
sistem pengelolaan
persampahan yang
mendukung pemilahan
sampah dari hulu ke
hilir.

5.3 l0Oo/o air limbah
akan diolah
melalui sistem
pengolahan pada
tahun 2035

Air Llmbah:
Penyediaan SPALD-
Terpusat (IPAL dan
jaringan perpipaan)
yang menjangkau
seluruh kawasan

Menyediakan infrastruktur
SPALD- Terpusat (IPAL
dan jaringan perpipaan)
yang mampu mengolah air
limbah domestik sesuai
dengan peraturan yang
berlaku atau yang akan
dikembangkan.

6. Aman dan
terjangkau

6.1 Ranking 1O besar
kota paling layak
huni di dunia pada
tahun 2045

Llngkungan:
Menerapka:r sistem
pintar pemantauan
lingkungan hidup

Memasang alat
pema:rtauan dan fasilitas
pendukung lainnya.
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Prtnstp Derkrlpsl IIFI Keb{laLaa Etrategl
Penataan Rueng

Penanganan
bencana:
Menerapkan sistem
peringatan dini
multi ancaman
bencana

Memasang alat
pemantauan dan fasilitas
pendukung lainnya,

6.2 Pemukiman yang
ada dan terencana
di kawasan
256.142 hektare
memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting di 2045

Soeial:
Penyediaan akses
kawasan
permukiman
terhadap
infrastruktur
utama

1. Menyediakan
perumahan layak,
aman, dan terjangkau
yang memenuhi rasio
hunian berimbang.

2. Merencanakan sarana
dan prasarana umum
dan sosial di seluruh
Wilayah Ibu Kota
Nusantara dan tidak
hanya berfokus pada
KIPP, tetapi juga di
wilayah KIKN, WilaYah
Ibu Kota Nusantara,
dan wilayah yang
berbatasan langsung
dengan daerah sekitar
Ibu Kota Nusantara
sesuai dengan populasi
yang dilayaninya.

3. Menyediakan sarana
dan prasarana umum
dan sosial yang ada
dengan
mempertimbangkan
kebutuhan hingga
tahun 2045,

Penyediaau air:
TOOo/o air diperoleh
dari air permukaan
dan 100% akses air
minum aman

Menyediakan lahan untuk
bendungan dan sistem
penyediaan air minum.

Ketahanan
Bencana:
Penurunan risiko
banjir

1. Pembangunan
infrastruktur
pengendali banjir untuk
menurunkan besaran
serta menunda waktu
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banjir dan menahan
luapan air.

2. Menjaga area semPadan
sungai

3. Pemetaaan daerah
rawan banjir dan
pemasangan peil
banjir.

4. Penerapan standar
bangunan sesuai risiko
banjir.

6,3 Perumahan layak,
aman, dan
terjangkau yang
memenuhi rasio
hunian berimbang

Sorl,al:
Penyediaan
perumahan dengan
tipologi beragam di
luar perumahan
ASN

1. Menyusun peraturan
spasial dan turunannYa
serta sistem pembinaan
dan pengendalian
dalam pembangunan
lingkungan binaan
permukiman.

2. Menyediakan akses
hunian yang adil
melalui penyediaan
hunian berimbang.

3. Menyelenggarakan
peraturan bangunan
gedung (PBG) dan
sertifikat laik fungsi
(SLF) secara profesional
sebagai bagian dari
penataan ruang.

7. Kenyamanan
dan ehsiensi
melalui
teknologi

7.t Mewujudkan
peringkat sangat
tinggi dalam E-
Gouernment
Deuelopment lndex
(EGDI) oleh
Perserikatan
Bangsa-Bangsa

TIK:
Pengembangan
jaringan 5G atau
generasi terbaru,
pusat data tepi,
serta penerapan
teknologi kota
cerdas (smart citgl

1. Menyediakan lahan
untuk infrastruktur
janngan
telekomunikasi.

2. Menyediakan pusat
data tepi.

7.2 l0O% konektivitas
digital dan
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK) untuk semua

TII(:
Pengembangan
jaringan 5G atau
generasi terbaru

Menyediakan lahan untuk
infrastruktur jaringan
telekomunikasi.
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penduduk dan
bisnis

7.3 >75o/o Kepuasan
Dunia Usaha atas
Layanan Digital

TIK:
Pengembangan
jaringan 5G atau
generasi terbaru

Menyediakan lahan untuk
infrastruktur jaringan
telekomunikasi.

8. Peluang
ekonomi
untuk
semua

8.1 O7o kemiskinan
pada populasi Ibu
Kota Nusantara
pada tahun 2035

8.2 Pendapatan
domestik regional
bruto (PDRB) per
kapita (setara
ekonomi)
berpendapatan
tinggi

Mobllitae dan
Konektlvltas:
Peningkatan
konektivitas
antarwilayah

Memperkuat jalur Iogistik
yang menghubungkan
berbagai lokasi
kegiatan/ aktivitas dengan
pelabuhan dan bandara
melalui jaringan jalan dan
jaringan kereta api.

8.3 Rasio Gini regional
terendah di
Indonesia pada
2045

4.1.1 Arahan Perencanaan Struktur Ruang

Arahan perencanaan struktur ruang di Wilayah Ibu Kota Nusantara terdiri atas
rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan dalam
wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasa-rana (infrastruktur) wilayah.

4.1.1. I Sistem Pusat Kegiatan

Rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan di Wilayah Ibu Kota
Nusantara dirumuskan dengan mempertimbangkan:

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah berdasarkan dokumen
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
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b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah dalam rangka
mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan;

c. Analisis fisik kawasan berupa area potensial yang dapat dikembangkan
(go/ no-go areal;

d. Daya dukung dan daya tampung lingkungar hidup wilayah;

e. Sebaran pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan kegiatan
administrasi/ pelayanan publik.

Berdasarkan kriteria tersebut, Ibu Kota Nusantara dirancang terdiri atas 3 pusat
kegiatan primer dan 3 pusat kegiatan sekunder dengan fungsi-fungsi yang dapat
dilihat pada Tabel 4-4 dan sebaran lokasinya sebagaimana pada Gambar 4-1.

Tabel 4-4 Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Ibu Kota Nusantara

Jcals h.rt hu.t l(8datrtt EuaErt Itu

Pu sat
Primer

Kegiatan Pusat Pemerintahan
Nasional (KIPP)

1. Pusat Pemerintahan Nasional
2. Perkantoran dan jasa komersial
3. Pusat pendidikan, MICE, dan olahraga
4. Pusat kesehatan

Pusat Kegiatan Ibu
Kota Nusantara Barat

1. Perkantoran
2. Kawasan bisnis dan komersial
3. Industri 4.0
4. Wisala alam dan budaya ekowisata

Pusat Kegiatan Ibu
Kota Nusantara Timur

1. Perkantoran
2, Pusat inovasi dan pengembangan talenta
3. Wisata kesehatan (healthcare hubl
4. Pendidikan tinggi

Pusat Kegiatan
Sekunder

[}usat Kegiatan Ibu
Kota Nusantara Utara

1, Pusat kegratan agrikultur dan riset pangan
2. Ekowisata

Pusat Administrasi
Muara Jawa

1. Pusat pelayanan publik
2, Pusat kegiatan berbasis perikanan

Pusat Administrasi
Samboja

1. Pusat pelayanan publik
2, Pusat kegiatan berbasis pertan'ian
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Gambar 4-1 Peta Konsep sebaran Pusat Kegiatan Ibu Kota Nusantara
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4.1.1.2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi di Wilayah lbu Kota Nusantara bertujuan
untuk menghubungtan Ibu Kota Nusantara terhadap wilayah sekitar, mengacu

pada penjelasan prinsip dasar dan strategi infrastmktur transportasi pada Sub

Sub Bab 3.6.6 Mobilitas dan Konektivitas.

\"

ti
nt
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Gambar 4-2 Peta Rencana Jaringan Transportasi wilayah lbu Kota Nusantara
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Rencana pada setiap sistem jaringan transportasi di Wilayah lbu Kota Nusantara

sebagaimana dilihat pada Gambar 4-2 tetdiri atas:

a. Sistem angkutan umum massal berbasis rel, direncanakan terdiri atas

(Gambar a-3):

t. Jalur kereta api (KA) yang melayani mobilitas penumpang dan

menghubungkan kawasan perkotaan di Ibu Kota Nusantara dengan

simpul konektivitas di Balikpapan, di antaranya:

a) I(A akses Bandara Sepinggan-Karang Joang*Samboja-Ibu Kota

Nusantara.

e)
4

KQIi
0olrlpBpE
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b) KA perkotaan dari Ibu Kota Nusantara ke simpul konektivitas
seperti Bandara Sepinggan dan Pelabuhan Semayang.

2. Jalur kereta api antar kota untuk pengangkutan penumpang dan
barang menuju pelabuhan logistik, di antaranya:

a) KA Penumpang Trans Kalimantan (koridor Samarinda-
Balikpapan-Penajam Paser).

b) KA Barang Trans Kalimantan (koridor Samarinda-Balikpapan-
Penajam Paser).

b. Sistem jaringan transportasi darat berbasis jalan, direncanakan terdiri atas

(Gambar 4-3):

J. Jaringan j a-lan tol, di antaranya:

a) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

b) Jalan Tol Balsam-Oufer Nng Road KIPP.

c) Jalan To1 Jembatan Pulau Balang-KIPP.

2. Jaringan jalan arteri primer, di antaranya:

a) Jalan Sp. Samboja-lbu Kota Nusantara;

b) Ruas Ibu Kota Nusantara-Sp. Petung.
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Gambar 4-3 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Berbasis Jalan dan Rel
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c Sistem simpul konektivitas ffaringan transportasi laut dan udara) memiliki
fungsi strafegis sebagai gerbang utama pergerakan barang dan orang' baik
dornestik maupun internasional untuk menunjang pencapaian strategi
ekonomi Ibu Kota Nusantarayarlgterdiri atas (Gambat 4-41:

1. Pelabuhan utafiIa untuk logistik internasional dan penumpang
internasional di Kota Balikpapan, di antaranya:

a) Pelabuhan Kariangau (Kaltim Kariangau Terminal).

b) Pelabuhan SemaYang.

2. Pelabuhan pengumpul untuk logistik dan penumpang, di antaranya:

a) Pelabuhan Kuala Samboja'

b) Pelabuhan Palaran di Kota Samarinda.

c) Pelabuhan Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara.

8ri,k!ts;n
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3. Bandar udara (bandara) penumpang komersil, di antaranya:

a) Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di
Kota BalikPaPan;

b) Bandara Aji Pangeran Trrmenggung (APT) Pranoto di Kota

Samarinda.

Gambar 4-4 petaRencana Sistem Simpul Konektivitas (Jaringan Transportasi Laut dan Udara)
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4.1.1.3 Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Pendukung

Rencana sistem jaringan infrastruktur di Wilayah Ibu Kota Nusantara secara

umum telah dijehs[an dalam Sub Bab 3.6 Prinsip Dasar dan Strategi
Infrastruktur yang terdiri atas:

Sistem jaringan infrastmktr,rr energi dan ketenagalistrikan yang
direncanakan unttrk Ibu Kota Nusantara berupa jaringan listrik dan gas.

Pasokan listrik tersebut direncanakan berasal dari listrik yang diproduksi
di lbu Kota Nusantara (1OO persen dari energi-terbanrkan) dan dari Sistem

a.

X!la
Borlkpa
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Ketenagalistrikan Kalimantan. Pasokan gas akan berasal dari sistem

Kalimaitan (gas bumi) dan gas hic rogen yang dihasilkan di Ibu Kota

Nusaltara, mengacu pada suu gau 3.6,7 Infrastruktur Energi' Jaringan
infrastmktur energl yang dibutuhkan akan meliputi:

1. Produksi listrik dari panel surya pada atap bangunan, ladang surya

lsolar fanri, serta pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan
lainnya di dalam Wilayah lbu Kota Nusantara'

2. Jaringan distribusi listrik di dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara dan
jaringln transmisi termasuk interkoneksi dengan Sistem

Ketenagalistrikan Kalimantan.

3. Penyimpanan energi seperti baterai dan gas hidrogen'

4. Jaringan gas bumi di dalam Ibu Kota Nusantara, termasuk
gardu/stasiun pengatur tekanan gas bumi dan stasiun konektivitas
dengan Sistem Jaringan Gas Bumi Kalimantan'

Gambar 4-5 Peta Rencana sistem Jaringan Infrastruktur Energi
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Sistem jaringan infrastruktur sumber daya air yang telah dijelaskan pada
prinsip dan strategi Sub Sub Bab 3.6.4 Infrastruktur Air, direncanakan
akan memanfaatkan sumber air yang berasal dari:

t. Intake Sungai Sepaku;
2. Bendungan Sepaku Semoi;
3. potensi Bendungan Batu LePek;

4. potensi air baku dari Sungai Mahakam untuk memenuhi kebutuhan
air baku lbu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya;

5. potensi lain yang telah diidentiltkasi namun memerlukan investigasi
lanjutan dalam aspek kelayakan dan detail desain menggunakan
protokol berkelanjutan;

6. memaksimalkan dari Bendungan Samboja yang telah dibangun.

Adapun untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan dibangun di
beberapa lokasi untuk memenuhi kebutuhan air minum aman dan 3K
(kualitas, kuantitas, dan kontinuitas). Instalasi Pengolahan Air Minum (lPA)

akan berlokasi dekat dengan sumber air baku.

Sebagai tambahan, aspek infrastruktur untuk mendukung ketahanan
terhadap daya rusak dan konservasi air untuk Wilayah Ibu Kota Nusantara
akan mengedepankan fungsi selaras dengan alam. Jaringan koridor hijau
biru akan dibangun sesuai dengan prinsip kota spons. Sistem utama
Pengendalian banj ir Sebagai perlindungan terhadap daya rusak juga
ditargetkan untuk mampu meiindungi terhadap banjir dengan probabilitas
kala ulang 1O0 tahunan.

Pengelolaan air limbah pada Wilayah Ibu Kota Nusantara akan dikelola
dengan menggunakan sistem terpusat. Pengelolaan air iimbah domestik,
akan menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
(SPALD-T), di mana air limbah domestik akan dialirkan dari masing-masing
blok I parcel menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)
dengan menggunakan jaringan perpipaan air limbah domestik yang
memanfaatkan kontur alami di sepanjang riparian sungai. Sementara,
untuk air limbah berkarakteristik non-domestik yang dihasilkan dari
kegiatan industri atau air limbah yang dihasilkan dari kegiatan lain yang
karakteristiknya tidak serupa dengan air limbah domestik tidak dapat
disalurkan dan diolah bersama dengan air limbah domestik serta harus
memiliki pengolahan tersendiri. Apabila air limbah berkarakteristik non-
domestik akan dialirkan ke jaringan perpipaan air limbah domestik, maka
perlu dilakukan pra-pengolahan sebelum dialirkan ke jaringan perpipaan

c

b.
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air limbah domestik tersebut. Ketentuan mengenai karakteristik air limbah
yang dapat dibuang ke jaringan perpipaan air limbah domestik tersebut

^tri ai"tr. oleh Pemerintah/Lembaga yang memiliki kewenangan untuk
mengelola air limbah domestik di Wilayah ibu Kota Nusantara'

Area dalam wilayah Ibu Kota Nusantara yang belum bisa terlayani oleh

SPALD-T atau berada di luar kemampuan pengembangan jaringan
perpipaan SPALD-T yang sudah direncanakan, dapat dilayani dengan

bpnf.b-f skala permukiman yang telah dijelaskan pada prinsip dan strategi

Sub Sub gaU b.O.S Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah. Lokasi akan
ditentukan setelah studi kelayakan lebih Ianjut dengan memperhatikan
area yang dapat dan tidak dapat dikembangkan.

Sistem pengelolaan persampahan direncanakan dengan berbagai

infrastruktur'pengolahan sampah untuk mengolah berbagai jenis sampah
sesuai dengan ka-rakteristiknya, mengacu pada prinsip dan strategi Sub

Bab 3.6.2lnfrastruktur Persampahan. Rencana infrastruktur persampahan

di Ibu Kota Nusaltara terdiri atas:

t . Pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah sejak dari sumbernya'

2. Pengumpulan sampah dengan kontainer komunal untuk bangunan
horizontal.

3. Pengangkutan sampah menggunakan armada truk sampah dan sistem
pneumatic.

4. Pengolahan samPah Pada TPST.

5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di KIKN untuk menampung residu
pengolahan sampah.

Lokasi akan ditentukan setelah studi kelayakan lebih lanjut dengan

memperhatikan area yang dapat dan tidak dapat dikembangkan'

Sistem jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang
direncanakan mendukung strategi teknologi informasi dan komunikasi
pada Ibu Kota Nusantara yang sebelumnya telah dijelasakan pada Sub Bab

3.6.8 Infrastruktur TIK, sebagai berilmt (Gambar 4-6):

1. jaringan bergerak seluler 5G atau generasi terbaru akan dibangun
tertahap, dimulai dari KIPP. Jaringan bergerak seluler akan tetap
dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi terbaru'

2. jaringan Pita Lebar Serat Optik ata:u Fiber Broadband ke lokasi
perkantoran, perumaltan, komersial, dan lokasi lainnya, serta
jaringan Last Mle p"Y1X (Ftber To Tle Xl , J aringan Serat Backhaul atau
Fiber Backhaul ke seiuruh lokasi area perkotaan; dan

f.
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pusat Data yang terdiri atas Pusat Data Pemerintah Rrsat lGouernment
bata Centirsl berlokasi di KIPP dan Pr.rsat Data Tepi (Edge Data
centers) berlokasi di KIKN dan Wilayah Ibu Kota Nusantara'

Gambar 4-6 peta Rencana Sistem Jaringan lnfrastrulrtur Teknologi Informasi dan Komunikasi
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Sistem Infrastrurktur Pertahanan dan Keamanan meliputi rencana
penempatan sistem pertahanan dan keamanan yang telatr dijelaskan pada
'SuU gaU 3.9 Prinsip basar dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota
Nusantara, ysng terdiri atas:

1, Satuan TNI AD, terdiri atas batatyon infanteri (yonifl, batalyon kavaleri
(yonkav), batalyon artileri pertahanan udara (yonarhanud);

2. Satuan TNI AL, terdiri atas komando daerah maritim (kodamar),

pasukan marinir (pasmar), fasilitas pelabuhan (faslabuh);

a
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3 Satuan Kepolisian, terdiri atas korps brigade mobil (korbrirnob),

detaseme., khrr"r" 88 anti teror (Densus 88), direktorat polisi satwa

(ditpolsatwa), brigade mobit batalyon (brimob yon) D, kepolisian sektor

(polsek), dan taman makam.

Gambar 4-7 Peta Rencana sistem Jaringan Infrastruktur Pertahanan dan Keamanan
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4.L.2 Arahan Perencanaan Pola Ruang

Arahan perencanaan pola ruang di Wilayah Ibu Kota Nusantara terdiri atas

rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan
ruang .,tttut fungsi budi daya. Analisis daya dukung dan daya tampung
lingkingan hidup (DDDTLH) yang disusun berdasarkan ketentuan di ddam
Un-ctanglgndang No*or 32 Tahun-2}Og tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkuigan Hiiup menjadi dasar dari penentuan arahan perencanaan pola

ruarrg. Arahan perencanaan pola ruang untuk Wilayah Ibu Kota Nusantara
dapat dilihat pada Gambar 4-8 berikut.

l
i

o
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Gambar 4-8 Peta Rencana Pola Ruang wilayah Ibu Kota Nusantara
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Arahas perencanaan pola ruang tersebut disusun sebagai alokasi ruang untnk
berbagai kegiatan sbsial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian

fingkulngan dalam kawasan perencanaan ber teknis dan
strategi penataan ruang, termasuk indikator ki yarg telah
dirumuskan, Salatt satu t<pl pada Wilayah Ibu ditetapkan
adalah tersedianya kawasan hijau 75 persen dari luasan total yang terdiri atas

65 persen kawasan lindung dan 10 persen kawasan pertanian.

Selain dari kawasan lindung yarg tercantum di dalam arahan perencanaan pola

ruang, target alokasi ruang untuk 65.persen kawasan lindung juga dipenuhi
rnelalui tambahan dari alokasi ruang terbuka hijau di kawasan fungsi
pengembang€u'r ibu kota (KIKN) serta upaya rehabilitasi area bekas tambang.
bistriUusi pemenuhan 65 persen kawasan lindung tersebut dapat dilihat pada
Tabel 4-5 berikut:
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Tabel 4-5 Rencana Kawasan Lindung

Brncsna Pola Rurag Luar lHa) Propottl Lant lohl

Rimba Nusantara 64.574,55 25,21

Rimba Kota 81.432,97 31,80

Kawasan Perlindungan SetemPat 9.944,40 3,88

Kawasan Ekosistem Mangroue t1.652,73 4,55

Kawasan Perairan 5.891,95 2,3O

Total 179.4ft6,6 57r73

Sementara itu, pemenuhan alokasi 10 persen ruang untuk kawasan pertanian
diperoleh dari luas kawasan pertanian kondisi saat ini yang sudah tercantum
aatam arahan perencanaan pola ruang serta kawasan perikanan. Distribusi
pemenuhan proporsi 10 pers;n kawasan pertanian tersebut dapat dilihat pada

Tabel 4-6 berikut:

Tabel 4-6 Rencana Kawasan Pertanian

Ronoena PoIr Ruang Luar (Hal Proporel tue* (%l

Kawasan Pertanian 42.t93,65 L6,47

total +2.19A,66 lar47

Adapun sebaran kawasan pada rencana pola ruang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4-7 Persebaran Rencana Kawasan pada Wilayah Perencanaan

Kr.lBhrd Fqtr tuang tdrf ruxr HPfTN{

I(awasan Llndurg
Kawasan Rimba Nusantara a

Kawasan Rimba Kota a a a

Kawasan Perlindungan
Setempat

o a a a

Kawasan Ekosistem
Mangroue

a a a

Kawasan Perairan a a a o
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Pote Ruttlg

Ihd Lohrrl

;trInp Iffi{ ffii(

Kasalan Budl daYa

Kawasan Permukiman a a a

Kawasan Pariwisata a a

Kawasan Pertahanan dan
Keamanan

a a a

Kawasan Energi dan
Infrastruktur

a a

Kawasan Peruntukan
Industri

a

Kawasan Pertanian a a

Kawasan Perikanan a a

4.2 Kawasan lbu Kota Nusantara (KIKNI

Pendekatan di dalam penyusunan arahan perencanaan ruang pada kawasan

KIKN adalah sebagai berikut:

a.. memastikan distribusi yang merata artara ruang perkantoran, ruang

hunian, layanan publik, dan-lahan hijau di dalam kawasan perkotaan;

b. menyed,iakan ragam tipe hunian di tiap-tiap kecamatan, yaitu daerah

jangkauan berjalan kaki 10 menit berdasarkan sebaran perekonomian

masyarakat se[ingga tercipta hunian yang mudah dijangkau bagi seluruh

masyarakat;

c. melestarikan daerah yang memiliki kerentanan tinggi (ekologis maupun

geologis), sebagai daerah hijau atau Dengembangan non-perkotaan,

i.i."i""V" kawaslan pertanian, hutan, atau daerah konservasi;

d. meminimalkan relokasi permukiman yang sudah ada; dan

e. meningkatkan integrasi dengan masyarakat lokal (transmigran/adat)

dalam kegiatan ek"onomi "Jhi.rgg, 
dapat bersama-sama mendukung

keberlanjutan dan ketahanan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan analisis di atas, ditentukan area yang dapat dikembangkan dan

yang tidak dapat dikembangkan. Area pengembangan KIKN terdiri atas:

a. wilayah yang dapat dikembangkan atau kawasan pengembangan

perkotaan denlan totat 14 area perkotaan yang tersebar pada setiap pusat
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kegiatan tersebut. Area perkotaan ini diintegrasikan dengan sistem jaringan

lrr"rrsportasi dan jaringan infrastruktur untuk menciptakan keterpaduan

pembangunan dalam 
-kawasan, mewujudkan keserasian pembangunan

kawasan pengembangan KIKN dengan kawasan sekitarrrya, serta untuk
mewujudliarr perer.canaan ruang wilayah KIKN yang berkualitas.

Gambar4-gPetaRencanaAreaPengembanganPerkotaanKIKN
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b. Kawasan bukan perkotaan yang akan menjadi pendukung kawasan
perkotaan sePerti:

1. daerah perbukitan sebagai kawasan denga-n alam yang sensitif y?tg
berlereng d.an memiliki klkayaan alam yang akan dipertahankan dan

dilestariian. Pengembangan di kawasan ini sangat dibatasi sesuai

dengan daya dukung alamnya. Kawasan hutan ini memiliki potensi

men]adi tempat aktivitas masyarakat serta konsep pengembargan
pariwisata yang berorientasi pada budaya dan keseimbangan alam
(ecocttltrtrel di dalam KIKN;
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a

ruang hijau dan ruang biru yang terletak di selatan KIPP merupakan
daerah yang dibatasi pengembangannya sebagai upaya untuk
membatasi pengembangan kota ke arah selatan dan mencegah

perluasan yang tidak tertata (sprau4; dan

kawasan lahan basah yang terbagi menjadi dua karakter:

a) daerah konservasi bakau, yaitu kawasan bakau di Teluk
Balikpapan sebagai kawasan lindung; dan

b) daerah pertanian lahan basah, yaitu mencakup daerah yan€ saat' ini dihuni oleh masyarakat transmigran, terutama di daerah
Sukaraja dan Tengin Baru.

Arahan perencanaan ruang di wilayah KIKN juga disusun dengan mengacu

kepada pertimbangan k$utuha' ruang di dalam KIKN berdasarkan
p.itritr.rgr., proyeksi ekonomi dan pendudukyang akan tinggal dan beraktivitas
il XtXru. F...r"".rr.., distribusi kepadatan penduduk dalam kawasan perkotaan

KIKN ini diiakukan dalam dua bentuk pendekatan, yaitu distribusi penduduk
dan rencana struktur kawasan. Distribusi penduduk dan akomodasi kebutuhan
ruang diterjemahkan dari proyeksi populasi dan kegiatan yang akan ditampung
di kawasan perkotaan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan analisis tersebut,

diperoleh seLaran jumlah penduduk yang dapat ditampung. (kepadatan

penduduk) pada setiap area perkotaan sebagaimana yang ditunjukkan pada

Gambar 4-10 berikut.
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Gambar 4-10 Peta Rencana Persebaran Kepadatan Penduduk di Area Perkotaan KIKN

KIKN direncanakan terdiri atas empat pusat kegiatan, yaitu: tiga pusat kegiatan

primer (Ptrsat Pemerintahan atau Kawa (KIPP)'

ifusat Kegiatan Ibu Kota Nusantara Barat antara)'

Rrsat Kefiatan Ibu Kota Nusantara Timur antara)'

serta satu pusat kegiatan sekunder yaitu Pusat Kegiatan Ibu Kota Nusantara

Utara (Kawasan Hijau utara) dengan merujuk pada Gambar 4-11' Pusat

kegiatan primer dalam KIKN dit
mendukung kawasan dengan
keberadaan stasiun kereta antar ko
Simpang Samboja, Kota BalikPaPan, I

sekunder di KIKN] merupal<an pengembangan area perkotaan dengan kepadatan
relatif lebih rendah d"r, tiaak terhubung secara langsung dengan Kota

Balikpapan dan Kota Samarinda.
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Gambar 4-11 Peta Rencana hrsat Kegiatan dan Area Perkotaan di KIKN
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Untuk mencapai indikator kinerja utama, arahan perencanaan ruang di wilayah
KIKN merujuk pada kebijakan dan strategi penataan ruuulg sebagaimana

tercantum pada Tabel 4-8 berikut ini:

Tabel 4-8 Arahan Perencanaan Ruang pada KIKN berdasarkan KPI

Hnrtp I EPI f,cb{frtra attrtejl Frtrtma Ruaag

1. Selaras
dengan Alam

l.l >75o/o dari
256.142
hektare area
untuk ruang
hijau (65%
area dilindungi
dan 10%
produksi
pangan)

Ltngkungao
1. Mempertahankan

hutan yang ada
2. Melestarikan

keanekaragaman
hayati

3, Mempertahankart
siklus alami air
dengan penerapan
prinsip kota spons

1. Menyusun perencanaan
ruang berdasarkan daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup dan
keanekaragaman haYati

2. Menetapkan dan
melestarikan kawasan
lindung pada KIKN untuk
meningkatkan
keanekaragaman hayati
dan mencapa,t' Netkro
Emissron
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Stretegl Penataan RuangKeb{fakanDeskrlpel KPIHnslp
3. Melaksanakan restorasi

hutan
4. Memaksimalkan

pengurangan limPasan
permukaan dan.
penampungan air hujan
dengan ruang terbuka
biru dan kolam kolam
tampungan

5. Mengembangkan ruang
terbuka hijau dan biru
yang saling berhubungan,

6. Memaksimalkan
peresapan air hujan ke

dalam tanah melalui
intervensi desain berPori
di seluruh kota

1. Memanfaatkan semPadan
sungai dan danau, serta
lahan kritis sebagai ruang
terbuka hijau

2. Memastikan ruang
terbuka hijau mudah
diakses

LingLungan:
Menyediakan ruang
terbuka hijau Yang
mudah diakses

100 %
penduduk
dapat
mengakses
ruang hijau
rekreasi dalam
10 menit

t.2

Menerapkan konseP ataP
hrjau (green rooJl dan green
uralls dalam bangunan

Llngkungan:
Menerapkan konseP
bangunan ramah
lingkungan

1. Mengurangi limPasan
permukaan skala
lingkungan Permukiman
hingga skala kawasan, di
rnana t0O% bangunan
dan gedung meneraPkan
kebijakan Zero Delta Q

2. Memaksimalkan
pemanenan air hujan
dalam skala rumah,
gedung, dan kawasan,
termasuk Penerapan
green roofioP

Llngkuagan:
Mempertahankan
siklus alami air
dengan penerapan
prinsip kota sPons

100 %
penggantian
ruang hijau
untuk setiap
bangunan
bertingkat
institusional,
komersial, dan
hunian

1.3
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$trategl Perrataaa RuangKebtJakanDeekrlpri KPIPrlnotp

1. Mengakui dan melindungi
hutan adat dan kamPung
adat bagi masYarakat
adat setemPat

2, Melibatkan masYarakat
lokal dalam kegiatan
ekonomi yang
dikembangkan di Ibu
Kota Nusantara

3. Meminimalisasi relokasi
permukiman eksisting

Sosial:
Mengintegrasikan
masyarakat eksisting
dan pendatang

2.7 100% integrasi
seluruh
penduduk

1. Menyediakan hunian
berbagai tipe Yang
mewadahi berbagai
pendaPatan masYarakat
(mixe d-income lnusingl
untuk memberikan
kemudahan akses
layanan sosial dan
layanan dasar

2. Menempatkan fasilitas
layanan publik dalam
kawasan Perkotaan Yang
terintegrasi dengan
simpul transPortasi
umum massal

Sosial:
Menyediakan laYanan
sosial sesuai standar
yang berlaku dan
mudah diakses

2.2 1007, warga
dapat
mengakses
layanan
sosial/masyara
kat dalam
waktu 10
menit

Menciptakan fasilitas umum
yang inklusif dengan desain
yang memenuhi standar
universal

Soslal:
Menyediakan fasilitas
dan jaringan
infrastruktur yang
inklusif

100% ruang
publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif
gender inklusif

2.3

2. Bhinneka
Tunggal Ika

Menyediakan sistem
transportasi umum serta
fasilitas perPindahan
multimoda di wilaYah KIKN

Mobilltas dan
Konektlvltas:
Memprioritaskan
penggunaan
transportasi umum

SOVI
perjalanan
dengan
transportasi
publik atau
mobilitas aktif

3.I3. Terhubung,
Aktif, dan
Mudah
Diakses
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Hnslp Deetrlpel KPI KebllaLan Stratagl Peaatlan Ruatg

3.2 10 menit ke
fasilitas
penting dan
simpul
transportasi
publik

Mobllites dan
Konektivitas:
Menciptakan
lingkungan yang
ramah terhadap
pejalan kaki

Menyediakan jaringan non-
motorized yang memadai dan
terintegrasi dengan
transportasi umum

Mobllltaa dan
Kosektlvltas:
Menyediakan fasilitas
umum dan layanan
sosial yang mudah
diakses

1. Mendistribusikan hunian
secara proporsional
berdasarkan sarana
transportasi massal agar
dapat mencaPai
bangkitan yang oPtimal

2. Menempatkan fasilitas
umum dan layanan sosial
dalam kawasan
perkotaan yang
terintegrasi dengan
simpul transPortasi
umum massal

3.3 <50 menit
koneksi transit
ekspres dari
KIPP ke
bandara
strategis pada
tahun 2030

Mobllltae dan
Konektivitas:
Menciptakan
konektivitas .vang
tcrintegrasi antar
satu pusat wilayah
dengan pusat wilaYah
lainnya

1. Menghubungkan simPul
transportasi regional
dengan angkutan u!:num
massal di dalam KIKN

2. Memberikan konektivitas
yang mudah dan
langsung menuju KIKN

4. Rendah
emisi karbon

4.1 Instalasi
kapasitas
energi
terbarukan
akan
memenuhi
IOO/o
kebutuhan
energi Ibu Kota
Nusantara

Euergl:
Mendukung peralihan
penggunaan energi
menjadi energi
terbarukan

1. Menyediakan
infrastruktur energi
terbarukan yang
menjamin ketersediaan
dan distribusi energi
terbarukan di Ibu Kota
Nusantara

2. Menyediakaa
infrastruktur Pendukung
peralihan penggunaan
gas alam ke gas hidrogen

4.2 600/o
penghematan
energi untuk
konservasi

Llngkungan:
Menerapkan desain
pasif untuk
mengurangi konsumsi
energi

1. Menerapkan PrinsiP-
prinsip desain Pasif Pada
bangunan dalam KIKN

2. Menerapkan tata letak
bangunan sesuai dengan
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Hnefp DeeLrlpsl KPI Keb{falen Strategl Peastean Ruaag

energi dalam
gedung

arah jalur angin dan
penempatan rrang
terbuka hijau

4.3 Net zero
emisston untuk
Ibu Kota
Nusantara di
2045 di
kawasan
256,142
hektare

Mobilltae dau
Kouektlvltas:
Mengoptimalkan dan
mengurangi
penggunaan energi

Menciptakan pengembangan
kawasan dengan fungsi
campuran yang terintergasi
dengan sistem transportasi
massal

6. Aman dan
tedangkau

6.1 Ranking 10
besar kota
paling layak
huni di dunia
pada tahun
2045

Soslal:
1. Menciptakan kota

yang layak huni
yang memberikan
rasa aman bagi
masyarakatnya

2. Menerapkan
pengembangan
lahan perkotaan
dengan konsep
campuran

1. Mendistribusikan
penduduk secara
proporsional berd asarkan
sa-rana transportasi
massal agar dapat
mencapai bangkitan yang
optimal

2. Menerapkan perencanaan
tata ruang dengan fungsi
campuran y€rng
terintegrasi dengan
transportasi publik

Llngkungan:
Menerapkan sistem
pintar pemantauan
lingkungan hidup

1. Membangun pusat
kendali dan sistem
terpadu

2. Memasang alat
pemantauan dan fasilitas
pendukung lainnya

Penanganan
bencana:
Menerapkan sistem
peringatan dini multi
ancaman bencana

1. Membangun pusat
kendali dan sistem
terpadu

2. Memasang alat
pemantauan dan fasilitas
pendukung lainnya

6.2 Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan
256.r42
hektare

Permuklman:
Menyediakan layanan
dan fasilitas umum
yang mudah dial<ses

1. Mendistribusikan layanan
umum yang terintegrasi
dengan simpul
transportasi umum

2. Menyediakan hunian
berbagai tipe yang
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Prlnelp Deskrlpcl IIPI Keb{falan Strategl Pcaataan Rueng

memiiiki akses
terhadap
infrastruktur
penting di
2045

mewadahi berbagai
pendapatan masYarakat
(mtxe d -inc o me hou singl
untuk memberikan
kemudahan akses
layanan sosial dan
Iayanan dasar

3. Menyediakan layanan
masyarakat dan akses
bagi penghuni kawasan
non-perkotaan KIKN,
misalnya pada kawasan
masyarakat adat dan
kawasan permukiman
yang sudah ada

Peayedlaan alr:
7OO% air diperoleh
dari air permukaan.
dan 100% akses air
minum amarl

Menyediakan lahan untuk
sistem penyediaan air
minum

Ketahaaan Bencaua:
Penurunan risiko
banjir

1. Pembangunan
infrastruktur pengendali
banjir untuk menurunkan
besaran dan menunda
waktu banjir, menahan
luapan air

2. Menjaga area sempadan
sungal

3. Pemetaaan daerah rawan
banjir dan pemasangan
peil banjir

4. Penerapan standar
bangunan sesuai risiko
banjir

6.3 Perumahan
layak, arnan,
dan terjangkau
yang
memenuhi
rasio hunian
berimbang

PeruuLlman:
Memastikan
penyediaan
perumahan yang
inklusif, aman, dan
terjangkau

Menyusun regulasi dan
kebijakan terkait penyediaan
perumahan yang daPat
diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat
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Catatan: Prinsip dan Strategi diselaraskan dengan Bab 3 Prinsip Dasar Pembangunan Ibu Kota Nusantara

4.2.1 Arahan Perencanaan Struktur Ruang

Arahan Rencana Struktur Ruang KIKN disusun berdasarkan pusat-pusat
pelayanan dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Rencana Pusat Pengembangan
Pelayanan di KIKN ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang dicantumkan
pada Sub Bab 3.6.5 mengenai Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas
Sosial, yang juga berdasarkan kriteria berikut:

a. kebutuhan ruang untuk kegiatan perekonomian, pemerintahan, serta
layanan masyarakat berdasarkan target PDRB KIKN, dengan
mempertimbangkan kelestarian lingkungan;

b. mempertirnbangkan kondisi fisik kawasan berupa potensial kawasan yang
dapat dikembangkan (Go area/ No-Go areal;

c. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup wilayah; dan

d. mempertimbangkan efisiensi transportasi publik.

Berdasarkan sistem rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan di
wilayah KIKN terdiri 14 area perkotaan dikelompokan menjadi 3 pusat kegiatan
primer dan 1 pusat kegiatan sekunder (lihat Gambar 4-11), dengan titik berat
pengembangan yang disesuaikan dengan strategi kegiatan ekonomi pada Sub
Bab 3.2, sebagai berikut:

Huclp Deslrrlpel KPI Keb{fakan Strategl Peaetaaa Ru*lg

7. Kenyamanan
dan ef,rsiensi
melalui
teknologi

7.r Mewujudkan
peringkat
sangat tinggi
dalam E-
Gouernment
Deuelopment
Index (EGDI)
oleh
Perserikatan
Bangsa-Bangsa

TIK:
Menerapkan sistem
pemantauan kinefa
perkotaan berbasis
digital untuk
meningkatkan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
perkotaan

1. Mengembangkan sistem
pemantauan kinerja
perkotaan berbasis digital
yang mudah diakses

2. Menetapkan standar dan
prosedur sistem
pemantauan kinerja
perkotaan berbasis digital
dengan menggunakan
mekanisme berbagi pakai
data

3. Sosialisasi sistem
pernantauan kinerja
perkotaan berbasis digital
kepada masyarakat
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1 Pusat Pemerintahan (IUPP) yang akan mewadahi kegiatan
pemerintahan nasional, kegiatan ekonomi (perkantoran dan jasa),

Legiatan pendidikan, MICE dan pusat olahraga, kegiatan kesehatan,

serta kawasan permukiman.

Pusat Kegiatan Ibu Kota Nusantara Barat yang akan mewadahi

kegiatan ekonomi pada skala nasional, kegiatan permukiman,
ke[iatan perekonomian pendukung pada skala kota dan 1okal, serta

fasilitas liyanan m."yat"ku't termasuk pada skala nasional, regional,
dan lokal. Pengembangan pada kawasan ini akan dititikberatkan pada

kawasan di sekitar stasiun kereta antar kota yang menghubungkan
lbu Kota Nusantara Barat dengan KIPP, Ibu Kota Nusantara Timur,
bandara, dan Kota BalikPaPan.

Pusat Kegiatan Ibu Kota Nusantara Timur yang akan mewadahi
kegiatan lkonomi pada skala nasional, kegiatan permukiman,
ke[iatan perekonomian pendukung pada skala kota dan lokal, serta

fasilitas layanan -""y".ikat termasuk pada skala nasional, regional,

dan lokal. Kegiatan di lbu Kota Nusa:rtara Timur difokuskan pada

kegiatan inovasi (talent poot), dan teknologi. Pusat kawasan ini akan
diftakkan pada sub-pusat pelayanan yang terletak di sekitar stasiun
kereta antar kota yang menghubungkan Ibu Kota Nusantara Timur
dengan KIPP, IKN Barat, bandara, da-n Kota Baiikpapan secara

langsung.

Pusat Kegiatan Ibu Kota Nusentara Utera yang akan mewadahi
kegiatan Jkonomi, riset, pariwisata, dan pengembangan pertanian
perkotaan (inovasi dan riset pertanian).

3

4

4.2.1.1 Rencana Sistem Jaringan Transportast

Rencana sistcm jaringan transportasi ini dirancang untuk mcncapai prinsip
perancangan Masterplan yang "Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses"
(penjelasan rinci pada Sub Bab 3 6.6), sesuai dengan KPI:

a. 80 persen perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif,
dengan -.-piio.it""kan transportasi berkelanjutan; dan 10 menit ke

fasif,tas penting dan simpul transportasi umum, dengan menciptakan
lingkungan yang ramah bagi masyarakat.

b. Pejalan kaki dan menciptakan akses yang mudah ke fasilitas dasar, sosial,
dan komunitas (termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan) untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
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sistem transportasi yang tercakup dalam kawasan KIKN terdiri atas (lihat

Gambar a-l2l:
a. Angkutan umum massal berbasis rel, yang terdir

yaig akan menghubungkan KIKN dengan Balikpap
lransportasi beibasis rel skala lokal yang akan me

kawasan Perkotaan dalam KIKN'

b.

santara keseluruhan, Balikpapan, dan

Samarinda.

c. Transportasi umum yaitu feederbtts unfr.rk mencakup 'area 1O menit'yang

mencakup titik terjauh aari simpul angkrrtan umum massal berbasis rel

terakhir di k"*"=an-kawasan perkotaan dalam KIKN.

Gambar 4-12 peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi di KIKN

0

Kd6en lnli Pusl Peh6rlilahd (XIPP)

EkMsan lbu t(@ Ne9.6 (KIKN)

ElWJByEh lkk& Nsn6.E
i ma x.bop.ldfidt
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4 .2.1 .2 Rencana Jaringan Infrastruktur

Perencanaan inlrastruktur KIKN merupakan bagian dari perencanaan

infrastruktur menyeiuruh yang mencakup Wilayah Ibu Kota Nusartara
berdasarkan konsepsi pasokin dan kebutuhan. Rencana jaringan infrastruktur
ini dirancang untuk mencapai prinsip perancangan Rencana Induk Ibu Kota

Nusantara yJng rendah emisi, sirkular, serta efisien (penjelasan detail pada Sub

Bab 3.6.6), sesuai dengan KPI:

a. Instalasi kapasitas terbarukan akan memenuhi 100 persen produksi energi

yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara.

b. 60 persen peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru
di tahun 2045, sehingga mendorong desain pasif untuk mengurangi
konsumsi energi.

c. Mencapai net zero emission (operasional) pada tahun 2045, guna

mengoptimalkan dan mcngurangi penggunaan energi'

d. Memiliki akses terhadap infrastruktur penting dr 2045 dengan menjamin
pasokan air baku selama 6 bulan yang dijaga untuk kebutyhan pada

musim kering, serta 100 persen air minum layak dan aman melalui jaringan

SPAM perpipaan.

e. 75Vo atea untuk ruang terbuka hijau melalui dukungan loo persen

bangunan dan gedung menerapkan nol perubahan limpasan permukaan
(Zero Delta Ql.

f. 100 persen air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada_ tahun
2035, sehingga memastikan Ibu Kota Nusantara siap menghadapi
perubahan iklim.

Pendetailan sistem jaringan infrastruktur keseluruhan untuk KIKN akan

dituangkan dalam beberapa rencana sebagai berikut:

e. Sistem Jaringan Infrastrukur Energi dan Ketenagalistrikan

1. Produksi listrik dan gas hidrogen hijau akan diupayakan sebesar

mungkin berasal dari dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara Seluruh
produksi Iistrik di Wilayah Ibu Kota Nusantara berasal dan sumber-
sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya.

2. Pasokan listrik, selain yang diproduksi sendiri di dalam Wilayah Ibu
Kota Nusantara, masih akan mengandalkan pasokan dari Sistem
Ketenagalistrikan Kalimantan. Jaringan transmisi dan gardu listrik
yang sesuai akan dibangun untuk menghubungkan Sistem
ketenagalistrikan Kalimantan dengan Sistem Ketenagalistrikan Ibu
Kota Nusantara.

SK No 141980A
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3

4

smart grid, terma.suk smart metering akan dikembangkan di sistem Ibu

Kota Nusantara dengan mempertimbangkan faktor keamanan
jaringan.

sementara itu, permintaan gas (temtama gas bumi) juga akan

meningkat di Ibu Kota Nusantara seiring dengan peningkatan jumlah

penduduk dan aktivitas'

Jaringan transmisi gas bumi yang sesuai akan dibangun untuk
mengf,ubungkan Jarftgan Transmisi Gas Bumi Kalimantan dengan

sisteir gu." brr*i Ibu Xota Nusantara. Jaringan distribusi gas bumi
a. Diupayakan agar Pembangunan
Kota Nusantara akan terintegrasi
g juga akan dikembangkan. Gas

bumi akag didistribusikan ke z]c,na pemmahart dan permukiman'

Gambar 4-13 Peta Rencana sistem Jaringan Infrastrulitur Energi di KIKN

5.

r)

FF..liD PEr6r lrl.rn
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Slstem Jaringan InfrastruKur Air Minumb

sistem Jaringan Infrastruktur Air Minum dikembangkan melalui Sistem
penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibang,n berdasarkan permintaan dan
ketersediaan air (dengan memperhitungkan sumber air permukaan dan
kebutuhan air minum baik untuk kepentingan domestik maupun non
domestik). Pasokan air minum akan didapatkan dari dua bendungan:

1. Tahap pertama, kebutuhan air minum penduduk di KIPP akan
dipenuhi oleh sumber air dari Bendungan Sepaku Semoi dan Intake
Sungai Sepaku (sesuai strategi pada Sub Bab 3.6.4).

2. Tahap kedua dan tahapan selanjutnya, bendungan yang berada di luar
KIKN akan mengakomodasi kebutuhan air minum penduduk di KIKN'

c, Slstem Jaringan Infrastruktur Pengendali Daya Rusat dan
Konser, raei Alr
Sistem jaringan Infrastruktur dikelola untuk mendukung ketahanan
terhadap daya rusak dan konservasi air untuk wilayah KIKN, dengan
mengedepankan fungsi selaras dengan alam' Jaringan koridor hijau bin-r

akan dibangun sesuai dengan prinsip kota spons. Koridor bim yang
dibangun juga harus bisa multifungsi, baik sebagai pengendali daya rusak
dan konservasi air, sumber air alternatif, hingga vista kota'

Sistem utama pengendalian banjir sebagai perlindungan terhadap daya
rusak juga ditargetkan untuk mampu melindungi terhadap banjir dengan
probabilitas kala ulang 100 tahunan. Adapun keandalan dari sistem ini
juga sangat tergantung dengan keberhasilan implementasi peraturan
terkait perubahan koefisien limpasan permukaan, utamanya pada skala
mikro bangunan dan gedung. Untuk itu, ditargetkan 100% bangunan dan
gedung dapat mematuhi kebijakan Z,ero Delta Q, yang akan ditetapkan pada
peraturan yang lebih detail.

d. Sistem Jaringan Infraetruktur Alr Linbah

Sistem Jaringan Infrastruktur Air Limbah akan dilakukan melalui Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), di mana air limbah
domestik akan dialirkan dari masing-masing blok/ parcel menuju Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dengan menggunakan jaringan
perpipaan air limbah domestik yang memanfaatkan kontur alami di
sepanjang riparian sungai. Area dalam KIKN yang belum bisa teriayani oleh
SPALD-T atau berada di luar kemampuan pengembangan jaringan
perpipaan SPALD-T yang sudah direncanakan, dapat dilayani dengan
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SPALD-T skala permukiman. Lokasi akan ditentukan setelah studi

[.r"v"f."n lebih lanjut dengan memperhatikalit", yang dapat dan tjdak

aapat dikembangkan (sesuai strategi pada Sub Bab 3.6.3).

Slstem Jaringaa InfraetruKur Teknologt Informesl daa Komunlkasl

Sistem Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

direncanakan berfungsi untuk menciptakan kawasan perkotaan Ibu Kota

Nusantara yang terhlbung dengan jaringan- telekomunikasi nasional dan

global, terutama karena KIKN diharapkan dapat menjadi pusat

i.-.."tahan dan kekuatan ekonomi baru di Indonesia (sesuai strategi

pada Sub Bab 3.6.8)'
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Gambar 4-14 Peta Rencena Sistem Jaringan Infrastruktur TIK di KIKN
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f. Sistem Jaringan Infrastrulrtur Persampahan

Sistem jaringan infrastruktur persampahan dikembangkan dengan prinsip

me-.ksi-alkan pengurangan sampah sedekat mungkin di sumber untuk
meminimalkan residu yanf sampai- di TPA. Sistem pengangkutan sampah

akan dilakukan dengan mengutamakan kenyamanan permukiman seperti

pemitihan jam pengangkutan dan kendaraan pengangkut' Lokasi akan
ditentukan- seteiah studi kelayakan lebih lanjut dengan memperhatikan

area yang dapat dan tidak dapat dikembangkan (sesuai strategi pada Sub

Bab 3.6.2).

4.2.2 Arahan Perencanaan Pola Ruang

Arahan perencanaan pola ruang di wilayah KIKN terdiri atas rencana

peruntukan ruang untu-k fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk
iungsi budi daya. Fungsi buditaya termasuk diantaranya adalah ruang kegiatar
pemerintahanl .uang kegiatan ikonomi, ruang kegiatan terkait infrastruktur'
irrang kegiatan sosiil budaya, dan kegiatan yang terkait pertanian di.dalam
KIKN: An;lisis untuk menghasilkan arahan perencanaan pola ruang di.KIKN
berdasarkan pada:

1. kondisi fisik kawasan (golno-go areal yang menunjukkan kawasan yang

dapat dikembangkan menjadi pusat pelayanan kegiatan, s€rta kawasan
yang memiliki fisik yang sensitif, termasuk di artaranya kawasan rawan
t..i".r" dan kawasa. y^.g perlu dilestarikan terkait keberadaan

keanekaragaman hayati, terutama spesies yang telah terancam punah;

2. daya dukung dan daya tampung lahan;

3. distribusi penduduk dan kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan di
KIKN;

4. kebutuhan ruang hunian dan ruang untuk kegiatan ekonomi; dan

5. indikator keberhasilan kota, termasuk indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan.
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Gambar 4-15 Peta Rencana Pola Ruang di KIKN
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Adapun sebaran kawasan pada rencana pola ruang KIKN dijabarkan sebagai

berikut pada Tabel 4-9.
Tabel 4-9 Persebaran Rencana Kawasan pada KII(N

Kawasan Rimba Nusantara
aoo aKawasan Rimba Kota

a aa aKawasan Perlindungan Setempat

c oKawasan Ekosistem Mangroue

a OaKawasan Perairan
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4.2.3.1 Ketentuan Pembangun.m di Area Perkotaan

Ketentuan pembangunan di area perkotaan dibagi menjadi tiga aturan dasar,
yaitu aturan wajib, .turun anjuran utama, dan aturan anjuran. Adapun masing-
masing aturan memiliki definisi sebagai berikut:

a. Aturan wajib, merupakan aturan yang disusun menun-rt peraturan tata
kota dan bangunan gedung setempat atau pun aturan spesifik
pengembangan kawasan yang mengikat sesuai dengan visi pengembangan

V""g ditetapkan (bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati/diikuti)
terutama hal-hal yang berhubungan langsung dengan KPI perencanaan
kawasan.
Aturan anJuran utama, merupakan aturan umum yang disr.lsun menurut
kaidah umum pengaturan teknis bangunan dan lingkungan dengan
sasaran terciptanya desain kawasan dengan arahan tampilan bangunan
dan lingkungan yang berkua-litas (bersifat mengikat dan dianjurkan untuk
ditaati/diikuti).
Aturan aqiuran, merupakan aturan yang disusun menurut kesepakatan
desain yang d.isesuaikan dengan visi kawasan dan para pemangku
kepentingan terkait (bersifat mengikat serta dianjurkan unhrk ditaati atau
diikuti).

b

C

aoaKawasan Pariwisata

aa oaKawasan Pertahanan dan
Keamalan

aaKawasan Energi dan
Infrastmktur

a oKawasan Pertalian

oZona P erkantoran Pem erintah

aa aZona Bisnis dan Perekonomian

aOo aZona Pendidikan Riset dan
Kesehatan

a aaaZona Hunian Kepadatan Sedang

aoa aZona Hunian KePadatan Rendah
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Komponen-komponen pada tabel terbagi menjadi aturan wajib, aturan anjuran
utama, dan aturan anjuran dasar, didetailkan sebagai berikut:

a. Kawasan Inti Rrsat Pemerintatran (KIPP)

Kedudukan KIpp pada KIKN yaitu terletak pada kawasan perkotaart I
dan 2. Fungsi kawasan yang mlrr.*pung kegiatan pemerintahan nasional

dan kegiataln ekonomi, serta kawasan permukiman. Adapun letak beserta

ketentuan pembangunannya dapat dilihat pada Gambar 4-16 dan

Tabel 4-10.

Gambar 4-16 Peta Pusat Kegiatan Pemerintah-KlPP

u

2on.lt.dEtuil, &(l drn Xlslr^

tu.Mmildrnkl'lm.

ifrbalEIADdffii lPflri
r i6rsri I n@,bdM htuarm.dClBElI^hF tot9
1 8.td SBri r& xcr Nuxffiu uu r. ! tu(i 10, EnMglw &b Hdo
r Dlk r rar,ru g{tdle

SK No 141738 A

k]studturn



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-335-

Tabel 4-10 Ketentuan Pembangunan di Area Perkotaan - KIPP

hngFf
I,uss

IEdttatif
tual

Kcglatan y*ng Dilahfat XcttaCEiEE Baagunaa
takrfad Psntafl

Target Poprhct
Matdaun

(.Ilrel

Targct
Kepad*t*n
[Jttra/Eal

teglat*n ytrg 
"idalrDltziatarrAhlvttsr Peracntage

Atea Perhotaeo I
Perkantoran
Pemerintah

736 Perkantoran
Pemerintah

t4v, 10** 85.400 Kepadatan
Sedang
lo0-150

Industri dan
manufaktur

Komersial 5o/o 10*

Fasilitas 60/o 4

Hunial bertingkat 2l'/, L2

Hunian tapak khusus 4Y" 3

Ruang Terbuka Hijau 3O%r

Pergerakan dan
Transportasi

2O/o
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hrgal
IrEll

Irdttatlf
(IIal

Ileglste! yErg Dilzhtan Itetfuggfsu Uaagll!8a
Ealdaal g,cntafl

Tergct Populad
Ealrilrun

(Jtft)

Targct
Kclndatao
(Jhralllal

Keglataa yang T'Id,aL
DllzlntanAttMtas Perrentate

Bisnis dan
Perekonomian

480 Perkantoran
Pemerintah

l4Yo 10** 74.500 Kepadatan
Tinggi 150-2OO

Industri manufaktur

Komersial 7%o 10*

Fasilitas 9o/" 6

Hunian bertingkat 20"/, 1,2

Ruang Terbuka Hijau 30%

Pergerakan dan
Transportasi

2O"/'

Hunian
Kepadatart
Sedartg

448 Pendidikan TinCCr io/z/o 8 58.800 Kepadatan
Sedang 100-

150

Industri manufaktur

Komersial l2o/o 8

Fasilitas 9V" 4

Hunian bertingkat 200 12

Hunian tapak 7o/o 2
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IbrSFl
Lu^a.r

IndlLatlf
(H8l

tGgistra yrag DlkfuLaa KEtIDggfaE Baaguraa
UchIEaf U,BEtrIl

Target Polnrlasil
tht-1696

(Jlra)

Targct
Kepadatrr
(.Ifr&/Ilel

Keglatea yarg Tldat
DtlslnlanAEtivltat Perrentace

3Oo/o

Pergerakan dan
Tralsportasi

2Oo/o

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

139 Pendidikan Tinggi l60/" 8 18.100 Kepadatan
Sedang 100-

150

Industri maaufaktur

KomersiaL 5% 8

Fasilitas 6% 4

Hunial bertingkat lTYo t2

Hunian tapak 6% 2

3Oo/o

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/o

SK i'Jc 4i4117 C

Ruang Terbuka Hijau
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frrgll
LEgl

hdllrtlf
(Hat

Koglatan yeng Dlitlrl*F Ifetfuggtsl fasguaaa
Uahrloef F,eatdl

Trrgct Fopuhsf
Halstuuu

pr*rI
?arget

Kepadatan
(Jtws/Eal

Ectlrtsr yarcg Ttd.t
I)illzlnlannAlrtMtas Per*entaee

Huniart
Kepadatan
Rendah

tt4 Komersial l2Yo 4 10.300 Kepadatan
Rendah

< 100

Industri manufaktur

Fasilitas 9Y" 4

Hunian bertingkat l3Y" t2

Hunian tapak l60/0 2

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/o

Pergerakan dan
Transportasi

2OY"

Rimba Kota 530 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

SK No 074418C
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Flrng:l
Lues

IEdILTUf
lIL,

Keghtaa yang Dffrllht Be"qggl.r Baagunan
tf,atetnd (Lqrtafl

ttrrgct Popuhrt
E

plref
Trryct

Bopadatu
(Jtt slllrlALttsiltar Perrcntage

Kcglatea yrng Tfdal
DUdqten

Atea Perkotz-a 2
Bisnis dan
Perekonomian

142 Komersial 4o/o lo* 24.400 Kepadatan
Tinggi 150-200

Industri manufaktur
Fasilitas l4Yo 6
Hunian bertingkat 32Y. t2
Ruang Terbuka Hiiau 3Oo/"

Pergerakan dan
Transportasi

2O"/"

Hunian
Kepadatan
Sedang

r52 Komersial 6V" 8 16.100 Kepadatan
Sedang 10O-

150

lndustri manufaktur
Fasilitas 2OV" 4
Hunian bertingkat l5Y" I2
Hunian tapak 8V" 2

Ruang Terbuka Hijau 300io

SK No 074119 C
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hngrf
Lusr

IEdILadf
(Es!

Eegtrtaa yeng Dtlrfuta! Kctluggtar Bargumn
Ustelm*l (teattll

ftget Populart
[alrluur,

lJlraf

Target
Eelndatnu
(Jture/Eal

Keglataa yaag TIdaL
DIIzInLanAhftrttaa Perrcrrtete

Pergerakan dan
Transportasi

2OVo

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

L28 Pendidikan Tinggi 8V" 8 13.500 Industri manufaktur

Komersial 5%o 8

Fasilitas 9o/o 4

Hunian bertingkat l8o/" t2

Hunian tapak lOV" 2

Ruang Terbuka Hijau 30%6

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

Hunian
Kepadatan
Rendah

91 Komersial 26/" 4 18.100 Kepadatan
Rendah

< 100

Industri manufaktur

Fasilitas 10% 4

Hunian bertingkat 7V" t2

SK No 074120C

Kepadatan
Sedang
100- 150
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Catatar:
*Luasan kebutuhen bsngunan yar€ terten pada sub-bab ini merupakan proyeksi kebutuhan ruang berdasarkan proyot(.i populasi dan sektor ekonomi y.rng s€cara
konsep telah dijabarkan pada Bab 3 dan 4 pada luas lahan yang dihitung berdasarkan citra satclit. Pada penerapan pembanguralnya diperlukan pcrencalaan lebih
Ianjut dengan penaukuran lapangan serta penyesuaien kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan p€rckonomian dan jumtah penduduk.
**Ketinggian bangunan pada area dengan kepadatan tingti memiliki anjuran rata-rata ketingEian maksimum 10 lantai dengan anjuran untuk ketidggian bangunan
Iandrrlark rnaksimum 16 lantai dengan memperhatikan batas daye dukung tana}I yang direkomendasikan pada kawasan perancangan.

hngat
LUil

Ildftatil
(Ettl

Ilcgletaa yaag Dilrtafen Kcthggiaa Eaagurea
lfi"ehfrrsl (tentdl

Teget Popula:l
falrtmun

(Jbal

Trrgct
Eepadrtaa
(.rftpa/Eal

Keglttr! yeng TIdaL
DIlzInkrnAttMter Peneatare

Hunian tapak 7o/o 2

Ruang Terbuka Hijau 3OVo

Pergerakan dal
Transportasi

20,/,

Rimba Kota 180 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

SK t.lo 074421 C
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Ibu Kota Nusantara Barat

Kedudukan lbu Kota Nusantara Barat pada KIKN yaitu terletak pada

kawasan perkotaan 3, 4, 5, dan 6. Fungsi kawasan yang menampung
kegiatan &onomi, permukiman serta fasilitas layanan masyarakat lainnya
deigal didominasi oleh perkantoran dan komersial dan didukung oleh

adaiya kampus univerJitas unggul.an dan rumah sakit berstandar
internasional. Adapun letak beserta ketentuan pembangunannya dapat

dilihat pada Gambar 4-77 dan Tabel 4- 1 1.

Gambar 4-17 Peta Pusat Kegiatan Primer - Ibu Kota Nusantara Barat
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Tabel 4- I I Ketenhran Pembangunan di Area Perkotaan - Ibu Kota Nusantara Barat

fuagBf
Lurr

IEdtLEtIf
(EEl

Kcglatan yarg Dilzta^taa Ifuttnggian Eanguurn
Habiral (LeEtaIl

Terget Populati
Itralrlnum [Jfval

Targct
Kepadatan
(Jtwa/Hal

Keglatan yaag Ttdek
DilziuLanALtlvltee Perecatge

Arca Perlotasr 3

Bisnis dan
Perekonomian

186 Komersial L8y;, I 0** 30.200 Kepadatan
Tinggi 150-200

Industri manufaktur

Fasilitas 1 )O/
LJ /O 6

Hunial bertingkat l8o/" 10

Ruang Terbuka Hijau 3OY.

Pergerakan dan
Transportasi

2OY.

Hunian Kepadatan
Sedang

390 Komersial 22'h 8 43.800 Kepadatan
Sedang 1O0-150

Industri manufaktur

Fasilitas L lo/o 4

Hunian bertingkat l3Vo 8

Hunian tapak 4Yo 2

SK t'io 074-i22 C
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Fuagsl
Luar

IDdlt8ttf
lIIal

Kcgtataa yang llilzintan Kctlnggian Bangua+'n
fahctaal (Lantsil

Tergct Populact
Matslnun (Jtva)

Terget
Kepadatan
(Jlsa/Ea)

Keglataa yaag Ttdet
PildnlrnAlrttvltas Pcrsentaee

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/o

Pergerakan dan
Transportasi

200h

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

811 Pendidikan Tinggt 7o/o 8 82.600 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

Komersial 22%. 8

Fasilitas 4Vo

Hunian bertingkat l3Yo 8

Hunian tapak 4o/o 2

Ruang Terbuka Hijau 30"4

Pergerakan dan
Transportasi

2O'/.

Hunian Kepadatan
Rendah

218 Komersial 33V" 4 10.100 Kepadatan
Rendah <100

lndustri manufaktur

SK No 074423 C
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Fuagd
Luar

Irdtl.ttf
(Ell

Ikgiatan yaag Dllzlnlea IEettnggtaa Bangunan
HahIEd (Lantefl

Target Populacl
Mahalmun (Jtwal

Target
Kepadetan
lJfwalHa]

Beglataa yang Ttdak
pi{-lnlrn

AIEtftrttsr Perscntase

Fasilitas lOo/" 4

Hunian bertingkat Oo/o 4

Hunian tapak 7o/o 2

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/o

Pergerakan dan
Trarlsportasi

2oo/o

Rimba Kota 350 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Arca Pertotaan 4

Pariwisata 425 Pendidikan Tinggi 3o/" 4 24.900 Kepadatan
Rendah <100

Industri manufaktur

Sx No 074424C
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E\ragct
Luer

IEdttatlf
(IIrl

Eeglatau yaug Diidttaa 6611-Eglan Bangunan
Uaktnal lLaEtsil

Target Populacl
{tEeitrua (Jtra)

Target
Kepadataa
(Jtva/Ea)

Eeglatau yaug TfdrE
Dfizinta-nA.hlvltas Perrcntase

Komersial 3o/o 4

Fasilitas 6Vo 4

Hunian bertingkat 3OY" 4

Hunian tapak 9Yo 2

Ruang Terbuka Hijau 3OY"

Pergerakan dan
Transportasi

2OY"

Hunian Kepadatan
Rendah

1 6 1 Komersial 24Vo 4 1r.000 Kepadatan
Rendah <1OO

Industri manufaktur

Fasilitas Ll'/. 4

Hunian bertingkat 7Vo 4

Hunian tapak a.k 2

Ruang Terbuka Hijau 300/,

SK No 074425 C
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E\rngst
Luar

Itdttattf
(IIel

Kegiatzn Yang Dtlztalau Eettrggtsa Beagunan
Uabfnaf fLantsll

Tatget Populasl
Melstmun (Jlwa)

Target
Kepadatan
plwalEe)

Keglatan yrns Tldal
Diizintau

Ahlvltas Perlentasc

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/o

1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Rimba Kota 550

Area PerLotssr S

2Oo/" 10* 66.900 Kepadatan
Tinggr 150-200

Industri manufaktur
Bisnis dan
Perekonomiart

426 Komersial

Fasilitas llY" 6

Hunian bertingkat l80h 10

Rualg Terbuka Hijau 3Oo/"

SK No 074426C
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tr\ragsl
Luer

Indilettf
lHa!

Kegiatan yaug Diizl-Lo1 Kctlrggtan Beagunan
UrtslEEl ttaEtatl

Target Populact
[attln,,,n (Jfra]

Terget
Kepedataa
(Jrwa/Hal

Keglataa yaag Tldal
DiizIDLerAlrtlvltat Per:entage

Pergerakan dan
Transportasi

20"h

Hunian Kepadatan
Sedang

227 Komersia-l 3./, 8 30.900 Kepadatan
Sedang 100-l50

Industri manufaktur

Fasilitas 2OV.

Hunian bertingkat 2lY"

Hunian tapak 6v:,

Ruang Terbuka Hijau 3O'/"

Pergerakan dan
Transportasi

20"h

553 l4o/o 8 75,900 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

Komersial 3o/o 8

Fasilitas 7Vo 4

15,/" 8

SK No a7117'7 C

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

Pendidikan Tinggi

Hunian bertingkat
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E\ragsi
Luas

IEdtLattf
tIIEI

Eegiaten yBEg Dtisiatan Xcttngglaa Banguaan
Ua}rimel (taDtafl

Tatget Populasi
[aEeimun Pfra)

Target
Kepadaten
triga/Ha)

Keglatan y4nE Tidrk
DttzlnkenAhlvltas Perscntaee

Hunian tapak lOVo 2

30v,

Pergerakan dan
Transportasi

2OY"

Rimba Kota 560 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis darr
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Ar.ca PorLohat 6

Bisnis dan
Perekonomian

294 Komersial 2Oo/" 10* 24.500 Kepadatan
Tinggi 150-2OO

Industri manufaktur

Fasilitas l3Yo 6

Hunian bertingkat l8/o 10

SK No 074428C
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tutrg!l
Luas

IEdltsttf
llhl

Keglatan yaug Dllztnlan KetinggfaE Benguaaa
Estrrm-r panteff

Targot Populasl
trrlrl6111 (Jfva)

TaIget
Kepadataa
(Jlra/Hal

Kcglatan yaag Ttdat
Ditzi.utaaAltlvltar Perreatase

Ruang Terbuka Hijau 3OV"

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

Hunian Kepadatan
Sedang

227 Komersial 23V" 8 24.500 Kepadatan
Sedang 1O0-150

Industri manufaktur

Fasilitas l2Vo 4

Hunian bertingkat lov" 8

Hunian tapak 5Y" 2

Ruang Terbuka Hijau 300/o

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/o

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatarr

7l Pendidikan Tinggi 13"/o 8 63.200 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

Komersial 9V" 8

Fasilitas Su/o 4

S( No 071129 C
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F\rngsi
Luer

IDdtkgtlf
(Hal

XEgiatE! yaug DilzhAau KctrrrggLr Baaguaan
Eatstnal (Lantail

Target Populaal
Malrcllnuur (Jtwa!

Target
Kepadataa
(JlralEal

Kcglataa yatg TidaA
DltzlnlauALtMtar Persentase

Hunian bertingkat l60/" 8

Hunian tapak 7V, 2

Ruang Terbuka Hijau 30,/.

Pergerakan dan
Transportasi

2OY"

Pariwisata 319 Komersial 33Y" 4 10.300 Kepadatan
Rendah <1O0

Industri manufalitur

Fasilitas -o/tlo 4

Hunian bertingkat 4o/o 4

Hunian tapak 60/0 2

Ruang Terbuka Hijau 30'/,

Pergerakan dan
Transportasi

2OV.

SK No 074430C
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Catatan:
*Luasen kebutuhan ballgun€! ya]lg tertera pada sub,bab ini qterupakan proyeksi kebutuhan rusng berdasarkan proyeksi PoPulasi dalr sektor ekonomi yang secara

konsep tela} dijabarkan-paaa fiab 5 dan 4 p;da luas lahan yang ditritung Urdasarkan citm satett. Pada PeneraPan PembangurEnnya diperlukan perencanaan lebih

Ialjut_dcngaa pengukuran lapangan serta p€nyesuaia, kebutuhen ruan8 berdasa.rkan Legiatan perekonomian da jumlah penduduk

**Ketinggian bangunan pada area dengan kepadatan tinggi memiliki anjuran rata-rata ketirggian maksimum l0 lantai dengan anjuran untuk ketinggian bangunan

landmalE maksimum 16 lantai dengar memperhatikan batas daya dukung tansh yarA direkomendasikan Pada kawasan perancargarl

Fungsn
Luas

hdttstlf
lEal

Kegietan yBEg Dilziu}aE Kctlnggtrn Bsaguaan
Uabttrsl (LaEtail

TatEGt Papulaal
MaEsiEua (Jtwaf

Tatget
Kepadatan
(Jtse/Hal

Keglatau yerg TidaL
IXlztEkaEAk:Htar Fersentase

Rimba Kota 790 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

SK No 074431 C
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Ibu Kota Nusantara Timur

Kedudukan Ibu Kota Nusantara Timur pada KIKN yaitu terletak pada area
perkotaan 7, 8, 9, 10, dan 11. Fungsi kawasan yang menampung kegiatan
ekonomi, didominasi kegiatan riset dan inovasi skala nasional. Universitas
unggulan dan kegiatan riset pada kawasan ini berperan membentuk
karakter kawasan sebagai pusat inovasi ltalert poot). Adapun letak
beserta ketentuan pembangunannya dapat dilihat pada Gambar 4-18 dan
Tabel 4-12.

Gambar 4-18 Pcta Pusat Kegiatan Primer - Ibu Kota Nusantara Timur
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Tabel 4-12 Ketentuan Pembangunan di Area Perkotaaa - Ibu Kota Nusantara Timur

ftragsI
Lurs

Iadltatlf
lIIal

Keglatan yaug lXlzlntaa Kettngglaa
Baaguun

talr{mat (Laatatf

Targct Popllr;l
Mahslmum (JiE8l

Target
Kepadatan
(Jrwa/Ea)

Kegtataa yaEg Ttdet
DllzlnkauAtttrrltar Personterc

Arca FcrLotEnE 7

Bisnis dan
Perekonomian

469 Komersial 23Vo 10* 73.100 Kepadatan
Tingsi 150-200

Industri manufaktur
Fasilitas lOo/o 6

Hunian bertingkat L60/" 10

Ruang Terbuka Hijau 3OY"

Pergerakan dan
Transportasi

20%,

Bisnis dan
Perekonomian
Kepadatan Sedang

335 Komersial 2L% 8 56.100 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri skala besar
Fasilitas 11 n//o 4

Hunian bertingkat l2Yo 8

Hunian tapak 60/o 2

Ruang Terbuka Hijau 30v,

SK No 074432C
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FErgsi
Llfag

hdlketif
lEal

Kegiataa yang DllztuAau Ketlnggiaa
ganguDeE

UrlsiEaf (katall
Target Popularl

Matslaum pfre|
Target

Kepadat*n
(Jtwa/Eal

Kegtataa yarg Ti'rat
DilziaLanAktftrttas Persentace

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/o

Pendidikal, Riset,
dan Kesehatan

557 Pendidikan Tinggi 19Yo 8 56.100 Industri manufaktur

Komersial 3o/o 8

Fasilitas 8"/o 4

Hunian bertingkat no/r/o 8

Hunian tapak t4Vo 2

Ruang Terbuka Hijau 3OVo

Pergerakan dan
Transportasi

2OVo

Rimba Kota 90 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

SK No 074433C

Kepadatan
Sedang 100-150
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hmgsi
Luar

IEdlt&tlf
lEal

Ifcgleta! 5rang Dilzlatan Kottaggian
ga4ltlan

Ms13fuat (I,qntafl

Tasget Populasl
t*tslaun (JIwe)

Target
Kepadaten
(Jiwa/Ha|

Keglatau 5rang Tldah
DltztnLanA.hffita! Persentase

3.
4.

Hunian
Industri

Area Perlot*an B

Bisnis dan
Perekonomian

101 Komersial 2OYo 10* 17.000 Kepadatan
TinCCi 150-200

Industri manufaktur

Fasilitas l8o/o 6

Hunian bertingkat 72Y" 10

Ruang Terbuka Hrjau 3O/o

Pergerakan dan
Transportasi

2OVo

Hunian Kepadatan
Rendah

7r lTYo 8 6.500 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

Fasilitas 2Oo/o +

Hunian bertingkat 0%6 8

Hunian tapak l3o/. 2

SK Nr 074134 C

Komersial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-357-

hragci
Luas

Indtlatif
lEal

Kcgiatau yaug Dtlztntan Ketlngglan
Banguaan

UaLrfnal lLaataf!

Target Populasl
MaLslmun (Jhral

Terget
Kepadaten
(Jlva/Eal

Kegiatan yrng Tldak
DllzlatarAt*tvttas Perseatace

Ruang Terbuka Hijau 3OVo

Pergerakan dan
Transportasi

2OY.

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

32 Pendidikan Tinggi l3Yo 8 26.900 Kepadatan
Sedang
100- 150

Industri manufaktur

Komersial l3V" 8

Fasilitas 5o/" +

Hunian bertingkat 8o/o 8

Hunian tapak t2v, 2

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/o

Pergerakan dan
Transportasi

2O%i"

Rimba Kota 150 1. Perkantoran
Pemerintah

SK Nc 074435C
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I\ragst
Luar

Indl&atlf
tEsl

Kcgtatal yaag Dlldshn Ketingglaa
geltlltrar!

IlrsrBfunal (Lantat)

Target Populast
Uatalmun (Jfs*l

Terget
Kepadatan
lJlwa/Ha)

Kegiatao. yaag TIdaL
DllztahaaAktMtas Pcrsentase

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Ar@. Perlotaan 9

Bisnis dan
Perekonomian

204 Komersial L8o/o 10" 32.500 Kepadatan
Tinggi 150-2OO

Industri manufaktur

Fasilitas 2OV" 6

Hunian bertingkat l2Yo 10

Ruang Terbuka Hijau 3O"/"

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/o

Bisnis dan
Perekonomian
Kepadatan Sedalg

615 Komersial 33h 8 62.400 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri skala besar

Fasilitas 6Yo 4

Hunian bertingkat 5"/ 8

SK No 074436C
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hrngsl
Luae

Indtkatif
(IIal

Itegictan yaag IXIzfnLan Ecttagglan
B*aguran

Eatslnal (Lartafl
Target Popularl

Ealslmum (Jfwa)

Terget
Kepadatea
(Jira/H*l

Keglataa yang Tid.ak
DilztutaaAlrtlvltac Perseatese

Hunian tapak 60/o 2

Ruang Terbuka Hijau 30v,

Pergerakan dan
Transportasi

200/,

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

376 Pendidikan Tinggr 23Y" 8 38.300 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

Komersial 3% 8

Fasilitas 8V. 4

Hunian bertingkat 80/, 8

Hunian tapak 7Yo 2

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/o

Pergerakan dan
Transportasi

200h

Rimba Kota 110 l. Perkantoran
Pemerintah

SK lJo 074437 C
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Itngct
Luag

hdltattf
lEl

Kcgtatan yang DtlziaEan Ectlaggfsr
Barguran

lilaldnal pautef)
Target Populast

UtLsllauE (Jfra)
Target

Kepadatara
(Jfva/IIe)

Keglataa yang ?tdak
EHlzlnlanAhivitas Perreatase

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Area Petloterrt lO
Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

105 Pendidikan TinCCr 17o/o 8 t2.400 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

Komersiaf s%o 8

Fasilitas 14Yo 4

Hunian bertingkat lOo/o 8

Hunian tapak 3o/o 2

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/"

Pergerakan dan
Transportasi

2OY.
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Etagsl
Luae

Iadlla.tif
(Ea)

Ecglatan yang Diiztn&ea Betlnggiaa
Banguaan

llalsfuEal (Lantat)

Target Populasl
Malslmuu {Jira}

Tetget
Kepadetaa
(Jlra/IIa|

Begtatea yang Ttdat
DtlztnLstAJ<tfvitas Persentane

Hunian Kepadatan
Rendah

202 Komersial 39v, 4 8.500 Kepadatan
Rendah

< 100

lndustri manufaktur

Fasilitas 2o/" 4

Hunian bertingkat 4o/o 4

Hunian tapak 4o/o 2

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/o

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/o

Pariwisata 110 Komersial 32o/" 4 4.600 Kepadatan
Rendah

< 100

Industri manufaktur

Fasilitas 5Y" 4

Hunian bertingkat sTo 4

Hunian tapak 7o/o 2

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/o
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Fragui
Luae

Iarfftatlf
(Eal

Keglatan yang DtizinLrn Kettnggiaa
ga!Su!8E

U8hsfEaf |I,aata$

Target Populast
tablaua (Jiwa)

Target
Kepadatan
Utra/I{al

Keglstan yeDS Tida&,
DflzlueaDA.htvlteg Per*cntsee

Pergerakan dan
Transportasi

20v,

Rimba Kota 30 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

AreaPcrkotaan 11

Hunian Kepadatan
Sedang

257 Komersial 260/0 8 31.700 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

Fasilitas 60/0 4

Hunian bertingkat loo 8

Hunian tapak 7y6 2

Ruang Terbuka Hijau 3O"/r
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F\rngrl
Lrree

IEdfLsHf
(IIal

Kegiatan yarg Diizinlran Ketlaggraa
Balgu.srr

tfialelnal (tantaff
Tatget Poputrast

[eLsiaun (JIea]

Target
Kepadatan
(Jfsa/IIa)

Kegtatan yeag TtdaL
DltzlnkaaALttvttar Perscntasc

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

Pendidikan, Riset,
dal Kesehatan

106 Pendidikan Tinggr 2Oo/" 8 14.600 Kepadatan
Sedang f00-150

Industri manufaktur

Komersial 4Vr 8

Fasilitas l106 4

Hunian bertingkat 9Yo 8

Hunian tapak 6Y, 2

Ruang Terbuka Hijau 3OV"

Pergerakan dan
Transportasi

2OVo

Hunian Kepadatal
Rendah

83 Komersial 19o/" 4 8.500 Kepadatan
Rendah

< 100

Industri manufaktur

Fasilitas l6V" +

Hunian bertingkat Oo/o .+
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Catatan:

pa& Bab 3 dan 4 pada luas lahan yeda dihituns berdasarkm ciEa satclit. Pada penerapan peDbsnsunannya diperlul€fl pelBcesd lebih laijut dengai p€ngukurar lapsngsn ssta
pen,tsuaian kebutuhan ruans berdasarkan kesiatan perckonomian dan jumlal Penduduk.

16 lantai dengai rnemperhatikan batas daya dukung taflah yang diEkorcndasikan pada. kawasan pe.ancangan.

ItDgBI
Luae

Iadltatlf
(IIa)

Kcglatar yang DllzinLan KetIngglan
nansulatl

r[qkrlnal [.aataf]

Tatget Populast
Ua&siruu (Jfwa)

Target
Kepadatan
(Jrva/IIa)

Kegtstaa yaag Tttlak
DtlztnLaaAJrtlvitas Per*entase

Hunian tapak LSV" )
Ruang Terbuka Hijau 3OY"

Pergerakan dan
Transportasi

2O"/"

Rimba Kota 120 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

SK No 074442 C
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Ibu Kota Nusantara Utara

Kedudukan Ibu Kota Nusantara Timur pada KIKN yaitu terletak pada

kawasan perkotaan 12,13, dan 14. F\rngsi kawasan untuk kepadatan yang

Iebih rendah dibandingkan kawasan lain, serta didominasi oleh inovasi dan
riset di bidang pertanian, pariwisataf rckreasi, dan kesehatan. Adapun letak
beserta ketentuan pembangunannya dapat dilihat pada Gambar 4-19 dan
Tabel 4- 1 3.

Gambar 4-19 Peta Pusat Kegiatan sekunder - Ibu Kota Nusantara Utara

Renanr Pd. Ru.nO P.ilol.m
Zm runs x@dahn fuq
ztr, Hunbn (oMl36 FtMah

hr pdrdirfi. Fhd di^ s$nffi

Zffi RutnC Tohdr *lnu

M€ Pd, Bo.E Ns.Fadds

ffinrumu
klhW@6sahNt
tusBdhkqb6
ktaktu
MM.nEn
xdlm[NrsldillllllrtMur
@fuduBnq

u

!bt'E
ri@n6k'ru

LECEIDA

kB'il.ln FuBl P'Etdt. lxPF'

@rni rrrrxe |*.d.d f l(ll

wiEis ruu tu fl@rr,t
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Tabel 4-13 Ketentuan Pembangunan di Area Perkotaar - Ibu Kota Nusantara Utara

fuagei
Lue.s

Iadtfrrtlf
(Hrl

Kcctetan 5rang Dll-lutan Kettuggien Banguuaa
ktafmd (Lantaf!

Target Populasi
t*ttlmum (Jfra!

Target
I(epedatan
(Jist/tIEl

Keglatan yang
TtdaL DiizlnkanAlEttvltas Pcrsentare

Arrca Perkotasu 12

Hunian Kepadatan
Sedang

151 Kornersial 26/" 8 16,500 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

Fasilitas 8o/o 4

Hunian bertingkat 90 8

Hunian tapak 70h 2

Ruang Terbuka
Hijau

30A

Pergerakan dan
Transportasi

2O%"

Pendidikan, Riset, dan
Kesehatan

r43 Pendidikan Tinggi 22Yo 8 14.600 Kepadatan
Sedang l0O-150

Industri malufaktur
Komersial ao/

JlO 8
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fbrgrf
Luss

hdlkttrf
lIIal

Keglatan lraig IlIlzlnL,E Ketlagglaa Baaguoaa
Hatstnil ttertail

Target Populasi
ilaLtlEuE (Jfwa)

Target
Kepadetan
(.Ilutr/Ha)

Kegtatan yaag
Tldat DllzlnLanAhttvltag Peraentase

Fasilitas 9o/o 4

Hunian bertingkat 8o/o 8

Hunian tapak 9o/o 2

Ruang Terbuka
Hijau

3O'/r

Pergerakan dart
Transportasi

20v"

Hunian Kepadatan
Renda-l.

397 Komersial 38'h 4 19.900 Kepadatal
Rendah < 100

Industri manufaktur

Fasilitas 3o/o 4

Hunian bertingkat 60/0 4

Huuian tapak 3v, 2

Ruang Terbuka
Hijau

30v,

SK No 074141C
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firrgri
Luae

tudltrtlf
lIIa!

Kcglataa yug Dtlduten Kctloggtan Bangunan
Uaktfnal (Lanteil

target Polmlasi
Matsllaum lJlra!

Terget
Kepadataa
Urss/II.al

Kegtatan 5rarg
TldaL DllzlnkanAhHtas Persentace

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

Pariwisata 239 Komersial 320h 4 11.800 Kepadatan
Rendah <100

Industri manufaktur

Fasilitas 60/o 4

Hunian bertingkat 7o/o 4

Hunian tapak 5o/o 2

Ruang Terbuka
Hijau

300h

Pergerakan dan
Transportasi

2oo/o

Rimba Kota 150 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian
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FnEgd
Luar

IEdtLrttf
(IIal

Kcglatar yang Dil-lnlan Kettagglaa Banguaau
Malstnal (I,anteil

Target Populaei
Hsbiaum fJlwa!

Target
Kepadatan
(Jira/lle!

Keglatan yang
Tldah DitdaLaa

AktiYites Pereentase

3. Hunian
4. Industri

Arce Pcrkotern 13

Pendidikan, Riset, dan
Kesehatan

561 Pendidikan Tinggi 3()h 4 25.800 Kepadatan
Rendah < lOO

Industri manufaktur

Komersial 33Y" 4

Fasilitas 4o/" 4

Hunian bertingkat 6v, 4

Hunian tapak 4o/o 2

Ruang Terbuka
Hijau

3O'/o

Pergerakan dan
Transportasi

2OV"

Pariwisata 708 Komersial 390/, 4 23.100 Kepadatan
Rendah < 100

Industri manufaktur

Fasilitas ,o/
J/O 4

SK No 0 '1116 C
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ftraget
Luee

Iadlktttf
(Ha!

Keg*atan yang Dttztalan Ketlrggtaa Banguoarr
Malrrlmal ([antaf]

Tatgct Populasl
f,atrLmua (Jtwaf

Target
I{opadatan
(Jtwa/Ea|

Kegtaten yang
TldaL DtlztnkaaALtlvltas Petaentase

Hunian bertingkat 5o/o 4

ao/
J/O 2

Ruang Terbuka
Hijau

309/,

Pergerakan dan
Transportasi

2OY"

Hutan Kota 470 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Arca Pcrlotara 14

Hunian Kepadatan
Rendah

490 Pendidikan TinBCr ,o/
J/O 4 1s.600 Kepadatan

Rendah <100
Industri manufaktur

Komersial c no/Jt /o 4

SK No 074447 C
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hngst
Lucr

Indtkattf
tHsl

Kegiatea yatg DllziaLaa KetfngEfar Baagurar
l,faholnal (Lentat)

Target Populaal
takstmu-- (Jlral

Target
Eepadate,n
(Jiva/Eal

Kegtatan yang
Ttdat Difdtle-a

Attivltas Pereentase

Fasilitas 4Y" 4

Hunian bertingkat 5o/o 4

Hunian tapak Oo/" 2

Ruang Terbuka
Hijau

3O"/o

Pergerakan dan
Transportasi

20"h

Pariwisata 486 Komersial 24Yo 4 18.300 Kepadatan
Rendah <100

Industri manufaktur

Fasilitas r6v, 4

Hunian bertingkat 5% 4

Hunian tapak sY6 2

Ruang Terbuka
Hijau

30Y,
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Catatan:

'Luasan kebutuhan bangunan ya:rg tertera pada sub-bab ini merupakan proyeksi kebutuhan ruang berdasarkal proyeksi populasi dan sektor ekonomi yang secara
konsep telah dijabarkan pada Bab 3 dan 4 pada luas la}ran yang dihitung berdasarkan citra satelit. Pada penerapan pemba,ngunannya diperlukan perencanaan lebih
Ianjut dengan pengukuran lapangan serta penyesuaian kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan perekonomian dan jumlah penduduk.

** Ketinggian bangunan pada area dengan kepadatan tinggi memiliki anjuran rata-rata ketinggian maksimum 10 lantai dengan arrjuran untuk ketinggian bangunan
landmark maksimum 16 lantai dengan memperhatikan batas daya dukung tanah yang direkomendasikan pada kawasan perancangal

Fuagrt
Luar

Iadttatlf
(H&l

Koglataa 5rarg Dllztntaa Ketlagglaa Bauguaaa
uattlmel (Lart fl

Target Popularl
UrtrlEu6 (Jlgrl

Targct
Hcpadatar
|.If?a/tlel

Kcglatatr yatrg
Tldrt DttztnLauAhlvltar PcrE€[ta3e

Pergerakan dan
Transportasi

20v"

Rirnba Kota 290 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis darr
Perekonomian

3. Hunian
4. tndustri

SK Nc 074449 C
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4.2.3.2 Ketentuan Kegiatan pada Area Non-Perkotaan KIKN

Area non-perkotaan ini diketompokkan menurut bentuk, jenis, d"l
karakteristi[nya. Setiap elemen dari area non-perkotaan ini diatur kembali

pemanfaatan ruangnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku' Adapun

i<lasifikasi dari 
^rL"rrorr-perkotaan 

d.a ketentuan kegiatannya dapat dilihat
pada Gambar 4-2O dan Tabel4'14.

Gambar 4-2O Pete Area Non-Perkotaan KIKN

u

kehriPalRn
l{ [ ta i K 6,le n BU h r a

LEGENOA

${d Bu Klu Mtl@

be (&raroi

tuffi, Pob Rung KlXtr Woiloliln

!U{EF ftTA OM R&AYAT 
'ETAir [dSirr, I am &rFrilrmra]0/@6d(nrclr.,r, &rD

, fir^&rybrL *da l'(d:a rlrl M lr I*h 
'n 

r0?7 rn^rfrg h' r.u rq^r.1
f, DrH lorR di. [6 rlrc
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Tabel 4-14 Ketentuan Kegiatan pada Area Non-Perkotaan KIKN

Eool*rler FEE&srr Eegt&tant

Zonasi Area Non-
Perkotaan

Kawasan Ekosistem Mangrove Ke giatan yen g diizlnkan :

a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan riset tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem
mangroue.

b. Pemanfaatan ruang untuk ekowisata yang tidak mengganggu fungsi kawasan
ekosistem mdngroue.

Kegiatan yang tidak diizlnkea:
Kegiatag yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem
mangroue, antara lain: hunian dan industri.

RTH Kegiatan yarg diizinkaa:
a. Kegiatan untuk mendukung fungsi resapan air.
b. Pemanfaatan untuk kegiatan olahraga dan wisata.
c. Pembangunan sarana dan fasilitas kebersihan umum dan tempat parkir.

SK Nc 074450C
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ffiI,ftLfiE ' :.. PrEihdi
Kegiatan yang tidak diiziakan:
Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan, antara lain
hunian, industri, dan perkantoran-

Kawasan Sempadan Pantai Kegiatan yang diizlnkan:
a. Pemartfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
b. Pengembangan struktur alarni dan strul,turr buatan untuk mencegah abrasi.
c. Pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan.
d. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi paltai,

pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik.

Kegiatan yang tidek diizinkan:
Kegiatan budi daya yarlg mengganggu dan merusak fungsi utama sempadan pantai,
antara lain: permukiman, perkantoran, pertambangan dan industri.

Kawasan Sempadan Sungai Kegiatan yarg diizinkan:
a. Pemanfaatarl rtrang untuk ruang terbuka hijau.

SK Nr 074451 C
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Konlrcocg Gut!8 Inhaa. Pardu [ |
b. Kegiatan penunjang pelabuhan angkutan sungai dan penyeberangan dengan tanpa

mengur€rn gi fungsi kawasan.
c. Pembangunan aan pemeliharaan prasarzrra sumber daya air termasuk sistem

pengendali banjir.
d. Kegiatan konservasi.
e. Jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.
f. Kegiatan riset dan pendidikan'

Kegiataa yaag tidak diizinLan:
Kegiatal Urdi a"y" yang mengganggu dan memsak fungsi utama sungai, antara lain:
pertanian, permukiman, perkantoran dan indu stri -

Kawasan Sekitar Danau Atau
Waduk

Kegiatan yang diizinkan:
a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
b. Pembangunan dermaga dengan tanpa mengur€rngi fungsi kawasan.
c. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air termasuk jaringan

irigasi dan sistem pengendali banjir.
d. Kegiatan konservasi.

SK No 074452C
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Eoopnba fettnlte*f Gone Xahra
e. Jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.
f. Kegiatan riset dan pendidikan.

Kegiatan yaug tidak diizinkan:
Kegiatan budi daya yang mengganggu dan merusak fungsi utama danau dan waduk,
antara lain: pertanian, perrnukimart, perkantoran dan industri.

Kawasan Energi Kegiatan yang diizlnkan :

a. Kegiatan riset dan pengembangan di bidang energi serta produksi dari energi
alternatif, energi terbaruka::, dan energi primer.

b. Infrastruktur terpadu yang terdiri atas infrastruktur energi, TIK, dan limbah.

Kegiatan yang tidak diizinkan:
Kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan energi, antara lain: pertanian, permukiman,
perkebunan, dan industri.

Kawasan Badan Air Kegiataa yang diizinkan:
a. Kegiatan olahraga dan wisata air.

SK I'io c ,14153 C
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b. Kegiatan pendidikan dan penelitian-
c. Kegiatan perikanan dengan tanpa mengurangi fungsi kawasan.
d. Kegiatan pemanfaatan energr'

Kegiatan yatrg tidak diizinkan:
Ke[ata1yang menimbulkan pencemErran dan penunrnan kualitas pada badan air.

Kegiatan yeng diizinkan:
a. Kegiatan riset dan pendidikan.
b. Ke[iatal yang mendukung pelestarian keanekaragarnan hayati yang bernilai tinggi
c. Kegiatan petestarian situs budaya dan adat'
d. Kegiatan wisata alam dan wisata budaya'
e. Pembangunan koridor satwa.
f. Kegiatan pemanfaatan tradisiona-1 subsisten'

Kegiatan yang tidak diizinkan:
a. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau merusak kawasan

konservasi.

Kawasan Konsenrasi

SK No 074154C
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,. t &rt lnttr+ .

b. Kegiatan yang dapat menganggu habitat flora dan fauna yang dilindungi.
c. Kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan spesies yang dilindungi.
d. Kegiatan perkantoran, bisnis, permukiman, dan industri.

Kawasan Permukiman Kegiatan Yaag aii-inkan:
a. Kegiatan hunian berupa hunian yang dilengkapi dengan PSU skala perumahan di

mana jenis, jumlah, kebutuhan luas dan lokasi (radius pencapaian) ditentukan
dengan memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah
penduduk/penghuni (skala pelayanan perumahan) sesuai dengan standar teknis
yang berlaku.

b. Kegiatan sa.rana pelayanan umum skala permukiman perdesaan yang terpadu
dengan serana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hierarkinya
menurut standar telsris yang berlaku.

Kegiatan ]ratrg ttdak diizinkaa:
Terbatas untuk pengembangan kegiatan yang tidak mendukung aktivitas dan memiliki
potensi pencemaran lingkungan permukiman, antara lain industri skala menengatr dan
skala besar.
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Catatan:
*kegietan yang diizinken pada kolortr psnduan kegiatan dapat didetailksi dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strate8is Nasional Ibu Ifuta Nusantara

Eoopoer
Kegiatan lrang diizinkan:
a. kegiatan pertanian tanaman pangan, pertanian holtikultura, perkebunarr, peternakan

dan perik€rnzrn.
b. Pembangunzln serana Prasarana pendukung pertanian lahan basah'
c. Pernbangunan pemrukirnan berkepadatan rendah-
d. Pengembangan IKM.
e. Pernbangunan praszrrana ekonomi pendukung-

Kegiatan yang ttdak diizinkan:
Kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau merusak kawasan pertanian
dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian.

Kawasan Pertanian

SK No 474456C
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4.3 ArahaulmPlementasi

Seluruh sarana dan prasarana yang sudah diidentihkasi di dalam arahan

perencanaan struktui ruang (Sub Bab 4. 1. 1 dan Sub Bab 4.2.1) serta dalam

iraharr perencanaan pola -ruang (Sub Bab 4'l'2' dan Sub Bab 4'2 2')

dituangkan ke dalam rencana penahapan dalam Bab 6' Penahapan
pembaigunan Ibu Kota Nusantara iersebut mengikutr kebutuhan ru_ang bagi

warga dilam lima tahap yang disesuaikan dengan periodisasi RPJMN'

Arahan perencanaan struktur ruang dan arahan perencanaan pola ruang,

selanjutnya didetailkan ke dalam arahan perancangan bangunan dan tata
guna'lahan kawasan. Pada Bab 5 menjabarkan perancangan bangunan dan

f"*u"r, untuk KIpp yang akan dibangun di tahap awal. Pusat kegiatan dan

area perkotaan selain y.tg t".-""rk ke dalam KIPP perlu dilengkapi dengan

men5lesuaikan arahan perancangan bangunan dan tata guna lahan kawasan

KIPP dengan standar itau kualitas yang minimal sama dengan yang telah

disusun untuk KIPP di Bab V.
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BA8 V
PERAITCAITGAN TATA BAI|GUIYAN DAIT LItrGKTIITGAI{

KAWASAIT INTI PUSAT PEMERII5TAIIAN

Kawasan Inti Rrsat Pemerintahan (KIPP) mertrpakan salah satu wilayah
perencanaan lbu Kota Nusantara dengan arahan peruntukan khusus
penyelenggaraan urusan pemerintahan nasional. Sebagai area Perkotaan di
i<aw"sat Strategis Nasional (KSN), selain untuk uPaya pengendalian
pemanfaatan ruangyatg akan berpedoman kepada Rencana Detail Tata Ruang

inOfn;, sesuai peratwan pemndang-undangan juga disusun Rencana Umum
Tata Bangunal dan Linglnrngan (RUTBL-Urban Design Developmentl atau
rrr"*t gari kawasan perkotaan khusus di KIPP untuk memberikan
arahan perancangan, pelaksanaan pembangunan, dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan Rencana Tata Ruang

infn KSN Ibu Kota Nusantara, area perkotaan di KIPP disebut dengan Wilayah
Perencanaan (WP) 1.

Pada KIPP, sebagai area perkotaan yang diprioritaskan pembangunannya, telah
disusun dokumen RUTBL, selain untuk memberikan pedoman pengendalian
pembangunan bagi KIPP juga berperan sebagai model desain kawasan untuk
wilayah perkotaan Ibu Kota Nusantara lainnya. Arahan Perancangan Tata
ean-gunal dan Lingkungan (selanjutnya disebut Arahan Perancangan) pada Bab
ini menrpakan pokok materi RUTBL KIPP. Arahan Perancangan ini berperan
sebagai panduan rancangEul kawasan dan pedoman pengendalian pemanfaatan
ruanE kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan
dan lingkungan yang berkelanjutan di KIPP, yang diwujudkan dengan
memenuhi ketentuan:

a. keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-
wilayah, serta keserasian antarsektor;

b. keterpaduan rencana pembarrgunan KIPP dengan area perkotaan
sekitarnya;

c. keberlanjutan pembangunan KIPP sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan;

d. tata bangunan dan tingkungan kawasan perkotaan yang berkualitas
fungsional, visual, dan lingkungan; serta

e. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan yang efektif.
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Arahan perancanganTata Bangunan dan Lingkungan ini adalah pedoman bagi

Kepala Otorita tbu Kota Nusantara yang perlu ditindaklanjuti dengan penetapan

rencana pengembangan kawasan berupa Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL) pada aPan

p"riu"neunannya ai krPP. KIPP

memerlukan interpretasi terh Kota

Nusantara dapat mendayagunakan yang

membidangi perancangan kota dan arsitektur bangunan.

5.1 DASAR PERAITCANGAN KIPP

5.1.1 Dasar Perancangan KIPP

perancangan afea perkotaan KIPP didasarkan kepada visi kawasan yang mampu

mengintelasikan dan mewujud.kan secara seimbang visi Ibu Kota Nusantara,

khu":usnya dalam mencermintan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan
pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pelindungan lingkun8mt
serta dalam mewujudkan kota cerdas, modern, dan berstandar internasional
yang memacu pemtangunan sosial dan pengembangan ekonomi. Perancangan
-rupF 

merupakan pengEmbangan model kota masa depan berbasis hutan dan

kepulauan- sebagai "i*uot 
transformasi dan kemajuan .petadaban Indonesia

yang bertajuk "Rota. Hutan, Kota Spons, dan Kota cerdas".

Gambar 5-1 Ilustrasi Dasar Perancangan KIPP
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Arahan Perancangan ditetapkan untuk memastikan bahwa visi dan hasil

rancangan telatr ii*n3uat* sampai dengan skala terkecil di tingkat area

peng.mbangan kawasan (tihat Gambar 5'21'

Arahan Perancangal menjadi pedoman bagi perancang kota dan bangUnan'

;;;;;;;t"it;t sudair ditetapkan, dan memastikan seluruh elemen kota

memberikan t<ontriuusi dalam pencapaian kondisi ideal.

Aratran perancangan KIpp tersebut dilaksanaka, dengan memenuhi nilai-nilai

dasar perancang"i. f..*"san dan nilai-nilai transformatif kehidupan perkotaan

sebagai KIPP.

":** ::' 
*:"*: o*"" **:**' *::

'' :ii
:

Cemin
ldentital Bingsa

Kebcrlanjutan Ekonoml,
505ial, Linqkungan

(erdas,
Modern, lnlema:ional

Tran sformas
lndikator Kinerja

Utama (XPt)
Berbudaya

Sumber: Keruemterian hkerjaan Umum dan Penrnatren Fakyet, 2022

Nilai dasar perancangan KIPP meliputi:

a. Representasi Nilai-nilai Luhur, Manusia dan Alam;

b. Nilai Luhur Kebangsaan;

c. Simbol Pemerintahan Negara Kesatuan;

NILAI DA5AR PEFANCANGAN KIPP

Represenhrl
Nllol Iuhur -

Alam

lntraiuuktur
Ccrdnt
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d. PembangunanBerkelanjutan;

e. Kota Hutan;

f. MobilitasBerkelanjutan;
g. Kota Cerdas;

h. Mobilitas Cerdas; dan

i. InfrastrukturCerdas.

Nilai transformasi dalam perancangan KIPP berpedoman kepada 5 aspek
Transformasi Berbudaya dalam kehidupan perkotaan di Ibu Kota Nusantara
yang dapat terwujud secara terpadu pada KIPP, meliputi:

a. Transformasi melestarikan alam;

b. Transformasi berbangsa dan bernegara;

c. Transformasibermukim;

d. Transformasibermobilisasi;dan

e. Transformasibekeda.

5.7.2 Indikator Kineda Utama (IKU/KPI) KIPP

Perancangan area perkotaan KIPP menggunakan pendekatan tolok ukur KPI
yang diterjemahkan dari 3 Pilar KIPP, yaitu:

a. Pilar Identitas Bangsa diterjemahkan dalam Indikator Indonesia Sentris;

b. Pilar Keberlanjutan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan diterjemahkan dalam
Indikator Keberlanjutan Hijau; dan

c. Pilar Kota yaxg Cerdas, Modern, dan Berstandar Internasional
diterjemahkan dalam Indikator Kota Cerdas.

KPI KIPP tersebut dibuat terukur dan dinilai melalui 5 dimensi kineq'a kota
yaitu:

a. KesejahteraanMasyaralat;

b. Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami;
c. Konektivitas Kawasan/T?ansportasi;
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d. Infrastnrktur Kawasan; dan

e. Infrastnrkhrr Teknologi Informasi dan Komunikasi.

secara lebih rinci, KPI KIPP dijabarkan dalam tingkat sub-dimensi dan elemen

indikator dengan Lrget p"ncap*ian kineda kota yang diharapkan'

Gambar 5-3 KonseP KPI KIPP

Dimensi KP| " "" "" " "

Keseiahteraan
Masyarakat

(sos)

Ekologis dan
Preservasi

Llngkungan Alami
(EKo)

Konektfultas
Kawasan/

Transportasl
(TRAI

lnfrastrul(tur
Kawasan

(INR

ntrastruktur
TIK
(rcT)

Subdimensi

Keberleniutsh Ekomml, so5l$1, Ilngkuntan

1"""""""""-""'"""".'":
ldcntitas Ban6o i Cerdas' Modern' lntamasimal..,.,.....:--;..::;::,,.-,;;:;,.: " "" " "" ":

sosial - Ekonomi Provisi Rr]ang I ijau Slstcm firNrortasi sumbcr Alr JarinSan sensor' dan

Publlk Sirtm Dnin.* Drta TIX

s.rrial ' Buclaya Aks66 RuanE HUau Transportasl Publlk Atr Umbah Dome3tlu t"JlIJHill:"
dm Berang

(uatrtas rklrm Parklr 'l''it'#tJ":r"3:tJ::T[
Konscrvari d n NMT: Peialan Kakl don Sampah Domestik

Prcserua:lAlam NMT:Scpeda
. PeBampahrn

TIK drn Xendrlasn
Otorcm Ener8i

lnfrastruktur Jalan
RaYa

lnfraetruldur JBmbaten

Sumber: Kementerian Pekerjaan UEum dan Perumahan Ra$at,2022

Target umum pencapaian 5 dimensi kineda kota KIPP sampai dengan

Tahun 2045 meliputi:

a. Kesejahteraan MasYarakat:

1. 10 menit akses kepada pelayanan dasar;

Z. 60-Z0 persen unit hunian teralokasi untuk ASN dan TNI/Polri;

g. hunian berimbang sesuai dengan KPI aman dan terjangkau;
terjalgkau untuk- berbagai kelompok pendapaten masyarakat,
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merespons pada keberagaman tipe hunian dan tidak eksklusif hanya
pada kelomPok/ golongan tertentu;

4.tersedianrangpublikyanginklusifdanresponsifgenderuntuk
program dan kegiatan skala nasional; dan

5. elemen/simbol representasi semua budaya Indonesia dalam ruang
publik.

Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami:

1. 5O-70 persen ruang terbuka/area hijau;

2. 40-50 persen konservasi tanaman lokal Kalimantan;

3. 2O-3O persen konservasi tanaman lokal Indonesia;

4. 75-8O persen populasi terlayani akses menuju taman kota;

5. 100 persen koridor hijau tidak terputus; dan

6. 100 persen Net Zero Emission; dan

7. Optimasi kua.litas iklim mikro.

Konektivitas Kawasan / Transportasi:

l,To.80persendaripergerakandalamkotamenggunakantransportasi
publik;

2. 70-80 persen dari luas pengembangan kota terkoneksi dengan layanan

trayek transportasi pubiik dengan jaringan pejalan kaki;

3. 7O-80 persen dari kawasan perkotaan berada kurang dari 5oo meter
jarak berjalan kaki ke titik transportasi publik;

4. kurang dari 5o menit koneksi kereta api transit ekspres dari KIPP ke

bandara strategis; dan

5. integrasi hsik, jadwal, informasi, dan pembiayaan melalui sistem
transportasi cerdas.

Infrastruktur Kawasan:

l. maksimum 150 liter/ orang/ hari kebutuhan air minum untuk
pengguna€rn domestik;

2. 6O persen pengolahan timbulan sampah melalui proses daur ulang,
dan- sisanya meldrri proses pengolahan sampah untuk menjadi energi

\Daste to 
-energgl 

dan/atau pengolahan sampah untuk menjadi barang
(uaste to productt);

c

d
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3. 1OO persen air limbah domestik terolah dengan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat (SPALD'T) dan memenuhi baku mutu,
pada tahun 2035;

4. 5O persen area penggunaan sumber air alternatif kawasan; dan

5. 1O0 persen penggunaan energi terbarukan.

I n frastmkttrr Teknologi Informa si dan Ko munikasi :

1. IOO persen cakupan akses internet kepada penduduk;

2, Ketersediaan jaringan internet nirkabel di area publik;

g. Terdapat Rrsat Kontrol dan Operasi Terintegrasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi (Integrated Operations Control Center) sebagai pusat
pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pengendalian fasilitas-
fasilitas terkait dalam kota; dan

4. Seluruh pelayanan publik oleh pemerintah tersedia dalam basis sistem
digital.

Gambar 5-4 lllustrasi Target Umum Pencapaian 5 Dimensi Kinerja Kota KIPP

Kesejahteraan
MasVarakat

(sos)

10 Menil
I,eiil rnriar kp tr*rh lxlx il$ Tilik

Ekologls dan Preservasl Konektlvltas Kawasan/ lnfrastruktur Kawasan

Lingkungan Alami Transportasl (lNR
(EKO) (TRA)

I nfrastruktu r Tl K
(rcT)

50-700d
ArcrTtrrhuke Hiliu

7a-8OVo 150 l/orang/hari
Irmws TEryn.ri Publik drbm kdrtuhs Pilwrm Ai. M;uh
Pws*h OJm (ola Do.nel{i

1 0046

Hunian Berimbang
Vilr dFnritr l(fl1Am6 ll]n

Ruang Publik"^ftklhrnm 75-8@k
dJr kpriltr r <k)L: Niliniril PrylitlTdbyanan Aktca menuir

TJrun Xotl

I k n,H'. (ilnrd {-,r,'+'I^i h':J 
. I00gos,,rivn tr'ln,4r! drlrr rtwu ,uhh 

atilr H,lruThtrktrpdtu,

1009ir
Ndr 7.D Em{rie

OPtlNrl KualllI ltlh Mlkrc

40-500,b 70-80% 60%
Xdnsorulriftnffiff lokrl KJlmnt:n AGr hnrqr&.ry t(ot: Tettoekd Lhurt lms Tkthl{ hFh drn

Trryft.tl Pub{k did Jvlrcan P4,ls $r'nva tku[i Wt ds/alfl 9/tp
l(a(l

ZO 3Uk 7O-8O% l00qh

WlFl di Area Prthlik

AEi K.6ff Pcrkohin bfrrdr i5ffln Air Linbeh fbnwrtil Terobh sP[D T

frrdr Bo,Jalan XeklkeTldkTdftOoffil dil Brkr MrtuTdpenuhlTrhun 2035 l^teptpd(trr.rainnr f.DhrCpnr.r
Publk

<50 men it 50% I 00o/;
kdek.l(€rhAO;T/ahdttuiKlm!e ,relPeMllrnainSrlrnh6AkAlltrn.dl I Q'NettuBrtnalrt i'piiin.tr |iilll
Bhd*. Sb*eis tuehn

Prrrat Kontrol ODerari
Terinteqr.rsr TIKfIOCC)

lnkgria Fi3il, JadwJ, lnlffi 31, d{tr
Ps$iyrrtn mekhd ITS

l0@/o
knsrnsn EmEl TrrtrM,trn

Sumber Kesrenterian ftkerjaan Umum dan Perumahan Rskyat' 20122
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5. f .3 Perancangan Transformatif KIPP

Nilai transformasi dalam pefancangan KIPP sebagaimana tersebut pada

Bab 5.1.1 diterjemahkan sebagai berikut:

a. Transformasi Melestarikan Alam

KIPP merupakan sebuah ekosistem perkotaan dengan alam dan kota

sebagai iingkungan binaan yang terhubung dan hidup ddam satu.kesatuan
org"ii"-..- perJncanaan ruanf terbuka, berupa ruang terbuka. h.ijau dan

bii: yang terhubung menjadi .1"*.., penting bagi konsep ekologrs kota dan

tonslrva'si lingkun-gan alami KIPP. Perancangan {ee lepilimalkan
intewensi kepada e-kosistem alami dengan koridor hijau bukit ke teluk
sebagai koridor ekologis, satwa, dan riparian'

Transformasi melestarikan alam diterjemahkal melalui penciptaan ruang
perkotaan dinamis dengan minimal intervensi terhadap a1am, memberikan
Loridor ekologis sebagaikontribusi bagi konservasi keanekaragaman hayati
(biodiuersity\l perbaikan kualitas iklim, serta menggambarkan interaksi
antara nilai lingkungan dan nilai luhur Pancasila'

KIPP dirarcang sebagai ibu kota yang merayakan alam Indonesia. Konsep

ini menerapkan beberapa pendekatan perancangan yaitu:

1. Mempertahankan area perbukitan, bakau, dan riparian dalam KIPP

dan iranya membangun di tempat yang memiliki kesesuaian untuk
dibangun dan tidak melebihi 30 persen luas area perancangan'
(lihat Gambar 5-5).

2. Dalam 60-70 persen lahan tidak terbangun, sebagian akan dilakukan
reforestasi, rehabilitasi hutan, dan sebagian akan dijadikan jejaring
Ltijau (green fingers\. Jejaring hijau ini turut menjaga keseimbangan
kondisi iklim kawasan.

3. Konektivitas ekologi, melalui kontinuitas ruang terbuka perkotaan,
kesinambungan koridor hijau jalan, dan koridor hijau alami'

4. peningkataa keanekaragaman hayati, melalui pemanfaatan koridor
alami/ ekologis sebagai taman habitat.

5. Pemanenan dan pengelolaan air hujan, dengan manajemen limpasan
air melalui strategi konservasi, Pemanenan dan usaha penggunaan
kembali, serta pengisian ulang.
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Gambar 5- 5 llustrasi Identifikasi Daerah Terbangun dan Tidak Terbangun

3 ldentifikasi area tinggi, bukit, dan area kelerengan
1. Permodelan & Analisa elevasi, kemiringan lahan, dan

kondisi lahan lainnya untuk memahami situasi lahan.

2. identifikasi area lembah, area PUH 1@ tahun, area

riparian dan sempadan

4, Penentuan area layak bangun sebagai area utama

p€rencanaan

curam

suobefi Keueoterian Pekerjaen umum den Penrmeharr Ral<yat,2022

Pencapaiag tralsformasi melestarikan alam di KIPP, antara lain bisa

diredisasikan melalui Perancangan:

a. Kebun Raya lBotanical Gardenl sebagai h.rsat Internasional

pengembangan Hutan Hujan TroPis;

b. Taman Rrsat Itmu Pengetahu n dan Teknotogi (sciene and Tech

Central PorH;
c. Taman Ekologi Hutan Bakau {Mangrove fun Parkl; dan

d. Jejaring hijau yang mengelilingi dan melingkupi sistem perkotaa-n

sebagai koridor ekologis, jalur air, dan ventilasi alami kota.
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Gambar 5- 6 llustrasi Konsep Ttansformasi Melestarikan AIam

Kon€ktivitas Ekdogi

flrE lerb.h
lJa E lrle

Peringftawt
t(eilrelardsanin
l+t/Ed

l0ild d)6rdF
{h.dM
h16lu.

HS.?.d tou {[Mldslld

Pefiianatr & Pcr4elolean Air Huian

Eib&rfrrird

d:it

& r E!i6tr&q-

Sumber: Kernerrterian Pekerjaan Umum darr Perunah an Ral<yar, 2022

b. Transforrnasi Berbangsa dar Bernegara

Transformasi berbangsa dan bernegara diterjemahkan melalui Penciptaan
ruang representasi budaya tarra.h air di parggung nasional sebagai simbol
kemajuan bangsa. Ruang terbuka publik yang kaya simbol budaya menjadi
rua11g edukasi sejarah nasional dan ruang apresiasi dan ekspresi
masyarakat yang inklusif dan ber-bhinneka di Nusantara yang bersinergi
dengal pusat sains dan teknologi menuju masa depan bangsa.

Konsep ini menerapkan dua pendekatan utama perancangan yaitu:

a. Sumbu Kebangsaan, sebagai sumbu filosofis yang menggambarkan
Nilai Luhur-Manusia-Alam dan merupakan reposisi Kosmologi
Nusantara; dan

b. Representasi Sejaratr, Alam, dan Budaya Nusantara, yang
menggambarkan ruang publik sebagai apresiasi dan ekspresi kesaluan
dalam keberagaman, kebersarnaan, gotong royong, dan kolaborasi.
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Pencapaiarr transformasi berbangsa dan bernegara di KIPP antara lain
direalisasikan melalui tiga rancangan ruang publik, yaitu:

a. PIaa, Seremoni danPlaz.a Sipil, termasuk Museum Peradaban, sebagai
simbol identitas bangsa dan rrang publik untuk Program Nasional;

b. PLaza Bhinneka, sebagai representasi keberagaman dan indikator
elemen/simbol representasi semua budaya Indonesia dalam nrang
publik; dan

c. Kawasan itmu pengetahuan dan teknologi, plaza adibudaya, plaza
rakyat, dan kawasan rehabilitasi bakau, sebagai simbol kemajuan
bangsa, perpaduan antara seni, kemanusiaan, dan kebangsaan
dengan sains dan teknologi, serta pusat inovasi.

Gambar 5-7 llustrasi Konsep Transformasi Berbangsa dan Bernegara

Koocp Sunrbu Kebangs.+*n
&lLtrU
lil K6nblogi Nte$lNr

Alanr. &

lrq@&nlck4,MF

tt"Jug

*,

c,

Su mber: Kementerian Pekerjaan Umuo dan Perumah an Ral.<:uat, 2022

Transformasi Bermukim

Transformasi bermukim diterjemahkan melalui perancangan kawasan
hunian kompak (compact liuing), berorientasi transit, dan inklusif.
Rancangan hunian inklusif berbasis komunitas memberi nrang kolaborasi
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warga, mengedepankan lingkungan hunian sehat bagi aktivitas tinggal,
UetJ4a, Ueinain, dan belajar warga. Hamparan rLrang terbuka hijau
meniaai bagian dari ekosistem koridor hijau kota yang responsif terhadap
topoirafr da-n ekosistem alami kawasan, mewujudkan harmoni kehidupan
manusia dengan alam.

Hunian berkualitas yang inklusif, cerdas, kolaboratif, kompak, dan berbasis

pada konsep Kota 10 Menit menerapkan 6 strategi utama perancangan
yaitu:

1 . fasilitas bersama dan ruang komunal warga lshared liuing facilities\
yang inklusif dan responsif gender;

2. konektivitas tidak terputus, yaitu sistem konektivitas terintegrasi dan

menerus antar-komPleks hunian;

3. ruang kolaboralif aktif warga pada lantai dasar;

4. kampung masa depan lfuture uitlagel, yaitu adaptasi budaya hunian
tapal mJnjadi bermukim secara vertikal untuk mencapai efisiensi dan
fleksibilitas lahan;

5. hunian hijau dan cerdas, yaitu bermukim dengan pemanfaatan
teknologi hdau dan cerdas pada infrastruktur bermukim kawasan dan
unit hunian; dan

6. modul unit hunian kompak, yaitu modulasi unit hunian guna
memaksimalkan penggunaan ruang hunian kompak'

Pencapaian transformasi bermukim direalisasikan melalui:

1 . hunian berbasis komunitas dengan indikator 10 menit waktu
pencapaian ke fasilitas umum, fasilitas ekonomi, dan fasilitas sosial,

serta titik transit;

2. hunian responsif kontur yang terintegrasi ruang sosial;

3. hunian berbasis transit; dan

4. rrang komunitas berbasis konektivitas pejalan kaki menerus dan
nyaman.
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Gambar 5-8 Ilustrasi Konsep Transformasi Bermukim
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat' 2022

Transformasi Bermobilisasi

Transformasi bermobilisasi diterjemahkan dalam konsep kota hemat
energi, berbasis akses 10 menit dengan perencanaan yang menguturmakan
mobilisasi kawasan terintegrasi melalui dominasi transit, optimalisasi
p€nggunaan moda transportasi publik sebesar 70-80 persen dari total

iretfit"f.an dalam kota, Penciptaan iklim yang kondusif bagi pejdan kaki
i"n p.."peda, serta sistem dan infrastruktur transportasi yang siap guna
terhadap perkembangan di masa depan, sep€rti transportasi cerdas dan
sistem transportasi otonom.

Konsep ini menerapkan 3 strategi utama perancerngan meliputi:

1. Kota l0 Menit, yaitu kota yang melayani wafga kota dalam pencaPaian

10 menit dari dan menuju semua fasilitas lingkungan;

2. berorientasi manusia dan pejalan kaki, yaitu mobilitas efisien dan
efektif berorientasi manusia dan berbasis transit terpadu; dan
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3 konektivitas pejalan kaki terintegrasi, yaitu konektivitas pejalan kaki
kawasan yang menerus dan terintegrasi pada berbagai level lapis
bangunan.

Gambar 5-9 Ilustrasi Konsep Transformasi Bermobilisasi
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Sumbec Ikmeaterian Pekat'aan Umum dan Perumahan Rak5rat' 2022

Pencapaian transformasi bermobilisasi direalisasikan melalui Mobilitas
Hijau (Green Mobitityl berorientasi kepada pejalan kaki, pesepeda, dan
transportasi publik terintegrasi, yaitu:

1. Konektivitas pejalan kaki dan pesepeda secara berlapis dan menerus;

2. Mobilitas berorientasi transit melalui rnoda transportasi publik; dan

3. Infrastruktur kendaraan dan mobilisasi logistik siap dengan teknologi
masa depan berbasis sistem otonom.

Transformasi Bekeda

Transformasi bekerja ditedemahkan dengan menciptakan ekosistem kerja
kolaboratif yang Jfisien dan fleksibel melalui rancangan lingkungan
perkantor€m pemerintahan hijau berkinerja tinggi (Wh performan@ green

dist i"g, ramah lingkungan, terkonsolidasi, dan terintegrasi' Komplek
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kementerian/lembaga saling terhubung serta dilengkapi ruang-ruang
kolaboratif pendukung produktivitas dan kerja sama antar-sektor.
Kawasan perkantoran yang terkonsolidasi menerapkan 6 strategi utama
perancangan melalui:
a. Ruang kerja berbagi, yaihr area kerja berbagi yang lebih efisien,

fleksibel, responsif gender, dan inklusif;
b. Ruang kerja terintegrasi dengan alam lblendedwithnafi,tre), yaitu area

kerja yang menyatu/terhubung dengan koridor hdau untuk
menciptakan perkantoran yang sehat dan nyaman;

c. Program ruang berlapis {multi-lagered programl, yaihr kombinasi fungsi
perkantoran dan fasilitas publik;

d. Ruang kerja berkesinambungan (seamless utorkplael, yaitu akses
multifungsi publik-privat antar ruang kerja dan ruang kolaboratif
antar-kementerian dan lembaga;

e. Zona kerja terintegrasi (integrated zones), yaitu area kerja inklusif
dengan dan konektivitas visual yang terbuka; dan

f. Ruang kerja berorientasi masa depan Wture readg workptacel, yaitu
antisipasi teknologi dan budaya kerja masa depan melalui
infrastruktur berbasis digital dan pemerintahan cerdas elektronik
lsmaft gouernancel.

Gambar 5- 1 0 Ilustrasi Konsep Transformasi Bekerja

Terhterri aetan
Atrnm
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Pencapaian transformasi bekerja direalisasikan melalui komplek
perkantoran kementerian dan lembaga yang kompak dan kolaboratif
dengan p€rancEurgan:

a. jalur titian karya, yaitu fasilitas pejalan kaki layang {skguatli pada
k"wasat perkantoran dan bisnis l0O persen tidak terputus dengan
teduhan;

b. podium ruang kerja pelayanan ASN terintegrasi;

c. ruang kerja bersam a lco-working spacel dan ruang kerja kolaborasi
yang responsif gender;

d. arkade pejalan kaki dan akses langsung pada bangunan perkantoran
kementerian dan lembaga; dan

e. kompleks perkantoran dengan konsep bangunan gedung hijau dan
bangr.rnan cerdas.

PRII|SIP DAIT KOI{AEP PERA1YCANGAIT IIAWASAN II{TI PUSAT

PE}IERIIYTAHAN
5.2

5.2.1 Prinsip Perancangan KIPP

Struktur ruang KIPP dirancang dengan pendekataan apresiasi terhadap alam

lnature-inspired designl dalam upaya menjaga dan melestarikan ekosistem alami
kawasan melalui:

a. Apresiasi morfologi alami lahan (lembah dan bukit)' dengan meresPon
terhadap topografl alam. Desain memaksimalkan kontur dengan
mengembangkan area yang cenderung datar sebagai pusat kegiatan
komunitas kawasan. Konektivitas jejaring hdau dibentuk dengan
memaksimalkan lanskap alami yang memberikan fungsi ekologis sekaligus
rekreasi bagi KIPP.

b, Sistem konektivitas kawasan dan struktur ruang kota dibentuk dengan
sistem melingkar kawasan sebagai koridor mobilitas. sistem jaringan jalan
kawasan dirangkai dengan memperhatikan kontur yang dikaitkan dengan
sumbu kawasan, aspek jejaring hijau, dan fungsi utama kawasan.

c. Pembentukan sumbu dan koridor visual kawasan sebagai tulang punggung
kawasan dan orientasi utama pengembangan kawasan. Sumbu dibentuk
sebagai representasi nilai frlosohs kawasan dan poros pembentuk koridor
ruang utama kawasan. Terdapat 2 sumbu KIPP, yakni Sumbu Kebangsaan
(utara-selatan) dan Sumbu Tripraja (barat-timur)' Kedua sumbu ini
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merupakan koridor visual utama pada KIPP sebagai pembentrrk karakter
formal kawasan pemerintahan yang lugas namun terbuka bagi
masyarakatnya.

d. Blok dan fungsi kegiatan dibentuk mengisi pola ruang kota telah disusun
datam program dan rencana kawasan. Penentuan fungsi dipenganrhi oleh
tujuan'ke[eragaman (diuersitgl kawasan, faktor topografi, daya dukung
latrart, dan peran sumbu utama kawasan.

Gambar 5-11 Fembenhrkan Stnrktur Kota KIPP berbasis Alam

Sumber: Kemetterien Felojaan Umum dan Perumah ut Rakyal, 2022

Struktur Ruang Kota KIPP selanjutnya dirancang dengan menerapkan prinsip
Kota Layak Huni (Liuabte City) dengal prioritas perancangan, meliputi:

a. Model kota polisentris, yaitu menciptakan kolaborasi berbagai pusat
kegiatan dengan beberapa rntt lurel dan sub inti (sub-co@, serta distribusi
keladatan minengah di sekitar moda transit, potensi sumber daya, dan
ekonomi yang benrariasi;

b. Kota dengan rancangarl yang memperhatikan aspek-aspek:

1. Struktur kota yang rnerespon iklim dan kontur alami, serta
beradaptasi terhadap kondisi topografi ;

2. Kota sebagai simbol Ibu Kota Negara, yang bersifat simbolik didukung
oleh sistem at Uvitas perkotsafi terintegrasi dan sistem infrastrtrktur
terpadu; serta
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3. Kenyamanan dan keamanan manusia yang hidup di dalamnya melalui
prioritas pengembangan berorientasi pej alan kaki, pesepeda, kelompok
*..y.t.kat rentan seperti peremPuan hamil, anak, lansia, dan
disaLititas, serta sisiern transit berbasis Penggunaan moda
transportasi massal.

Menciptakan keberagaman (dilrcrsityl fungsi serta komunitas yang aktif
mendukqng pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kehidupan kota
yang dinamis.

Gambar 5-12 llustrasi Konsep Kota Polisentris KIPP

Sumber: KerEenteriafl Pekcrjaan Umum dan Perumaharr Rzkyar, 2O22

5.2.2 Konsep Perancangan KIPP

Nilai dasar perancangan kawasan dijabarkan ke dalam konsep perancangan

kawasan, sebagai berikut:

a. Konsep representasi nilai luhur, manusia, dan alam direpresentasikan oleh
keberadaan ruang terbuka hijau kawasan berupa Sumbu Kebangsaan di
KIPP (Gambar 5-13);

b. Konsep nilai luhur kebangsaan direpresentasikan oleh simbolisme
perkotaan yang berupa tengaran, ruang pubtik, serta bangunan
kebudayaan dan keagamaan (Gambar 5-1a);

c. Konsep sirnbol pemerintatran negara kesatuan direpresentasikan oleh
ruanglerbuka hijau kawasan berupa Sumbu Tri Praja (Gambar 5-15);
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Konsep pembangunan berkelanjutan direpresentasikan oleh kesatuan
organisme alam dan kota, melalui jejaring hijau (green fingers\ yang
mengelilingi dan melingkupi sistem perkotaan, preservasi morfologi alami
perbukitan dan memaksimalkan 5O-7Oo/o (lima puluh sampai tujuh puluh
persen) lahan tidak terbangun (Gambar 5- 16);

Konsep kota hutan direpresentasikan oleh adopsi hirarki hutan hujan
tropis pada desain kota dan konsep arsitektur Biomimikri sebagai salah
satu pendekatan yang mengimitasi model, sistem, atau elemen alam yang
bertujuan untuk mencapai kota yang berkelanjutan dan selaras dengart
alam (Gambar 5- l7);

f

s

Konsep mobilitas berkelanjutan direpresentasikan oleh
konektivitas kendaraan tidak bermotor dan transportasi
(Gambar 5-18);

Konsep kota cerdas direpresentasikan oleh sistem infrastruktur cerdas
sebagai hasil pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkini
daLam setiap aspek penyelenggaraan kota berbasis data yang mzunPu
meningkatkan kualitas kehidupan penduduk, kinerja perkotaan, dan
responnya terhadap kelestarian lingkungan (Gambar 5- 19);

Konsep mobilitas cerdas direpresentasikan oleh implementasi sistem
transportasi cerdas, kendaraan otonom, bus otonom, bersepeda,
berjalan kaki, dan angkutan yang elisien energi dan ramah lingkungan
(Gambar 5-20); dan

Konsep infrastruktur cerdas (Gambar 5-21 dan Gambar 5-221
direpresentasikan oleh:
i. implementasi sistem cerdas dan terpadu pada infrastruktur air

minum, sanitasi, proteksi kebakaran, pengelolaal banjir, energi
terbarukan, telekomunikasi, dan sistem pemantauafl;

2. infrastruktur terpadu yang tanggap beradaptasi dengan
perkembangan di masa d.epan (future readg integrated infrastntcturel;
dan

3. konektivitas kendaraan otonom, jaringan pejalan kakl pada iantai
dasar dan lantai atas, serta Bus Raya Terpadu (BRT).

prioritas
publik
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Gambar 5-13 Ilustraei Konsep Representasi Nilai Luhur-Manusia-Alam

Sumber: Kementerien Pekerjaan Umum den Perumahan Raf<yat' 2022

Gambar 5-14 Ilustrasi Konsep Simbol Nilai Luhur Kebangsaan

MonutM

Kotphkr
KG:iiDm

SK No 140617 A

,\9,d) (Io-A\
*#.li

Suraben Kcmcnterisrr Pekerjaan Umum dan Perurnahan Ralcyat, 2022



PRES DEN
REPUBLIK TNDONESIA

-402-

Gambar 5-15 llustrasi Konsep Simbol Femerintahan Negara Kesatuan
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Sumber: Kemerrtcrian Pekerjaan Umum dan Penrmahat Ral<yat, 2022

Gambar 5-16 llustrasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Mi Silurtn

Tffi Elobslr
Bek.u

klol4lAbd
kIh

Rlpalrn

Sumber: Kementerian Feketlaan Umum dan Peruaahan Ralyat, 2022
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Gambar 5- 1 8 Iluetrasi Konsep Mobilitas Berkelanjutan
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Gambar 5- 1 7 llustrasi Konsep Biomimikri
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Gambar 5-19 llustraoi Konsep Kota Cerdas
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Sumber: Kemeaterian Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat, 2O22

Gambar 5-20 Ilustrasi Konsep Mobilitas Cerdas
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Sumber: Kementerian Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022
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Gambar 5-21 llustrasi Konsep Infrastruktur Cerdas

Sumber: Kementerian kkerjaan Umum dan Perumahan Ralcyat' 2022

Gambar 5-22 Ilustrasi Pengembangan Infrastmktur Terpadu

Wrst&tuelM
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Sumber: Kemeoterian ftkerjaan Umum dan Perunahan Rakyat' 2022
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5.3 REIITCAIYA PTNGEMBANGAII UNI"AYATI IT{TI PUSAT

PEMERIN

KIpp seluas 6.67L hektare dengan area pengembangan seluas sekitar
1.259 hektare, memiliki peran sebagai WP Pusat Pemerintahan terbagi atas 3
Sub-WP, yaitu:

a. Sub-WP 1A seluas sekitar 2.876 hektare dengan luas area pengembangan
sekitar 921 hektare, berfungsi utama sebagai hrsat Pemerintahan dan
kegiatan berskala nasional, serta hunian;

b. Sub-WP 18 seluas sekitar 2.037 hektare dengan luas area pengembangan

sekitar 488 hektare, berfungsi utama sebagai pusat edukasi, pelatihan,
pengembangan sumber daya manusia, dan hunian; dan

c. Sub-WP lC seluas sekitar 1.758 hektare dengan luas area pengembangan
sekitar 351 hektare, berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

Gambar 5-23 Pembagian Sub-WP dan Sub Sub-WP pada KIPP

SK No l4ll35 A
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5.3.1 Pola Peruntukan Lahan

Pola peruntukan lahan dalam KIPP terdiri atas peruntukan lahan makro dan
peruntukan lahan mikro:

a. Rencana peruntukan lahan makro meliputi:

1. area terbangun dalam tujuh zona pemanfaatan lahan yaitu zona
pemerintahan, zona hunian, zorra sarana dan prasarana (fasilitas
umum/fasilitas sosial / fasilitas ekonorni), zona perkantoran dan jasa,
zona fasilitas khusus, zona fasilitas hankamtibmas, dan zona
campuran;

2. area tidak terbangun daiam tiga zona pemanfaatan lahan yaitu zona
lindung, zona rllang terbuka hijau, dan zona ruang terbuka biru; dan

3. area sirkulasi.

b. Rencana peruntukan lahan mikro meliputi:

1. Sub-WP 1A dipenrntukkan bagi pusat kegiatan pemerintahan dan
aktivitas utama KIPP, dengan fungsi kegiatan pemerintahan seperti
perkantoral pemerintahan nasional, perkantoran Otorita Ibu Kota
Nusantara, komplek diplomatik, fasilitas hankamtibmas seperti
komplek TNI dan Polri; fungsi perkantoran dan jasa seperti
perkantoran swasta, komersial niaga; fungsi campuran seperti
campuran kepadatan sedang, campuran kepadatan tinggi; fungsi
sarana dan prasarana seperti bina sosial, kesehatan, olahraga dan
rekreasi, pelayanan pemerintahan, pendidikan, peribadatan; fungsi
hunian meliputi hunian rumah tapak, hunian vertikal kepadatan
sedang, serta hunian vertikal kepadatan tinggi; fungsi khusus meliputi
fungsi budaya seni dan keagamaan, pendidikan tinggi dan riset, serta
pusat pengendalian kota cerdas (smart citgl;

2. Sub-WP 1B diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan sumber daya
manusia dan fasilitas kegiatan utama KIPP, dengan fungsi fasiiitas
khusus meliputi fungsi olahraga serta pendidikan tinggi dan riset;
fungsi campuran meliputi campurzrn kepadatan sedang; fungsi hunian
meliputi hunian tapak, hunian vertikal kepadatan sedang, serta
hunian kepadatan tinggi; fungsi perkantoran dan jasa seperti
komersial niaga; fungsi sarana dan prasarana meliputi bina sosial,
kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan transportasi; dan
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Sub-WP lC diperunhrkkan bagr kegiatan fasilitas kesehatan KIPP,

dengan fungsi pusat kesehatan; fungsi campuran kepadatan sedang;

fun[si hunian meliputi huniarr tapak, hunian vertikal kepadatan
sedang, hunian vertikal kepadatan tinggi; fungsi perkantoran;
komer-Jal niaga; serta fungsi sarana dan prasarana benrpa bina sosial,

kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan transportasi.

Gambar 5-24 Rencana Perunhrkan [ahan Makro KIPP
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Sumber: IGmcerterien Pckcrjaan Uaum dan Penr-rrahan Rdtyat, 2022
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Rencana peruntukan lahan mikro dalam sub bab 5.3 ini masih bersifat
pedoman umum. Perhitungan ci untuk setiap

perpetakan dan tapak kawasan Otorita Ibu Kota

itusantara setelah melalui pertimb Otorita lbu Kota

Nusantara.

5.3.2 Rencana Perpetakan dan Tapak Kawasan

Rencana perpetakan area perkotaan KIPP diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada masing-masing sub-kawasan prioritas,
yang akan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara'

Rencana tapak KIPP secara keseluruhan berpedoman kepada struktur ruang
kota yang dibentuk dalam konsep kesatuan kepuiauarr (archipelagol, dengan

,rr"*berrtuk ruang-ruang pembangunan yang terlingkupi oleh perairan dan
jejaring hijau (grein rtngeis;. Konsep struktur ruang kota yang merespon.topoiogi

h-"*i Jtsisti"[ den[an dngkat kemiringan yang beragam dan memaksimalkan
lanskap alamisebagai jejaiing hijau kawasan. Rencana tata guna lahan KIPP

mengedepankan konsep- kawasan campuran dengan mengakomodasi fungsi
yang saling melengkapi dan terintegrasi.

Ruarrg kota KIPP dibentuk dengan sistem melin gkar (loop sgsteml kawasan
seUaglai korid.or mobilitas, yang diperkuat dengan sumbu utama pengembangan,

berupa Sumbu Kebangsaan dan Sumbu Tri Praja'
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Gambar 5-25 Rencana Struktur Ruang KIPP
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Snmber: Kementerian Pekerjaan Uuum dan Perumah art Ral<yat, 2022

Hirarki ruang kota KIPP meliPuti:

1. Sub-WP (setara dengan Kecamatan);

2. Sub Sub-WP (setara dengan Kelurahan);

3. Blok;

4. Sub-Blok; dan

5. Persil.
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Gambar 5-26 Prinsip Hitarki Ruang Kota KIPP

Sub-BlokBlokSub Sub-WPSub-WP

sumber: Kementerian Fekerjaarr umum dan Feruoatran Ralryat, 2022

5.3.3 Rencana Tnna Pemanfaatan l"ahan Non-Hunian

a. T-onaRuang Terbuka KIPP adalah seluas sekitar 4.322 helrtare (t 65 persen)

termasuk ruang terbuka biru. 7-ona terbangun selain fungsi
hunian/perumahan adalah berlpa fungsi non-hunian yang meliputi zona
pemerintahan, zona sar€rna dan prasarana (fasilitas umum/fasilitas
sosial/fasilitas ekonomi) , zorua perkantoran da-rr jasa, ?nna campuran, zona

hankamtibmas, dan zona fungsi khusus.
Gambar 5-27 Rencana Ruang Terbuka KIPP
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A "ql-lt-;-r*;-

SK No 140670 A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dqn Penrmahan Rakyat' 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4r2-

b. Z-ona fungsi non-hunian di KIPP diselenggarakan sesuai Arahan
Perancaggal dan memiliki kepadatan sedang/menengah, dengan
berpedoman kepada peruntukan ruang sebagai berilqlt:

1. 7.ona pemerintahan dan hankamtibmas, dengan alokasi luas lahan
sekitar 500 hektare (Gambar 5-28);

2. Za1na sarana/prasarana dan fasilitas khusus, dengan alokasi luas
lahan sekitar 179,9 hektare (Gambar 5-29); dan

g. Z.ona perkantoran dan jasa dan 7-ona carnpuran, dengan alokasi luas
tahan sekitar 240 hektare (Gambar 5-30).

Gambar 5-28 RencanaT,ota Pemerintahan dan Hanlcamtibmas KIPP
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-rr:
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Sumber: Kementcrian Pekerjaan Umunr datr Perumahan Rakyat, 2022
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Gambar $29 Rencana?nna Sarana Prasarana dan Fssilitas Ktrusus KIPP
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Sumbcr: Keoerrterian Pekerj'a' Umum dan Ferumahan Rakyat,2022
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Gambar 5-30 RencanaZanaPerkantoran dan Jasa dan Zona Campuran KIPP

c,t

cl

..,, I uL--'- :J-,-i'-

Suober: Kementerian Pekerjaan Uaum dan PerumahartRal<yat' 2O22

c Kepadatan bangunan diperhitungkan sebagai kepadatan sedang/ menengah
yang mendukung pembangunan kota kompak (Compact CitA) dan berbasis

ir"rriit (Transit Oriented Deuelopmentl dengan intensitas pembangunan
lebih tinggi di sekitar simpul transit. Ketinggian bangunan rata-rata adalah
10 lantai dengan rentang ketinggian antara 6 sampai dengan 14 lantai
tergantung kondisi topografi, tata gLrna lahan, tipologi arsitektur,
dan kedekatan Pada simput transit. Panduan ketinggian yang lebih
rnendetaitkan akan ditetapkan setelah melalui pertirnbangan tim profesi ahli
Otorita Ibu Kota Nusantara.
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Bangunan non-hunian di KIPP berkinerja sebagai bangunan gedung hijau,
cerdls, modern dan berstandar internasiona-l, melalui pe.w'ujudan

bangunan yang mengutamakan pencapaian KPI yang telah ditetapkan
dalam Bab 5. 1.2, termasuk:

1 . optimalisasi potensi lahan, melalui penentuan tapak bangunan'

orientasi bangunan, dan optimalisasi galiarr dan timbunan (cut and filtl;
2. aksesibilitasuniversal;
3. penggunaan material rendah tapak karbon;

4. keamanan dan ketahanan terhadap bencana;

5. teknologi cerdas dan adaptif, seperti akses internet untuk semua;

6. penerapan sistem modular serta partisi dalam bangunan yang dapat

dipindahkan; dan
T,optimasikualitasiklimmikrosertapengendaliankualitasudara.

Rencana Zona Pemerintahan

Kebutuhan rllang perkantoran pemerintahan untuk keselumhan
kementerian dan- lembaga dialokasikan da-Iam rencala sub-zona
pemerintahan nasional'

Perkantoran pemerintahan direncanakan pada Sub-sub WP Kawasan

Pemerinrahan KIPP dan Sub-sub WP Perumahan Barat' Sub-sub WP

Kawasan Pemerintahan KIPP meliputi area dengan luas sekitar 318 hektare

aan Leraaa pada 3 Blok kawasan, yaitu pada Blok Pemerintahan I seluas

100 hektare merupakan komplek Istana Presiden, pada Blok P-emerintahan

2 seluas 137 hektare dan Blok Pemerintahan 3 seluas 80 hektare yang

ferbagi dalam 23 Sub Blok dan 77 Persil. Sub-zona Pemerintahan Nasional

padaiub-sub Wp perumahan Barat meliputi Blok Istana Wakil Presiden

dengan luas sekitar 14 hektare.

penetapan lokasi untuk rencana perkantoran pemerintahan (Gambar 5-31

danGambar5.32},kecualiuntukloktsilstanaKepresidenan,lstanaWakil
presia.", Blok Lrgislatif, Blok Yudikatif, Blok Kementerian Koordinator, dan

u.t"r"p" kement"erian/ lembaga ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota

Nusantara dengan mempedimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi kementerian/ lembaga menginduk kepada klaster
kemenierian koordinatornya, sehingga relatif berdekatan dan

memudahkan koneksi antar-kementerian dan lembaga terkait;

e
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Penetapan lokasi kementerian/lembaga di samping berdasarkan
besarart kebuhrhan ruang perkantoran dart prioritas pembangunan
kantor kementerian/lembaga, juga dengan memperhatikan
kekompakan kawasan terbangLln sehingga gugtls bangunannya tidak
terpencar-pencar;

Prioritas kepada kementerian/lembaga yang segera membangun
bangunan perkantorannya melalui pembiayaan mandiri.

Gambar 5-3I Rencana Lokasi l,embaga di Sub-WP 1A KIPP

Lokas Lembaga

tembaga Negara dan Pemerintah
Non Kementerian:

1 lstana Presiden

2 lstana Wakll Presidcn

3 MPR/DPR/DPD
4 MA/MK/KY
5-} LN/PNK

8 Otorita lbu Kota Nusantara
9-13 LN/PNX

14 Bank lndonesia

15.44 LN/PNK

45 Kejaksaan Agung

lbtrru{u
Bbn Pr"*rs^lJaln
p'cild.^.r&ilPlet

o too 400 400 8m l.omm

L.{ir Ltlrtud*.t tl
(6mtatiil

X temutga

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat, 2022

2

3
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Gambar 5-32 Rencana Indikatif Lokasi Kementerian di Sub-WP IA KIPP

Lokasi Kementerian

1 KEMENKO Bidang Politik, Hukum,
dan Kaamanan

2-7 Kemenlerian tsrkait

8 KEUENKO Bldang Pembangunen
Manu.la dan KebudaYaan

S-'15 Kemonterianterkeit

16

17 -trg
20

2't-23

KEMENKO Bidrng Kemarltlmsn
dan lnvest sl
KBmenlerian tBrkait
Kementerian Pekeriaan Umum dBn

Perumahan Rakyat
Kementerian terkait

21 KEIIIENXO Bldeng Perckonomlan
25 KementErian Kauangan
26-32 Komentsrianlorkalt

Kemontorlan Pcroncanian
Pembangunen l,laslonellBaPPena*

Kcmontcrlan Sakreterlat Ncgan

33

34

Xem*ilglan

SXI Lombe8rUI 0 2m 4{0 66 800 l,lr00 m

:

f.

Sumber: Kementerien Pekerjaan Umum dan Penrmah an Ral<yat, 2O22

Pada tahap awal pengembangan perkantoran pemerintahan direncarrakan
dalam bentuk Kantor Bersama (shared Offrcel yang dikembangkan pada
4 Blok Kementerian Koordinator sesuai dengan rencana pengembangan
kawasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan Kawasan Pemerintahan
KIPP.

Perkantoran Pemerintahan, Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden, Blok
Legislatif dan Blok Yudikatif, diralcang dengan mengacu kepada aktualisasi
Aratran Perancangan, tenrtama nilai dasar perancangan KIPP, konsep
transformasi bekeda dan pemenuhan KPI, serta dirancang untuk
memenuhi persyaratan sebagai bangunan gedung hijau (BGH) dart
bangunan gedung cerdas (BGC).

g
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h

khusus.

5.3.4 Rencana Zona Hunian

Rencana Perkantoran pemerintahan dalam Sub-sub WP KIPP mengikuti

ketentuan klasifikasi, ;;;; luas, dan standar jumlah lantai sesuai

;;;;1";cangan dalam mewujudkgn komplek perkantotSt .y*c'f..irp"i, -,.tp.a" 
?"tt u.it et.nlutan; b+I -'"t* klasifikasi perkantoran

;;;ri"Lh; sederhana, p"'ki"tot"tt tidak sederhana' dan perkantoran

a Perancangan diselenggarakan
ruang untuk hunian taPak'
menengah, hunian vertikal

fungsi/ sub-zona campura'n Yang
an dan jasa' Hunian KIPP

direncanakan terpadu dengan rencana penyediaan infrastruktur dasar

permukimaa dan ruang terbuka hijau/biru kawasan'

imPul transit.

ta adalah 12 lantai dengan
14 lantai tergantung kondisi
dan kedekatan Pada simPul-Lurf-.,u., 

yang lebih rinci akan ditetapkan

oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusintara, setelah melalui pertimbangan tim

profesi ahli Otorita Ibu Kota Nusantara'

hunian
dan lC, d
dari total

rendah samPai tinggi.
Pejabat
(rumah
umum'
nengah

Ruang hunian untuk pejabat negara, ASN'.TNI dan Poiri yang dialokasikan

"it"f 
u""s"r',"n t r.rlrln t.p"ria"" hunian vertika-l di KIPP maksimum

dapat menampung sekitar 37'00O unit'

b

c

d

e
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Ibu Kota Nusantara' Unit

hunian dikembangkan dengan partisi yang dapat dibongkar pasang sesuai

kelutuhan, sedaigkan uiit hunian- untuk masyarakat umum' dapat

;i;";;;gil"r, """,i.i 
dengan kebuh.rhan pasar' Alokasi untuk masvaralat

"r""* 
t i".suk di dalinnya hunian yang berada pada area fungsi

camPuran.

Hunian bagi pejabat Negara, ASN, TNI, dan Polri dapat berupa rumah

dinas/ ruma-h negara yang penyedia
dari APBN, dan/atau sumber Pemb
hunian untuk masYarakat umum,
usaha/pengembang, koPerasi, dan
pembiayal dari pCrbankan/ lembaga pembiayaan'

Bangunan hunian dirancalg untuk mewuj udkan kota yang hijau, cerdas,

;;![, dan berstandar in[rnasional, melalui perwujudan hunian yang

mengutamakan pencapaian KPI yang telah ditetapkan' termasuk:

1. Optimalisasi potensi lahan, melalui penentuan tapak bangunan'

orientasi ba,gunan, dan optimalisasi galian dan timbunan (afi and filt1;

2. Aksesibilitas universal;

3. Penggunaan material rendah tapak karbon;

4. Keamanan dan ketahanan terhadap bencana;

5. Teknologi cerdas dan adaptif, seperti akses internet untuk semua;
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Penerapan sistem modular
dipindahkan; dan

serta partisi dalam unit yang dapat

Optimasi kualitas iklim mikro serta pengendalian kualitas udara'

h

6

7
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Gambar 5-33 Lokasi Kawasan Hunien di KIPF

Hunian Negara

sumber: Ke,menterian Bekerjaan Umum dan Penrmahan Rakyat,2022
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Gambar 5-34 llustrasi Fasilitas bersama Hunian di KIPP

sumber: Kementerian PekerJaan umum dan Perunahan Rakyat' 2022
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Gambar 5-35 Ilustrasi Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Air Kebutuhan Hunian di KIPP

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemmah an RaJ<y at, 2022

Gambar 5-36 Ilustrasi Pengembangan Kawasan Hunian di KIPP

Sumber: Kementerian Pekerl'aan U mum dan Perumah art Raky at, 20 22
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Gambar 5-37 Ilustrasi Hunian Pejabat Negara di KIPP

Sumber: Kementerial Pekeriaan Umum dan Perumahan Ral<yat' 2022

5.4 IITTRASTRUKTTIR

Rencana infrastruktur KIPP meliputi rencana Pergerakan, rencana sumber air

balru, dan rencana utilitas terintegfasi'

5.4.1 Rencana Pergerakan

Strategi p€ncapaia,n Pergerakan yang
diterapkan ke dalam 4 rencana jaringan
milik Jdrrt, rencana jaringan jalur pej

pesepeda, dan rencana jaringan tra
pergiratan di dalam KIPP, sebagai berikut:

5.4.1.1 Rencana Jaringan Jalan dan Ruang Milik Jalart

a. Rencana Jaringan Jalan meliPuti:

1. sistem jaringan jalan primer dioptimalkan pada koridor yang melayani

pergerakan -lalu linias *"r.nrt antarkota/regional dengan ciri

pe4atanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan pembatasan

jumlah jalan masuk secara efisien;

SK No 140704 A
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2'sistemjaringanjalansekunderdiutama}anuntukmelayanimobilitas- 
pendudlut Ji aAam kawasan perkotaan dan akan berbagi dengan
jaringan transportasi publik multimoda, jaringan pejalan kaki' dan

jaringan PesePeda;

3. setiap pengelompokan fungsi jalan 1T!9ti, kolektor' lokai' dan

Ungtlnga"f aapai memiliki iatu atau lebih besaran/ tipikal Rumiia

(RO\tU);

ntas menerus kawasan, melalui
kunder antar-WP Yang melaYani
an jalan arteri primer (lingkar luar)
awasal;

5. pembatasan terhadap lalu lintas kendaraan berat dengan sumbu (as)

kendaraan lebih dari dua;

6, pembatasan terhadap parkir di dalam kawasan, khususnya untuk
mang Parkir di badan jalan;

7. pembatasan kecepatan, khususnya pada-jalan berbagi lshare roadl dan

k"*"=an padat pejalan kaki dan pesepeda;

8. menjamin desain jalan yang berkeselamatar' aksesibel dan

mengakomodir kebutuhan mobilitas seh'rruh pengguna jalan secara

seimbang lcomplete street approachl;

9. menjamin desain ruang jalan perkota* -y"tg ramah pejalan Fk'. d.""
p.".p.ar, seperti melai"ui rlisasi lebar bahu jalan dan lebar lajur
lalu tintas, oPtimalisasi
khususnYa Pada kawasan den
mempertahankan Panjang lintas
tidak Iebih dari tiga lajur' Pen
penyeberang jalan, penyediaan jalur- hrjau untuk pohon peneduh dan

rurog pembatas antara pejalan kaki dan la-1u lintas bermotor' dan

peneiaian jalur sepeda dua arah pada jalan lebih dari 4 lajur;

10. menjamin desain ruang jalan perkotaal yang mendorong penggunaan

modl trarr"portasi publik, sepirti melalui penyediaan jalur khusus bus

hingga koridor kolektor kota, optimatisasi lebar jalur hijau dan medial
sebft* perletakan simpul/halte, darr penyediaan pelindung bagi

penyeberang jalan; dan

11. menciptakan desain ruang jalan perkotaan yang aktif dan sensitif

terhadlp konteks lingku-ngan setempat (tocal contextl' . melalui
penyediLn lansekap, pertengkapan jalan (street furniturQ'. rwang

fuVri<rta, ruang interaksi dan penggunaan kreatif ruang jalan lainnya'
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b Rencana Ruang Milik Jalan (Rumija/ROW)

Rencana besaraa Ruang Milik Jalan (Rumija/ROW) pada. Ibu.Kota
i.i;;;;- mempertimbingkan votume lalu tintas, kapasitas jalan,

permintaan ekonomi, dan karakteristik perjalanan yang rnelintas'

Terdapat beberapa tipologi lebar Ruang Milik Jalan di KIPP yaitu:

a. Arteri Primer memiliki lebar Rumija minimum 100 meter' dengan

memperhatikan rencana penataan ruang dan rekomendasi hasil studi
Ianjutan (Gambar 5-38);

b. Arteri sekunder memiliki lebar Rumija minimum 54 meter, dengan

memperhatikan rencana detil penataan ruang di perkotaan

(Gambar 5-39);

c. Kolektor Sekunder memiliki lebar Rumija minimum 36 meter, dengan

memperhatikail rencana detil penataan ruang di perkotaan' Terdapat

Uet"i"p, contoh ilustrasi "tt'k 
fung"i jalan kolektor sekunder

(Gambar 5-40 dan Gambar 5-41);

d. Lokal sekunder memiliki lebar Rumija minimum 12 meter, dengan

memperhatikan rencana detil penataan ruang di perkotaan' Terdapat

teb"rap" contoh ilustrasi ut'tuk fut'g"i jalan kolektor sekunder

(Gambar 5-42, Gambar 5-43, dan Gambar 5-44); dan

e. Lingkungan sekunder untuk jalan lingkungan memiliki. lebar Rumija

min-imuml0meter,denganmemperhatikanrencanadetilpenataan
ruang di Perkotaan (Gambar 5-45)'
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Garnbar 5-38 Ilustrasi Potongan Rencana Arteri Primer Rumija 1OO m

.6-

o

!
4

4

E

-
Eo

o-

4
E=

==
EE

6m 3m
s&e

J E

6

6

Mcdian Jahn

0hendahkan

2m3m llm 5m 3x@3,5 m 2 ttt 15m
&*

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah an Raky at, 20 22

Gambar 5-39 Ilustrasi Potongan Rencana Arteri Sekunder Rumda 54 m
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat' 2022
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Gambar 5-40 Ilustrasi Potongan Rencana Kolektor Sekunder Rumija 4a m (dr dalam Kawasan)
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Sumber: Kementerian Pekeq'aan Umum dan Perumahan Ral<yat, 2022

Gambar 5-41 Ilustrasi Potongan Rencana Kolektor Sekunder Rumija 36 m
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Penlmahan Ralqat, 2022

Gambar 5-42 Ilustrasi Potongan Rencana Lokal Sekunder Rumija 24 m

!&150
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Gambar 5-43 Ilustrasi Potongan Rencana Lokal Sekunder Rumija 16 m (Shared dan Non-Shared Street)

550 :50

Gambar 5-44 Ilustrasi Potongan Rencana Lokal Sekunder Rumija 12 m

-.-*+ 3so il,*
12rrr

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum darr Perumahan Rakyat, 2022

Gambar 5-45 Ilustrasi Potongan Rencana Lingkungan Sekunder Rumija 10 m

,-- 2.50 '1.50 -

10m

Su mber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat, 2022
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5.4.1.2 Rencana Jaringan Jalur Pejalan Kaki

Perancangan KIPP mengedepalkar pejalan kaki sebagai pengguna utama

l"*ror,.-;urur pejalan 
"kaki'didesain menerus melalui titik-titik transit dan

ruang publik.

Rencana Jaringan Pejalan Kaki, antara lain:

a. menjamin desain nrang Pej
dan estetik, melalui desain
tidak terganggu., PenYediaan ruan

lokasi tertentu;

b. pemban ang menerus dan terkoneksi langsung

dengan kota dan simpul transportasi publik

den[an sPesifik kelomPok rentan;

c.menciptakanrute-rutEpendekdanlangsung|directroute|antarpersilbagi
;;j;6 k"kl, melalui utot-utot< pendek, jalur pejalal u"4 v.ale terkoneksi

;;E; ruang publik dan jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang

semiPublik/ Privat; dan

d. menerapkan jalan berbagi (shared stree! dart rekayasa perlambatan lalu

lintas (freffc ulmingl pada jalan-jalan dengan rumija terbatas'

Seperti disebutkan diatas, perancangan KIPP mengedepankan pejalan kaki

sebagaipenggunautamadalambermobilisasididalamareaperkotaan.Akan
tetapi, taha;KIPP yang berkontw dengan rata-rata kemiringan hingga 20 persen

menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai kota pejalan kaki yang inklusif.

Olehkarenaitu,penyesuaiandesainlajurpejalankakiterhadapkemiringan
kontur lahan perlu untuk dilakukan.

Klasifikasi kemiringan dibagi menjadi tiga yaitu, kemiringan rendah (0-5 persen),

kemiringan moderat (5-10 persen), dan kemiringan ekstrem (>10 persen), dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. pada kemiringan o-5 persen pejalan kaki dapat bergerak secara mudah
deagan kecepatan 5 km/h, dan penyandang disabilitas dapat bergerak

tanpa bantuan;
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b. pada kemiringan 5-10 persen pejalan kaki dapat bergerak dengan

kecepatan 4-2 km/h, dan penyandang disabilitas memerlukan bantuan
untuk bergerak; dart

c. pada kemiringan >10 persen pejalan kaki bergerak dengan kecepatan
<2 kmlh, dan penyandang disabilitas membutuhkan akses khusus (ramp

dan/atau lift).

Gambar 5-46 Ilustrasi Skema Analisa Kemiringan Jalan dengan Waktu dan Jarak Tempuh

rt*
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I 0./.

5t
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(5 ,rif,utu wefrl
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110 frirtrr rur*)

'toMtel#nFkdg
(dcrdbryffitsiturlil
kdruilM cdr frr&, rilI lri6i
hur ory h l.(' dtr,r 7a fizzom

tkdt*lngtn 7*)
l6 mdit b6J{lsn)

fi ttom
lkhlrln{M Trtl
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10 menit sejauh 440 meter.
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Jaringan jalur pejalan kaki yang ada di dalam KIPP terbagi kedalam 6 tipologi:
a. Trotoar, berupa jalur pejalan kaki yang berada dalam rumija, sejajar dengan

sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk
menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

b' Jalan berbagi (slured street), yaitu jalan yang didesain untuk kecepatan
rendah dan untuk digunakan bersama oleh pejalan kaki, pesepeda dan lalu
lintas kendaraan bermotor"

c. Jalan khusus pejalan kaki, yaitu jalan yang diperuntukkan khusus bagi
pejalan kaki.

d. Jalur pejalan kaki tembus publik, yaitu jalur pejalan kaki diantara
(easementl danlatau melalui persil/kaveling bangunan yang dapat diakses
publik dan secara f,rsik dapat berada pada level jalan maupun melalui lapis
bangunan di atas {2nd leuel pedestian conrrection) dan di bawah level jalan
(sunken pedestian u ay) .

e. Jalur pejalan kaki tembus semipublik/privat, yaitu jalur pejalan kaki yang
melalui persil/kaveling bangunan yang dapat diakses publik terbatas dan
secara fisik dapat berada pada level jalan maupun melalui lapis bangunan
di atas (2nd leuel pedestrian connectionl dan di bawah level jalan (sunken
pedestrian utag)"

f. Jalur pejalan kaki hijau (green promenadel, yaitu jalur pejalan kaki yang
bersinggungan atau berada pada ruang terbuka hijau.

5.4.1.3 Rencana Jaringan Jalur Pesepeda

Infrastruktur bersepeda memuat jaringan infrastruktur pesepeda beserta
fasilitas penunjangnya yang disusun secara komprehensif, menerus, dan
terintegrasi dengan infrastruktur pejalan kaki.

Perencanaan jaringan pesepeda mempertimbangkan keselamatan, kapasitas,
dan konektivitas untuk semua pengguna jalan. Jalur pesepeda tidak terputus
dan terhubung dengan titik transit, fasilitas pelayanan publik, alun-alun
perkotaan, dar: taman perkotaan,

Rencana Jaringan Pesepeda, antara lain:

a. menjamin desain ruang pesepeda yang berkeselamatan, aJnan, nyaman,
dengan aksesibilitas tinggi, melalui penyediaan ruang sirkulasi yang
terlindung dan tidak terganggu, penyediaan fasilitas parkir sepeda yang
terintegrasi dengan ruang perlengkapan jatan (street fumifirel, simpul
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transportasi publik, dan pusat-pusat kegiatan kota, penerapan jaran
berbagi (shared street) dan rekayasa perlambatan ialu lintas (trafftc catming)
pada jalan-jalan dengan rumija terbatas;

b' pembangunan-jaringan pesepeda yang menerus dan terkoneksi langsung
dengan permukiman, pusat kegiatan t ot aa, simpul transportasl prIUUh"

c. mengakomodir sirkulasi pesepeda dalam desain persimpangan jalan;
d. penyediaan sistem sepeda berbagi (bitee sharingl; d.an
e' ransportasi cerdas (intetlegent transportation sgstem)

yang tidak terpisahkan dalam keempat rencana
mberikan layanan yang optima-r bagi seluruh pengguna

Jaringan jalur sepeda dibagi kedalam 4 tipologi:
a" jalur sepeda, yaitu jalur yar,g diperuntukkan bagi pesepeda yang

dipisahkan dari kendaraan_ bermotor dengan pemisah berupa separator
(kereb) atau pemisah fisik lainnya. Jalu. 

".p"d" dapat berada di badanjalan atau di luar badan jalan, dapat ditempatk"., di satu sisi, dua sisi,
beroperasi secara 1 arah maupun 2 arah.

b' jalan berbagi (shared streetl, yaitu jalan yang didesain untuk kecepatan
rendah dan digunakan bersama oleh pejalan kaki, pesepeda dan lalu lintas
kendaraan bermotor.

c. jalur sepeda lrjau (green promenade), yaitu jalur sepeda yang tidak sejajar
dengan jalur kendaraan bermotor dan jalur ini ditempatkan pla" tepian lotpersil/kavling yang bersinggungan atau berada pada Ruangherbuka Hijau
KIPP; dan

d. jalur sepeda tembus (easemenf), yaitu lajur sepeda yang berfungsi sebagaijalan pintas rnelalui ruang antar persil/kavling bangunir.

Pada jalan arteri dan kolektor, jalur sepeda dengan sistem dua arah harus
diterapkan pada setiap jalur lalu 1intas.

5.4.L.4 Rencana Jaringan Trarrsportasi publik
Perencanaan transportasi publik KIPP diarahkarr dengan menggunakan sistem
transportasi berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan-rlntuk mencapai
tingkat kinerja optimai dengan memanfe atkan teknololi traisportasi cerdas.
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Gambar 5-47 Diagram prinsip pelayanan Transportasi dan Fasilitas Umum

f.fun XoE

.i)

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan perumah an Rakyat, 2022

densifikasi permukiman dan pusat kegiatan
transportasi publik, khususnya pada kawasan TO

a

Rencana Jaringan Transportasi publik, antara lain:
penyediaan layanan transportasi publik perkotaan yang berkeselamatan,arnan, nyaman, handal, terintegrasi dan berkitaniutan, sertamemperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
penyediaan simpul transportasi publik dalam jangkauan berjalan kaki daripusat-pusat kegiatan kota;

menjamin aksesibilitas simpul transportasi publik, melalui penyediaan
fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang berkeselamatan, ^"r", 

dan
nyaman;

meminimalisasi jumlah transfer penurnpang, melalui penyediaan sistem
layanan langsung (direct seruiel pada sistem BRT perkoiaan;

b.

c.

d

e.

f.

g.

simpul

penyediaan fasilitas perpindahar moda yang handal, baik untuk moda
sejenis (transfer point) atau antar moda (intercrnnges stahon);
penyediaan fasilitas parkir dan menumpang Qtark and ridel yang
terintegrasi dengan sirnpul transportasi publik pada wilayah-wilayah batai
kawasan; dan

kota disekitar
D primer;
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h. menjamin tingkat keterjangkauan layanan (coueragel transportasi publik
yang tinggi, .rr"tatri perencanaan rute transportasi publik yang terhubung
a.rr["r. ieturufr pusat kegiatan kota dan menjangkau koridor jalan lokal
kota.

Rencana Konektivitas Transportasi Publik KIPP sebagai berikut:

a. sistem Bus Raya Terpadu (BRT) sebagai moda transportasi umum utama,
dengan sistem operasi, teknologi moda, rute layanan dan lokasi halte yang
diatur berdasarkan perhitungan atas kebutuhan transportasi dan
jangkauan transit secara spasial;

b. penyediaan titik-titik transit dalam radius pencapaian 10 menit berjalan
kaki. Titik-titik ini tersebar merata dan melayani seluruh area dari KIPP,
dengan penempatan titik-titik transit sesuai studi lanjutan dan
menyesuaikan dengan KPI Konektivitas Kawasan;

c. penyediaan Stasiun Transit Utama sebagai titik Kawasan Berorientasi
Transit (Transit Oriented Deuelopmentl utama yang mengintegrasikan moda
angkutan massal berbasis rel (MRT/LRT antarkota, kereta bandara) dan
moda angkutan massal berbasis jalan (BRT);

d. sistem LRT dan MRT dimungkinkan dengan studi lanjutan dan
menyesuaikan dengan penahapan pembangunan, populasi penduduk di
wilayah Ibu Kota Nusantara, serta tingkat permintaan penumpang; dan

e. infrastruktur yang mudah dan tanggap beradaptasi dengan perkembarrga;rl
di masa depan (future readyl, melalui teknologi moda otonom pada rute
Kompleks lstana Kepresidenan dan Sumbu Kebangsaan, serta kawasan
lainnya sesuai studi lanjutan.

Rencana Jaringan Infrastmktur transportasi publik beberapa moda di KIpp
yaitu:

a. kereta bandara dan Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Rel Terpadu
(LRT) untuk koridor antar kota;

b. Bus Antar-Kota (Intercity.Bus) untuk koridor antar-kota;
c' Bus Raya Terpadu (BRT) untuk koridor sumbu kebangsaan dan

koridor kota;

d. minibus untuk koridor sub-blok pemerintahan; dan
e. bus pariwisata khusus pada area pariwisata.
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Gambar 5-48 Peta Sumber Air Baku KIpp

-t
I
a

I

I

I

/
Sumber: Kementerian pekerjaarr Umum dan penrmah anRakyat,2022

Eeodung & rntrkr Sungei Sepaku
dengen kaparitas paroken 10@

Irrer/detik dengan potenii
pengembangan 30@ liter/deil*

Bendungan Sepaku Semoi dengan
kapasitas pasokan 2SOO liter/detik.

dengan penggunaan bersama
Balikpapan

PemLurrEnrq'r
atrbrurg - an:brurg
diKIPP sebagni

srunberair baku di
lUnrair rnin16
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5.4.3 Rencana Utilitas Terintegrasi

ntegrasi meliputi air minum, air limbah domestik,
e dan pengendali_an banjir, proteksi kebakaran, jaringan
dan teknologi informasi komunikasi.

maksudkan untuk mewujudkan
dan cerdas dengan memperhatikan

n, termasuk ketahanan iklim, yang
l.

Integrasi utilitas yutg
pengelolaan sistem air p
dan air limbah, serta
sungai/danau, dan air laut secara t
(Inte grated Urb an Water Manag ement /
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Gambar 5-49 Skema Keterpaduan Infrastruktur Air di KIPP

Panen air huian taman kob)

IPA daur ulang

sungai dan

waduk

t

,f
wetlond

desilinasi air laut
IPAL

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat, 2022

Selain integrasi pengelolaan air, integrasi infrastnrktur secara fisik dilakukan
dengan menempatkan seluruh jaringan utilitas kota berupa: pipa air minumn
pipi pemadam kebakaran, pipa gas, jaringan perpipaan tistrik, dan fiber oPtic
untuk telekomunikasi, ke dalam Saluran Utititas Terpadu/SUT (Multi Util@
Tunnet/ MWl, ymg terletak di bawah bahu jalan kiri dan/atau kanan, sehingga
akan dapat menghindari penggalian infrastnrkhrr jalan dalam melalrukart
perbaikan, secara jangka panjang hal ini juga akan dapat membcrika-n
keuntungan secara finansial dan menja.min keberlanjutan sistem.

5.4.3.1 Rencana Penyediaan Air Minum
Rencana penyediaan air minum untuk kebutuhan pelayanan di KIPP
diperhitungkan berdasarkan proyeksi penduduk dengan menghitung
kebutuhan air rata-rata. Tingkat konsumsi air domestik pada tahap

IPA {&!l\-&-
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pengembangan awal ditentukan sebesar 150 liter/orang/hari dengan kualitas
air minum, sedarrgkan tingkat konsumsi air non-domestik diasumsikan sebesar
30 persen dari kebutuhan air domestik. Selain itu, tingkat kehilangan air
diprediksikan sebesar 5 persen. Pada jangka panjang, penurunan konsumsi air
diharapkan dapat berkurang dengan optimalisasi dan efisiensi penggunaan air
dan pengembangan teknologi.
Perencanaan pengembangan SPAM di wilayah pelayanan KIPP untuk
pemenuhan kebutuhan air minum bagi keperluan domestik dan non domestik
pada dasarnya akan meliputi komponen:

a. Bangunan pengambilan air baku (intakel, berikut sistem pemompaan yang
diperlukan;

b. Pipa transmisi air baku;
c. Instalasi Pengolahan Air Minum (lPA) beserta sistem pemompaan yang

diperlukan;
d. Pipa transmisi air minum ke Reservoir Induk;
e. Jaringan Distribusi Utama (JDU) sebagai pipa penghantar ke z'or:a

pelayanan; dan

f. Reservoir distribusi beserta sistem pemompaan apabila diperlukan.

Gambar 5-50 Skema Komponen Sistem Penyediaan Air Minum

6
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Air minum olahan IPA akan ditransmisikan menggunakan sistem pemompaan
menuju unit penampungan (Reservoir) Induk yang kemudian didistribusikan
secara gravitasi ke wilayatr pelayanan. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air dan
kebutuhan air harian maksimum (faktor puncak = 1,15), maka kapasitas total
IPA adalah 9OO liter/detik melalui pengembangan secara bertahap dengan
3 modul (3 x 300 liter/detik). Sistem yang dikembangkan juga didukung oleh
sistem infrastmktur air yang cerdas (Smaft Watefi untuk menjamin kinerja dan
keandalan sistem.

Gambar 5-51 Konsep Sistem Telrrologi Cerdas Pengelolaan Air (Smaft Water)

I
KETAHANAN AIR

. Sistem p€rnanenan airhuian
mengunpulon ai huian

dari atap dan lafian lahnya
u rhrk perqgrmaan di tempat
(misalnya hngh air huian,

kdak ai0.
. Daur ulang grey uater untuk

kegiatan non konsumsi.

SISTEI\/l AIR

CERDAS

KUALITAS AIR I\4INUIU

Penyediaan air minum mulai
dari perencaman sumber air

bafu, famrnisi air balqr dari

intake ke lnstahsi
Pengolahan Air (lPA).

tekndogi IPA yang efektil,
transmisi air ohhan (air

rninum) dari lolesi IPA ke

reservoir (offhke), sampai
distibusi air mhum ke

rnasyarakat atau daerah
pelayanan.

EFISIENSI KONSUI\/lSI

lingkatlan efislensi air pada

bangunan dengan langkah-

langkah teknis seperti
penggunaan alal plambing

tlemat air,

KONTROL CERDAS

SCADA dan GIS yang sudah

terintEmsi dengan baik,

dapat merqonfol
kehitangan air,

lnEgrasi SCADA dan GIS

morqhasilkan elisiemi
dalam operasional mulai

dad produ{<si, disfribusi
maupun kebocoran (NBW).

Sumber: I(enenterian Pekerjaarr Umum dan Penrmahan Rakyet, 2022
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Gambar 5-52 Perencanaalr Penyediaan Air Minum KIPP

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ral<Jtat,2022

5.4.3.2 Rencana Pengelolaan Air Limbah Domestik

Unhrk mendukung pencapaian I(PI Ibu Kota Nusantara yang sudah ditetapkan,
timbulan air limbah di KIPP yang dihasilkan oleh semua pengguna air dengan
sistem sanitasi al<an dialirkan melalui jaringan air limbah perkotaan menLtju
sistem pengolahan. Pengelolaan dan pengolalran air limbah ditujukan untuk
mengolah beban pencemaran dan nutrien untuk menjamin kinerja perlindungan
kualitas badan air yang baik.

Pengelolaan air limbah domestik KIPP direncana]<an dengan konsep
keterpaduan Sistem Pengelolaan Air Limbah DomesHk (SPALD), Pengelolaan Air
Limbah Perkotaan Terpadu. Dengan konsep ini pengelolaan terpadu dapat
memaksimalkan efektifitas sumber daya, pengelolaan yang terukur berbasis
indikator kinerja, pembiayaan yang efektif, pemanfaatan teknologi dan sistem
adaptif, serta pengelolaan berdasarkan komputasi waktu nyata (rcal-time datal.

O tglng Foaal Pdnr
E J.rftefi O5t5rril ULlia

- 
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Pelayanan air limbah domestik di KIPP akan dibagi menjadi enam sub-zona yang
masing-masing dilayani oleh sebuah IPAL. Pengahrran jaringan perpipaan air
limbah domestik di KIPP didesain mengikuti alur sungai agar air limbalt
domestik dapat mengalir secara gravitasi. Rancangan tersebut mendukung
efisiensi konsumsi energi dalam pengelolaan infrastruktur kota cerdas yang
hemat energi.

Gambar 5-53 Skema Sistem Pengelolaan Air Limbah

-. _--_.-_.____4t Nm Polat/e" : 
lfliniiile-n' Re ux io-i. treri e inC i dh.

. PorBolahan daur ulang arr
limbah

. Panggunaan hasil air daur
ulang untuk proleksi
kebekaran dan p€rtamenan

. Pombuangan ofluen ko
bBdan Bir herus memenuhi
baku mutu yang berlaku

Kebe6ihcn Kola, dao PsoggalqtoDn)

Daur
Ulsg

Elo&/ Prnll

htp.clloo Chamb.rl
lrtnhoh Prrc.l

. Seluruh kawasan p€rkotaan le.sambung
ol€h perpipesn ar limbah sesuai zon8si
pol8yan€n SPALD

. Konsep bredgqng dengan memanfaBlkan
pola parcol yang manglkuti kontur alami

. lterasl eksisting: lraso brandgang dan
drainas€, p€nerikan talut jacking

lnrlelerl Pengol.han Al.
Llmb.h (IPAL)

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,2022
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Gambar 5-54 Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik KIPP

Sumber: Kementerian Pekerjaan U mum dan Perumahan Raky at, 2022

Dalam pengembangannya, Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Terpadu tidak
menutup kemungkinan adanya bangunan strategis tertenhr yang
membutuhkan pengelolaan air limbah domestik mandiri pada tatrap awal
pengembangan KIPP. Pengolahan mandiri tersebut harus memenuhi baku mutu
yang berlaku serta sasaran perlindurgan lingkungan yang digunalcan KIPP. Saat
sistJm Pengelolaan Air timbah Perkotaan Terpadu KIPP telah tersedia,
pengolahan mandiri hanrs dapat terhubung dalam sistem terpadu, atau
dinonaktifkan.

5.4.3.3 Rencana Pengelolaan Sampakt

Pengelolaan persampahan di KIPP sebesar minimal 60 persen menggunakan
konsep pengotatran sampah berbasis 3R lredue, reuse, reqclel dan ekonomi
sirknlir (cirutar e@nom4l, yaitu mengelola sampatr sebagai sumber daya dan
batran baku yang masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan sisanya sebesar 4OYo'

akan diolah minggunakan konsep pengolahan sampah unhrk menjadi
energi (waste to enerygl dan/atau pengolahan sampah untuk menjadi barang
(waste to ptoducfi.

----- J!.hgs ut flrAttt$.h
f,l tPL
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Pengumpulan sampah menggunal€n prinsip dan praktik yang baik dalart
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan kembali
hasil daur ulang, dan pengurangan residu.

Timbulan sampah di KIPP berasal dari aktivitas perkotaan seperti permukiman,
perkantoran, fasilitas umum-fasilitas sosial, dan aktivitas ekonorni kota.
Timbula-n sampah dari permukiman diasumsikan sebesar O,7O kg/orang /han
dengan densitas O,2O ton/me.

Gambar 5-55 Skema Sinergi Penyelenggaraan Sanitasi
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,2022

Gambar 5-56 Skema Alur Pengelolaan Sampah
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Oambar 5-57 Perencanaan Pengelolaan Persampahan KIPP

Suober: Keocrrtetian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat' 2022

Pengelolaan sarnpah juga mempertimbangkan metode pengumpulan sampah
dengan dukungan sistem pengumpulan sampah otomatis lAutomatic Waste
Collection Sistem/AWCS) atau pengumpulan samPah berbasis pneumatis
(htettmatic Waste Colteetion Srstem/PWCS). Dalam analisis perencanaan
infrastruktur KIPP, implementasi sistem AWCS dan PWCS direkomendasikavt
untuk tahap uji coba @ilot projecQ di tingkat persil dan kawasan secara terbatas,
dengan perancangan sistem akan dilakukan dalam kegiatan perencangan
bangunan dan kawasal. Pada tatrap uji coba AWCS dan PWCS, sistem uji coba

al€n dipadukan ke sistem pengumpulan sampah terpadu sebelugl
dikembangkan pada skala lebih besar.
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5.4.3.4 Rencana Pengendalian Banjir Perkotaan

Pengendalian banjir perkotaan dilakukan melalui infrastruktur fisik dan sistem
peringatan dini sebagai penyedia informasi untuk mendukung sistem mitigasi
risiko bencana banjir.

Sistem peringatan dini banjir terdiri atas stasiun pengukur hujan sederhana,
stasiun pengukur ketinggian air sederhana, alarm dalam ruangan, layar
informasi peringata:r dini, siaran pengendalian banjir, dan stasiun relai nirkabel.
Sistem peringatan dini dapat berbasis a-ltimetri satelit yang menggunakan
estimasi curah hujan, pemodeian genangan banjir, dan informasi hidrologi, serta
berbasis masyarakat yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menyebarkan
informasi kepada komunitas di daerah rentan risiko'

Rencana pengendalian banjir perkotaan melalui infrastruktur lisik di KIPP,
meliputi:

a. Sistem Drainase Perkotaan

Kebutuhan drainase didapatkan melalui analisis hidrologi, analisis debit
banjir, dan analisis orde sungai dengan menggunakan debit rencana kala
ulang 100 tahunan, Sistem pengendalian banjir dipengaruhi oleh 3 sungai
yang melewati KIPP, yaitu Sungai Sanggai, Semuntai, dan Trunen.

b. Kolam Retensi

Kolam retensi di KIPP digunakan untuk melindungi daerah bagian hilir
kawasan dari kemungkinan terjadinya banjir dan untuk menampung
limpasan di daerah hulu sebagai tambahan cadangan air apabila terjadi
kekeringart.

c. Sistem PenangkaPan Air Hujan

Sistem pemanenan air hujan di KIPP terdiri atas tiga elemen dasar, yaitu
area koleksi, sistem alat angkut, dan fasilitas penyimpanan. Tempat
penampunga,nnya antara lain dapat berada di atap rumah atau bangunan
i.rg"r, menggunakan konsep permukaan atap yang ditutupi oleh vegetasi

dan media tumbuh (Green Roofl dan tangki penampung air hujan di setiap
persil atau kawasan.
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Tabel 5- 1 Potensi Pemanenan Air Hujan di Wilayah KIPP

l(trr:6an

SIS€WF I 188.5 r 1 i7-96 2,494,790 16

Sub€WP 2 139..77 s7.14 2.txtil,48{ '13

Sut'€vUP 3 7?.23 50.56 r,869.3€5 T

Sumber: Kementerian Pekerl'aan Umum dan Pemmah an Ral<yat, 2022

Gambar 5-58 Ilustrasi Contoh Pemanenan Air Hujan di Bangunan & Kawasan
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Sumbcr: Kcmcntenan Pekerjaan Umum dan Penrmahan Rakyat,2022

d. Perencanaan Banguna^n Pengendali Dasar Sungai (check dam dart bottom
controller)

Degradasi atau penurunan dasar sungai dapat terjadi apabila jumlah
sedimen yrang masuk ke suatu ruas sungai lebih kecil dari jumlah sedimen
yang keluar. Degradasi dapat berpengaruh terhadap penurunan muka air
tanah, stabilitas fondasi jembatan dan bangunan air lainnya. Salah sahr
upaya penanggulangannya adalah dengan cara pembuatan bangunan
pengendali dasar sungai, termasuk cek-dam, yang pada umurnnya
dibangun secara seri dengan jarak dan ketinggian bangunan yang
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ditetapkan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kedua infrastrukhrr ini
juga dapat digunakan untuk mengatur kemiringan dasar sungai sehingga
mampu mencegah terjadinya penggerusan yarg membahayakan stabilitas
bangunan di sepanjang sungai.

5.4.3.5 Rencana Drainase Perkotaan

Sistem drainase perkotaan mengatur air hujan yang jatuh di wilayah KIPP
melalui upaya pencegaLran aliran limpasan berlebih di daeratr hilir, dengan cara
ditalran di atap hijau (green rcofi daurr tangki penampung air hujan (skala
bangunan/persil), serta ditampung di embung dan kolam retensi (skala wilayah).

Saluran drainase jalan untuk mengalirkan limpasan air di badan jalart
direncanakan menggunalan saluran tertutup dan/atau terbuka, dengan
ukuran yang disesuaikan dengal hasil analisa perhitungan dan lebar Rumija.
Untuk saluran drainase lingkungan dari bangunan dan blok kawasart
direncanakan dialirkan langsung ke saluran a-lami, sedangkan pengaliran
saluran drainase jalan akan disesuaikan dengan posisi kontur jalan sebelum
dialirkan ke saluran alami. Sehingga, panjang pipa drainase akan tidak begihr
panjang karena limpasan akan dialirkan ke saluran alami yang berada dalam
wilayah KIPP untuk menuju ke kolam retensi, sebelum dibuang ke badan air.

Sistem drainase juga dilengkapi dengan bangunan pelengkap seperti bangunan
tedun, saluran penghubung, dan inlet saluran. Bangunan tedun diperlukan
untuk mengatasi kemiringan medan yang terlalu curam.
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Gambar 5-59 Perencanaal Sistem Drainase Perkotaan KIPP

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,2022

Gambar 5-60 llustrasi Tipikal Perkerasan Jalan dan Drainase
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat, 2022

5.4.3.6 Rencana Proteksi Kebakaran Kota

Perencanaan sistem proteksi kebakaran kota terdiri dari perencanaan pos
pemadam, sumber aii yang digunakan, manajemen kebakaran lingkungan,
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identifikasi prasarana dan sarana proteksi kebakaran, serta jaringan hidran
kebalcaran lin gkungan.

Sistem proteksi pemadam kebakaran kota di KIPP direncanakan untuk
memenuhi waktu tanggap lrespnse timel yang ditetapkan yaihr 5-8 menit. Air
yang digunakan untuk pemadaman kebakaran diperoleh dari beberapa sumber,
seperti air dengan kualitas air minum dari IPA, air daur ulang dari IPAL, dan air
dari embung. Diversifikasi sumber air ini diperlukan agar ketersediaan sumber
air alami untuk kebutuhan air minum tetap terjaga, dan sistem pemadam
kebakaran akan lebih tangguh karena tidak bergantung pada satu sumber air
saja. Jika satu sumber air bermasalah pada saat terjadi kebakaran, maka masih
ada sumber air lain yang bisa digunakan.

fiap lingkungan dan bangunan gedung wajib menerapkan Manajemen Proteksi
Kebakaran (MPK) sesuai persyaratan dan kriteria yang berlaku. MPK ini hartrs
dilengkapi dengan prasarana proteksi kebakaran agar proteksi kebakaran dapat
bedalan dengan baik, termasuk penyediaan hidran pada setiap blok bangunEln,
terutama untuk menanggulangi terjadinya kebakaran di dalam gedung.

Gambar 5-61 Perencanaan Sistem Pemadam Kebakaran dan Jaringan Hidran KIPP
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5.4.3"7 Rencana Ketenagalistrikan

Kebutuhan listrik per kapita di Ibu Kota Nusantara hingga tahun 2O+5
diperkirakan sebesar 4 MWh/kapita/tahun. Perkiraan total kebutuhan listrik
dapat dihitung berdasarkan estimasi jumlah penduduk setiap tatrapan
pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jaringan listrik disalurkan melalui transmisi
kabel bawah tanatr (wtderground cable/Ucc) dalam SUT.

Sistem Ketenagalistrikan [bu Kota Nusantara dipasok dari berbagai pembangkit
listrik terbanrkan, salah satunya adalah tenaga surya baik dalam bentuk ladang
panel surya lsolarfarml atAupun panel surya atap (solar roofiopl. Secara umum,
potensi tenaga surya di Indonesia dan di wilayah pengembangan Ibu Kota
Nusaltara memiliki potensi yang tinggr. Pemasangan panel surya atap dapat
diintegrasikan pada bangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara, khususnya di
daerah perkotaan, sebagai implementasi dari konsep bangunan hijau, Panel
surya atap dapat dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi seperti baterai.
Selain mempertimbangkan luas lahan, kapasitas panel surya atap juga mengacu
pada kapasitas daya tersambung di setiap bangunan.

Gambar 5-62 Perencanaan Sistem Jaringan Kelistrikan KIPP

. G..du Hubung

- 

6..du indut

.f.h!nUrtlt(D$m UUI)

SK No 140735 A

Surnben lGoenterian Fekerjaan Umum dan Peruoahan Ralqrat' 2022

l

lr

I

I

I'
I

i



PRESIDEN
REPUBUK NDONES]A

-45I -

5.4.3.8 Rencana Jaringan Gas Kota

Kebutuhan gas kota di KIPP dihitung menggunakan asumsi kebutuhan gas per
orang yaitu O,2 ms /hari, dengan kebutuhan komersial 25 persen dari kebutuhan
rumah tangga, dan kebutuhan mked use sebesar 50 persen dari kebutuhan
rumah tangga.

Perencanaan jaringan gas terdiri dari perencanaan sambungan pelanggan,
sambungan pasokan (tapping pointl, Meteirq & Regttator Station (MRS), dan
pengamanan terhadap kebocoran gas.

Strukhrr infrastnrkhrr jaringan gas dan infrastruktur pendulmng yang
dibangun mengikr"rti SUT dan perlu mendukung pentatrapan kombinasi
penggunaan gas bumi dan gas hidrogen hingga tahun 2045.

Gambar 5-63 Perencanaan Sistem Jaringan Pipa Gas KIPP

Sumber: Kementerian Pekerl'aan Umum dan Perumahan Ra7<yal,2022
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5.4.3.9 Rencana Telekomunikasi dan TIK

Sektor telekomunikasi dan TIK di KIPP akan didukung oleh infrastruktur fiber
optik dan infrastruktur jaringan telekomunikasi selular 4G, 5G, atau jaringan
generasi terbar:u. Jaringan fiber optik dapat dibagi berdasarkan area pelayanan
dan kebutuhan prioritas wilayah atau bangunan penting. Jalurjaringan ini at<an
ditempatkan di dalam SUT yang akan melindungi kabel di bawah tanah.

Infrastruktur selular 4G, 5G, atau jaringan generasi terbaru dapat disediakan
melalui pengadaan antena-antena BTS yang berketinggian LS-42 meter,
disesuaikan dengan kebutuhan dan teknologi yang akan digunakan.
Penempatan antena BTS dikendalikan secara terintegrasi, dapat dikelompokkan
pada lokasi tertentu, tidak boleh mengganggu secara visual dan arsitektur kota,
mempertimbangkan aspek keamanan lingkungan, dan harus ditetapkan melalui
proses reuiew tim profesi ahli Otorita lbu Kota Nusantara.

Gambar 5-64 Perencanaarr Jaringan Fiber OpticK(PP

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah an Rd<yat, 2022

" - Janogan Fiber Optic (Delam MUT)
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Gambar 5-65 Perencanaan Titik Jaringan BTS KIPP

5.4.3.10 Rencana Saluran Utilitas Terintegrasi (SUT)

Saluran Utilitas Terintegrasi (SUT) merupakan saluran utilitas perkotaan yarg
menghadirkan solusi unhrk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,
pemanfaatan ruang bawah tanah, dan sebagai jaringan saluran distribusi
utilitas kota dalam sistem yang terintegrasi.

SUT merupakan koridor saluran utilitas, terletak khususnya di bawah tanah
untuk membawa saluran utilitas, seperti pipa air minum, saluran listrik, pipa
hidran (air daur ulang) serta Fiber Optrc (FO) telekomunikasi, yang dibagi
menjadi beberapa kompartemen. Penggunaan tipe dan dimensi SUT disesuaikan
dengan lebar rumija ruasnya. Sedangkan, jaringan perpipaan air limbah
domestik dan drainase perkotaan, karena pengalirannya direncanakan secara
gravitasi, maka tidak ditempatkan dalam SUT, kecuali drainase jalan yang akan
berada di sisi jalan menuju drainase perkotaan.

a ritik BTs
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Gambar 5-66 Jaringan SUT pada Sub WP 1A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022

Gambar 5-67 Ilustrasi Pengahrran Tipikal SUT dan Drainase Jalart
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022

SUT digunakan untuk mengurangi jumlah lubang kontrol lmanlalel,
kemudahan dalam pemeliharaan jaringan utilitas, satu kali konstruksi, dan
pekerjaan penggalian serta perbaikar yang lebih sedikit, dibandingkan dengan
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penyediaan saluran kabel terpisah untuk setiap layanan. Pemetaan seluruh SUT
dengan sistem GIS memungkinkan akses lebih cepat ke semua utilitas tanpa
harus menggali parit akses atau menggunakan peta situasi (as built drawings).

Bangunan pelengkap SUT antara lain:
a. ruang lubang kontrol (manhole), berupa ruang boks di dalam tanah, untuk

pemeliharaan dan perawatan jaringan utilitas. Ruang lubang kontrol
terletak pada setiap jarak minimum 100 meter atau ai setiap
penyeberangan jalan; dan

b. boks utilitas, merupakan ruang panel koneksi tempat untuk menyambung
jaringan utilitas dengan sambungan persil.

Gambar 5-68 Ilustrasi Desain Bangunan Pelengkap SUT

1. Posisi persil berada lebih tinggi

dari jalan

t- J
Boks Utilitas

2. Posisi persil berada lebih rendah

dari jalan

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Penrmahan Ralcyat,2022

5.4.4 Rencana Ruang Terbuka

Rencana ruang terbuka meliputi ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka
biru (RTB). Ruang terbuka, baik sebagai RTH dan/atau RTB, dirancang sebagai
bagian dari area hdau, area terbangun, dan area sirkulasi perkotaan, serta
menjadi karakter kunci pembentuk identjtas kawasan sebagai kota hutan (forest
cit$, dan kerangka utama pembentuk kota KIPP secara fungsional, ekologis,
estetis, dan inklusif. Jejaring hijau dan biru dirancang mengelilingi dan
melingkupi sistem perkotaan sebagai koridor ekologis, jalur air, dan ventilasi
alami kota.

Sambungan Persil
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RTH dapat diakses secara universal dan saling terhubung oleh jalur pejalan kaki
dan sepeda. Jejaring hijau yang merupakan ruang terbuka linear dimaksudkan
untuk menjaga keuttrhan sistem ekologi di dalam kawasan KIPP. Area
preservasi/lindung bentang alam merupakan ruang terbuka yang memiliki
fungsi menjaga kelestarian dan berfungsi sebagai pengaman keberadaan
bentang alam seperti bukit, lereng, lembah dan riparian. Sedangkan area
penyangga beffungsi sebagai areayang digunakan untuk melindungi KIPP secara
luas dari penganth eksternal yang merugikan, termasuk area sempadan dan
konservasi dengan keanekaragaman hayati yang bersifat penting.

RTB di KIPP terdiri dari sungai episodik lintermittenl, badan air (alami dan
buatan), dan znna pasang surut. Intermitten merupakan jaringan RTB berupa
daerah aliran sungai KIPP yang memiliki tipe sungai yang episodik, yaitu sungai
yang aliran airnya melimpatr pada saat musim hujan, dan sebaliknya pada saat
musim kemarau aliran airnya kering.

Badan air menrpakan ekosistem yang jenrrh air secara permanen atau musimarr
pada area KIPP. Badan air dianggap semakin penting untuk pengolahan air
hujan dan air limpasan lainnya karena kemampuan menyerap yang cukup
besar. Tipe badan air alami dan buatan pada KIPP dapat berupa danau, rawa,
embung, waduk, saluran irigasi, drainase, kanal, sungai, dan lahan basah,

Zona pasang surut merupakan daerah yang terdapat pada area pesisir dan
terdampak area pasang surut air laut pada kawasan KIPP.

Sebagian besar ruang terbuka biru alami di KIPP memiliki sifat periodik atau
pasang surut sehingga dalam penggambaran peta rencana dan perhitungan
luasan area menjadi bagian dari area RTH.
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Gambar 5-69 Rencana Ruang Terbuka KIPP

Sumber: Kementerial Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqtat,2022

Tipologi ruang terbuka hijau KIPP dengan hirarki sebagai berikut:

a. Hutan Kota seluas lebih besar dari 200 hektare, yang setiap hutan kota
melayani penduduk sekitar 480.000 jiwa;

b. Taman tematik seluas 80-165 hektare, yang setiap taman tematik melayani
penduduk sekitar 480.000 jiwa;
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c. Taman regtronal/kawasan seluas 140 hektare, yang setiap taman kawasan
melayani penduduk sekitar 480.000 jiwa;

d. Taman metropoiitan/kota seluas 2O-4O hektare, yang setiap taman kota
melayani penduduk sekitar 120,000 jiwa;

e. Plaz,a kota/alun-alun kota seluas lebih besar dari 2 hektare, yang setiap
alun-alun kota melayani penduduk sekitar 120.000 jiwa;

f. Taman distrik seluas 5-2O hektare, yang setiap taman distrik melayani
penduduk sekitar 30.000 jiwa;

g. Taman komunitas seluas 0,15-5 hektare, yar:g setiap taman komunitas
melayani penduduk sekitar 2,500 jiwa;

h. Taman lingkungan seluas kurang dari 5 hektare, yang setiap taman
lingkungan melayani penduduk sekitar 250 jiwa; dan

i. Taman lokal seluas kurang dari 5 hektare, yang setiap tannan lokal melayani
penduduk sekitar 250 jiwa.

Gambar 5-70 Standar penyediaan ruang terbuka hgau KIPP

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ral<yat,2022
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5.4"5 Rencana Sarana dan Prasarana

Rencana sarana dan prasarana mencakup fasilitas umum, sosial, dan ekonomi
yang menggunakan prinsip skala pelayanan yang responsif gender dan inklusif,
pencapaian diutamakan dengan berjalan kaki, serta terintegrasi dengaa fungsi
kawasan guna meningkatkan efektivitas pelayanan fasilitas tersebut bagi
penduduk yang dilayaninya.
Fasilitas umum, sosial, dan ekonomi meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan,
peribadatan, bina sosial, olahraga dan rekreasi, pelayanan pemerintah,
komersial, dan fasilitas transportasi.
Fasilitas umum, sosial, dan ekonomi di dalam KIPP dibagi ke dalam 4 kategori:

a. Skala Blok, yang di dalamnya mencakup fasilitas dengan skala pelayanan
di bawah 15.000 jiwa, dapat dicapai derrgan bedalan kaki selama kurang
dari 10 menit, serta terintegrasi di bangunan yang terletak di area yang
bersifat semi-publik. Fasilitas tersebut antara lain:
1. Tempat Penitipan NnklDag Care

2" Taman Kanak-kanak;
3, Sekolah Dasar;
4. Sekolah Menengah Pertama;

5" Posyandu;

6. Mushola;

7. Balai Warga;

8. Pos Keamanan; dan

9, Pasar Lingkungan.
b. Skala Sub-sub WP, yang di dalamnya mencakup fasilitas dengan skala

pelayanan di antara 15.000-30.000 jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki
selama 10 menit, serta terletak di pusat blok yang bersifat publik. Fasilitas
tersebut antara lain:
1. Sekolah MenengahAtas/Kejuruan;
2. Sekolah Terpadu;

3. Perpustakaan;

4. R:skesmas;
5. Masjid Kelurahan;
6. Gedung Serbaguna;

7. Gedung Olahraga Kelurahan; dan

8. Kantor Kelurahan.
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skala sub-wP, yang di dalamnya mencakup fasilitas dengan skala
pelayanan di antara 30.000-120.000 jiwa, dan terletak di pusat kawasan
yang bersifat publik. Fasilitas tersebut antara lain:

Puskesmas;

Masjid Kecamatan;

Tempat Ibadah lainnya;

Balai Rakyat dan Panti;

Gedung Olahraga Kecamatan;

Pos Pemadam Kebakaran dan Keaman€Ln Ketertiban;

Gardu Listrik;

Kantor Kecamatan;

Depo Kebersihan;

Komando Rayon Militer;
Pasar dan Pusat Perbelanjaan; dan

Terminal transportasi publik.

d. Skala WP KIPP, yang di dalamnya mencakup fasilitas yang memiliki skala
pelayanan di atas 120.000 jiwa, dengan aksesibilitas terintegrasi dengan
transportasi publik. Keberadaannya terletak di area perkotaan dengan
pencapaiar yang baik dan dapat menjadi tengaran perkotaan. Pada KIPP,
fasilitas tersebut antara lain adalah rumah sakit berstandar internasional,
satuan pendidikan kerja sama, laboratorium kesehatan terstandar minimal
tingkat keamanan hayati (Bio Safetg LeuellBSL) 3 dan dapat ditingkatkan
sampai minimal tingkat BSL 4, pusat perbelanja€rn, pangkalan kendaraarr
umum, dan Tempat Pemakaman Umum.

e. Selain 4 kategori tersebut, terdapat juga fasilitas yang didedikasikan khusus
sebagai penunjang kinerja Ibu Kota Negara dalam KIPP, yaitu fasilitas sosial
budaya seni, fasilitas keagamaan skala nasional, fasilitas pendidikan tinggi
dan riset, dan fasilitas pendukung kota cerdas.

Ketentuan tersebut di atas bersifat pedoman umum, yang secara lebih rinci
untuk setiap perhitungan sararna dan prasarana yarrg dibutuhkan perlu
memperhatikan perannya sebagai kota internasional, percontohan masa depan,
dan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah melalui
pertimbangan tim profesi ahli Otorita Ibu Kota Nusantara.
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Gambar 5-71 Jangkauan Pelayanan Sarana dan Prasarana
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PE GAJ| ARSITEKTUR DAIT BAITGUNAIT

Arsitektur KIPPs,5.1

5.5.1.1 Ketentuan Umum Arsitektur Bangunan

Secara umum, arsitektur bangunan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. penampilan bangunan gedung dirancang dengan mempertimbangkan

kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada
di sekitarnya;

b. tata ruang dalam bangunan gedung mempertimbangkan fungsi ruang dan
arsitektur bangunan;

c. keseimbanga-n, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan
Iingkungan; dan

d. perlimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat
terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa,
dengan tetap mengacu kepada keselarasan lingkungan dan kearifan lokal,
serta didasarkan kepada konsep Arsitektur Nusantara.

5.5. 1.2 Arsitektur Nusantara

Penerapan kosmologi Arsitektur Nusantara dapat dikembangkan secara dinamis
nalnun kontekstual selaras dengan jenis, kompleksitas dan fungsi bangunan,
antara lain meliputi:

a. interpretasi modern pengulangan sebuah pola;

b. penggunaan material dan konstruksi lokal;

c. interpretasi modern arsitekturvernakular;

d. interpretasi langgam karakter lokal;

e. mengadaptasi prinsip tripartit, proporsi rumah tradisional nusantara; dan

f. menghadirkan elemen taktis/non-visua-l dalam desain.
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Gambar 5-72 Ilustrasi Kosmologi Arsitektur Nusantara

Penerapan kosmologi arsitektur nusantara dalam
bentukan kekinian dal] berfungsi mrksimum un-
tuk kebutuhan penghuninya yang dapat dilihat darl
berbegil poin berikut:
1, Pcngulaqrn ec0urh polr; salsh setu contohn-

ya adalah denBan denBangkat sebuah pola yang
berulang atau kuat untuk diimdementasikan
dalam bentuk yang lebih modern

2, Penggunaan material dan konstruksi lokal da-
lam desaln modern untul nEmperkuat karakter
bargunan modern yang mempurryal karakterlo-
kal dan interaksi dengan eleren alam

3, Arsltoktur vrnakular memiliki kedekat-an
dergan elemen alami di sekitarnya, Desaln

dapat mendapatkan inspriasi dari elemen-ele-
men alamldlsekltar

4. Menglkutl LanSSem Karakler Lokell lmplemen'
tasi bangunan yang dlengkat s€pertl karakter
bargunan tradisional supaya memberikan visual
yang lebih ringan dan tcrbuka.

5, Mrngldaptasl pdmlp trlpartlt: bangunan diba-

Bi dengan prinsip tripartit sesuai dengan pro-
porsi pada rumah tradlsional nusantara

6. Mmth.dlrkan elemen-elemen taktis dalam
dcsalnl elernen taktis adalah elemen nonvisual
yang mempenSaruhi persepsi seseorang dalam
ruang. Pergerakan angin, akustik ruan8, am-
bien temperatur, serta bau,/wantl Jdalah con-

toh-contoh clcmen taktls dalam arsitektur

Mencerminken kientitas dan
kebanggaan bangsa namun

tetap mempertahankan
kesederhanaan karakter

masyarakatrrya

Menerapkan tekmlogi yanB
mempermuda h kehidu p.rn

dengan prinsip keberlanlutan
dan ramah lingkungan

Mewadahi keberagaman
untuk memperkaya kehidup,rn

dengan tetapmeniaga
kerukunan demi kesatuan

bangsa

Suorber Kementerian Pekerjaan Umum dan Perurrahan Rskyar' 2022

5.5.1.3 Konsep Biomimikri

Konsep Biomimikri pada arsitekhrr bangunan dengan cara mengadaptasi
bangunan yang sclaras dengan alarn dan bisa mengadopsi/meniru cara bekerja
hutan tropis antara lain dengan penggunaan solar panel pada atap bangunart
seperti kanopi hutan, penggunaan jembatan penghubung antara bangunan
seperti penghubung multilapis di hutan, perancangan lantai dasar yang teduh
dan permeabel seperti lantai bawatr di hutan, sefta penerapan fungsi carnpuran
dan keberagaman tipe dan unit bangunan seperti keanekaragaman hayati dalam
hutan.

RIMBA

TEKNOLOGI/ALAM

fungsional
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Gambar 5-73 Ilustrasi Konsep Biomimikri

Ad.B.ri
B.dut Alrm

lndo.rrir

r-noItgu.nl

Sumber: Kementerian Peke4'aan Umum dan Perumahan Ral<1at,2022

5.5, 1.4 Arsitekhrr Bangunan Pemerintahan

Perancangan a-rsitektural bangunan pernerintahan diarahkan untuk membentuk
karakter yang lebih spesifik dalam menerapkan konsep arsitektur Nusantara,
arsitektur tropis, karakter spesifik, dan fitur khusus.
a. Arsitektur Nusantara

Prinsip Arsitektur Nusantara pada bangunan pemerintahan meliputi:
1. penerapan kosmologi Arsitektur Nusantara melalui pembagian tiga

lapis zorLa vertikal, yaitu zona lapis atas yang bersifat privat operasional
kerja pegawai pemerintahan, zona lapis tengah merupakan area
bersifat umum pelayanan publik dan bisnis, serta zona lapis bawah
diperuntukkan fungsi retail atau ruang terbuka;

2. penerapan interpretasi modern langgam arsitektur lokal dan tropis
pada konsep muka bangunan dan bentuk bangunan; dan

3" penggunaan material lokal dan alami.

b. Arsitektur Tropis

Prinsip arsitektur tropis pada bangunan pemerintahan meliputi:
1. pengembatrgan minim dampak llow impact deuelopmentl sebagai

bentuk harmonisasi alam dan pembangunan perkotaan, serta sebagai
upaya konservasi alam;

2. bangunan yang diangkat (pilotis) untuk mengakomodasi aliran udara
dan air yang lebih baik pada kawasan;
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3. ruang terbuka hijau pada berbagai lapis bangunan untuk p€nyerapan
karbon, penyediaan oksigen dan penghalang panas secara langsung;
dan

4. bangunan dengan banyak tritisan, untuk pengaturan pencahayaan
dan pengendalian iklim mikro.

Ketentuan Spesihk

Arsitektur bangunan pemerintahan juga memenuhi ketentuan spesifik yang
meliputi:

1, Prinsip Tipikal Blok Massa Bangunan

Prinsip blok massa bangunan pemerintahan direncanakan dengan
menggunakan pedoman di bawah ini:

a) Ukuran blok tidak melebihi ukuran maksimum yang diperlukan
suatu bangunan tower untuk mengefisienkan luasan yang
terpakai fasilitas minimum pendukung.

b) Modulasi sistem perlu direncanakan dengan baik untuk
mengurangi material yang terbuang dan percepatan proses
pembangunan.

c) Variasi bentuk dilakukan dengan variasi posisi unit blok maupun
validasi orientasi unit blok,

d) Penggunaan material yang sesuai dengan sistem bangunan
modulasi.

e) Jarak terdalam dari rlang kerja direncanakan tetap mendapat
cahaya mahatari langsung.

2. Arkade Menerus

a) Arkade lebar untuk menjamin konektivitas manusia. Di sepanjang
arkade diletakkan retail/toko yang langsung mempunyai bukaart
di sisi arcade. Di area arkade yang lebar, boleh ditempatkan
outdoor dari tenant;

b) Akses kendaraan direncanakan di sisi yang berbeda supaya tidak
memutus konektivitas pedestrian dan arkade yang terbentuk
sepanjang parameter blok; dan

c) Fasad arkade yang menerus dapat memberikan visual komersial
aktif.
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3. Bentuk dan Baharr
a) Pemakaian material yang terbarukan, salah satunya adalahr kayu.

Unsur alam dan hijau direncanakan mendominasi visuat dari
bangunan seni dan budaya, baik dari sisi bentuk dan bahannya;
dan

b) Bentuk massa bangunan modern,
Fitur Khusus
Elemen dan fitur khusus pada arsitektur bangunan pemerintahan meliputi:
1. prinsip tipikal blok massa balgunan, dengan ukuran yang optimal

untuk ruang kantor dan prinsip-prinsip ruang kerja yang baik;
2. arkade menerus dengan arkade lebar, akses kendaraan direncanakan

di sisi yang berbeda; fasad arkade yang menerus;
3. benhrk dan bahan bangunan dengan pemakaian material yang

terbarukan, dan bentuk massa bangunan modern; dan
4. bangunan tidak berpagar, mudah diakses oleh publik dan mempunyai

muka/tepian bangunan (building edgel yang aktif dengan kegiatan
unhrk mempromosi pergerakan pejalan kaki,

Gambar 5-74 Ilustrasi Karakter Arsitektur Bangunan Pemerintahan
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Fitur khusus yang diaplikasikan pada bangunan pemerintahan dapat
meliputi:
a. jaringan khusus pejalan kaki tingkat/titian/kalayang (skyualk);

b. area menurunkan penumpang dan barang bersama (slured drop olfi
antar-bangunan;

c. jaringan pejalan kalci antar blok dan tepian urbang yang aktif (active
edges/ arcadel;

d. taman layang lsky gardenl sebagai ruang kerja kolaboratif antar-
bangunan; dan

e. karakteristik fasad Nusantara Modern.

Gambar 5-75 Ilustrasi Fitur Khusus Bangunan Pemerintahan

llt@iM,!

Sumber: Kementerian Pekerjaan Unrum dan Perumahan Rakyat,2022

Adapun unflrk bangunan Fasilitas Bersama memiliki prinsip umum
perancangan yang meliputi: aksesibilitas; konektivitas; prinsip
infrastruktur hijau; pengelolaan; keamanan; tanggap bencana, dan inklusif.

BM
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Gambar 5-76 Ilustrasi Prinsip Fasilitas Bersama Bangunan Gedung
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Sumber: Kementerian Pekeqaan Umum dan Perumahan Rakyat,2022

5.5.2 Ketentuan Umum Bangunan Gedung

Prinsip Umum

Dalam rancangan banguna,nnya, maka bangunan gedung wajib memenuhi
ketentuan:

a. Optimalisasi pengolahan lahan, yaitu dengan penentuan lokasi lahan,
orientasi bangunan, dan optimalisasi galian dan timbungan (afi and
fii\;

b. Prinsip bangunan berkelanjutan, yaitu dengan menjamin kelestarian
lingkungan melalui efisiensi energi, air, penggunaan material lokal dart
rendah jejak karbon, serta efisien dalam pernanfaatan dan
pemeliharaan;

c. Memenuhi standar teknis sebagai Bangunan Gedung Hijau (BGH) dart
Bangunan Gedung Cerdas (BGC);

d. Melakukan upaya menuju nol-bersih emisi karbon (Net Zero Carbonl
dan bangunan gedung sehat (Healthg Buildingl;

I
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e. Prinsip desain berorientasi kenyamanan, yaitu dengan pengendalian
kualitas udara, aksesibilitas universal, dan konektivitas ruang hijau;

f. Keamanan dan ketahanan terhadap bencana, dengan keamanan
penggunaan, tahan bencana alam, serta tahan bencana biologi; dan

g. Teknologi cerdas dan adaptil yaitu dengan akses internet untuk semua
dan perwujudan bangunan gedung cerdas.

F\rngsi Bangunan Gedung

Fungsi bangunan gedung dalam Kawasan Inti hrsat Pemerintahan meliputi:
a" Bangunan gedung fungsi hunian;

b. Bangunan gedung fungsi usaha;

c. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya;

d. Bangunan gedung fungsi keagamaan; dan

e. Bangunan gedung fungsi khusus,

Setiap fungsi bangunan gedung memiliki ketetapan pemenuhan standar
teknis yang harrs dipenuhi dari aspek tata bangunan dan lingkurngan serta
aspek keandalan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Setiap bangunan gedung sesuai dengan fungsinya harus menyediakan
kelengkapan sarana dan prasarana, dengan jenis dan jumlah sesuai
standar kebutuhan yang diatur dengan peraturan dan/atau standar
internasional, untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi
pengguna, ymg minimal meliputi:

a. rlrang ibadah;

b" ruang ganti;

c. pancuran;

d. toilet, termasuk kesesuaian dengan standar jumlah bilik dan urinal;

e. bak cuci tangan;

f. ruang laktasi dan nursery room uniuersal;

g. fasiiitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

SK No 140716A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-470-

h. tempat bermain yang ramah anak;

i, tempat sampah;

j. fasilitas komunikasi dan informasi;

k. ruang tunggU;

l. perlengkapan dan peralatan kontrol;

m. rambu dan marka;

n, titik pertemuan terutama yang dipergunakan sebagai area evakuasi
bencana;

o. tempat parkir;

p" sistem parkir otomatis; dan/atau
q. sistem kamera pengawas.

3. Bangunan Gedung Hiqjau (BGH)

Bangunan gedung pada KIPP dirancang untuk menjamin keberlangsungan
sumber daya alam dan mengurangi dampak perubahan iklim melalui
penerapan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) merujuk pada standar
teknis yang berlaku dengan strategi ar:tara lain:

a. penyesuaian elevasi bangunan dengan lahan eksisting;

b. orientasi bangunan sebanyak mungkin mengiktrti arah kontur;

c. pengupayaan orientasi bangunan utara-selatan;

d. penempatan blok bangunan dengan jeda ruang untuk memberikan
sirkulasi udara;

e. jarak antar blok bangunan yang optimum;

f, pemanfaatan area atap sebagai penampungan air hujan, dan
penempatan panel surya;

g, pemilihan material lokal yaxg ramah lingkungan;

h. penggunaan modulasi struktur;

i. penyediaan rurang hijau pada bangunan; dan

j. penggunaan panel surya.
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Bangunan Gedung Cerdas

Bangunan Gedung dalam KIPP juga dirancang dengan konsep bangunan
gedung cerdas (smart building)sesuai dengan standar teknis yarg berlaku.
Bangunan gedung pemerintahan dan hunian ASN, TNI/Polri menjadi
contoh penerapan konsep Bangunan Gedung Cerdas (BGC).

Kawasan KIPP memiliki kondisi dan bentuk permukaan tanah yang
berbukit dan bergelombang sehingga mengharuskan pembatasan
pengembangan sisi batas lahan dan jalan pada bagian-bagran tertentu, jika
perbedaan ketinggian dan kemiringan permukaan terlalu sulit. Pembatasan
ini dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan
dari pengerjaan persiapan tanah yang terlalu ekstensif.

5.5.3 Ketentuan Bangunan Gedung Hunian

Bangunan gedung dengan fungsi hunian di KIPP direncanakan dalam satu
kesatuan kawasan dengan mengedepankan konsep kota kompak, hunian
inklusif, responsif terhadap topografi, serta sebagai bangunan cerdas dan
berkelanjutan.

1. Konsep kota kompak pada bangunan gedung hunian diwujudkan dengan:

a. penyediaan hunian dal,am bentuk rumalr susun dengan pemanfaatan
lantai dasar sebagai fungsi penunjang hunian seperti perdagangan dan
fungsi ekonomi skala lingkungan serta fasilitas sosial, termasuk
pendidikan dan kesehatan skala lingkungan dan ruang bersama; dan

b. keterhubungan satu menara rumah susun dengan mena-ra yang lain
serta dengan fungsi lainnya dan berbagai moda transportasi publik,
melalui kehadiran jalur pejalan kaki, jalur sepeda yang menerus dan
ruang publik bersama, dengan mempertimbangkan lebar jalur
pedestrian yang memadai, ketersediaan kanopi, dan pohon peneduh.

2. Konsep hunian inklusif diwujudkan dengan:

a. penerapan konsep hunian berimbang dalam satu menara rumah susun
dan/atau dalam satu kawasan/sub kawasan hunian;

b. penyediaan ruang-ruang bersama, taman bermain yang ramah anak,
ruang laktasi, dan tempat penitipan anak di antara menara nrmah
susun sebagai ruang interaksi sosial antar-warga, ruang evakuasi
apabila terjadi bencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan pemanfaatan sebagai pertaniart
urban; dan

4
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c. penggunaan perkerasan pada ruang luar harus seoptimal mungkin
menggunakan bahan yang mampu mengalirkan air ke tanah sebagai
resapan air.

Konsep hunian responsif terhadap topografi diwujudkan dengan:

a. upaya mempertahankan semaksimal mungkin topografi yang ada,
dengan bentuk konstruksi bangunan panggung/ pilotis ;

b. optimalisasi penernpatan bangunan rumah susun dan rumah tapak
pada lahan dengan mempertimbangkan aspek geologi dan geoteknik
lahan;

c. optimalisasi pemanfaatan ruang berkontur sebagai ruang terbuka
hijau; dan

d, dimungkinkan pemanfaatan area kontur lembah pada lahan persil
sebagai area talang bawah tanah (basemen) terbuka dengan tetap
merujuk kepada ketentuan Rertcana Pengembangan Kawasan (RPK).

Konsep bangunan hunian cerdas dan berkelanjutan diwujudkan dengan:

a. unit hunian yang sudah ditetapkan, di masa transisi pegawai dan
keluarganya, dimungkinkan untuk dimanfaatkan secara bersama,
melalui penggunaan partisi ruang yang bisa dibongkar pasang sesuai
kebutuhan. Setelah masa transisi berakhir, maka pegawai dan
keluarganya akan menempati unit hunian sebagaimana ditetapkan.

b. ruang pubtik dapat diakses, aman dan nyaman untuk semua orang
termasuk kelompok renta:l, dan bisa berfungsi sebagai ruang evakuasi;

c. bahan bangunan menggunakan bahan ramah lingkungan;

d" optimalisasi ruang terbuka hijau horizontal dan taman vertikal pada
lantai lapis dan atap bangunan;

e, optimalisasi penghawaan udara alami dalam ruangan maupun koridor
bangunan;

f. elisiensi energi dan kenyamanan termal dicapai melalui penggunaan
peneduh (horizontal dan vertikal), perhitungan rasio bukaan terhadap
dinding, pemilihan jenis kaca, pemanfaatan cahaya alami di dalam
bangunan serta sirkulasi udara alami;

g. sistem strukhrr direncanakan dengan sistem modular;

4
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mekanikal dan elektrikal bangunan berorientasi pada penghematan
energi dengan mengutamakan penggunaa.n energi banr dan terbamkan
sebagai sumber energi utama;

sistem pipa saluran direncanakan dengan mempertimbangkan sistem
daur ulang air, serta pemanfaatan air hasil daur ulang;

sistem pengelolaan sampah dalam bangunan menggunakan proses
pemilihan dan pemilahan sampatr dari unit hunian;

proteksi kebakaran menggunakan sistem pasif, sistem aktif, dan
dilengkapi dengan manajemen tanggap darurat;

sistem tata udara di dalam dan di luar ruangan diterapkan dengart
memperhitungkan beban pendinginan dan pemelitraraan peralatart
tata udara;

sistem tata cahaya buatan dan alami memperhatikan tingkatart
pencahayaan, pemilihan warna, daya lampu, efrsiensi energi
pencahayaan dengan pemilihan jenis lampu hemat energi, serta
pemanfaatan sensor-sensor. Pemaksimalan catraya alami dalam
ruangan dengan menggunakan reflektor cahaya, pemanfaatan cahaya
samping, tabung caltaya, sistem pencahayaan tabung cerrnin lminor
duct, serat opLik, pemanfaatan ruang kosong f uoid, dan lain-lain;

sistem transportasi vertikal menggunakan teknologi yang hemat energi
pada eskalator maupun elevator/ Iift;

konservasi air dalam bangUnan diterapkan dengan cara pemeliharaan
fungsi resapan air dan tangkapan air, mengendalikan pemanfaatan air,
penggunaan sarana dan prasarana sanitasi; dan

bangunan cerdas yang merupakan kombinasi antara kearifan lokal
dengan teknologi, penggunaan standar yang tepat, canggih' dan
estetik, terutama melalui otomatisasi bangunan, pemantauan,
rnanajemen energi, sistem keamanan, pemasangan penanda di seluruh
kawasan dan sistem yang terintegrasi.

5.5.4 Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Setiap penyelengg€rraan pembangunan kawasan yang terdiri dari bangunar
gedung, ruang terbuka, dan infrastruktur perkotaan yang memiliki dampak
penting dan berada pada KIPP harrs memenuhi kriteria pen1rusunan AMDAL/
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungart
Hidup (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h

I

j

k.

L

m

n

o
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5.6 PTITGEIYDALIAN TATA BANGUITAIY DAil LIITGKT'NGAN I{IPP

5.6.1 Perahrran Dasar

Arahan perancangan tata bangunan dan lingkungan pada KIPP sebagaimana
tercantum dalam sub-bab sebelumnya dalam operasionalisasinya dilengkapi
dengan panduan rancang€rn yang memiliki 3 sifat pemberlakuan bagi setiap
pelaku pembangunan kawasan, yaitu sebagai peraturan yang bersifat wajib,
peraturan yang bersifat anjuran utama dan/atau peraturan yang bersifat
anjuran, dilengkapi dengan ketentuan pendelegasian kewenangan untuk
memutuskan keterlibatan desain dalam konsep penataan kawasan, serta
mengendalikan implementasi atas peraturarr dasar tersebut.

Panduan rancanga.n tersebut berupa rencana tata bangunan dan lingkungan
(urban design deuelopment guid.elinesl sebagai rencana pengembangan kawasan
yang mengatur setiap Sub-sub WP. Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan (RTBL) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pemndang-
undangan, sebagai penjabaran substansi RUTBL yarrLg telah diatur dalam Bab
ini dan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

RTBL disusun dengan menggunakan format panduan dan pengendalian berbasis
GISi digital dan parametrik yang:

a. L€bih adaptif dan responsif secara langsung (real timel terhadap kondisi
pembangunan lbu Kota Nusantara yang simultan;

b. Tanggap terhadap tantangan dan perkembangan teknologi dan disnrpsi
masa mendatang serta responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok
masyarakat; dan

c. Bisa dibangun menjadi kerangka kerja berkelanjutan (sttstainable
frameworlQ untuk mengukur berbagai KPI yang menjadi tujuan
pembangunan KIPP yang terukur.

5.6.1.1 Peraturan yarlg bersifat Wajib

Peraturan yang bersifat wajib merupakan aturan standar tata kota, bangurran
gedung dan lingkungan, atau aturran spesifik pengembangan kawasan sesuai
dengan Arahan Perancangan KIPP yang bersifat mengikat dan wajib untuk
ditaati I diikuti dalam pembangunan kawasan.

Prinsip penetapan peraturan yang bersifat wajib berorientasi pada ketercapaian
target KPI yang sudah ditetapkan.
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Pemberlakuan peraturan yang bersifat wajib meliputi:
a. Peruntukan Lahan (Gambar S-77);

b, Luas Lahan dan Batas Lahan masing-masing persil lahan (Gambar 5-TTl;
c. Koefisien Dasar tsangunan (KDB) (Gambar S-7S);

d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) (Gambar S-79);

e. Ketinggian Maksimum Bangunan (Gambar 5-8o dan Gambar s-gl);
f. Transfer KLB > lOVo;

g. Transfer KLB < 10% di dalam satu blok;
h. Garis Sempadan Bangunan (GSB) (Gambar 5-83);

i. Jarak Bebas;

j. Standar Perencanaan dan Perancangan Kota; dan
k. seluruh tambahan aturan spesifik pengembangan kawasan yang mengikat

sesuai dengan Arahan Perancangan KIPP yang telah ditetapkan (Gambar 5-
82 dan Gambar 5-83).

Gambar 5-77 Ilustrasi Contoh Pengaturan Peruntukan Lahan
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Gambar 5-78 Ilustrasi Contoh Pengaturan KDB
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Gambar 5-79 Ilustrasi Contoh Pengaturan KLB
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Gambar 5-E0 Ilustrasi Contoh Pengaturan Kecinggian Bangunan
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Gambar 5-81 Ilustrasi Garis Langit pada Satu Kawasan
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Gambar 5- 82 Ilustrasi Contoh Pengaturan Distribusi Intensitas l.aha, pada Irvel Blok
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Gambar 5-83 Ilustrasi Contoh Aturan Wajib pada Satu BIok
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5.6.1.2 Peraturan yang Bersifat Anjural Utama

Peraturan yang bersifat airjuran utama merupakan aturan yang disusun
menuntt kaidah umum perancangan kawasan serta pengaturan teknis tata
bangunan dan lingkungan dengan sasaran untuk mendukung lebih terciptanya
rErncangan kawasan yang berkualitas secara fungsional, visual, dan lingkungan,
Aturan ini bersifat mengikat dan sangat dianjurkan untuk ditaati/diikuti da-lam
pembangunan kawasan.

Prinsip penetapan peraturan yang bersifat anjuran utama berorientasi pada
ketercapaian target KPI dan arah perancangan kawasan serta pengaturan teknis
tata bangunan dan lingkungan, sebagaimana telah ditetapkan untuk
tercapainya integrasi keseluruhan bagian kawasan. Anjuran utama juga
berorientasi pada aspek kemampuan daya dukung dan daya tampung lokasi,
serta berorientasi pada efektivitas pemanfaatan ruang, perkiraan keberlanjutan
program, dan fleksibilitas dalam perubahan perancangan,

Aturan anjuran utama ini meliputi:

a. Komposisi peruntukan lahan (Gambar 5-91);

b. Penggabungan dan pemecahan blok menjadi sub-blok dan kaveling/persil;

c. Arahan bentuk, dimensi, gubatran, dan perletakan dari suatu bangunan
serta komposisi bangunan (Gambar 5-84 dan Gambar 5-85);

d. Sirkulasi kendaraan sesuai dengan tipologinya, baik dengan pengaturan
hirarki jalan berdasarkan Rumija, maupun pengaturarr sirkulasi
transportasi publik (Gambar 5-9 1) ;

e. Sirkulasi pejalan kaki melalui pengaturan konektivitas pejalan kaki sesuai
tipologinya atau antar tipologinya (Gambar 5-86);

f. Ruang terbuka hijau (Gambar 5-87, Gambar 5-88, dan Gambar 5-91);

g. Perletakan dan rencana papan informasi rambu, pagar dan pembatas
(Gambar 5-89);

h. Rencana wajah penampang jalan (Gambar 5-90); dan

i" Utilitas bangunan dan lingkungan (Gambar 5-91).
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Gambar 5-84 Ilustrasi Contoh Pengaturan Tata Letak Bangrnan terhadap Kontur
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Gambar 5-85 Ilustrasi Contoh Pengaturan Tipologi Bangunan
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Gambar 5-86 llustrasi Contoh Pengaturan Konektivitas Pejalan Kaki

. thfrrtfr q*r.,l ErwdE qr.m rsr ffi Aw4i rryr

' lbdnre Ff*rnlm.arrnt.ntffi |ffi

. n4Jes llsEr reU[ lm,sf &'.rffi<8rffih
dr'r&1ryfr^y4.rirw r@ ffiMA

. eFrillrr !r d Bph r&, nFt r.r\ rw&rylr tnw&
F!/!r,, tind \d.r! ,.& &ild

. r,qrcihdy'& !'rrEj il6rdr! imh Fs hr $n & ]h
td! k rr, Ftk s W4 0tu !& s bryl

. S, P+i4' f,*, r+re rn*,{@r F.td|MF tae.r&
,4dr,if . tsr.' lJ ffi.,t2 \'4 nd er*,r d, r#
,dndn dfr 144 d. 1N,,. qb ld ks !+ trr bI*
*r rtu^hri F!.

. f /,(., lm,&e- !#4 Ms F& ffi 4, /mr 6
,ilr .i tsF hM.{F M sfi,@. rfiM \e4

ra dr,(st,rPrri., qr @.r,..r{,r,$..f
. Fil rr rler F* iri r*M,n,t

. wldsltwt@b
h .b, r,wr.!d5 B,fii pdlroffi4
( ertlJ%tubSnsmlhMl
d t*. nW r* t4 twr.r,htu,ll#i
! @, @rl9 p.t- bb pdtr k Eh dn E

l}l."#ryld.&Fq&ry.mD

a* '".'-*

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat, 2022

Gambar 5-87 Ilustrasi Contoh Pengaturan Hirarki Ruang Terbuka Hijau
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Gambar 5-88 Ilustrasi Contoh Fengaturan Tipologi Karakter RTH Rtblik
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Gambar 5-89 Ilustrasi Contoh Perletakan dan Rencana Papan Informasi Rambu, Pagar dan Pembatas
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Gambar 5-90 Ilustrasi contoh Pengaturan Rencana wdah penampang Jalan
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Gambar 5-9 1 Ilustrasi Contoh Aturan Anjuran Utama
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5.6.1.3 Peraturan yang bersifat Anjuran

Peraturan ya-lrg bersifat anjuran disusun menurut kesepakatal desain yang
telah disesuaikan dengan Arahan Perancangan KIPP dan kesepakatan par;
pemangku kepentingan terkait, sehingga bersifat mengikat dan dianjuikan
untuk ditaati/ diikuti dalam pembangunan kawasan.

Prinsip penetapan peraturan yang bersifat anjuran adalah:

a, berorientasi pada ketercapaian target KPI yang ditetapkan;
b. berorientasi pada hasil kesepakatan bersama selunrh pemilik dan

pemegang hak atas tanah;

c. melibatkan pertimbangan peran masyarakat dan mengakomodasi aspirasi
berbagai pihaJ< termasuk masyarakat pengguna dan pemangku kepentingan
yang dijaring dari mekanisme berbagai partisipasi masyarakat untuk
mendapatkan keputusan terbaik, seperti melalui proses sayembara, dengar
pendapat publik, kesepakatan desain secara publik, reuiew desain secara
publik, serta pendapat tim profesi ahli; dan

d. berorientasi pada efektivitas pemanfaatan rLlang yang ada, prediksi
kontinuitas pelaksanaan program, kemungkinan fleksibilitas perancangan,
serta peluang manfaat yang diperoleh.

Aturan anjuran ini meliputi;

a" Kualitas fungsional, seperti organisasi fungsi, kaitan fungsi, sirkulasi pejalan
kaki, dan sirlflrasi moda transportasi (Gambar 5-92 dan Gambar 5-95);

b. Kualitas visual, seperti estetika, gubahan benruk, kinerja arsitektural, tatz
informasi/rambu, bahan/material dan warna bangunan (Gambar 5-93 dan
Gambar 5-95); dan

c. Kualitas lingkungan, seperti pencahayaan, sirkulasi udara, tata hijau dan
ruarg terbuka, kepentingan umum, dan aspek sosial-budaya, termasuk
pengaturarl rLtang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat, jalur
sepeda, dan persimpangan jalan (Gambar 5-94 dan Gambar 5-95).
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Gambar 5-92 llustrasi contoh Aturan Anjuran Koneltivitas pedestrian
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,2022

Gambar 5-93 Ilustrasi Contoh Aturan Anjuran Elemen Arsitektur
Panduan Elemen Arsltektur
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Gambar 5-94 Ilustrasi Contoh Aturan Anjuran Ruang Terbuka Hijau Publik
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Gambar 5-95 Ilustrasi Contoh Aturan
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5.6.2 Ketentuan Pengendalian Pembangunan

5.6.2.1 Ketentuan Pengendalian Perancangan

Ketentuan Pengendalian Perancangan be rtujuan :

a. mengendalikan berbagai program kerja, rencana kerja, dan kelembagaan
ke{a pada masa pemberlakuan ahrran Arahan Perancangan Tata
Bangunan dan Linglnrngan KIPP dalam pelaksanaan pembangunan
kawasan;

b. mengatur koordinasi dan sinergi semua pihak yang bertanggung jawab
dalam mewujudkan Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan
KIPP pada tahap pelaksanaan pembangunan kawasan;

c. mengendalikan pelaksanaan hasil perancarlgan kawasan aga.r tetap
konsisten dengan Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan
KIPP; dan

d. memberikan peluang untuk penerapan RTBL yang adaptif dan responsif
dengan kondisi pembangunan yang simultan darr tanggap pada tantangan
teknologi dan disrupsi di masa depan.

Ketentuan mengenai pengendalian perancangan lebih lanjut disusun dan
ditetapkan oleh Kepala Otorita tbu Kota Nusantara dengan melibatkan peran
masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak langsung
melalui pihak-pihak yang dianggap mewakili masyarakat. Dengan keterlibatan
pera.n masyarakat, ketentuan pengendalian perancangan yang disusun
diharapkan akan menjadi alat mobilisasi peran setiap pemangku kepentingan
yang efektif pada masa pemberlakuan Arahan Perancangan Tata Bangunan dart
Lingkungan KIPP sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang
disepakati bersama, dan berlaku sebagai nrjukan bagt para pemangktt
kepentin gan untuk men gukur tingkat ke berhasilan kesinam bungan pe ntatrapan
pembangunan kawasan.

5.6.2.2 Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan di KIPP secara umum berpedoman kepada Arahan
Perancangan sebagaimana ditetapkan pada Bab ini. Ketentuan teknis
pengendalian pelaksanaan pembangunan KIPP ditetapkan oleh Kepa1a Otorita
lbu Kota Nusantara, antara lain berupa:
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Peraturan Tata Bangunan dan Lingkungan
Peraturan tata bangunan dan lingkungan merupakan ketentuan yang
mengatur persyaratan pemamfaatan ruang dan ketentuan pengendalial
serta persyaratan bangunan gedung yang disusun untuk setiap blok/sub-
blok peruntukan lahan berpedoman kepada Arahan Perancangan Tata
Bangunan dan Lingkungan KIPp.

Perizinan

Perizinan pemanfaatan ruaag, pembangunan kawasan, bangunan gedung,
dan infrastrulrtur kawasan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang
diatur sesuai ketentuan tentang kewenangan pengendalian yang dimilifi
Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan peraturan perundang-untangan.
Ketentuan perizinan berupa proses administrasi dan teknis yang harus
dipenuhi sebelurn kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan, untuk
menjamin kesesuaian pembangunan kawasan yang sesuai dengan Arahan
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan KIpp, dapat meliputi:
1" Izin Prinsip;

2. Izin lokasi;
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IppT);

4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan

5. Izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undalgan
(misalnya: Ijin Pengusahaan sumber Daya Air dan Ijin penggun€ran
Sumber Daya Air).

Pemberian Insentif dan Disinsentif
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberlakukan pemberian
insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam proses pengendalian untuk lebih menjamin agar
pembangunan kawasan yang dilakukan di KIpp dapat sesuai dengan
Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Linglnrngan KIPP yang sudah
ditetapkan. Insentif dan disinsentif dalam pembangunan kawasan diberikan
dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Insentif menrpakan perangkat untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sejalan dengan Arahan
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkrrngan KIPP, dapat bempa:
f . insentif fiskal yang dapat bempa pemberian keringanarr, pengurangan,

pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi
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pajak khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau pungutan Ibu Kota
Nusantara se suai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan ;

2, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun
saham;

3. pembangunan serta pengadaan infrastmktur;
4. pengutamaan dalam prosedur perizinan; dan/atau
5. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Disinsentif mempakan perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Arahan
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan KIPP, dapat berupa:
1, Pengenaan pajak khusus Ibu Kota Nusantara atau pungutan khusus

Ibu Kota Nusantara yang lebih tingg, disesuaikan dengan besarnya
biaya yarg dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan
akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

2. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan
penalti.

d. Pengenaan Sanksi

Sanksi dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang dalam
pemanfaatan ruang melanggar ketentuan Arahan Perancangan Tata
Bangunan dan Lingkungan KIPP pada Bab ini, yaitu berupa sanksi
administratif seperti :

1. peringatan tertulis;

2. penghentian sementara kegiatan;

3, penghentian sementara pelayanan umum;
4" penutupan lokasi;

5. pencabutan izin;

6" pembatalan izin;

7 " pembongkaran bangunan;

8. pemulihan fungsi **g; dan/atau
9. dendaadministratif.
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5.6.2.3 Partisipasi Masyarakat

a. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan KIPP, Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat baik
melalui mekanisme peran langsung maupun peran perwakilan, seperti
berupa:

1. pembentukan tim profesi ahli yang mengendalikan kualitas teknis
rencErna dan rancangan kawasan, bangunan dan infrastnrktur, serta
kualitas pelaksanaan pembangunan; dan

2. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kawasan dan
pengelolaan masukan/rekomendasi dari berbagai pihak,

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan, penataan bangunan
dan lingkungan, bangunan gedung, serta pembangunan infrastruktur dasar
perkotaan dapat meliputi:

1. pemanfaatart ruang daratan dan nrang udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;

2. sumbangan pemikiran, pertimbangan, pemberian informasi atau
laporan berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan kawasan,
termasuk dalam upaya penertiban kegiatan pembangunan kawasan;

3. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Aralran
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan KIPP pada Bab ini;

4. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain
untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas;

5. perubahan atau konversi pemanfaatan nang sesuai dengan rencana;

6, pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam
pembangunan kawasan;

7. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan kawasan; dan

8. kegiatan pembangunan fisik dan sosial yang melibatkan masyarakat,
utamanya masyarakat lokal dan juga didukung dengan pelatihan
ketenagakerjaan.
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BAB VI
PENATIAPAN PEMBANGTINAN IBU KOTA NUSAIYTARA

Sejalan dengan visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat,
Maju, Adil dan Makmur, maka pemindahan dan pembangunan Ibu Kota
Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam jangka
panjang. Tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada dokumen ini aimutai
pada tahun 2022 dan tahap kelima berakhir pada tahun 2045, Pembangunan
Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi lima tahap pembangunan yang meliputi:
(1) Tahap I (2022-20241, (2) Tahap 2 (2o2s-2o2sl, (3) Tahap B (2o3o-2oa+1,
(a) Tahap 4 (2o3s-2039), dan (5) Tahap s (2O4O-2o45).

Penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara disusun untuk memastikan
kelancaran dan keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan proses komunikasi dan konsultasi publik; keslapan lokisi;
perencanaan tata ruang, kawasan dan lingkungan; penataan kelembagaan dan
regulasi; perumusan insentif liskal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan; penyediaan
infrastruktur perkantoran, perumahan, transportasi dan inlraJtruktur
pendukung lainnya; penyiapan dan pemindahan aparatur pemerintahan;
pengembangErn kapasitas Pemerintah Daerah yang menjadi mitra Ibu Kota
Nusantara; serta penyediaan sumber daya, pembiayaan dan investasi yang
diperlukan. Penahapan pengembangan witayah Ibu Kota Nusantaru jrg"
disusun agar persiapan dan pembangunan dapat berjalan ..t*"
berkesinambungan dan terpadu.

Dalam upaya membangun Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk
Semua, pelaksanaan pembangunan pada Tahap 1-5 didasarkan atas perkiraan
atau proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan
kawasan yang akan dikembangkan. Pembangunan infrastruktur harus dimulai
setidaknya dua sampai tiga tahun sebelum pertama kali dihuni. Perpindahan
penduduk dimulai dengan perpindahan sektor pertahanan dan keamanan yang
didukung dengan pembangunan infrastruktur sementara pada tahun ZOZZ
dalam rangka pengamanan proses konstruksi. Infrastruk[ur utama seperti
perkantoran, perumahan, prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan
transportasi massal Ibu Kota Nusantara akan melayani kawasan Ibu Kota
Nusantara pada tahun 2024, dengan dimulainya perpindahan ASN, TNI,
dan Polri.
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Penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara di setiap tahapan pembangunan
dijabarkan melalui berbagai indikasi program yang dapat menjadi acuan ialam
pembangunan. Pen5rusunan indikasi program mengacu pada KpI Ibu Kota
Nusantara 2045 yang telah dijabarkan pada Bab 2 FerinCian Rencana IndukIbu Kota Nusantara. Mengingat bahwa setiap program dan kegiatan
pembangunan yang dilakukan dalam seluruh tahapan p"*b"rrgunan Ibu Kota
Nusantara dapat memberikan manfaat secara luas dalam pro".Jpembangunan
Ibu Kota Nusantara, maka dapat diartikan bahwa indikasi program y6ryaLg
dijabarkan da-lam Perincian Rencana Induk ini dapat mendukungiebih dari satu
pencapaian KPI yang telah ditetapkan sebelumnya.

6.1 TATIAP 1 : PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 20,22.2c/24

Tahap I pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022-2024 merupakan
tahap awal pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Pada tahap pertama
tersebut, akan dimulai perpindahan ASN serta TNI dan polri di wilayah Ibu Kota
Nusantara. Pemindahan representasi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif
serta ASN dan TNI/Polri akan dilaksanakan pada tahun 2024. pada Tahap 1
tersebut, perkantoran pemerintah dan perumahan ASN serta TNI dan polri akan
dibangun beserta seluruh sarana prasarana lingkungan, fasilitas umum 6an
fasilitas sosial. Fasilitas dan sarana prasarana akomodasi, makanan dan
minuman juga disiapkan bagi pekerja konstruksi serta unsur pertahanan dan
keamanan untuk pengarnanan lokasi.

Pembangunan di Ibu Kota Nusantara pada Tahap I difokuskan pada KIpp
dengan infrastruktur utama dan jalur transportasi yang masih d.alam proses
pembangunan serta ditargetkan dapat mulai dimanfaatkan pada tahun 2024
ketika ASN mulai berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Selama Tahap 1, kebutuhan
infrastruktur dan transportasi bersifat sementara dan menjadi bagian dari
perencanaan manajemen konstruksi untuk kepentingan pembangunan
kawasan.

Penduduk yang akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1

tahun 2024 mencakup ASN kementerian/lembaga, pegawai Lembaga Negara
Independen/Badan Publik, TNI, Polri, serta unsur pertahanan dan keamanan
lainnya beserta anggota keluarganya, serta tenaga kerja di berbagai sektor
layanan pendukung lainnya (misalnya konstruksi, akomodasi, makanan,
minuman, dan retail). Diproyeksikan total populasi Ibu Kota Nusantara beserta
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penduduk eksisting pada tahun 2024 adalah sekitar 488.409 jiwa. Adapun
rincian proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 dapat dilihat
pada Tabel 6-1"

Tabel 6-1 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusantara pada Tahap 1 (Tahun 2022-2024)

No Populasi 2022 2023 2024

1 Jumlah Tenaga Kerja 15.713 16,313 77.398

1,1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 0 0

60.ooo1.2 Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan
Bakamla 0 0

1.3 Pegawai lembaga Negara
Independen/ Badan Publik 0 0 485

1.4 Tenaga Kerja Sektor Ekonomi dari
industri di dalam Ibu Kota Nusantara o o 0

1.5 Tenaga Ke{a di Sektor Layanan
Pendukung yang diinduksi dari industri
dalam lbu Kota Nusantara

0 0 o

1.6 Tenaga Kerja Konstruksi pada masa
pembangunan Ibu Kota Nusantara 15.713 16,313 16.913

Populasi Tanggungan/ Dependen 16.354 t6,979 257.675

2,1 Anggota Keluarga ASN 0 0

240.OOO2.2 Anggota Keluarga Kemhan/TNI, Polri,
BIN, BSSN, dan Bakamla 0 0

2.3 Anggota Keluarga Pegawai l,embaga
Negara Independen/ Badan Publik o 0 72

2.4 Mahasiswa 0 o o

2.5 Keluarga Tenaga Kerja Sektor Ekonomi
dari industri di dalam Ibu Kota Nusantara 0 0 o

2.6 Keluarga Tenaga Keda di Selrtor layanan
Pendukung yang diinduksi dari industri
dalam Ibu Kota Nusantara

0 o o

2.7 Keluarga Tenaga Kerja Konstruksi pada
masa Pembangunan Ibu Kota Nusantara 16.354 16.979 17.603
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Catatan :

a' proyeksi angka ASN serta TNI/Polri yang dipindahkan merupakan perkiraan angka
maksimal

b. proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data
historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi

c. proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga
baru mencakup data pegawai Bank Indonesia.

Pada Tahap I, fokus pembangunan KIPP secara bertahap pada kawasan Sub Wp
1A1, lA2, dan dilanjutkan dengan Sub wp 18 dan sub wp 1c. pembangunan
KIKN dan KPIKN dimulai dengan pembangunan jalan penghubung XIPP ke
pusat-pusat pelabuhan dan bandara penting pendukung konstruksi
pembangunan. Kawasan yang akan dibangun adalah kawasan iirnd-u"e yar1g
meliputi (1) kawasan perkantoran pemerintahan pusat (eksekutif, legisiatif,
yudikatif) dengan penerapan konsep smart gouernment; (21 kiwasan
permukiman ASN dan TNI/Polri; serta (3) kawasan bisnis dan ekonomi
pendukung pembangunan awal KIPP. Pengembang€Ln zona mixed.-use tersebut
didukung dengan pembangunan ruang terbuka hijau, infrastruktur
transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum dasar.

6. 1" 1 Persiapan

Penyiapan kelembagaan dan Otorita Ibu Kota Nusantara akan ditargetkan
selesai pada tahun 2022. Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan ..rengacu
kepada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) Ibu Kota Nusantara.

Penyediaan tanah pada Tahap t hingga tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan
RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan RDTR Ibu Kota Nusantara. Pada Tahap 1,
pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagian besar dilakukan pada kawasan
hutan produksi yang dapat dikonversi dan digunakan untuk pembangunan.
Dalam jangka pendek, instansi yang melakukan pembangunan atau Otorita Ibu
Kota Nusantara mengusulkan permohonan penggunaan kawasan hutan kepada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan permohonan

No Populasi 2022 2023 2024

3. Jumlah Penduduk Eksisting yang berada
dalam delineasi Ibu Kota Nusantara 150.612 151.968 153.336

TOTAL POPUI.,ASI 782.679 185.260 488.409
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pelepasan kawasan hutan akan dilakukan oleh otorita Ibu Kota Nusantara.
sementara itu,.- $i wilayah yang telah ada pemilikan dan penguasaan
masyarakat, dilaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan- untuk
kepentingan umum. Instansi yang melakukan pembanguncm atau Otorita Ibu
Kota Nusantara bertindak sebagai instansi yang membutuhkan tanah, sehinggaperlu menJrusun Dokumen Perencanaan Plngadaan Tanah (DppT) Ji"
menganggarkan biaya pembebasan lahan.
Untuk mendukung persiapan pembangunan pada Tahap 1, akan dibangun jalur
atau akses logistik pembangunan Ibu Kota Nusantar*. B.b"rapa infrastruktur
yang akan dibangun sebagai akses logistik meliputi pembang5unan jalan danpelabuhan di kawasan sekitar Ibu Kota Nusaltara yang mendukung akses
menuju KIPP. Selain itu, untuk mendukung pembangunurr-tb, Kota Nusantara
P-ada Tahap 1, tenaga kerja konstruksi baik y"rrg beiasal dari luar wilayah Ibu
Kota Nusantara maupun tenaga lokal akan didukung dengan penyediaan rumatr
tenaga kerja konstruksi di fokus kawasan pembangr.r.rrti xjpp.

pendatang, daerah sekitar Ibu Kota Nusantara, serta PNA dan OI. Sementara itu,
untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di berbagai bidang, maka
sosialisasi terkait dengan potensi investasi juga ditujukan -kepada 

i-nvestorpotensial yang akan turut berkontrituii - dalam pembangunan danpengembangan Ibu Kota Nusantara.

6.I.2 Pembangunan

6.1.2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahap 1, pembangunan sosial
dilaksanakan pada beberapa hal, yaitu:

dan sumber daya manusia akan

Pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam berbagai forum
kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama serta m-endorong
peningkatan peran dalam berbagai aspek p"-b"rrgunan, seperti dalam hal
pengelolaan, konservasi dan restorasi hulan dan tah".r, ".rt" ketahanan
pangan.

a.
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Penyusunan konsep, rancangan serta pembangunan fasilitas umum dan
fasilitas sosial seperti balai adat, pusat kebudayaan, aset yang bernilai
sosial dan budaya, rttmah ibadah serta sarana ruang terbuka V"rg didesain
secara inklusif dan responsif gender serta sesuai d.engan to.rai.i sosial
masyarakat untuk_ mendorong integrasi masyarakai sekaligus tetap
menjaga kearifan lokal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong penyediaan
fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan p".rdidik"r, serta penyediaan
fasilitas kesehatan secara merata di r elurutr- wilayah Ibu Kota Nusa,tara,
termasuk dimulainya pembangunan Rumah Sakit Berstandar
Internasional.

Pengembangan kapasitas masyarakat lokal, penciptaan pelua:rg ekonomi
P"gi kelompok rentan melalui pemberdayaan misyarakat, pe-ningkatan
kapasitas lembaga pendidikan yang ada untuk mlmpersiapkan tenaga
kerja lokal yang terampil, serta penyerapan tenaga dengln teatrtian sesuai
minat investor di klaster-klaster ekonomi.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk aspek sosial yang mendukung dapat
dilihat pada Tabel 6-2 di bawah ini.

b

c

d
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Tabel 6-2 Pcnahapen Arahan Pemanfaatan Ruang AsFk Sosial dan Sumbcr Deya Manusia di Ta}lap 1 P€mba.ngunan lbu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

No
KPI

Ibu Kota
Nusantara 20+6

Jentc/
Kornporren

Reaeane froyek/
Attivitas/

Guna Lahen

Indikasi Program
uatuh AhMtea Lohaet Terget

Iadlkaal
Skema

Peubia5raan

tsflfttrql
Tahun

Operasional
1 >75Vo dari

256.142 hektare
area untuk
ruang hijau (65%
area dilindungi
dan 107o area
produksi parlgan)

Konservasi dan
Restorasi hutan
dan lahan

Pelibatan tokoh
dan masyarakat
dalam pengelolaan
hutan/wanatani
berkelanjutan

Identifikasi kondisi
sosial budaya,
tersrasuk penguasaan
Iahan oleh masyarakat

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Studi hasil identifrkasi
kondisi sosial budaya dan
pengusaan lahan

APBN setiap tahun

Pelibatan masyarakat
pada upaya
pelindungan,
rehabilitasi, dan
pengelolaan hutan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Terlaksananya program
konservasi dan restorasi
hutan dan la-l.an yang diikuti
oleh masyarakat lokal

APBN setiap tahun

2 IOOY. integrasi
seluruh
penduduk

Ruang Publik,
Fasilitas
Nasional, dan
Integrasi Sosial

Aset bernilai sosial
dan budaya
penting

Identifikasi dan
registrasi aset Cagar
Budaya dan Objek
Pemqiuan
Kebudayaan dengan
melibatkan lembaga
pemerintah yang

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Teridentifikasinya aset Cagar
Budaya dan Objek Pemajuan
Kebudayaan

APBN 2023

SK Nc 074001 C



PRESIOEN
REPUBLIK INOONESIA

-499-

No
PI

Ibu Kots
Nugantaaa 2o45

Jente/
Koaponen

Rencana Proyek/
AhMtEE/

Gtras Lahaa
Indilact Program
untnk Afttlvltas L'ohast Target

Indtkagt
Skems,

Pcmblayaal

Indtkagl
Tabun

Operaslonql
bertanggung jawab
atas urlsan
kebudayaan, serta
perguman tinggt

Melakukan
perancangan dan
pembalgunan fasilitas
sosial dan budaya
skala nasional yang
mendukung persatuan
bangsa

KIPP Dokumen desain atau
pembangunan fasilitas
keagamaan dal fasilitas
sosial di tingkat nasional
yaitu Rumah lbadah,
Museum Nasional, Galeri,
serta Perpustakaan Nasional

APBN Setiap tahun

3 7OOY" warga
dapat
menjangkau
layanan
sosial/masyarak

Fasilitas Umum
dan Fasilitas
Sosial

Aset bernilai sosial
dan budaya
penting

Melakukan
perancangan dan
pembangunan fasilitas
sosial dan budaya di
berbagai skala
pelayanan

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Dokumen desain atau
pembangunan fasilitas
keagamaan, fasilitas sosial,
komersial, serta sarana
nrang terbuka di berbagai
skala pelayanan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024
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No
PI

Ibu Kota
IYusanrtare 2o,45

Jculs/
Kornponen

Rencana Proyek/
Attivitas/

GuEs Lahan

IndILasI Program
qntut Akttvltas Lokasi Targct

hdlLast
Skeaa

Pembia5raan

Indlkasl
Tahun

Operarioaal
at dalam waktu
l0 menit

Fasilitas
Kesehatan

Penyediaan Posyandu Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Tersedia Minimal 1 per skala
layanan wilayah setara RW

APBN/APBD 2023 dan
2024

Penyediaan
Puskesmas

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

puskesmas per skala
pelayanan setara kecarnatal
dan dapat bertambatr dengan
memperhatikan tingkat
kepadatan penduduk

APBN/APBD 2023 dan
2024

Penyediaan Rumah
Sakit Berstandar
Internasional

KIPP Tersedia minimal I RS
Berstandar Internasional

APBN/
KPBU IKN

2023 dan
2024

Penyediaan Rumatr
Sakit

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Tersedia minimal I RS APBN/APBD/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2023 dan
2024
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No
XPI

Ibu Kota
Nucantara 2O4S

Jcnls/
Komponea

Rcnca.u.a Proyek/
AttMtas/

Guna Lahas

Indikesl hograro
uatuL ALtIvItas Lotesl Target

Iadltasl
Skenn

Peabiayaan

IndlLasl
Tahut

Operaaional
Penyediaan
[.a.boratorium
Kesehatan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

Laboratorium terstandar
minima,l tingkat keamanan
hayati (Bio Safety Leuel/BSLI
3 dan dapat ditingkatkan
sampai dengan minimal BSL
4

APBN/
KPBU IKN

2023 dan
2024

Peningkatan kapasitas
fasilitas pelayanan
kesehatan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Fasilitas pelayanan
kesehatal yang sudah ada

APBN/APBD/
KPBU IKN/

Swasta murni

2023 dan
2024

Fasilitas
Pendidikan

Pembangunan unit
sekolah baru tingkat
rK/RA/BA/PAUD

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Tersedia minimal I
TK/RA/BA/PAUD di setiap
wilayah setingkat
desa/kelurahan atau tersedia
minimal 1 TI(/ RA/ BA/PAUD
untuk 27O anak usia 3-6
tahun

APBN/
Swasta Murni

2024
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No
KPI

Ibu Kota
Nueantera 2O4S

Jcalr/
Komponea

Rcacena Proyek/
Ahivitasl

GuEa Lshen

Indtlact Progran
untut Aktlvltas Lohast Tf,rget

Iadtla'et
Ekema

Peabia5raau

IndfkaEi
Tahua

Operasloaal
Pembangunal unit
sekolah baru tingkat
sD/Mr/SDLB/
Sederajat

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

SD/MI/SDLB/Sederajat
untuk 672 anak usia 7-12
tahun

APBN/
Swasta Murni

2024

Pembangunan unit
sekolah baru tingkat
SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

SMP/ MTs/ SMPLB / Sederajat
untuk 1.056 a:rak usia 13-15
tahun

APBN/
Swasta Murni

2024

Pembangunan unit
sekolah baru tingkat
sMA/sMK /MA/
SMLB/Sederajat

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

SMA/ SMK/ MA/ SMLB/ Seder
ajat untuk 1.296 anak usia
l6- 18 tahun

APBN/
Swasta Murni

2024

Pengembangan sarana
dan prasarana
perguman tinggi
negeri eksisting

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara
dan/atau
Daerah Mitra

Minimal PTN eksisting dapat
mendukung kebutuhan Prodi
yang diperlukan untuk
kebutuhan klaster industri

APBN Setiap tahun
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Ilo
API

Ibu Kota
llusantara 2o,45

Jenls/
Bom;ronen

Rencsra Proyek/
Alrtivitss/

Guna 16hqn

Iadltaal Progran
uatut Ahtvttas Lokast Target

Iadlkacl
SLema

Pemble5raan

IrrdlkgsI
Tahun

Operasional
Ibu Kota
Nusantara

Pembangunan unit
Tempat Penitipan
ltl:ak/Dag Care

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Tersedia minimal I TPA/DC
di setiap wilayah setingkat
desa/ kelurahan atau
tersedia minimal 1 TPA/DC
untuk 27O anak usia O - 12
tahun (sama dengan
TKlRA/BA/PAUD)

APBN/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financingl)

2024

4 lOO% ruang
publik dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain yang

Ruang Publik Balai adat/Pusat
kebudayaan

Survei komprehensif
di wilayah Ibu Kota
Nusantara untuk
mengkonfrrmasi lokasi
yang sesuai untuk
Balai/Rumah
Adat/Pusat
Kebudayaan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Dokumen hasil
kaj iar/ survey komprehensif
lokasi balai adat

APBN 2023
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!fo
BPI

Ibu Kota
Nu ntara204$

Jenlc/
Kom'ponen

Rencana Proyek/
Aktlvltas/

Guua Lcha,n

Indthasl Progran
untuk AttMtas LoLasI Thrget

IndlLasl
Skema

Pemble5raan

Indilasi
Tahuu

Operasloaal
responsif gender
dan inklusif

Mengembangkan
kemitraan potensial
dalam pengembangarr
dan pengoperasian
balai adat, bekerja
sama dengan lembaga
pemerintah yang
bertanggung jawab
atas urusan
kebudayaan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Kesepakatan kemitraan
dengan lembaga pemerintah
yang bertanggung jawab atas
urusan kebudayaan

APBN 2023

Pelibatan pemangku
kepentingan, teruta-ura
masyarakat lokal,
termasuk perempuan
dan anak dalam forum
kolaborasi yang
merepresentasikan
kepentingan bersama

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Forum kolaborasi dengan
pemangku kepentingan,
terutama masyarakat lokal,
termasuk perempuan dan
anak di Wilayah Ibu Kota
Nusantara

APBN 2023
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IIo
XPI

Ibu Kota
Nusaatara 2o45

Jeuie/
Koapoueu

Rcncaaa ProyeL/
Ahfdtas/

G113s Lahare

IndlLasl Program
untuk Ahivltas LoLast Target

Iadttast
Skeaa

Pembiayaan

hdttast
Tahun

OPeracionql
Menyiapkal konsep
balai adat/Pusat
Kebudayaan yzrng
tepat guna secara
kolaboratif

Wilayah Ibu
Kota
Nusaltara

Konsep balai adat/ pusat
kebudayaan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2023

5 l0 menit ke
fasilitas penting
dan simpul
transportasi
publik

Kohesi dan
Inklusi Sosia1

Ruang publik
yang aksesibel
dan penuh
interaksi

Pembuatan konsep
desain nrang publik
yang aksesibel dan
mendukung terjadinya
interalcsi sosial di
masyarakat

KIKN Dokumen konsep desain
aspek sosial yang
mendukung terjadinya
interaksi sosial di
masyarakat

APBN 2024

6 >lOYo dari lahan
256.142 hektare
tersedia untuk
kebutuhan
produksi partgan

Ketahanan
Pangan

Pelibatan
masyarakat
perkotaan dalam
aspek ketahanan
pangan

Sssialisasl. dan
pelatihan untuk
pengembangan
kapasitas bagi
masyarakat dalam
kegiatan pertanian
perkotaan (urban
farmingll

KIKN Modul sosialiss5l 62r.
pelatihan urban farming bagi
masyarakat di kawasan
perkotaan

APBN 2023
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IIo
BPI

Ibu Kota
Nugaatara 2O4S

Jeatr/
Eonponen

Rclcana Proyek/
Akitrltas/

Guaa Lchan

Indlkagl Prograro
untuL ALtivitae LotasI Target

Inditasl
Skcr.r

Pembie;raaa

IndtLasi
Tahun

Operasioral
Pelibatan
masyarakat adat
dan loka] dalam
aspek ketahanan
pangan

Sosialisasi dan
pelatihan untuk
pengembangan
kapasitas bagi
masyarakat dalam
kegiatan pertanian
berkelanjutan

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Modul sosialisasi dan
pelatihan bagi desa danf atau
masyarakat yang hidup
dalam kawasan hutan
dan/atau kawasan hijau

APBN 2023

7 607o daur ulang
timbulan limbah
padat di tahun
2045

Ekonomi Sirkular Pengelolaan
sumber daya
secara cermat
untuk mendorong
penurunan
produksi limbah
dal pemulihal
nilai

Pengenalan ekonomi
sirkular bagi
masyarakat

KIKN Modul sosia-lisasi ekonomi
sirkular bagi masyarakat di
KIKN

APBN/
Swasta murni/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financingll

2024

8 Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan

Infrastruktur
Permukiman

Infrastruktur
Permukiman

Studi kelayakan sosial
terkait pengembangan
dan peningkatan
infrastruktur

KIKN Dokumen studi kelayakan
sosial pembangunan
infrastruktur pada area
permukiman KIKN

APBN/
KPBU IKN/

Swasta murni

2023
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No
PI

Ibu Kota
lluaaatara 2o,45

Jenlr/
Komponen

Rencana Proyek/
AIrtMtas/

Guaa Lahan

IndtLeel Program
u-ntuk Ahttvttas Lotast Target

Indthasl
SLe-a

Pembla5zaan

Indikasi
Tehu.n

0peraslonRl
256.L42 hektare
memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting pada
2045

Pembuatan konsep
desain smq:l
villages/ communities

KIKN Dokumen desain smart
uillages/ ommunities

APBN/KPBU
IKN/Swasta

murnr

2023

I O7o kemiskinan
pada populasi
Ibu Kota
Nusantara pada
tahun 2035

Pengentasan
kemiskinan

Pemberdayaan
Masyarakat

Pendataan 100 persen
penduduk yang telah
diperingkat menurut
kesejahteraan di
deliniasi wilayah lbu
Kota Nusantara

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

l. Dokumen pendataan dan
modul program sosial bagi
masyarakat lokal dan
pendatang

2. Basis data Registrasi
Sosial Ekonomi
mencakup seluruh
penduduk Ibu Kota
Nusantara

APBN 2023
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Ifo
EI

Ibu Kota
Nuaantara 2O4S

Jeds/
Komponen

Rencaaa Proyekl
AhHtas/

Guus Lehar
Indrkasi Program
uatuE Akttvltas Lqltr*l Target

IndiLasi
SLcma

Pembia5raau

IEdikasi
Tahun

Openeional
Pemberdayaan sosial
dan ekonomi untuk
meningkatkan
pendapatan
masyarakat miskin
dal rentan.

\trfilayah Ibu
Kota
Nusantara

Dokumen studi program
pemberdayaan yang dapat
diintegrasikan dengan
pengembangan ekonomi lokal

APBN 2023

Rujukan dan
[,ayanan Sosial

Penguatan kapasitas
Pemda, Desa,
Kelurahan, dan
Masyarakat untuk
mengelola dan
memberikan rujukan
terhadap masalah dan
layanan sosial yang
dihadapi/diperlukan
penduduk rentan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Uji coba Digitalisasi
Monografr Desa/ Kelurahan
(DMD/K) yang terintegrasi
dengan Puskesos.

APBN Setiap tahun

10 Rasio Gini
regional terendah

Pengurangan
ketimpangan

Pengembangan
kapasitas
masyarakat lokal

Pelatihan vokasi
berbasis kompetensi
untuk bekerja dan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Pelatihan vokasi di bidang
yang sesuai dengan
kebutuhan klaster ekonomi

APBN/Swasta
murni/

Pembiayaan

2023
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No
rPI

Ibu Kota
llueantela 2O4S

Jcnlr/
Eomponea

Rencarra Ptoyekl
A&tMtas/

Guna Lahan

IndlLagl Progran
',ntuk Atttvltas Lotasi Target

Indtlast
6tema

Pembiayaan

Iadltsel-
Tahr n

Operaeloaal
di Indonesia
pada 2045

berwirausaha bagi
masyarakat wilayah
Ibu Kota Nusantara

di BLK dan lembaga
pelatihan lainnya yang
ditunjuk bagi masyarakat
wilayah lbu Kota Nusantara
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6. 1.2.2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Pada tahun 2022, telah dimulai proses pelibatan, negosiasi, dan pembebasan
lahan bersama berbagai pemangku kepentingan yang akan d akukan secara
berkesinambungan hingga ta]..un 2024 dan seterusnya. Kegiatan pembangunan
infrastruktur secara umum terpusat pada konsolidasi lahan, penyediaan
infrastruktur energi da-n telekomunikasi, air baku, air minum, air limbah,
persampahan, drainase perkotaan dan pengendalian banjir.
Pada akhir Tahap 1, infrastruktur kawasan yang direncanakan telah beroperasi
meliputi:

a. Pembangunan sebagian jalan tol akses Ibu Kota Nusantara, jalan akses
menuju KIPP, dan scbagian jalan dalam KIpp;

b. Penyediaan layanan dan fasilitas angkutan umum berbasis bus di KIpp;
c. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di KIpp;
d. Pembangunan utilitas terintegrasi, seperti:

1. Pembangunan sistem penyediaan air minum (spAM) dimulai dari
sumber air baku (Iltake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku
semoi) serta unit produksi, transmisi, dan distribusi air minum untuk
WP-1;

2' Pembangunan fas itas pengelolaan persampahan, sistem pengerolaan
Air limbah Domestik Terpusat (SPALD_T); pengelolaan tm6ah El3,
limbah 83 medis, serta di sebagian KIpp Tahap l-(Wp_l);

3' sistem drainase makro utama perkotaan, kolam retensi dan embung
serta infrastruktur pengendali banjir dan sedimen;

4. nagalistrikan dan gas: pembangunan
ksi, dan sistem penyaluran tenaga

an energi, serta jaringan gas kota;
5' Pembangunan infrastruktur TIK: jaringan utama terekomunikasi dan

BTS.

e. Sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kebugaran, perdagangan,dan akomodasi, malanan dan minuman untuk m.rra"um'g-p..r.3.rto..r,
dan perumahan;

SK No l41016A
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Penyediaan perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga,
yang terdiri dari:

1. rumah pekerja konstruksi;
2. rumah negara/rumah dinas ASN, TNI, dan polri;

3' revitalisasi perumahan dan permukiman masyarakat sekitar Ibu Kota
Nusantara.

Sementara itu, di akhir Tahap l, pembangunan lingkungan meliputi:
a. Pembangunan sistem pintar pemantauan kualitas lingkungan hidup

(6 matra PPLH);

b. Pembangunan sistem pintar peringatan dini multi Erncaman bencana
(Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrem, dan Kebakaran Lahan dan Hutan);

c. Program konservasi dan restorasi hutan:
1. Rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
2. Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan;
4. Pembangunan koridor satwa (Jembatan da,, terowongan satwa serta

infrastruktur koridor lainnya) ;

5, Penciptaan ruang terbuka hijau di area KIpp dan KIKN (hutan kota,
taman kota, jalur hijau, dan ruang hijau lainnya);

6' Pembangunan persemaian skala besar untuk penyediaan bibit dan
sistem penyediaan airnya;

7' Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan rokar,termasuk perempuan dan anak dalam pengeloiaan hutan/wanatani;
8. Pembangunan pusat Konservasi Satwa.

Untuk. mencapai target KpI yang telah ditentukan, rincian penahapan untukaspek infrastruktur dan ringkungan di rahap I dapat dilihat pada tautr ai u.*^r,ini.

f
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Tabel 6-3 Penahapal Arahan Pemartfaatan Ruang Aspek Infrastruktur dan Lingkungan di Tahap 1 pem bangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

No
KPI

Ibu Kota
lf"santarr 2O4S

Je-rs/
Kompoaen

Reacaua ProyeL/
Attivitae/

Guna Lahen

Irdtkast Program
untul Aktlvltas Lotasi Target

IadfLEsi
SLema

Penbla5ra^an

Iudikeel
Tahun

Operaslonal
1 Instalasi

kapasitas energi
terbarukan akan
memenuhi l0oyo
kebutuhal energi
Ibu Kota
Nusantara

Infrastmktur
Ketenagalistrikan

Gardu Distribusi,
Gardu Induk
Mobile, dan
Infrastruktur
Kelistrikan
Pendukung

Pemanfaatan
gardu distribusi
eksisting terdekat
dan gardu induk
mobile beserta
infrastruktur
kelistrikan
pendukung untuk
menyediakan
pasokan dan
meningkatkan
kehandalan listrik
pada masa
konstruksi

Sekitar
Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

2 Unit BUMN/
Badan Usaha

Otorita

2023
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No
XPI

Ibu Kota
IYuraatara 2()45

Jeds/
Komponeu

Rcgcaaa Proyekl
ALttvltar/

Guna Lahan

IEdlLErt Progran
untuk Aktivttas Lokast Target

ts{lLngl
Stema

Pcmbia5raan

Iadttssi
Tahua

Operaeloaal

Panel surya atap Jaringan cerdas
untuk
memungkinkan
energi matahari
dari panel surya
atap dialirkan ke
jaringan kota

KIPP Menyesuaikan dengan
potensi atap gedung untuk
dibangun panel surya atap

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2024

Solar Farm Pembangunan
PLTS Tahap I

KIKN 3.632,7 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solar farunl

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2024

Cadangan dan
Penyimpanan
Energi

Pembangkit listrik
cadangan dan
baterai sebagai
penylmpurnan
untuk menjaga
stabilitas iarinean

KIKN
(tergabung di
wilayah solar
fanri

15% - 2O%io dari total
kapasitas pasokan listrik

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2024

SK No 074014C
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No
XPI

Ibu Kota
Nusaatara 2O4S

Jentr/
Komponen

Rencana koyel/
Alrtlvltas/

GUua lalrcn
ta{lrrlrl Program
untuk Aktlvltet Lokaal Target

Indtt asl
Skem,a

Pembla5raan

Indllesl
Tahuu

Operasional

dan meningkatkan
keandalan

Gardu induk
terisolasi gas (Gas
Insulated
Substatron/GIS)
1sokv

Pembangunan
Gardu Induk

KIPP 1 Unit BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2024

Gardu Induk
150kv

Pembangunan
Gardu Induk
untuk interkoneksi
Sistem
Ketenagalistrikan
Kalimantan

KPIKN 2 Unit BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU TKN

2024

SK No 074015 C
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No
BPI

Ibo Kota
Nuraatara 2()4E

Jents/
Komponen

Relrcalra Proyel/
AfrUYIt8r/

Gora Lahaa
Lotast Tg'rget

IDdIAerl
ELcna

Penble5raan

IEdilrut
Teh.un

Operastoaal

Gardu Distribusi
20kv

Pembangunal
Gardu Distribusi

KIPP dan
Wilayah lbu
Kota
Nusaltara

36O Unit

KIPP Menyesuaikan dengan
j umlah permukiman dan
perkantoran yang dibangun

BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2024

Jaringan
Traasmisi dan
Distribusi Bawah
Tanah
(Und.erground
CablelUGC|

Pemasangan
jaringan transmisi
dan distribusi di
dalam jaringan
utilitas terpadu

2024

Pemasangan
jaringan transmisi
dart distribusi di
atas tanah dari
Sistem
Kctenagalistrikarl
Kalimantan

Wilayah Ibu
Kot€.
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman darr
perkantorarr yang dibangun

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/Swasta
Murni/ KPBU

IKN

2024

SK No 074016 C
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rPI
Ibr Kotr

Nueaatera 2O45

Jedtl
Koaponea

Re!c.r. Proy€L/
AttMtar/

Guna Lo&an

I!.dlr..rl Prog1.E
untuk Altivitas thrget

Igditrrt
SLana

Penble;raaa

IEaltLa.t
Tahua

Operarlonal
Smart netering Pemasangan smart

metering yaIrg
dapat
berkomunikasi
dua arah dengan
database perryedia
tistrik

KIPP dan
Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
j umlah permukiman dan
perkantoran yang dibangun

APBN/
Masyarakat
Pelanggal

2024

Infrastruldur Gas Jaringan Gas Kota Pemasa-ngan
jaringal gas kota

KIPP Menycsuaikan dengal
jumlah permukiman yang
dibangun

BUMN/ Badan
Usaha Otorita/
Swasta Mumi/

KPBU IKN

2024

2 6oolo daur ulang
semua timbulan
Limbah padat di
tahun 2O45

Infrastruldur
sistem
pengelolaan
persamParran -
Daur Ulang

Fasilitas
Pengomposan

Pengolahal
sampatt organik

TPST untuk
wilayah
layanar KIPP
(Wdstefah-
neksus)

Minimal 1,5 hektare atau
menyesuaikan kebutuhan
hasil perencanaan.

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Krealif lcreative
financtngl

2024

SK No 074017 C
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lfo
XPI

Ibu Bota
llusantara 2045

Jcnlr/
Komponeu

Roneana koycl/
Afrtfvftas/

Gurrs L,ahsn

trrd{Imsfl Prograrn
untut Altivltas Lokatl Target

IadrLscl
Skcma

Pembla5nan

Inilltasl
Tahun

Olrrarloual
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Fasilitas daur
ulang

Terdiri dari
161[agai fasilitas
untuk mendaur
ulang berbagai
macam material
sampah

TPST untuk
wilayah
layanan KIPP
(Wastefutb-
neksusf

Minimal 1,5 hel<tare atau
menyesuaikan kebutuhan
hasil perencanaan.

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
finoncingll

2024

Infrastruktur
srstem
pengelolaan
persampahan -
Pengolahan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Fasilitas
pengolahan
sa-urpah melalui
proses termal
(Waste to Energgl
dan/atau
pengolahan
sampah menjadi
barang (Waste to
Product)

Pengolahan
sampah rumah
tangga dan
sampah sejenis
rumah tangga yang
tidak bisa didaur
ulang

TPST untuk
wilayah
layanan KIPP
lWastelatb-
neksus)

Minimal 1,5 hektare atau
menyesuaikan kebutuhan
hasil perencElnaan.

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024
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No
XPT

Ibu Kote
Ilusantara 2045

Jcnts/
Koaponen

Rcneaaa Proyet/
AttHtas/

Guna l^ahaa

Isdtkesl Program
untul Atttvltaa Irctasl Terget

Indrkasl
SLena

Penblayrarn

IndiLari
TaLun

Operarlorql
Lahan Urrg
Saniter (Sanitary
Landfiltl

Tempat
pemroses€rn akhir
untuk residu
pengolahan
sampah rumah
tanBga dan sejenis
rumah tangga yang
tidak dapat didaur
ulang

Di luar KIPP tlo hektare atau
menyesuaikan hasil
Perencanaan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024

Infrastrulctur
sistem
pengelolaan
limbah bahan
berbahaya dan
beracun

Fasilitas
Pengolahan
Limbah
Berbahaya (B3)

Pengolahan limbah
berbahaya untuk
meminimalkan
pencemElran
lingkungan atau
kerusakan saat
dibuang dan diolah
bersarna dalam
fasilitas

Infrastruktur
Pusat (pusat
pengelolaan
limbahI

Tergantung dari tipe limbah
berbahaya dan
perawatannya

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024
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Itto
KPI

Ibu Kota
Nuraatera 2045

Jcatr/
Konponen

Reacraa Proyel/
Ahfc{t s/

Guaa Lahan

Indiksd Program
untul Ahtvltsr Lokrsl Target

Indilari
Skcm^a

Penble5raaa

IndlLasl
Tahun

Operaeional

pengolahan dari
industri.

Lahan Urug E}3
(Seatre LandfilIl

Tempat
pembuangan akhir
untuk limbah
berbahaya untuk
mencegah
pencemaran
Iingkungan

Infrastruktur
Pusat (pusat
pengelolaan
timbah)

Dengan asumsi kedalaman
1O m, membutuhkan luasan
1,25 hektare

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024

Fasilitas
Pengolahan
Limbah 83 Medis

Tempat
pengolahan
(pembakaran)
Iimbah E}3 medis

Infrastruktur
Pusat (pusat
pengelolaan
limbah)

Sekitar 0,3 hektare APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024

SK No 074020 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-520_

No
XPI

Ibu Eota
I[uraltara 2045

Jcnlr/
Konpoaeu

Renerne Proyek/
Ahivitas/

Guae Letan
IndiLari Program
uatutr Ahlvttar Lotesl Target

IEdtlasi
SLcna

Pembla5raan

IEdIL$I
Tahun

Operasioaal
Infrastruktur
sistem
pengelolaan
persampahan

Jaringan
pengangkutan
sampah melalui
pneumatic
(Pneumatic Waste
Collection System
atau PWCS)

Jaringan
pengumpul
sampah dari
bangunan vertikal
ke stasiun
pengumpulan
PWCS

Klaster
bangunan
vertikal

Menyesuaikan dari besaran
wilayah pelayanan PWCS

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni/
Pembiayaan

Kreatif (creative
financing)

2024

Stasiun
Pengumpularr
PWCS

Tempat
pengumpulan
sampah dari
jaringan PWCS

Klaster
bangunan
vertikal

Menyesuaikan dari besaran
wilayah pelayanan PWCS

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingil

2024
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No
rPI

lbu Kota
Nueentera 2O4S

ilelolsl
Kouponcn

Rcncue Proyetl
AI<tMtes/

Cilrae Lahen

ladltrrl Program
uutul Attivitas Lotasl Targct

Indttact
Skema

Pembiayaan

IadlLarl
Tahun

Opcresioael

Sarana
Pengumpulan dan
Pengangkutan
Sampah

Sarana
pengumpulan
sampah dari
sumber dan
pengangkutan
sampah ke TPST

Wilayah area
pelayanan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financinol

2024

3. IOOoh air Iimbah
akan diolah
melalui sistem
pengolahan pada
tahun 2035

Infrastruktur
sistem
pengelolaan air
limbah domestik

Pembangunan
SPALD-T skala
kawasan tertentu
untuk melayani
area kawasan
prioritas

Pengelolaan Air
Limbah dengan
Sistem Terpusat
(off-sitel yang
berada di area
kawasan prioritas

Di dalam KIPP Sesuai dengan kebutuhan
kawasan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2024

Pembangunan
SPALD-T (TPALD &
Jaringan
perpipaan skala
perkotaan

Pengelolaan Air
Limbah dengan
Sistem Terpusat
(off-sitel skala kota
dilengkapi dengan
fasilitas

Di wilayah
layanan IPAL
KIPP

Menyesuaikan kebutuhan
lahan dari hasil perencanaan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2024
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No
BPI

Ibu Kota
Nusaatrra 2O(5

JenI:/
Komponen

Rencane hoyel/
AktMtar/

Guna Lehaa
ladltr3l kogram
untuh ALttsltgr Lokast Target

lnditaci
SLcma

Penbla5raan

IndiLasI
Tahun

Openeloual
pengolahan

Jaringan
perpipaan air
limbah domestik

Sarana
pengumpulan air
limbah domestik
ke instalasi
pengolahan air
Iimbah domestik

Sepanjang
area
pelayanan dan
mengikuti
riparian

Menyesuaikan hasil
perencernaan dan kajian
lebih lanjut

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024

Intake Sungai
Sepaku

m3 detik

Kapasitas total
terpasang 3,O

KTKN bilan bebas. Tidak
terdapat genangan
Pengam APBN 2024

Sistem

Bendungan
Sepaku Semoi -

1n3 detik

I(apastitas total
terpasang 2

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

volume tampungan 38
juta ms

APBN 2024

4. Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan 256.142
hektare memiliki
akses terhadap
infrastruktur
penting pada
2045

Infrastruktur
sumber daya air
-sumber air

Optimalisasi
pengelolaan
Bendungan
Samboja

Optimalisasi
pengelolaan
Bendungan
Samboja untuk

KPIKN Peningkatan pengelolaan
Bendungan Samboja

APBN 2024
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l{o
XPI

Ibu Kota
IYusantera 2O4S

Jcnis/
Kompoucn

Rencala Proyel/
Atrtlvtter/

Guaa. Lahaa
Indltael Progran
uatuk Akivitgs Lokarl Target

Iudltsrl
Ske-a

Pembiayaan

Indtkait
Tehun

Operasloual
penyediaan air
baku, irigasi, dan
pemasangan solar
PV

Infrastruktur Air
Minum untuk
KIPP

IPA (lnstalasi
Pengolahan Air
Minum) 2x3O0 tpd

Fasilitas
pengolahan untuk
peningkatan target
kualitas air minum

Di luar KIPP
(Dekat dengan
Intake Sungai
Sepaku)

t9 hektare atau disesuaikan
dengan kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN

2024

Jaringan
perplPaan
transmisi air
minum

Jaringan transmisi
air minum dari IPA
menuju reservoir

Di luar dan di
dalam KIPP

+L2,5 km di luar KIPp dan
13,5 km di dalam KIpp atau
disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN 2024

Reservoir induk Penyimpanan air
yang akan
melayani setiap
daerah
pengembangan

Di dalam KIPP Total 2 unit,
12,5 helctare atau
disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN 2024
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No
KPI

Ibu Kota
l{urantera 2O4S

Jcnts/
Komponen

Rancaga Proycl/
Akttvltss/

GuEe tataa
In.lltasl Progran
untut Altlvltoc LoLatI Tatget

Indftesf
ELeaa

Pcmbla5ra^r.a

Indl&ast
Tahun

Opetaalonrl

Jaringan distribusi Pengaliran air
minum yang
memenuhi air
minum aman dan
3K (kuantitas,
kualitas, dan
kontinuitas)

Di dalam KIPP APBN/
KPBU IKN

2024

Infrastruktur
sumber daya air -
Banjir dan
Drainase
Perkotaan

Pembangunan
infrastrulctur
drainase,
pengendali banjir
dan pengendali
sedimen

l. Clteck da,n,
pengendali dasar
sungai

2. Sistem
peringatan dini
banjir

KIPP (SubDAS
Sanggai)

29 check dam dan
14 pengendali dasar sungai

APBN 2024

5. Pemukiman
layak, aman, dan
terjangkau yang
memenuhi rasio

Infrastruktur
Perumahan dan
Permukiman

Peremajaan
perumahan dan
permukiman

Peningkatan
kualitas
perumahan;
penyediaan
infrastruktur dasar

KIPP Perumahan dan permukirnan
layak untuk masyarakat
lokal

APBN/
Pembiayaan

Kreatif lcreatiue
financingll

2024

SK No 074025C

t 4.000 meter di luar MUT
dan t 50.170 meter di dalam
MUT
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No
KPI

Ibu Kote
Itlurantara 2045

Jculg/
I(omponen

Rencana Proyel/
Alrtivttas/

GUUa t,qhqa

lsdlLcd Program
untul Atttvttes Lokact Target

IndlLesi
SLcua

Pemblayaan

Indtlact
Tahun

Operasional

berimbang

Penyediaan
perumahan baru
untuk masyarakat
umum

permukiman;
konsolidasi lahan
Pengalokasian
ruang dan lahan;
Penyediaan
peraturan spasial;
Perencanaan
Kawasan;
Konstruksi
Percontohan;
Fasilitas
pembiayaan

KIPP Kawasan percontohan
perumahan masyarakat
umum yang terintegrasi
dengan layanan
infrastruktur dasar

Swasta Murni 2024

SK No 0,'1)26 C
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No
XPI

Ibu Kota
I{urautara 2045

Jenle/
Kompouen

Rcncaan Proyel/
AJ*fdtas/

Guna la.han

Iadilasi hogram
untuk Attlvltas Lokasl Target

Indttrcl
Skema

Pcmbia5nan

66lllra3l
Tahua

Opcrarlond
6. lOOo/o

konelctivitas
digital dan
teknologi
inforrnasi dan
komunikasi (TIK)
untuk semua
penduduk dan
bisnis

Fixed Broadband Serat Optik Penghubung
jaringan
telekomunikasi

KIPP 2-4 Rirq (100,4O0 GbE) Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2024

Infrastruktur
Telekomunikasi -
Mobile Broadband

BTS Penghubung
Janngan
telekomunikasi

Jaringan
bergerak
seluler
(Jarbersel)
KIPP

3O-1OO unit Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

202+

80% pe{alanan
dengan
transportasi
umum atau
mobilitas aktif

Transportasi
umuIn

Bus Penyediaan
layanan angkutan
umum bus dan
fasilitas
pendukung
(halte/shelterl

KIPP Operasional angkutan umum
bus dan fasilitas pendukung

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2024

Fasilitas pejdan
kaki dan
pesepeda

Fasilitas pejalan
kaki dan pesepeda

Pembangunan
sebagian fasilitas

KIPP Operasional sebagian
fasilitas pejalan kaki dan
pesepeda

APBN/
Swasta Murni/

2024

SK No 074027 C
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ItIo
K?T

Ibu Kota
Nusaaters 2()46

Jcais/
Koapouen

Reucana Proyekl
Ahfvltss/

Grne Lahan

ladftqsl Progrem
untuk Alrtivitar Target

hdtlarl
ELema

Pernbie5raeu

Iadlkasl
Tahun

Operarloral
pejalan kaki
pesepeda

BUMN/Badan
Usaha Otorita

8. l0 menit ke
fasilitas penting
dan simpul
transportasi
publik

Infrastruktur
Jalan

Sebagian Jalan di
KIPP

Pembangunan
jalan kolektor
sekunder sec€rra
bertahap

KIPP Operasional sebagian jalan
akses utama (sumbu
kebangsaar sisi barat)

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024

Sebagian jalan
lokal sekunder di
KIPP

Pembangunan
jalan lokal
sekunder secara
bertahap

KIPP Operasional sebagian j alan
lokal sekunder

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financing)

2024

9 <50 menit
koneksi transit
ekspres dari KIPP
ke bandara

Transportasi
umum

Bus Penyediaan
layanan angkutan
umum bus koridor
Bandara
Balilcpapan - KIPP

Balikpapan
KIPP

Operasional angkutan umum
bus koridor Bandara
Balikpapan - KIPP

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2024

SK No A71J28C
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IYo
PI

Ibu Kote
Nuraatana 204"5

rlents/
Komponen

Rcnceaa Proyek/
Aktkftas/

GuDe Letan
lsdlla3l Program
uatuk A&tivttec Lokasl Target

fsdlLq3l
SLema

PomblaSraen

tldllrrl
Tahuu

Operacloaal
strategis pada
tahun 2O3O

Infrastruktur
Jalan

Jalan Bebas
Hambatan

Pembangunan
sebagian jalan
bebas hambatan
koridor Balikpapan
_ KIPP

Balikpapan
KIPP

Sebagian jalan bebas
harnbatan koridor
Balikpapan - KIPP

APBN/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita

2024

Sebagian Jalal
Akses menuju
KIPP

Peningkatan jalan
eksisting akses
menuju KIPP
secara bertahap

KIPP, KIKN,
KPIKN dan di
Iuar KPIKN

Operasional sebagian jalal
akses menuju KIPP

APBN/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita

2024

10 >75oh dari
256.142 hektare
area untuk ruang
hijau (65% area
dilindungi dan
lOoh area
produksi pangan)

Konservasi dan
Restorasi Hutan

Pengurangan
deforestasi

Moratorium
dan/atau
pencabutan izin
tambang dan sawit
dalam kawasan
hutan dan lindung

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Seluruh izin tambang
batubara dan kebun sawit
dalam kawasan hutan

APBN/BUMN/
Badan Usaha

Otorita/Swasta
Murni/

Pembiayaal
Kreatif (creatiue

financingl

Setiap
tahun

SK No 074029 C
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No
EPI

Ibu Kota
lYucaatrra 2045

Jents/
Komponeu,

Rencana ProyeL/
Areidtar/

Crttna lah.an

Indttart Program
untut Altivitas LoLact Target

ladllcal
SLcma

Pemblayara

Indilasi
TahuD.

Operaetonal

Penyelesaian
penguasaan
dan/atau tenurial
kawasan hutan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

30.OOO hektare APBN/BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl
Perlindungan
hutan

Perrenuhan szrrara
dan prasarana
pengamErnan
hutan

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

7 paket unit pengamanan
hutan

APBN/BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif lcreative

financingl
Pemenuhan sarelna
dan prasarana
pengendalian
kebakaran hutan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

7 paket unit pengendalian
kebakaran hutan

APBN/BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

Setiap
tahun

Setiap
tahun

SK No 074030 C

Setiap
tahun
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I[o
XPI

Ibu Kota
Nuraatan 2045

Jerrls/
Konpouen

Reacaaa hoyek/
ALtfYItrs/

Guaa Lahan

Iadlkasi Prograru
unt'L AlEttvttea Lokesl Target

IndiLarl
Skcua

Pembta5zaaa

IndlLacl
Tehun

Operasiond

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingll
Patroli dan
penegakan hukum
pidana kehutanan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Tergantung ancaman dan
kejadian

APBN/BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financing)

Setiap
tahun

Patroli dan
pemadaman
kebakaran hutan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Tergantung kerawanan
kebakaran

APBN/BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingll

Setiap
tahun

SK No 074031 C
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No
XPI

Ibu Eote
Iluseatara 2O4S

Jcnts/
Koaponeu

Rcucane ProyeL/
Aktf?ftas/

Gurt Iahan
ladlkrsl progran
untul Alrtlvltrc Lotast Target

Iadltesi
SLcme

Penbla5raen

Indrhasl
Tahun

Operasloaal
Konservasi
keanekaragErmELn
hayati

Perlindungan
koridor satwa
alami

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Koridor Samboja
Koridor KIKN

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

Setiap
tahun

Perlindungan
koridor satwa
buatan (jembatan
atau terowongan)

Wilayah Ibu
Kota.
Nusantara

Di lokasi pembangunan
infrastruktur

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif lcreatiue

financingll

2024

Konservasi eksitu
keanekarag€unan
hayati

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

BOSF Samboja, Yayasan
Jejak Pulang, PSO Arsari

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
S-wasta Murni/

Setiap
tahun

SK No 074032C
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No
BPT

Ibu Kote
Ilusantara 2045

Je-tr/
Korupouen

Reacens. Proyek/
Aftfvitrs/

Grrna Lahau

Inditasi Progran
untut Attlvltee Lokasl Target

Iadltarl
Shema

Peubiayaan

Indtlest
Tahun

Opcnelonal

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financirq)
Pembangunan
Pusat
Penyelamatal
Satwa terpadu

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

1 unit Pusat Penyelamatan
Satwa Terpadu

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingil

2024

Inventarisasi dan
monitoring
tanaman dan
satwa liar

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

Kawasan dengan Nilai
Keanekaragaman Hayati
Tinggr

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif lcreatiue

financingl

Setiap
tahun

SK No 074J33 C
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No
BPI

Ibu lIote
I[ueantana 2OrL5

Jentr/
Kora,ponca

Reacaaa ProyeL/
Ahtvlt$/

G'uDa. Lahan
tadllcal Program
uutuk Ahivitas Lotast Target

IndtLast
SLcor

Pembla5raaa

IEdrlalt
Tehun

Operasloual

Pembangunan
tarman tematik
(kebun raya, rimba
kota, m-angroue
eco-parlg dan
arboretum)

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

3 unit satuan luas APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha Otorita/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financinq)

2024

Konservasi spesies
perairan, padang
lamun, dan
terumbu karang

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Kawasan dengan Nilai
Keanekaragaman Hayati
TinCCi

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha Otorita/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
fi.nancing)

Setiap
tahun

Pengelolaan
hutan/wanatani
berkelanjutan

Pembangunan
Pusat Kendali
Pengelolaan Kota
Hutan

Wilayah tbu
Kota
Nusantara

I kompleks bangunan dan
perangkat teknologi

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

2024

SK No 074034C
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No
rPI

Ibu Kota
Nusaatara 2O4S

Jenls/
Komponen

Rcucrnr Proyct/
Afrtfdtar/

Guna LhaD

Restorasi hutan

!sdlta3[ Program
urtu& Alrtivitas Lokast Target

Indltasl
SksEa

Pcubleyraan

Indi*.si
Tahua

Operaclo"al

Pembiayaan
Kreatif (oeatiue

fanncing)
Pembangunan
persemaian skala
besar

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

Satu persemaian di Mentawir APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

/Swasta
Murni/

Pembiayaan
Kreatif lcreatiue

financinol

2024

Penyediaan air
baku untuk
persemaian

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creative

finonqngl

2024160.000 m3 untuk
menyediakan 4O L/detik

SK No 074035 C

I

Satu embung
di persemaian
Mentawir
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No
XPI

Ibu Kota
Ilusantara 2O+s

Jentr/
Koaponen

Rencaaa Proyek/
Atttyita!/

Gula Lahaa

Jnrltlragl Prognm
untuk A&tlvltas L'okasi Target

Indllert
Steue

Penbia5ra^en

Indlkasl
Tahun

Opcracloaal
Rehabilitasi
dan/atau
penzrnarnan pohon

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

15.000 hektare APBN/
BUMN/Badar
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creative

financinql
Reklamasi
dan/atau
pemanfaatan lahan
bekas tambang
dan kebun sawit

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

1.000 hektare/tahun APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

Setiap
tahun

Integrasi
konservasi hutan
dalam tata ruang

Penetapan
kawasan
dilindungi
berdasarkan nilai
keanekaragarman

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

159.180 hektare APBN 2024

SK No 074036C

Setiap
tahun
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No
BPI

Ibu Kota
Nutentara 2()45

Jeals/
too,lroncn

Rencaaa ProyeL/
Ahtvltet/

Guna lahan
lndltul Program
untut Aktivltas Lohasl Target

Indltael
Skema

Pcmbla5raan

IadlLasi
Tahun

Operaslonqt

hayati dan karbon
stok

Infrastruktur
sumber daya air -
Konservasi air
penerapan
prinsip kota
spons

Pembangunan
kolam retensi dan
embung multiguna

Kolam-kolam
tampungan air
yang memiliki
multifungsi untuk
penyediaan air,
pengendalian
banjir, konservasi
air, vista kota,
serta mengurangi
urban heat

K]PP 19 embung dan 5 kolam
retensi

APBN 2024

SK No 074037 C
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No
XPI

Ibu Eota
Itlusqntara 2O4S

Jealr/
Komponen

Rencana ntoyek/
Atthritac/

Gulr Lehan

Indilad Program
untuk Aktkrltas Lokasl Target

tsdiLasl
Skcna

PembirSraaa

IEdllart
Tahun

Openaional
Produksi
makanan sehat
dan organik

Area pertanian
regeneratif pangan

1. Intensifrkasi
pertanian
sirkular

2. Peningkatal
kapasitas bagi
petani lokal

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

t 35.000 hektare (memenuhi
>l0o/o lahan untuk
pemenuhan pangan sebesar
t 25.000 hektare

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

Setiap
tahun

11 too yo

penggantian
ruang hijau
untuk setiap
bangunan
bertingkat
institusional,
komersial, dan
hunian

Konservasi air
penerapan
prinsip kota
sPons

Penerapan Zero
Delta Q (fasilitas
Pema.rrenan
maupun peresap€ur
air hujan)

Dipasang terutama
di bangunan-
bangunal
institusional
pemerintahan
termasuk rumah
negzrra untuk ASN
dan TM Polri
dalam konteks
bangunan hijau

KIPP Peraturan Zero Delta Q untuk
gedung dan bangunan sudah
ditetapkan dan mulai
ditegakkan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2024

SK lJo 074038 C
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No
XPI

Ibu Kota
![uaaatera 2O4S

Jenlr/
Koaponea

Rcncana Proyck/
Attlvltas/

Guua l,ahan

IadiLast Program
uatuk Ahlvltas Lotagl Target

IndrLscl
SLcma

PenblaSraan

IudlLasI
Tahun

Operarional
t2 Net zero emission

untuk Ibu Kota
Nusantara di
2045 dL kawasan
256.I42 hektare

Penggunaan
lahan Pertanian
dengan teknologi
pertanian
konservasi,
rendah karbon,
dan permakultur

Perkebunan kelapa
sawit dengan
lanskap
agroforestri

Rehabilitasi
perkebunan kelapa
sawit dengan
lanskap
agroforestri

Wilayah lbu
Kota
Nusantara

x 2.412 helctare (berdasarkan
KLHS IKN, 2020)

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

Setiap
tahun

Umum Penataan Ruang
dan Penataan
Bangunan dan
Lingkungan

Peneta.pan
Rencana Tata
Ruang dan
Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara

256.742 hektare APBN

Transportasi
umum

Bus Penerapan moda
transportasi umum
berbasis listrik
(ET) serta fasilitas

KIPP 60% Bus berbasis listrik (ET) APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2024

2023

SK No 074039 C
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l{o
BPT

Ibu Kota
Nusantrra 2(}l.5

Je-te/
Konponen

Rencena Proyek/
Alrtivttar/

Gune Lahsa

Inditasi Progran
untuk Attlvttar Ipkasl Target

Indltagl
Skema

Pemblayaan

Indttasi
Tahun

Opcrarlonnl

pendukung
(clnrging focilitgl

56.92O hektare13 KIKN Penataan Ruang
KIKN

1. Penetapan
Rencana Tata
Ruang

2. Penetapan
Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan

Penataan
Ruang -
Wilayah Ibu
Kota
Nusantara
Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan -
KIPP

APBN Setiap
tahun

t4 Ranking 10 besar
kota paling layak
huni di dunia
pada tahun 2045

Lingkungan
Hidup

Pembangunan
sistem pintar
pemantauan
kualitas
lingkungan hidup

Pembangunan
awal sistem, pusat
kgndali, darl
infrastruktur, serta
pemasangan
peralatan
pendukung untuk

KIKN dan
KPIKN

Pusat kendali, sistem
terpadu, jaringan
telekomunikasi / internet, alat
pemantauan, fasilitas
pendukung lainnya

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financing)

2024

SK No 074040C

IOOo/o ruzlng
publik dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
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No
XPI

lbu Kotr
![nsaatara 2O4S

Jentr/
Komponea

Rence-ne, Proyet/
Altfviter/

Guaa Lahan

IndiLasi Program
uutul Ahlvttar Lokasi Target

Indttast
Skena

Pembie5zaaa

IndlEast
Tahun

OPerarionol

pemantauan
kualitas
lingkungan hidup

Penanganan
Bencana

Pembangunan
sistem pintar
peringatan dini
multi ancam€rn
bencana

Pembangunan
awal pusat
kendali, sistem
dan infrastruktur,
serta pemasangan
peralatan
pendukung untuk
sistem peringatan
dini multi
ancarnan bencana

KIKN dan
KPIKN

Pusat kendali, sistem
terpadu, jaringan
telekomunikasi/ internet, alat
pemantauan, fasilitas
pendukung lainnya

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

2024

SK No 074041 C
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6.1.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Kegiatan pembangunan ekonomi berpusat pada upaya untuk menarik minat
pelaku industri pelopor (anchor tenantl serta sumber daya manusia/talenta yang
berkualitas agar bersedia tinggal, hidup dan bckerja di Ibu Kota Nusantara dan
Daerah Mitra. Pada tahun 2022-2023 akan dilakukan sosialisasi kepada pelaku
industri pelopor yang potensial dan pengembangan hubungan kemitraan di
setiap sektor target dan pengembangan penunjang administratif untuk menarik
minat investor misalnya dalam bentuk layanan satu pintu, rancangan
kebijakan, kerangka insentif mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan, peraturan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2023 dan 2024, pa-ra
pelaku industri mulai menyiapkan perancangan kawasan dan fasilitas, serta
mengoperasikan bisnisnya,

SK No 141018 A



PRES IOEN
REPUBL]K INDONESIA

-542-
Tebel 6-4 PenalraPan Arahan Pcmanfaetan Ruang Aspck Industri dan Pusat Ekonomi di Tahap 1 Pembengunan Ibu Kota Nusaltara T ah\n 2022-2024

No
IPI

Ibu Kote
t{uranrtara 2O4S

Jenlr/
I(onpotren

Rencana
ProyeL/

Attivitas/
Guna Lahan

Indttast Program untut
Altlvltar Lokasi Target

Indlkad
Etema

Penbla5raa.n

IndlLacl
Tahuu

Olrrallo-ol
1 Pendapatan

domestik regional
bruto (PDRB) per
kapita negara
(setara ekonomi)
berpendapatan
tinggi

Kawasan Industri
dan pusat ekonomi

Perencanaan 1. Penyusunan grand.
designKawasan dan
Ekosistem Ekonomi
Superhub Ibu Kota
Nusantara

2. PenSrusunan
Masterplan Kawasan
dan/atau site plan
Penyusunan
Feasibilitg StudA

KIKN, KI
Buluminung
(PPU),
KI Kariangau
(Ba-tikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

APBN/APBD/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2023
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No
BPI

Ibu Kota
Nusantera 2(J45

Rencana
Proyek/

ALtiYItss/
G,uEa LahaE

hditrsi PrograE untul
Altlwltas Lotaet Target

Indtkari
SLcma

Pemblayaan

Indllarl
Tahun

Operasionrl

Perizinan 1. Penyusunan
Dokumen Izin
Lingkungan

2. Proses pengajuan
perizinan lahan

3. Proses pengajuan Izin
Usaha

Kalimaltan
Timur lainnya

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2024

Tata Ruang dan
Wilayah

[. Revisi KIRW
2. Penetapan dan/atau

revisi RDTR

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

APBN/
APBD

2024
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No
XPI

Ibu Kota
Nusaatara 2W

tlents/
llomponcn

R.encana
koyek/

Akttvltaa/
Guna Lahan

Indrkqsl Program untuk
Aktlvltat Lotagl Target

IndiLacl
8keos,

Pembiayaan

In'dlkad
Trahun

Operecloral

Infrastmktur
Dalam Kawasan

1. Pengadaan Lahan
Kawasan Industri dan
Penetapan L,okasi

2. Pematangan Lahan
Kawasan

3. Penyiapan
infrastruktur dasar
dalam kawasan (air
baku, jalan, sistem
drainase dan air
limbah, energi,
ketenagalistrikan,
telekomunikasi, dan
lainnya)

KI
Buluminung
(PPU),
KI Kariangau
(Balikpapan),
dan
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur)

1. Paket kegiatan per
lokasi

2. Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
Iokasi sesuai
kebutuhan

Swasta Murni/
KPBU IKN/

BUMN/Badarr
Usaha Otorita/

APBD/APBN

2024
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No
KPI

Ibu Kota
I{uaanten 2o4;s

Jcutr/
Kompoaeo

Rcncrae
Ptoyel-l

Ahtvltas/
Grrra Lahan

Irdllasi Program untuh
AtEtteltsr LoLesI Target

IndtLrst
SLcua

Pembleyaan

Indltarl
Tahua

Operasloual

Konektivitas Luar
Kawasan

Pembangunan dan/
atau peningkatan jalan
mendukung akses
menuju kawasan
industri

KI
Buluminung
(PPU),
KI Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai

Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai kebutuhan

APBN/
APBD/

KPBU IKN/
BUMN/

Badan Usaha
Otorita/

Swasta Murni

2024
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No
KPI

Ibu Kota
Nusartrta 2045

Jents/
Koruponen

Reacara
Proyck/

AhMtes/
(]rrna Lehan

tsdrhrct Pnogram untuL
Alttyltas L,okagi Target

Indilert
Skcma

Penblayaan

Iadttasl
Tahun

Operaslonal

Infrastruktur
Penunjang Luar
Kawasan

1. Pengadaan Lahan
untuk pengembangan
infrastrulrtur
penunjang luar
kawasan

2. Penyiapan
pembangunan
infrastrulrtur
penunjang lainnya
(termasuk
pengembangan
Bandara APT Pranoto)

Timur), serta
di wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

1. Paket kegiatan per
lokasi

2. Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/
APBD/

KPBU IKN/
BUMN/Badan

Usaha Otorita/
Swasta Murni

2024
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I[o
I(PI

Ibu Kota
Nucaatara 204"15

Jeuts/
Komponen

Roncaaa
Proyek/

AttMtes/
Guna Lahan

Iudikasl Prograu untuk
ALtIvltaa Lokssl Target

IndlLacl
Skem.a

Pembl,ayaan

hdlLart
Tahua

Operasional

Peningkatan
Investasi

1. Fasilitasi Investasi
2. Pameran/ Roadslaut

Investasi
3. Penyusunan Prof,l

Investasi
4. Pendampingan

Investasi
5. Investasi

Pembangunan
Fasilitas hoduksi

KIKN,
KI
Buluminung
(PPU),
KI Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah

Paket kegiatan per
indikasi program per
lokasi sesuai kebutuhan

APBN/
APBD/

KPBU IKN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2o2+
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No
I@I

Ibu Kota
Ilucsatara 2O4S

Jenis/
Konpouca

Rcacaan
Proyc.kl

AttMtas/
Gurs Lahan

Indllrasl Progran untuk
Attiyltas LoLast Target

Indlhati
Stcma

Pembla5raan

Indtkasl
Tahun

Operasional
Promosi Ekspor 1. Penyelesaian

Hambatan
Perdagangan dengan
Negara Mitra

2. Simplihkasi Regulasi
Ekspor

3. Perumusan Insentif
Fiskal mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang perpajakan
dan kepabean€rn

Kalimantan
Timur lainnya

Paket kegiatan per
indikasi progr€rm per
Iokasi sesuai kebutuhan

APBN 2024
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Xo
XPI

Ibu Eota
Ifusantara 2O4S

Jeats/
Komponen

Rencana
koyeL,/

AJrtivlt$/
Guna l,ahan

hdrhqet Program untuk
Akttvttag Lotasi Target

Indtkast
Skertta

Penblayaan

Indlkasl
Tehun

Operaslolal

Kemitraan Usaha 1. Pengembangan Rantai
Pasok UMKM

2 Fasilitasi Produksi
UMKM

3. Iogistik UMKM
4. Kemitraan Usaha

Mikro dan Kecil
dengan Usaha Mikro
dan Besar

Paket kegiatan per
indikasi program per
lokasi sesuai kebutuhan

APBN/
APBD/

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

Setiap tahun
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Penyediaan SDM 1. Pelatihan SDM

2. Riset permintaaan
pasar (market
demand analysis)
dan analisis
kebutuhan
pelatihan (training
needs analysis)

3. Perencanaan
kebutuhan tenaga
ke4a (manpower
planningl

4. Pembangunan
layanan informasi
pasar kerja

5. Pengembangan
konsep afirmasi
pelibatan tenaga
kerja lokal

6. Pembangunan
konsep afirmasi

Paket kegiatan per
indikasi program per
Iokasi sesuai kebutuhan

APBN/
APBD/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2024
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I{o
XPI

Ibu Kotr
Nugaotara 2045

Jenlg/
Korapouon

Rcnca.na
Proy€L/

AlrtHtas/
Guaa Lchen

IEdItaEl Progra-E lr[tut
AJstlvtte. Lokasi Target

Iadlterl
Steae

PemblaSraau

Iadlteel
Tehua

Op€ralloEaI

pelibatan tenaga
kerja pasangan ASN
yang non-ASN

1 . Kebij akan Rantai
Pasok Hulu Hilir

2. Pen5msunan Insentjf
Fiskal mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang p€rpajakan
dan kepabeanan dan
Non Fiskal

Paket kebijakan per
indikasi progr€un per
klaster ekonomi sesuai
kebutuhan

APBN/
APBD

2024Harmonisasi
Regulasi

Catatan: Pal<et kegiatan pembangunan infrastrulctur dan penyiapan SDM terbuka untuk dilaksanakan mela.lui investasi swasta/BUMN/Badal Usaha Otorita atau
dukungan pemerintah, atau kerja sama antara swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah-

I
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6.L.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada Tahap 1, pembangunan dimulai dengan pemenuhan 15 persen hingga 2O
persen pembangunan simbol dan pembangunan sistem di KIPP dan sebagian
KIKN atau wilayah Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan sesuai yang
tercantum di dalam Tabel 6-5.

Tabel 6-5 Penahapan Pembangunan Simbol dan Sistem Pertahanan dan Keamanan
di Tahap 1 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

Blrtcm dau Btretql
Pcttehaael

Bllteu den Stratcgl
Ileaneagn Cerdnr

Dulurynn lnto{fsn
ilogara

Simbol a) Gedung Kementerian
Pertahanan;

b) Subden Panglima TNI;

c) Subden Kepala StafTNI
AD;

d) SuMen Kepala Staf TNI
AL;

e) Subden Kepala Staf TNI
AU,

Kantor hrsat Polri Kantor Satelit BIN

Sistem Paspampres;

Kodim IKN;

Koramil IKN;

Mabes TNI;

Skadud 17, 45 dan
Kompi Paskhas, Wing,
Paskhas, di Sepinggan
(Sementara)

)

Polrestabes KIPP;

Polsek KIPP;

Command Cente6

Gedung Pusat
Pelayanan Kepolisian
Terpadu KIPP.

)

Selain pembangunan
infrastruktur keamanan
cerdas yang sebagian
besar akan dimulai pada
tahun 2023,
pembangunan
infrastruktur dasar
lainnya juga didukung
oleh pengamanan yang
dilakukan oleh Polda
Kalimantan Timur beserta
Polres jajarannya.

Center (SOC).

SK No l4l019 A
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6. r.3 Pemindahan ASN, Pegawai Lembaga Negara lndependen/Badan Publik,
Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta Pemindahan TNI dan Polri.

6.1.3.1 Pemindahan ASN dan Pegawai kmbaga Negara Independen/Badan
Publik.

ASN yang akan berpindah pada Tahap 1 terbagi dalam dua alternatif sebagai
berikut:

a. Alternatif Pertama

Alternatif kesatu berupaya memfokuskan pemindahan ASN serta pegawai
Lembaga Negara Independen/Badan Pubiik di tahap pertama pada
kementerian/ lembaga klaster I dan kementerian / lembaga klaster II dengan
komposisi pemindahan dan 47 heoenterlaa/lembaga dengan masing-masing
kementerian/lembaga memindahkan pegawainya secara kosoluruhan
(1OO peraen), sebagai berikut:

Gambar 6- 1 Rincia-n Kementerian/ Izmbaga yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
pada Tahap 1 (Alternatif Pertamal

xEroor)
I . l.rlgl IlEi ]t&{,. 0vPR OPR, oPD. MA, MK l(Y, BPI()

2. lffit lffi (Kslrr*o Ekm, f€rtnfo fuh*rn lGnprilo PiiK lcfl€nkD tlalEi)
g. ffii.,,ffi (t<ernsraryt, tOrpntr, lGrsftan), robcgd Fsbksal' Tr€ lGp.ffibnro rpsbt! PrGil€.t drn

l/tud Prc*ffcr bertrdangEo rl€.*fi.{(!n tuges racsl' bsr.man (PrsEl S tyd (3) WO 1045)

{ EL p nr:d.lrg trlr nnrifr*f AaUl hFA (lktt€n€5heg, Sdklb' KSn U6.ttirpt6)
e Xtiqnsftp".prar. pgggEtgt EsFpr',b',I (t6n'rtPPNigo*sft6, tGmer*€ii.

tGmqPA,,lRE, BPI(P)
6. lffiirFf r:drr|lFt ir fuuE d- d lrr lut lb.fr. {f€tErl@mifr. f\snBtPUPR,

tOngtAIRAft)
7. AI g11:1l tur l{rtrrt at x[- ru n:atr gnrrur h rn (lrbs INl,INldD,INIAL,INLAll, M*€3

Pdl, Prcp*np*, BlN, BSSiN, lQFgnng, l6n6tlqrntwn' KPK)

e hagr Xqir. frafrnd'l b Aft Afl( (Bl. orl( LPS' EPJS lG63hdrl' BPJS lbtEregokDritt')

l(bIof,rs)
r, lhltin.r6 yrtr rratoprfrr*rrpr#h fr h t.EE (l6nohs' KIHK l(rIglBuMN]
Z lkrftpl,rEdtuEiE!*rg'utpalr:r<br.prbfrrtra*,&rlddllft (lGrErt&8-

POTT, KimqlPPPA" lGnrC por.)

b. A.lternatif Kedua

Altematif kedua berupaya memfokuskan pemindahan ASN serta pegawai
Lembaga Negara independen/Badan Publik di tahap pertama pada
kementerian / lembaga klaster I, II, III dan IV dengan komposisi pemindahan dari
74 kementerlan/lenbaga, dengan masing-masing kementerian/lembaga
memindahkan pegawainya secara scbagian {tSO Pereenl, sebagai berikut:

SK No 14l246A
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Gambar 6- 2 zuncian Kementerian/kmbaga yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
pada Tahap 1 (Alternatif Kedua)

rerFo*D
1, trtg. fh0, ilTr. (MPf,. DPB DPD, lrA MK, fi, BPX)

2 lffii lffi (y6moito El(dt. lGrrrltko Hukrrn. lGrG,*o PtrK lGmko M5J6)
a lffii 'lt riJ (l('rvd.grl Xrts&, lcrrE hr,t), !.b.od hlr8.rl. IugE X.gsiJ.nryi +!bab PtBi&n &.r UAH

PrEih.r brftdqryr llE{Cr{on tug.. !s. bsErnom (Prd 8 ryll (3) tXE ,94O
a f,rLEr dtelrlMlHffretErlrFttr(Xbnons&l€0,Sd}lb. l€?glrtilprrs)
6 xi-Frf rrdt4 FE p-rr.r FIFE rrct f$ galqEn (l(''l tPP[A#nrs,lOrE tlotr

lolrE IP/WRB, BPXP)
& tffirFTr-alh4Frtlrfrt Cr.bd ltrl6tl-l-.(l(aEi{€.tfr. lG.rsPUPR }ttrE IATpBPN)
L fti ffi &rlbt.rrtrrCLlrltttdrcAg.t{tlhrrrD(M& II\r, INI-AD, INI-IL INLAJ' Me Pofi,

PDp.rF,r. Bof.8SI . lq4l[Et f{ffi{(l'ttlfnr l(F$
f, L.rt{r lrfE ffii -r Bdr All (8, OI( LPS, BPJS l(sdEt n, BPJS lGtx'edsi.!")

r(b Ffi,l. rffi Eord&tlFfrrLIttrErhrt6li|trilr(lb.|B{ .D. XLtlK rfrEE{rMfo
2. lffirtrlfll:d&Et:!frrtr-tHt]t-.frtttgultnrrb,-rle*t(X.-onA, Krn€ikBs,

Xarrdd*Ll, f€lnslo+ frru*o+Off, fstuffPA l(tnciFr!)

rbr(&ta,
1. lffiiE.rda,E,llirbtr]adEdtrtrd(lGrrtead{llorlErf.ic l('rrrfQux . 16.'l C6.

xrmrr4l, lcrglE5oir, rcci Xrmrfrdsa8op..dqd, lkrEilhE/SIGM)

rkrr(661
i. L.figr ffirft}{ffii 0-Pttaq FPs. Blfi, LAI{ BlO(Btt, Bt{N. BI{PB, BNPr gasnE, BlG. Ed(.lri!, Lsrtrrrl6,

LI@ SAN. BPOM')

Dalam upaya pemindahan sejumlah ASN serta pegawai kmbaga Negara
Independen/Badan Publik tersebut, diperlukar rangkaian persiapan dan
dukungan teknis infrastruktur perkantoran pemerintahan dan hunian yang
perlu disediakan, sebagaimana terlampir dalam Tabel 6-6.
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Tabel 6-6 Penalapan Arshan Pemaflfaatan Ruang t€rkait Pemindahan ASN serta Pcgawai t€mbaga Negara Indcpende[/Badan Publik di TeIap 1

Pembengunan lbu lGta Nusantara Tahun 2022-2024

Kompoaen Jentr/
Kouponea

Infrectnrltur

Rgrcana,
Proyat/

Altfdtss/
Gu.ne lahrn

fndltarl Progra.m unt-k
Attfirttae

I,oLast Target Indltart SLeaa
Pe-blalrasa

Indllasi
Tehun

Opensloaal

Pemindahan ASN
serta pegawai
[rmbaga Negara
Independen/ Badan
Publik ke Ibu Kota
Nusantara

Bangunan
Negara,
bangunan
gedung dan
infrastrulrtur
dasar
bangunan
rumah

Perkantoran
Pemerinta-t.an

Pembangunan Istala
Presiden, Istana Wakil
Presiden, Kompleks
Kepresidenan, Kantor
Kemente rial Sekretariat
Negara, dan Kantor
Sekretariat Kabinet secara
bertahap

Kawasan Inti
Pusat
Pemerintahan
(KrPP)- WP rA

Terbangunnya:

Istana Presiden; lstana
Wakil Presiden; sebagian
Kompleks Kepresidenan;
Bangunan pendukung

APBN 2024

Pembangunan perkaltoran
lrmbaga Tinggi Negara secara
bertahap (sementara dalam
bentuk slwred-officel

(MPR-DPR-DPD RI), BPK RI,
MA RI, MK RI, dan KY RI);

Kawasan Inti
Pusat
Pemerintahan
(KrPP) - WP rA

Terbangunnya
perkantora:e secara
bertahap (dalam bentuk
shared-oJfice)

(MPR zu-DPR RI.DPD
zu), BPK zu, MA RI, MK
RI, dan Iff RI)

APBN 2024
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Koupoaen Jeats/

Konpoaon
Iafrerttultur

Rsncana
Pro5reL/

AlttYttar/
Guan Lehan

hdikarl Program ultul
Attlsttes

Lotast Target Indllarl Bkeue
Pentlayuan

Ildftari
Tabun

Opertdoaal

Rumah
Negara/Rumah
Dinas

Pembangunan perkantoran
kmbaga negara yang
diamanatkan peraturan
berkantor di Ibu Kota Negara
[BI, OJK, LPS, BPJS|

Kawasan Inti
Pusat
Pemerintahan
(KIPP) dan/
atau KIKN

Gedung perkantoran Bl Pendanaan
secara mandiri

2024

Pembangunan perkantoran
pemerintahan sesuai dengan
Kl L yang dipindahkan dalam
bentuk kantor bersama
(shared olficel

Kawasan Inti
Pusat
Pemerintahan
(KrPP)- WP rA

Terbangunnya gedung
perkantoran dalam
bentuk kantor bersama
untuk K/Lyang
dipindahkan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

murTll

2024

Pembangunan hunia:e sesuai
dengan spesifrkasi yang telah
ditetapkan:

Ruoah Tapak:

a. Menteri/ Kepala lembaga
(580m")

Kawasan Inti
Pusat
Pemerintahan
(KIPP)-WP 1,
wP 2, WP 4,
dan WP 5

Terbangunnya rumah
negara/rumah dinas
sesuai dengan
spesifikasi yang telah
ditetapkan

APBN/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financing)/
BI dengan

2024
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Kom;roaea Jefisl

Konlrcacn
IafrartraLhrr

Rcacana
Proyet/

AttM,tar/
Guar hhaa

Irdttnel hugfar uatul
Attlvlter

Lotarl Target IndtLa.I Skema
Pentlayaaa

Indlkest
Tabua

Opcrartoarl

b.Pejabat Negara (49O m')

c. Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya (390 m2)

Ruarah Surun:

a. Pej abat Pimpinal Tinggi
Pratama l29O v:r2l

b. Pejabat Administrator /
Koordinator (190 m')

c.Pejabat Fungsional
(98 m2)

pendanaan
mandiri/

Swasta murni
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Salah satu komponen pembiayaan dalam tahapan pemindahan ASN adalah
pemberian fasilitas (benefitl pemindahan ASN, yang meliputi:

a. Biaya pindah ASN dengan mengacu pada ketcntuan yang mengatur terkait
Standar Biaya Masukan. Komponen biaya pindah dapat berupa:

1. Uang harian;

2. Biaya barang pindahan;

3. Biaya transportasi;

4. Biaya tunggu.

Pemberian biaya pindah ASN ini diberikan kepada ASN beserta anggota
keluarga ASN (meliputi 1 orang pasangan, 2 orang anak, dan 1 orang
Asisten Rumah Tangga (ART) dari tiap ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota
Nusantara).

b. ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara juga berhak memperoleh
tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.1.3.2 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI

Proses pemindahan penyelenggaraan pelayanan publik bagi PNA dan OI di
setiap penahapannya akan mempertimbangkan kebutuhan fasilitasi yang
muncul atas perkembangan keberadaan dan kesanggupan PNA dan OI untuk
berpindah ke Ibu Kota Nusantara.

Pada Tahap 1, yaitu periode 2022 hingga 2024, akan dilaksanakan persiapan
transisi pelayanan publik bagi PNA dan OI. Kegiatan yang akan dilakukan
adalah kajian persiapan transisi meliputi operasional teknis, evaluasi dan
penyempurnaan proses bisnis dan mekanisme kerja pelayanan kepada PNA dan
OI, penguatan sistem digitalisasi serta mitigasi potensi risiko transisi pelayanan
publik di Ibu Kota Nusantara. Di tahapan ini upaya pendekatan bilateral,
promosi, dan sosialisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara mulai secara aktif
dilakukan kepada PNA dan OI di dalam negeri dan negara pengirim/kantor
pusat OI mela-lui Perwakilan Republik Indonesia.
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6. 1.3.3 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan
pada Tahap 1 berjumlah s.716 orang dengan perincian pad" Tabel6-2.

Tabel6-7 Jumlah Pemindahan Personil Bidang Pertahanan dan Keamanan Tahap 1

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022_2024

TAIIAP T
Kementerian Pertahanan 734

TNI t49
TNI AD 578

TNI AL 793
TNI AU 500

Paspampres 800

Polri 1.667

BIN

BSSN

39s

100

BAKAMLA

Total 5.716

6.2 TAIIAP 2 : PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSAT{TARA TAHUI 2O2:o.2O2g

Pada Tahap 2, infrastruktur utama ditargetkan sudah terhubung ke kawasan
baru yang dikembangkan. Sementara itu, untuk mencapai KPI kota 1O menit,
fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekundir direncanakan sudah
dapat digunakan pada kawasan yang dihuni oleh penduduk lbu Kota
Nusantara' Pada pengembangan di tahun terakhir pada Tahap 2 tni, jumlah
penduduk di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara diperkirakan miningkat seiring
dengan tahap awal pembangunan universitas unggulan yang mendoron[
berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis riset dan teknoiogi pada periodE
tahun 2035 menuju 2045.

Pada Tahap 2, jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2O2g
diperkirakan sekitar 1.283.589 jiwa. Pemindahan pend.uduk ke Ibu Kota Negara
pada Tahap 2 mencakup ASN dan aparatur pertahanan d.an keamanern yang
meliputi Kemhan/TNI, POLRI, BIN, gSSN, dan Bakamla, serta perkiraan calon
penduduk baru lainnya yang meliputi mahasiswa, akademisi dan peneliti serta
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tambahan tenaga keda di sektor layanan pendukung lainnya (antara lain sektor
konstruksi, akomodasi, makanan, minuman dan ritel) beserta tambahan
populasi tanggungan. Proses pemindahan ASN diperkirakan telah dapat
diselesaikan pada periode ini. Adapun rincian proyeksi jumlah populasi Ibu Kota
Nusantara pada Tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 6-8.

Tabel 6-8 Proyeksi Jumlah Populasi lbu Kota Nusantara
pada Tahap 2 (Tahun 2025-20291

No Populasi 2025 2026 2027 2028 2029

1 Jumlah Tenaga Kerja 365.389

1.1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 68.000 76.000 84.000 92.000 100.023

1.2 Kemhan/TNI, POLRI, BIN,
BSSN, dan Bakamla 43,065

1,3 Pegawai [embaga Negara
Independen/ Badan Publik 485

1.4 Tenaga Kerja Sektor Ekonomi
dari industri di dalam Ibu
Kota Nusantara

5r.256 52.690 54.t24 5s.560 56.994

1.5 Tenaga Kerja di Sektor
Layanan Pendukung yang
diinduksi dari industri dalam
Ibu Kota Nusantara

130.706 t34.270 137.834 141,398 144.962

1.6 Tenaga Kerja Konstruksi pada
masa pembangunan lbu Kota
Nusantara*

17.500 18.090 18.680 19.270 19.860

2 Populasi
Tanggungan/Dependen 758.851

2.1 Anggota Keluarga ASN 272.000 304.000 336.000 368.000 400.o92

2.2 Anggota Keluarga
Kemhan/TNl, POLzu, BIN,
BSSN, dan Bakamla

t20.582

2.3 Anggota Keluarga Pegawai
lembaga Negara
Independen/ Badan Publik

72

2,4 Mahasiswa 7.128 7.135 7.749 7.t78 7.235
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Catatan :

a. Pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap ini.
b. Proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data

historis di luar perhitungan investasi sektor konstruksi.
c. Proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru

mencakup data pegawai Bank Indonesia. Tidak ada tambahan pegawai beserta
keluarganya yang dipindahkan pada Tahap 2.

Pembangunan pada Tahap 2 adalah lanjutan pembangunan (1) KIPP sub WP
1A, 18, lC; (2) Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat; (3) Kawasan Ibu Kota
Nusantara Timur dengan pengembangan zona mixed-use dengan sejumlah
tipologi yang meliputi (a) perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat
(lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan penerapan konsep smart
gouernment; (b) perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/polri;
serta (c) perluasErn kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk
pengembangan hotel bisnis dan MICE; (d) pengembangan kluster industri
(termasuk Industri 4.O center of excellencel; (e) pengembangan riset dan
pengembangan talenta serta universitas unggulan; (0 pembangunan rumah
sakit berstandar internasional. Pengembangan zona mixed-use tersebut
dilaksanakan dengan tetap menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan
infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

No Populasi 2025 2026 2027 2028 2029

2.5 Keluarga Tenaga Kerja Sektor
Ekonomi dari industri di
dalam Ibu Kota Nusantara

53.348 54.841 56.333 57.828 s9.s20

150.8792.6 Keluarga Tenaga Kerja di
Sektor Layanan Pendukung
yang diinduksi dari industri
dalam lbu Kota Nusantara

136.041 139.750 r43.460 147.169

2.7 Keluarga Tenaga
Konstruksi pada
Pembangunan Ibu
Nusantara

Kerja
masa
Kota

18.2t4 18.828 19.442 20.o57 20.67r

3 Jumlah Penduduk Eksisting
yang berada dalam delineasi
Ibu Kota Nusantara

t54.7 77 155.862 157.016 158.178 r69.349

TOTAL POPULASI 1.283.689
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6.2.1 Persiapan

Penyediaan tanah pada Tahap 2 dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan
maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau
pengadaan tanah langsung. Sementara itu, pada wilayah yang telah ada
pemilikan dan penguasaan masyarakat, apabila dilakukan melalui pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Otorita Ibu Kota
Nusantara men5rusun DPPT dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.

Pembangunan jalur atau akses logistik pembangunan Ibu Kota Nusantara terus
dilakukan untuk pengembangan kawasan yang lebih luas meliputi
pembangunan jalan akses kerja di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara yang
mendukung akses menuju KIPP serta KIKN. Selain itu, dukungan penyediaan
rumah tenaga kerja juga terrs dilakukan sesuai dengan kebutuhan perluasan
pembangunan Ibu Kota Nusantara pada Tahap 2 untuk mencakup tambahan
tenaga kerja konstruksi baik yang berasal dari luar wilayah lbu Kota Nusantara
maupun tenaga lokal.

Sosialisasi dan komunikasi secara lebih luas akan terus dilanjutkan ke berbagai
pemangku kepentingan. Sosialisasi terkait dengan pemindahan ditujukan
kepada ASN, TNI dan Polri serta lembaga negara lainnya yangakan dipindahkan
pada Tahap 2" Sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan di kawasan Ibu
Kota Nusantara juga dilakukan kepada masyarakat lokal dan calon penduduk
pendatang, daerah sekitar Ibu Kota Nusantara, serta PNA dan OI seiring dengan
pemindahan awal Ibu Kota Nusantara. Sosialisasi terkait dengan potensi
investasi juga ditujukan kepada investor potensial yang akan turut
berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara.

6.2.2 Pembangunan

6.2,2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahap 2, pembangunan sosia-l dan sumber daya manusia akan
dilaksanakan pada beberapa hal, yaitu:

a. Penguatan pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam berbagai
fonrm kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama serta
mendorong penguatan peran dalam berbagai aspek pembangunan, seperti
dalam hal pengelolaan, konseruasi dan restorasi hutan dan lahan, serta
ketahanan pangan,
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Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti balai adat, pusat
kebudayaaa, aset yang bernilai sosial dan budaya, rumah ibadah serta
sarana ruang terbuka yang didesain secara inklusif dan responsif gender
serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat untuk mendorong integrasi
masyarakat sekaligus tetap menjaga kearifan lokal.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong
penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta
penyediaan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota
Nusantara, termasuk beroperasinya Rumah Sakit Berstandar
In temasional.

Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan penciptaan peluang
ekonomi bagi kelompok rentan melalui pemberdayaan masyarakat serta
peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang ada untuk
mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil sesuai minat investor di
klaster-klaster ekonomi.

Adapun arahan pemaafaatan ruang untuk aspek sosial dan sumber daya
manusia yang mendukung dapat dilihat pada Tabel 6-9 di bawah ini.

b

C

d

SK No l4l027A

-563-



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-564-
Tabel6-9 FenahEpan Atahan Pcriranfaatan Ruang Aspek sosia.l dan sumber Deya Manusia di Tahap 2 pembangunan Ibu Kota Nusantara Talun 2025-2029

No
XPI

Ibu Kota
llueantara 2o,45

Jents/
Konpouen

Rcncaaa
ProyeL/

A.hivltar/
Grus lahan

Iadltasi hograu
untul Altlvltee Lotasi Target

Indlted
SLema

Pembia5raan

I >75o/o d,ai
256.142 hektare
area untuk
ruang hijau
l65Yo atea
dilindungi dan
lOo/o area
produksi
partgan)

Konservasi dan
restorasi hutan
dan lahan

Pelibatan tokoh
dan masyarakat
dalam
penyelesaian
sengketa lahan
dan pemberian
kompensasi

Mempertemukan
pihak-pihak yang
bersengketa, baik itu
pemerintah, swasta,
maupun masyarakat
lokal terkait
penguasaan
kawasan hutal

KIKN Terselesaikannya kasu s
sengketa

APBN Setiap tahun

Pemberian
kompensasi
terhadap pelepasan
Iahan masyarakat
kepada masyarakat
adat dan lokal (jika
masih diperlukan)

KIKN Jumlah kompensasi
untuk pelepasan lahan
minimal

Setiap tahun

IndlLasi
Tehun

Operarloaal
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No
rPI

Ibu Kote
Itueantara 2(}45

Jenlg/
Komponen

RaDconS
ProycL/

Atttvttas/
Guaa Iahea

Indttast Program
untut Alrtlvltar Lohart Target

Iadltasi
Skema

Pcmbla5raan

Indilast
Tahun

Opetaslorrrt

2 lOOo integrasi
seluruh
penduduk

Ruang Publik,
Fasilitas
Nasional, serta
integrasi sosial

Aset bernilai
sosial dan
budaya penting

Pengkajian dan
pemanfaatan Cagar
Budaya dan Objek
Pemajuan
Kebudayaan dengan
melibatkan lembaga
pemerintah yang
bertanggung jawab
atas urusan
kebudayaan, serta
perguman tinggl

KIKN Dokumen kajian Cagar
Budaya dan Objek
Pemajuan Kebudayaan di
wilayah Ibu Kota Negara

APBN 2025

Pembangunan
lanjutan fasilitas
sosial dan budaya
nasional yang
mendukung
persatuan bangsa

KIPP Fasilitas keagamaar dan
fasilitas sosial pada
tingkat nasional yaitu
RumaI Ibadah, Museum
Nasional, Galeri, serta
Perpustakaan Nasional

APBN 2025
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No
XPI

Ibu Kote
Nu:antera 2(J46

.Ienls/
Koaponen

Reacaaa
koyeh/

AJrtlvttas/
Guna Lahrn

Indtlart Program
uatut Alrtlvltrs [pkqrl Target

Indrtad
8Lc-a

Pembla5raan

IldllesI
Tahun

Operasionql

3 IOOo/o w€Irga
dapat
menjangkau
layanan sosial/
masyarakat
dalam waktu 1O
menit

Fasilitas
Perkotaan,
Fasilitas Umum
dan Fasilitas
Sosial

Aset bernilai
sosial dan
budaya penting

Pembangunan
lanjutan fasilitas
sosial dan budaya di
berbagai skala
layalan di luar
pembangunan
Tahap I

Fasilitas
Kesehatan

Penyediaal
Posyandu

Penyediaan
Puskesmas

KIKN Fasilitas keagamaan dan
fasilitas sosial di berbagai
skala pelayanan, seperti
Rumah lbadah,'
Perpustakaan, Taman
Rekreasi, dan ruang
terbuka

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2026

Wilayah lbu
Kota Nusantara

Minimal 1 per skala
layanan wilayah setara
RW

APBN/APBD 2025-2029

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Tersedia minimal I
puskesmas per skala
pelayanan setara
kecamatan dan dapat
bertambah dengan
memperhatikan tingkat
kepadatan penduduk

APBN/APBD 2025-2029
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No
EPI

Ibu Kota
Nusantara 2045

Jenlr/
Komponeu

Reacane
ProyeL/

Aktivttas/
Grraa Lehaa

Indttacl Progren
ultuL Ahlvltas Lokaet Target

IE.lll"all
thema

Peabla5raau

IadlLael
Tahul

Operasloual

Penyediaan Rumah
Sakit Berstandar
Internasional

KIPP Tersedia minimal 1 RS
Berstandar Internasional

APBN/KPBU
IKN

2025-2029

Penyediaan Rumah
Sakit

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

minimal I RS APBN/APBD/
KPBU

IKN/Swasta
Murni

2025-2029

Penyediaan
[,aboratorium
Kesehatan

Wilayah Ibu
Kota Nusarrtara

Tersedia minimal I
I:.boratorium terstand.ar
minimal tingkat
kearnanan hayati (Bio
Safetg Leuel/BSL) 3 darr
dapat ditingkatkan
sampai dengan minimal
BSL 4

APBN/APBD/
KPBU

IKN/Swasta
murTIl

2025-2029
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No
XPI

Ibu Kota
N,raatanf,,2O4S

Jcnk/
Kompoaen

Rcucana
Proyet/

Aktlvttas/
GuD.a Lahanr

IadlLrrl Program
uatuk AlrtMtas LoLasl Target

Indllsel
SLcnr

Pembla5rarn

IDdlhad
Tehun

Opcrasioaal

Peningkatan
kapasitas fasilitas
pelayanan
kesehatan

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Fasilitas pelayanan
kesehatan yang sudah
ada

APBN/APBD/
KPBU IKN

2025-2029

Fasilitas
Pendidikan

Pembangunan
lanjutan unit
sekolah baru tingkat
TK/RA/BA/PAUD

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Tersedia minimal I
TK/RA/BA/
PAUD di setiap wilayah
setingkat desa/ tersedia
kelurahan atau minimal I
TK/RA/BA/PAUD untuk
27O anak usia 3-6 tahun

APBN/
Swasta Murni

2029

Pembangunan
lanjutan unit
sekolah baru tingkat
sD/Mr/sDLB/
Sederajat

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Tersedia minimal 1

sD/Mr/SDLB/
Sederajat untuk 672 anak
usia 7- 12 tahun

APBN/
Swasta Murni

2029
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No
XPI

Ibu Kota
lfusantara zo4l$

Jenta/
Komponen

Reacaaa
Proyel/

A&tivitas/
Guaa Lahaa

IndrLasi Program
untut Alttvltas LokagI Target

Indikesl
Skema

Pembla5raan

Iaditacl
Tahun

Operarioual

Pembangunan
lanjutan unit
sekolah baru tingkat
SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Tersedia minimal 1

SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat untuk 1.056
anak usia 13-15 tahun

APBN/
Swasta Murni

2029

Pembangunan
lanjutan unit
sekolah baru tingkat
sMA/SMK lMAl
SMALB/Sederajat

Wilayah lbu
Kota Nusantara

Tersedia minimal I
sMA/SMK/MA/SMALB/
Sederajat untuk I.296
anak usia 16-18 tahun

APBN/
Swasta Murni

2029

Pengembangan
perguruan tinggi
unggulan

Wilayah Ibu
Kota Nusantara
dan/atau
Daerah Mitra
Ibu Kota
Nusantara

Minimal 1 fakultas di
bidang Saintek, 1 pusat
riset dan inovasi, dan
sarana penunjang lainnya

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

Setiap tahun
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No
XPI

Ibu Kote
![ueaatara 2O4S

Jettls/
Koaponea

Reacane,
ProyeL/

Atttvites/
GuDa Lahan

Inditacl Program
untuk A.ktlvltas LokasI Target

IndiLaci
SLcne

Pembla5raan

IndlLael
Tahun

Operatlo'rat

Pembangunan
lanjutan unit
Tempat Penitipan
lru:.ak/Day Care

Wilayah lbu
Kota Nusantara

Tersedia minimal I
TPA/DC di setiap wilayah
setingkat desa/ kelurahan
atau tersedia minimal I
TPA/DC untuk 27O artak
usia O - 12 tahun (sama
dengan TK/RA/BA/PAUD)

APBN/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingll

2029

4 100% ruang
publik dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif
gender dan
inklusif

Ruang Publik Balai Adat/ Pusat
kebudaya-an

Desain dan
konstruksi awa-l
pembangunan balai
adat/pusat
kebudayaan

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Desain dan konstruksi
awal balai adat /pusat
kebudavaan pada skala
pelayanan setara
kecamatan

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

Setiap tahun
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No
XPI

Ibu Kota
Nusaatara 2Ct46

Jents/
Konponea

f,(6ggrnr
Ptoyeh,l

AJ*fvftes/
Gula Lahan

Irdikast Prograu
untuk A.ttHtar Lokasl Target

Iadtrtral
SLcna

Pembla5zaan

Indltlasl
Tahun

Operasional

Mengembangkan
kemitraan potensial
(lanjutan) dengan
lembaga pemerintah
yang bertanggung
jawab atas urusan
kebudayaan

KIKN Kemitraan dengarr
lembaga bidang
kebudayaan lainnya

APBN 2025

Monitoring dan
evaluasi
pembangunan balai
adat (akhir tahap 2)
agar tetap sejalan
dengan prinsip yang
telah ditetapkan di
awal perencallaan

KIPP Dokumen monitoring dan
evaluasi pembangunan
balai adat Tahap 2

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingil

2029
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No
rgt

Ibu Kota
Nucautara 2O4S

Jentc/
Komponen

Rencane
ProyeL/

Aktivftar/
Grrne Lahan

lafllLrsl p;ogram
untuk Altlwltas Lokasi Target

Indrr.ael
Skcna

Pembia5raan

IndiLasi
Tahun

Operaalor^al
5 10 menit ke

fasilita.s penting
dan simpul
trartsportasi
publik

Kohesi dan
Inklusi Sosial

Ruang Publik
yang aksesibel
dan penuh
interaksi

Sosialisasi
pengarusutamaan
budaya berjalan
kaki dan
p€nggunaan
transportasi publik

KIKN Tersosialisasikannya
budaya berjalan kaki dan
penggunaan transportasi
publik

APBN 2027

6 >lOVo dari lahan
256.t42
hektare tersedia
untuk
kebutuhan
produksi pangErn

Ketahanan
Pangan

Pelibatan
masyarakat
perkotaan dalam
mendorong aspek
ketahanan
pangan

Sosialisasi dan
pelatihan
pemanfaatal lahan
perkarangan untuk
pemenuhan pangan
rumah tangga
secElra mandiri

KIKN Modul sosialisasi dan
pelatihan bagi masyarakat
di kawasan perkotaan

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingi)

2025
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No
XPI

Ibu Kota
lYussatara 20,45

Jcnts/
Kompoaen

Rcncana
koyek/

AttiYites/
GuDr Lahas

IndlLasl kogram
uutuk Aktlwltas LoLasl Target

Irrdilrasf
SLema

Penbla5raan

Indrtarl
Tahun

Opcrarioual

Pelibatan
masyarakat adat
dan lokal dalam
mendorong aspek
ketahanan
pangan

Sosialisasi dan
pelatihan (lanjutan)
untuk
pengembangan
kapasitas bagi
masyarakat dalarn
kegiatan pertanian
berkelanjutan

Wilayah Ibu
Kota Nusaltara

Modul sosialisasi dan
pelatihan bagi Desa
dan/atau masyarakat
yang hidup dalam
kawasan hutan dan/atau
kawasan hijau

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
firwncing)

2025

7 6O7o daur ulang
timbulan limbah
padat di tahun
2045

Ekonorni Sirkular Pengelolaan
sumber daya
secara cermat
untuk mendorong
penurunan
produksi limbah
dan pemulihan
nilai

Pelatihan teknis
daur ulang sampah
dan pemanfaatan
sisa makanan
rumahan untuk
barang yang lebih
bernilai

KIKN Modul pelatihan daur
ulang bagi masyarakat
KIKN

APBN/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

2o24
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No
KPI

Ibu Kotr
Nusaatara 2O4S

Jents/
Kouponen

Rcacana
ProyeL/

Atttvltae/
Gurre Lshan

Indtlaat Progran
untuk ALtlvltas Lohast Targct

Indlkael
Ekema

Pembia5raan

Indtlasl
Tahun

Opcrasiou.al

8 Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan
256.142 hektare
memiliki akses
terhadap
infrastrulrtur
penting pada
2045

Infrastruktur
Permukiman

Infrastrulshrr
Permukiman

Pelibatan tenaga
kerja lokal dalam
pembangunan dan
perbaikan
Infrastruktur
Permukiman di area
permukiman
masyarakat

KIKN Operasionalisasi
lnfrastruktur
Permukiman di area
permukimal masyarakat

APBN 2025

Pembangunan atau
pengembangan
smart
villages/ communities

KIKN Pengembangan pilot
project smant communitie s

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingil

2025

9 07o kemiskinan
pada populasi
Ibu Kota

Pengentasan
Kemiskinan

Pendataan Pendataan
terintegrasi
masyarakat di
wilayah Ibu Kota
Nusantara untuk

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

1. Dokumen pendataan
dan modul program
sosial bagi masyarakat
lokal dan pendatalg

APBN Setiap ta},un

SK No 074065 C
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No
XPI

Ibu Kota
Nusaatara 2()46

.Icals/
Komponen

R€ncrrrA
Eoyek/

AhtftTftrs/
Guna Lahaa

Indllrsl Frogrem
untuL ALtlvltac Lokast Target

tarlllas[
Skema

Pembia5raan

Indlkasl
Tahun

Operasional

Nusantara pada
tahun 2035

evaluasi dan
penargetan program
sosial

2. Basis data Registrasi
Sosial Ekonomi
mencakup seluruh
penduduk Ibu Kota
Nusantara

Rujukan dan
Layanan Sosial

Penguatan kapasitas
Pemda, Desa,
KeluraJran, dan
Masyarakat untuk
mengelola dan
memberikan
rujukan terhadap
masalah dan
Iayanan sosial yang
dihadapi/diperlukan
penduduk rentan

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Uji coba Digitalisasi
Monografi
Desa/ Kelurahan (DMD/ K)
yang terintegrasi dengan
Puskesos

APBN Setiap tahun

SK i.,lo 074066 C
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No
rPI

Ibu Kota
Ilusa[trre 2(}45

Joalsl
Komponea

RcnceEa
ProycL/

Ahrvlta!/
Gune Lehao

Indllaet Progra.o
uatuk A&tlvltas Lohasl Targct

Iadtkast
Steua

PcablaSraaa

I!{r}.rl
Tatua

OPerarlonrt

Pemberdayaan
Masyarakat

Pemberdayaan sosial
dan ekonomi untuk
meningkatkan
pendapatan
masyarakat miskin
dan rentan melalui
pemberian
pengelolaan lahan
dan kemudahan
akses permodalal

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Pengembangan pilof
proJec, inteBrasi protram
pemberdayaan ekomomi
terintegrasi dengan
pengembangan ekonomi
lokal

APBN 2025

10 Penguranga-n
ketimpangan

Pengembargan
kapasitas
masyaralat lokal

Pelatihan vokasi
berbasis kompetensi
untuk bekerja dan
berwirau saha bagi
masyarakat wilayalr
Ibu Kota Nusantara

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Pelatiha;n vokasi di bidang
yang sesuai dengan
kebutuhan klaster
ekonomi di BLK dan
lembaga pelatihal lainnya
yang ditunjuk bagi
masya-rakat wilayah Ibu
Kota Nusantara

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/ Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatit (creatiue

financingil

2025

SK No 074067 C
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Tahap pembangunan kawasan inti pada tahun 2025-2029 akan berfokus pada
penyelesaian KIPP serta pengembangan kawasan perekonomian kota dan pusat
inovasi. Pada Tahap 2, infrastruktur kawasan yang perlu disiapkan meliputi:
a. Lanjutan pembangunan jalan bebas hambatan koridor Balikpapan-Klpp,

pembangunan sebagian jalan akses menuju KIpp (arteri primer dan
sekunder), serta pembangunan jalan di dalam KIpp;

b. Lanjutan penyediaan fasilitas pej alan kaki dan pesepeda di KIpp;
c. Pengembangan sistem transit dan angkutan umum berbasis bus di KIKN;
d. Pembangunan dan pengembangan utilitas terintegrasi, seperti:

1. Dimulainya investigasi dan penilaian kelayakan potensi sumber air
baku untuk pemenuhan layanan tahap selanjutnya;

2. Perencanaan untuk infrastruktur dasar di KIpp dan kawasan lainnya
yang akan dikembangkan serta pembangunan fasilitas persampahan
dan SPALD-T;

Operasional dan pemeliharaan
terbangun;

infrastruktur dasar yang sudah

4. Pembangu.nan infrastruktur yang mendukung prinsip kota spons
(lanjutan), termasuk infrastruktur pengendalian banjir dan sedimen
serta pengembangan smaft earlg warning system;

5. Pembangunan infrastruktur TIK: pengembangan pusat data terpadu
untuk mendukung pemerintahan dan publik serta jaringan utama
telekomunikasi dan BTS;

6. Penambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik dal gas melalui
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan
pembangkit, sistem penyaluran tenaga listrik, cadangan dan
penyimpanan energi, serta jaringan gas kota.

Penambahan arnenrtas perkotaan (layanan sekunder dan tersier) untuk
mendukung aktivitas umum, bekerja, berusaha, dan wisata kota;
Pengembangan sarana pelayalan dasar antara lain pendidikan, kesehatan,
dan olahraga;

)

f.

SK No 141028 A
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Penyediaan perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga
yang mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya
KPBU IKN untuk:
1. rumah negara/rumah dinas ASN, TNI dan Polri (lanjutan);

2. rumah masyarakat/ tenaga pendukung Ibu Kota Nusantara (komersial
maupun swadaya).

Sedangkan pembangunan dan pengembangan lingkungan Ibu Kota Nusantara
pada Tahap 2 meliputi:

a. Pembangunan sistem pintar pemantauan kualitas lingkungan hidup
(6 matra PPLH);

b. Pembangunan sistem pintar peringatan dini multi ancaman bencana
(Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrem, dan Kebakaran L,ahan dan Hutan);

c. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal,
termasuk perempuan dan anak daiam pengelolaan hutan/wanatani;

d. Program kota hutan:

1. Rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;

2. Penambahan penanaman di area pengembarrgan;

3. Penambahan penanaman pohon dan vcgetasi di area KIPP dan KIKN;

4. Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
5. Pembangunan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan;
6. Pembangunan koridor satwa fiembatan dan terowongan satwa serta

infrastruktur koridor lainnya) ;

7. Penciptaan ruang terbuka hijau di area KIPP dan KIKN (hutan kota,
taman kota, jalur hijau, dan ruang hijau lainnya);

8. Pembangunan persemaian skala besar untuk penyediaan bibit dan
sistem penyediaan airnya;

9. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal,
termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani.

10. Pembangunan Pusat Konservasi Satwa.

Rincian penahapan untuk aspek infrastruktur dan lingkungan di rahap 2 dapat
dilihat pada Tabel 6-10 di bawah ini.

SK No 141029 A
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Tabel6- lo Penshepsn Araian PeErsnfaatan Ruant Aspek lDfrastmktur dan Lingkunga-n di Tahap 2 pembangunen lbu Kota Nusentera Tahutl2o252o2g

No
BPI

Ibu Kote
Ilurantara 2O+5

Je-rs/
Komponen

Rcncana
Ptoyebl

Aklvfta!/
Guna Lahan

Indlt.ael kograu
untuk Ahtvttae Lokast Target

IadrLesl
SLoma

Peabla5raan

Indltesl
Tahun

Opcrasional
1 Instalasi

kapasitas energi
terbarukan akan
memenuhi l0oo/o
kebutuhan energi
Ibu Kota
Nusantara

Infrastruktur
Ketenagalistrikan

Panel surya atap Pemasangan panel
surya atap
(penambahan dari
panel surya atap
pada tahap
sebelumnya)

KIPP dan
seluruh
perkotaan
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
potensi atap gedung
untuk dibangun panel
surya atap

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

Setiap tahun

PV Terapung Pemasangan panel
terapung di atas
perrr.ukaan
bendungan
(pemanfaatan ruang
dan mengurangi
potensi
evapotranspirasi)

Bendungan
Sepaku Semoi
dan potensi
bendungan
lainnya

maksimal 5 persen
genangErn

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU TKN

2029

SK No 074147 C
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I{o
IPI

Ibu Kota
Ifurastara 2O4S

Jcata/
Komponen

Rsncgaa
Proyek/

ALtivltas/
Gunl Laban

Ind:Lasi Progran
uutul Akttvltcs Lokael Target

fudftqd
6kene

Pembla5raan

IndlLasi
Tahun

Olrcratlonal
Solar Fann Pemasangan Solar

PV(penambahan
dari pembangunan
&lar Farmpada
tahap sebelumnya)

KIKN 3.632,7 hektare

(Potensi lahan untuk
dibangun solarfarm)

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2029

Solar Fartn Pemasangan Solar
PV

KPIKN 2.484,7 hektare

(Potensi lahan untuk
dibangun solar farml

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2029

Solar Farm Pemasangan Solar
PV

KPIKN 392,6 hektare

(Potensi lahan untuk
dibangun solarfannl

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2029

SK No 0:.1069 C
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lfo
KPT

Ibu Kotg
Nusaah,ra z()4.s

Jenle/
Komponen

Rcncana
Proyet/

Altivitas/
Grrna Laba'l

Iadltasl Progra-m
uutut Alrttvltas Target

IEdlEasl
Skema

Pemblayaan

Iadtkagl
Tahun

Operasloaal
Cadangan dan
Penyimpanan
Energi

Pembangkit listrik
cadangan dan
baterai sebagai
penyimpanan untuk
menjaga stabilitas
jaringan dan
meningkatkan
keandalan

KIKN dan KPIKN
(Tergabung di
wilayah solar
fannl

Ls%o-2OYo dari total
kapasitas pasokan listrik

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
MurnilKPBU

IKN

2029

Gardu Induk
150kv

Pembangunan
Gardu Induk

KPIKN 6 Unit BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2029

Gardu Distribusi
20kv

Pembangunan
Gardu Distribusi

KIPP dan
Wilayah lbu Kota
Nusantara

842 Unit BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2029

SK No 074070 C
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No
xPr

Ibu Kota
Ifu:autsra 2fl45

Jcata/
Komponen

Rsncaaa,
ProyeL/

ALttvttrs/
Guna Laha.a

Indlta+I Program
untuk AltMtae Lokesl Target

Iad,llrst
ELene

Pcnble5raan

Irdihasi
Tahun

Operasloual
Jaringan
Transmisi dan
Distribusi

Pemasangan
jaringan transmisi
dan distribusi
bawah tanah (bila
sudah tersedia
jaringan utilitas
terpadu di lokasi
setempat)

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukirnal dan
perkantoran yang
dibangun

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2029

Smart metering Pemasangan smart
meteing yang dapat
berkomunikasi dua
arah dengan
database penyedia
listrik

Tersebar di
Wilayah tbu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman dan
perkantoran yang
dibangun

APBN/
Masyarakat
Pelanggan

Setiap tahun

Infrastruktur Gas Jaringan Gas
Kota

Pemasangan
jaringan gas kota

KIPP dan
Wilayah lbu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman
yang dibangun

BUMN/Badan
Usaha Otorita /
Swasta Murni/

KPBU IKN

2025

SK No A74071 C
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No
fiPI

IbE Kota
Iturs.a'tars 2045

Jenfu/
Koupoacn

Rcncrua
FroycL/

Ahtvlte./
Gu.ua Leb^en

Jadllrrel PrograE
u-utul Attlvltaa LoLaal Target

Irdttlst
SLcmr

Pcmblayraa
600lo daur ulang
timbulan limbah
padat di tahun
2045

Infrastruldur
sistem
pengelolaan
persampahan -
Daur Ulang
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Talgga

Fasilitas
Pengomposarr

TPST sesuai
wilayah layanan
atau disesuaikan
dengarr
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaal

Kreatif lcreatiue
fnancingll

Fasilitas daur
ulang

,fT..dt- dari berbagai
fasilitas untuk
mendaur ulang
berbagai macam
materia-l sampah

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APB N/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financing)

2029

Pengolahan sampah
rumah tangga dan
sampah sejenis
rumah tanBga yang
tidak bisa didaur
ulang

Disesuaikan
dengal
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengal
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN /
KPBU IKN/

Swasta Murni

Infrastruktur
sistem
pengelolaan
persampahal -
Pengolahan
Sampah Rumah

Fasiljtas
pengolahan
sampah melalui
proses termal
(Waste to Energgl
dan/atau

2029

fu.llL.3l
Tahua

Opcrasloaal
Pengolahaa sampah
orgarlik

2029

TPST sesuai
wilayah layanan
atau disesuaika-n
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

2.

SK No 074072 C
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No
EPI

Ibu Kotr
Nuraatara 2o,45

JeaIs/
I(o poacn

Rencana
Proyek/

elrttvttae/
Guaa tahea

In.ilLasl program
uatut AlrtMtar Lokart Tatget

IadlLasl
SLema

Pcublayraaa

Indikasi
Tahun

Operaslonol
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Tangga

pengolahan
sampah menjadi
barang (Waste to
Productl
Lahan Urug
Saniter (Sanitary
Landfiltl

Tempat pemrosesErn
akhir untuk residu
pengolahan sampah
rumah tangga dan
sejenis rumah
tangga yang tidak
dapat didaur ulang

Disesuaikan
dengal
kebutuhan dan
studi lanjutal

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2029

Infrastruktur
sistem
pengelolaan
limbah bahan

Fasilitas
Pengolahan
Limbah E}3 medis

Pengolahan limbah
83 medis untuk
merninimalkan
pencemararn
lingkungan

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2029

SK No 074073C
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I[o
BFT

lbu Eotg
Iturert ra 2045

Jenls/
Koupolcu

RGEcaEa
ProycL/

Attfirltrg/
Cruaa Lrhau

[ldllrrl p1'ograu
uatuk Alrtlelt r Lotaet Target

hdttest
Sksae

Pemblayaaa

ladltarl
Tahua

Operarlorrl
berbahaya dan
beracun

Fasi.[itas
Pengolaha.n
Lirnbah
Berbahaya (B3)

Pengotahan limbah
berbahaya untuk
meminimalkan
pencemaftln
lingkungan atau
kerusakan saat
dibuang dan diolah
bersama dalam
fasilitas pengolatran
dari industri

Infrastru[.tur
Pusat (pusat
pengelolaan
limbah)

Tergantung dari tipe
limbah berbahaya dan
perawatannya

APBN/ KPBU
IKN/ Swasta

Murni

2029

Lahart Urrg 83
lSeatre LandfiI|l

Tempat
p€mbuangan akhir
unruk Umbah
berbahaya untuk
mencegah
pencemaran
Iingkungan

Disesuaikan
dengan
kebutuharr dan
studi lanjutan

Disesuaikan denga-n
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/ KPBU
IKN/ Swasta

Murni

2029

SK No 074074 C
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Ifo
BPT

Ibu Bota
Ilucantara 2O4S

.Ienls/
Bomponen

Rencgna
Proyek/

A&tlvltas/
Guoe Lahan

Inditasi Prograu
uatuk Alrtlvltas Lokael Target

Indilael
SLama

Pcmblayaan

Indikesi
Tahuu

Operaalonrl
Infrastruktur
sistem
pengelolaan
persampahan

Jaringan
pengangkutan
sampah melalui
pneumatic
(Pneumatic Waste
Collection System
atau PWCS)

Janngan pengumpul
s.ampah dari
bangunan vertika-l
ke stasiun
pengumpulan PWCS

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

2029

Stasiun
Pengumpulan
PWCS

Tempat
pengumpulan
sampah dari
jaringan PWCS

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dal
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni/
Pembiayaan

lfteatif (creatiue
financinql

2029

Sarana
Pengumpulan
dan
Pengangkutan
Sampah

Sarana
pengumpulan
sampah dari sumber
dan pengangkutan
sampah ke TPST

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

2029

SK No 074075C

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-587-

No
EPI

Ibu Eota
NusantaEa 2O4S

Jeais/
Komponen

Rencana
Proyek/

Attlvl'as/
Gtlna lahaa

IadrLasi Program
untuL AttMtas L'okasi Targct

IEdttast
Skema

Pembia5raaa

IudlLasl
Tahun

Operaslonal
3. lOO% air limbah

akan diolah
melalui sistem
pengolahan pada
tahun 2035

Infrastrulctur
sistem
pengelolaan air
limbah domestik

SPALD-T (IPAL-D
dan jaringan
perpipaan air
timbah domestik)

Pengelolaan Air
Limbah dengan
Sistem Terpusat (ojE
srfel dilengkapi
dengan fasilitas
pengolqhan lumpur

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi laljutal

APBN/KPBU
IKN/Swasta.

Murni

Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan 256.L42
hektare memiliki
akses terhadap
infrastruktur
penting pada
2045

Infrastruktur
sumber daya air
- sumber air

Pengelolaan
infrastruktur
penyediaan air
baku melalui
Operasi dan
Pemeliharaan

Operasi dan
pemeliharaan Intake
Sepaku dan
Bendungan Sepaku
Semoi

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN

Setiap tahun

Infrastruktur
sumber daya air
- Banjir dan
Drainase
Perkotaan

Pengelolaan
infrastruktur
drainase,
pengendali banjir
dan pengendali
sedimen

L,anjutan
pe'mbangunan
infrastruktur
drainase, pengendali
banjir dan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Disesuaika-n dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN

2029

3K No 0;4076C

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

2029
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No
XPI

Ibu Kota
Nusautara z[l4is

.Ierir/
Ilomponen

Rcncaaa
koyck/

AltMtas/
Gune lrehan

[filLarl Progran
untul Aktivitas LoLasi Target

Iadfl.acl
SLena

Pemblayaan

ln{lE*sl
Tahun

Opcractonal
pengendali sedimen

Operasi dan
pemeliharaan
infrastruktur
drajnase, pengendali
banjir dan
pengendali sedimen

Infrastrulrtur air
minum untuk
KIPP

Jaringan
Distribusi

Optimalisasi
penyerapan idle
capacitg IPA yang
terbangun pada
tahap 1

KIPP Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan serta
ketersediaan MUT

APBN/
KPBU IKN

2029

Infrastruktur
Perrmahan dan
Permukiman

Peremajaan
perumahan dan
permukirnan

Peningkatan
kualitas
perumahan;
penyediaan
infrastruktur dasar

KIPP Perumahan dan
permukiman layak untuk
masyarakat lokal

APBN 2024

SK No 074077 C
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IlIo
XPT

Ibu Kota
Nusantsre z0{,f5

Jcrta/
Komponen

Rencaaa
Proyek/

ALttsitas/
Guna Latgr

Indllacl kogram
uatut Ahlvttae Lotast Target

Indt&ast
ELeaa

Pembl,ay'aa

Indikasi
Tahuu

Operaslonol
permukiman;
konsolidasi lahan

Penyediaan
perumahan
untuk pekerja
konstrrksi

Pengalokasian
ruang dan lahan;
Perencanaan
Kawasan;

KIPP Hunian pekerl'a
konstruksi

APBN 2022

Penyediaan
perumahan baru
untuk
masyarakat
umum

Pengalokasian
nrang dan lahan;
Penyediaan
peraturan spasial;
Perencanaan
Kawasan; Fasilitas
pembiayaa:r

KIPP Kawasan percontohan
perumahan masyarakat
umum yang terintegrasi
dengan layanan
infrastrulctur dasar

Swasta Murni 2024

5 IOOV,
konektirritas
digital dan
telcrologi
informasi dan

Pusat Data
Pemerinta-t-

Pusat Data Sebagai Pusat Data
guna melayani
Sistem Data da-n
Tekrrologi Inforsrasi
Pemerintah

KIPP Total 1 unit APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2028

SK No 074078 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-s90-

No
KPI

Itu Kota
UucaEtara 2o,45

Jenis/
Kouponeu

Reacena
hoyct/

l&ttwttas/
Guna lrehan

[adflrqgi progfam
uutuL Alrttvltas Lotasi Target

Indlhast
Skcr-a

Pembla5raaa

Iadlkasl
Tahun

Operaaio"al
komunikasi (TIK)
ultuk semua
penduduk dan
bisnis

h.rsat Data Tepi
(Edge Data
Center)

Pusat Data Sebagai Pusat Data
Tepi guna
menunjang Sistem
Data dan Teknologi
Informasi

KIPP dan
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Total2 unit Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2029

Fixed Broadband Serat Optik Penghubung
jaringan
telekomunikasi

KIPP 2-4 Rins (10O,4oo GbEf Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2025

Mobile Broadband BTS Penghubung
jaringan
telekomunikasi

Jaringan
bergerak seluler
(Jarbersel) KIPP

lOO-2OO unit Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2025

8O% perjalanan
dengan
transportasi
publik atau
mobilitas aktif

Transportasi
umum

Bus Pengembangan
layanan angkutal
umum bus dan
fasilitas pendukung
(hilte/slelterl

KIPP, KIKN Operasional angkutan
umum bus dan fasilitas
pendukung

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2029

SK No 074079 C
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PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 591 -

No
KPI

Ibu Kota
I{usautara 2o,45

Jentc/
Komponen

Rencana
ProyeL/

Aetkttes/
GuDa Lahan

Indikasi Program
u-tuk Alrtivltas Lotast Target

IndlLaet
Skema

Pemblayaan

Inditasi
Tahun

Operaslonal
Fasilitas transit
atau perpindahan
antar-moda

Pengembangan
sistem transit
dan/atau TOD

KIPP, KIKN Operasional sistem
transit dan/atau TOD

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2029

Fasilitas pejalan
kaki dan
pesepeda

Fasilitas pejalan
kaki dan
pesepeda

Pembangunan
fasilitas pejalan kaki
dan pesepeda di
KIPP dan sebagian
di KIKN

KIPP, KIKN Operasional sebagian
fasilitas pejalan kaki dan
pesepeda

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita

2029

10 menit ke
fasilitas penting
dan simpul
tralsportasi
publik

Infrastruktur
Jalan

Penyelesaian
Jalan di KIPP dan
sebagian Jalan di
KIKN

Pembangunan jalan
kolektor sekunder
secara bertahap

KIPP, KIKN

KIPP, KIKN

Operasional jalan akses
utama KIPP dan sebagian
jalan di KIKN

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

Pembangunan jalan
lokal sekunder
secara bertahap

Operasional sebagian
jalan lokal sekunder

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2029

SK No 074207 C

2029

Penyelesaian
jalan lokal
sekunder di KIPP
dan sebagian
jalan Iokal di
KIKN



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-592_

IIo
PI

Ibu Kota
lSusentsra 2O4S

Jenie/
Komponen

R€Eco-a
Proyet/

Ahivitas/
Guna Lahan

IudlLast Program
urrtut Alrtlvltas Lokasl Target

laftLarl
Skena

Pembiayaaa

Iadtkasi
Tahun

Operaclonrl
8. <50 menit

Koneksi transit
ekspres dari KIPP
ke bandara
strategis pada
tahun 2030

Transportasi
umum

Bus Pengembangan
Layanan angkutan
umum bus koridor
Bandara Balikpapan
- KIPP

Balikpapan,
KIKN

Operasional angkutan
umum bus koridor
Balikpapan KIPP

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita

2025

Kereta Api Tahap
pengembangan jalur
KA akses Bandara
Salikpapan - KIPP

Balikpapan,
KIKN

Penyiapan jalur KA Akses
Bandara Balikpapan-
KIPP

APBN/
KPBU TKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita

2029

Infrastrul,rhrr
Ja-larl

Penyelesaian
Jalan Bebas
Hambatan akses
ke KIPP

Lanjutan
pembangunan jalan
bebas hambatan
koridor Balikpapan
- KIPP

Balikpapan,
KIKN

Operasional jalal bebas
hambatan koridor
Balikpapan - KIPP

APBN/KPBU
rKN/BUMN/
Badan Usaha

Otorita

2029

Penyelesaian
Jalan Akses
menuju KIPP

Peningkatan jalan
eksisting akses
menuju KIPP secara
bertahap

KIPP, KIKN,
KPIKN dan di
luar KPIKN

Operasional jalan akses
menuju KIPP

APBN/KPBU
rKN/BUMN/
Badan Usaha

Otorita

2029

SK No'17405i C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-593-

No
KPI

Ibu Kota,
Nusantara 2045

Jenls/
Komponen

Rcncana
ProyeL/

Alrtivitas/
Guna Lahe,a

lndllasl Program
uatuk Ahivitas Lokast Target

IndlLasl
Skema

Pemblayaau

Ind.tLasl
Tahun

Opcraclonal
9 >75oh dan

256.142 hektare
area untuk rrang
hijau (657o area
dilindungi dan
1O%o area
produksi pangarr)

Konservasi dan
Restorasi Hutan

Pengurangan
deforestasi

Moratorium
dan/atau
pencabutan izin
tambang dan sawit
dalam kawasan
hutan dan lindung

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Seluruh izin tambang
batubara dan kebun
sawit dalam kawasan
hutan

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

finnncing)

Setiap tahun

setiap tahunPenyelesaian
penguasaan
dan/atau tenurial
kawasan hutan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

3O.O0O0 hektare APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaal
Kreatif (creatiue

financingl
Perlindungan
hutal

Pemenuhal sarana
dan prasarana
pengamanan hutan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

7 paket unit
pengaman,rn hutan

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

C8No 074SK l0

setiap tahun



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-594-

No
EPI

Ibu Kota
Ilusantara 2045

Jcnie/
Komponea

Roacanr
Proyek/

Ahlvttas/
Gu[a Lqhsa

Iadltasl Program
untulr Ahivltac LoLart

Iudlla'st
Skema

Peubiayaan

Iudttagt
Tahun

Operasiond

Pembiayaan
Kreatif (creative

fuvrrcing)
Pemenuhan sarana
dan prasarana
pengendalial
kebakaran hutan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

7 paket unit
pengendalian kebakaran
hutan

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Bada-n
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financing)

setiap tahun

Patroli dan
penegakan hukum
pidana kehutanan

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Tergantung ancEunan
dan kejadian

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

fiiuncingl

setiap tahun

sK No 07.{083 C
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REPUBLIK INDONESIA

-595-

![o
KPI

Ibu Kota
![usaltara 2045

Je-ls/
I(orponen

Rencana
Proyek/

Ahivttas/
Guna Laten

t3dilrqci Progfam
untuk Alrtlvltas Lokaet Target

Ilrdttast
SLeaa

Pembla5raan

Indltasi
Tahun

Operaeloual

Patroli dan
pemadaman
kebakaran hutan

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Tergantung kerawanan
kebakaran

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

fuancingl

setiap tahun

Konservasi
keanekaragaman
hayati

Perlindungan
koridor satwa alami

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Koridor Samboja
Koridor KIKN

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif lcreatiue

financingil

setiap tahun

Perlindungan
koridor satwa
buatan fiembatan
atau terowongan)

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Di lokasi pembangunan
infrastruktur

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

setiap Eahun

SK No 074084C



PRE S IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-596_

No
IGT

Ibu Kota
Nusant^ara 2446

Jenir/
Komponen

Rencana
PnoyoL/

A"LtHtas/
Guaa Lahan

Indtlacl Program
untuk Alrtivltae Lokasi Target

hdtlast
SLema

Peubiayaaa

Iadltast
Tahun

Operasion.l

Pembiayaan
Ikeatif (creatiue

financingl
Konservasi eksitu
keanekaragErrnan
hayati

Wilayah lbu Kota
Nusantara

BOSF Samboja, Yayasan
Jejak Pulang, PSO Arsari

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financing)

setiap tahun

Pembangunan Pusat
Penyelamatan Satwa
terpadu

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

1 unit Pusat
Penyelarnatan Satwa
Terpadu

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creative

firuncindl

2029

SK No 074085 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INOONESIA
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ltlo
IIPI

Ibu Kota
Iluaantara 2045

Jcalr/
Kornponen

Rcacana
Proyek/

Alrtivites/
Grrna Lahan

Indrtasl Program
untuk Altlvltas LoLaeI Targct

IndllasI
SLema

Peablayaaa

Irrdttasi
Tahun

Operaslo.al

Inventarisasi dan
monitoring tanaman
dan satwa liar

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Kawasan dengan Nilai
Keanekaragarnan Hayati
Tinggi

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financing)

setiap tahun

Pengelolaan
hutan/wanatani
berkelanjutan

Pembangunan Pusat
Kendali Pengelolaan
Kota Hutal

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

1 kompleks bangunan
dan perangkat teknologi

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

2029

Pegembangan bisnis
kehutanan darijasa
ekosistem dan hasil

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

3 bisnis kehutanan
(karbon, w'isata alam,
HHBK)

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

setiap tahun

SK Nc 074086 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-598_

No
EPI

Ibu Kota
![usautatr.2(J45

Jenle/
Komponeu

Rencana
Proyeh/

AIEttvltaa/
GuDa. Lahan

fadlknrl Program
uatut Atttvttas Lohasi Talgct

Indltart
Stema

Peabia5raan

Indrtr-+l
Tahun

Operarional
hutan bukan kayu
(HHBK) Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

Restorasi hutan Pembangunan
persemaian skala
besar

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Satu persemaian di
Mentawir

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

fnancingll

2029

Rehabilitasi
dan/atau
penErnzunan pohon

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

15.OOO hektare APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

Setiap tahun

SK No 074087 C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-599-

I{o
IPI

Ibu Kota
l{ucenteta 2045

Jenls/
Komponen

Rcncaae
ProyeL/

Atttvltas/
Guue lrahen

IndrLesl Program
untnL Aktlvitas Target

Indlkasl
Skema

Pcmbiayaan

Ilrlltacl
Tahulr

Olrcrasloual

Reklamasi dan/atau
pemanfaatan lahan
bekas tambang dan
kebun sawit

Wilayah lbu Kota
Nusantara

l.OOO helrtare/tahun APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

Setiap tahun

Pembangunan
ruang terbuka hijau
(rimba kota, taman,
dan lain-lain)

KIPP 3.OOO hektare APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreafif (ueatiue

financingl

Setiap tahun

SK Nc 074088 C
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REPUBLIK INDONESIA

-600-

IIo
BPI

Ibu Kota
Itlurantrra 2O4S

Jeatc/
Komponen

Rencana
Proyeh/

ALtlvitas/
Guna f,ghqn

lsdtkrsi program
uutuk Attlvltac I.otaet Target

[aflrLrsl
Skema

Pembia5raaa

fadiLr3l
Tahun

Olrcrasloual
Integrasi
konservasi hutan
dalam tata ruang

Penetapan kawasan
dilindungi
berdasarkan nilai
keanekaragirman
hayati dan karbon
stok

Wilayah tbu Kota
Nusantara

159.180 hektare APBN Setiap tahun

Infrastruktur
sumber daya air
-Konservasi air
Penerapan
prinsip kota
spons

Pengelolaal
kolam retensi dan
embung
multiguna

I^anjutan
pembangunan
kolam-ko1am
tampungan air yang
memilikr multifungsi
untuk penyediaan
air, pengendalian
banjir, konservasi
air, vista kota, serta
menguralgi urban
heat

Wilayah Ibu Kota
Nusaatara

Ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN/KPBU
IKN

2029

SK No 074089 C



PRE S IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-601-

No
I@I

Ibu Kota
Nusantere 2o,45

Jeuls/
Komponen

Reaca-a
ProyeL/

Attftrttas/
GUAa la.har.

IndlLasl Prognn
untul Alrttvltes Lokasi Target

tsfllknel
Skerna

Pembia5raan

Indikest
Tahun

Operaslonel
Produksi
makalan sehat
dal organik

Area pertanian
regeneratif
parrgan

l. Pertanian
konservasi,
pertanian
regeneratif, dan
rendah karbon;

2. Peningkatan
kapasitas bagi
petani lokal;

3. Pengembangan
perikanan dan
peningkatan
kapasitas bagi
nelayan/pembu
didaya ikan
lokal

KPIKN t3S.OOO hektare
(memenuhi >lOo/o lahan
untuk pemenuhan
panga:r sebesar t25.000
hektare

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

Setiap tahun

SK No 074090C
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-602-

lIo
XPI

lbu Kota
trusantan 2046

Jenir/
Kouponcn

Rencana
hoyok/

Ahlvtt s/
GuDa Lahan

Indftasl Prograu
untut Atttrdtac LoLact Target

Iaditasl
SLeraa

Pembla5raan

Iadllasl
Tahun

Operasloual
Kawasan Sentra
Produksi Pangan
(KSPP) dengan
teknologi
pertanian
konservasi dan
permakultur

Pengembangan
KSPP dengan
teknologi pertanian
konservasi dan
permakultur

KPIKN i >14.O0O hektare ;

dengan asumsi dasar:
(i) kebutuhan minimal
sawah; (ii) pemenuhan
pangan tahun 2O29-2O3O
untuk 1,2 juta orang;
(iii) konsumsi beras I 11
kg/kapita/tahun;
(iv) produktivitas 5
ton/hektare dengan 2
kali tanam)

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

Setiap tahun

l0 100 persen
penggantian
ruang hijau
untuk setiap
bangunan
bertingkat
institusional,

InfrastruLtur
SDA - Konservasi
air penerapan
prinsip kota
spons

Penerapan Zero
Delta Q

Fasilitas pemanen€rn
maupun peresapan
air hujan yang
diterapkan di
gedung-gedung dan
bangunan-
bangunan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

5O7o ketaatan pemilik
gedung dan bangunan
dalam penerapan zero
delta Q

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2029

SK No 074091 C
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IYo

KPI
Ibu Kota

![useatara 2(J4.s

Jcnir/
Komponen

Rencana,
Proyek/

Attivitas/
Gune Lahga

Indlkesl Prograrn
untuh Aktlvltas Lokasl Targct

Indilast
Skema

Pemblayaan

Itrditasi
Tahun

OPetaelon-l

komersial, dan
hunian

11 Net zero emission
untuk lbu Kota
Nusantara di
2045 di kawasan
256.142 hektare

Penggunaarr
Lahan

Perkebunan
kelapa sawit
dengan lanskap
agroforestri

Rehabilitasi
perkebunan kelapa
sawit dengan
lanskap agroforestri

KPIKN Seluruh luasan lahan APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

Setiap tahun

Transportasi
umum

Bus Penerapan moda
transportasi umum
berbasis listrik serta
fasilitas pendukung
(charging facilityl

KIKN Operasional bus berbasis
listrik

APBN/KPBU
rKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2029

t2 IOOYI trang
publik dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain y€rng

Kawasan
Permukiman

Pengembangan
kawasan
permukiman
yang sudah ada

Peningkatan
kualitas lingkungan
permukiman saat ini
dan pengembangan
kawasan
permukiman baru
0ika diperlukan)

KIKN Kualitas permukiman
yang meningkat

APBN/
Swasta Murni

2029

SK No 074209 C
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-604-

Ilo
HPI

Ibu Kota
Ifusrntrra 2o,46

Je-tg/
Komponen

Rcncenl
Proyet/

Alrtlwltas/
Guua Lahen

IndlLasl Program
uatut AttMtas Lokagt Target

lndlterl
Skeme

Pembia5raaa

Inditasi
Tahua

Operaslonal
responsif gender
dan inklusif

secara bertahap
termasuk
penyediaan fasum
fasos

Infrastruktur
KIKN

Penataan Ruang
KIKN

Penetapan Rencana
Tata Ruang

KIKN 56.920 hektare APBN

Pembangunan
KIKN

Pembangunan KIKN
secara bertahap
termasuk
penyediaan fasum
fasos

KIKN 56.920 hektare APBN/KPBU
rrff/BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni

L3 Ranking lO besar
kota paling layak
huni di dunia
pada tahun 2045

Lingkungan
Hidup

Pembangunan
sistem pintar
pemantauan
kualitas
lingkungan hidup

Pembangunan
lanjutan sistem,
pusat kendali, dan
infrastruktur, serta
p€masangan
peralatan
pendukung untuk

KIKN dan KPIKN Pusat kendali, sistem
terpadu, jaringan
telekomunikasi / internet,
alat pemantauan,
fasilitas pendukung
lainnya

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (c:reatiue

financingll

2029

SK No 0;4093 C
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No
XPI

Ibu Kote
Ilurantara z(ns

Jenle/
I(ornponen

Renceaa
ProycL/

AJilkltas/
Guna lahan

Indlkasl Progran
untut Attiivltar Lotasl Target

Indllerl
Skema

Penbllyaan

Indttad
Tahuu

Olrcraclonrl
pemantauan
kualitas lingkungan
hidup

Penanganan
Bencana

Pembangunan
sistem pintar
peringatan dini
multi-ancaman
bencana

Pembangunan
lanjutan pusat
kendali, sistem dan
infrastrultur, serta
pemasangan
peralatan
pendukung untuk
sistem peringatan
dini multi erncaman
bencana

KIKN dan KPIKN Pusat kendeli, sistem
terpadu, jaringan
telekomunikasi / internet,
alat pemantauan,
fasilitas pendukung
lainnya

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

2029

SK No 074094C
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6.2.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Pada Tahap 2 (dan dilanjutkan pada Tahap 3), rencana pembangunan ekonomi
yang dikembangkan meliputi 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu yang
terdiri atas:

a. Pengembangan klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan yang
akan berfokus untuk meningkatkan daya tarik bagi perusahaan dan
pelaku industri untuk berinvestasi dan mendirikan basis penelitian dan
pengembangan di Ibu Kota Nusantara, dan fasilitas pengolahan di Daerah
Mitra/penunjang dalam rangka hilirisasi sumber daya lokal yang
diarahkan untuk menghasilkan produk baru bernilai tambah tinggi;

b. Penge rnbangan klaster industri masa depan yang berbasis energi
terbarukan yang berfokus untuk meningkatkan daya tarik bagi industri
pelopor baik badan usaha milik negara (BUMN/Badan Usaha Otorita),
swasta dalam negeri maupun perusahaan internasiona-l untuk berinvestasi
dan membangun basis penelitian dan pengembangan di Ibu Kota
Nusantara dan pabrik perakitan solar panel dan kendaraan listrik roda dua
di Daerah Mitra/penunjang untuk melayani permintaan di Ibu Kota
Nusantara dan Kawasan Tirnur Indonesia;

c. Pengembangan klaster farmasi terintegrasi yang difokuskan pada
pengembangan basis penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara
dan fasilitas produksi di Daerah Mitra/penunjang untuk meningkatkan
ketersediaan bahan baku obat dan produk farmasi maju;

d. Pengernbangan klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif
yang difokuskan untuk mengembangkan destinasi wisata di kawasan
pesisir, taman margasatwa, dan perkotaan yang terintegrasi dengan gaya
hidup dan kesehatan;

e. Pengembangan klaster industri kimia maju dan turunannya yang
difokuskan pada pengembangan basis penelitian dan pengembangan di Ibu
Kota Nusantara dan penggalian potensi untuk pembangunan pabrik
petrokimia baru di Daerah Mitra yang direncanakan akan mulai
berproduksi pada tahun 2O3O dengan tetap memantau penawaran-
permintaan global di semua kategori produk kimia;

f' Pengembangan klaster energi rendah karbon yang difokuskan pada
pengembangan basis penelitian dan pengembangan di Ibu Kota Nusanlara,
perluasan kegiatan hulu (produksi energi), penarikan investasi untuk
kegiatan eksplorasi, serta pemanfaatan teknologi enhaned. oil recouery
(EOR) untuk peningkatan produksi dari Iadang minyak tua, serta
pengembangan biofuel;
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Pengembangan kota cerdas dan pusat digital yang dimulai d.engan
pengembangan konsep industri 4.O untuk berbagai sektor yang ada di ibu
Kota Nusantara dan wilayah penunjang di Kalimantan Timur; serta
Pengembangan pendidikan abad ke-21 difokuskan pada peningkatan
kualitas pada sekolah menengah, sekolah kejuruan, dan pergurLr€ur tinggi
sesuai kebutuhan pengembangan strategi talenta pada klaster-klaster
ekonorni yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara.
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Tabel 6 lo PcnahaPsn Arahan Femarltaatan Rue,lg Aspek Industri dan Pusat EkonorDj di Tahap 2 pembangunan lbu Kota Nusontara Tahun 2o2s-2029

No
KPI

Ibu Kota
Nusantara 2045

Jentr/
Kornpoacu

Rcncana
koycL/

Altftzltar/
Guna Iahau

Indllalt Program
uatuk Alrtlvltas Lokaci Target

IndlLacl
Skcma

Penbla5raan

Indlkasi
Tahun

Operaslonal
1 Pendapatan

domestik regional
bruto (PDRB) per
kapita negara
(setara ekonomi)
berpendapatan
tinggi

Infrastmktur
Kawasan Industri
dal pusat
ekonomi

Perencanaan 1. Penyusunan
dan/atau
pemutakhiran
Masterplan
Kawasan dan/atau
site plan

2. Pen5rusunan
Feasibilitg Study

KIKN, KI
Buluminung
(PPU), Kr
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayaI:
Kalimaltan
Timur lainnya

Paket dokumen per
indikasi progrErm per
lokasi

APBN/
APBD/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

202s

Perizinan l. Pen5rusunan
dan/atau
pemutakhiran
dokumen Izin
Lingkungan

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2025
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No
KPI

Ibu Kota
I[urentara 2O4S

Jcnls/
Kompouen

Rencaaa
Proyek/

Akttvitar/
Guaa, Lahan

IndtLart Program
nntuh Aktfirttas Lokasi

IudtLacl
Skema

Peabia5raaa

Indltast
Tahun

Opcraslonal

2. Proses pengajuan
baru dan/atau
perpanjangan
perizinan lahan

3- Proses peng4juan
baru dan/atau
perpanjangan Izin
Usaha

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

Tata Ruang dan
Wilayah

1. Revisi RTRW
2. Penetapan

dan/atau revisi
RDTR

APBN/
APBD

2025
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llo
IPI

Ibu Kota
Nusaatara 2o,46

.Icrls/
Koaponen

Rencaae
Proyck/

Afrttvltar/
Ghrna Lahaa

Indltast Program
uatut AlrtMtre Lotasl Target

IudlLari
Skcna

Pcmbla5zaan

IadlLasl
Tahua

Operarional
Infrastruktur
Dalam Kawasan

l. Pengadaan Lahan
Kawasan Industri
dan Penetapan
Lokasi

2. Pematangan
La.l-an Kawasan

3. Pembangunan
infrastruktur
dasar dalaln
kawasan (air
baku, jalan,
sistem drainase
dan air limbah,
energr,
ketenagalistrikan,
telekomunikasi,
dan lainnya

KI Buluminung
(PPU), Kr
Kariangau
(Balikpapaa), dan
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur),

1. Paket kegiatan per
lokasi

2. Paket pembangunan
infrastruIctur per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

Swasta Murni /
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

APBD/
APBN

2027
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No
KPI

Ibu Kota
llurentara 2o.ts

Jenle/
Kompoaen

Rcncaaa
ProycL/

ALtfYftaB/
Guna lahan

Irr4rkast Program
ultut Ahlvltar Iotast Target

Iadltaet
Skeaa

Pcmble5raan

Indtkasl
Tahun

Operasional
lnfrastruktur
pemampu
lenabler)

1. Pembangunan
pusat dan
infrastruktur
digital

2. Pengembangan
pusat pendidikan
dan pelatihan
vokasi, dan
perguruan tinggi

3. Penyusunan
kebijakan dan
penerapzrn konsep
kota cerdas dan
industri 4.0

Wilayah Ibu Kota
Nusantara
dan/atau Daerah
Mitra Ibu Kota
Nusantara

l.Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program
sesuai kebutuhan

2. Paket kebijakan per
indikasi program per
klaster ekonomi
sesuai kebutuhan

APBN/
APBD/

KPBU IKN/
BUMN/Badan

Usaha Otorita/
Swasta Murni

2027
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No
XPI

Ibu Kota
Nurantara 2o,+6

.Ieah/
Komponea

Rcucrna
Proyek/

AtflYitas/
Giuaa Lahen

Indtlaci Program
uutuk Atttwltac IpLacl Target

Iadilert
Skcma

Pemblayaan

Iadthart
Tahun

Operacional
Konektirritas Luar
Kawasan

1. Pembangunan
dan/ atau
peningkatan jalan
mendukung akses
menuju kawasan
industri

2. Pembangunan
Pelabuhan
mendukung
Kawasan Industri

K[ Buluminung
(PPU), Kr
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah

Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/
APBD/

KPBU IKN/
BUMN/Badan

Usaha Otorita/
Swasta Murni

2027
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No
KPI

Ibu Kota
Nurantara 2(145

Jcalg/
Komlronen

Rcnceaa
ProycL/

Altfirftas/
Gose lahan

IndiLast Prognm
untul Alrtlvtta! Lotaei Target

IDdlLasi
SLcme

Pcobh5raan

Iadlkarl
Tahun

Operarional
lnfrastruktur
Peuunjang Luar
Kawasan

1. Pengadaan l.ahan
untuk
pengembangal
infrastruktur
penunjang luar
Kawasan

2. Pembangunan
infrastruktur
penunjang lainnya
(termasuk
pengembangan
Pelabuhan
Kariangau dan
Semayang serta
Bandara
Sepinggan)

Kalimantan
Timur lainnya

1. Paket kegiatan per
lokasi

2. Paket
pembangunan
infrastruktur per
indikasi program
per lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/
APBD/

KPBU IKN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2027
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l{o
PI

Ibu Kota
Nugeatara 2()45

Jenle/
Konponea

Rcnca-a
hoyeL/

Ahttvltas/
GuDa Lahan

Indlkast Program
untul AlrtMter Lokasl Target

lndllarl
ther.a

Pembialrasn

Indilesi
Tshu!

Operarlonal
Peningkatan
lnvestasi

Fasilitasi Investasi
1. Pameran/

Roadshou
Investasi

2. Pen5rusunal
dan/atau
pemutakhiran
profil Investasi

3. Pendampingan
Investasi

4. Investasi
Pembangunan
Fasilitas Produksi

KIKN, KI
Buluminung
(PPUI, KI
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
Kalimantan
Timur lainnya

Paket kegiatan per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN 2025

Promosi Ekspor 1. Penyelesaian
Hambatan
Perdagangan
dengan Negara
Mitra

Paket kegiatan per
indikasi progr€rm per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2025
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lfo
XPI

Ibu Kote
Nuraatara 2045

.reatc/
Komponea

Rsncaua
PnoyeL/

Alttvitas/
Ghrna Lahau

Iadtlaet Prograa
untut Akttvltrc Lokasl Target

ta{fLqcl
Skems

Pembla5raan

Indrlnsl
Tahun

Opetarlonql
2. Simplifrkasi

Regulasi Ekspor
3. Perumusan

Insentif Fiskal
mengikuti
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di
bidang perpajakan
dan kepabeanan
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!to
EPI

Ibu Eota
l[urcntara zo4;t

Jcafu/
Bompouen

Rencaaa,
Proyek/

firtfvftar/
Gu[8 Lahan

Indlharl Program
untut Alrtivltru LoLaat Target

IndILasl
Sketrra

Pembiaynaa

Indltart
Tahun

Operarlonal
Kemitraan Usaha 1- Pengembangan

Rantai Pasok
UMKM

2. Fasilitasi Produksi
UMKM

3. L,ogistik UMKM
4. Kemitraan Usaha

Milao dan Kecil
dengan Usaha
Mikro dan Besar

APBN/APBD/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2025
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1. Pelatihan SDM
2. Riset permintaaan

pasar (market
demand. analysisl
dan analisis
kebutuhan
pelatihan (training
needs analgsis)

3. Perencanaan
kebutuhan tenaga
ke4a (manpower
planningl

4. Pembangunan
la5ranan informasi
pasar kerja

5. Pengembangan
konsep afirmasi
pelibatan tenaga
kerja lokal

6. Pembangunan
konsep afirmasi
pelibatan tenaga
keria pasangan

Paket kegiatan per
indikasi progrurm per
lokasi sesuai
kebutuhan

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2025

SK No 074104C
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l{o
IEI

Ibu Kota
Nucartara 2o,45

Jentc/
Koaponea

Rencana
ProyeL/

Altfvftas/
Gulr Lahaa

Indlhasl Program
uatul ALtlvltar LokEsl Target

Indltssl
Skerna

Pembla5rrsu

ladrkq3l
Tahun

Operasioual

ASN yang non-
ASN

Harmonisasi
Regulasi

1. Kebijakan Rantai
Pasok Hulu Hilir

2. Perumusan Insentif
Fiskal mengikuti
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang
perpajakan dan
kepabeanan, dan
Non Fiskal

Paket kebijalcan per
indikasi program per
klaster ekonomi sesuai
kebutuhan

APBNi
APBD

202s

Catatan:
s' Rencana indikasi program Infrastruktur p€mahpu (er@ble4 dijabalkan dalam penahapan Pembangunan Sosial den Sumber Daya Manusia scrta pemtrsngunan

lnfrastruktur dan Lingkungan-
b Peket kcgiatan Pcmbangunan infrastruktur dan Fnyiapan SDM terbuka untuk dikl<sen.l{s'rr m€lalui investasi swasta/BuMN/Badan Usahe Otorita atau

dukurrgan pemerintah, atau kerja sama antsra swasta, BUMN/Badan Us6he Otorita dan pemerintah.
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Tabel 6- 1 I Penahapan Pembangunan Simbol dan Sistem pertahanan dan Keamanan
Ibu Kota Nusantara di Tahap 2 Tahun 2O2S-2O29

al Special
Sec.)ritA
Operatbn
Center lKl.l

b) Pusat
Rekam
Cadang
Data
Strategrs
Nasional

c) CSIRT
Khusus IKN

d) Secure
Gouemment
Intra
Netuork

a) Pangkalan
Pengamanan
Laut Ibukota
dengan
faslabuh/
dermaga
sandar

b) Gedung
Kartor
pendukung
operasionaJ
pelabuhar

c) Pusat Kendali
Informasi
Virtual
Maritime Gate

d) Modul Sistem
Ground Data
Tetninal

e) Modul Sistem
deteksi dini
terapung yang
berada di
Selat
Makassar

a) Pembangunan
Mabes BIN di
KIKN hingga
100 persen

b) Pembangunan
STIN

c) Pembangunan
PUSDIKLAT
BIN

SlstGm dar
Stratagl

Pertabatren

8l5t6m dan
Strrtcgt

Keenrrratr Ccrda3

SLtom dan
Strat gt

KoaDa-Ean
Slber

Elrtcra dan
StretegI

KoeEgtron Laut

Du.kungaD
Intsujen Negera

Simbol Gedung
Kementerian
Pertalanan di
KIPP fianjutan)

Kantor BSSN Kantor Bakamla

Srstem a) Mabes TNI
(lanjutar);

b) Paspampres
0arljutan)

c) Mabes TNI
AD

d) Mabes TNI AL

e) Mabes TNI
AU

f) Koramil KIXN

g) Kogartap IKN

h) Yonif A

i) Yonif C

j) Yonarmed

k) Yonarhanud
B

l) Pasmar
Sepaku

m) Pasmar dan
Kodamar
Samboja

n) Lanud
(KPIKN), wing
Udara,
Skadron l7
459

a) Pemenuhan
peralatan yang
mendukung
keamanan
cerdas di KIPP

b) Brimob
Resimen Mon

c) Mabes Poiri.
Mabes Polri
al<an
menarTlpung
berbagal
satuan kela
Polri yang
mcrupaka.n
unsur
pelaksana
tugas pokok
maupun
pendukungnya.
Unsur tersebut
terdiri dari
Baintelkam,
Baharkam,
Bareslaim,
Puslabfor,
Korlantas,
Densus 88 AT,
Divisi TIK,
Lemdiklat,

SK No l4l032A
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6.2.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

PadaTahap 2, yaitu periode 2025 - 2029, pembangunan simbol dan sistemyang
akan dilakukan adalah sebagai berikut:
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Sistem dan
Strategl

Pertehanan

Sletem den
Strategl

Keamanan Cerdas

Slstem dan
Strategl

Keamenan
Siber

Sigtem dan
Stratogl

Keamanan Laut

Skadron Jet
Tanker,
Skatek

o) Kosek IKN,
Satrudal
Jauh-Sedang,
Sat Anti
Drone Taktis-
Strategis

p) Resimen
Arhanud,

qJ Yonko 467

r) Yonzipur

Divisi Hubinter,
Slog, Gedung
Arsip

d) Rumah Sakit
Bhayangkara di
KIKN

e) Pusdokkes
Polri di KIKN

f) Polres KIKN

g) Polsek KIKN

h) Gedung Pusat
Pelayanan
Kepolisian
Terpadu KIKN

i) Domat Slog

j) Brimob
Resimen IV Yon
D

k) Pemenuhan
peralatan

l) Pemenuhan
rumah dinas
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6.2.3 Pemindahan ASN, Pegawai lembaga Negara Independen/Badan Publik,
Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta TNI dan Polri

6.2.3.1 Pemindahan ASN dan Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan
Ptrblik

Pemindahan ASN dan pegawai Lembaga Negara Independen/Badan h.rblik, ke
Ibu Kota Nusantara di tahapan kedua akan terbagi dalam dua alternatif sebagai
berikut:

a. Alternatif Pertama

Alternatif kesatu berupaya memfokuskan pemindahan ASN dan pegawai
Lcmbaga Negara Independen/Badan Publik, di Tahap 2 pada
kementerian/lernbaga klaster II, III, IV, dan V dengan komposisi
pemindatran dari 39 kementerlaa/lembaga dengan masing-masing
kementerian/lembaga memindahkan pegawainya secara keaelunrhan
(1OO perconf, sebagai berikut:

Gambar 6-3 Rincian kementerian/lembaga yang Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
pada Tahap It - Alternatif Kesatu

rk flo*)t. Irf tf. Lr (KerPnq. lGmert€+
Kgnsdlhr&i*clq lGruuc)

r(Hr(ru}*)
l. ppnud.l4 fuurf trfrd$emenaa, xarpnperl. lGrnr*oet (M, Ieonnalar,

lQnsrtrn, l(anrrrESDii, rcA Xerfiparokrdr8tpsolrd, l(grE rimrg/BXPM)
r(brv(to*)
t. ffirlbttffirGf[qGPS,Bfi, l-AI'1, A(XBN, BNN, BNPts, BNPT, Baornr, BlG, Bakamh, Lemhannas,

[Jea BRN. BFOM)
v(ru,r)

t. llarthifirC(l,IS)(l{FU.Baurab,llhntdyL6,DI(PPPPATKORl,lGsil.BPIPBNPPrce KKIP)

Alternatif Kedua

Alternatif kedua berupaya memfokuskan pemindahan ASN dan pegawai
Lembaga Negara Independen/Badan Publik, di Tahap 2 pada
kementerian/lembaga klaster I, II, III, IV, dan V dengan komposisi
pemindahan dari 85 kementerlau/lembaga dengan masing-masing
kementerian/lembaga memindahkan pegawainya secara sebaglan
(tSO persenf melanjutkan proses pemindahan yang telah sebagian
sisanya dilakukan di tahapan pertama, terkecuali pada
kementerian/lembaga klaster V yang dipindahkan secara keseluruhan (1O0
persen) di tahapan ini, sebagai berikut:

b
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Gambar 6-4 Rincian Kementerian/ Lembaga yang Dipindahkan ke I
pada Tahap n - Altematil Kcdua

r(br(58)
t. lra{r IfIl tEr. (ltlPR OFn, DfO, UA lrK KY, 8Pl()
2 lffirlffi(lhr.nfoSqt, fffsfoPotrlqn,lkrEr{oPt Kf,sEi€fbs)
3. lL,nfrfufr (ltlr1moe,t, t(rnot. f,gnatun), *b{.1 Fru(rd[ Iugr KryEti,qtgl qpGbr. PtEid.n th,r vuJd

PtEl-t b.,li.hg-.rI,tl&rklr tJga tcr. b..rrt rl (P!.d E.}{ F) UUD lS45)
( fr/LFf rl:dftEhd.EpEMr fttra(letlr*rg. Sd(& l6e nbrdft?,s)
5, Xr. Fg rrdtrtl Fa FErrrrl, rurEr.thlflts lrtlEIlr:r (lotttltfPff/Blpp{ta' l(.ntrfqt'

l(gn.rPAllnB, BPIO)
& l(grslFUPR,I(fTE TR/BPN)

7. IN.AL TN'AI. M.b6 Pori.
Prcpnqlr. E[,1. EI {. fi#94,l(t?rf rtt. XPx)

A lrtfrgr ffFr hd.F*r tt Ut h (B, oJK tPg BP.,S l(Bshet BArS xacnro*eiryt)
rEr(ffi!
f , fffirFiltrdlo4F[r iE.lq.itll6ttrtarr(lbtgth.t' l(l}I(, r.ltflrBufc{)
2 tffitFllldatE,.t-EEr#:tL, grtuI[rttrtf -rlt#r(xbtrE{. f€rsr(o8,

lcnrd(b(rlri( l('iqlrc, Krtrtgl b-PofT. fmoPPPA xmEr?ora)
r(E!(ffi!
,, lffirFErtdll4prLtgtlffi fu ird(l(errtd.g ltttstFrirr tffiap{r|(l4. l(atsulr,

f€l'-irl. l('rEnElt r. loq XrtE?..fcrf8aFdcJ, loru tttE/Ecir)
t(urv(flf,)
t, t-orEr |Lrr-trlr Ulffir GIll() (BPS, Bl(N, LAN, 8l(X8 . Bllil. BNP8. 8t{Pf. Bu.ma, BlG, BCqnh. l-etr*tannq.

L,GP BE}{ BFOI )
rEv(llEI'
l. lrrtg. lLr erhd (lrl3t (xPU, B6.lari.t, !\h''bm.r, orcq PPATK Oft. KAst{ 8fle Btfn KR xxlP)

Seiring dengan selesainya proses pemindahan di Tahap 2 ini, penyelenggaraarl
pemerintahan pusat di Ibu Kota Nusantara dapat mencapai tingkat yang optimal
mendukung visi Ibu Kota Nusantara sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.
Sementara itu, pemindahan Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan
Publik akan berlanjut sampai dengan tahun 2045 secara independen dengan
menyesuaikan kebutuhan masing-masing l€mbaga Negara Independen/ Badan
Publik.

Dalam upaya pemindahan sejumlah ASN dan pegawai L,embaga Negara
Independen/Badan Publik tersebut, diperlukan a-kselrasi pembangunan
dukungan teknis infrastruktur perkantoran pemerintahan dan hunian yang
perlu disediakan guna mendukung operasionalisasi penyelenggaraan
pemerintahan pusat di Ibu Kota Nusantara, sebagaimana terlampir dalam Tabel
6-72:

I SK No 141247 A



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-623_
Tabcl6- 12 Arahan Pemaflfaatan Ruang terkait Pcmindahan ASN dsn PeAau'ai Lmbaga Negara Indepeoden/Badsn publik, di Tahap 2 Tahun 2025-2029
Konponeu Jeutu/IbrnoE€a

Infnctrulrtu
Rcncana
Proyel/

Aftlvtts./
GruE Iahal

Iadllaril Progrrn o.thlh
Atttvttar

LoLerI Tatget
Slere

Fenbtayaan

r-4ltael
Trhun

Operaetoual

Pemindahan
ASN dan
pegawar
Lembaga
Negara
Independen/
Badan
Publik, ke
Ibu Kota
Nusaltara

Bangunan Negara,
Bangunan gedung
dan infrastruktur
dasar Bangunan
Ruma-l.

Perkantoran
Pemerintahan

Akselerasi pembangunan
Kompleks Kepresidenan, Kantor
Kementerian Sekretariat Negara,
dan Kantor Sekretariat Kabinet

Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan
(KIPP) - WP rA

Kompleks
Kepresidenan,
Kantor
Kementerian
Sekretariat
Negara, dan
Kantor
Sekretariat
Kabinet

APBN 2029

Akselerasi pembangunan
perkantoran kmbaga Tinggi
Negara secara bertahap dalam
bentuk kantor masing-masing
(Kompleks Parlemen (MPR zu-
DPR RI-DPD zu), BPK zu, MA RI,
MK RI, ICY zu)

Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan
(KrPPl - WP rA

Gedung
perkantoran
[embaga
Tinggi Negara

APBN 2029
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Akselerasi pembangunan
perkantoran pemerintaharr
sesuai dengan K/L secara
bertahap dalam bentuk kantor
masing-masing K/L

Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan
(KIPP) - wP rA

Gedung
perkantoran
KIL

APBN/KPBU
rKN/

BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

2029

Akselerasi pembarrgunan
perkantoran trmbaga negara
yang diamanatkan peraturan
berkantor di Ibu Kota Negara.
(BI, OJK, LPS, BPJS)

Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan
(KIPP) dan/atau
KIKN

Gedung
perkantoran
l-embaga
Negara

Pendanaan
secara

mandiri

2029

Pembangunan fasilitas khusus
perkantoran pemerintahan

Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan
(KrPP) - WP rA

Fasilitas
perkantoran
pemerintahan

APBN/KPBU
rKN/

BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif

2029
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lcreatiue
financingl

Rumah
Negara/
Rumah Dinas

Akselerasi pembangu nan hunian
sesuai dengan spesifrkasi yang
telah ditetapkan:
Ru-ah Tapak:
1. Menteri/Kepala lembaga(S8O

m")
2. Pejabat Negara (49O m2)
3. Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya (390 m'?)

Rumah Susun:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama (29O m2)

2. Pejabat
dministrator/ Koordinator ( 190
m')

3. Pejabat Fungsional (98 m'z)

Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan
(KIPP)-WP 1, WP 2,
WP 4, dan WP 5

Hunian
Rumah
Negara/
Rumah Dinas
sesuai
spesifrkasi
yang telah
ditetapkan

KPBU IKN/
BUMN/

Badan Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financingll/
Pendanaan

SEC€TTA

mandiri/
APBN

2029
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Di tahapan kedua ini, diberikan pemberian fasilitas (benefit) pemindahan ASN,
yang meliputi:
a. Biaya pindah ASN dengal mengacu pada ketentuan yang mengatur terkait

Standar Biaya Masukan. Komponen biaya pindah adalah sebagai berikut:
1. Uang harian;

2. Biaya barang pindahan;

3. Biaya transportasi;

4. Biaya tunggu.

Pemberian biaya pindah ASN ini diberikan kepada ASN beserta anggota
keluarga ASN (meliputi 1 orang pasangan, 2 orang anak, dan I orang
Asisten Rumah Tangga (ART) dari tiap ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota
Nusantara).

ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara juga berhak memperoleh
tunjangan kemaha.lan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.2.3.2 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanar Publik bagi PNA dan OI

Pada Tahap 2, yaifu periode 2025-2029, proses transisi pelayanan publik bagi
PNA dan OI mulai diujicobalan secara parsial di Ibu kota Nusantara, dan tetap
menjalankan operasional pelayanan publik di Jakarta mengingat sebagian besar
PNA dan OI masih berada di Jakarta. Pada tahapan ini diharapkan sudah
terdapat minat dan komitmen PNA akan membangun kantor perwakilan di
kornplek diplomatik dan OI di Ibu Kota Nusantara, Selain itu berbagai
pendekatan promosi dan kerja sama internasional melalui forum bilateral,
regional dan global terus diupayakan guna menunjang tahapan pembangunan
Ibu Kota Nusantara.

b

6.2.3.3 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan
pada Tahap 2 berjumlah 37.349 orang. Berikut mempakan rincial jumlah dari
masin g-masin g kementerian / lembaga:
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Tabel6-13 Jumlah pemindahan personil bidang pertahanan dan keamanan
pada Tahap 2

trrr[EIITERIAn/ LEilBtcA TAIIAP 2

Kementerian Pertahanan 4.637

TNI 4.364

TNI AD 7,730

TNI AL 4.873

TNI AU 2.332

Paspampres 424

Polri 1 1.054

BIN 498

BSSN T,2T2

BAKAMLA 495

Total 37.349

6.3 TATIAP 3: PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSAI{TARA TAHUN 2O3O-2OS,4

Tahap 3 pembangunan lbu Kota Nusantara dilaksanakan pada tahun
2030-2034. Pada tahap ini, diperkirakan jumlah penduduk Ibu Kota Nusantara
mencaPai sekitar 1,45 juta jiwa, dengan pemindahan lanjutan tambahan
TNI/Polri. Selain lanjutan pemindahan TNI/Polri yang masih terus dilakukan,
fokus pengembangan kawasan semakin progresif pada pengembangan
kawasan-kawasan lain selain KIPP, serta kawasan industri dan sektor-sektor
lainnya dalarn klaster ekonomi superhub.

Adapun proyeksi jumlah populasi Ibu Kota Nusantara pada Tahap 3 adalah
sebagai berikut:

Tabel 6-14 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusantara
Sampai Dengan Tahap 3 (Tahun 2O3O-2O34)

No Populasi 2030 2031 2032 2033 2034

1 Jumlah Tenaga Kerja 42t.577

1.1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 100.023 100.02s 100.023 100.023 100.023
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No Populaoi 2030 203 1 2032 2033 2034

1.2 Kemhan/TNI, POLRI, BIN,
BSSN, dan Bakamla

66.906

1.3 Pegawai lembaga Negara
Independen/ Badan Publik

856

t.4 Tenaga Kerja Sektor Ekonomi
dari industri di dalam Ibu
Kota Nusantara

58.428 59.862 6t.296 62.730 66.105

1.5 Tenaga Kerja di Sektor
Layanan Pendukung yang
diinduksi dari industri dalam
Ibu Kota Nusantara

t48.526 152.090 155.654 159,218 163.809

i.6 Tenaga Kerja Konstruksi
pada masa pembangunan Ibu
Kota Nusantara

20.450 21.307 22,t64 23.O21 23.878

2 Populasi
Tanggungan/ Dependen

a67.L67

2.1 Anggota Keluarga ASN 400.092 400.o92 400.o92 400.o92 400.o92

2.2 Anggota Keluarga
Kemhan/TNI, POLRI, BIN,
BSSN, dan Bakamla

187.337

2.3 Anggota Keluarga Pegawai
Lembaga Negara Independen/
Badan Publik

Mahasiswa

3.425

2.4 7.40r 8,141 9.118 l 0,395 t2.t62

2.5 Keluarga Tenaga Kerja Sektor
Ekonomi dari industri di
dalam Ibu Kota Nusantara

60.813 62.305 63.798 65.290 68.803

2.6 Keluarga Tenaga Kerja di
Sektor layanan Pendukung
yang diinduksi dari industri
dalam Ibu Kota Nusantara

158,298
162.OO7

165.717 170.495

2.7 Keluarga Tenaga
Konstruksi pada
Pembangunan Ibu
Nusantara

Kerja
masa
Kota

2r.285 22.r77 23.069 23.961 24.853
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Catatan :

a. pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada Tahap 2,
b, proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis

di luar perhitungan investasi sektor konstruksi.
c. proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/ Badan Publik beserta keluarga baru

mencakup data pegawai Bank Indonesia.

Pada Tahap 3, pengembangan kawasan akan difokuskan pada KIPP tahap 1B
Sub-BWP I, sebagian tahap 2A sub-BWP II; Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat;
dan Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur. Pembangunan pada Tahap 3 akan
difokuskan kepada zona mbced-use dengan sejumlah tipologi, meliputi
(1) Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat (Lembaga Eksekutif,
Legislatif, Yudikatif, dan Eksaminatif) dengan penerapan smatl gouerrlment;
(2) Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/ Polri; serta (3) Perluasan
Kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk pengembangan hotel bisnis,
Eco resorT dan MICE; (4) Perluasan Kluster Industri (termasuk Industri 4.0
center of excellencel; (5) Perluasan riset dan pengembangan talenta serta
Universitas unggulan; (6) Perluasan rumah sakit internasional; (7) Perluasan
Kawasan Industri di Daerah Mitra. Pengembangan kawasan zona mked-use
tersebut didukung dengan menjaga ruang terbuka hijau, serta pengembangan
infrastruktur transportasi, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara pada
tahap ketiga, maka diperlukan langkah persiapan, pembangunan dan
pemindahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

No Populasi 2030 2031 2032 2033 2034

3 Jumlah Penduduk Eksisting
yang berada dalam delineasi
Ibu Kota Nusanta-ra

160.529 16 r.445 162.366 163.292 164.223

TOTAL POPUIASI 1,462,967

SK No 141039 A

6.3.I Persiapan

Penyediaan tanah pada Tahap 3 dapat dilakukan melalui p€lepasan kawasan
hutan maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
atau pengadaan tanah langsung. Sementara itu, pada wilayah yang telah ada
pemilikan dan penguasaan masyarakat, apabila dilakukan melalui pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Otorita Ibu Kota
Nusantara meny.usun DPPT dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.
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Pada Tahap 3, diperkirakan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara telah
selesai dilakukan pada akhir Tahap 2, sehingga untuk mendukung persiapan
pembangunan pada Tahap 3 akan terus dilanjutkan sosialisasi secara lebih luas
ke berbagai pernangku kepentingan terkait dengan pembangunan Ibu Kota
Nusantara. Sosialisasi ini tidak hanya mencakup masyarakat lokal dan calon
penduduk pendatang di Ibu Kota Nusantara serta PNA dan OI, namun juga
terhadap berbagai investor potensial yang akan berperan dalam pembangunan
dan pengembangan lbu Kota Nusantara.

6.3.2 Pembangunan

6.3.2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Sebagai langkah lanjutan untuk melakukan kegiatan pembangunan sosial
Tahap I dan 2, rincian pemanfaatan ruang pada aspek sosial dan sumber daya
manusia yang dapat dilakukan di rahap 3 adalah sebagai berikut:
a. Lanjutan penguatan pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam

berbagai forum kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama
serta mendorong penguatan peran dalam berbagai aspek pembangunan.

b. Lanjutan pernbangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti balai
adat, pusat kebudayaan, aset yang bernilai sosial dan budaya, rumah
ibadah serta sarana rrang terbuka yang didesain secara inklusif, responsif
gender, ramah anak, serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat untuk
mendorong integrasi masyarakat sekaligus tetap menjaga kearifan lokal.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong
penyediaan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta
penyediaan fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota
Nusantara.

d. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan penciptaan peluang
ekonomi bagi kelompok rentan melalui pemberdayaan masyarakat serta
peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang ada untuk
mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil sesuai minat investor di
klaster-klaster ekonomi.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk aspek sosial dan sumber daya
manusia yang mendukung dapat dilihat pada Tabel 6-1s di bawah ini:
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Tabel 6- 15 Arahan Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial di Tahap 3 Tahun 2O3O-2O34

No

EPI
Ibu Kota

![usantara
2()45

Jenls/
Kompoaen

Rcncane
Proyek/

Akttvltae/
Gura Lahrn

IndlLagl Program
unhrk AlrtHtar Lotesi Target

IrdtLaBi
SLcna

Penbta5raan

Indltost
Tahun

Operasloaal
I >75o/o dari

256.142 hektare
area untuk
ruang hijau
(65% area
dilindungi dan
l07o area
produksi
pangan)

Konservasi dal
Restorasi hutan
dan lahan

Pelibatan tokoh
dan masyarakat
dalam
pengaturan lahan
dan usaha
penghijauan

Inisiasi dan
perkuatan lembaga
dengan melibatkan
masyarakat lokal
untuk mengatur
masalah terkait latran
dan konservasi hutan

Witayah Ibu Kota
Nusantara

APBN Setiap tahun

Penghijauan area
permukiman
penduduk sekaligus
sosialisasi pentingnya
menjaga area hiiau

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Sosialisasi terkait
penghijauan area

APBN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

financinq)

Setiap talun

2 1OO% integrasi
seluruh
penduduk

Ruang Publik,
Fasilitas

Diskusi forum
sosial dan
keagamaan

Pelaksanaan forum
diskusi dengan
pemangku

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Forum dengan lembaga
dan masyarakat adat
dan lokal

APBN/
Pembiayaan

Kreatif

2030
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No

trPI
Ibu Kota

![rrilrrtSra
2046

Jents/
Komponcn

Rencara
koyeL/

Atttvltas/
Guaa Lahau

IndrLasl Program
untul Ahtvltas LokasI Target

IndILasi
SLcme

Pemblayaaa

Iudllast
Tahun

Operadonel
Nasional, dan
Integrasi Sosial

kepentingan dari
komunitas lokal/adat

(creatiue
firwncingfi

Aset bernilai
sosial dan
budaya penting

Pembangunan
lanjutan fasilitas
sosial dan budaya
nasional yang
mendukung
persatuan bangsa

KIPP Fasilitas keagamaan dan
fasilitas sosial pada
tingkat nasional yaitu
Rumah lbadah, Museum
Nasional, Galeri, serta
Perpustakaan Nasional

APBN

Lanjutan pengkajian
dan pemanfaatan
Cagar Budaya dan
Objek Pemajuan
Kebudayaan dengan
melibatkan lembaga
pemerintah yang
bertanggung jawab
atas urusan

KIKN Kajian La.njutan Cagar
Budaya dan Objek
Pemajuan Kebudayaan
di wilayah lbu Kota
Negara

APBN 2030

2030
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No

rPI
Ibu Kota

Nureatara
20{.5

Jeuls/
Koapoaea

Rcncana
Proyet/

Attlvltar/
Gune Lahen

Iadltasl Progran
untut Attlvltas Lotast Target

IndlLesi
SLour

Pembta5raaa

Iadlterl
Trhun

OPcraeionrl

kebudayaan, serta
perguruErn tinggi

3 LOOVI warga
dapat
menjangkau
layanan
sosial/masyara
kat dalam
waktu 1O menit

Infrastrulctur
Permukiman-
Fasilitas Umum
dan Fasilitas
Sosial

Aset bernilai
sosial dan
budaya penting

Pembangunan
fasilitas sosial dan
budaya di berbagai
skala pelayanan di
luar pembangunan
Tahap 2

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Fasilitas keagamaan darr
fasilitas sosial di
berbagai skala
pelayanan, seperti
rrmah ibadah,
perpustakaan, taman
rekreasi, dan rr ang
terbuka

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2030

Fasilitas
Kesehatan

Penyediaan Posyandu Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Minimal 1 per skala
layanan wilayah setara
RW

APBN/APBD 2030-2034
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Ifo
XPI

Ibu Bota
Nucaatara

2W

.fc-lc/
Ilompoaen

Roacaaa
Proyet/

AktMtrr/
GuDa Lahsa

Indllasl Program
,,ntuL Akttvltar Lotasi Target

Iadlterl
SLsma

Pcmbla5raan

Indltact
Tahun

Operaclonel

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Minimal I puskesmas
per skala pelayanan
setara kecamatan dapat
bertambah dengan
memperhatikan pada
tingkat kepadatan
penduduk

APBN/APBD 2030-2034

Penyediaan Rumah
Sakit Berstandar
Internasional

KIPP Minirnd 1 RS
Berstandar Internasional

APBN/KPBU
IKN

2030-2034

Penyediaan Rumah
Sakit

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Minimd 1 RS APBN/APBD/
KPBU IKN/

Swasta. Murni

2030-2034

SK No ATllr}C
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Itto

XPI
Ibu Kotr

llura-atara
2045

Jents/
Kompoaen

Rencaue.
ProycL/

AJrttvltrt/
Guna Lah,aa

Indltasl Program
untut Attlvltas Lokasi Target

IndtLast
Skeme

Pernbleyaau

Indllart
Tahuu

Operadonel
Penyediaan
Laboratorium
Kesehatan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

l-aboratorium terstandar
minimal tingkat
keamanan hayati (Bio
Safety Leuel/BSL) 3 dan
dapat ditingkatkan
sampai dengal minimal
BSL 4

APBN/APBD/
KPBU IKN/

Swasta murni

2030-2034

Peningkatan
kapasitas fasilitas
pelayanan kesehatan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Fasilitas pelayanan
kesehatan yang sudah
ada

APBN/APBD/
KPBU IKN

Fasihtas
Pendidikan

Pembangunan
lanjutan unit sekolah
baru dan
pengembalgan
tingkat
TK/RA/BA/PAUD

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal I
TK/RA/BA/PAUD di
setiap wilayah setingkat
desa/kelurahan atau
tersedia minimal I
TK/RA/BA/PAUD untuk
27O anak usia 3-6 tahun

APBN/
Swasta Murni

2034

2030-2034
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![o

XPI
Ibu Kota

Nusautara
20,+6

Jeais/
Kompoucn

Relcaaa
Proyeh/

AJrtlvlta /
Guna Lahan

Indtkast Program
uatuk Ahlvltas LoLasl Target

IadILasi
Skeme

Penblayaaa

Indltast
Tahun

Operasional

Pembangunan
lanjutan unit sekolah
baru dan
pengembangan
tingkat
sD/Mr/SDLB/
Sederajat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

sD/Mr/SDLB/
Sederajat untuk 672
anak usia 7-12 tahun

APBN/
Swasta Murni

2034

Pembangunan
lanjutan unit sekolah
baru dan
pengembangan
tingkat
SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat untuk 1.056
anak usia 13-15 tahun

APBN/
Swasta Murni

2034

Pembangunan
lanjutan unit sekolah
baru dan
pengembangan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal I
sMA/ SMK/ MA/ SMALBl
Sederajat untuk 1.296
anak usia 16-18 tahun

APBN/
Swasta Murni

2034
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No

XPI
Ibu Kota

Ilusantara
20,45

Jenll/
Kompoaen

Reucaaa
Proyek/

A&tivitas/
Gutra Lahaa

Indlkast Program
untuL Atttvitas Targct

Iadtlsri
SLema

Pcnbiayaan

IndrLnsl
Tahun

Operasloaal

tingkat
sMA/ SMK/ MA/
SMALB/ Sederajat
Pengembangan
lanjutan perguruan
tinggi unggulan

Wilayah Ibu Kota
Nusaltara
dan/atau Daerah
Mitra Ibu Kota
Nusantara

Tercukupinya sarana
dan prasarana program
studi pada PT unggulan
untuk mendapatkan
akreditasi internasional

APBN Setiap tatr,un

Pembangunan
lanjutan unit Tempat
Penitipan AnaklDoy
Care

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

TPA/DC di setiap
wilayah setingkat desa/
kelurahan atau tersedia
minimal l TPA/DC
untuk 27O anak usia O -
12 tahun (sama dengan
TK/RA/BA/PAUD)

APBN/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financingl

2034
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No

XPI
Ibu Kota

![usantsra
2t45

Jenls/
Komponen

Reacaae
ProyeL/

Attivitar/
(fuEr Lahar

Indltasl Program
uatuk Aktlvttac Lokaei Targct

tadlltn3[
Shema

Pembla5ra.au

Indtlest
Tehun

Operaelonal

4 lOOo/o ruang
publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif
gender dan
inklusif

Ruang Publik Balai Adat/ Pusat
kebudayaan

Pengembangan balai
adat/pusat
kebudayaan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Balai adat/pusat
kebudayaan pada skala
pelayalan setara
kecamatan

APBN/
Pembiayaan

Kreatif
(creotiue

fnancingl

2030

Monitoring
pembangunan Balai
Adat (akhir tahap 3)
agar tetap sejalan
dengan prinsip yang
telah ditetapkan di
awal perencanaEln

KIPP Dokumen evaluasi
pembangunan balai adat
tahap 1

APBN 2034

Pembalgunan
universal

Diskusi
sosial

forum Pelibatan secara aktif
kelompok kelompok
rentan seperti
Organisasi
Penyandang
Disabilitas,

KIKN Dokumen evaluasi
pembangunan frsik dan
sosial dari kelompok
kelompok rentan

APBN 2030
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Ilo
XPI

Ibu Kota
Nusantera

20,45

Jents/
Kompoacn

Reacana
Proyek/

Atttvttse/
Guna Lahan

hdlhael Progran
uatuk A&tMtas LoLact Target

Inditasl
SL,ema

Penblayaan

IndlLarl
Tahun

Operasional

Perempuan, Anak,
dan Lansia untuk
seuna s€una
mengevaluasi
pembangunan fisik
dan sosial yang telah
dan akan berjalan

5 10 menit ke
fasilitas penting
dan simpul
transportasi
publik

Infrastmktur
Permukiman-
Kohesi dan
Inklusi Sosial

Ruang Publik
yang aksesibel
dan penuh
interaksi

Melengkapi ruang
ruang publik dan
fasilitas transportasi
dengan reklarne
edukatif terkait sosial
budaya

KIPP Reklame edukatif untuk
mendukung interaksi

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

financingl

203r
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No

PI
Ibu Kote

I(uaantara
2446

Jeats/
Komponeu

Rcncean
ProyeL/

Akttvltas/
Cf,Da Lahan

Indttasl Program
uatuk Aktivitag Lokacl Target

ta{ilrnel
Stema

Pembiayaan

Iadltasl
Tehun

Openriond

6 >10%o dari
Iahan 256.L42
hektare tersedia
untuk
kebutuhan
produksi
parlgan

Ketahanan
Pangan

Pelibatan
masyarakat
perkotaan dalam
mendorong aspek
ketahanan
pangan

Penguatan kelompok
masyarakat dalam
kegiatan pertanian
perkotaan (urban
farmingl

zuKN Modul sosialisasi dan
modul pelatihan bagi
masyarakat di kawasan
perkotaan dan kelompok
pertanian perkotaan

APBN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

finoncingl)

2030

Pelibatan
masyarakat adat
dan lokal dalam
mendorong aspek
ketahanan
pang€rn

Penguatan kelompok
kelompok tani lokal
dengan pelatihan
pertanian modern
dan bantuan subsidi
dan lahan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Modul sosialisasi dan
modul pelatihan bagi
masyarakat dan
kelompok pertaniart

APBN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue
financingl

2030

7 607o daur ulang
timbulan
limbah padat di
tahun 2045

Ekonomi Sirkular Pemanfaatan Sisa
Pangan dan Daur
Ulang Sampah

Gerakan daur ulang
sampah dan
pemanfaatan sisa
makanan rumahan
untuk barang yang

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Terlaksananya gerakan
daur ulang sampah dan
pemanfaatan sisa
makanan rumahan
untuk barang yang lebih
bernilai

APBN/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinol

2030
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lYo

KPI
Ibu Kote

Itlusautsra
2045

Jeats/
Komponen

Rcncana
ProyeL/

AI<tivttas/
Guua Lahan

IadlLasl Program
untuk AktiYitas Lokesl Target

hdilssl
Skema

Pembiayaan

IndlLasi
Tshun

Operaaloral

lebih bernilai ke
berbagai daerah
Pembuatan Bank
Sampah dengan
memberdayakan
kelompok masyarakat
lokal atas inisiasi
peraagkat desa

KIKN Balk Sampah di
berbagai daerah pada
level pelayanan setingkat
desa.

APBN/
Swasta Murni/

BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue
ftnancinol

2031

8 Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan
256.142 hektare
memiliki akses
terhadap

Infrastruktur
Permukimarr

Infrastruktur
Permukiman

Pelibatan tenaga kerja
lokal dalam
pembangunan dan
perbaikan lanjutan
Infrastruktur
Permukiman dan
dasar di area

KIKN Lanjutan
operasionalisasi
Infrastruktur
Permukiman di area
permukiman
masyarakat

APBN 203t
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l{o
XPI

Ibu Kota
!$usantara

2045

Jenis/
Konponen

Reacaaa
ProyeL/

Atttvitas/
GuEa Lahaa

IndiLast Program
untuk Akttrrttac LokasI Target

IEdtlesi
SLeoa

Pembla5raan

IndikagJ
Tahun

Operasional

infrastruktur
penting pada
2045

permukiman
masyarakat pada
daerah yang belum
dibangun
Pembangunan atau
pengembangan smart
uillages/ communities

KIKN Lanjutan Pengembangan
pilot project smart
communnities

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaa-n

Kreatif
(creatiue

financind

203 t

9 O7o kemiskinan
pada populasi
Ibu Kota
Nusantara pada
tahun 2035

Pengentasan
Kemiskinan

Pendataan Evaluasi 5 tahun
pendataan teringrasi
basis data terpadu di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Dokumen evaluasi
terhadap data
masyarakat lokal dan
pendataag di Wilayah
Ibu Kota Nusantara

APBN 2030

Rujukan dan
Layanan Sosial

Penguatan kapasitas
Pemda, Desa,
Kelurahan, dan

Wilayah lbu Kota
Nusantara

DMD/K yang
terintegrasi dengan
Puskesos di seluruh Ibu

APBN 2030
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No

XPT
Ibu Kota

Nusaltqra
2f},45

Jenta/
KoffipOncE

Rencana
Proyek/

Aktivites/
Guna Lahan

Indlhasl Prograa
untuL Attftdtas Lokast Target

IndlLasi
Sheua

Pemblayaan

Iudtkasi
Tahun

Operasional

Masyarakat untuk
mengelola dan
memberikan rujukan
terhadap masalah
dan layanan sosial
yang dihadapi/
diperluka:r penduduk
rentan

Kota Nusantara
terlaksana dengan
kapasitas rujukan
pemberdayaan

Kemandirian
Ekonomi

Pelaksanaan program
pemberdayaan bagi
masyarakat miskin
dan rentan melalui
akses pengelolaan
lahan dan
kemudahan akses
pennodalan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Program pemberdayaan
masyarakat lokal di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

APBN 2030

10 Rasio Gini
regional

Pengurangarr
ketimpangan

Pemberdayaan
Masyarakat

Pelatihan lanjutan
untuk peningkatan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Modul pelatihan dan
jumlah tenaga kerja

APBN/
Swasta Murni/

2030
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No

KPI
Ibu Kota

Nugentara
204.6

Jenls/
Kompoaca

Rencala
Proyel/

Alrttvltas/
Cm[a Labau

Iudrtasi Prognam
untuk ALtivitcs lp|rre,l Target

IndlLrsl
Bkena

Pembiayaaa

Iadtlast
Tahua

Operasioaal

terendah di
Indonesia pada
2045

kemampuan UMKM
dan tenaga kerja lokal
melalui BLK yang
sudah ada di wilayah
terdekat dengan Ibu
Kota Negara

lokal yang terlatih yang
sesuai dengan bidang
dan kebutuhan klaster
ekonorni.

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Pembiayaarr

Kreatif
(creatiue

financing)
Penyaluran tenaga
keda terlatih pada
berbagai industri dan
kegiatan di wilayah
Ibu Kota Nusaltara
bekerja sama dengan
pemerintah daerah
dan badan swasta

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersalurnya tenaga kery'a
terlatih ke berbagai
industri di Wilayah lbu
Kota Negara

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinol

2030
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6.3.2,2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Pada Tahap 3, selain pengembarrgarr lanjutan KIPP, akan dilakukan
pembangunan lanjutan WP II Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat dan
dimulainya pembangunan WP IV Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur, maka
kawasan yang dipersiapkan, yaitu sebagai berikut:

a. Pembangunan jalan di wilayah KIKN secara bertahap;

b. Pengembangan KA akses Bandara Balikpapan-KlPP;

c. Pembangunan dan pengembangan utilitas terintegrasi, seperti:

1. SPALD-T yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan
kapasitas sekitar 50 persen;

2. SPAM yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat dengan kapasitas
sekitar 50 persen;

3. Pembangunan fasilitas pengelolaan persampahan;

4. Pembangunanf peningkatan sistem penyediaan air baku untuk
memenuhi 100 persen kebutuhan pengembangan Ibu Kota Nusantara
Tahap 3 serta melanjutkan identifikasi potensi sumber air baku;

5. Penambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan gas mela-lui
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas : pembangunan
pembangkit, sistem penyaluran tenaga listrik, cadangan dan
penyimpanan energi, serta jaringan gas kota;

6. Pembangunan infrastruktur TIK: pengembangan pusat data tepi dan
jaringan utama telekomunikasi, dan BTS.

d. Melanjutkan pembangunan infrastruktur (hijau dan abu-abu) untuk
penerapan prinsip kota spons dan pengembanganf pemutakhiran smart
early warning system;

e. Pengembangan sarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, olahraga);

f. Program kota hutan konservasi dan restorasi hutan:

1. Rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;

2. Penambahan penaneunan di area pengembangan;

3. Penambahan penanaman pohon dan vegetasi di area KIPP dan KIKN;

4. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal,
termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani.

SK No 141041 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-646-

Penyediaan perumahan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga yang
mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya KPBU
IKN untuk:
1. pengembangan rumah umum (lanjutan);

2. rumah negara ASN, TNI dan Polri (lanjutan);

3. rumah masyarakat/ tenaga pendukung Ibu Kota Nusantara (komersial
maupun swadaya).

Rincian penahapan untuk aspek infrastruktur dan lingkungan di Tahap 3 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel6-16 Penehapsn Arahan Pemanfaatan Ruang Aspek Infrastruktur dan Lingkungan di Talap 3 Pembanguaen lbu Kota Nusantara Tahun 2030-2034

IIo
ICI

Ibu Eota
Nuraatara

2045

Jeuts/
Komponen

Rcacana
Proyek/

ALtivltar/
Guaa Lahrn

Iudlkagl Program
untul Attivltas Lokasi Target

Iuttikasl
Skeme

Penblayaan

IndlLasi
Tahua

Operasloaal

1 Instalasi
kapasitas energi
terbarukan
akal memenuhi
lOOo/o

kebutuhan
energi Ibu Kota
Nusantara

Infrastruktur
Ketenagalistrikan

Panel surya atap Pemasangan panel
surya atap
(Penambahan dari
palel surya atap pada
tahap sebelumnya)

KIPP dan seluruh
perkotaan
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
potensi atap gedung
untuk dibangun panel
surya atap

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

Setiap tahun

Solar Fann Pemasangan Solar PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Farm pada tahap
sebelumnya)

KIKN 3.632,7 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solarfarm)

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034
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No

IEI
Ibu Eota

Nusantara
20,45

Jents/
Kompoaen

Reneaaa
Proyek/

Akttvtteo/
Guna Lahan

Indtkaet Program
untut A&ttvltac Irckast Target

IndlLasi
Stema

Pemble5raaa

Indllesl
Tahun

Operarional

Solar Farm Pemasangan Solar PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Farmpada tahap
sebelumnya)

KPIKN 2.484,7 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solar farml

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034

Solar Farm Pemasangan SolarPV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Farm pada tahap
sebelumnya)

KPIKN 392,6 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solar farml

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034

Solar Farm Pemasalgan Solar PV KPIKN 3.675,3 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solar farml

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034
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I{o

KPI
Ibu Kotc

Nusantara
204s

Jents/
Kompouen

Rcncana
ProyeL/

Akttvttae/
Gura Laban

Indlkasi Program
untuk Aktiwttae Lokasl Tatget

Iadi&asi
Skema

Pemblayaaa

IndlLasl
Tahua

Operaelonal

Solar Fann Pemasangan Solar PV KPIKN 310,7 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solarfarml

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034

Cadangan dan
Penyimpanan
Energi

Pembangkit listrik
cadangan dan baterai
sebagai penyimparran
untuk menjaga
stabilitas jaringan
dan meningkatkan
keandalal

KIKN dan KPIKN
(Tergabung di
wilayah solar
fannl

l5o/o-2OYo dari total
kapasitas pasokan listrik

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034

Gardu induk
terisolasi gas
(Gas Insulated
Substation/GIS)
t50kv

Pembangunan Gardu
Induk

KIPP 1 Unit BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni /

KPBU IKN

2034
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No

KPI
Ibu Kota

ITusaEtasa
2o.4s

Jenle/
Konponen

Rencana
Proyek/

AktHtas/
Gtua Lah^aa

Indthasl Progtam
uutuk Attiwitag Lokasl Target

Iadlkasl
Skeua

Penblayaan

Indikast
Tahun

Operaslonal

Gardu Induk
150kv

Pembangunal Gardu
Induk

KPIKN Menyesuaikan dengan
penambahan
permintaan pasokan
Iistrik

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034

Gardu Distribusi
20kv

Pembangunan Gardu
Distribusi

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
penambahan
permintaan pasokan
listrik

BUMN/Badarr
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034

Jaringan
Transmisi darr
Distribusi

Pemasangan jaringan
transmisi dan
distribusi bawah
tanah (bila sudah
tersedia jaringan
utilitas terpadu di
lokasi setempat)

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah perrnukiman dan
perkantoral yang
dibangun

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2034
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No

IPI
Ibu Kota

Ifuraatara
2045

Jenle/
Komponen

Rencana
Proyek/

ALtMtas/
Gu!"e Lahan

Indikasl Ptogram
uatuk Alrttvttag Lokasi Target

IndlLasl
Shema

Pembia5raaa

Indikasl
Tahun

Opemelonal

Smant metertng Pemasangan smart
meteing yarrg dapat
berkomunikasi dua
arah dengan
dotabase penyedia
listrik

Tersebar di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman dan
perkantoran yang
dibangun

APBN/
Masyarakat
Pelanggan

Setiap tahun

Infrastruktur Gas Jaringan Gas
Kota

Pemasangan jaringan
gas kota

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jurrlah permukiman
yang dibangun

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2030

2 607o daur ulang
timbulan
Iimbah padat di
tahun 2045

Infrastruktur
sistem
pengelolaan
persampahan -
Daur Ulang

Fasilitas
Pengomposan

Pengolahan limbah
organik

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
rKN/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financinol

2034
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No

IGI
Ibu Kota

Nurautara
20,45

Jenlc/
Komponen

Rencaaa
ProyeL/

Attkttar/
Guna Lahau

IndtLasi Prograur
untuk AttMtas LoLesi Target

IndlLasi
SL,ema

Pemblayaan

Indi&ssl
Tshun

Operasional

Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Fasilitas daur
ulang

Terdiri dari berbagai
fasilitas untuk
mendaur ulang
berbagai macam
material

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
Ianjutan

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

fawncinql

2034

Pengolahan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Fasilitas
pengolahal
sampah melalui
proses terrrral
(Waste to Energgl
dan/atau
pengolahan
sampah menjadi
bararrg (Wa.ste to
Product)

Pengolahan sampah
rumah tangga dan
sa-urpah sejenis
rumah tangga yang
tidak bisa didaur
ulang

Disesuaikan
dengal
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutal

APBN/
KPBU

IKN/Swasta
Murni

2034
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I[o

IPI
Ibu Kota

Ifusantara
2o,+5

Jenls/
Komponeu

Rencana
Proyek/

Akttvttas/
Guu.a Lahau

IndtLast Program
untut Alrtivltas Lohasl Target

Indlkasi
Skema

Pembiayaan

Indltasi
Tahun

Operaaloaal

Lahan Urug
Saniter (Sanitary
LandfiIt)

Tempat pemrosesan
a]fiir untuk residu
pengolahan sampah
rumah tangga dan
sejenis rumah tangga
yang tidak dapat
didaur ulang

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2034

Infrastruktur
sistem
pengelolaan
limbah ba.l.al
berbahaya dan
beracun

Fasilitas
Pengolahal
Limbah
Berbahaya (B3)

Pengolatran limbah
berbahaya untuk
meminimalkal
pencemarein
Iingkungan atau
kerusakan saat
dibuang dan diolah
bersama dalam
fasilitas pengola-Lan
dari industri

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengarr
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2034
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!Io
IIPI

Ibu Kota
Ilusautara

20r$5

Jenls/
Koapoaea

Rcncana
ProyeL/

Aktlvttas/
Ghrne Lahas

Indlkasl Program
untuk Altivitas Lokast Target

Indikasl
Shema

Pemblayaan

Indtkasi
Tahun

Operacioual

Fasilitas
Pengolahan
Limbah El3 medis

Pengolahan limbah
83 medis untuk
meminimalkan
pencemaran
lingkungan

Disesuaikal
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
Ianjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2034

Lahan Urug E}3

lSeanre Landfilll
Tempat pembuangan
akhir untuk limbah
berbahaya untuk
mencegah
pencem€rran
lingkungan

Disesuaikan
dengan
kebutuhan darr
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2034

Infrastruktur
Persampahan-
Pengumpulan
Sampah

Jaringan
pengangkutan
sampah melalui
pneumattc
(Pneumatic Waste
Collection System
atau PWCS)

Jaringan pengumpul
sampah dari
bangunan vertikal ke
stasiun pengumpulan
PWCS

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

financingl

2034
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No

XPI
Ibu Kota

Nusaatara
20,45

Jeais/
Koraponea

Rencana
Proyek/

Ahfvftrs/
Ghrna Lahaa

IadtLasi Program
untuk Aktlvltae Lotasl Target

fudrLa3l
Skema

Penblayaan

Indltael
Tehun

Operaslonal

Stasiun
Pengumpulan
PWCS

Tempat pengumpulan
sampah dari jaringan
PWCS

Disesuaikal
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue
financind

2C34

Sarana
Pengumpulan
dan
Pengangkutan
Sampah

Sarana pengumpulan
sampah dari sumber
dan pengangkutan
sampah ke TPST

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
laljutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

financinol
3 IOOV. air limbah

akan diolah
melalui sistem
pengolahan

Infrastruktur
sistem
pengelolaal air
limbah

SPALD-T oPAL-D
dan jaringan
perpipaan air
limbah domestik)

Pengelolaan Air
Limbah dengan
Sistem Terpusat (ojE
sitel dilenekapi

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi laniutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2034

SK No 074131 C
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No

XPI
Ibu Eota

Ifucautara
20,45

Jeala/
Komponea

Rencaaa
Proyek/

Attlvltas/
Gung Lahau

IadlLasl Progtam
uatuk AktMtas Lokast Target

Inditasl
SLene

Pemblayaan

Indtlrsl
Tahun

Operasional

pada tahun
2035

dengan fasilitas
pengolahan lumpur

4 Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan
256.142 hektare
memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting pada
2045

Infrastruktur
SDA-Sumber Air

Mempertahankan
layanan
infrastruktur
terbangun

Operasi dan
pemeliharaan sumber
air baku: Bendungan
Sepaku Semoi dan
Intake Sungai Sepaku

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN 2034

Dimulainya
pembangunan
sumber air baku
Iainnya

Pemenuhan target
kapasitas terpasang
untuk kebutuhan
tahap 4 dan/atau
sekaligus untuk
kebutuhan tahap 4
dal 5

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Potensi reservoir dan
intake sungai Mahakam

APBN/
KPBU IKN

2034

Pengelolaan
infrastruktur
penyediaan air
baku

Operasi dan
Pemeliharaan Sumber
dan Intake Air Baku

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN/
KPBU IKN

2034

SK No 074132C
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l{o
IEI

Ibu Kota
lfusaatara

2@.S

Jeais/
Korupouen

Reucaaa
Proyek/

Alrttvttes/
Gutra Iahaa

IndiLagi Program
untu.k Aktivitac Lokast Target

Indihasi
Shetua

Pembia5raan

IndlLasl
Tshun

Operaslood

Infrastruktur
SDA -Banjir dan
Drainase
Perkotaan

Pembangunan
infrastruktur
drainase,
pengendali banjir
dan pengendali
sedirnen

Laljutan
pembangunan
infrastruktur
drainase, pengendali
banjir dan
pengendali sedimen

Operasi dan
pemeliharaan
infrastruktur
drainase, pengendali
banjir darr
pengendali sedimen

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN/
KPBU IKN

Infrastmktur Air
Minum untuk
KIPP

Reserwoir
pembagi

Penyirnpanan air yang
akan melayani setiap
daerah
pengembangan

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi laljutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
rKN/

Swasta Murni

2034

SK No 074133 C



PRES IDEN
REPUBLIK lNDONESIA

-658-

I{o

XPI
Ibu Kota

l$usaatara
20,45

Jenis/
Komponen

Reucana
Proyeh/

Akttvitas/
Guna Lahan

Iadikasi Program
untut AEtivlte,s Lotasi Target

Indrtasi
Skena

Pemblayaan

IadrLrsi
Tahun

Operasloral

Jaringan
distribusi

Optimlisasi
penyerapan idle
capacitg IPA yang
terbangun pada
tahap I

KIPP Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan serta
ketersediaan MUT

APBN/KPBU
rKN/

Swasta Murni

2034

5. IOO/o
konektivitas
digital dan
teknologi
informasi dan
komunikasi
(TIK) untuk
semua
penduduk darr
bisnis

Pusat Data Tepi
(Edge Data
Center)

Pusat Data Sebagai Pusat Data
Tepi guna menunja:eg
Sistem Data dan
Teknologi Informasi

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Total 2 unit Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2034

Pixed Broadband Serat Optik Penghubung jaringan
telekomunikasi

KIPP 2-4 Ring (100, 400 GbE) Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2030

Mobile Broadband BTS Penghubung jaringan
telekomunikasi

Jarbersel KIPP 1OO-200 unit Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2030

SK No 0;i134 C
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No

KPI
Ibu Kotc

Nusantara
20,+s

Jents/
Kompoaen

Reacana
ProyeL,/

Aktivitas/
Guaa Laban

Indtkasi Program
untuk Alrtivltas Lotast Target

Indikasi
$kema

Pembla5raan

Indikasi
Tahun

Operasional

6 807o perjalanan
dengan
transportasi
publik atau
mobilitas aktif

Transportasi
umum

Bus Pengembangan
Iayanan angkutan
umum bus dan
fasilitas pendukung
(hafte/sheltel

KIKN Operasional angkutan
umum bus dan fasilitas
pendukung

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha Otorita

2034

Fasilitas transit
atau perpindahan
antar-moda

Kereta Api

Sistem transit
dan/atau TOD

KIKN Operasional sistem
transit dan/atau TOD

APBN/Srvasta
Murni

2034

Pembangunan jalur
KA akses Bardara
Balikpapan - KIPP

KIKN, Balikpapan Operasional jalur I(A
akses Bandara
Balikpapan - KIPP

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni

2034

7 1O menit ke
fasilitas penting
dan simpul

Infrastruktur
Jalan

Jalan di KIKN Operasional jaringan
Jalan di Kawasan Ibu
Kota Nusantara dan
sekitarnya

KIKN,
Balikpapan,
Samarinda

100% jaringan jalan di
KIPP dan fasilitas
pendukung

APBN/Swasta
Murni

2030

SK No 074211 C
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l{o

KPI
Ibu Kota

Nutantara
20,45

Jenls/
Komponen

Rencaaa
Proyeh/

Ahtvitas/
Guna Lahan

Indtkasl Program
uutu& Akttvltas Lokasi Target

Inditast
Skema

Pemblayaan

Indihesl
Tahur

Operasioual

transportasi
publik

Infrastruktur
Perumahan dan
Permukiman

Penataan
lingkungan

Penataan perumahan
dan permukiman
terintegrasi

1OO% prasarana/sarana
dasar perumahan dan
simpul transportasi
umum dapat ditemPuh
< 10 menit

APBNi KPBU
IKN/Swasta

Murni/
masyarakat

2034

8. >75o/o dai
256.142 hektare
area untuk
ruang hijau
(65% area
dilindungi dan
lOoh area
produksi
pangan)

Konservasi dan
Restorasi Hutan

Pengurangan
deforestasi
Perlindungan
hutan

Moratorium dan/atau
pencabutan izin
tambang dan sawit
da-lam kawasan hutan
dan lindung

Wilayah Ibu Kota
Nusaltara

Seluruh izin tambang
batubara dan kebun
sawit dalam kawasan
hutan

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue
financingl

Setiap tahun

Penyelesaian
penguasaan kawasan
hutan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

30.OOO hektare APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan

Setiap tahun

SK No 074212C
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Indikasi
Skema

Pemblayaan

Indikasi
Tahun

Operasioral
TargetLokasi

Rencaaa
Proyek/

Atrtivitas/
Guna Lahan

Iudikast Program
untuk Aktlvitas

.Ieais/
KomponeaNo

KPI
Ibu Kota

Nusantara
2045

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif
(creative

Setiap tahunSeluruh izin tambang
batubara dan kebun
sawit dalam kawasan
hutan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Penghentian
dan/atau pencabutan
izin tambang dan
sawit dalam kawasan
hutan dan lindung

Setiap tahunAPBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan

30.000 hektareWilayah Ibu Kota
Nusaltara

Penyelesaial
penguasaan dan/atau

SK Nc 074213 C
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No

XPI
Ibu Kota

I(usantara
2()45

Jenis/
Kompoaen

Rcacana
ProyeL/

AttHtas/
Guna Lahau

Indltasi Prograru
uahrL, Aftlvltas Lokecl Target

Iaililasi
Skeua

Pcmblayaaa

IndtLast
Tahun

Operasional

tenurial kawasan
hutan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Ifteatif

lcreatiue
financinql

Patroli dan
penegakan hukum
pidana kehutanan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tergantung urncErman
dan kejadian

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue
ftnancinol

Setiap tahun

Patroli dan
pemadaman
kebakaran hutan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tergantung kerawanarr
kebakaran

APBN/Swasta
Murni/

BUMN/Badan

Setiap tahun

SK No 074138 C
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No

KPI
Ibu Kota

Nusantara
20,+s

Jenis/
Eornpoaen

Rencana
Proyek/

Akttvttas/
Ghrna Lahaa

Iadttast Program
untuk Atttvitae Lohasl Target

Indilasl
SLena

Penbiayaau

IadlLasi
Tahun

Operaslond

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinql

Konservasi
keanekaragaman
hayati

Perlindungan koridor
satwa alami

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Koridor Sarnboja
Koridor KIKN

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

{creatiue
financingl

Setiap tahun

Perlindungan koridor
satwa buatan

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Di lokasi pembangunan
infrastruktur

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Setiap tahun

SK No 074139 C
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No

IEI
Ibu Kota

l{usantara
2A46

Jenla/
Konpouen

Rcncaaa
ProyeL/

Akttvttrs/
Guls Lahaa

Indtkael Program
uatut Aktivltac Target

IadlLrst
Etena

Pembla5raaa

Iadllaei
Tahun

Operaciond

flembatal atau
terowongan)

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
lkeatif

(creatiue
financinql

Konservasi eks-situ
keanekaragaman
hayati

BOSF Samboja, Yayasan
Jejak Prrlalg, PSO Arsari

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinql

Setiap tahun

Pembalgunan Pusat
Penyelamatan Satwa
terpadu

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

1 unit Pusat
Penyelamatan Satwa
Terpadu

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

2034

SK No 074140C
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Ilo
XPI

Ibu Kota
Xusantara

2045

JeDts/
Komponen

Reucaaa
Proyek/

Aktivitas/
Guna LabaE

IndiLasi Progxam
uatuk Akttvltas Target

IndtLasi
SLema

Pembla5raan

IndiLasl
Tahun

Openrioual

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

lcreatiue
financind

Inventarisasi dart
monitoring tanaman
dan satwa liar

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Kawasal dengan Nilai
Keanekaragaman Hayati
Tinggl

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinql

Setiap tahun

Pengelolaan
hutan/wanatani
berkelanjutan

Pegembangan bisnis
kehutanan dari jasa
ekosistem dan HHBK

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

3 bisnis kehutalan
(karbon, wisata alam,
HHBK)

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Setiap tahun

SK No 07.lli C
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No

NPI
Ibu Kota

Nusantara
20,45

Jeais/
Komponen

Rcncaan
Proyek/

Aktivitrs/
GuEa Lahaa

Indlkast Progmm
uatuk AJrtivites Lokasi Target

Indlkast
Skema

Penbiayaan

IndlLasi
Tahun

Operasioaal

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

{creatiue
financinql

Restorasi hutan Pembangunan
persemaian skala
besar

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Satu persemaian di
Mentawir

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinql

Setiap tahun

Rehabilitasi dan/atau
penErnaman pohon

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

15.000 hektare APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Setiap tahun

SK No 074142C
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No

XPI
Ibu Kota

Nusantara
2045

Jente/
Komponen

Rencaua
Proyeh/

AlrtMtas/
Gura Latan

IndlLasl Program
uatuk AktMtas Lokast Tatget

Iadllasi
Ske a

Pemblayaan

Indlkasi
Tehun

Operasiond

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
lkeatif

(creatiue
financing)

Reklamasi dan/atau
pemanfaatan lahan
bekas tambang dal
kebun sawit

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

1.000 hektare/tahun APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

lcreatiue
financing)

Setiap tahun

SK lio 074143 C
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llo
BPI

Ibu Kota
Nueantara

2(J4-S

Jeuis/
Komponen

Renca.aa
Proyeh/

Afrttvltas/
Gura Lahau

Indthasi Proglam
untut Ah.lvl'rtc Lotesl Target

Indikasi
Skema

Penbiayaau

Iadlkast
Tahun

Operasioaal

Integrasi
konservasi hutan
dalam tata ruang

Penetapan kawasan
dilindungi
berdasarkan nilai
keanekaragzunan
hayati dan karbon
stok

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

159.18O hektare APBN

Infrastruktur
SDA-Konseruasi
anr Penerapan
prinsip kota
spons

Pengelolaan
kolam retensi dan
embung
multiguna

Lanjutan
pembangunan kolam-
kolam tampungan air
yang memiliki
multifungsi untuk
penyediaan air,
pengendalian banjir,
konservasi air, vista
kota, serta
mengurangi urban
heat

Wilayah Ibu Kota
Nusaltara

Ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN/KPBU
IKN

2034

SK No 074144C
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l{o

KPI
Ibu Kota

Nusantera
20,45

Jenlr/
Komponen

Rencana
ProyeL/

AltHtas/
(hrra Lahaa

IndlLast Progr:renr
untuE ALtisitac Lokact Target

Iadttasi
Sheua

Pembleyaaa

IadiLasl
Tahuu

0perasioaal

Produksi
makanan sehat
dan organik

Area pertanian
regeneratif
pangan

1. Intensifrkasi
pertalian

2. Peningkatan
kapasitas bagi
petani lokal

KPIKN r35.OO0 hektare
(memenuhi >lO%" lal.an
untuk pemenuhan
pangan sebesar t25.000
hektare)

APBN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Swasta Murni

Setiap tahun

Kawasan Sentra
Produksi Pangan
(KSPP) dengan
teknologi
pertanian
konservasi dan
permakultur

Pengembangan KSPP
dengan teknologi
pertanian konservasi
dan permakultur

KPIKN Seluruh luasan lahan APBN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Swasta Murni

Setiap tahun

9 100 persen
penggantian
ruang hljau
untuk setiap
bangunan
bertinekat

Infrastruktur
SDA - Konservasi
air penerapan
prinsip kota
spons

Peneraparr Zero
Delta Q

Fasilitas pemanenan
maupun Peresapan
air hujan yang
diterapkan di gedung-
gedung dan
banzunan-bangunan

Wilayah lbu Kota
Nusantara

75% ketaatan pemilik
gedung dan bangunan
dalam penerapan zero
delta Q

APBN/
KPBU/Swasta

Murni

2034

SK No 074145 C
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l{o

XPI
Ibu Kota

Nueantara
2(J45

Jentc/
Komponen

Rencsna
ProyeL/

AtEttvttu/
Guna Lahau

Indlkaal Program
unhrk Attlvltes Lokasi Target

Iaditasl
Skeme

Pembiayaan

Iadltast
Tahun

Operacloaal

institusional,
komersial, dan
hunian

10 IOOY. ruang
publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif
gender dan
inkiusif

Infrastruktur
Kawasan
Permukirnan

Pengembangal
kawasan
permukiman
yang sudah ada
Pembangunan
KIKN

Pembangunan KIKN
seczrra bertahap
termasuk penyediaan
fasurn fasos

KIKN 56.920 hektare APBN/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usa.l-a

Otorita/
Swasta Murni

203+

SK No 0 r-/l4o C
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6.3.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Pada talrun 2030-2034 pengembangan industri darl pusat pertumbuhan
ekonomi, sebagaimana telah dijabarkan pada tahap sebelumnya, akan
dilanjutkan dengan rencana sebagai berikut:

a. Peningkatan investasi untuk klaster industri berbasis pertanian
berkelanjutan, dan kapasitas produksinya di Daeral Mitra;

b. Peningkatan investasi untuk klaster industri masa depan yang berbasis
energi terbarukan di Daerah Mitra dalam rangka merespon permintaan
dalam negeri dan peluang pasar ekspor;

c. Peningkatan kapasitas produksi pada kiaster farmasi terintegrasi di Daerah
Mitra untuk meraup pasar ekspor, serta memperluas ke bidang
pengemasan primer dan sekunder;

d. Diversifikasi klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif yang
didukung perluasan investasi dan kerja sama dengan daya tarik wisata
yang dikelola masyarakat;

e. Diversil-rkasi klaster industri kimia maju dan turunannya di Daerah Mitra
yang akan mendukung daya saing ekspor;

f. Peningkatan kapasitas dan inovasi pada klaster energi rendah karbon di
Daerah Mitra untuk memperluas pemanfataan teknologi enchanced oil
recouery @OR) untuk peningkatan produksi dari ladang minyak tua,
revitalisasi kilalg minyak di Balikpapan, mengembangkan pabrik gasifikasi
batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada impor WuWd
petroleum gas (LPG), memperluas aktivitas ke hilir dengan mengembangkan
pusat original eEipment manufacturer (OEM), serta meningkatkan
rehabilitasi pertambangan dan memperluas penerapan teknologi untuk
mengurangi dampak lingkungan;

g. Penguatan kota cerdas dan pusat digital untuk meningkatkan efisiensi
klaster-klaster ekonomi; serta

h. Penguatan pendidikan abad ke-21 pada sekolah menengah, sekolah
kejuruan, dan perguruan tinggi sesuai kebutuhan talenta pada aktivitas
ekonomi yang semakin berkembang di Ibu Kota Nusantara.

SK No l4l729A
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Tabcl 6-17 PeDahapan Ars-tran Pemanfaatan Ruang Aspek Industri darl Pusat EkolroEi di Tehep 3 Pembangunan lbu Kota NusentE"a Tahun 2030-2034

llo
KPI

Ibu Bota
Ilusantara

2(,45

Jenta/
Komponen

Rcacaaa
Proyetl

Attivitas/
Guna Lahan

Indttast Prograr
untuk Alrtlvltas LokasI Terget

Iadtla;l
Skeoa

Penbla5raan

Indllasl
Tahua

Operaslonal

1 Pendapatan
domestik
regional bruto
(PDRB) per
kapita negara
(setara ekonomi)
berpendapatan
tinggi

Infrastruktur
Kawasan Industri
dan pusat
ekonomi

Perencanaan l.Pemutakhiran
Masterplan Kawasan
dan/atau site plan

2.Penyusunan
Feasibilitg Stttdg

KIKN, KI
Buluminung
(PPU), KI
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

APBN/APBD/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Swasta Murni

2030

Perizinan 1. PenSrusunal
dan/atau
pemutakhiral
dokumen Izin
Lingkungan

2. Proses pengajuan
baru dan/atau
perpanjangan
perizinan lahan

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2030
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Indikasi
Tahuu

Operaslonal

IndiLast
Skema

Pembiayaan
TargetLoLasi

Rencana
Proyek/

Aktfdtas/
Guna Lahan

Iudikasl Program
uatuk Aktivitas

Jenls/
KomponenNo

rPI
Ibu Kota

Nusantara
20,45

3. Proses pengajuan
baru dan/atau
perpanjangan lzin
Usaha

APBN/
APBD

2030Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

1. Revisi RTRW
2. Penetapal dan/atau

revisi RDTR

Tata Ruang dan
Wilayah

Swasta Murni/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
APBD/
APBN

20321. Paket kegiatar per
Iokasi
Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhart

KI Buluminung
(PPU), KI
Kariangau
(Balikpapan),
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur),

Infrastruktur
Dalam Kawasan

1. Pengadaan Lahart
Kawasan Industri
dan Penetapan
Lokasi

2. Pematangan Lahan
Kawasan

3. Pengembangan
infrastruktur dasar
dalam kawasan (air
baku, jalal, sistem
drainase dan air
Iim
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No

XPI
Ibu Eota

Nussntara
2045

Jcutr/
Komponen

Reuca.aa
Proyeh/

Akttvttas/
Gura Lahan

Iudikesi Program
uutut Aktlvitas Lokasi Target

IadILast
SLetra

Pembiayaan

IldtLasi
Tahun

Opcraetonal

ketenagalistrikan,
telekomunikasi, dan
lainnya

Infrastruktur
pemampu
(enabler)

1. Pembangunal pusat
dan infrastruktur
digital

2. Pengembang€rn pusat
pendidikan dan
pelatihan vokasi, dan
perguruan tinggi

3. Penyusunan
kebijakan dan
penerapan konsep
kota cerdas dan
industri 4.O

Wilayah Ibu Kota
Nusantara
dan/atau Daerah
Mitra Ibu Kota
Nusantara

Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program sesuai
kebutuhan

APBN/
APBD/KPBU

rKN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Swasta Murni

2032
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No

XPI
Ibu Kota

Ilusentara
2045

Jents/
Komponen

Rencena
Proyek/

Aktlvttas/
Guna Lahan

Indilasi Program
u-tuh Attlvltas Lokagl Target

Indthasl
Skena

Pembiayarn

IndtLaet
T'ahus

Opcraslonal

Konektivitas Luar
Kawasan

1. Pembangunan
dan/atau
peningkatan Jalal
mendukung akses
menuju kawasan
industri

2. Pengembangan
Pelabuhan
mendukung Kawasan
Industri

KI Buluminung
(PPU), KI
Kariangau
(Batikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni

2032

Infrastruktur
Penunjang Luar
Kawasan

1. Pengadaan Lahan
untuk pengembangan
infrastruktur
penunjang luar
kawasan

l.Paket kegiatan per
lokasi

2.Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni

2032
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No

KPI
Ibu Kota

ItEaantara
2045

Jeals/
Koraponeu

Rencaan
PtoyeL/

Nrttvttrg/
GuEa Lahan,

Indlkasl Program
uatuk ALtivttas Lokasl Target

Indlkasl
Skema

Pemblayaan

IadiLasi
Tahuu

Operaslonal

2. Pengembangan
infrastruktur
penunjang lainnya

3. infrastruktur
penunjang lainnya

Peningkatan
Investasi

1. Fasilitasi Investasi
2. Pameran/Roadshow

Investasi
3. Pen5rusunan dan/atau

pemutakhiran prolil
Investasi

4. Pendampingan
Investasi

5. Investasi
Pembangunan
Fasilitas Produksi

KIKN, KI
Buluminung
(PPU), KI
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket kegiatan per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN 2030

Promosi Ekspor l. Penyelesaian
Hambatan

Paket kegiatan per
indikasi program per

APBN/APBD/
Swasta Murni/

2030
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No

XPI
lbu Kota

lfusautara
20,46

Jeilsl
Kompouen

Rencane
ProyeL/

ALtlvltag/
Cilrrra Lahaa

Inditasl Program
untut Akttvltas Lokasi Target

Inditaci
Skema

Pembiayaan

Indttasi
Tehun

Operaeioral

Perdagangan dengan
Negara Mitra

2. Simptfrkasi Regulasi
Ekspor

3, Perumusan Insentif
Fiskal mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang perpajakan
dan kepabean€rn

lokasi sesuai
kebutuhan

BUMN/Badan
Usaha Otorita

Kemitraan Usaha 1 . PengembErngan Rantai
Pasok UMKM

2. Fasilitasi Produksi
UMKM

3. togistik UMKM
4. Kemitraan Usaha

Mikro dan Kecil
dengan Usaha Mikro
dan Besar

Paket kegiatan per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Swasta Murni

2030
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Penyediaan SDM 1. Pelatihan SDM
2. Riset permintaaan

pasar (market demand
analysis) dan analisis
kebutuhan pelatihan
(training needs
analysisl

3. Perencanaan
kebutuhan tenaga
ke4a (manpower
planning)

4. Pembangunan
layanan informasi
pasar keda

5. Pengembangan
konsep afrrmasi
pelibatan tenaga
kerja lokal

6. Pembangunan
konsep afirmasi
pelibatan tenaga
kerja pasangan ASN
yang non-ASN

Paket kegiatan per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2030

S:( l,lc 07J215 C
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lIo
XPI

Ibu Kote
llusantara

20,46

Jeair/
Konponea

Reocana
EoyeL/

AIrtMtas/
Gu!.a Lahan

hdllsrl Program
uatuk AttiYttas LoLasi Target

Indil.esl
Skcna

Pemblayaaa

Indt&asI
Tahun

Operaalonal

Harmonisasi
Regulasi

1. Kebijakan Rantai
Pasok Hulu Hilir

2. Penlrusunan Insentif
Fiskal mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang perpajakan
darr kepabeanan, dan
Non Fiskal

Paket kebijakan per
indikasi program per
klaster ekonomi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD 2030

C€.tatan:

a. Rencana indikasi program Infrastruldur pemampu {enable, dijabarkan dalam penahapan Pemban8unan Sosia.I dajr Sumber Daya Manusia serta
Pembangunan ln&astruktur dan Lingkunaan.

b. Paket t egiatan pcrnbangunan infrastruktur dan penyiapan SDM telbuka untuk dilaksanalan melalui investasi swasta/BuMN/Badan Uaaha Otorita atau
dukungan pemerintah, atau kede ssma atrtara swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pernerintah.

SK No 074463C
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6.3.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada tahap selanjutnya yaitu periode 2O3O - 2034, pembangunan akan berfokus
pada pembangunan sistem pertahanan dan keamanan yang terdiri atas:

a. Simbol sistem dan strategi pertahanan: Gedung Kementerian Pertahanan
(lanjutan);

b. Sistem dan strategi pertahanan:

l. Paspampres (lanjutan);

2. Mabes TNI (lanjutan);

3. Makodam & Balakdam IKN;

4. Yonarhanud C;

5, Yonhub;

6. Flite Penerbad;

7. Yonif;

8. Pasmar dan Kodamar Samboja (lanjutan);

9. Lanud (KPIKN), Wing Udara, Skadroo 17 45 9, Skadron Jet Tanker,
Skatek. (lanjutan);

10. Kosek IKN, Satrudal Jauh-Sedang, Sat Anti Drone Taktis-Strategis.
(lanjutan);

I 1. Resimen Arhanud (lanjutan);

12. Yonko 467 (lanjutan).

c. Sistem dan strategi keamanan cerdas:

1. Mako Korbrimob;

2. Mako Korpolairud;

3. Polsek KPJKN;

4. Pemenuhanperalatan;

5. Pemenuhan rumah dinas.

SK No l4l044A
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6.3.3 Pemindahan Pelayanan Publik Bagi PNA dan O[, serta Pemindahan TNI
dan Polri

6.3.3.1 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi PNA dan OI

Pada Tahap 3, yaitu periode 2O3O-2O34, upaya pelayanan publik bagi PNA dan
OI telah dapat beroperasi dengan baik. Upaya pendekatan bilateral, promosi dan
sosialisasi kepada PNA dan OI di dalam negeri dan negara pengirim/kantor
pusat OI melalui Perwakilan Republik Indonesia, terus dilakukan guna terus
mendorong PNA dan OI lainnya untuk memberikan indikasi ketertarikan dan
komitmen untuk membangun kantor perwakilan di Ibu Kota Nusantara.

6.3.3.2 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pcrtahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan
pada Tahap 3 berjumlah 23.841 orang, seperti yang dicantumkan di dalam
Tabel 6-18:

Tabel 6-18 Jumlah pemindahan personil bidang
pertahanan dan keamanan pada Tahap 3

EEM ETTTERIAIT /LEMBAGA TAEAP 3

Kementerian Pertahanan

TNI

TNI AD 5.977

TNI AL 4.731

TNI AU 1.981

Paspampres

Polri to.527

BIN 625

BSSN

BAKAMLA

Total 23.841

SK No 141045 A
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6.4 TAIIAP 4: PEMBANGUNAIT IBU KOTA I{USANTARA TAHUN 2O3,S-2O39

Pada Tahap 4 diperkirakan jumlah penduduk Ibu Kota Nusantara mencapai
sekitar 1,6 juta jiwa, dengan pemindahan lanjutan tambahar TNI/Polri. Selain
lanjutan pemindahan TNI/Polri yang masih terus dilakukan, fokus
pengembangan kawasan semakin progresif pada pengembangan kawasan-
kawasan di luar KIPP yang meliputi kawasan industri dan sektor-sektor lainnya
dalam klaster ekonomi superhub.

Tahap 4 ditandai dengan dimulainya perkembangan pesat di bidang pendidikan,
dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi lain di Ibu
Kota Nusantara. Perluasan kawasan perkotaan pada tahap ini telah mencapai
Ibu Kota Nusantara Utara, terutama pada kawasan yang terhubung langsung
dengan Ibu Kota Nusantara Timur.

Penahapan pemindahan penduduk ke lbu Kota Negara pada Tahap 4 tahun
2035-2039 berkembang ke sebagian besar tenaga kerja sektor ekonomi dan
industri baru beserta keluarganya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6-20 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusaatara
Sampai Dengan Tahap 4 (Tahun 2035-2039)

No Fopulaei 2035 2036 2037 2038 2039

I Jumlah Tenaga Kerja 493.368

1.1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 100,023 100.023 100.023 100.023 100.023

1.2 Kemhan/TNI, POLRI, BIN, BSSN,
dan Bakamla

89,691

1.3 Pegawai lembaga Negara
Independen/ Badan Publik

856

t,4 Tenaga Kerja Sektor Ekonomi
dari industri di dalam Ibu Kota
Nusantara

69,482 72.8s9 76.236 79.613 82.403

1.s Tenaga Kerja di Sektor layanan
Pendukung yang diinduksi dari
industri dalam Ibu Kota
Nusantara

168.398
172.987 1,77.576 182.165 t88.771

1.6 Tenaga Kerja Konstruksi pada
masa pembangunan Ibu Kota
Nusantara

24.735 26.458 28.180 29.902 3t.624

SK No 141728 A
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Catatan :

a. Pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap kedua.
b. proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis

di luar perhitungan investasi sektor konstruksi.
c. proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik beserta keluarga baru

mencakup data pegawai Bank Indonesia. Pada Tahap 4 diproyeksikan tidak ada tambahan
pegawai beserta keluarganya yang dipindahkan.

No Populasi 2035 2036 2037 2038 2039

2 Populasi Tanggungan / Dependen t.oo4.779

2.r Anggota Keluarga ASN 400.092 400.o92 400,o92 400.o92 400.o92

2.2 Anggota Keluarga Kemhan/TNI,
POLRI, BIN, BSSN, dan Bakamla

25 1. 135

2.3 Anggota Keluarga Pegawai
Lembaga Negara
Independen/ Badan Publik

3.42s

2.4 Mahasiswa 14.802 18.133 22.394 27.881 34.990

2.5 Keluarga Tenaga Keq'a Sektor
Ekonomi dari industri di dalam
Ibu Kota Nusantara

72.318 75.833 79.348 82.863 85.766

2.6 Keluarga Tenaga Kerja di Sektor
Layanan Pendukung yang
diinduksi dan industri dalam
Ibu Kota Nusantara

175.27t 180.048 189.600 196.476

2.7 Keluarga Tenaga Kerja
Konstruksi pada masa
Pembangunan Ibu Kota
Nusantara

25.745 27.538 29.330 3t.t22 32.91s

3. Jumlah Penduduk Eksisting
yang berada dalam delineasi Ibu
Kota Nusantara

165.160 165.854 166.551 167.25t 167.954

TOTAL POPUI.ASI 1.666.121

SK No 141047 A
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Pada Tahap 4, pengembangan kawasal akan difokuskan pada KIPP tahap 2A'
dan sebagian tahap 2E} sub-BWP II; Kawasan lbu Kota Nusantara Barat;
Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur; serta Kawasan Ibu Kota Nusantara Utara.
Pembangunan pada Tahap 3 akan difokuskan kepada zona mixed-use dengan
sejumlah tipologi, meliputi (1) Perluasan Kawasan Perkantoran Pemerintahan
Pusat (Lembaga Ekse kutif, Legislatit Yudikatif) dengan penerapan smarf
gouernment; (2) Perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/ Polri; serta
(3) Perluasan Kawasan bisnis dan ekonomi pendukung termasuk
pengembangan hotel bisnis, Eco resort dan MICE; (a) Perluasan Kluster Industri
(termasuk Industri 4.0 center of excellencel; t5) Perluasan riset dan
pengembangan talenta serta Universitas unggulan; (6) Perluasan rumah sakit
internasional; (7) Perluasan Kawasan Industri di Daerah Mitra. Pengembangan
kawasan zona mixed-use tersebut didukung dengan menjaga ruang terbuka
hijau, serta pengembangan infrastrukhrr transportasi, serta fasilitas sosia-l dan
fasilitas umum.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara pada
tahap keempat, maka diperlukan langkah persiapan, pembangunan dan
pemindahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

6.4.1 Persiapan

Penyediaan tanah pada Tahap 3 dapat dilakukan melalui pelepasan kawasan
hutan maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
atau pengadaan tanah langsung. Sementara itu, pada wilayah yang telah ada
pemilikan dan penguasaan masyarakat, apabila dilakukan melalui pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Otorita Ibu Kota
Nusantara men5rusun DPPT dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.

Untuk mendukung pembangunan dan pengembalgan pada Tahap 4, maka
akan terus dilanjutkan sosialisasi secara lebih luas ke berbagai pemangku
kepentingan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sosialisasi ini
tidak hanya mencakup masyarakat lokal dan calon penduduk pendatang di Ibu
Kota Nusantara serta PNA dan OI, namun juga terhadap berbagai investor
potensial yang akan berperan dalam pembangunan dan pengembalgan Ibu
Kota Nusantara.
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6.4.2 Pembangunan

6.4.2.1 Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Pada Tahap 4, kegiatan pembangunan sosial difokuskan pada dua hal' yaitu

sebagai berikut:

a. Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, pengembangar Ibu Kota

Nusantara yarrg sesuai rencana tata ruang, pengembangan kebijakan
ekonomi hij au dan berkelanjutan bagi sektor-sektor baru'

b. peningkatan kapasitas dan daya saing lembaga pendidikan dan riset kelas

dunia.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan tersebut
adalah sebagai berikut:
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Tabel 6- 19 Penalrapan Arahan Pemenfeetan Rueng Aspek Sosial dan sumtrcr Dajra Manusia di TalEp 4 PeDbangunen Ibu Kota Nusantara Tahun 2035-2039

No

ICI
Ibu Kota

l{urantara
20,45

Jente/
Kornpoaen

Rcncana
ProyeL/

Alrtlvltas/
Guaa l,ah*n

IndrLast Progran
untu& Aktivitas Lokasi Target

IndlLaai
Skerna

Penbiayaan

Indlkesi
Tahuu

Olrcraslonal
1 >75Vo dari

256.142 hektare
area untuk
ruang hijau
(65%" atea
dilindungi dan
lOh area
produksi
pangan)

Konservasi dan
Restorasi hutan
dan lahan

Pelibatan tokoh
dan masyarakat
dalam
konservasi dan
restorasi hutan
dan laharr

Evaluasi peran
lembaga yang
melibatkan masyarakat
lokal untuk mengatur
masalah terkait lahan
dal konservasi hutan
dan perurnusan
kegiatan ke depan

KIKN Dokumen evaluasi
terhadap pemukiman
dan lahan garapan
masyarakat dalam
kawasan hutan
dan/atau lahan negara

APBN Setiap tahun

Penghijauan kembali
area yang terda-urpak
pembangunan hsik
dan area pemukiman
penduduk

KIKN Pemukiman masyarakat
dan kawasan hutan

APBN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

finoncingl

Setiap tahun

SK No 074464C
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lfo
KPI

Ibu Kota
Nusa[tara

20.+6

Jents/
Komponen

Rencana
Eoyek/

AEttvttss/
Guaa Lahalr

Indltacl Prograa
uutuL Aktlvltac LoLasi Tatget

Indihasi
Shema

Pembla5raan

Indttaal
Tehun

Operaslonal

2 1OO%o integrasi
seluruh
penduduk

Ruang Publik,
Fasilitas
Nasional, serta
Integrasi Sosial

Diskusi forum
sosial dan
keagamaan

Penguatan
pelaksanaan forum
diskusi dengan
pemangku kepentingan
dari komunitas
lokal/adat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Forum dengan lembaga
dan masyarakat adat
dan lokal yang diperkuat

APBN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

financingl

2035

Pergelaran Festival
Nusantara untuk
menghamornisasikan
hubungan antar
seluruh penduduk di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Pergelaran Festival yang
dihadiri oleh penduduk
lokal dal pendatang

APBN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

financingl

2038

Aset bernilar
budaya penting

Lanjutan pengkajian
dan pemanfaatan
Cagar Budaya dan
Objek Pemajuan

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Cagar Budaya dan Objek
Pemajuan Kebudayaan
di wilayah Ibu Kota
Negara

APBN 2039
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Rencana
Proyek/

AlrtMtas/
Guna Lahan

No

XPI
Ibu Eota

Nusantara
20,45

Jenis/
Konpoueu

Iadikssi Program
untut Alrtivitas Lokasi Target

Indikasi
Sket-a

Penbia5raan

[adrkasl
Tahun

Operasloaal

Kebudayaan dengan
melibatkan lembaga
pemerintah yang
bertanggung jawab atas
urusan kebudayaan,
serta perguruan tinggi

Aset bernilai
sosial dan
budaya penting

Pemeliharaan cagcu
budaya dan dan aset
penting nasional
dengan melibatkan
peran masyarakat adat
dan lokal dan
pemeliharaanya

KIPP APBN 2035

J 100% warga
dapat
menjangkau
layanan sosial/

Infrastruktur
Perkotaan,
Fasilitas Umum

Aset bernilai
sosial dan
budaya penting

Pembangunan fasilitas
sosial dan budaya di
luar pembangunan
tahap 3

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Fasilitas keagamaan dan
fasilitas sosial di
berbagai skala
pelayanan, seperti

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2036

SK No 074216C
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No

BPI
Ibu Kota

NusaEtara
20,45

Jents/
Komponeu

Rencana
Proyek/

Ahivitas/
Guna Lahaa

Indikssi Progran
uutut Attivitas Lokaei Target

Indikasl
Skema

Pembiayaan

IndlLasl
Tahun

Operaeioaal

masyarakat
dalam waktu 1O

menit

dan Fasilitas
Sosial

Rumah Ibadah,
Perpustakaan, Taman
Rekreasi, dan ruang
terbuka

Fasiiitas
Kesehatan

Penyediaan Posyandu Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Minimal 1 per skala
layanan wilayah setara
RW

APBN/APBD 2035-2039

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Minimal 1 puskesmas
per skala pelayanan
setara kecamatan dapat
bertambah dengan
memperhatikan pada
tingkat kepadatan
penduduk

APBN/APBD 2035-2039

SK No 074217 C
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No

rPI
Ibu Kota

Nusa[tara
20,45

Jents/
Konponen

Rencaua
Proyek/

Aktivttae/
Guna Lahau

Indlkasi Program
untuk Ahtlsitas Lokael Target

Indtkcel
Skema

Pembiayaan

IndlLesl
Tahun

Operasioual

Penyediaan Rumah
Sakit Berstandar
Internasional

KIPP Minimal 1 RS
Berstandar lnternasional

APBN/KPBU
IKN

2035-2039

Penyediaal Rumah
Sakit

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

rninimal 1 RS APBN/APBD/
KPBU

IKN/Swasta
Murni

2035-2039

Penyediaan
[.a.boratorium
Kesehatan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

Laboratorium terstandar
minimal tingkat
keamanan hayati (Bio
Safety LeuellBSL\3 dan
dapat ditingkatkan
sampai dengan minimal
BSL 4

APBN/APBD/
KPBU

IKN/Swasta
murni

2035-2039

SK No 074218 C
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No

trPI
Ibu Kota

Nucaltara
20,45

Jenis/
Komponen

Reacana
Proyek/

Atttvttae/
Guna Lahan

Indttast Prograa
untuk ALtivitas L,okaei Terget

tldtka3l
Skema

Pemblayaan

Indikasi
Tahun

Operaslonal

Peningkatan kapasitas
fasilitas pelayanan
kesehatan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Fasilitas pelayanan
kesehatan yang sudah
ada

APBN/APBD/
KPBU IKN

2o35-2039

Fasilitas
Pendidikan

Pembangunan lanjutan
unit sekolah baru dan
pengembangan tingkat
TK/RA/BAlPAUD

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

TK/RA/BA/PAUD di
setiap wilayah setingkat
desa/kelurahan atau
tersedia minimal 1

TK/RA/BA/PAUD untuk
27O ar:ak usia 3-6 tahun

APBN/
Swasta Murni

2039

Pembangunan lanjutal
unit sekolah baru dan
pengembangan tingkat
sD/Mr/SDLB/
Sederajat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

SD/MI/SDLB/ Sederajat
untuk 672 anak usia
7-12 tahun

APBN/
Swasta Murni

2039

SK No 074219 C
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I{o

KPI
Ibu Kota

Nusantara
2A4S

Jenls/
Komponen

Reneana
Proyek/

Ahivitas/
Guna Lahau

Iadikasi Program
uutuk Aktivitas Lokasi Target

Indtkasi
Shema

Pembia5raaa

Inilikasi
Tahuu

Operaslonal

Pembangunan lanjutan
unit sekolah baru dan
pengembangal tingkat
SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minima-l 1

SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat untuk t.056
anak usia 13-15 tahun

APBN/
Swasta Murni

2039

Pembangunan lanjutan
unit sekolah baru dan
pengembangan tingkat
sMA/SMK lMAl
SMALB/Sederajat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

sMA/SMK/MA/SMALB/
Sederajat untuk 1.296
anak usia 16-18 tahun

APBN/
Swasta Murni

2039

Penguatan perguruan
tinggi unggulan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara
dan/atau Daerah
Mitra lbu Kota
Nusantara

Tercukupinya sarala
dan prasarana PT
unggulan untuk
mendapatkan akreditasi
internasional

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

Setiap tahun

SK tro 071220 C
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No

XPI
Ibu Kota

Ilueaatera
20,43

Jenis/
Kompouen

Rencana
Proyek/

Akttvttas/
GuEa Lahan

Indl!.rsl Prograrn
untuk Aktivitas Lokasi Target

Iadlkasi
Skema

Peubia5raan

Iadikaai
Tahun

Operasloual

Pembangunan lanjutan
unit Tempat Penitipan
AnaklDay Care

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

TPA/DC di setiap
wilayah setingkat desa/
kelurahan atau tersedia
minimal l TPA/DC
untuk 27O anak usia O -
12 tahun (sama dengan
TKlRA/BA/PAUD)

APBN/
Swasta
Murni/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financingl

2039

4 IOOVI ruang
publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain

Fasilitas umum Balai Adat/
Pusat
kebudayaan

Pengembangan
pembangunan balai
adat/pusat
kebudayaal

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Balai adat/pusat
kebudayaan pada skala
pelayanan setara
kecarnatan

APBN/
Pembiayaal

IGeatif
(creatiue

financingl

2035

Monitoing
pembangunan balai
adat agar tetap seialan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Dokumen evaluasi
pembangunan balai adat

APBN/
Pembiayaan

Kreatif

2039

SK No 074221 C
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No

XPI
Ibu llota

Nueantara
20,45

Jents/
Kompouel

Rencana
hoyek/

Alrttvttas/
GuDa Lahan

lndlltqsl Progfam
uutuk ALttvttas Lokasl Target

Indikast
Skema

Pembia5raaa

IndlLesl
Tahun

Operasloaal

yang responsif
gender dan
inklusif

dengan prinsip yang
telah ditetapkan

(creatiue

financingl
Pembangunan
universal

Diskusi forum
sosia-l

Pelibatan secara al,rtif
kelompok kelompok
rentan seperti
Organisasi Penyandang
Disabilitas,
Perempuan, Anak, dan
Lansia untuk sama
szuna mengevaluasi
pembangunan fisik dan
sosial yang telah dan
akan bedalan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Dokumen evaluasi
pembangunan fisik dan
sosia-l dari kelompok
kelompok rentan

APBN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

finarrcingll

2035

SK. No 074222C
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No

KPI
lbu Eota

Nusautara
20,+5

Jenis/
Komponea

Reacana
Proyek/

Alrtlvttas/
Guaa Lehan

Indlkasl Program
u-ntuk Alrtlvltas Lokasi Target

Indlkeel
Skema

Pembia5raan

IndILast
Tahun

Operasional

5 10 menit ke
fasilitas penting
dan simpul
transportasi
publik

Kohesi dan
Inklusi Sosial

Ruang Publik
yang aksesibel
dan penuh
interaksi

Melengkapi ruang
ruang publik (seperti
terminal, stasiun,
bandara) dengan
berbagai tenantlokal
yang terstandarisasi

Area Luar KIKN Partisipasi tenant lokal
di berbagai fasilitas
publik untuk
mendukung interaksi
sosial

APBN 2036

6 >lOVo dari lahan
256.t42
hektare tersedia
untuk
kebutuhan
produksi
pangan

Ketahanan
Pangan

Pelibatarr
masyarakat
adat dal lokal
dalam
mendorong
aspek
ketahanan
pangan

Penguatan kelompok
kelompok tani loka1
dengan pelatihan
pertanian modern dart
bantuan subsidi dan
lal-an

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Modul pelatihan bagi
desa dan/atau
masyarakat yang hidup
dalam kawasan hutan
dan/atau kawasan
pertanian

APBN 2035

SK No 01,1223 C
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No

XPI
Ibu Kota

Nucautara
20,45

Jenls/
Komponea

Reucana
Proyek/

Alrtivitee /
Guna Lahan

Iadllasl Prograa
untuk Aktivltas Lokasi Target

Indlkasl
Skema

Pembia5raau

Inditasi
Tahun

Operaslonal

Pelatihan peningkatan
nilai tambah produk
pertanian dan
mengintegrasikannya
ke platform digital

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Modul pelatihan bagi
desa dan/atau
masyarakat yang hidup
dalam kawasart hutan
dan/atau kawasan
pertanian

APBN 2035

7 6O7o daur ulang
timbularr
limbah padat di
tahun 2045

Ekonomi Sirkular Pemanfaatan
Sisa Pangan
dan Daur Ulang
Sampah

Pengintegrasian produk
daur ulang untuk
pemenuhan kebutuhan
lokal melalui
pembudayaan
penggunaan produk
produk daur ulang

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Produk daur ularrg
menjadi budaya
masyarakat

APBN/
Swasta
Murni/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financingll

2035

Pemalfaatan
Sisa Pangan
dan Daur Ulang
Sampah

I^anjutan pembuatan
Bank Sarrpall dengan
memberdayakan
kelompok masyarakat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Adanya Bank Sampah
di berbagai daerah pada
level pelayanan setingkat
desa

APBN/
Swasta
Murni/

2035

SK No 0i4224C
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No

XPI
Ibu Kota

Nusantara
20,45

Jcnts/
Komponeu

Reucana
Proyek/

Ahtivites/
Guus Lahaa

Indikast Program
untut Alrtivitas Lokael Target

Indikasi
Skens

Pembia5raan

Indikasi
Tah.un

Operaelonal

loka.l atas inisiasi
perangkat desa

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financingl

8 Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan
256.142 hektare
memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting pada
2045

Infrastruktur
Permukiman

Infrastruktur
Permukiman

Pelibatan lanjutan
tenaga kerja lokal
dalam pembangunan
dan perbaikan
Infrastruktur
Permukiman di area
permukimarr
masyarakat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Operasionalisasi
lnfrastruktur
Permukiman di area
permukiman masyarakat

APBN 2035

Evaluasi keterlibatal
tenaga kerja lokal pada
pembangunan Ibu Kota
Nusantara

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Dokumen evaluasi
ketenagakedaan
penduduk lokal usia
keq'a

APBN 2035

SK Nc 074125 C
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No

KPI
Ibu Kota

Nusantara
2045

Jenlsl
Komponen

Rencana
Proyek/

Ahivitas/
Guna Lahan

Indlkasl Program
uutuk Akttvitas Lokasi

Indikacl
Skema

Pembiayaan

Indikasi
Tahun

Operaslonal

Pembangunan atau
pengembangan smart
uitlag e s / co mrnunitie s

KIKN Lanjutan Pengembangan
pilot projed smart
communnities

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

financingll

2039

9 O7o kemiskinan
pada populasi
Ibu Kota
Nusantara pada
tahun 2035

Pengentasan
Kemiskinan

Pendataan Evaluasi 5 tahun
pendataan teringrasi
basis data terpadu di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Dokumen evaluasi
pendataan bagi
masyarakat lokal dan
pendatang

APBN 2035

Rujukan dart
Layanan Sosial

Penguatan kapasitas
Pemda, Desa,
Kelurahan, dan
Masyarakat untuk
mengelola dan
memberikan ruiukan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

DMD / K yang terintegrasi
dengan Puskesos di
seluruh lbu Kota
Nusantara terlaksana
dengan kapasitas
spesialistik untuk

APBN 2035

SK No 074226C

Target



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-699-

No

KPI
Ibu Kota

Nusantara
20,45

Jsnis/
Komponen

Rcncaaa
Proyek/

Aktivitas/
Guna Lahan

Inditasi Prograra
u-tuk Aktlvitas Lokasi Target

Indtkest
Skema

Pembiayaan

Indikqsi
Tahun

Openslonal

terhadap masalah dan
layanan sosial yang
dihadapi/diperlukan
penduduk rentan

layanan penduduk
berkebutuhan khusus
(Iansia, penyaldang
disabilitas, dan
seterusnya)

Kemandirian
Ekonomi

Membangun
kemandirian ekonomi
dengan membuka
akses terhadap
permodalan mandiri
(perbankan) dal
permodalan bantuan
(pemerintah), serta
internet (teknologif

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Bertambahnya jumlah
masyarakat yang dapat
mengakses layalan
perbankan dan layanan
teknologi (internet)

APBN/
Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

financingl

2036

10 Rasio Gini
regional

Penguralgan
ketimpangan

Pemberdayaan
Masyarakat

Evaluasi kurikulum
pelatihan kemampuan

Wilayah Ibu Kota
Nusa:rtara

Dokumen evaluasi bagi
BLK yang sudah ada dan

APBN/ 2035

SK Na Q11227 C
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No

KPI
Ibu Eota

Nusantara
2(}45

Jenis/
Kompoueu

Rencaaa
hoyek/

AJfttvttar/
Guna Lahan

Indlkael Program
untuk Aktivitas Lokast Target

Indlkssi
Skema

Pembla5raan

IndiLast
Tahun

Operasloaal

terendah di
Indonesia pada
2045

UMKM dan tenaga
kerja lokal yang ada di
BLK

yang baru di wilayah Ibu
Kota Nusantara

Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

finarrcingl

Penyaluran tenaga
keda terlatih pada
berbagai industri dan
kegiatan di wilayah Ibu
Kota Nusantara bekerja
sama dengan
pemerintah daerah dan
badan swasta

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersalurnya tenaga kerja
terlatih ke berbagai
industri di Wilayah Ibu
Kota Negara

APBN/
Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif

2035

SK No 074228C
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No

XPI
Ibu Eota

Nugantara
20,45

Jenie/
Komponen

Rencana
Proyek/

Alrttvitas/
Guna Lahen

Indlkael Program
u-tuk Attivitas Lohssl Target

Indlkast
SLema

Peublayaan

Indikasi
Tahun

Operaslonal

(creatiue
ftnancinol

Pemanfaatan potensi
lokal baik itu
pariwisata, produk
unggulan, produk
ekonomi kreatif,
maupun seni budaya
untuk membuka
peluang ekonomi baru
masyarakat lokal

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Peningkatal ekonomi
baru bagi Masyarakat
lokal dan masyarakat
adat di Wilayah Ibu Kota
Nusantara

APBN/
Swasta
Murni/

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue
financinql

2036

SK No 071229 C
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6.4.2.2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Penambahan fasilitas infrastruktur pada Tahap 4 adalah sebagai berikut:

1. Lanjutan pembangunan jalan di KIKN serta sebagian jalan di KPIKN;

2. Pembangunan utilitas terintegrasi, seperti:

a. ekspansi SPALD-T yang berlokasi di daerah infrastruktur pusat
dengan kapasitas sekitar 100 persen;

b. pembangunan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi 10O
persen kebutuhan pengembangan Ibu Kota Nusantara Tahap 4;

c. melanjutkan pembalgunan infrastruktur (hijau dan abu-abu) untuk
penerapan prinsip kota spons dan pengembangan/pemutakhiran
smart early utaming sgstem;

d. penambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan gas melalui
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan
pembangkit, sistem penyaluran tenaga listrik, cadangan dan
penyimpanan energi, serta jaringan gas kota;

e. melanjutkan identifikasi potensi dan rancangan detail bendungan
multiguna dan sumber air baku lainnya, termasuk peluang kerja sama
pemerintah dan swasta;

f. penambahan amenitas digital dan perkotaan untuk penerapan solusi
kota cerdas di KIKN;

g. pembangunan infrastruktur TIK: pengembangan pusat data tepi dan
jaringan utama telekomunikasi, dan BTS.

3. Program konservasi dan restorasi hutan:

a. rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;

b. penambahan penanaman di area pengembangan;

c. penambahan penanaman pohon dan vegetasi di area KIPP dan KIKN;

d. pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal,
termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani.

4. Pengembangan sarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, olahraga);

SK No 141727 A
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Penyediaan perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah ta-ngga
yang mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya
KPBU IKN untuk:

a. pengembangaa rumah umum (lanjutan);

b. rumah negara/rumah dinas ASN, TNI dan Polri (lanjutan);

c. rumah masyarakat/ tenaga pendukung Ibu Kota Nusantara (komersial
maupun swadaya).

Rincian penahapan unfuk aspek infrastruktur dan lingkungan di Tahap 4 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

5

SK No 14l726A
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Jeutr/
Konlroaen

Rancara
Eoyek/

Ahrdhs/
Guna Lahal

Itrdlta,El ProEraE
untuk A.ktlvltas

Lokael Target
Indltasl
Sler.a.

Pentleyaaa

Irdltast
Tshurl

Opcncloorl

1 Instalasi
kapasitas energi
terba,rukan
akan memenuhi
lOOo/o

kebutuhan
energi Ibu Kota
Nusantara

Infrastruktur
Ketenagalistrikan

Panel surya atap Pemasangan panel
surya atap
(Penambahan dari
panel surya atap pada
tahap sebelumnya)

KIPP dall seluruh
perkotaan
Wilayah Ibu Kota
Nusanta-ra

Menyesuaikan dengan
potensi atap gedung
untuk dibangun panel
surya atap

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

Setiap tahun

Solar Farrn Pemasangan Solor PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Farm pada tahap
sebelumnya)

KIKN 3.632,7 ha
(Potensi lahan untuk
dibangun solar faon)

BUMN/ Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

Solar Fann Pemasangar Solar PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Form pada tahap
sebelumnya)

KPIKN 2.484,7 ha
(Potensi 1a-trarr untuk
dibangun solar farm)

BUMN/Badarr
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

SK No 074480 C
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No

HPI
Ibu Kota

l[usantara
2046

Jeals/
Komponen

Rencana
Proyek/

Alrtivitas/
Gula Lahan

Iudikasl Program
uatuk Attivttas Lokasi Target

Indikast
Ekena

Pembiayaan

Indlkael
Tahun

Ope rasioaal

Solar Farm Pemasangan Solar PV
(Penambatran dari
pembangunan Solar
Farmpada tahap
sebelumnya)

KPIKN 392,6 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solarfarm)

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

Solar Farm Pemasangan Solar PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Farmpada tahap
sebelumnya)

KPIKN 3.675,3 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solar fannl

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

Solar Farm Pemasangan Solar PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Farmpada tahap
sebelumnya)

KPIKN 310,7 hektare
(Potensi lahan untuk
dibarrgun solarfarml

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

SK No 0'74230 C
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No

IEI
Ibu Kota

Ifusaatara
20,45

Jerls/
I(omponen

Rencana
Proyek/

Alrtivitas/
Guaa Lahan

Iadttasl Prograr
untuE Alrtivitas Lokasi Target

Iaditasi
Skena

Penbiayaan

Indikasi
Tahun

Opetaeional

Solar Fartn Pemasangan Solar PV KIKN 62I,6 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solar farml

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

Solar Farun Pemasangal SolarPV KPIKN 2.607,4 hektare
(Potensi la-l-an untuk
dibangun solar farm)

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

Cadangan dan
Penyimpanan
Energi

Pembangkit listrik
cadangan dan baterai
sebagai penyimpanan
untuk menjaga
stabilitas jaringan dan
meningkatkan
keandalan

KIKN dan KPIKN
(Tergabung di
wilayah solar
fannl

lSYo-ZO"/o dari total
kapasitas pasokan Iistrik

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

SK No 074231C
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No

XPI
Ibu Kota

Nuraatara
20,+5

Jenls/
Koruponen

Rencane
Proyek/

AlEttvttas/
Guna Lahau

IndlLnsl Program
untuk Aktivttas Target

Indlkasl
Skema

Pembiayaan

Iadilasi
Tahun

Opetasional

Gardu induk
terisolasi gas
(Gas Insulated
Substationl
Grs) 1s0kv

Pembangunan Gardu
Induk

KIPP 1 Unit BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

Gardu lnduk
15okv

Pembangunan Gardu
lnduk

KPIKN Menyesuaikan dengan
penambahan
permintaan pasokan
listrik

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

Gardu Distribusi
2okv

Pembangunan Gardu
Distribusi

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
penambahan
permintaan pasokan
listrik

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

SK No 0'74483 C

Lotaci



PRES IDEN
REPUELIK INOONESIA

_708_

trlo

XPI
Ibu Sota

l{usantara
20,45

Jcnle/
Kompoaen

Rencana
Proyek/

Aktivltse/
Guua l,6lrerr

Indikasi Progran
untuk Akttvitas Lokasl Target

[adtlnrl
Skena

Pembla;raan

Iadikasi
Tahun

Operasional

Jaringan
Transmisi dan
Distribusi

Pemasangan jaringan
transmisi dan
distribusi bawah
tanah (bila sudah
tersedia jaringan
utilitas terpadu di
lokasi setempat)

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikar dengart
jumlah permukiman dan
perkantoran yang
dibangun

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

Gardu Induk
500kv

Pembangunan Gardu
Induk dan tapak tower
transmisi untuk
interkoneksi Sistem
Ketenagalistrikan
Kalimantan
(Pembangunan
menyesuaikan dengal
penambahan
permintaan pasokan
listrik)

1 Unit BUMN/Badan
Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2039

SK No 074484 C

Wilayah Ibu Kota
Nusantara



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-709 -

No

rPI
Ibu Koto

Husaatara
2045

Jenle/
Kornponea

Rencene
ProyeL/

Alrtivltas/
Gitrna Lahaa

Indikasi Progran
nntuk Alrtivitas Lokael Target

lndlkael
Skema

Pemblayaau

Indltasl
Tahun

Operaeional

Smart meteing Pernasangan smart
meteing yang dapat
berkomunikasi dua
arah dengan database
penyedia listrik

Tersebar di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman dan
perkantoran yang
dibangun

APBN/
Masyarakat
Pelanggan

Setiap tahun

Infrastruktur Gas Jaringal Gas
Kota

Pemasangan jaringan
gas kota

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman
yang dibangun

BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2035

, 6O%o daur ulang
timbulan
limbah padat di
tahun 2045

Infrastrrrl,rtur
sistem
pengelolaarr
persampahan -
Daur Ulang
Sampah Rumah
Tangga dan

Fasilitas
Pengomposan

Pengolahan limbah
organik

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
rKN/

Pembiayaal
Kreatif

(creatiue
financing)

2039

SK No 074485 C



PRES I DE N
REPUBLIK INDONESIA

-7to-

No

KPI
Ibu Kota

Nusa,ntara
20,45

Jents/
Komponen

Rencsla
Proyet/

AktMtae/
Guns, Lehar

Indlkasi Prograo
uatuk Alrtivitas LoLssi Target

Iadlkasl
Skema

Peabiayaan

tarlltasi
Tahun

Operaslonal

Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Fasilitas daur
ulang

Terdiri dari berbagai
fasilitas untuk
mendaur ulang
berbagai macarn
material

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue

funncingl

2039

Infrastmlifur
sistem
pengelolaan
persampahan -
Pengolahan
Sampah Rumal.
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Fasilitas
pengolahan
sampah melalui
proses termal
(Wa.ste to Energgl
dan/atau
pengolahan
sampah menjadi
barang (Waste to
Productl

Pengolahan sampah
rumah tangga dan
sampah sejenis rumah
tangga yang tidak bisa
didaur ulang

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutart

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
Ianjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2039

SK No 074486C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

.7LL -

l{o

XPI
Ibu Kota

Nugaatrra
2045

Jenis/
Komponol

Reacana
Proyek/

Ahtwttag/
Guna Lahau

Indlkael Program
uatuk Ahlrltac Lokasi Target

IndlLaei
Skena

Pembla5raan

Indltasl
Tahun

Operaslord

Lahan Urug
Saniter (Sanitary
Landfiltl

Tempat pemrosesan
akhir untuk residu
pengolahan sampah
rumah tangga dan
sejenis rumah tangga
yang tidak dapat
didaur ulang

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dart studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2039

Infrastruktur
sistem
pengelolaan
persampahan

Jaringan
pengalgkutan
sampah melalui
pneumatic
(hteumatic Waste
Collection Sgstem
atau PWCS)

Jaringan pengumpul
sampah dari
balgunan vertikal ke
stasiun pengumpulan
PWCS

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2039

SK No 074487 C



PRES I DEN
REPUBLTK INDONESIA

-712-

No

IGI
Ibu Kota

Nucantara
20,45

Jcalr/
Komponea

Rencaaa
Proyeh/

A&tivttEs/
Cruag l,ahaa

Indlkarl Program
untuk Alrtivltas Target

Indikasi
Skema

Penblayaan

IrdILasi
Tahua

Operaslonal

Stasiun
Pengumpulan
PWCS

Tempat pengumpulan
sampah dari jaringan
PWCS

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2039

Sarana
Pengumpulan
dan
Pengangkutan
Sampah

Sarana pengumpulan
sampah dari sumber
dal pengangkutan
sampah ke TPST

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2039

3 l0O% air
limbah akan
diolah melalui
sistem
pengolahan
pada tahun
2035

Infrastruktur Air
Limbah

SPALD-T (IPAL-D
dan jaringan
perpipaan air
limbah domestik)

Pengelolaan Air
Limbah dengan
Sistem Terpusat (of-
sife) dilengkapi
dengan fasilitas
pengolahan lumpur

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2039

SK No 074488C

Lokasi



FRES IOEN
REPUELIK INDONESTA

-7t3-
Indllaei
Tahun

Operaslonal

Iadlkasi
Skema

Pembla5raan
TargetLohaslIndlkesi Progam

untuk Ah,ivitas

Rencana
Proyek/

Alrtiwltas/
Guaa Lahan

Jenls/
KomponenNo

KPI
Ibu Kota

I{usantara
Setiap tahunAPBN/

KPBU IKN
Intake Spekau dan
bendungart Sepaku
Semoi

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Operasi dan
Pemeliharaan Sumber
dan Intake Air Baku

Mempertahankan
Iayanan
infrastruktur

Infrastruktur
SDA - Sumber
Air

2039APBN/
KPBU IKN

Ditentukan sesuai
dengal kebutuhan dan
studi lanjutart

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

1. Lanjutan
pembangunan
infrastruktur
drainase,
pengendali banjir
dan pengendali
sedimen

2. Operasi dan
pemeliharaan
infrastruktur
drainase,
pengenddi banjir
dan pengendali
sedimen

Pembangunan
infrastruktur
drainase,
pengendali banjir
dan pengendali
sedimen

Infrastruktur
SDA -Banjir dan
Drainase
Perkotaan

Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan
256.L42 hektare
memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting Pada
2045

4.

SK No 071489 C



PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

- 714 -

Indlkael
Skema

Pembia5raan

IndlLasi
Tahua

Operasioual
TargetLokeslIndlLasi Program

untuk Akttvltas

Rencanr
Proyek/

AkMtae/
Gune Labea

Jeuls/
Komponen

IEI
Ibu Kota

Nusantara
20+s

No

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2040Satu kawasan
dengan IPATahap 1

Di luar KIPPFasilitas Pengolahan
untuk peningkatan
kualitas air minum

2040APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
laljutan

Disesuaikan
dengart
kebutuhan dan
studi lanjutan

Reservoir
pembagr

Penyimpanan air yang
akan melayani setiap
daerah pengembangan

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2040Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan serta
ketersediaan MUT

KIPPPengaliran air minum
yang memenuhi air
minum amarr dan 3K
(kuantitas, kuelitas,
dan kontinuitas)

Jaringan
Distribusi

Infrastruktur Air
Minum untuk
KIPP

SK No 074490 C

Instalasi
Pengolahan Air
Minum (1x3OO)



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-715-

Indikasi
Tahun

Operaaional
Target

IndiLast
Skema

Pembla5raaa
LokasiIrdlkasl Prograa

uutuk Aktlvltac

Rereana
ProyeL/

Akivitas/
Guna Lahan

Jerls/
Komponen

BPI
Ibu Kota

![usantata
20,45

No

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2039Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
Ianjutan

Disesuaikan
dengarr
kebutuhan dan
studi lanjutan

Target kualitas air
minum arnan

Instalasi
Pengolahan Air
Minum

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2039Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Jaringan transmisi air
minum dari IPA
menuju reservoir

Jaringan
perplpaan
transmisi air
mlnum

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2039Disesuaikal dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Reservoir lnduk

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni

2039

studi

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan

Disesuaikan dengan
MUT

dan kontinui

Pengaliran air minum
yang memenuhi 3K
(kuantitas, kualitas,

Jaringan
Distribusi

Infrastruktur Air
Minum untuk
KIKN

SK Nc 074491 C

Penyimpanan air yang
akan melayani setiap
daeratr pengembangan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7L6-

No

KPI
Ibu Kota

ilusaatata
20,46

Je-le/
Komponen

Rencana
Proyek/

AIrtMtas/
Guna Labau

Indlkasl Program
untuk Aktlvltas Loknsi Target

Indikasi
SLema

Pembia5raan

Indlkasl
Tabua

Operaeional

5. 100%
konektivitas
digital dan
teknologi
informasi dal
komunikasi
(TIK) untuk
semua
penduduk dan
bisnis

hrsat Data Tepi
(Edge Data
Centefl

Pusat Data Sebagai Pusat Data
Tepi guna menunjang
Sistem Data dan
Teknologi Informasi

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Total 3 unit Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2039

Fixed Broadband Serat Optik Penghubung jaringan
telekomunikasi

KIPP 2-4 Ring (10o, 4o0 GbE) Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2035

Mobile
Broadband

BTS Penghubung jaringan
telekomunikasi

Jarberse1 KIPP 1O0-200 unit Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2035

6 80% perjatanan
dengan
transportasi
publik atau
mobilitas aktif

Transportasi
Umum

Bus Pengembangan
layanan angkutan
umum bus dan
fasilitas pendukung
(haltelshelter)

KIKN/
KPIKN

Operasional layanan
angkutan umum bus
dan fasilitas pendukung
(haltelsh-elter)

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2039

SK No 074492C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7t7 -

l{o

KPI
Ibu Kota

Nusautara
20,46

Jenis/
Kompoaeu

Reucana
Proyek/

AklYltas/
Guaa Lahan

Indikasi Program
uatuk Aktivltas Lokasl Target

Indikaai
Skema

Pembiayaaa

IndtLaei
Tahun

Operasioual

Fasilitas transit
atau perpindahan
antar-moda

Sistem transit
dan/atau TOD

KIKN/
KPIKN

Operasional sistem
transit dan/atau TOD

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2039

Kereta Api Penyiapan
pengembangan
angkutan umuJm
massal berbasis KA di
Ibu Kota Nusantara
dan Daerah Mitra
sekitarnya

Wilayah lbu Kota
Nusantara dal
Daerah Mitra
sekitarnya

Penyiapan angkutan
umum massal berbasis
KA

APBN/
KPBU IKN/

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usatra Otorita

2039

7 1O menit ke
fasilitas penting
dan simpul
transportasi
publik

Infrastruktur
Jalan

Jalan di KIKN Operasional jaringan
Jalan di KIKN dan
sekitarnya

KPIKN dan
Daerah Mitra
sekitarnya

l00Yojaringan jalan di
KIPP dan fasilitas
pendukung

APBN/
Swasta Murni

2035

SK Nc 014237C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7t8-

No

IEI
Ibu Kote

Busantara
2()45

Jents/
Kompouea

Rencana
ProyeL,/

Aktivttae/
Gunq Laban

Indikael Program
untuk Alrtlvitas Lohasi Target

Iudlla.si
Skema

Pembialraan

Iadilasi
Tahun

Opetaelond

Infrastruktrrr
Perumahan dan
Permukiman"

Penataan
lingkungan

Penataan perumahan
dan permukiman
terintegrasi

KPIKN loooh prasarana/ sarana
dasar perumahan dan
simpul transportasi
umum dapat ditempuh
<1O menit

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni/
Masyarakat

8 1O0 persen
penggantian
ruang hijau
untuk setiaP
bangunan
bertingkat
institusional,
komersial, dan
hunian

lnfrastruktur
SDA - Konservasi
air penerapart
prinsip kota
spons

Per,erapan Zero
Detta Q

Fasilitas pemanenurn
maupun peresaPan air
hujan yang diteraPkan
di gedung-gedung dan
bangunan-bangunan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

100% ketaatan Pemilik
gedung dan bangunan
dalam penerapa\ zero
delta Q

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2039

SK No 074491C



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-7L9 -

l{o

XPI
Ibu Kota

I[usantara
2A4S

Jenls/
I(omponen

Rencane
Proyek/

Aktivitas/
Gura Lahaa

IndlLnsl Program
untuk Alrtivltas Lohnsl Target

Indtkasi
Skema

Pemblayaan

Indi&asi
Tahun

Operaslonal

9 Net zero
emission untuk
Ibu Kota
Nusantara di
2045 di
kawasan
256.142 hektare

Transportasi
umum

Bus, Kereta Api Penerapan moda
transportasi umum
berbasis listrik serta
fasilitas pendukung
(charging facilitgl

KIKN dan KPIKN Operasional moda
transportasi umum
berbasis listrik

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badart
Usaha Otorita

2039

10 >75oh dari
256.142 hektare
area untuk
ruang hijau
(650/o area
dilindungi dan
lOV" area
produksi
pangan)

Konservasi dan
Restorasi Hutan

Pengurangan
deforestasi

Moratorium dan/atau
pencabutan izin
tambang dan sawit
dalam kawasan hutan
dan lindung

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Seluruh izin tambang
batu bara dan kebun
sawit dalam Kawasan
hutan

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinql

setiap tahun

SK No 074233C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-720-
Indll:a.si
Tahun

Olrcrarioael

Isdlkagt
Shema

Pembla5raan
TargetLohslIndtLesl Progran

untul Attlvltrs

Rencaru
Ptoyek/

Atttvitag/
Grraa Lahan

Jents/
Komponeu

API
Ibu Kota

Nusantasa
20,46

No

setiap tahunAPBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue

30.0OO helrtareWilayah Ibu Kota
Nusantara

Penyelesaian
penguasaan kawasan
dan/atau tenurial
hutan

setiap tahunAPBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue

Tergantung ancarnarl
dan kejadian

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Patroli dan Penegakan
hukum pidana
kehutanan

Perlindungan
hutan

SK No 0;4196C



PRES IDEN
REPUALIK INDONESIA

-72t-
Indtkaei
Skerne

Pembiayaan

ladtLa3[
Tahun

Operasional
TargetLokaslIodikasi Program

untuk Alrtivltas

Rencana
Proyek/

Alrttsltae/
Jenls/

KompoaenNo

KPI
Ibu Kota

Husaatara

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue

setiap tahunTergantung kerawanan
kebakaran

Patroli dan
pemadaman
kebakaran hutan

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue

setiap tahunKoridor Samboja
Koridor KIKN

Wilayah Ibu Kota
Nusartara

Perlindungan koridor
satwa alami

Konservasi
keanekaragaman
hayati

SK No 074497 C

Wilayah Ibu Kota
Nusantara



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-722-

No

KPI
Ibu Kota

IYusantara
20,45

Jenls/
Kompoaen

Rencara
ProyeL/

Attivitas/
Guna, Lahaa

lo6llLnsl Program
uutuL ALtivltae

Lokasi Target
Iudilasi
$kema

Penblayaaa

IndrLasi
Tahun

Operasional

Perlindungan koridor
satwa buatan
fiembatan atau
terowongan)

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Di lokasi pembangunan
infrastruktur

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatlue
financinol

setiap tahun

Konservasi eksitu
keanekaragarnEln
hayati

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

BOSF Samboja, Yayasan
Jejak Pulang, PSO Arsari

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
ftnancinql

setiap tahun

SK No 07 +498 C



PRES lDEN
REPUBLIK INDONESIA

-723-

No

XPI
Ibu Kota

Nureatara
2046

Jetlts/
Komponen

Renc4na
Proyek/

Akttvltas/
Gung Lahaa

Iadikasl Prograa
untuk Alrtivltag Lokasi Target

Iadikast
Skema

Pembiayaan

Indtlasi
Tahun

Operasloaal

Inventarisasi dan
monitoring tanaman
dan satwa liar

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Kawasan dengan Nilai
Keanekaragaman Hayati
Tinggi

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinal

setiap tahun

Pengelolaan
hutan/wanatali
berkelaljutan

Pegembangan bisnis
kehutanan dari jasa
ekosistem dan HHBK

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

3 bisnis kehutanan
(karbon, wisata alam,
HHBK)

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Pembiayaan
Kreatif

(creatiue
financinq)

setiap ta.l.un

SK No 074499 C



PRES IDEN
REPLIBLIK INOONESIA

-724-

f{o

KPI
Ibu Kota

Nusantara
2o4.S

Jeats/
Komponen

Rencaaa
Proyet/

Aktivites/
Gula Lahan

Indikasl Ptogram
untuk Alrtivitas Lokast Tatget

Iudltasl
Skema

Pembla5raar

Iudlkasi
Tahun

Operaslonal

Restorasi Hutan Rehabilitasi dan/atau
penanaman pohon

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

15.000 hektare APBN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/

Swasta Murni/
Pembiayaan

Kreatil
(creatiue
financinql

Setiap tahun

Reklamasi dan/atau
pemanfaatan lahan
bekas tambang dan
kebun sawit

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

1.000 hektare /tahun APBN/
BUMN/Badarr

Usaha
Otorita/

Swasta Murni/
Pembiayaan

Kreatif
(creatiue
financinql

Setiap tahun

SK No 074500 C



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-725-

No

KPI
Ibu Kota

Itusaatara
2045

.Ienle/
Komponen

Reacana,
ProycL/

Attivttas/
Guaa Lahaa

hdtkast Prograrn
untuk Aktivitas Lokaei Target

Iudlkael
$kema

Peoblayaan

IndtkaEi
Tahua

Openslonal
Integrasi
konservasi hutan
dalam tata ruang

Penetapan kawasan
dilindungi
berdasarkan nilai
keanekaragaman
hayati dan karbon
stok

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

159.180 hektare Setiap tahun

Infrastruktur
sumber daya
air-Konservasi air
penerapan
prinsip kota
spons

Pengelolaan
kolam retensi dan
embung
multiguna

Lanjutan
pembangunan kolam-
kolam tampungan air
yartg memiliki
multifungsi untuk
penyediaan air,
pengendalian banjir,
konservasi air, vista,
serta mengurangi
urban heat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN/KPBU
IKN

2039

SK No 074149 C

APBN



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-726-

No

KPI
Ibu Kota

I[usaatara
20'45

Jcnts/
Kom.ponen

Rencana
Ptoyeh.l

Aktivitss/
Guna Lahaa

[a{lLqsl Program
untuk Attivitag LoLasi Tatget

IudiLaei
Skema

Pembla5raan

Indikasl
f4[rrn

Operasional
Produksi
makanan sehat
dan organik

Area Pertanian
Regeneratif
Pangan

1. Intensilikasi
pertanian
2. Peningkatan
kapasitas bagi petani
lokal

KPIKN 135.000 hektare
(memenuhi >lOo/o lahan
untuk pemenuhan
pangan sebesar f25.0OO
hektare)

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita
/Swasta Murni

Setiap tahun

Urban Fanning
(Pertanian
Perkotaan),
Permakultur,
Sirkular, dan
presisi

Pengembangan urbon
farming

KIPP > t46 hektare (asumsi
untuk pemanfaatan
Creen hnusel,
permakultur, sirkular,
dan presisi

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita
/Swasta Murni

Setiap tahun
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No

XPI
Ibg Kota

Ilusaatara
20,45

Jenis/
Kompoaen

Rencaua
Proyek/

Akivitas/
Guaa Lahan

Indikast Program
uatuk Aktlvltas Lokasi Target

Iadlkasl
Skema

Pembiayaau

Indilasi
Tahun

Operaslonal

tl lOOo/o nrang
publik
dirancang
menggunaka-n
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif
gender dan
inklusif

Infrastruktur
Kawasan
Permukiman

Pengembangan
kawasan
permukiman
yang sudah ada

Peningkatan kualitas
lingkungan
permukiman saat ini
dan pengembangan
kawasan permukiman
baru (iika diperlukan)
secara bertahap
termasuk penyediaan
fasum fasos

KIKN Kualitas permukiman
yang meningkat

APBN/
KPBU IKN/

BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni

2034

Infrastruktur
KIKN

Pembangunan
KIKN

Pembangunan KIKN
secErra bertahap
termasuk penyediaal
fasum fasos

KIKN 56.920 hektare APBN/
KPBU IKN/

BUMN/
Badan Usaha

Otorita/
Swasta Murni
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6.4.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Pada Tahap 4 (dan dilanjutkan pada Tahap 5), pembalgunan ekonomi yang
dikembangkan meliputi 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu (enablefi yang
terdiri atas hal berikut:

a. peningkatan kapasitas dan diverisifikasi klaster industri berbasis
pertanian berkelanjutan di Daerah Mitra yang al<an berfokus pada
peningkatan produksi dan investasi di industri nutrisi;

b. peningkatan kapasitas klaster industri masa depan yang berbasis energi
terbartrkan di Daerah Mitra yang akan berfokus pada perluasan kapasitas
pabrik perakitan untuk melayani permintaan dalam dan luar negeri,
serta didukung penyediaan insentif mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk pengembangan kapabilitas penelitian dan
pengembangan, dan investasi batl di bidang suku cadang dan komponen
kendaraan listrik roda dua dan panel surya;

c. penguatan klaster farmasi terintegrasi di Daerah Mitra yang akan
difokuskan untuk meningkatkan produksi bahan baku obat di dalam
negeri, inovasi produk farmasi baru berbasis bahan kimia, produksi vaksin
di dalam negeri, dan perluasan pasar ekspor;

d. penguatan daya saing produk dan layanan klaster ekowisata dan wisata
kebugaran yang inklusif, responsif gender, dan ramah anak;

e. peningkatan kapasitas klaster industri kimia maju dan turunannya di
Daerah Mitra yang akan difokuskan untuk meningkatkan investasi di
produk kimia khusus, memperluas penggunaan produk petrokimia lintas
sektor, meningkatkan ekspor produk petrokimia, menambah kilang untuk
produksi minyak nabati, menambah pabrik oiekimia, serta memperkuat
penelitian dan pengembangan;

f. penguatan klaster energi rendah karbon di Daerah Mitra yang akan
difokuskan untuk memperluas gasifikasi batu bara untuk mengurangi
ketergantungan pada impor, memperkuat pusat OEM, mengembangkan
biofuel baru, serta meningkatkan rehabilitasi pertambangan dan
penerapan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan;

C. penguatan kota cerdas dan pusat digital yang didukung perluasan
penerapan Artificial Inteltigence (AI) dan teknologi digital terbaru lainnya;

h. penguatan pendidikan Abad ke-2 I yang berfokus pada pengembangan
bidang keilmuan yang selaras dengan kebutuhan industri yang semakin
maju dan berstandar dunia.

SK No 141725 A
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Tabel 6-21 Penahapan Arahan Pemanfaatan Ruang Aapck Industri dar Pusat Ekonomi di Tshap 4 Pemban8unan tbu Kota Nusantsra Tahun 2035-2039

No

KPI
Ibu Kota

Nugantara
20,45

Jente/
Komponea

Reacana
koyek/

AJrtivltas/
Guaa Lahan

IndlLael Progrlm untuk
Altivitas Lokasl Target

Iudikacl
Skema

Pembiayaaa

In{lLqsf
Tahun

Operaeio-rl
I Pendapatan

Domestik
Regional Bruto
(PDRB) Per
Kapita negEra
(setara ekonomi)
berpendapatan
tinggi

Infrastruktur
Kawasar. Industri
dan pusat
ekonomi

Perencanaan 1. Pemutakhiran
Masterplan Kawasal
darr/atau site plan

2. Penyusunan Kajian
Kelayakan

KIKN, KI
Buluminung
(PPU), Kr
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket dokumen per
indikasi program
per lokasi

APBN/APBD/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2035

Perizinan 1. Penyusunan dan/atau
pemutakhiran dokumen
Izin Lingkungan

2. Proses pengajuan baru
dan/atau perpanjangan
perizinan lahan

3. Proses pengajuan baru
dan/atau perpanjangan
Izin Usaha

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2035

SK No 074235C
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No

IPI
Ibu Kota

Nusantara
20,45

Jenlc/
Konponea

Rencaaa
Proyeh/

AttHtas/
Guna Lahsn

Iadlkasi Progran uatuk
Attlvltas Lotasi Target

Indlhasi
Stcma

Pemble5raan

Indrta"l
Tahuu

Operaeioual
Tata Ruang dan
Wilayah

1. Revisi RTRW
2, Penetapan dan/atau

revisi RDTR

Paket dokumen per
indikasi program
per lokasi

APBN/
APBD

Infrastruktur
Dalam Kawasan

1. Pembangunan dan/atau
peningkatan kapasitas
produksi

2. Pengadaan dan/ata.u
perluasan lahan
Kawasan lndustri

3. Pematangan Lahan
Kawasan

+. Pemeliharaan
infrastruktur dalam
kawasan

KI
Buluminung
(PPU), Kr
Kariangau
(Balikpapan),
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur),

1. Paket kegiatan per
lokasi

2.Paket
pembangunan
infrastruktur per
indikasi prograrn
per lokasi sesuai
kebutuhan

KPBU IKN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

APBD/
APBN

Swasta Murni/ 203s

\
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No

XPI
Ibu Kota

![uaantan
20,45

Jeats/
Komponen

Rencane
Proyek/

A}tlvftas/
Gune Lehaa

Indtkasl Prograrr untuk
Aktlwltas LoLasi Target

Ind{Lqsi
Skema

Pembiayaan

IadlLast
Tahua

Operaeional
Infrastruktur
pemampu
(enabletl

1. Pengembangan pusat
dan infrastruktur digital

2. Penguatan pusat
pendidikan dan
pelatihan vokasi dal
perBuruan tinggi

3. Penyusunan kebijakan
darr penerapan Artificial
Intelligence (AI) dan
teknologi digital terbaru
Iainnya

Wilayah Ibu
Kota
Nusantara
dan/atau
Daerah Mitra
Ibu Kota
Nusantara

l. Paket
pembangunan
infrastruktur per
indikasi program
sesuai kebutuhan

2.Paket kebdakan
per indikasi
program Per
klaster ekonomi
sesuai kebutuhan

APBN/APBD/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2037
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No

XPI
Ibu Kota

Ifusantara
2045

Jenls/
Komponen

Retlcana
koyek/

AtrtMtas/
Guna Lataa

Indlkasl Progran untuk
Attivitas Lohasi Target

Indllasi
Skema

Pemblayaaa

IEdtkast
Tehua

Operacional
Konektivitas
Luar Kawasan

1. Pembangunan
dan/atau peningkatan
Jalan mendukung
akses menuju kawasan
industri

2. Pengembangan
pelabuhan mendukung
kawasan industri

3- Penyiapan jalur kereta
api mendukung
kawasan industri

KI
Buluminung
(PPU), KI
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), serta
di wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program
per lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2037
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I{o

NPI
Ibu Kota

Nusantara
2W

Jenls/
Koruponen

Rencaaa
Proyek/

AfEtlvltas/
Guna Lahan

Iaditarl Program untuk
AJrtivita.s Lokasl Target

IndrLasI
Skeua

Peablayaan

Indlkasl
Tahun

Operasioual
Infrastruktur
Penunjang Luar
Kawasan

1. Pengadaan [.a]ran untuk
pengembangan
infrastruktur penunj ang
luar kawasan

2, Pembalgunan dan
pemeliharaan lanjutan
in frastrulltur penunjang
Iainnya

1. Paket kegiatan
per lokasi

2. Paket
pembangunan
infrastruktur per
indikasi program
per lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita
/Swasta Murni

2037
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No

XPI
Ibu Bota

Nurantata
2o,4.s

Jeais/
Komponea

Reacana
Proyek/

Akttvitas/
Cruna Lahan

laflLr3l Program untuk
Alrttvttas Lokast Target

Indlkasi
Skema

Penbl,ayaan

IadrLaei
Tahua

Operasioaal
Peningkatan
Investasi

1. Fasilitasi Investasi
2- Pameran/Roadshow

Investasi
3. Penyusunan dan/atau

pemutakhiran prof-il
Investasi

4. Pendampingan
Investasi

5. Investasi Pembangunal
Fasilitas Produksi

KIKN, KI
Buluminung
(PPU), KI
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), serta
di wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket kegiatan per
indikasi program
per lokasi sesuai
kebutuhan

APBN 2035
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Ilo
KPI

Ibu Kota
Nusaatara

20,45

Jeals/
Koaponea

Reucaaa
Proyek/

Aktfirltas/
Guroa Lahan

Indlkasl Progran uatuk
A&tlvitae Lokast Tatget

Indlkast
Sherma

Pembiayaan

Indltasi
Tahun

Operasional
Promosi Ekspor 1. Penyelesaian

Hambatal
Perdagangan dengan
Negara Mitra

2. Simplifikasi Regulasi
Ekspor

3. Perumusan Insentif
Fiskal mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang perpajakan
dan kepabeaneln

Paket kegiatan per
indikasi prograrn
per lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2035
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No

KPI
Ibu Kota

l{ueantata
20,45

Jenls/
Kompouen

Rencana
Proyek/

Atttvltas/
Guna t6hnn

IndlLasi Program untuk
A&tlvttas Lokasi Target

Indtkasi
SkernA

Pembiayaan

Indlkasl
Tahutr

Operaslonal

Kemitraan
Usaha

1. Pengembangan Rantai
Pasok UMKM

2" Fasilitasi Produksi
UMKM

3. Logistik UMKM
4. Kemitraan Usaha Mikro

dan Kecil dengan Usaha
Mikro dan Besar

Paket kegiatan per
indikasi program
per lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2035

Penyediaan
SDM

1. Pelatihan SDM
2. Riset permintaaan pasar

(market demand
analgsisl dan analisis
kebutuhal pelatihan
Itraining nee ds analg sisl

3. Perencanaan kebutuhan
tenaga kerja (marupower
planningl

4. Pembangunan layanan

Paket kegiatan per
indikasi progrtrm
per lokasi sesuai
kebutuhan

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2035
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Catatan:

Lillskunsan.
Paket kegiatan pembangunan infrastruktur de petrviapan sDM terbuka untuk dilakBaDAkan Eelalui investasi swasta/BuMN/Badan usaha otorira atau dukungan pemerintah,atau kerja sarua antara 6wasta, BUMN/ Badan Usaha Otorita dan pcmerintah.

No

XPI
Ibu Kota

I$usaatara
204s

.Ienls/
Kom,poncn

Reneana
Proyek/

A&tivtter/
Ghraa Lahan

Iadtkaci Program uatuk
Aktlvltag Lokast Target

IndlLasi
Skeaa

Pembla5raaa

IndiLast
Tahun

Opensional
informasi pasar kerja

5. Pengembangan konsep
afirmasi pelibatan
tenaga keria lokal

Harmonisasi
Regulasi

Paket kebijakan per
indikasi program
per klaster ekonomi
sesuai kebutuhal

APBN/
APBD

2035

SK lrio 07{ 160 C

1. Kebijakan Rantai pasok
Hulu Hilir

2. Penyusunal Insentif
Fiskal mengikuti
ketentual peraturan
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6.4.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada periode 2035 - 2039 sistem yang akan dibangun terdiri atas:

a. Sistem dan strategi pertahanan:

1. Mabes TNI (lanjutan);

2. Mabrigif & Yonmek B;

3. Yonkav B;

4. Yonarhanud;

5. Flite Penerbad di KP-IKN;

6. Lanud (KPIKN), Wing Udara, Skadron 17 45 9, Skadron Jet Tanker,
Skatek (lanjutan);

7. Kosek IKN, Satrudal Jauh-Sedang, Sat Anti Drone Taktis-Strategis
(lanjutan);

8. Resimen Arhanud (lanjutan);

9. Yonko 467 (lanjutan);

b. Simbol dan sistem dan strategi keamanan cerdas: Taman Makam Bahagia;

c. Sistem dan strategi keamanan cerdas:

1. Diklat SSDM;

2. Brimob Resimen IV Yon E;

3. Polsek luar IKN;

4. Pemenuhan peralatan;

5. Pemenuhan rumah dinas.

6.4.3 Pemindahan Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta Pemindahan
TNI dan Polri

6.4.3.1 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi PNA dan OI

Pada Tahap 4, yaitu periode 2035-2039, akan berfokus pada peningkatan
digitalisasi, pemantapan integrasi pelayanan publik, serta pemenuhan standar
pelayanan publik. Upaya pendekatan bilateral, promosi dan sosialisasi akan
kemajuan pembangunan Ibu kota Nusantara terus disampaikan kepada PNA

SK No 141053 A
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dan OI. Pada tahapan ini diharapkan PNA dan OI dapat didorong untuk mulai
membangun di komplek diplomatik dan OI di KIPP.

6.4.3.2 Pemindahan TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan
pada Tahap 4 berjumlah 22.785 orang, seperti tercantum dalam Tabel 6-22.

Tabel 6-22 Jumlah pemindahan personil bidang
pertahanan dan keamanan pada Tahap 4

XSITEITTDRIAII / LEMBAGA TAHAP 4

Kementerian Pertahanan

TNI

TNI AD 4.927

TNI AL 4.227

TNI AU r.977

Paspampres

Polri 10.520

BIN 335

BSSN

BAKAMLA 799

Total 22.785

6.5 TAIIAP 5: PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TAIIUN 2O4O-2O45

Pada Tahap 5, pengernbangan lbu Kota Nusantara diharapkan telah mencapai
puncaknya ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta
pertumbuhan penduduk yang telah stabil. Populasi KIKN dicanangkan
mencapai kurang lebih 1,7 s.d. 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan
perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare. Proyeksi jumlah populasi Ibu
Kota Nusantara pada Tahap 5 adalah sebagai berikut:

SK No l4l054A
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Tabel 6-23 Proyeksi Jumlah Populasi Ibu Kota Nusantara
Sarnpai Dengan Tahap 5 (Tahun 2O4O-2O451

Populasi 2040 2041 2042 2043 2024 2045

1 Jumlah Tenaga Kerja 573.2A?

1.1 Aparatur Sipil
Negara (ASN)

100.023 100.023 100.023 100.023 100.023 100.023

r.2 Kemhan/TNI, POLRI,
BIN, BSSN, dAN
Bakamla

to3.742

1.3 Pegawai Lembaga
Negara Independen/
Badan Publik

1.234

1.4 Tenaga Kerja Sektor
Ekonomi dari
industri di dalam Ibu
Kota Nusantara

85.193 87,983 90.773 93,563 96.389 99.213

1.5 Tenaga Kerja di
Sektor La.yanan
Pendukung yang
diinduksi dari
industri dalam Ibu
Kota Nusantara

t95,377 201.983 208.s89 215.195 221.450 227.703

1.6 Tenaga Kerja
Konstruksi pada
masa pembangunan
Ibu Kota Nusantara

33.346 34.952 36.557 38.t62 39.767 4t.372

2 Populasi
Tanggungan/
Dependen

L.L67.664

2.t Anggota Keluarga
ASN

400.o92 400.o92 400.o92 400.o92 400.o92 400.o92

2.2 Anggota Keluarga
Kemhan/TNI, POLRI,
BIN, BSSN, dan
Bakamla

290.478

SK No 141055 A
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Catatan :

a. pemindahan ASN diproyeksikan selesai pada tahap kedua.
b. proyeksi tenaga kerja konstruksi merupakan angka sementara berdasarkan data historis di

luar perhitungan investasi sektor konstruksi.
c. proyeksi Pegawai Lembaga Negara Independen lBadan Pub[k beserta keluarga baru

mencakup data pegawai Bank Indonesia.

Pada Tahap 5, pengembangan kawasan akan difokuskan pada KIPP tahap 28
sub-BWP II, tahap 3A dan 38 Sub-BWP III; Kawasan Ibu Kota Nusantara Barat;
Kawasan Ibu Kota Nusantara Timur; serta Kawasan Ibu Kota Nusantara Utara.
Pembangunan pada Tahap 3 akan difokuskan kepada zona mixed-use dengan

No Populasi 2040 2041 2042 2043 2024 2045

2.3 Anggota Keluarga
Pegawai lembaga
Negara Independen/
Badan Publik

4.96t

2.4 Mahasiswa 44.406 48.846 54.708 62.367 72.970 88.812

2,5 Keluarga Tenaga
Kerja Sektor
Ekonomi dari
industri di dalam Ibu
Kota Nusantara

88.670 91.574 94,478 97.382 100.323 t43.263

2.6 Keluarga Tenaga
Ke{a di Sektor
Layanan Pendukung
yang diinduksi dari
industri dalam lbu
Kota Nusantara

203.352 zto.227 2t7.LO3 223.978 230,489 236,997

2.7 Keluarga Tenaga
Kerja Konstruksi
pada masa
Pembangunan Ibu
Kota Nusantara

34.707 36.379 38,049 39.720 41.390 43.061

3 Jumlah Penduduk
Eksisting yang
berada dalam
delineasi Ibu Kota
Nusantara

168.660 169.133 t69,607 L70.O82 170.559 t7t.o37

?OTAL POPULASI 1.911.988
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sejumlah tipologi, meliputi (1) Perluasan Kawasan Perkantoran Pcmerintahan
Pusat (Lembaga Ekse kutif, Legislatif, Yudikatif, dan Eksaminatif) dengan
pcnerapan smart gouernment; (21 Perluasan kawasan permukiman ASN dan
TNI / Polri; serta (3) Perluasan Kawasan bisnis dan ekonomi pendukung
termasuk pengembangan hotel bisnis, Eco resort dan MICE; (a) Perluasan
Kluster Industri (termasuk Industri 4.O center of excellencel; (5) Perluasan riset
dan pengembangan talenta serta Universitas unggulan; (6) Perluasan rumah
sakit internasional; (71 Perluasan Kawasan Industri di Daerah Mitra.
Pengembangan kawasan zona mixed-use tersebut didukung dengan menjaga
ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur transportasi, serta
fasilitas sosial dal fasilitas umum.

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah lbu Kota Nusantara pada
tahap kelima, maka diperlukan langkah persiapan, pembangunan dan
pemindahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

6.5.1 Persiapan

Penyediaan tanah pada Tahap 5 dapat dilakukan melalui pelepasan kawasan
hutan maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan urnum
atau pengadaan tanah langsung. Sementara itu, pada wilayah yang telah ada
pemilikan dan penguasaan masyarakat, apabila dilakukan melalui pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Otorita Ibu Kota
Nusantara men5rusun DPPT dan menganggarkan biaya pembebasan lahan.

Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pada tahap 5, maka
akan terus dilanjutkan sosialisasi secara lebih luas ke berbagai pemangku
kepentingan terkait dengan pembangunan lbu Kota Nusantara. Sosialisasi ini
tidak hanya mencakup masyarakat lokal dan caJon penduduk pendatang di Ibu
Kota Nusantara serta PNA dan OI, namun juga terhadap berbagai investor
potensial yang akan berperan dalam pembangunan dan pengembangan Ibu
Kota Nusantara.

6.5.2 Pembangunan

SK No l4l057A

6.5.2.1 Pembangunan Sosiai dan Sumber Daya Manusia

Adapun arahan pemanfaatan rua.ng untuk mendukung kegiatan pada Tahap 5
adalah sebagai berikut:
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Tabel 6-24 Penat,apan Arahan Pemadaatan Ruang Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia di Tahap 5 Tahun 2O4O-2O45

No

XPI
Ibu Kota

Itlusautara
2045

Jeaie/
Komponeu

Renceaa
Proyek/

Aktlvt'-s/
Guaa I,ahanr

Indfhasi Program
rrrfq! Attivitas Lotsst Tatget

Indrkasi
Shema

Pemblayaan

Iudlkasi
Tahun

Operaslonal
1 >75"/" dari

256.142 hektare
area untuk
rualg hijau
(65Yo arca
dilindungi dan
TOoh area
produksi
pangan)

Konservasi dan
Restorasi hutan
dan lahan

Pelibatan tokoh
dan masyarakat
dalam
pelestarian dan
konservasi darr
restorasi hutan

Pemberian
penghargaan kepada
tokoh adat dan
masyarakat loka_l yalg
berkomitmen menjaga
dan melestarikan
lingkungan dan hutan

KIKN Pelaksanaan
pemberian
penghargaan kepada
tokoh adat dan
masyarakat lokal yang
berkomitmen menjaga
dan melestarikaa
lingkungan dan hutan

APBN Setiap
tahun

Penghijauan kembali
area yang terdampak
pembangunan fisik
dan area pemukiman
penduduk

KIKN Area penghijauan yang
meningkat di area
sekitar permukiman

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

Setiap
ta.l.un

SK No 074161 C
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No

IPI
Ibu Kota

Nusantara
20'45

Jelris/
Komponeu

Reacaaa
Proyek/

Akttvttas/
Guaa Lahan

Indrrtasi program
uatuk Alrtlvitas Lokest Target

Iudlkasi
Skema

Pembiayaan

IndrLqsi
Tahuu

Operaslonal

2 1O0% integrasi
seluruh
penduduk

Ruang Publik,
Fasilitas
Nasional, dan
Integrasi Sosial

Diskusi forum
sosial dan
keagamaan

Penguatan
pelaksanaan forum
diskusi dengan
pemangku
kepentingan dari
komunitas lokal/adat

Wilayah lbu Kota
Nusantara

Forum dengan lembaga
dan masyarakat adat
dan lokal yang
diperkuat

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
finarcingll

2045

Pergelaran
Festival

Pergelaran Festival
Nusantara untuk
menghamornisasikan
hubungan antar
seluruh penduduk di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Pergelaran Festival
yang dihadiri oleh
penduduk lokal dal
pendatang

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

2043

Pergelaran
Festival

Perayaan 100 Tahun
Indonesia merdeka
dengan
mengintegrasikan
seluruh aspek sosial

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Kegiatan Perayaan 100
Tahun Indonesia
Merdeka

APBN/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingl

2045

SK No 0:4137 C
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No

XPI
Ibu Kota

It[usautara
20,45

.Ienls/
Kornporen

Renca-a
ProyeL/

Alrtivitas/
Guna Lahan

Iadllrasl program
uatuk AkMtas Lokasl Target

Indikasl
Skema

Peablayaaa

Indlkast
Tahun

Operasional

budaya dalam
kegiatan "Bulan 10O
Tahun Kemerdekaan"

Aset bernilai
sosial dan
budaya penting

Lanjutal pengkajian
dan pemanfaatan
Cagar Budaya dan
Objek Pemajuan
Kebudayaan dengan
melibatkan lembaga
pemerintah yang
bertanggung jawab
atas urusan
kebudayaan, serta
perguruan tinggi

KIKN Cagar Budaya dan
Objek Pemajuan
Kebudayaan di wilayah
Ibu Kota Negara

APBN 2045

SK No 074163C
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l{o
BPI

Ibu Kota
Nusantara

20,46

Jents/
Kompoaen

Rencana,
Proyet/

Atttvitar/
Guna Iahan

Iadit ael Progran
untut Aktivltas LoLesi Target

laflltr+l
Skena

Peabia5raan

Indthast
Tahun

Operadonal

Pemeliharaan cagar
budaya dan dan aset
penting nasional
dengan melibatkan
peran masyarakat adat
dan lokal dan
pemeliharaanya

KIPP Fasilitas keagamaan
dan fasilitas sosial
pada tingkat nasional
yaitu Rumah Ibadah,
Museum Nasional,
Galeri, serta
Perpustakaan
Nasional

APBN 2040

3 lOOo/" walga
dapat
menjalgkau
layanal sosial/
masyarakat
dalam waktu 10
menit

Infrastruktur
Perkotaan,
Fasilitas Umum
dan Fasilitas
SosiaI

Aset bernilai
sosial dan
budaya penting

Lanjutan
pembangunan fasilitas
sosial dan budaya di
luar pembangunan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Fasilitas keagamaan
dan fasilitas sosial di
berbagai skala
pelayanan, seperti
Rumah lbadah,
Perpustakaan, Taman
Rekreasi, dan ruang
terbuka

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2041

SK No 074164C
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No

XPI
Ibu Kota

lYusentara
20,43

Jenir/
Komponen

Rencana
Proyek/

Alrtlvites/
Guna Lahau

Iadlkasi Prograa
untut Afttlvite.s Lokast Target

IndlLasl
Skeo^e

Peabia5raaa

IndlLasl
Tahun

Operaslonal

Fasilitas
Kesehatan

Penyediaan Posyandu Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Minimal 1 per skala
layanan wilayah setara
RW

APBN/APBD 2040-2045

Penyediaan
Puskesmas

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Minimal I puskesmas
per skala pelayanan
setara kecamatan
dapat bertambah
dengan memperhatikan
pada tingkat kepadatan
penduduk

APBN/APBD 2040-2045

Penyediaan Ruma-h
Sakit Berstandar
Internasional

KIPP Minimal 1 RS
Berstandar
Internasional

APBN/KPBU
IKN

2040-2045

SK No 0:4165 C
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l{o
KPI

Ibu Kota
Nusantara

2o,45

.Iente/
Komponen

Reacaua
Proyek/

AJfttvit$/
Guag tahaa

Ildrltrel program
untuk Altivltas Lotasl Target

IndiLast
SLema

Pemblayaan

Indlkast
Tahun

Operasioaal
Penyediaan Rumah
Sakit

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

minimal 1 RS APBN/APBD/
KPBU

IKN/Swasta
Murni

2040-2045

Penyediaan
I"aboratorium
Kesehatan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal I
La,boratorium
terstandar minimal
tingkat keamanan
hayati (Bio Safetg
Leuel/BSL) 3 dan dapat
ditingkatJ<an sampai
dengan minimal BSL 4

APBN/APBD/
KPBU

IKN/Swasta
murnr

2040-2045

Peningkatal kapasitas
fasilitas pelayanal
kesehatan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Fasilitas pelayalan
kesehatal yang sudah
ada

APBN/APBD/
KPBU IKN

2040-2045

SK No 074166C
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No

XPI
Ibu Kota

Nusaatara
20,45

Jenls/
Komponea

Rencaaa
ProyeL/

Akttvltas/
eilEs Lahsn

Indllast Prograa
untuk Aktivites Lokssl Target

IadlLact
Skemr

Pembl,a5raan

IndtLq+l
Tahun

Operaclonal

Fasilitas
Pendidikan

Pembangunan
lanjutan unit sekolah
ba:rr dan
pengembangan tingkat
rK/RA/BA/PAUD

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minima-l 1

TKlRA/BA/
PAUD di setiap wilayah
setingkat
desa/kelurahan atau
tersedia minimal 1

rK/RA/BA/
PAUD untuk 27O anak
usia 3-6 tahun

APBN/
Swasta Murni

2045

Pembangunan
lanjutan unit sekolah
baru dan
pengembangan tingkat
sD/Mr/SDLB/
Sederajat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal I
sD/Mr/sDLB/
Sederajat untuk 672
anak usia 7-12 tahun

APBN/
Swasta Murni

2045

SK No 0i4167 C
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l{o
KPT

Ibu Kotq
Nusantara

20,46

Jealg/
Kompoaen

Reaca.na
Proyek/

Afrtivitas/
Guae Lahan

Indikrgl Program
untuk Alrtivltas Lokasi Target

Indttast
Skena

Pembiayaaa

IadtLact
Tahua

Opensional

Pembangunal
lanjutan unit sekolah
baru dan
pengembangan tingkat
SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

SMP/MTs/
SMPLB/Sederajat
untuk 1.056 anak usia
13-15 tahun

APBN/
Swasta Murni

2045

Pembangunan
lanjutan unit sekolah
baru dan
pengembangan tingkat
sMA/sMK/MA/
SMALB/Sederqjat

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

sMA/SMK IMA/
SMALB/Sederajat
untuk 1.296 anak usia
16-18 tahun

APBN/
Swasta Murni

2045

Penguatan perguruan
tinggt unggulan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara
dan/atau Daerah
Mitra Ibu Kota
Nusantara

Tercukupinya sarana
dan prasarana PT
unggulan untuk
mendapatkan
alceditasi internasional

APBN/KPBU
rKN/

Swasta Murni

Setiap
tahun

SK No 074168 C
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No

XPI
Ibu Kota

Nusantasa
20,46

Jeutsl
Komponeu

Renceaa
PtoyeL.l

Akttvttee/
Guna Lahan

Indikasl hogram
uutuk Aktlvltes Lokasl Target

IndiLasl
Stema

Pembia5raan

Indltasi
Tahun

Operaclonal

Pembangunan
lanjutan unit Tempat
Penitipan Anak/Dag
Care

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersedia minimal 1

TPA/DC di setiap
wilayah setingkat
desa/ kelurahan atau
tersedia minimal 1

TPA/DC untuk 270
anak usia O - 12 tahun
(sama dengan
TK/RA/BA/PAUD)

APBN/
Swasta Murni/

Pembiayaan
IGeatif lcreatiue

financirql

2045

4 100% ruang
publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif

Fasi-litas umum Balai Adat/
Pusat
kebudayaan

Konstruksi tahap
akhir pembangunan
balai adat/pusat
kebudayaan di
Wilayah lbu Kota
Nusantara

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Balai adat/pusat
kebudayaan pada skala
pelayanal setara
kecamatal

APBN/
Pembiayaan

Kreatif lcreatiue
financingll

2041

Monitoring
pembangunan Balai
Adat agar tetap sejalan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Dokumen evaluasi
pembangunan balai
adat

APBN/ 2045

SK No 074169 C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-752-

No

rI
Ibu Kota

Ilusaatare
204s

Jents/
Kompouen

Rencana
Proyet/

ALtlYttaa/
GuEa Lataa

Indlkasi Program
untuL Alrtftrltas Lokarl Target

Indilast
Skera

Peubiayaan

lafllLq3t
Tahun

Operasionel

gender dan
inklusif

dengan prinsip yang
tela-h ditetapkan.

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl
Pembangunal
universal

Diskusi forum
sosia,l

Pelibatan secara aktif
kelompok kelompok
rentan seperti
Organisasi
Penyandang
Disabilitas,
Perempuan, Anak, dan
Lansia untuk s€una
sEuna mengevaluasi
pembangunan fisik
dan sosial yang telah
dan akan berjalan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Dokumen eva-luasi
pembangunan hsik dan
sosial dari kelompok
kelompok rentan.

APBN/
Pembiayaal

Kreatif (creatiue
financing)

2040

SK No 0741i0 C
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No

KPI
Ibu Kota

I{usantara
2045

Jernls/
Kou.ponen

Reucana
Proyek/

Attivitas/
Gura Lahan

Inditrgt Program
untuk Aktivitas Lokasi Target

Indtkgct
Skema

Pembla5raan

Indlkasi
Tahun

Operaslonal

5 10 menit ke
fasilitas penting
dan simpul
transportasi
publik

Infrastruktur
Permukiman-
Kohesi dan
Inklusi Sosial

Ruang Publik
yang aksesibel
dan penuh
interaksi

Melengkapi rualg
ruzrng publik dengan
berbagai fasilitas
hiburan sederhana
yang mendukung
terj alinnya komunikasi
antar-masyarakat

KIKN Tersedianya fasilitas
hiburan di berbagai
ruang publik dan
fasilitas transportasi

APBN/KPBU
rKN/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financing)

2040

Evaluasi melalui
survei kepuasan
masyarakat terhadap
layanan, fasilitas, dal
sistem yang ada pada
fasilitas publik secara
umum

Area Luar KIKN Hasil survei kepuasan
masyarakat dan
dokumen evaluasi

APBN 2042

SK No 074171C
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No

BgI
. Ibu Kota

Nusantara
2045

.Ients/
Kompouea

Rcncana
Proyet/

A&tHtae/
Guaa Lahan

Iadiksel Progna
untuk Aktivites Lokast Target

Inditasi
Skema

Pembta5rae.u

IndlLssi
Tahun

Operadoaal

6 >lOo/o dari lahan
256.142 hektare
tersedia untuk
kebutuhan
produksi
Pangan

Ketahanan
Pangan

Pelibatan
masyarakat adat
dan lokal dalam
mendorong
aspek
ketahanan
pangan

Penguatan kelompok
kelompok tani lokal
dengan pelatihan
pertanian modern dan
bantuan subsidi dan
lahan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Modul pelatihan bagi
desa dan/atau
masyarakat yang hidup
dalam kawasan hutan
dan/atau kawasan
pertanian

APBN/
Pembiayaarr

Kreatif lcreatiue
financingl

2040

Kolaborasi dan
komitmen masyarakat
lokal, swasta dan
pemerintah dalam
menyerap produk lokal
pertanian melalui
program pertanial tiga
sektor

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Kemitraan antara
masyarakat lokal,
swasta dan pemerintah
untuk mendukung
produk lokal

APBN 2041

7 607o daur ulang
timbulan

Ekonomi Sirkular Pemanfaatan
Sisa Pangan dan

Pengintegrasian
produk daur ulang
untuk pemenuhan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Produk daur ulang
menjadi budaya
masyarakat

APBN/ 2040

SK Nc Ai{fizC
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No

KPI
Ibu Kota

l{usantara
2o4,S

Jents/
Komponen

Rencana
Proyek/

Alrttvttasl
Guru Lahan

Ind{rtgsl Program
untuk A.hlvltas LoLasi Target

Indlkasl
Skema

Pembiayaau

Indtkael
Tahun

Operaeional
8. Net Zero

Emission
untuk Ibu Kota
Nusantara di
2045 di
kawasan
256.t42
hektare

Transportasi
umum

Bus, Kereta Api Penerapal moda
transportasi umum
berbasis listrik serta
fasilitas pendukung
(charging facilitg)

KPIKN dan
Daerah Mitra
sekitarnya

Operasional moda
transportasi umum
berbasis listrik

APBN/
Swasta Murni

2045

9 1O0% ruang
publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif

Infrastrul,rtur
Kawasal
Permukiman

Pengembangan
kawasan
permukiman
yang sudah ada

Peningkatan kualitas
lingkungan
permukiman saat ini
dan pengembangan
kawasan permukiman
baru fiika diperlukan)
secara bertahap
termasuk penyediaan
fasum fasos

KIKN Kualitas permukiman
yang meningkat

APBN/KPBU
rKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2045

SK No 074238C
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Ifo

XPI
Ibu Kote

Nurantera
20,4s

Jents/
Kompoaen

Reacaaa
ProyeL/

Akivitas/
Guaa Laban

Iadltecl Program
untuL Alrtivitas Lotast Terget

Indikasi
SLemg

Pemblayaan

Iudlhasl
Tchua

Operasional
256.142 hektare
memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting pada
2045

Infrastruktur
Permukiman di area
permukiman
masyarakat

permukiman
masyarakat

Evaluasi keterlibatan
tenaga kerja lokal
pada pembangunan
Ibu Kota Nusantara

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Dokumen evaluasi
ketenagakerjaan
penduduk lokal usia
kerja

APBN 20+o

9 07o kemiskinan
pada populasi
Ibu Kota
Nusantara pada
tahun 2O35

Pengentasan
Kemiskinan

Pendataan Evaluasi 5 tahun
pendataan teringrasi
basis data terpada di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Dokumen evaluasi
pendataan masyarakat
lokal dan pendatang

APBN 2040

Rujukan dan
Layanan Sosial

Penguatan kapasitas
Pemda, Desa,
Kelurahan, dan
Masyarakat untuk
mengelola dan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

DMD/K yang
terintegrasi dengan
Puskesos di seluruh
Ibu Kota Nusantara
terlaksana dengan

APBN 2040

SK No 074174 C
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I[o
KPI

Ibu Kota
Nusantara

20,45

Jents/
Konponeu

Reucgrra
Proyek/

Alttvttas/
Guna Lahan

Indlkast Program
untuk Aktlvltas Lokasl Targct

IrrdiLast
Skeml

Pembleyaan

Initkact
Tahua

Opensloual

memberikan rujukan
terhadap masalatr dan
layanan sosial yang
dihadapi/diperlukan
penduduk rentan

kapasitas
komprehensif dan
berkesinambungan

Kemandirian
Ekonomi

ILanjutan]
Membangun
kemandirian ekonomi
dengan membuka
akses terhadap
permodalan mandiri
(perbankan) dan
permodalan bantuan
(pemerintah), serta
internet (teknologi)

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Berta-urbahnya jumlah
masyarakat yang dapat
mengakses layanan
perbankan dan
layanan teknologi
(internet)

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creative

financingl

2040

SK No 074175 C
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No

XPI
Ibu Kota

Ilurnutara
20,45

Jeuts/
Kompoaeu

Reucaaa
Proyet/

A&tisitas/
Guaa Lahan

Indlltasl Progren
untut Alrtivltas Lotasi Target

Inetlqsl
Skena

Peablayaan

Il1dflr-*i
Tahua

Opetasional
10 Rasio Gini

regional
terendah di
Indonesia pada
2045

Pengentasan
Ketimpangan

Pemberdayaan
Masyarakat

Implementasi
kurikulum pelatihan
tenaga kerja terbaru di
BLK dan pusat pusat
pelatihan dengan
memperhatikan
kebutuhan pasar

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Modul/kurikulum bagi
BLK yang sudah ada
dan yang baru di
wilayah Ibu Kota
Nusantara

APBN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/Swasta

Murni/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financingll

2040

Penyaluran tenaga
kerja terlatih pada
berbagai industri dan
kegiatan di wilayah
Ibu Kota Nusantara
bekerja sama dengan
pemerintah daerah
dan badan swasta

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Tersalurnya tenaga
kerja terlatih ke
berbagai industri di
Wilayah Ibu Kota
Negara

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

2040

SK ltlo 074176 C
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l{o
KPI

Ibu Kotr
Nugaatara

2o+5

Jenle/
Komponen

Renca.E&
Prcyehl

Attlvltas/
Guna Leh.a,a

Iudllagl Progratr
urtuk Attieltal Lokast TarEct

Indl&asl
Sheul

PerableSraaa

Iaalttest
Ta.hura

Opcraaloaal

Pemanfaatan potensi
lokal baik itu
pariwisata, produk
unggulan, produk
ekonomi kreatif,
maupun seni budaya
untuk membuka
peluang ekonomi baru
masyarakat lokal

Wilayah Ibu Kota
Nusa-ntara

Peningkatan ekonomi
baru bagi
Masyarakarat lokal dal
masyarakat adat di
W ayah Ibu Kota
Nusantara

APBN/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

Pembiayaan
Kteatrf (creatiue

financingl

2040
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6.5.2.2 Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Pada tahun 2O4O-2O45, pembargunan KIPP ditargetkan antara lain tahap 28
Sub-BWP II, Tahap 3A, dan 3E} Sub-BWP III, pembangunan inlrastruktur
ditargetkan telah terbangun secara menyeluruh, baik sarana prasarana
pendukung kawasan maupun koridor transportasi penghubung antar pusat
kegiatan. Penambahan fasilitas infrastruktur pada Tahap 5 adalah sebagai
berikut:

a. Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari KA di lbu Kota
Nusanta-ra dan Daerah Mitra sekitarnya;

b. Lanjutal pembangunan jalan di KIKN dan KPIKN;

c. Pembangunan dan pengembangan utilitas terintegrasi, seperti:

1. Pemantapan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan
100 persen pengembangan Ibu Kota Nusantara Tahap 5;

2. Penambahan amenitas digital dan perkotaan untuk penerapan solusi
kota cerdas di KIKN;

3. Pemantapan infrastruktur (hijau dan abu-abu) untuk penerapan
prinsip kota spons dan pengembangan/pemutakhiran smart earlg
waming sgstem;

4 . Penambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik dan gas melalui
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan
pembangkit, sistem penyaluran tenaga listrik, cadangan dan
penyimpanan energi, serta jaringan gas kota.

d. Program konservasi dan restorasi hutan;

l. Rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;

2. Penambahan pen€rnarnan di area pengembangan;

3. Penambahan penanaman pohon dan vegetasi di area KIPP dan KIKN;

4. Pelibatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan lokal,
termasuk perempuan dan anak dalam pengelolaan hutan/wanatani.

e. Pengembalgan sarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, olahraga).

SK No 141058 A
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Penyediaan Perumahan sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah tangga
yang mempertimbangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya
KPBU IKN untuk:

1. pengembangan rumah umum (lanjutan);

2. rumah negara/rumah dinas ASN, TNI dan Polri (lanjutan);

3. rumah masyarakat/tenaga pendukung Ibu Kota Nusantara (komersial
maupun swadaya).

Arahan pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur dan
lingkungan pada Tahap 5 dapat dilihat pada tabel Tabel 6'25.

f.
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Tabel 6-25 Arahan Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial di Tahap 5 Tahun 2O4O-2O45

No

XPI
Ibu llota

ltlueantara
2(J45

Jeuls/
Komponel

Rsncana
Ptoyek/

AktMtas/
Gura Lahan

Indlkagi Program'
uatuk Attivltae LoLasi Target

1,16[trarl
SLeaa

Penbiayaan

IndiEast
Tahun

Otrlerasionel
Instalasi
kapasitas
energr
terbarukan
akal '
memenuhi
100%
kebutuhan
energi Ibu Kota
Nusantara

Infrastruktur
Ketenagalistrikan

Panel surya atap Pemasangan panel
surya atap
(Penambahan dari
panel surya atap pada
taltap sebelumnya)

KIPP dan
seluruh
perkotaal
Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Menyesuaikan dengan
potensi atap gedung
untuk dibangun panel
surya atap

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

Setiap tahun

Solar Fann Pemasangan Solar PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Farm pada tahap
sebelumnya)

KIKN 3.632,7 ha
(Potensi lahan untuk
dibangun solar farml

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2045

Solar Farm Pemasangan Solar PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Farm pada tahap
sebelumnya)

KPIKN 2.484,7 ha
(Potensi lahan untuk
dibangun solarfarml

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

SK No 074178C
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Ifo

KPI
Ibu Kota

Nusaatara
20,45

Jenis/
Koraponen

Rencana
Proyet/

Al(tvlta!/
Guna Lahan

Iadikesl Program
uutuk Alrtfultas Lokasl Target

Indlkasi
Skema

Peabiayaan

Ildthast
Tahur

Operaelonal
Solar Farm Pemasangan Solar PV

(Penambahan dari
pernbangunan Solar
Farmpada tahap
sebelumnya)

KPIKN 392,6 helrrtare
(Potensi lahan untuk
dibangun solorfannl

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

20+5

Solar Farm Pemasangan Solar PV
(Penambahan dari
pembalgunan Solar
Farm pada tahap
sebelumnya)

KPIKN 3.675,3 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solarfarml

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

204s

Solar Farm Pemasangan Solar PV
(Penambahar dari
pembangunan Solar
Farmpada tahap
sebelumnya)

KPIKN 310,7 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solarfarml

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2045
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No

NPI
Ibu Kota

![usantara
20,45

Jents/
Kompoaen

Rencans
ProyeL/

Ahivitas/
Guaa Lahen

Indlkasl Program
untuk Akttvltas Lo&asi Target

IndiLasi
SLema

Pembiayaan

Indllaal
Tahuu

Operarional
Solar Farm Pemasangan Solar PV

(Penambahan dari
pembangunan Solar
Fqrrn pada tahap
sebelumnya)

KIKN 621,6 hektare
(Potensi lahan untuk
dibarrgun solar farrnl

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/Swasta
Murni/KPBU

IKN

2045

Solar Farrn Pemasangan Solar PV
(Penambahan dari
pembangunan Solar
Fqrun pada tahap
sebelumnva)

KPIKN 2.607,4 hektare
(Potensi lahan untuk
dibangun solarfarml

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/Swasta
Murni/KPBU

IKN

2045

Cadangan dan
Penyimpanarr
Energi

Pembangkit listrik
cadangan dan baterai
sebagai penyimpanan
untuk menjaga
stabilitas jaringan dan
meningkatkan
keanda-lan

KIKN dan
KPIKN
(Tergabung di
wilayah solar
fann)

LSVy-2OVI dari total
kapasitas pasokan listrik

BUMN/Badan
Usaha

Otorita/Swasta
Murni/KPBU

IKN

2045
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No

XPI
Ibu Kota

Nusantara
2(}45

Jealel
Komponea

Rencana
Proyek/

Atttvltar/
Gune Laban

IndlL*sl Progran
untuk Alrtlvitgs Lokasl Target

IndiLasl
Skerna

Pembiayaaa

IndrLasi
TaLun

Operaelonal
Gardu induk
terisolasi gas (Gas
Insulated
Sabstafion/GIS)
15okv

Pembangunan Gardu
Induk

KIPP 1 Unit BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2045

Gardu Induk
150kv

Pembangunan Gardu
Induk

KPIKN Menyesuaikan dengan
penambahan permintaan
pasokan listrik

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2045

Gardu Distribusi
20kv

Pembangunan Gardu
Distribusi

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Menyesuaikan dengan
penambahan permintaan
pasokan listrik

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2045
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No

NPI
Ibu Kota

l{usantara
204s

Jeuis/
Komponen

Rencana
Proyek/

Ahtvltac/
Guna Lahm

Indikasl Program
untuk Atttvttas LoLest Target

Indl&ast
Skema

Pembiayaaa

IndtLasi
Tahun

Operaslonel
Jaringan
Transmisi dan
Distribusi

Pemasangan jaringan
transmisi dan
distribusi bawah tanah
(bila sudah tersedia
jaringan utilitas
terpadu di lokasi
setempat)

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman dan
perkantoran yang
dibangun

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

TKN

2045

Gardu Induk
50okv

Pembangunan Gardu
Induk dan tapak tower
transmisi untuk
interkoneksi Sistem
Ketenagalistrikan
Kalimantan
(Pembangunan
menyesuaikan dengan
penambahan
permintaan pasokan
Iistrik)

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

I Unit BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta
Murni/KPBU

IKN

2045
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No

KPI
Ibu Kota

Nusaatara
204.5

Jeats/
Kompoaeu

Rencana
Proyek/

Alrttvltas/
Guua Laban

Iudlkcsi Program
untuk Attivltas Lotasl Target

IndiLasi
SLema

Pembla5raaa

Indihasi
Tahuu

Opcrasioaal
Smart meteing Pemasangan smart

meteing yang dapat
berkomunikasi dua
arah dengan database
penyedia listrik

Tersebar di
Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman dal
perkantoran yang
dibangun

APBN/
Masyarakat
Pelanggan

Setiap tahun

Infrastruktur Gas Jaringan Gas
Kota

Pemasangan jaringan
gas kota

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Menyesuaikan dengan
jumlah permukiman
yang dibangun

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni/

KPBU IKN

2040

2 6O% daur
ulang timbulan
limbah padat
di tahun 2045

Infrastruktur
sistem
pengelolaan
persampahan -
Daur Ulang
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Fasilitas
Pengomposan

Pengolahan sampah
organik

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
rKN/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financinal

2045

Fasilitas daur
ulang

Terdiri dari berbagai
fasilitas untuk
mendaur ulang

Disesuaikan
dengan
kebutuhan darr,
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
Ianjutan

APBN/KPBU
rKN/

2045
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No

KPI
Ibu Kota

Nussntara
2A4S

Jenls/
Komponen

Rencana
hoyek/

Aktivitac/
Guna Lahaa

Inditasl Program
uatuk Akttvitas Lokagl Target

Indihael
Skene

Penbie5raan

Indi&asi
Tahun

Operasional
berbagai macam
rnaterial sampah

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

fuancirql

Infrastruktur
sistem
pengelolaan
persampahan -
Pengolahan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Rumah Tangga

Fasilitas
pengolahan
sampah melalui
proses terma-l
(Waste to Energgl
dan/atau
pengolahan
sampah menjadi
bararrg (Waste to
Productl

Pengolahan sampah
rumah tangga dan
sa:rrpah sejenis rumah
tangga yang tidak bisa
didaur ulang

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2045

L-al.an Urug
Saniter lSanitary
Landfitt)

Tempat pemrosesan
akhir untuk residu
pengolahan sampah
rumah tangga dan
seienis rumah tangRa

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dal
studi lanjutal

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2045
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No

KPI
Ibu Kota

Nusantara
2045

Jenlg/
Kompoaen

Reucaaa
Proyek/

AktlYitas/
Guna Labaa

Indikrsl Program
untuk Aktivltae Lokast Target

IadrLesi
Skema

Pemblayaan

Indttast
Tahun

Operasional
yang tidak dapat
didaur ulang

Infrastrulctur
sistem
pengelolaan
persampahan
Pengumpulan
Sampah

Jaringan
pengangkutan
sampah melalui
pneumatic
(hrcumatic Waste
Collection System
atau PWCSI

Jaringan pengumpul
sernpah dari bangunan
vertikal ke stasiun
pengumpulan PWCS

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dal
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
rKN/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingll

2045

Stasiun
Pengumpulan
PWCS

Tempat pengumpulan
sarnpah dari jaringan
PWCS

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
rKN/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

2045

Sarana
Pengumpulan
dan

Sarana pengumpulan
sampah dari sumber
dan pengangkutan
sampah ke TPST

Disesuaikan
dengan
kebutuhal dan
studi laniutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
rKN/

2045
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No

KPI
Ibu Kota

![usantara
2(}45

Jcuic/
Komponea

Reacana
Proyek/

Attlvltas/
Guna Latan

Iaditasl Program
untut Attlvitas Lohsel

fudlktsl
Skeas

Peablayaan

Indrtrasl
Tahun

Operasloual
Pengangkutan
Sampah

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financtngl
3 100% air

limbah akan
diolah melalui
sistem
pengolahan
pada tahun
2035

Infrastruktur Air
Limbah

SPALD-T (IPAL-D
dan jaringan
perpipaan air
limbah domestik)

Pengelolaan Air
Limbah dengan Sistem
Terpusat (off-sitel
dilengkapi dengan
fasilitas pengolahan
lumpur

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2045

4 Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan

Infrastruktur
SDA - Sumber Air

Pengelolaan
infrastruktur
penyediaan air
baku

Operasi dan
Pemeliharaan Sumber
dan Intake Air Baku

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN

2045

SK fio 074186 C
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!to
XPI

Ibu Kota
Nusantara

2(,45

Jenis/
Komponeu

Rencana
ProyeL/

Aktivitag/
Guna Lahan

Indlkasl Program
untuk Alrtivitas Lokari Target

Indlt+sl
Skena

Pembiayaau

IndrLasi
Tahuu

Operaeional
2s6.142
hektare
memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting pada
2045

Infrastrulrtur
SDA -Banjir dan
Drainase
Perkotaal

Pembangunan
infrastruktur
drainase,
pengendali banjir
dan pengendali
sedimen

1. Lanjutan
pembangunan
infrastruktur
drainase, pengendali
banjir dan
pengendali sedimen

2. Operasi dan
pemeliharaan
infrastruktur
drainase, pengendali
banjir dal pengendali
sedimen

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN/KPBU
IKN

2o'45

Infrastruktur Air
Minum untuk
KIPP

Jaringan
DistriLrusi

Optimalisasi
penyerapan tdte
capacity IPA yang
terbangun pada tahap
4

KIPP Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan serta
ketersediaan MUT

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2045
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No

KPI
Ibu f,ota

Ifusantara
204s

Jeuis/
Komponea

Rencans
Proyek/

Aktivitac/
Guag Lahea

Indlkasl Program
untuk Akivltas Lokasi Tasget

Indlkasl
SLelna

Pemblayaan

Indihasi
Tahun

Opensiooal

Air Minum untuk
KPIKN

Instalasi
Pengolahan Air
Minum

Target kualitas air
mlnum arnan

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi laniutarr

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2045

Jaringan
perpipaan
transmisi air
mlnum

Jaringan transmisi air
minum dari IPA
menuju reservoir

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dart
studi laniutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2045

Reservoir Induk Penyimpanan air yang
akan melayani setiap
daerah pengembangan

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi laniutan

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan studi
lanjutan

APBN/KPBU
IKN/Swasta

Murni

2045

Jaringan
Distribusi

Pengaliran air minum
yang memenuhi 3K
(kuantitas, kualitas,
dan kontinuitas)

Disesuaikan
dengan
kebutuhan dan
studi lanjutan

Disesuaikan dengan
MUT

2045

SK No 074188 C
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No

XPI
Ibu l(ota

l{ucantara
204s

Jenlc/
Komponen

Reacane
Proyek/

Ahlvltaa/
Guaa Leh^an

Indlkasl Progran
uutuk Aktlvitae Lokasi Target

IndlLeel
Skeaa

Pembtayaaa

Indllast
Tahun

Operaaloaal

5 8O/o
perjalanan
dengan
transportasi
publik atau
mobilitas aktif

Transportasi
Umum

Bus Pengembangan
angkutan umum bus
dan fasilitas
pendukung
(Halte/sheltefl

KPIKN dan
Daerah Mitra
sekitarnya

Operasional angkutaa
umum berbasis bus dan
fasilitas pendukung
(halte/ shelter)

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2045

Kereta Api Pembangunan
angkutan umum
massal berbasis kereta
api di Ibu Kota
Nusantara dan Daerah
Mitra sekitarnya

KPIKN dan
Daerah Mitra
sekitarnya

Operasional angkutan
umum berbasis kereta
apt

APBN/KPBU
rKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita

2045

SK No 074189 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-774-

No

IPI
Ibu Kota

Nusantare
20rt5

Jeals/
Konponen

Rencana
Eoyck/

Alrtlvttas/
Guaa Lahan

Iadlkasi Program
urrtuk Alrtivitas Lokasi Target

IndiLasi
Skema

Pemblayaaa

ft1{lrras[
Tahun

Operaslonal

6 tO menit ke
fasilitas
penting dan
simpul
transportasi
publik
transportasi
umum

Jalan di KIKN
dan KPIKN

Operasional jaringan
Jalan di KIKN dan
KPIKN

KIKN dan
KPIKN dan
Daerah Mitra
sekitarnya

APBN/
Swasta Murni

2040

1O0 persen
penggantian
ruang hijau
untuk setiap
bangunan
bertingkat
institusional,
komersial, dan
hunian

Infrastrulrtur
SDA - Konservasi
arr penerapan
prinsip kota
spons

Penerapan Zero
Delta Q

Fasilitas pemanenar
maupun peresapan air
hujan yang diterapkan
di gedung-gedung dan
bangunan-bangunan

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

1OO% ketaatan pemilik
gedung dan bangunan
dalam ,rr-r:erapan: zelo
delta Q

APBN/KPBU/
Swasta Murni

20+5

SK No 074190 C
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No

BPI
Ibu Kota

Nuseatare
2045

Jeals/
Komponen

Rsncaaa
Proyek/

Alrtivitas/
Gunr Lahan

Indikacl Program
untuk A&tlvltas Lokacl Target

Inditasl
Skelua

Pembia5raau

Iadltasi
Tahun

Operaalonat

8 Net Zero
Emission
untuk lbu Kota
Nusantara di
2045 di
kawasan
256.t42
hektare

Transportasi
umum

Bus, Kereta Api Penerapan moda
transportasi umum
berbasis listrik serta
fasilitas pendukung
Grnrging faciliful

KPIKN dan
Daerah Mitra
sekitarnya

Operasional moda
transportasi umum
berbasis listrik

APBN/
Swasta Murni

2045

9 1OO% ruang
publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif

Infrastruktur
Kawasan
Permukirnal

Pengembangan
kawasan
permukiman
yang sudah ada

Peningkatan kualitas
lingkungan
permukima:r saat ini
dan pengembangn
kawasan permukiman
baru (jika diperlukan)
secara bertahap
termasuk penyediaan
fasum fasos

KIKN Kualitas permukiman
yang meningkat

APBN/KPBU
IKN/

BUMN/Badan
UsaIa Otorita/
Swasta Murni

2045
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No

rPI
lbu Kota

Nusantara
20.15

Jeais/
Komponen

Rencaaa
Proyek/

Akivitas/
(luna LahsE

Indtkasl Program
untuh Aktlvltas Lotasi Target

hdttasl
Skema

Pembiayraan

IndiLacI
Tahun

Operaslonal
gender dan
inklusif

Infrastruktur
KIKN

Pembangunal
KIKN

Pembangunan KIKN
secara bertahap
termasuk penyediaan
fasum fasos

KIKN 56.920 ha APBN/KPBU
rKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

10 >75o/" dai
256.r42
hektare area
untuk ruang
hijau (65%
area dilindungi
dal 1O7o area
produksi
pangan)

Konservasi dan
Restorasi Hutan

Pengurangan
deforestasi

Moratorium dal/atau
pencabutan izin
tambang darl sawit
dalam kawasan hutan
dan lindung

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Seluruh izin tambang
batubara dan kebun
sawit dalam Kawasal
hutan

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

Setiap tahun

Penyelesaian
penguasaan dan/atau
tenurial kawasan
hutarr

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

30.0O0 ha APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Setiap tahun
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I[o

KPI
Ibu Kota

Nusantara
204S

Jcnls/
Kornpoaera

Reucana
Proyek/

Akttvttee/
Grrns Lahan

Iadikasl Program
untuk Alrttvltas Lokasl Target

Indlkast
Skena

Pcnblayaan

IadiLasl
Tahuu

Operasional

Pembiayaan
Kreatif (creative

financinql
Perlindungan
hutan

Patroli dan penegakan
hukum pidana
kehutanarr

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Tergantung Elncarnan
dan kejadian

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

Setiap tahun

Patroli dan
pemadamar kebakaran
hutan

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Tergantung kerawanan
kebakaran

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif lcreatiue

financing)

Setiap tahun
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No

XPI
Ibu Kota

Nucaatara
2045

Jenle/
Komponen

Rencaua
Proyek/

Akivitas/
Guua Lahan

ladlttast Program
urrtuk Aktlvltss Lokasi Target

Indrtasl
Skema

Peablayaaa

IadtLast
Tahun

Operasioual

Konservasi
keanekaragamErn
hayati

Perlindungan koridor
satwa alami

Wilayah lbu
Kota Nusantara

Koridor Samboja
Koridor KIKN

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

finarrcingll

Setiap tahun

Perlindungan koridor
satwa buatan
fiembatan atau
terowongan)

Wilayah Ibu
Kota Nusaltara

Di lokasi pembangunan
infrastruktur

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financing)

Setiap tahun
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No

KPI
Ibu Kota

I{usaatara
2045

.Ienlr/
Komponen

Rencaaa
Proyeh/

Alrttvltar/
Guaa Lahan

Indlknal Program
untuk Attlvltas Lokasi Target

Indttrart
Skena

Peubiayaau

IEdiksEi
Tahun

Openelonal

Konservasi eksitu
keanekaragam€rn
hayati

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

BOSF Samboja, Yayasan
Jejak Pulang, PSO Arsari

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl

Setiap tahun

Pembangunan Pusat
Penyelamatan Satwa
terpadu

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

1 unit Pusat
Penyelamatan Satwa
Terpadu

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financing)

Setiap tahun

Inventarisasi dan
monitoring tana-rnan
dan satwa liar

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Kawasal dengan Nilai
Keanekaragaman Hayati
Tinggt

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Setiap tahun
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No

XPI
Ibu Kota

llusantasa
20/+5

Jenls/
Kompoaen

Rencana
Proyek/

Ahtvlter/
Guaa Lehan

Iudllaal Program
untuk AktHtag Lokaai Target

Indi}eci
Bkeme

Penbiayaao

IndiLact
Tahun

Opetasional

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

financingl
Pengelolaan
hutan/wanatani
berkelaljutan

Pegembangan bisnis
kehutanan dari jasa
ekosistem dan HHBK

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

3 bisnis kehutanal
(karbon, wisata alam,
HHBK)

APBN/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Pembiayaan
Kreatif (creatiue

fino,ncinql

Setiap tahun

Restorasi Hutan Rehabilitasi dan/atau
pen€tnam€rn pohon

Wilayah lbu
Kota Nusantara

15.000 helctare APBN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/Swasta

Murni/
Pembiayaan

lkeatif (creatiue
financinql

Setiap tahun
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No

KPI
Ibu Kota

Nusaatara
2o4.S

Jents/
I(onpoaea

Roacana
Proyek/

Aktlvitas/
CflrEa Lahan

Iadlkasl Program
uatuk AlrtHtse Lokasi Target

IadiLasi
S&eua

Pemblayaan

Indlkasi
Tahun

Operaeional

Reklamasi dan/atau
pemanfaatan lahan
bekas tambang dan
kebun sawit

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

1.000 hektare/tahun APBN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/Swasta

Murni/
Pembiayaan

Kreatif (creatiue
financinql

Setiap tahun

Integrasi
konservasi hutan
dalam tata rualg

Penetapan kawasal
dilindungi berdasarkan
nilai keanekaragaman
hayati dan karbon stok

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

159.180 hektare APBN Setiap tahun

Infrastruktur
sumber daya air
-Konservasi air
peneraPern
prinsip kota
spons

Pengelolaan
kolam retensi dan
embung
multiguna

Lanjutan
pembangunan kolam-
kolam tampungan air
yang memiliki
multifungsi untuk
penyediaan air,
pengendalian banjir,

Wilayah Ibu
Kota Nusantara

Ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan
studi lanjutan

APBN/KPBU 2045

SK No 074197 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-782-

t{o

KPI
Ibu Kota

}{usantera
2(,45

Jeula/
Komponen

Rencane
Ptoyeh/

Akttvttac/
Guna Lahan

IndlLesl Prograa
untut Alrtlrltas Lokasl Target

IndrLasl
SLena

Pemblayaen

Indilasi
Tahun

Operasional

konservasi air, vista,
serta mengurangi
urban leat

Produksi
makanan sehat
dan organik

Area Pertanian
Regeneratif
Pangan

l. Intensifikasi
pertanial

2. Peningkatan
kapasitas bagi
petani loka1

KPIKN t3S.OOO hektare
(memenuhi >10%" lahan
untuk pemenuhan
pangan sebesar t25.OOO
helstare)

APBN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/KPBU
IKN/Swasta

Murni

Setiap tahun

Urban Farming
(Pertaniarr
Perkotaan),
Permakultur,
Sirkular, dan
presisi

Pengembangan urban
farming

KIPP > 146 hektare (asumsi
untuk pemanfaatan
green housel,
permakultur, sirkular,
dan presisi

APBN/
BUMN/Badan

Usaha
Otorita/KPBU
IKN/Swasta

Murni

Setiap tahun
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6.5.2.3 Pembangunan Industri dan Pusat Ekonomi

Rencana pengembangan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu dilanjutkan
dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut.

a. Penguatan klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan di Daerah
Mitra yang akan berfokus pada penelitian dan pengembangan pangan
protein yang lebih baru dan penarikan investasi untuk perluasan ke
bahan-bahan nutraceutical;

b. Penguatan klaster industri masa depan yang berbasis energi terbarukan di
Daerah Mitra yang akan berfokus pada eksplorasi teknologi generasi
berikutnya serta peningkatan kapasitas paripurna lend-to-end) dalam
produksi panel surya dan kendaraan listrik berbasis teknologi baru;

c. Penguatan klaster farmasi terintegrasi akan difokuskan pada penelitian
dan pengembangan serta inovasi yang berkelanjutan untuk memperluas
kapasitas dari fasilitas produksi di Daerah Mitra yang pangsa ekspor dan
penyediaan pasokan bahan baku dan produk akhir yang cukup di dalam
negeri;

d. Penguatan klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusifyang akan
difokuskan pada diversifikasi destinasi wisata, inovasi layanan wisata dan
penguatan daya dukung yang akan meningkatkan daya saing dan
keberlanjutan pariwisata;

e. Penguatan klaster industri kimia maju dan turunannya di Daerah Mitra
yang difokuskan pada peningkatan investasi dan perluasan produksi
produk kimia khusus untuk API farmasi dan produk farmasi baru;

f. Penguatan klaster energi rendah karbon di Daerah Mitra yang akan
difokuskan untuk meningkatkan teknologi yang mengurangi dampak
lingkungan dan perluasan penerapan teknologi dekarbonisasi mutakhir;

g. Penguatan kota cerdas dan pusat digital dengan dukungan teknologi
digital terbaru; dan

h. Penguatan pendidikan abad ke-21 yang berfokus pada peningkatan daya
saing pengembangan talenta kelas dunia.

Setelah tahun 2O45, keseluruhan enam klaster akan terus dikembangkan dari
segi inovasi dan teknologinya untuk pemenuhan kebutuhan produksi domestik,
regional ataupun globa.l, serta penurunan ekspor dan perluasan pangsa ekspor.

SK No 141060A
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Tabel 6-26 PerahalEn Arahan Pemarfaatan Ruang Aspck Industri dan Pusat Ekonomi di Tahap 5 Pembangunar Ibu Kota Nusantara Tahun 2040-2045

No

XPI
Ibu Kota

Nusantara
2045

Jenis/
Komponea

Rencaaa
Proyek/

Alrttvttas/
Gure Lahal

Inditael Program untuk
ALttwitas Lokast Target

Indikasi
Skema

Pembiayraea

IadiLast
Tahun

Operasioaal

1 Pendapatan
domestik
regional bruto
(PDRB) per
kapita negera
(setara ekonomi)
berpendapatan
tinggi

Infrastruktur
Kawasan
Industri dal
pusat ekonomi

Perencanaan 1. Pemutakhiran
Masterplan Kawasan
dan/atau site plon

2. Pen;rusunan Feasibility
Studg

KIKN, KI
Buluminung
(PPU), Kr
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

2040

Perizinan l. Penyusunan dal/atau
pemutakhiran dokumen
Izin Lingkungan

2. Proses pengajuan baru
dan/atau perpanjangan
perizinal lahan

3. Proses pengajuan baru
dan/atau perpaljangan
izin Usaha

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2040

SK No 074199 C
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No

KPI
Ibu Kota

Itucantara
2045

Jenlc/
Komponen

Rencana
Proyet/

Aktivltas/
Guna Lahan

IadtLasl Program untuL
Akttrltas Lotasl Target

IqdILasi
Skene

Pemblayaan

Indlltasl
Tahun

Operasioual

Tata Ruang
dan Wilayah

1. Revisi RTRW
2. Penetapan dan/atau

reyisi RDTR

Paket dokumen per
indikasi program per
lokasi

APBN/APBD 2040

Infrastruktur
Dalam
Kawasan

1. Pembangunan dan/atau
peningkatan kapasitas
produksi

2. Pengadaan dan/atau
perluasan lahan
Kawasan lndustri

3. Pematangan [,a]ran
Kawasan
Pemeliharaan
infrastruktur dalam
kawasan

KI Buluminung
(PPU), KI
Kariangau
@alikpapan),
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur)

1. Paket kegiatan per
lokasi

2. Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

Swasta Murni/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

APBD/
APBN

2040

SK I'lo 074200 C
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No

XPI
Ibu Kota

Nusaatera
20,45

Jeuis/
Komponen

Rencau^a
Proyek/

A&tivitas/
Guna Lshsa

Indttasi Program untutr
Alrtlvltae Lokast Target

tatlLncl
Skema

Pernbiayaan

IndlLaal
Tahun

Operaeioaal

Infrastruktur
pemampu
(enablefl

1. Pengembangan pusat
dan infrastmktur digitat

2. Penguatan pusat
pendidikan dan
pelatihan vokasi, dan
perguruan tinggi

Wilayah lbu Kota
Nusantara
dan/atau Daerah
Mitra Ibu Kota
Nusantara

1- Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program
sesuai kebutuhan

2. Paket kebijakan per
indikasi prograrn per
klaster ekonomi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta

2042

Konektiyitas
Luar Kawasan

1. Pembangunan Jalan
Nasional/ Provinsi/ Kabu
paten/kota sebagai
jalan akses menuju
kawasan

2. Pengembangan
Pelabuhan mendukung
Kawasan Industri
Pengembangan jalur
Kereta Api mendukung
kawasan industri

KI Buluminung
(PPUI, KI
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur), dan di
wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai kebutuhan

APBN/APBD/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta

2042
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PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA

-787 -

I{o

KPI
Ibu Kota

Ifugantara
20,45

Jeaia/
Komponen

Rcncaaa
Ptoyek/

Aktivltee/
Guna Lahaa

Iuditast Ptograu uatuk
Akivitas Lokasi Target

Indtkagl
Skema

Peabiayaau

IndrLasi
Tahun

Operasional

Infrastruktur
Penunjang
Luar Kawasan

Pembangunan dan
pemeliharaan lanjutan
infrastruktur penunjang
lainnya

1. Paket kegiatan per
lokasi

2. Paket pembangunan
infrastruktur per
indikasi program per
lokasi sesuai
kebutuhan

APBN/APBD/
KPBU IKN/

BUMN/Badan
Usaha Otorita/

Swasta

2042

Peningkatan
Investasi

1. Fasilitasi Investasi
2. Pameran/Roadshow

Investasi
3. Penyusunan dan/atau

pemutakhiran profrl
Investasi

4. Pendampingan Investasi
5. Investasi Pembangunan

Fasilitas Produksi

KIKN, KI
Buluminung
(PPU), KI
Kariangau
(Balikpapan),
Samarinda,
Maloy/KEK
MBTK (Kutai
Timur). dan di

Paket kegiatan per
indikasi program per
Iokasi sesuai kebutuhan

APBN 2040
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No

BPI
Ibu Kota

Nucantara
20.45

Jenis/
Kompoaen

Rencana
Proyek/

Alrtivitas/
Guna Lahan

Ind{Er.i Program untut
Aktivitaa Lotaet Target

Indikasl
Skema

Pembla;raan

tadrrra3l
Tahun

Opereelonal
Promosi
Ekspor

l. Penyelesaian Hambatan
Perdagangan dengan
Negara Mitra

2. Simplifrkasi Regulasi
Ekspor

3. Perumusan Insentif
Fiskal mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang perpajakan dan
kepabeanan

wilayah
Kalimantan
Timur lainnya

Paket kegiatan per
indikasi progr€rm per
lokasi sesuai kebutuhan

APBN/APBD/
Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2040

Kemitraan
Usaha

1. Pengembangan Rantai
Pasok UMKM

2. Fasilitasi Produksi
UMKM

3. Logistik UMKM
4. Kemitraan Usaha Mikro

dan Kecil dengan Usaha
Mikro dan Besar

Paket kegiatan per
indikasi progrzrm per
lokasi sesuai kebutuhan

APBN/APBD/
BUMN/Badan
Usaha Otorita/
Swasta Murni

2040
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No

T(PI
Ibu Kota

Nusantara
2o,+5

Jenis/
Koupouen

Rencana
Proyeh/

Alrttvttas/
Guna Ls,han

IndlLasi Program untuk
Ahlvltas Lokasi Target

IndiLael
Skema

Pembiayaan

IndlLasl
Tahuu

Operaelonal
Penyediaan
SDM

1. Pelatihan SDM
2. Riset permintaaan pasar

lmarket demand
analgsrs) dan analisis
kebutuhan pelatihan
(tr aining nee d s an alys is)

3. Perencanaar kebutuhan
tenaga kerya (manpouter
planningl

4. Pembangunan layanan
informasi pasar kerja

5. Pengembangal konsep
afrrmasi pelibatan
tenaga kerja lokat

Paket kegiatan per
indikasi progr€rm per
lokasi sesuai kebutuhan

Swasta Murni/
BUMN/Badan
Usaha Otorita

2040
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Catata.n:

a. Rencara indikasi program lnirastruktu! pemampu {enable4 dijabarkan dalam penahapen Pembalgunan Sosial dan Sumber Daya Manusia serta
Pembengunen Infrastruktur dan LinEkunAan.

b. Pakct kegiatan pcmba.ngunan infrastruktur dan penyiapan SDM terbuka ultuk dilaksanakan melatui investasi swasta/BuMN/Badan Usaha Otorita atau
dukuntan pcmcrintsh, atau keda sama antara swasta, BUMN/Badan Ussha Otorita dsn pcmcrintah.

No

XPI
Ibu Kota

Nusantara
2(,46

Jenis/
Korpooen

Reacaua
Proyek/

AktMtgs/
Gura Lshan

Ind,lkasl Program untut
Alrtivitas Lokasi Target

Indikasi
SLema

Pemblayaan

IndILast
Tehun

Operasional
Harmonisasi
Regulasi

l. Kebijakan Rantai Pasok
Hulu Hilir

2. Penyusunan Insentif
Fiskal mengikuti
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang perpajakan dan
kepabeanan, dan Non
Fiskal

Paket kebijakan per
indikasi program per
klaster ekonomi sesuai
kebutuhan

APBN/
APBD

2040
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6.5.2.4 Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pada Tahap 5 atau tahap alhir pembangunan bidang pertahanan dan
keamanan, pembangunan simbol dan sistem yang akan dilalukan adalah
untuk pemenuhan:

a. Sistem dan strategi pertahanan:

1. Mabes TNI (lanjutan);

2. Mabrigkav;

3. Mamenarhanud;

4. Kodim IKN;

5. Lanud (KPIKN), Wing Udara, Skadron 17 45 9, Skadron Jet Tanker,
Skatek (lanjutan);

6. Kosek IKN, Satrudal Jauh-Sedang, Sat Anti Drone Taktis-strategis
(lanjutan);

7. Resimen Arhanud (lanjutan);

8. Yonko 467 (lanjutan);

b. Simbol untuk system dal strategi keamanan cerdas:

1. Museum Polri;

2. Pusjarah;

3. Taman Lalu Lintas;

c. Sistem dan strategi keamanan cerdas:

t. Puslitbang Polri;

2, Digital Center TIK;

3. Indonesia Safety Driving Center;

4. Pemenuhan peralatan; darl

5. Pemenuhan rumah dinas.

SK No 14106l A



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

-792-

6.5.3 Pemindahan Pelayanan Publik Bagi PNA dan OI, serta Pemindahan TNI
dan Polri

6.5.3.1 Pemindahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi PNA dan OI

Pada Tahap 5, yaitu periode 2O4O-2O45, penyelenggaraan pelayanan publik
bagi PNA dan OI telah berjalan dan akan berfokus pada optimalisasi pelayanan
pubtik. Pergeseran pelayanan publik di Jakarta telah teralihkan menjadi unit
pelayanan perwakilan (kota) yang tetap terintegrasi dengan pelayanan publik di
Ibu Kota Nusantara. Proses pendekatan dan sosialisasi yang mendorong
pemindahan PNA dan OI tetap dilaksanakan, dan diharapkan sudah terdapat
peningkatan komitmen akan rencana dan pembangun€rn dari PNA dan OI guna
memindahkan kantornya di Ibu Kota Nusantara.

6.5.3.2 Pemindaha:r TNI dan Polri

Jumlah personil bidang Pertahanan dan Keamanan yang akan dipindahkan
pada Tahap 5 berjumlah 14.051 orang. Sehingga, total personil bidang
pertahanan dan keamanan yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara
hingga tahun 2045 berjumlah 103.742 orang, seperti tercantum dalam
Tabel 6-27.

raber 6 -2 7 Jum rah 
?:Hff*3l;:Tli#d 

an g Pertahanan

XEUEITTERIAT{/ LEUEAGA TAIIAP 5

Kementerian Pertahanan

TNI

TNI AD 6.489

TNI AL 5.481

TNI AU 2.O8r

Paspampres

Polri

BIN

BSSN

BAKAMLA

Total 14.051
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BAB VII
KERANGI{A IMPLEMENTASI

7.I PEIYYEDIA.AIT I"AHAN

7.1.1 Perolehan dan Penyediaan Tanah

Perolehan dan penyediaan tanah di Wilayalr Ibu Kota Nusantara rnelalui
mekanisme pelepasan kawasan hutan, pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum, dan pengadaan tanah langsung. Pelepasan kawasan
hutan dilakukan pada kawasan hutan produksi yarrtg dapat dikonversi dan
digunakan untuk pembangunan. Dalam kondisi tertentu apabila pembangunan
dilakukan pada lokasi yarig ada pemilikan dan penguasaan masyarakat, maka
dilakukan proses pengadaan tanah dengan menghormati hak atas tanah dan
pemberian ganti kertrgian yang adil, atau penataan/revitalisasi sesuai desain
pembangunan.

Setelah tanah diperoleh maka Otorita Ibu Kota Nusa:rtara diberikan hak atas
tanah berupa hak pakai pada tanah yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan, dan hak pengelolaan (HPL) pada tanah yang merupakan aset
dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada tanah yang diberikan HPL,
penggunaan dan pemanfaatannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain, dan
diberikan hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU) atau hak pakai di
atas HPL tersebut. Pada wilayah tbu Kota Nusarttara, Otorita Ibu Kota Nusantara
melakukan pengendalian pengalihan hak atas tanah.

Perolehan dan penyediaan tanah, pengelolaa:e tanah, dan pengendalian
pengalihan hak atas tanah mengacu pada Peraturan Presiden tentang Perolehan
Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di lbu Kota Nusantara.

7.1.2 Pengakuan dan Pemberian Akses Masyarakat pada Kawasan Hutan

Pada kawasan hutan di wilayatr Ibu Kota Nusantara, terdapat beberapa
penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan
pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk semua, maka diperlukan strategi
penyelesaiarl penguasaan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, sebagai
berikut:
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1. pemetaan detail penguasaan kawasan hutan,

2. identifikasi dan verifikasi lapangan,

3. penyelesaian permasalahan berdasarkan tipologi penguasaan, seperti:

a. Penegakan hukum bagi penguasaan lahan di bawah lima tahun
dan/atau bukan dilakukan oleh masyarakat setempat.

b. Pengakuan dan pemberian a-kses pengelolaan kawasan hutan melalui
program perhutanan sosial.

Program perhutanan sosial memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di
dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberian akses kelola kawasan hutan
kepada masyarakat dapat memberikan peluang dalam peningkatan nilai tambah
hasil hutan dan jasa lingkungan hutan melalui peningkatan kapasitas. Dengan
demikian masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap
menjaga kelestarian hutan.

Pengakuan keberadaan masyarakat terdiri dari:
1. Hutan Kemasyarakatan, akses legal yang diberikal kepada perorangan,

kelompok tani, gabungan kelompok tani hutal atau koperasi masyarakat
setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan
Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.

2. Hutan Tanaman Rallyat, akses legal yang diberikan kepada kelompok tani
hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional
kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu
dan hasil hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan
menerapkan teknik budi daya tanaman (silvikultur) yang sesuai tapaknya
untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

3. Kemitraan Kehutanan, persetujuan kemitraan yang diberikan kepada
pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang
persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk
memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan
Produksi.

4. Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola
kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi
dengan mitra/ masyarakat setempat.
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7.2 KELEIUBAGAAN: OTORITA IBU KOTA I{USANTARA

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang
memiliki tanggung jawab dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara juga
menyelenggarakan fungsi untuk mengoordinasikan, mengarahkan, memantau,
dan mengendalikan kegiatan persiapal, pembangunan, dan pemindahan Ibu
Kota Negara yang dilakukan oleh pihak lain.

Pada konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab menjalankan
urLlsan-urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah
mengenai kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusaltara. Pada fase sebelum
kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dialihkan dari Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, seluruh urusan pemerintahan
daerah di Wilayah Ibu Kota Nusantara menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Provinsi Ka-limantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada fase
ini, Otorita Ibu Kota Nusantara berpedoman pada Peraturan Presiden tentang
Otorita Ibu Kota Nusa-ntara, termasuk dalam memenuhi kelengkapan struktur
organisasinya. Dalam tahapan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara, apabila Otorita Ibu Kota Nusantara belum dapat
sepenuhnya melaksanakan urllsan-urLlsan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, maka urusan tersebut untuk sementara tetap dilaksanakan
oleh kementerian/lembaga sesuai rugas dan fungsinya.

7.3 I(ERJA SAMA ANTARDAERAH

Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra (sebagaimana didehnisikan da-lam Bab III
Subbab 3.2) direncanakan menjadi penggerak pertumbuhan baru di Pulau
Kalimantan serta Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Nusantara dan Daerah
Mitra dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan daerah lain yang telah
berkembang sebelumnya di wilayah Pulau Kalimantan dan wilayah larn di
Indonesia. Kerja sama Otorita Ibu Kota Nusantara dengan para pihak di Daerah
Mitra akan menjadi kunci keberhasilan pada tahap awal dan transisi
kepindahan ke Ibu Kota Nusantara. Pengembangan kerja sama dan kolaborasi
Ibu Kota Nusantara dengan Daerah Mitra dilaksanakan mengacu kepada
Bab III, Bab IV, Bab VI, peraturan presiden mengenai rencana tata ruang Pulau
Ka-limantan dan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Nasiona-l Ibu Kota Nusantara.
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7.3. 1 Pembangunan Klaster Industri

Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan Daerah Mitra dalam pembangunan
ekonomi. Untuk mendukung rencana pembangunan ekonomi khususnya dalam
pengembangan superhub ekonomi, pembangunan kiaster industri masa depan
dilaksanakan di beberapa Daerah Mitra seperti di Kota Balikpapan (Kawasan
Industri (KI) Kariangau) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (KI Buluminung),
serta Kabupaten Kutai Timur (Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans
Kalimantan (MBTK)). Kerja sama melalui kolaborasi dilaksanakan dalam hai
perencanaan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, peningkatan kapasitas
SDM dan pelibatan masyarakat, dan promosi investasi dengan memperhatikan
penerapan prinsip industri berkelanjutan yang sejalan dengan visi Ibu Kota
Nusantara.

7.3.2 Pembangunan Klaster Ekowisata

Potensi ekowisata dan wisata budaya di Daerah Mitra sangat beragam sesuai
dengan keunikan alam maupun jejak sejarah setiap daerah. Pengembangan
pariwisata menjadi upaya diversifikasi ekonomi untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan
pada sektor tertentu, utamanya sektor ekstraktif.

Karakteristik ruang perkotaan Ibu Kota Nusantara yang unik bila dibandingkan
dengan perkotaan lain di Indonesia, serta lokasinya yang strategis di tengah
Indonesia adalah potensi wisata perkotaan lurban tourisml. Pengembangan
wisata perkotaan di Ibu Kota Nusantara dapat dilengkapi dengan pengembangan
MICE (Meetings, Incentiues, Conference, Exhibitionl yang perlu didukung oleh
konektivitas transportasi massal yang baik dengan Daerah Mitra dan dikemas
dalam paket-paket wisata. Kerja sama dengan Kota Samarinda dapat
memanfaatkan berbagai objek wisata yang terdiri dari wisata a1am, wisata religi,
wisata buatan, serta wisata budaya darr kuliner. Kota Samarinda telah didukung
fasilitas infrastruktur perkotaan yang lengkap dan heterogen sehingga juga
menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Kerja sama dengan
Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memanfaatkan habitat hewan endemik
yaitu Pesut Mahakam. Saat ini, pesut-pesut tersebut hidup di danau yang
berada pada DAS Mahakam, salah satunya Danau Semayang di Kecamatan
Tenggarong yang saat ini menjadi lokasi konservasi Pesut Mahakam. Kerja sama
dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat memanfaatkan sektor pertanian
hulu yang telah menerapkan prinsip ekowisata.
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7.3.3 Pembangunan Sistem togistik dan Konektivitas

Pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai wilayah pengembangan baru, sangat
membutuhkan dukungan infrastruktur eksisting yang sudah tersedia di kota-
kota sekitar seperti jaringan jalan, bandar udara (bandara), pelabuhan laut,
energi, sumber daya air, dan infrastruktur yang direncanakan di masa depan
seperti rel. Penguatan konektivitas antardaerah memuat tiga prinsip:
( 1) optimalisasi pertumbuhan melalui keterhubungan antarpusat pertumbuhal;
(2) sistem logistik yang terintegrasi dengan sistem rantai pasok kawasan; serta
(3) infrastruktur dan pelayanan dasar yang lengkap serta mudah diakses secara
inklusif. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, kualitas dukungan
pengembangan Ibu Kota Nusantara dari sisi logistik dan konektivitas tidak
hanya dilihat antarpusat kegiatan di dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara saja,
narnun juga melalui pengembangal simpul dan jaringan transportasi di luar
wilayah Ibu Kota Nusantara. Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator
pertumbuhan ekonomi dengan akses langsung di dalam Wilayah Ibu Kota
Nusantara dan Daerah Mitra serta akses ke jalur nasional dan internasional.

Penguatan sistem logistik dan konektivitas, khususnya dalam rangka
mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai superhub ekonomi
dilakukan melalui integrasi perencanaan infrastruktur transportasi di Wilayah
Ibu Kota Nusanta-ra bersama Daerah Mitra dengan memperhatikan konsep
keberlanjutan, serta arahan rencana tata ruang antarkawasan strategis nasional
maupun rencana tata mang kota dan kabupaten sekitar Ibu Kota Nusantara.
Kerja sama antara lain dapat dilakukan oleh lbu Kota Nusantara bersama Kota
Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai dua kota besar dengan infrastruktur
konektivitas atau simpul jaringan transportasi yang telah memadai. Kota
Balikpapan memiliki bandara dan pelabuhan internasional dengan koneksi
wilayah ke mancanegara, Kota Balikpapan menjadi pintu masuk atau hub untuk
melayani interaksi ibu Kota Nusantara dengan kota-kota di negara tetangga dan
kota-kota besar lainnya di dunia. Sementara itu, Kota Samarinda memiliki
bandara dan pelabuhan yang memiliki koneksi wilayah skala domestik ke
berbagai kota di dalam negeri, Simpul transportasi pada kedua kota tersebut
mendukung konektivitas penumpang dan logistik secara efektif dal efisien di
tingkat regional.

SK No 141208 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-798-

7.3.4 Pembangunan Energi dal Kete nagalistrikan

Sejalan dengan komitmen Pembangunal Rendah Karbon pada sektor energi,
Indonesia mendorong pengembangan energi bersih, baru dan terbarukan untuk
dapat berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca penyebab
pemanasan global. Potensi pengembangan kerja sama teridentifikasi pada
provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, termasuk Provinsi Kalimantan Timur
yang telah memiliki Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan menjadikan
pengembangan energi terbarukan sebagai salah satu kebijakan penting bagi
daerah tersebut.

Berdasarkan pemetaan potensi energi terbarukal di Pulau Kalimantan, terdapat
beberapa jenis sumber energi listrik terbarukan yang potensial untuk menjadi
sumber tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, yaitu air (termasuk mikrohidro dan
minihidro), surya, bioenergi, dan angin. Dari sisi investasi dan rencana
pemanfaatan, pada Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik (RUP[L) PT.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tahun 2O21-203O juga telah direncanakan
peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi
terbamkan di Pulau Kalimantan sekitar 1,7 GW, terdiri atas 463 MW di Provinsi
Kalimantan Barat,24 MW di Provinsi Kalimantan Tengah, 74 MW di Provinsi
Kalimantar Selatan, 269 MW di Provinsr Kalimantan Timur, dan 910 MW di
Provinsi Kalimantan Utara. Rencana peningkatan kapasitas tersebut akan
didukung oleh investasi BUMN dan swasta. Hal ini akan mendukung rencana
transisi energi menuju energi yang lebih bersih di wilayah lbu Kota Nusantara.

Sistem Ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara juga akan terhubung dengan
Sistem Ketenagalistrikan Kalimaltan untuk memenuhi sebagian kebutuhan
tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara dan mengatasi variasi pasokan listrik dari
energi setempat, terutama pada tahap awal pembangunal. Kerja sama
dilakukan antara Ibu Kota Nusantara dengan Daerah Mitra atau provinsi-
provinsi di Pulau Kalimantan yang bersama-sama rnemanfaatkan Sistem
Ketenagalistrikan Kalimantan sebagai sumber tenaga listrik, terutama dalam
rangka pembangunan sistem jaringan pintar (smafi gridl yang akan melalui
area-area di Daerah Mitra untuk menghubungkan Ibu Kota Nusantara dengan
Sistem Ketenagalistrikan Kalimantan.

Selain itu, rencana bauran gas bumi dan gas hidrogen di Ibu Kota Nusantara
sebagai sumber untuk gas kota, akan memanfaatkan sumber daya gas bumi
eksisting yang tersedia di sekitar witayah Ibu Kota Nusantara. Gas bumi dapat
disalurkan melalui jaringaa pipa gas bumi yang dibangun menuju khusus ke
Ibu Kota Nusantara atau dengan memanfaatkan jaringan transmisi dan
distribusi pipa gas bumi Trans-Kalimantan yang juga akan dikembangkan atau
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moda transmisi/distribusi lainnya, seperti pipa gas selain Trans-Kalimantan
atau CNG/LNG Trucking. Sementara itu, untuk pengembangan ke depannya,
gas hidrogen akan diproduksi melalui proses elektrolisis dengan listrik yang
dihasilkan oleh energi surya atau energi terbanrkan lainnya yarlg potensial, baik
diproduksi di dalam ataupun di luar Wilayah Ibu Kota Nusantara (Daerah Mitra).
Pengembalgan transmisi dan distribusi pipa gas bumi maupun infrastruktur
energi lainnya akan dilaksalakan oleh BUMN atau swasta dan memerlukan
koordinasi serta kerja sama dengan Daerah Mitra dalam pelaksanaan
pembangunannya.

7.3.5 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

Sumber daya manusia yang terampil dan unggui untuk lbu Kota Nusantara
perlu juga ditunjang oleh pengembangan kualitas tenaga kerja dari Daerah
Mitra. Pengernbangan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan di Ibu Kota
Nusantara didorong melalui penguatan kerja sama sebagai berikut;

l penambahan sarana pendidikan dan penyediaan kejuruan yang
diperlukan, terutama untuk pengembangan Wilayah Ibu Kota Nusantara
serta Daerah Mitra sesuai keunggulal dan potensi;

2. pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pada
bidang yang sejalan dengan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan

3. penguatan pendidikan tinggi di Daerah Mitra untuk memenuhi kebutuhan
SDM sesuai klaster ekonomi yang akan dikembangkan.

7.3.6 Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusa-ntara periu ditunjang dengan
keseimbangan rantai pasok antara area-area produksi dengan area-area
perkotaan melalui kerja sama antara Ibu Kota Nusantara dengan Daerah Mitra.
Potensi kerja sama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten
Kutai Kartanegara khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Kedua
kabupaten tersebut memiliki infrastnrktur dasar seperti jaringan jalan dan
jaringan irigasi, serta sarana pendukung lainnya seperti sarana produksi
pertanian, sarana produksi perikanan, dan peralatal pendukung lainnya yang
dapat ditingkatkan untuk mendukung sektor pertanian hulu dan pemenuhan
keburuhan pangan.
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7.3.7 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kerja sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
ditekankan pada enam prinsip dasar PPLH dan melingkupi enam matra PPLH,
sebagaimana dijelaskan dalam Sub Bab 3.5 Prinsip Dasar dan Strategi
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keberlanjutan lingkungan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya
alam yang diarahkan pada upaya peningkatan tingkat kesejahteraan
masyarakat, pencapaian perfumbuhan ekonomi, dan mengembalikan fungsi
Iingkungan serta melestarikan lingkungan untuk jangka panjang. Wilayah Ibu
Kota Nusantara dikelilingi oleh berbagai kawasan dengan nilai keanekaragaman
hayati darr fungsi jasa lingkungan yang tinggi seperti Hutan Lindung Sungai
Wain, kawasan ekosistem riparian Sungai Wain, kawasan ekosistem Teluk
Baiikpapan, Sungai Mahakam, serta beberapa area potensial koridor safwa dan
kawasan ekosistem esensial la-innya. Kawasan-kawasan penting tersebut berada
di Daerah Mitra seperti Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam
Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerja sama antardaerah dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat penting
dilaksanakan dan direncanakan bersama untuk memastikan perlindungan
ekosistem yang berkelanjutan sebagai penopang bagi kegiatan ekonomi dan
sosial di Ibu Kota Nusantara.

Melihat sebagai kesatuan ekoregion, upaya pemulihan ekosistem terdegradasi,
serta mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekosistem kawasan di luar
Wilayah Ibu Kota Nusantara tersebut harus sejalan dengan upaya serupa yang
dilakukan di dalam Kawasan lbu Kota Nusantara. Untuk itu, diperiukan kerja
sama dan pembagian pera-n antara Ibu Kota Nusantara dengan Daerah Mitra
dalam rangka melindungi ekosistem sekitar sebagai aspek vital keberlanjutan
Ibu Kota Nusantara.

Terkait upaya restorasi hutan untuk pengembangan konservasi in-sifu dan
menghubungkan koridor satwa di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,
Balikpapan harus menjaga dan memelihara Kawasan Hutan Lindung Sungai
Wain dan ekosistem mangroue, terutama di Teluk Balikpapan. Nantinya, koridor
satwa tersebut akan menghubungkan ekosistem penting di Ibu Kota Nusantara,
yakni Tahura Bukit Soeharto, kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT 1 dan
NKT 3), Hutan Lindung Sungai Wain, Kawasan Konservasi BOS Semboja Le stari,
Hutan Produksi Inhutani, dan area mangroue terutama yang berada di Teluk
Ba,likpapan dan Muara Jawa.
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Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain adalah salah satu kawasan di Kota
Balikpapan yang berada di sekitar Teluk Balikpapan dengan biodiversitas yang
tinggi dan menjadi daerah tangkapal air bagi Kota Balikpapan. Pada kawasan
Hutaa Lindung Sungai Wain juga terdapat ekosistem riparian Sungai Wain yang
memiliki jasa lingkungan sangat besar dan berpotensi sebagai sumber daya air.
Adapun sebagian Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain terletak pada Wilayah
Ibu Kota Nusantara dan dapat didorong untuk menjadi area terbuka bagi
masyarakat sebagai tempat ekowisata dan pendidikan berbasis lingkungan.

Selain itu, Teluk Balikpapan merupakan wilayah perairan yang menjadi muara
dari beberapa aliran sungai di Wilayah Ibu Kota Nusantara dal memiliki
beberapa spesies satwa yang terancam punah serta ekosistem mangroue di
sepanjang pantai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Kerja sama
antardaerah yang dapat dilakukan secara terpadu adalah konservasi in-sifu
dengan penekanan pada rehabilitasi hutan, mangroue, dan koridor satwa.

Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai kabupaten yang memiliki area
pertanian terbesar di wilayah Kalimantan Timur, berpotensi mendukung
ketahanal pangan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Untuk itu, upaya penerapan
Praktik Budi daya Pertanian yang Baik perlu dilakukan untuk meningkatkan
produktivitas pertanian dan juga mempertahankan DDDTLH di area tersebut.
Sementara untuk menjaga sumber air bersih, terutama dari Sungai Mahakam,
perlu dilakukan upaya rehabiiitasi dan meningkatkan area hijau di sekitar hulu
sumber air tersebut. Terkait upaya pencegahan kerusakan lingkungal akibat
aktivitas sosiai ekonomi (termasuk tambang) yang bisa berdampak pada
ekosistem di wilayah Ibu Kota Nusantara, penerapan praktik baik yang sudah
berjalan bempa pembatasan perizinaa kegiatan pertambangan hanya pada
kawasan tertentu, perlu dilakukan secara konsisten.

7.3.8 Pengelolaan Sumber Daya Air

Merujuk pada subbab 3.6.4.1, Wilayah Ibu Kota Nusantara adalah bagian dari
Wiiayah Sungai Mahakam. Wilayah sungai Mahakam secara kesatuan
menopang ketersediaan air di kawasan, baik untuk Ibu Kota Nusantara, Kota
Samarinda, Balikpapan dan wi.layah di dalamnya. Adapun pemenuhan
kebutuhan atas air tidak bisa dibatasi pada wilayah administrasi. Oleh karena
itu, ketahanan air Ibu Kota Nusantara, utamanya dalam menyediakan air untuk
kebutuhan masyarakat maupun untuk menopang aktivitas ekonomi,
memerlukan kerja sama dengan Daerah Mitra. Ibu Kota Nusantara ke depan
diprediksi akan memerlukan tambahan air dari sumber di luar wilayah Ibu Kota
Nusantara. Potensi sumber air yang telah teridentifikasi di antaranya berasal
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dari rencana pembangunan bendungan Batu Lepek dan inlake Sungai Mahakam
di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, penyediaan akses air yang
berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui pengembangan
pengelolaan sumber daya air secara terpadu yang didasarkan pada satu
kesatuan wilayah sungai.

7.4 SKEMA PENDANAAN, PEMBIAYAAN, DAN INVESTASI

7 .4. 1 Perencanaan Kebutuhan Pembiayaan

Kebutuhan pembiayaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara didasari oleh dua asumsi utama, yaitu:

1. Kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk pembangunan keseluruhan
atau sebagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara beserta konektivitas antar-
kota yang diperlukan. KPI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2O22 Lentang Ibu Kota Negara yaitu pada Lampiran II Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan standar sarana dan prasarana
yang akan dibangun.

2. Proyeksi populasi sesuai dengan tahapan pembangunan dan pemindahan
ASN dan pegawai lembaga negara independen/badan publik, TNI, dan Polri
dari Jakarta ke Ibu Kota Nusaltara dan jumlah penduduk yang akan
terbangkitkan atas kegiatan ekonomi yang tumbuh di lbu Kota Nusantara.
Tahapan pemindahan ASN dan pegawai lembaga negara independen/badan
publik, TNI, dan Polri sesuai sebagaimana dinyatakan dalam Bab VI-

Kebutuhan pembiayaan (capital expenditurel mencakup hard deuelopment cost
dan soft deuelopment cost. Hard deuelopment cost merupakan biaya
pembangnnan konstruksi fisik. Soft deuelopment cost merupakan biaya
persiapan dan perencanaan pembangunan untuk mendukung jalannya
konstruksi, yang mencakup biaya profesional (desain, arsitek, dan project
management consultancgl, biaya kontingensi, faktor lokasi terpencil, dan
pertimbangan inflasi. Selanjutnya terdapat kebutuhan pembiayaan non-capital
expendihtre untuk pemindahan ASN, TNI, dan Polri.

Pembiayaan melalui APBN akan difokuskan pada pembangunan istana,
infrastruktur dasar (non-cluste{, pertahanan dan keamanan, biaya pemindahan
ASN, TNI dan Polri, penghutanan kembali, dan biaya penyelenggaraan
operasional Otorita Ibu Kota Nusantara. Kemudian, pembiayaan lainnya akan
diupayakan melalui kerja sama investasi swasta/BUMN.
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Selain itu, dilakukan pembangunan untuk berjalannya fungsi berbagai
badan/lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas
Jasa Keuangan, badan usaha milik negara/ swasta, dan badan/ organisasi
lainnya, termasuk PNA dan OI. Pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk
persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan fungsi
badan/lembaga tersebut di Ibu Kota Nusantara dilakukan secara mandiri sesuai
dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

7.4.2 Skema Investasi dan Pendanaan

Skema investasi dan pendanaan Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN,
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kerja sama investasi dengan
Badan Usaha, Dukungan Pendanaan/ Pembiayaan Internasional, dan
Pembiayaan Kreatif (Creative Financing). Skema pendanaan tersebut di atas
ditujukan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mengoptimalkan
penggunaarl skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap
menjaga akuntabilitas. Proses pendanaan pembangunan lbu Kota Nusantara
mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pendanaal dan Pengelolaan
Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota
Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara.

Secara rinci skema investasi dan pendalaan adalah sebagai berikut:

I. APBN

Dikembangkan untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara. Pendanaan/pembiayaan melalui APBN dapat
melalui alokasi anggaran belanja danlatau pembiayaan.

KPBU IKN

KPBU IKN dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan
Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka
Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta
Penyelenggaraan Pemerintahan Daera-h Khusus Ibu Kota Nusantara beserta
peraturan turunannya.

Skema KPBU ini dapat diprakarsai oleh menteri, kepala iembaga, direksi
badan usaha milik negara dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
(Solicitedl dan Badan Usaha (Unsolicitedl.

2
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Bentuk Pengembalian Investasi pada Skema KPBU dapat berupa:

a. pembayaran oleh pengguna daiam bentuk taril (user pagmentl;

b. auailabilifu pagment; danlata:u
c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Ke{a Sama Investasi dengan Badan Usaha

Otorita lbu Kota Nusanta-ra dapat melakukan kerja sama investasi dengan
badan usaha dalam dan luar negeri melalui Badan Usaha Otorita. Badan
Usaha Otorita berada di bawah pembinaan dan pengawasaa Otorita Ibu
Kota Nusantara. Kerja sama investasi melalui Badan Usaha Otorita
dilaksanakan dengan pendekatan business-to-business dan/ atau tugas dari
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk kepentingan pembangunan dal
pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, terutama untuk
pengembangan superfutb ekonomi yang dapat mendukung transformasi
ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Ka-limantan Timur, serta wilayah-
wilayah lainnya di Pulau Kalimantan.

Selain itu, kerja sama investasi dengan badan usaha dapat juga dilakukan
dengan swasta murni atau BUMN yang seluruh atau sebagian modalnya
dimiliki negara. Bentuk-bentuk kerja sama investasi dengan badan usaha,
altara lain dapat berupa:

a. investasi BUMN yang bekerja sama dengan swasta;

b. investasi BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. investasi swasta yarg memperoleh insentif atau fasilitas khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. kerja sama strategis berdasarkan kesepakatan antara Badan Usaha
Otorita dengan mitra investasi terkait lainnya.

Dukungan Pendanaan/ Pembiayaan Internasional

Skema dukungan pendanaan/pembiayaan intemasional yang merupakan
skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari lembaga
bilateral,/multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan Ibu
Kota Nusantara yang antara lain: hijau dan cerdas, dapat melalui hibah
dan/atau pemberian dana talangan.

4
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7.5 PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Peran aktif masyarakat dalam perencanaan, persiapan dal pelaksanaan
pembangunan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil
pembangunan, sangat penting untuk memastikan persiapan, pembangunan dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Khusus lbu Kota Nusantara dapat berjalan dengan baik. Peran aktif seluruh
komponen masyarakat dapat terwujud melalui:

1. Penyampaian informasi, komunikasi publik, dan diseminasi tentang
persiapan, pembangunan, dal pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,
sedemikian rupa sehingga masyarakat mengetahui, memahami,
mendukung dan berperan aktif da-1am prosesnya;

2. Penyediaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik, sedemikian
rupa sehingga masyarakat dapat menyampaikan isu, masalah, dan
kendala, serta memastikan bahwa isu yang disampaikan mendapatkan
respons dalam kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara atau terlibat langsung
dalam pelaksanaannya.

Peran aktif seluruh pemangku kepentingan disesuaikan dengan karakteristik
yang digolongkan sebagai berikut:
1. Penduduk Lokal

Penduduk lokal berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan
Ibu Kota Nusantara melalui terciptanya lapangan pekerjaan yang akan
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk lokal.
Partisipasi penduduk lokal berpedoman pada: (a) Arahan perencanaan
Struktur Ruang (Subbab 4.1.1 dan 4.2.11; (b) Arahan Perencanaan pola
Ruang (Subbab 4.7.2 dan 4.2.21; Rencana Pengemba-ngan Wilayah KIpp
(5.3); dan Rencana Infrastruktur (5.4), termasuk upaya penertibal kegiatan
pembangunan.

Calon Penduduk lbu Kota Nusantara

Calon penduduk Ibu Kota Nusantara yang diproyeksikan al<an turut
berpindah ke Ibu Kota Negara, baik masyarakat di Kalimantan Timur dan
sekitarnya, ASN dan pegawai lembaga negara independen/badan publik,
TNI dan Polri termasuk keluarganya, maupun masyarakat Indonesia secara
umum, berperan aktif membangun dan mewujudkan Ibu Kota Nusantara
sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Caranya adalah dengan
menjalankan transformasi dalam bekerja dan bermukim di Ibu Kota

2
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Nusantara, serta secara aktif membangun masyarakat yang terintegrasi
secara sosial dan inklusif. Seperti halnya penduduk lokal, partisipasi Calon
Penduduk lbu Kota Nusantara berpedoman pada rencana sebagaimana
yang telah dituliskan pada Nomor 1 di atas.

Kementerian I l*mhaga I Pemerintah Daerah

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah berperan aktif dalam
membangun ruang-ruang partisipasi publik. Selain itu, Kementerian/
Lernbaga/Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam: (a) konsolidasi
pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk
tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas; (b) perubahan
atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana; (c) pemberian
usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pembangunan
kawasanl (d) menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan kawasan, khusus untuk daerah, sesuai dcngan prinsip kerja
sama antardaerah (Subbab 7.3); dan (e) pembangunan fisik dan sosial yang
melibatkan masyarakat, utamanya masyarakat lokal dan juga didukung
dengan pelatihan ketanagakerj aan.

PNA dan OI

PNA yang diakreditasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan OI,
serta misi khusus berkedudukan di Indonesia, berperan penting sebagai
fasilitator untuk ke{a sama internasional pada lingkup bilateral, regional,
dan multilateral serta kerja sama antar pihak yang melibatkan investor,
akademisi dan lainnya yang dapat mendukung pembangunan Ibu Kota
Nusantara.

Media Maesa

Media massa menjadi gatekeeper serta memberikan edukasi kepada
masyarakat secara aktual, akuntabel, dan transparan mengenai proses
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara.

Bignls Lokal
Bisnis lokal menyandang peran penting untuk secara aktif bertransformasi
sesuai dengan visi Ibu Kota Nusantara dan berperan aktif menerapkan
kebijakan yang telah didesain untuk Ibu Kota Nusantara.

4
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Investor
Investor lokal maupun asing, memiliki peran penting dalam membentuk
ekosistem investasi di Ibu Kota Nusantara, yang dapat mendorong
pembangunan ekonomi Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Visi Ibu Kota
Nusantara (Subbab 2.1) dan Visi Pengembangan Superhub Ibu Kota
Nusantara (Subbab 3.2. 1. 1).

A-kademiei
Akademisi sebagai ahli di berbagai bidang keilmuan memberikan masukan
berbasis riset dan bukti untuk mendorong inovasi konstruktif bagi
pembangunan Ibu Kota Nusantara. Akademisi dapat membentuk tim
profesi ahli untuk berperan aktif da-lam mengendalikan kualitas teknis
rencana dan rancangan kawasan, bangunan dan infrastruktur, serta
kualitas pelaksanaan pembangunan.

Organlsasi Non-Profrt dan organisaei Non-Peraerintah
Organisasi dapat berperan al<tif sebagai mitra Pemerintah dalam
mencermati isu tidak terbatas pada sosial dan lingkungan, yang
berpengaruh pada Ibu Kota Nusantara atau wilayah sekitarnya.

7.6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi adalah umpan balik untuk memastikan rencana yang
telah disusun berjalan dengan baik dan juga untuk koreksi atas rencana sebagai
antisipasi perubahan lingkungan strategis ataupun penyesuaian kebijakan.
Pemantauan dan eva-luasi perincian rencana induk dibagi menjadi dua bagian:
pemantauan dan evaluasi atas output per tahapan serta pemantauan dan
evaluasi outcome.

Pemantauan dan evaluasi output berpedoman pada rencana per tahapan
pembangunan yang telah dijabarkan di dalam Bab VI, yaitu Tahap I
(2o22-2o24l,Tahap 2 (2025-20291, Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039),
dan Tahap 5 (2O4O-2O45). Pemantauan dan evaluasi disusun mengikuti
pembagian di dalam Bab VI yaitu persiapan, pembangunan dan pemindahan.
Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyesuaian target
atau percepatan pembangunan agar sesuai dengan target awal yang telah
ditetapkan.

Pemarrtauan dan evaluasi output secata spasial berpedoman pada Bab IV dan
Bab V. Pemantauan dan eva.luasi Wilayah Ibu Kota Nusantara dan KIKN
menggunakan Arahan Perencanaan Struktur Ruang (Subbab 4.I.1 dan 4.2.11
dan Arahan Perencanaan Pola Ruang (Subbab 4.1.2 d,an 4.2.21. Pemantauan dan
evaluasi KIPP menggunakan Rencana Pengembangan Wilayah KIPp (5.3) dan
Rencana Infrastruktur (5.4).

7
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Pemantauan dan evaluasi outcome berpedoman pada KPI yang telah dijabarkan
di dalam Bab II. KPI perlu dipantau dan dievaluasi capaiannya secara berkala.
Hasil pemantauan dan evaluasi kemudian digunakan unfuk menilai simpangan
ataupun kesesuteiian pencapaian target ke-24 KPI dengan tatawaktu V""g te'iafr
ditetapkan' Hasil pemantauan dan evah asi outqme ini dapat menjadip"Jo*"r,
untuk pemilihan kebijakan, strategi, dan teknologi yang akan diteiapkan untuk
mencapai KPI.

dan evaluasi oufcome menggunakan juga
di Bab II. KPI pada Subbab 5.t.2, dibangun
pembangunan, pengendalian peiaksanaan

ataruans dan ran tata bangunan danlingkungan, Kedua dokumen
m.nlaai acuan untuk pembe 

":ffi?":#Xtt"tit".1?3mengikuti ketentuan peraturan ng-undangan, serta pengenaan sanksi.
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